
Disusun Oleh :

TAHUN 2023

BUPATI
MAGELANG

LKPJ 

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
2024



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAPORAN KETERANGAN 

PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) 

BUPATI MAGELANG 

TAHUN 2023 

 

 



K A T A  P E N G A N T A R  | i 

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI MAGELANG TAHUN 2023 | 

 

 

 

 

BUPATI MAGELANG 

KATA PENGANTAR 

 

Assalamu'alaikum Wr. Wb. 

Salam Sejahtera bagi Kita Semua. 

Shalom, Om Swastyastu, 

Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu  

Alhamdulillahhirobbilalamin, Puji dan syukur senantiasa dipanjatkan ke hadirat Allah 

Subhanahu wa ta’ala, Tuhan yang Maha Esa yang telah melimpahkan karunia dan hidayah-

Nya sehingga Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Magelang Tahun 2023 

ini dapat diselesaikan. 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan 

kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 

pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan. Dengan demikian pemerintah 

daerah harus dapat menjalankan seluruh urusan pemerintahan secara baik dan bijaksana untuk 

mewujudkan good government dan clean governance dalam rangka meningkatkan 

kesejahteraan rakyat.  

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) merupakan amanat 

Peraturan Perundang-undangan yang menyebutkan bahwa Kepala Daerah wajib 

menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD yang 

dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran 

berakhir. 

Selama Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Magelang telah memperoleh banyak 

prestasi dan penghargaan baik tingkat nasional, tingkat provinsi maupun dari pihak swasta. 

Namun demikian masih terdapat kendala dan tantangan dalam pelaksanaannya hal ini 

mendorong kami untuk terus mencari terobosan inovasi demi penyelenggaraan pemerintahan 

yang lebih baik.  
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Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Magelang Tahun 2023 

diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan evaluasi bagi Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten Magelang untuk peningkatan kinerja guna efektivitas, efisiensi, serta 

akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. 

Kami menyampaikan terima kasih kepada Pimpinan beserta Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kabupaten Magelang atas kerja sama yang baik selama ini guna kelancaran 

pelaksanaan tugas pemerintahan dan kami juga menyampaikan terimakasih kepada jajaran 

Pemerintahan Kabupaten Magelang serta seluruh masyarakat yang telah mendukung 

pelaksanaan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan.  

Wassalamu'alaikum Wr.Wb. 

Shalom, Om Santi Santi Santi Om, 

Namo Buddhaya, 

Rahayu. 

 

Kota Mungkid, 8 Maret 2024 

Pj. BUPATI MAGELANG 

 

 

SEPYO ACHANTO, S.H., M.H. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Dasar Hukum  

Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Magelang 

merupakan pelaksanaan kewajiban konstitusional Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 71 

ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala 

Daerah mempunyai kewajiban untuk menyampaikan Laporan Keterangan 

Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hal ini diatur 

secara khusus dalam Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, bahwa LKPJ wajib 

disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir 

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Magelang Tahun 2023 

ini merupakan gambaran penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut 

pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan pada tahun 2023 berdasarkan arah 

kebijakan dan prioritas pembangunan daerah yang ditetapkan, dalam upaya mewujudkan 

visi Pemerintah Kabupaten Magelang, yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten 

Magelang yang Sejahtera, Berdaya Saing dan Amanah (Sedaya Amanah)“, berdasarkan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Magelang Tahun 2023 yang 

penyusunannya menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas.  

Dalam penyusunan dan penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 

(LKPJ) ini, sejumlah aturan perundangan digunakan sebagai landasan, antara lain: 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah 

Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah; 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara; 

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional; 

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 
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6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana 

telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

menjadi Undang-Undang; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota 

Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 

Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II 

Magelang; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas 

Pembantuan; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan 

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2005-

2025; 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-

2024; 

16. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; 

17. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; 

18. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2022 tentang Penjabaran Penetapan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; 

19. Peraturan Bupati Nomor 28  Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; 
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1.2. Visi dan Misi Kepala Daerah 

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode 

perencanaan pembangunan daerah. Visi pembangunan daerah merupakan visi kepala 

daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala 

daerah dan menjadi arah pembangunan yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 

(lima) tahun.  

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2019 

tentang RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2019 tentang RPJMD 

Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024, visi Bupati dan Wakil Bupati Magelang periode 

Tahun 2019-2024 adalah: 

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang Yang Sejahtera,  

Berdaya Saing dan Amanah  

(SEDAYA AMANAH)“ 

Visi pembangunan Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 sebagaimana tersebut 

di atas mengandung tiga kata kunci yaitu Sejahtera, Berdaya Saing, dan Amanah 

disingkat menjadi “Sedaya Amanah”. Sedaya dalam bahasa Jawa mempunyai arti semua 

(sedoyo) sehingga sedaya amanah bermakna bahwa seluruh pemangku kebijakan dan 

pemangku kepentingan, di semua tingkatan, harus menjaga amanah dalam menjalankan 

peran dan fungsinya. Adapun makna dari ketiga kata kunci yang terkandung pada visi 

adalah sebagai berikut. 

SEJAHTERA adalah terwujudnya masyarakat Kabupaten Magelang yang sejahtera, yaitu 

kondisi yang dapat terpenuhi kebutuhan dasar meliputi kebutuhan ekonomi (materiil) 

maupun sosial (spirituil), dengan kata lain kebutuhan dasar masyarakat telah terpenuhi 

secara lahir batin secara adil dan merata. Dalam terminologi Jawa adalah wareg, wutuh, 

waras dan wasis. Wareg adalah terpenuhinya kebutuhan pangan, wutuh adalah 

terpenuhinya kebutuhan sandang dan papan, waras adalah terjaminnya kesehatan 

masyarakat lahir batin, jasmani rohani dan wasis adalah terwujudnya masyarakat yang 

cerdas dan berakhlak mulia. 
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BERDAYA SAING adalah terwujudnya masyarakat Kabupaten Magelang yang berdaya 

saing, yaitu kemampuan masyarakat untuk mencapai kemajuan yang lebih tinggi serta 

berkelanjutan di tengah persaingan dengan daerah lain baik domestik maupun 

internasional. Hal ini dilakukan dengan cara memanfaatkan sumber daya yang dimiliki 

sehingga menjadi keunggulan kompetitif. Pada akhirnya daerah akan memiliki daya 

saing yang strategis dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif, budaya inovasi 

serta pengembangan dan pemanfaatan teknologi. 

AMANAH adalah terwujudnya masyarakat Kabupaten Magelang yang amanah, yaitu 

keinginan kuat untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, baik dan bersih yang 

ditandai dengan transparansi, partisipasi, inovasi dan akuntabel, sehingga mampu 

menciptakan dan menjaga solidaritas, kepercayaan, kejujuran, kerjasama, dan 

komitmen yang baik dalam pelayanan publik. 

Sedangkan Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan 

dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan 

Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024, maka visi pembangunan Kabupaten Magelang 

dijabarkan dalam Misi sebagai berikut: 

1. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang sejahtera dan berakhlak mulia. 

Salah satu indikator tercapainya kesejahteraan masyarakat adalah tercapainya Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM). Komponen yang sangat menentukan tercapainya 

peningkatan IPM adalah luasnya jangkauan akses pelayanan dasar, mencakup 

pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat. Berbagai upaya dilakukan dalam 

rangka meningkatkan IPM. Komponen pendidikan dalam mewujudkan peningkatan 

IPM dilakukan melalui peningkatan kinerja pembangunan pendidikan, komponen 

kesehatan dilakukan melalui peningkatan kinerja pembangunan kesehatan, 

sedangkan komponen daya beli masyarakat dilakukan melalui penurunan jumlah 

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), peningkatan ketahanan pangan 

daerah dan penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka. Adapun upaya untuk 

meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang berakhlak mulia dilakukan 

dengan peningkatan kualitas kehidupan beragama yang mencakup sarana prasarana 

publik terkait peribadatan dan perhatian pemerintah daerah terhadap para pelaku 

pembinaan masyarakat baik organisasi masyarakat maupun pribadi masyarakat. 
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2. Meningkatkan daya saing daerah yang berbasis pada potensi lokal dengan tetap 

menjaga kelestarian lingkungan hidup.  

Misi kedua ini akan mewujudkan kondisi masyarakat Kabupaten Magelang yang 

lebih maju dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada dengan memperhatikan 

kelestarian lingkungan hidup. Untuk mencapai kondisi tersebut diwujudkan melalui 

pembangunan ekonomi dan pembangunan infrastuktur wilayah yang berkelanjutan. 

Upaya yang dilakukan dalam mencapai pembangunan ekonomi diantaranya adalah 

dengan meningkatkan daya saing kemampuan ekonomi daerah. 

Beberapa program prioritas dalam mendukung pembangunan ekonomi antara lain 

pengembangan pertanian pariwisata dan Usaha Kecil Menengah (UKM), 

pengembangan sarana dan prasarana publik, serta pengembangan kepemudaan dan 

olah raga. Sedangkan upaya dalam mencapai pembangunan wilayah berkelanjutan 

dilakukan dengan cara meningkatkan cakupan dan kualitas layanan infrastruktur 

wilayah. Beberapa program prioritas dalam mendukung pembangunan infrastuktur 

wilayah berkelanjutan adalah pengembangan sarana dan prasarana publik dan 

pelestarian lingkungan hidup. 

3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang Amanah. 

Misi ini menunjukkan adanya keinginan kuat Pemerintah Kabupaten Magelang 

untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, baik, dan bersih. Pada periode 

yang lalu tata kelola pemerintahan Kabupaten Magelang telah berjalan dengan baik 

yang diindikasikan dengan pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 

untuk pengelolaan keuangan daerah. Dalam periode 2019-2024 tata kelola 

pemerintahan yang amanah dilaksanakan dengan reformasi birokrasi secara optimal. 

Reformasi birokrasi ke depan diarahkan untuk meningkatkan pelayanan publik yang 

semakin transparan, partisipatif, inovatif dan akuntabel. Pelayanan publik yang 

transparan dan akuntabel akan diwujudkan dengan smart regency dimana 

pelayanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang dapat diakses 

dan dikontrol oleh masyarakat. 

Pelayanan publik yang partisipatif dilaksanakan melalui pelibatan masyarakat dalam 

perencanaan dan pengawasan pembangunan dengan berbagai media. Sedangkan 

pelayanan publik yang inovatif dilaksanakan melalui penataan dan pengelolaan 

Aparatur Sipil Negara (ASN) secara profesional serta optimalisasi pemanfaatan 

berbagai sumber pembiayaan Pembangunan. 



B A B  I  P E N D A H U L U A N  |I- 6 

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI MAGELANG TAHUN 2023 | 

1.3. Data Umum Daerah 

1.3.1. Data Geografis Wilayah 

Kabupaten Magelang dengan ibukota di Kota Mungkid termasuk dalam wilayah 

administrasi Provinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah berdasarkan publikasi BPS 

seluas 108.573 hektar atau sekitar 3,34% dari luas Provinsi Jawa Tengah. 

Berdasarkan pemetaan ulang dalam materi penyusunan revisi RTRW Kabupaten 

Magelang yang mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang batas 

wilayah Kabupaten Magelang dengan Kabupaten/Kota sekitarnya, luas wilayah 

Kabupaten Magelang kurang lebih 112.926,41 hektar. Secara geografis, Kabupaten 

Magelang terletak pada posisi antara 110001’ 51” – 110026’58” Bujur Timur dan 

7019’13” – 7042’16” Lintang Selatan, dengan batas-batas Kabupaten Magelang 

sebagai berikut: 

•  Sebelah utara : Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Semarang 

•  Sebelah timur : Kabupaten Semarang dan Kabupaten Boyolali 

•  Sebelah selatan : Kabupaten Purworejo dan Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta 

•  Sebelah barat : Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo 

        sedangkan di tengahnya terdapat Kota Magelang. 

Letak Kabupaten Magelang yang strategis dapat dilihat dari posisinya, yaitu di 

antara dua kota besar, Kota Yogyakarta dan Kota Semarang. Selain itu, letak 

strategis Kabupaten Magelang juga dapat dilihat dari posisinya yang berada di 

antara jalur pantura dengan jalur selatan-selatan, jalur utara-selatan dan di tengah 

Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Magelang juga berada di antara perlintasan 

jalur ekonomi, yaitu Semarang-Magelang-Purwokerto dan Semarang-Magelang-

Yogyakarta-Solo, sehingga memudahkan aksesibilitas, mendorong perkembangan 

ekonomi dan pertumbuhan wilayah Kabupaten Magelang.  

Berikut tabel mengenai luas masing-masing kecamatan, jumlah desa, dan 

kelurahan serta jarak kecamatan ke ibukota kabupaten di Kabupaten Magelang. 
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Tabel 1.1. 

Luas Kecamatan, Jumlah Desa dan Kelurahan, serta Jarak dari Ibukota Kabupaten 

ke Kecamatan di Kabupaten Magelang Tahun 2023 

 

No Kecamatan 

Jumlah 

Desa 

Jumlah 

Kelurahan 

Luas 

Wilayah 

(Km
2
) 

Persentase 

(%) 

Jarak ke 

Ibukota 

Kabupaten 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Salaman 20 - 68,87 6,34 15 

2 Borobudur 20 - 54,55 5,02 4 

3 Ngluwar 8 - 22,44 2,07 22 

4 Salam 12 - 31,63 2,91 19 

5 Srumbung 17 - 53,18 4,90 19 

6 Dukun 15 - 53,40 4,92 21 

7 Muntilan 13 1 28,61 2,63 17 

8 Mungkid 14 2 37,40 3,44 7 

9 Sawangan 15 - 72,37 6,67 15 

10 Candimulyo 19 - 46,95 4,32 17 

11 Mertoyudan 12 1 45,35 4,18 6 

12 Tempuran 15 - 49,04 4,52 8 

13 Kajoran 29 - 83,41 7,68 31 

14 Kaliangkrik 20 - 57,34 5,28 34 

15 Bandongan 14 - 45,79 4,22 20 

16 Windusari 20 - 61,65 5,68 25 

17 Secang 19 1 47,34 4,36 22 

18 Tegalrejo 21 - 35,89 3,31 22 

19 Pakis 20 - 69,56 6,41 29 

20 Grabag 28 - 77,16 7,11 33 

21 Ngablak 16 - 43,80 4,03 37 

 Jumlah 367 5 1.085,73 100  

       Sumber: Kabupaten Magelang Dalam Angka Tahun 2023 

 

1.3.2. Jumlah Penduduk 

Jumlah penduduk Kabupaten Magelang tahun 2023 mencapai  1.331.921 

jiwa.  Dengan jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Mertoyudan 

(112.126 jiwa), kemudian Kecamatan Grabag (96.935 jiwa) dan Kecamatan Secang 

(84.154 jiwa). Sedangkan jumlah penduduk paling sedikit berada di Kecamatan 

Ngluwar (33.090 jiwa).   
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 Tabel 1.2. 

Jumlah Penduduk di Kabupaten Magelang Tahun 2023 

 

No Kecamatan 
Jumlah Penduduk (jiwa) 

Laki-laki Perempuan Tahun 2023 

1 2 3 4 5 

1 Salaman 38.551 38.003 76.554 

2 Borobudur 32.806 32.529 65.335 

3 Ngluwar 16.469 16.621 33.090 

4 Salam 24.219 24.282 48.501 

5 Srumbung 24.711 24.616 49.327 

6 Dukun 23.977 23.894 47.871 

7 Sawangan 29.638 29.352 58.990 

8 Muntilan 40.335 40.534 80.869 

9 Mungkid 37.556 37.669 75.225 

10 Mertoyudan 55.607 56.519 112.126 

11 Tempuran 27.139 26.498 53.637 

12 Kajoran 31.673 30.849 62.522 

13 Kaliangkrik 32.016 30.872 62.888 

14 Bandongan 32.172 31.101 63.273 

15 Candimulyo 25.965 25.496 51.461 

16 Pakis 28.896 27.894 56.790 

17 Ngablak 21.866 21.250 43.116 

18 Grabag 49.135 47.800 96.935 

19 Tegalrejo 27.864 27.128 54.992 

20 Secang 42.145 42.009 84.154 

21 Windusari 27.864 26.401 54.265 

 Jumlah 662.763 653.187 1.331.921 

            Sumber: Disdukcapil Kabupaten Magelang, 2024 
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1.3.3. Pertumbuhan Penduduk 

Laju pertumbuhan penduduk adalah angka yang menunjukkan persentase 

pertambahan penduduk dalam jangka waktu tertentu. Laju pertumbuhan 

penduduk Kabupaten Magelang dari tahun 2022 ke 2023 adalah 0,93 persen per 

tahun. 

 Tabel 1.3. 

Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Magelang Tahun 2023 

    

No Kecamatan 

Penduduk (jiwa) Laju 

Pertumbuhan 

Penduduk  
Laki-laki Perempuan Jumlah 

1 2 3 4 5 6 

1 Salaman 38.551 38.003 76.554 0,95 

2 Borobudur 32.806 32.529 65.335 0,99 

3 Ngluwar 16.469 16.621 33.090 0,57 

4 Salam 24.219 24.282 48.501 0,34 

5 Srumbung 24.711 24.616 49.327 0,50 

6 Dukun 23.977 23.894 47.871 0,78 

7 Sawangan 29.638 29.352 58.990 1,13 

8 Muntilan 40.335 40.534 80.869 0,78 

9 Mungkid 37.556 37.669 75.225 0,85 

10 Mertoyudan 55.607 56.519 112.126 0,71 

11 Tempuran 27.139 26.498 53.637 0,88 

12 Kajoran 31.673 30.849 62.522 1,11 

13 Kaliangkrik 32.016 30.872 62.888 1,50 

14 Bandongan 32.172 31.101 63.273 0,97 

15 Candimulyo 25.965 25.496 51.461 1,10 

16 Pakis 28.896 27.894 56.790 1,40 

17 Ngablak 21.866 21.250 43.116 1,33 

18 Grabag 49.135 47.800 96.935 0,96 

19 Tegalrejo 27.864 27.128 54.992 1,06 

20 Secang 42.145 42.009 84.154 0,56 

21 Windusari 27.864 26.401 54.265 1,35 

 Jumlah 670.604 661.317 1.331.921 0,93 

   Sumber: Disdukcapil Kabupaten Magelang, 2024 
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1.3.4. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 

2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang dibentuk 

perangkat daerah yang meliputi: 

1. Sekretariat Daerah 

2. Sekretariat DPRD 

3. Inspektorat 

4. Dinas Daerah berjumlah 18 

5. Badan Daerah berjumlah 4 

6. Kecamatan berjumlah 21 

7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Jumlah ASN Kabupaten Magelang sampai akhir tahun 2023 sejumlah 9.682 

orang. Dengan demikian, terdapat kenaikan 151 orang apabila dibandingkan 

dengan tahun 2022 yang berjumlah 9.531 orang.  

Tabel 1.4 

Kondisi ASN Kabupaten Magelang Tahun 2019–2023 

 

No Golongan 

Tahun 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 

1 I 140 123 100 62 54 

2 II 1.166 1.060 1.212 1.497 1.473 

3 III 4.381 4.195 4.212 6.381 6.929 

4 IV 2.573 2.240 1.916 1.591 1.246 

Jumlah 8.260 7.618 7.440 9.531 9.682 

      Sumber:  BKPPD Kabupaten Magelang, 2024 

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa terdapat penurunan 

jumlah ASN pada tahun 2020 sampai dengan 2021 dengan rata-rata penurunan 

sejumlah 410. Pada tahun 2020 penurunan terjadi signifikan yaitu sejumlah 642 

orang.  Adapun penyebab penurunan ini adalah PNS memasuki masa purna 

tugas, PNS pensiun Atas Permintaan Sendiri, adanya mutasi keluar daerah dan 

tingginya angka kematian PNS karena covid pada masa pandemi covid-19. Mulai 

tahun 2022 terjadi peningkatan jumlah ASN. Hal ini disebabkan karena terdapat 

penambahan ASN dari jalur penerimaan PPPK sejumlah 1.984 formasi dan tahun 

2023 sejumlah 885 formasi. 
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Pada tahun 2023 komposisi pendidikan ASN Kabupaten Magelang 

didominasi oleh lulusan S1/D-IV, dengan persentase sebesar 66,42%; kemudian 

lulusan D-III sebesar 16,59%; lulusan SMA sebesar 7,87%; lulusan S2 sebesar 

5,60%; lulusan D-II sebesar 1,60%; lulusan SMP sebesar 1,12%; lulusan SD 

sebesar 0,45% serta lulusan D-I sebesar 0,35%.  

Tabel 1.5. 

Komposisi Pendidikan ASN (Orang) Kabupaten Magelang Tahun 2019-2023 

 

No Pendidikan 

Tahun 

2019 2020 2021 2022 2023 

L P L P L P L P L P 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 S3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 S2 273 199 293 293 280 269 293 303 264 278 

3 S1 /D-IV 1.642 2.964 1.811 1.811 1.393 2.769 1.811 4.224 1.843 4.588 

4 D – III 198 806 286 286 234 979 286 1253 296 1310 

5 D – II 159 337 77 77 94 197 77 168 63 92 

6 D – I 17 67 6 6 7 39 6 25 4 30 

7 SMA 775 541 584 584 616 356 584 314 537 225 

8 SMP 191 14 127 127 144 10 127 7 98 10 

9 SD 73 4 48 48 51 2 48 5 42 2 

Jumlah 

3.328 4.932 3.013 3.232 3.232 4.621 3.232 6.299 3.147 6.535 

8.260 7.618 7.440 9.531 9.682 

      Sumber: BKPPD Kabupaten Magelang, 2024 

 

1.3.5. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan 

a. Pendapatan Daerah 

Pendapatan daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah 

nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan 

daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, akun, 

kelompok, jenis, objek dan rincian objek serta sub rincian objek pendapatan 

daerah. Pendapatan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah, pendapatan 

transfer; dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Ketentuan terkait 

pendapatan asli daerah mengacu pada Pasal 30 sampai dengan Pasal 33 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah.  
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Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 dilakukan dengan 

memperhatikan kebijakan yang ada pada RKPD Tahun 2023 yang diarahkan 

pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor Pendapatan Asli 

Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah. Selain 

ditujukan untuk meningkatkan pendapatan daerah juga diarahkan untuk 

memberikan stimulus dalam mendukung kondisi perekonomian yang lebih 

berkualitas dengan memperhatikan potensi yang ada guna tercapainya 

peningkatan kemandirian daerah serta mengurangi tingkat ketergantungan 

terhadap dana transfer dari Pemerintah Pusat. 

Tabel 1.6. 

Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Magelang  

Tahun 2022 dan Tahun 2023 

 

No Uraian Target TA 2023 

Realisasi % 

Kenaika

n/ 

Penurun

an  

TA 2023 % 
TA 2022 

Audited 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Pendapatan 

Asli Daerah 
443.649.294.413  465.452.257.784  104,91  432.688.035.341  7,57  

2 Pendapatan 

Transfer 
2.111.381.547.920  2.089.541.001.808  98,97  2.100.710.656.495  (0,53) 

3 Lain-lain 

Pendapatan 

Daerah Yang 

Sah 

21.497.000.000  18.454.635.298  85,85  24.625.485.254  (25,06) 

Jumlah 2.576.527.842.333 2.573.447.894.890  99,88  2.558.024.177.090 0,60  

  Sumber: BPPKAD Kabupaten Magelang, 2024 

  *) Data per 29 Januari 2024, Unaudited 

 

Dari Tabel 1.6 di atas tampak bahwa realisasi pendapatan daerah pada tahun 

2023 ditargetkan Rp2.576.527.842.333,00 dan terealiasi sebesar 

Rp2.573.447.894.890,00 atau sebesar 99,88% dengan penjelasan sebagai 

berikut: 

1) Pendapatan Asli Daerah 

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang bersumber dan 

dipungut sendiri oleh pemerintah daerah meliputi pajak daerah; retribusi 

daerah; hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain 

pendapatan asli daerah yang sah. PAD Tahun Anggaran 2023 ditargetkan 

sebesar Rp443.649.294.413,00 dan realisasi PAD sejumlah 

Rp465.452.257.784,00 atau 104,91%. Realisasi tersebut lebih tinggi 

7,57% dibanding realisasi PAD tahun 2022. Realisasi PAD 2023 

berkontribusi terhadap Pendapatan Daerah sebesar 18,09%. Adapun 

rincian realisasi PAD sebagaimana tercantum dalam tabel berikut: 
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Tabel 1.7. 

Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Magelang 

Tahun 2022 dan Tahun 2023 

No Uraian Target TA 2023 

Realisasi % 

Kenaik

an/ 

Penuru

nan  

TA 2023 % TA 2022 Audited 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Hasil Pajak 

Daerah 

179.322.908.877  189.568.476.778  105,71  169.682.578.756  11,72  

2 Hasil 

Retribusi 

Daerah 

19.874.479.802 18.992.881.583  95,56  18.953.321.094 0,21  

3 Hasil 

Pengelolaan 

Kekayaan 

Daerah yang 

Dipisahkan 

29.664.089.642  30.598.215.796 103,15  28.082.640.133 8,96  

4 Lain-lain 

Pendapatan 

Asli Daerah 

yang Sah 

214.787.816.092 226.292.683.627 105,36  215.969.495.358  4,78  

JUMLAH 443.649.294.413  465.452.257.784  104,91  432.688.035.341 7,57  

    Sumber: BPPKAD Kabupaten Magelang, 2024 

    *) Data per 29 Januari 2024, Unaudited 

 

a) Pajak Daerah 

Dasar pengenaan pajak daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten 

Magelang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak 

Daerah. Khusus untuk Pajak Bumi dan Bangunan diatur  dalam 

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2012 

tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Rincian 

target dan realisasi penerimaan Pajak Daerah pada Tahun 2022 dan 

realisasi Tahun 2023 sebagai berikut: 
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Tabel 1.8. 

Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah  

Kabupaten Magelang Tahun 2022 dan Tahun 2023 

No Uraian 
Target TA 

2023 

Realisasi % 

Kenai

kan/ 

Penur

unan  

TA 2023 % 
TA 2022 

Audited 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Pajak Hotel 17.398.794.444 18.296.496.695  105,16  15.286.879.681  19,69  

2 Pajak 

Restoran 
27.284.969.787  29.917.335.807  109,65  24.427.499.187  22,47  

3 Pajak 

Hiburan 
4.648.938.778  4.726.606.197  101,67  3.880.703.301  21,80  

4 Pajak 

Reklame 
1.197.855.079  1.324.830.646  110,60  1.195.598.522  10,81  

5 Pajak 

Penerangan 

Jalan 

44.870.079.024  45.655.001.705  101,75  42.983.669.080  6,21  

6 Pajak Parkir 1.565.148.392 1.672.639.001 106,87  1.727.857.470  (3,20) 

7 Pajak Air 

Tanah 
938.879.760 1.013.976.680  108,00  926.660.120  9,42  

8 Pajak 

Mineral 

Bukan 

Logam dan 

Batuan 

2.882.000.000  3.769.062.835  130,78  2.750.014.945  37,06  

9 Pajak Bumi 

dan 

Bangunan 

Perdesaan 

dan 

Perkotaan 

(PBBP2) 

42.506.029.431  42.975.578.095  101,10  42.506.029.431  1,10  

10 Bea 

Perolehan 

Hak Atas 

Tanah dan 

Bangunan 

(BPHTB) 

36.030.214.182  40.216.949.117  111,62  33.997.667.019  18,29  

JUMLAH 179.322.908.877 189.568.476.778 105,71  169.682.578.756 11,72  

           Sumber: BPPKAD Kabupaten Magelang, 2024 

            *) Data per 29 Januari 2024, Unaudited 

 

b) Retribusi Daerah 

Pendapatan Retribusi berasal dari hasil pemungutan Retribusi Jasa 

Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu. Dasar 

Pemungutan Retribusi Jasa Umum adalah: 

1) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2020 

tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Magelang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum. 

2) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2021 

tentang perubahan keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2012 

tentang Retribusi Jasa Usaha. 
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3) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2020 

tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Magelang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2012 

tentang Retribusi Perizinan Tertentu. 

Rincian target dan realisasi penerimaan Retribusi Daerah pada Tahun 

2022 dan realisasi Tahun 2023 sebagai berikut: 

Tabel 1.9. 

Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah  

Kabupaten Magelang Tahun 2022 dan Tahun 2023 

 

No Uraian 
Target TA 

2023 

Realisasi % 

Kenaika

n/ 

Penurun

an  

TA 2023 % 
TA 2022 

Audited 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Retribusi 

Jasa Umum 
10.917.290.802 9.238.629.556 84,62 12.019.984.944  (23,14) 

2 Retribusi 

Jasa Usaha 
7.665.381.580 8.530.038.200 111,28 6.291.134.510  35,59 

3 Retribusi 

Perizinan 

Tertentu 

1.291.807.420 1.224.213.827 94,77 642.201.640  90,63 

JUMLAH 19.874.479.802 18.992.881.583 95.56 18.953.321.094 0,21 

   Sumber: BPPKAD Kabupaten Magelang, 2024 

   *) Data per 29 Januari 2024, Unaudited 

 

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 

Penerimaan PAD yang berasal dari Hasil Pengelolaan Kekayaan 

Daerah Yang Dipisahkan diatur dalam: 

1) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2020 

tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat 

BANK BAPAS 69 Kabupaten Magelang; 

2) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 2022 

tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Gemilang; 

3) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2020 

tentang Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Kabupaten 

Magelang; 

4) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017 

tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank 

Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah; 
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5) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2021 

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah 

Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan 

Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit 

Kecamatan Jawa Tengah; 

6) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2018 

tetang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat 

Badan Kredit Kecamatan. 

Rincian anggaran dan realisasi pendapatan Hasil Pengelolaan 

Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2023 ditargetkan sebesar 

Rp29.664.089.642,00 dan terealisasi sebesar Rp30.598.215.796,00. 

Sumber pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan sebagai berikut: 

 

Tabel 1.10. 

Target dan Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan 

Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 dan Tahun 2023 

No Uraian 
Target TA 

2023 

Realisasi % 

Kenai

kan/ 

Penur

unan  

TA 2023 % 
TA 2022 

Audited 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Lembaga 

Keuangan 
25.313.519.162  26.247.645.316  103,69  24.347.897.530  7,80  

a PD Bank 

Jawa Tengah 
9.341.261.544  10.275.387.698  110,00  8.773.555.346  17,12  

b Perusahaan 

Daerah 

Bank 

Perkreditan 

Rakyat Bank 

Bapas 69 

15.307.790.112  15.307.790.112  100,00  14.566.630.909  5,09  

c Perusahaan 

Daerah 

Bank 

Perkreditan 

Rakyat 

Badan Kredit 

Kecamatan 

(PD BPR 

BKK) 

664.467.506  664.467.506  100,00  1.007.711.275  (34,06) 

2 Perusahaan 

Daerah Air 

Minum  

(PDAM) 

4.240.942.536  4.240.942.536  100,00  3.636.462.150  16,62  

3 Perusahaan 

Daerah 

Aneka Usaha 

(PDAU) 

109.627.944  109.627.944  100,00  98.280.453 11,55  

JUMLAH 29.664.089.642  30.598.215.796  103,15  28.082.640.133  8,96  

   Sumber: BPPKAD Kabupaten Magelang, 2024 

   *) Data per 29 Januari 2024, Unaudited 
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d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 

Merupakan penerimaan pendapatan asli daerah yang tidak termasuk 

dalam kategori pajak daerah maupun retribusi daerah. 

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terdiri dari: 

1) hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;  

2) hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan; 

3) hasil kerjasama daerah; 

4) jasa giro; 

5) hasil pengelolaan dana bergulir; 

6) pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti rugi 

kerugian Keuangan Daerah, penerimaan komisi, potongan, atau 

bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, 

asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk 

penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan 

uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang 

milik daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan 

daerah; 

7) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap 

mata uang asing; 

8) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan; 

9) pendapatan denda pajak daerah; 

10) pendapatan denda retribusi daerah; 

11) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan; 

12) pendapatan atas pengembalian; 

13) pendapatan dari BLUD; dan 

14) pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Rincian target dan realisasi Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2022 dan 

realisasi Tahun 2023 sebagai berikut: 
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Tabel 1.11. 

Anggaran dan Realisasi  

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah  

Kabupaten Magelang Tahun 2022 dan Tahun 2023 

 

No Uraian 

Target TA 

2023 

Realisasi % 

Kenaika

n/ 

Penurun

an  

TA 2023 % 

TA 2022 

Audited 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Hasil Penjualan 

BMD yang 

Tidak 

Dipisahkan 

43.142.000  50.823.500  117,81  441.322.054  (88,48) 

2 Hasil 

Pemanfaatan 

BMD yang 

Tidak 

Dipisahkan 

1.322.250.014  1.589.887.795  120,24  1.277.921.566  24,41  

3 Hasil Kerja 

Sama Daerah 

736.985.475  874.006.080  118,59  899.048.415 (2,79) 

4 Jasa Giro 2.403.811.390  2.368.088.378  98,51  2.759.123.642 (14,17) 

5 Hasil 

Pengelolaan 

Dana Bergulir 

0 0.00   0 2.820.000  (100) 

6 Pendapatan 

Bunga 

6.949.172.722  9.983.421.017  143,66  11.434.862.967  (12,69) 

7 Penerimaan 

Komisi. 

Potongan. 

atau Bentuk 

Lain 

130.609.636  131.223.598  100,47  8.891.656  1.375,81 

8 Pendapatan 

Denda atas 

Keterlambatan 

Pelaksanaan 

Pekerjaan 

0 231.002.578 0  293.465.850  (21,28) 

9 Pendapatan 

Denda Pajak 

Daerah 

185.936.797  376.450.979  202,46 169.026.428  122,72  

10 Pendapatan 

Denda 

Retribusi 

Daerah 

872.438.720  695.696.814  79,74  585.627.964 18,80  

11 Pendapatan 

dari 

Pengembalian 

641.263.908  723.444.950  112,82  1.975.453.717  (63,38) 

12 Pendapatan 

BLUD 

201.502.205.430  209.268.637.938  103,85  196.121.931.099  6,70  

JUMLAH 214.787.816.092 226.292.683.627 105,36 215.969.495.358 4,78  

   Sumber: BPPKAD Kabupaten Magelang. 2024 

   *) Data per 29 Januari 2024, Unaudited 
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2) Pendapatan Transfer 

Pendapatan Transfer mengacu pada Pasal 34 sampai dengan Pasal 45 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Pendapatan transfer 

terdiri atas: 

a) Transfer Pemerintah Pusat 

Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas: 

1) Dana Perimbangan 

(1) Dana Bagi Hasil, terdiri atas bagi hasil pajak dan bagi hasil 

sumber daya alam. 

(2) DAU yang bersumber dari pendapatan APBN yang 

dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan 

keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah 

dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. 

(3) DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah 

untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan 

Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang 

ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana 

Alokasi Fisik dan Dana Alokasi Non Fisik. 

2) Dana Insentif Daerah bersumber dari APBN dialokasikan kepada 

Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan 

untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau 

pencapaian kinerja tertentu. 

3) Dana Otonomi Khusus dialokasikan kepada Daerah yang 

memiliki otonomi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

4) Dana Keistimewaan dialokasikan kepada Daerah istimewa sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

5) Dana Desa diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

b) Transfer Atas Daerah 

1) Pendapatan Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari 

pendapatan daerah yang dialokasikan kepada daerah lain 

berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
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2) Bantuan Keuangan merupakan dana yang diterima dari daerah 

lainnya baik dalam bentuk bantuan keuangan umum dalam 

rangka kerjasama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan 

keuangan dan bantuan keuangan khusus yaitu untuk tujuan 

tertentu. Bantuan keuangan terdiri dari: 

(1) Bantuan keuangan dari Daerah Provinsi; dan 

(2) Bantuan keuangan dari Daerah Kabupaten/ Kota. 

Pendapatan transfer Tahun 2023 ditargetkan senilai 

Rp2.111.381.547.920,00 terealisasi sebesar Rp2.089.541.001.808,00 

atau 98,97%. Kontribusinya terhadap realisasi pendapatan daerah 

sebesar 81,20%. Realisasi Pendapatan Dana Transfer Tahun Anggaran 

2023 mengalami penurunan sebesar 0,53% dibandingkan dengan Tahun 

2022. Adapun rincian realisasi pendapatan transfer sebagaimana 

tercantum dalam tabel berikut: 

 

Tabel 1.12. 

Target dan Realisasi Pendapatan Dana Transfer  

Kabupaten Magelang Tahun 2022 dan Tahun 2023 

No Uraian Target TA 2023 

Realisasi % 

Kenaik

an/ 

Penuru

nan  

TA 2023 % TA 2022 Audited 

1 2 3 4 5 6 7 

A 

Pendapatan 

Transfer 

Pemerintah 

Pusat 

1.882.430.960.920  1.878.067.824.890  99,77  1.888.749.459.461  (0,57) 

1  
Dana 

Perimbangan 
1.518.441.496.920  1.514.078.360.890  99,71  1.481.150.169.461  2.22 

a 

Dana Transfer 

Umum-Dana 

Bagi Hasil 

(DBH) 

45.162.178.236  45.162.178.236  100  45.076.264.055  0,19 

b 

Dana Transfer 

Umum-Dana 

Alokasi Umum 

(DAU) 

1.009.264.603.253  1.022.451.050.283  101,31  970.712.969.712  5,33 

c 

Dana Transfer 

Khusus-Dana 

Alokasi Khusus 

(DAK) Fisik 

106.589.643.326  102.749.475.880  96,40  142.757.134.389  (28,02) 

d 

Dana Transfer 

Khusus-Dana 

Alokasi Khusus 

(DAK) Non 

Fisik 

357.425.072.105  343.715.656.484  96,16  322.603.801.305  6,54 

2  
Dana Insentif 

Daerah (DID) 
0 0    14.367.981.000  (100) 

3  Dana Desa 363.989.464.000  363.989.464.000  100  393.231.309.000  (7,44) 

B 

Pendapatan 

Transfer Antar 

Daerah 

228.950.587.000  211.473.176.918  92,37  211.961.197.034  (0,23) 

a 
Pendapatan 

Bagi Hasil 
214.812.587.000  197.843.915.918  92,10  192.799.361.034  2,62 

b 
Bantuan 

Keuangan 
14.138.000.000  13.629.261.000  96,40  19.161.836.000  (28,87) 

 JUMLAH 2.111.381.547.920  2.089.541.001.808  98,97  2.100.710.656.495  (0,53) 

     Sumber: BPPKAD Kabupaten Magelang. 2024 

      *) Data per 29 Januari 2024, Unaudited 
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3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 

Mengacu pada Pasal 46 sampai dengan Pasal 48 Peraturan Pemerintah 

Nomor 12 Tahun 2019, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri 

atas: 

a) Hibah 

Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang 

berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, 

dan badan usaha dalam negeri dan luar negeri yang tidak mengikat 

untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, 

tidak berdasarkan perhitungan tertentu dan tidak mempunyai 

konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada 

penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya 

tinggi. 

Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

b) Dana Darurat 

Dana Darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang 

diberikan kepada Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai 

keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak 

mampu ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber 

APBD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

c) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan  

Antara lain Pendapatan Hibah Dana BOS, dan Pendapatan 

Pengembalian Hibah tahun sebelumnya.  

Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada tahun 2023 

ditargetkan Rp21.497.000.000,00 dan realisasi sebesar 

Rp18.454.635.298,00 atau 85,85%. Realisasi Lain-lain Pendapatan 

Daerah Yang Sah memberikan kontribusi terhadap realisasi Pendapatan 

Daerah sebesar 0,72%. Apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 

2022 terdapat penurunan sebesar Rp6.170.849.956,00 atau 25,06%. 
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Adapun rincian realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 

sebagaimana tercantum dalam tabel berikut: 

Tabel 1.13. 

Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah  

Kabupaten Magelang Tahun 2022 dan Tahun 2023 

No Uraian Target TA 2023 

Realisasi % 

Kenai

kan/ 

Penur

unan  

TA 2023 % TA 2022 Audited 

1 2 3 4 5 6 7 

1  

Pendapatan 

Hibah 

21.497.000.000  18.454.635.298  85,85  24.625.485.254  (25,06) 

 JUMLAH 21.497.000.000  18.454.635.298  85,85  24.625.485.254  (25,06) 

    Sumber: BPPKAD Kabupaten Magelang, 2024 

    *) Data per 29 Januari 2024, Unaudited 

 

1.3.6. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja 

Belanja daerah disusun mendasarkan prinsip-prinsip penganggaran yang 

dilakukan menggunakan pendekatan anggaran berbasis kinerja dengan 

memperhatikan prioritas dan program strategis pembangunan secara efisien, 

efektif, selektif, akuntabel dan transparan serta mengacu pada RKPD. Belanja 

daerah dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan yang menjadi 

kewenangan pemerintah daerah, yang terdiri dari urusan pemerintah wajib dan 

urusan pilihan yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan 

daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dalam ketentuan 

peraturan perundang-undangan.  

Peningkatan belanja daerah diprioritaskan pada kepentingan publik 

terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat melalui 

program/kegiatan strategis yang memiliki kontribusi terhadap capaian 

pembangunan jangka menengah daerah melalui sinergitas rencana program dan 

kegiatan prioritas pembangunan daerah. Berdasarkan Pasal 55 Peraturan 

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, 

klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: 

a. Belanja Operasi 

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-

hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja 

Operasi terdiri dari: 
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1) Belanja Pegawai 

Belanja Pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang 

ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Kompensasi diberikan kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah, 

pimpinan dan anggota DPRD, dan belanja pegawai ASN. 

Belanja Pegawai paling sedikit berupa gaji/uang representasi dan 

tunjangan, tambahan penghasilan pegawai ASN, belanja penerimaan 

lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta kepala daerah, wakil kepala 

daerah, honorarium, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi 

daerah/Jasa layanan lainnya dan honorarium yang selanjutnya terkait 

belanja pegawai diuraikan dalam peraturan perundang-undangan. 

2) Belanja Barang dan Jasa 

Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan 

barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan 

dalam rangka melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan 

Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas Daerah yang 

tercantum dalam RPJMD, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan 

atau dijual kepada masyarakat/pihak lain.  

Belanja barang dan jasa diuraikan dalam: 

a) Belanja Barang 

Belanja Barang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang 

berupa barang pakai habis, barang tak habis pakai, dan barang bekas 

dipakai. 

b) Belanja Jasa 

Belanja Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang 

nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan antara lain berupa jasa kantor, 

asuransi, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, 

sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, 

konsultansi, ketersediaan layanan (availibility payment), beasiswa 

pendidikan PNS, kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis 

PNS/PPPK, insentif pemungutan pajak daerah bagi pegawai non 

ASN, dan insentif pemungutan retribusi daerah bagi pegawai non 

ASN. 
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c) Belanja Pemeliharaan 

Belanja Pemeliharaan digunakan untuk mencatat belanja 

pemeliharaan tanah, belanja pemeliharaan peralatan dan mesin, 

belanja pemeliharaan gedung dan bangunan, belanja pemeliharaan 

jalan, jaringan, dan irigasi, belanja pemeliharaan aset tetap lainnya, 

dan belanja perawatan kendaraan bermotor.  

d) Belanja Perjalanan Dinas 

Belanja Perjalanan Dinas digunakan untuk menganggarkan belanja 

perjalanan dinas dalam negeri dan belanja perjalanan dinas luar 

negeri.  

e) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak 

Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 

Digunakan untuk menganggarkan Uang dan/atau Jasa untuk 

Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dalam bentuk: 

(1) pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;  

(2) penghargaan atas suatu prestasi;  

(3) pemberian beasiswa kepada masyarakat;  

(4) penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat 

penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk pelaksanaan 

pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek 

strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan;  

(5) Transfer Ke Daerah dan Dana Desa yang penggunaannya sudah 

ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan;  

(6) Bantuan fasilitasi premi asuransi pertanian; dan/atau  

(7) Belanja barang dan jasa berupa pemberian uang lainnya yang 

diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.  

3) Belanja Bunga 

Belanja Bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga 

utang yang tidak berasal pembayaran atas kewajiban pokok utang, yang 

dianggarkan pembayarannya dalam APBD tahun anggaran berkenaan.  
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4) Belanja Subsidi 

Belanja Subsidi digunakan untuk menganggarkan belanja subsidi agar 

harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik 

negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat terjangkau 

oleh masyarakat.  

5) Belanja Hibah 

Belanja Hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah 

lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan 

lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum 

Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat 

tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap 

tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam 

APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah 

memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan 

belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan.  

Belanja Hibah diberikan kepada: Pemerintah Pusat, pemerintah daerah 

lainnya, BUMN, BUMD, Badan dan Lembaga serta Organisasi 

Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia serta Partai Politik. 

6) Belanja Bantuan Sosial 

Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian 

bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, 

kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus 

dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan 

terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat 

berkelanjutan. 

Belanja Bantuan Sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan 

kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan 

belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, 

kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.  
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b. Belanja Modal 

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset 

tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode 

akuntansi. Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria:  

1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;  

2) digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan  

3) batas minimal kapitalisasi aset.  

Belanja Modal terdiri dari: Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan 

dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Irigasi dan 

Jaringan, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dan Belanja Modal Aset 

Lainnya. 

c. Belanja Tidak Terduga 

Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD 

untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat 

diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas 

penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang 

tidak dapat direncanakan sebelumnya. Keadaan darurat meliputi:  

1) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar 

biasa;  

2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau  

3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan 

publik.  

Keperluan mendesak meliputi:  

1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang 

anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;  

2) belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib; 

3) pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan 

tidak dapat diprediksikan sebelumnaya, serta amanat peraturan 

perundang-undangan, dan/atau 

4) pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan 

kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/ atau masyarakat. 

d. Belanja Transfer 

Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah 

kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah 

kepada pemerintah desa. Belanja Transfer, terdiri dari: 
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1) Belanja Bagi Hasil, digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang 

bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau 

pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan 

pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai 

dengan ketentuan perundang-undangan.  

2) Belanja Bantuan Keuangan, diberikan kepada Daerah lain dalam rangka 

kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, 

dan/atau tujuan tertentu lainnya.  

Belanja Daerah tahun 2023 ditargetkan Rp2.848.060.704.055,00 dan 

terealisasi sebesar Rp2.687.649.575.325,00 atau sebesar 94,37%. Realisasi 

belanja daerah tahun 2022 terdapat kenaikan sebesar Rp117.323.573.648,00 

atau 4,56%. Rincian lebih lanjut target dan realisasi belanja daerah Tahun 

Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam tabel 

berikut: 

Tabel 1.14. 

Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah 

Kabupaten Magelang Tahun 2022 dan Tahun 2023 

No Uraian Target TA 2023 

Realisasi % 

Kenai

kan/ 

Penur

unan  

TA 2023 % TA 2022 Audited 

1 2 3 4 5 6 7 

1  BELANJA OPERASI 1.834.968.100.071  1.711.671.493.792  93,28  1.579.734.196.385  8,35  

a Belanja Pegawai 1.059.258.801.519  979.808.617.479  92,50  909.490.218.457  7,73  

b 

Belanja Barang dan 

Jasa 

592.039.828.847  553.483.917.105  93,49  517.021.760.709  7,05  

c Belanja Hibah 177.208.785.205  173.234.449.708  97,76  138.442.265.179  25,13  

d Belanja Bantuan Sosial 6.460.684.500  5.144.509.500 79,63  14.779.952.040  (65,19) 

2  BELANJA MODAL 333.918.122.609  317.948.951.692  95,22  304.002.891.493  4,59  

3  

BELANJA TIDAK 

TERDUGA 

23.828.281.026  5.106.915.740  21,43  3.345.921.800  52,63  

4  BELANJA TRANSFER 655.346.200.349  652.922.214.101  99,63  683.242.991.999  (4,44) 

 TOTAL BELANJA 

DAERAH 

2.848.060.704.055 2.687.649.575.325  94,37  2.570.326.001.677  4,56  

    Sumber: BPPKAD Kabupaten Magelang, 2024 

    *) Data per 29 Januari 2024, Unaudited 
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1.3.7. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pembiayaan 

Pembiayaan daerah mencakup seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau 

pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan 

maupun pada tahun anggaran berikutnya, dan pada hakekatnya meliputi semua 

transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. 

Kebijakan umum pembiayaan terdiri dari Kebijakan dan Rencana Penerimaan 

Pembiayaan Daerah serta Kebijakan dan Rencana Pengeluaran Pembiayaan 

Daerah. Pembiayaan daerah netto ditargetkan sejumlah Rp271.532.861.722,00 

terealisasi Rp271.751.861.722,00. Rincian lebih lanjut anggaran dan realisasi 

pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Tabel 

sebagai berikut: 

Tabel 1.15. 

Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah 

Kabupaten Magelang Tahun 2022 dan Tahun 2023 

No Uraian Target TA 2023 

Realisasi % 

Kenai

kan/ 

Penur

unan  

TA 2023 % TA 2022 Audited 

1 2 3 4 5 6 7 

1  

Penerimaan Pembiayaan 

Daerah 

          

a 

Sisa Lebih Perhitungan 

Anggaran Tahun 

Anggaran Sebelumnya 

286.776.557.722  286.776.557.722  100 328.578.382.309 (12,72) 

b 

Pencairan Dana 

Cadangan 

29.131.304.000 29.131.304.000  100 0  0 

  JUMLAH 315.907.861.722 315.907.861.722 100 328.578.382.309  (3,86) 

2  

Pengeluaran 

Pembiayaan Daerah 

          

a 

Pembentukan Dana 

Cadangan 

30.000.000.000  30.000.000.000 100  25.000.000.000 20  

b 

Penyertaan Modal 

Daerah 

14.375.000.000  14.156.000.000 98,48  4.500.000.000 214,58  

 JUMLAH 44.375.000.000  44.156.000.000  99,51  29.500.000.000  49,68  

 TOTAL PEMBIAYAAN 

NETTO 

271.532.861.722  271.751.861.722  100,08  299.078.382.309  (9.14) 

     Sumber: BPPKAD Kabupaten Magelang, 2024 

     *) Data per 29 Januari 2024, Unaudited 
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a. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan 

Kebijakan pembiayaan daerah dari sisi penerimaan pembiayaan merupakan 

semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik tahun anggaran yang 

bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya dan 

diarahkan untuk penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 

2022 sebagai sumber penerimaan pada APBD Tahun Anggaran 2023 yang 

didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional serta pencairan dana 

cadangan. Pencairan Dana Cadangan berdasarkan Peraturan Daerah 

Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2021 tentang 

Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang 

Tahun 2024. Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2023 ditargetkan 

sejumlah Rp315.907.861.722,00 terealisasi sejumlah Rp315.907.861.722,00 

atau 100,00%. Apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaan 

pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2022, mengalami penurunan sebesar 

Rp12.670.520.587,00 atau 3,86%. 

b. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan 

Kebijakan pembiayaan daerah dari sisi pengeluaran pembiayaan merupakan 

pengeluaran yang diarahkan untuk Pembentukan Dana Cadangan dan 

Penyertaan Modal. Pembentukan Dana Cadangan dilakukan berdasarkan 

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2021 tentang 

Pembentukan dana Cadangan Pemilihan Bupati Magelang Tahun 2024 dan 

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2023 tentang 

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 

2021 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil 

Bupati Magelang Tahun 2024 sedangkan Penyertaan modal dilakukan 

dalam rangka pemenuhan kewajiban dalam prinsip kehati-hatian dan 

pengelolaannya berdasarkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal. 

Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2023 ditargetkan 

sejumlah Rp44.375.000.000,00 terealisasi sejumlah Rp44.156.000.000,00 

atau 99,51% dan apabila dibandingkan dengan pengeluaran pembiayaan 

Tahun Anggaran 2022 terdapat kenaikan sebesar Rp14.656.000.000,00 

atau sebesar 49,68%. 

Secara keseluruhan, realisasi Total Pembiayaan Netto pada tahun 2023 

lebih rendah dari realisasi tahun 2022 sebesar 9,14%. 
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BAB II 

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan dasar bagi pemerintah daerah 

untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah. APBD disusun sesuai kebutuhan 

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan 

kemampuan pendapatan daerah. APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Pemerintah Daerah merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Provinsi, sehingga APBD pada pemerintah daerah harus berpedoman dan selalu 

merespon peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. 

Perubahan APBD dapat dilakukan dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian 

dengan perkembangan keadaaan, meliputi: 

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka 

ekonomi daerah dan keuangan daerah; 

b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar 

unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja; 

c. Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran tahun sebelumnya harus digunakan 

dalam tahun anggaran berjalan; 

d. Keadaan darurat; dan/atau 

e. Keadaan luar biasa. 

 

Berikut gambaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten 

Magelang Tahun Anggaran 2023: 
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Tabel 2.1. 

Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, 

Rincian Objek, Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan  

Kabupaten Magelang Tahun 2023 

Kode Uraian 

Jumlah (Rp) 

APBD Penetapan 

2023 

APBD Perubahan 

2023 

Pergeseran Setelah 

Perubahan APBD 

1 2 3 4 5 

          

4 PENDAPATAN DAERAH 2.479.609.378.581 2.576.527.842.333 2.576.527.842.333 

4.01 
PENDAPATAN ASLI DAERAH 

(PAD) 
432.819.901.874 443.649.294.413 443.649.294.413 

4.01.01 Pajak Daerah 163.822.957.907 179.322.908.877 179.322.908.877 

4.01.02 Retribusi Daerah 30.609.442.000 19.874.479.802 19.874.479.802 

4.01.03 
Hasil Pengelolaan Kekayaan 

Daerah yang Dipisahkan 
31.267.381.928 29.664.089.642 29.664.089.642 

4.01.04 Lain-lain PAD yang Sah 207.120.120.039 214.787.816.092 214.787.816.092 

4.02 PENDAPATAN TRANSFER 2.025.292.476.707 2.111.381.547.920 2.111.381.547.920 

4.02.01 
Pendapatan Transfer 

Pemerintah Pusat 
1.853.488.200.626 1.882.430.960.920 1.882.430.960.920 

4.02.02 
Pendapatan Transfer Antar 

Daerah 
171.804.276.081 228.950.587.000 228.950.587.000 

4.03 
LAIN-LAIN PENDAPATAN 

DAERAH YANG SAH 
21.497.000.000 21.497.000.000 21.497.000.000 

4.03.01 Pendapatan Hibah 21.497.000.000 21.497.000.000 21.497.000.000 

  Jumlah Pendapatan 2.479.609.378.581 2.576.527.842.333 2.576.527.842.333 

          

5 BELANJA 2.721.238.994.250 2.848.060.704.055 2.848.060.704.055 

5.01 BELANJA OPERASI 1.837.077.429.622 1.834.968.100.071 1.834.968.100.071 

5.01.01 Belanja Pegawai 1.135.700.310.622 1.059.258.801.519 1.059.258.801.519 

5.01.02 Belanja Barang dan Jasa 560.030.333.295 592.039.828.847 592.039.828.847 

5.01.05 Belanja Hibah 135.822.101.205 177.208.785.205 177.208.785.205 

05.01.06 Belanja Bantuan Sosial 5.524.684.500 6.460.684.500 6.460.684.500 

05.02 BELANJA MODAL 255.699.499.546 333.918.122.609 333.918.122.609 

5.02.01 Belanja Modal Tanah 10.000.000 2.865.059.500 2.865.059.500 

5.02.02 
Belanja Modal Peralatan dan 

Mesin 
74.537.839.580 115.830.327.374 115.830.327.374 

5.02.03 
Belanja Modal Gedung dan 

Bangunan 
119.367.022.275 129.747.726.531 129.747.726.531 
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Kode Uraian 

Jumlah (Rp) 

APBD Penetapan 

2023 

APBD Perubahan 

2023 

Pergeseran Setelah 

Perubahan APBD 

1 2 3 4 5 

5.02.04 
Belanja Modal Jalan, Jaringan, 

dan Irigasi 
48.369.610.577 68.131.003.708 68.131.003.708 

5.02.05 
Belanja Modal Aset Tetap 

Lainnya 
12.957.027.114 14.086.005.496 14.086.005.496 

5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 458.000.000 3.258.000.000 3.258.000.000 

5.03 BELANJA TIDAK TERDUGA 15.000.000.000 23.828.281.026 23.828.281.026 

5.03.01 Belanja Tidak Terduga 15.000.000.000 23.828.281.026 23.828.281.026 

5.04 BELANJA TRANSFER 613.462.065.082. 655.346.200.349 655.346.200.349 

5.04.01 Belanja Bagi Hasil 19.622.425.789 20.149.867.136 20.149.867.136 

5.04.02 Belanja Bantuan Keuangan 593.839.639.293 635.196.333.213 635.196.333.213 

  Jumlah Belanja 2.721.238.994.250 2.848.060.704.055 2.848.060.704.055 

  Total Surplus/(Defisit) -241.629.615.669 -271.532.861.722 -271.532.861.722 

          

6 PEMBIAYAAN 241.629.615.669 271.532.861.722 271.532.861.722 

6.01 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 286.004.615.669 315.907.861.722 315.907.861.722 

6.01.01 

Sisa Lebih Perhitungan 

Anggaran Tahun Sebelumnya 

286.004.615.669 286.776.557.722 286.776.557.722 

6.1.02 Pencairan Dana Cadangan 0 29.131.304.000 29.131.304.000 

  

Jumlah Penerimaan 

Pembiayaan 

286.004.615.669. 315.907.861.722 315.907.861.722 

          

6.02 

PENGELUARAN 

PEMBIAYAAN 

44.375.000.000 44.375.000.000. 44.375.000.000 

6.02.01 Pembentukan Dana Cadangan 30.000.000.000 30.000.000.0000 30.000.000.000 

6.02.02 Penyertaan Modal Daerah 7.500.000.000 14.375.000.000 14.375.000.000 

6.2.04 Pemberian Pinjaman Daerah 6.875.000.000 0  0  

  

Jumlah Pengeluaran 

Pembiayaan 

44.375.000.000 44.375.000.000 44.375.000.000 

  Pembiayaan Netto 241.629.615.669 271.532.861.722 271.532.861.722 

6.03 

Sisa Lebih Pembiayaan 

Anggaran Daerah Tahun 

Berkenaan 

0 0 0 

Sumber: BPPKAD Kabupaten Magelang, 2024 

*) Data per 29 Januari 2024, Unaudited 
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BAB III 

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN  

YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH 

   

3.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan 

Pengukuran kinerja pada Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati 

Magelang Tahun 2023 dilakukan dengan membandingan antara target kinerja yang telah 

ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasi capaian kinerja pelaksanaan program 

kegiatan. 

3.1.1. Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Pelaksanaan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebanyak 6 

(enam) urusan dan diampu oleh 7 (tujuh) Perangkat Daerah sebagai berikut: 

1) Pendidikan yang diampu oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; 

2) Kesehatan yang diampu oleh Dinas Kesehatan; 

3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang diampu oleh Dinas Pekerjaan 

Umum dan Penataan Ruang; 

4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang diampu oleh Dinas 

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; 

5) Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat yang 

diampu oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran, 

serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 

6) Sosial yang diampu oleh Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga 

Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.  

Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Tahun 2023 

anggaran Rp1.539.572.453.165,00 dan realisasi Rp1.464.672.809.816,00 atau 

sebanyak 95,14% sebagaimana terlampir dalam Lampiran 3.1.1. 
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3.1.2. Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Pelaksanaan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar 

sebanyak 18 (delapan belas) urusan dan diampu oleh 14 (empat belas) Perangkat 

Daerah sebagai berikut: 

1) Kebudayaan yang diampu oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; 

2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang diampu oleh Dinas 

Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak; 

3) Tenaga Kerja yang diampu oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja; 

4) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang diampu oleh Dinas 

Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak; 

5) Pangan yang diampu oleh Dinas Pertanian dan Pangan; 

6) Lingkungan Hidup yang diampu oleh Dinas Lingkungan Hidup; 

7) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang diampu oleh Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 

8) Komunikasi dan Informatika yang diampu oleh Dinas Komunikasi dan 

Informatika; 

9) Perhubungan yang diampu oleh Dinas Perhubungan; 

10) Statistik yang diampu oleh Dinas Komunikasi dan Informatika; 

11) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang diampu oleh Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 

12) Persandian yang diampu oleh Dinas Komunikasi dan Informatika; 

13) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang diampu oleh Dinas Perdagangan, 

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; 

14) Penanaman Modal yang diampu oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu; 

15) Perpustakaan yang diampu oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; 

16) Kepemudaan dan Olah Raga yang diampu oleh Dinas Pariwisata, 

Kepemudaan dan Olah Raga; 

17) Kearsipan yang diampu oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; 

18) Pertanahan yang diampu oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. 

Pelaksanaan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dengan 

anggaran. Rp211.120.713.271,00 dan realisasi Rp203.993.180.919,00 atau 

sebanyak 96,62% sebagaimana terlampir dalam Lampiran 3.1.2. 
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3.1.3. Pelaksanaan Urusan Pilihan 

Pelaksanaan Urusan Pilihan sebanyak 6 (enam) urusan dan diampu oleh 5 (lima) 

Perangkat Daerah sebagai berikut  

1) Pertanian yang diampu oleh Dinas Pertanian dan Pangan serta Dinas 

Peternakan dan Perikanan; 

2) Perdagangan yang diampu oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil 

dan Menengah; 

3) Pariwisata yang diampu oleh Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah 

Raga; 

4) Perindustrian yang diampu oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja; 

5) Kelautan dan Perikanan yang diampu oleh Dinas Peternakan dan Perikanan; 

6) Transmigrasi yang diampu oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. 

Pelaksanaan urusan pilihan dengan anggaran Rp89.868.771.019,00 dan realisasi 

Rp84.615.104.652,00 atau sebanyak 94,15% sebagaimana terlampir dalam 

Lampiran 3.1.3. 

3.1.4. Pelaksanaan Fungsi Urusan Penunjang 

Pelaksanaan Fungsi Urusan Penunjang diampu oleh 28 (dua puluh delapan) 

Perangkat Daerah, terdiri dari 5 (lima) unsur sebagai berikut: 

1) Unsur Pendukung 

Unsur pendukung diampu oleh 2 (dua) Perangkat Daerah sebagai berikut: 

(a) Sekretariat Daerah; 

(b) Sekretariat DPRD. 

Pelaksanaan unsur pendukung dengan anggaran Rp111.587.568.198,00 dan 

realisasi sebesar Rp104.777.765.432,00 atau sebanyak 93,90% 

sebagaimana terlampir dalam Lampiran 3.1.4. 

2) Unsur Penunjang 

Unsur penunjang diampu oleh 3 (tiga) Perangkat Daerah sebagai berikut: 

(a) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah; 

(b) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan 

Daerah; 

(c) Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. 

Pelaksanaan unsur penunjang dengan anggaran Rp796.940.625.043,00 

dan realisasi sebesar Rp737.433.719.059,00 atau sebanyak 92,53% 

sebagaimana terlampir dalam Lampiran 3.1.4. 
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3) Unsur Pengawas 

Unsur pengawas diampu oleh Inspektorat. Pelaksanaan unsur pengawas 

dengan anggaran Rp12.095.242.745,00 dan realisasi sebesar 

Rp11.194.380.766,00 atau sebanyak 92,55% sebagaimana terlampir dalam 

Lampiran 3.1.4. 

4) Unsur Kewilayahan 

Unsur kewilayahan diampu oleh 21 (dua puluh satu) Perangkat Daerah 

sebagai berikut: 

(a) Kecamatan Bandongan; 

(b) Kecamatan Borobudur; 

(c) Kecamatan Candimulyo; 

(d) Kecamatan Dukun; 

(e) Kecamatan Grabag; 

(f) Kecamatan Kajoran; 

(g) Kecamatan Kaliangkrik; 

(h) Kecamatan Mertoyudan; 

(i) Kecamatan Mungkid; 

(j) Kecamatan Muntilan; 

(k) Kecamatan Ngablak; 

(l) Kecamatan Ngluwar; 

(m) Kecamatan Pakis; 

(n) Kecamatan Salam; 

(o) Kecamatan Salaman; 

(p) Kecamatan Sawangan; 

(q) Kecamatan Secang; 

(r) Kecamatan Srumbung; 

(s) Kecamatan Tegalrejo; 

(t) Kecamatan Tempuran; 

(u) Kecamatan Windusari. 

Pelaksanaan unsur kewilayahan dengan anggaran Rp47.517.787.484,00 

dan realisasi sebesar Rp42.965.678.798,00 atau sebanyak 90,42% 

sebagaimana terlampir dalam Lampiran 3.1.4. 

5) Unsur Pemerintahan Umum 

Unsur pemerintahan umum diampu oleh Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik. Pelaksanaan unsur pemerintahan umum dengan anggaran 

Rp39.357.543.130,00 dan realisasi sebesar Rp38.449.105.231,00 atau 

sebanyak 97,69% sebagaimana terlampir dalam Lampiran 3.1.4. 
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3.1.5. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan dengan Target Kinerja dalam Perjanjian 

Kinerja. 

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kinerja Perangkat Daerah yang baik 

merupakan laporan yang menggambarkan mengenai posisi instansi dalam 

pencapaian target tahunan dan juga menggambarkan mengenai interpretasi data 

capaian kinerja tersebut dikaitkan dengan komitmen dalam penetapan kinerja. 

Dengan demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Perangkat Daerah 

menginformasikan mengenai kesesuaian antara yang telah dilakukan dengan 

keharusan kesepakatan anggaran dalam koridor tugas pokok dan fungsi 

Perangkat Daerah. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan dengan Target Kinerja 

dalam Perjanjian Kinerja sebagaimana terlampir dalam Lampiran 3.1.5. 

3.2. Kebijakan Strategis yang Ditetapkan 

Fokus pembangunan Kabupaten Magelang Tahun 2023 yaitu “Penguatan 

Kesejahteraan Melalui Penguatan Kualitas SDM, Infrastruktur yang Berkelanjutan, dan 

Ekonomi yang Berdaya Saing”, didukung dengan arah kebijakan sebagai berikut: 

a. Meningkatkan kapasitas daya saing kepemudaan; 

b. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat di bidang Kesehatan; 

c. Meningkatkan pemberdayaan sosial; 

d. Mengembangkan sistem dan produk pertanian yang berdaya saing dan 

berwawasan lingkungan; 

e. Meningkatkan pengembangan produk yang berdaya saing; 

f. Meningkatkan akses informasi pasar kerja dan kesempatan kerja 

penduduk usia kerja/produktif; 

g. Atraksi, amenitas dan aksesibilitas destinasi pariwisata; 

h. Meningkatkan penataan bangunan gedung dan lingkungan; 

i. Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan; 

j. Meningkatkan kualitas rencana pembangunan daerah serta pengendalian 

dan evaluasi pembangunan daerah. 

Prioritas dan fokus pembangunan daerah Kabupaten Magelang Tahun 

2023 telah selaras dengan kebijakan pembangunan jangka menengah daerah 

(RPJMD Tahun 2019-2024), serta diharapkan mampu menjawab permasalahan 

dan isu strategis daerah. 
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Tabel 3.1.  

Kebijakan Strategis yang Ditetapkan di Kabupaten Magelang Tahun 2023 

No Kebijakan strategis Dasar hukum Tujuan/masalah yang diselesaikan 

1 2 3 4 

1. Kebijakan untuk kehidupan beragama 

dan berakhlak mulia diarahkan pada 

upaya peningkatan kualitas kehidupan 

beragama untuk mewujudkan 

masyarakat Kabupaten Magelang 

yang berakhlak mulia 

1) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2023 

tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren 

2) Keputusan Bupati Magelang Nomor: 180.182/62/KEP/01.03/2023 tentang Panitia 

Penyelenggara Ibadah Haji Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023 

3) Keputusan Bupati Magelang Nomor: 180.182/81/KEP/01.03/2023 tentang 

Penerima Hibah Berupa Uang Pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Yang Bersumber 

Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023 

4) Keputusan Bupati Magelang Nomor: 180.182/106/KEP/05/2023 tentang Tim 

Penyelenggara Kesehatan Haji Kabupaten Magelang Tahun 2023 

5) Keputusan Bupati Magelang Nomor: 180.182/198/KEP/01.03/2023 tentang Panitia 

Seleksi Calon Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Magelang Masa 

Jabatan Tahun 2024-2029 

6) Keputusan Bupati Magelang Nomor: 180.182/200/KEP/01.03/2023 tentang 

Sekretariat Hibah Kabupaten Magelang Tahun 2023 

7) Keputusan Bupati Magelang Nomor: 180.182/201/KEP/01.03/2023 tentang 

Sekretariat Bantuan Sosial Kabupaten Magelang Tahun 2023 

8) Keputusan Bupati Magelang Nomor: 180.182/285/KEP/01.03/2023 tentang 

Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor: 180.182/198/KEP/01.03/2023 tentang 

Panitia Seleksi Calon Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Magelang 

Periode Tahun 2024-2029 

9) Keputusan Bupati Magelang Nomor: 180.182/292/KEP/04/2023 tentang 

Penerima Hibah Berupa Uang Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Yang 

Bersumber Dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Magelang Tahun Anggaran 2023 

10) Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang Nomor: 

180.186/42/KEP/01.03/2023 tentang Panitia Penyelenggara Ibadah Kurban 

Kabupaten Magelang Tahun 2023 

Pembangunan Islamic Center, 

bantuan pembangunan tempat 

ibadah, bantuan kepada ormas 

keagamaan, pesantren, 

madrasah diniyah, TPA, 

TPQ, dan majelis taklim sebagai 

penguatan pendidikan karakter 

serta peningkatan kesejahteraan 

guru mengaji 
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No Kebijakan strategis Dasar hukum Tujuan/masalah yang diselesaikan 

1 2 3 4 

11) Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang Nomor: 

180.186/67/KEP/01.03/2023 tentang Panitia Pelaksana Kegiatan Malam 

Tasyakuran/Tirakatan Peringatan Hari Ulang Tahun Kota Mungkid Ke-39 dan Hari 

Ulang Tahun Ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia Tingkat Kabupaten 

Magelang Tahun 2023 

2. Kebijakan pada urusan pendidikan 

diarahkan pada upaya peningkatan 

partisipasi masyarakat dalam 

mengakses pendidikan dan 

peningkatan mutu pendidikan 

1) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2023 

tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan 

2) Peraturan Bupati Magelang Nomor 21 Tahun 2023 

tentang Penggabungan Sekolah Dasar Negeri Pakunden 1 dan Sekolah Dasar Negeri 

Pakunden 3 Kecamatan Ngluwar Kabupaten Magelang 

3) Peraturan Bupati Magelang Nomor 22 Tahun 2023 

tentang Penggabungan Sekolah Dasar Negeri Bligo 2 dan Sekolah Dasar Negeri 

Bligo 3 Kecamatan Ngluwar Kabupaten Magelang 

4) Peraturan Bupati Magelang Nomor 23 Tahun 2023 

tentang Penggabungan Sekolah Dasar Negeri Banjarnegoro 2 dan Sekolah Dasar 

Negeri Pirikan Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang 

5) Peraturan Bupati Magelang Nomor 24 Tahun 2023 

tentang Penggabungan Sekolah Dasar Negeri Tamanagung 3 dan Sekolah Dasar 

Negeri Tamanagung 4 Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang 

6) Peraturan Bupati Magelang Nomor 25 Tahun 2023 

tentang Penggabungan Sekolah Dasar Negeri Sumberejo 1 dan Sekolah Dasar 

Negeri Sumberejo 2 Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang 

7) Peraturan Bupati Magelang Nomor 26 Tahun 2023 

tentang Penggabungan Sekolah Dasar Negeri Payaman 1 dan Sekolah Dasar Negeri 

Payaman 2 Kecamatan Secang Kabupaten Magelang 

8) Keputusan Bupati Magelang Nomor: 180.182/66/KEP/04/2023 tentang Lokasi Dan 

Alokasi Sekolah Penerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Pendidik Dan 

Tenaga Kependidikan) Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 

Magelang Tahun Anggaran 2023 

 

a) Pemberian beasiswa bagi 

siswa miskin, untuk 

meningkatkan 

keterjangkauan biaya 

pendidikan bagi anak usia 

sekolah, khususnya 

warga miskin; 

b) Meningkatkan sarana dan 

prasarana fasilitas Pendidikan 

yang dilakukan 

secara bertahap sesuai 

kemendesakan dan 

pemenuhan Standar 

Pelayanan Minimal (SPM) 

serta pemenuhan kapasitas 

dan peningkatan 

mutu 

c) Meningkatkan kesejahteraan 

guru tidak tetap/pegawai 

tidak tetap 

(GTT/PTT) pada sekolah 

swasta dan negeri termasuk 

guru PAUD dan TK, 

melalui pemberian 

honorarium bagi GTT dan 

PTT di PAUD, SD dan SMP 

Negeri dan swasta dengan 

meningkatkan efisiensi dan 

efektifitasnya 
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No Kebijakan strategis Dasar hukum Tujuan/masalah yang diselesaikan 

1 2 3 4 

9) Keputusan Bupati Magelang Nomor: 180.182/108/KEP/04/2023 tentang Lokasi 

dan Alokasi Kegiatan Bantuan Gubernur Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Kabupaten Magelang Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 

10) Keputusan Bupati Magelang Nomor: 180.182/117/KEP/04/2023 tentang Sekolah 

Penerima Alokasi Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Dana Alokasi 

Khusus Tahun Anggaran 2023 

11) Keputusan Bupati Magelang Nomor: 180.182/118/KEP/04/2023 tentang Sekolah 

Penerima Alokasi Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 

Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2023 

12) Keputusan Bupati Magelang Nomor: 180.182/123/KEP/04/2023 tentang Sekolah 

Swasta Penerima Alokasi Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah 

Pertama Yang Bersumber Dari Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2023 

13) Keputusan Bupati Magelang Nomor:180.182/135/KKEP/04/2023 tentang Panitia 

Pelaksana Kegiatan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan 

Pendidikan Kesetaraan Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2023 

14) Keputusan Bupati Magelang Nomor:  180.182/136/KEP/04/2023 tentang Panitia 

Pelaksana Kegiatan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia 

Dini Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2023 

15) Keputusan Bupati Magelang Nomor: 180.182/137/KEP/04/2023 tentang Tim 

Pendamping Literasi Daerah Kabupaten Magelang 

16) Keputusan Bupati Magelang Nomor: 180.182/138/KEP/04/2023 tentang Satuan 

PAUD Swasta Penerima Alokasi Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini 

(PAUD) Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2023 

17) Keputusan Bupati Magelang Nomor  : 180.182/154/KEP/04/2023 tentang Tim 

Pengelolaan  Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Kabupaten Magelang 

Tahun 2023 

18) Keputusan Bupati Magelang Nomor:  180.182/168/KEP/24/2023 tentang Tim 

Teknis Koordinasi Penanganan Anak Tidak Sekolah Kabupaten Magelang 

 

d) Peningkatan kompetensi 

tenaga pendidik dan 

kependidikan, melalui 

bimbingan teknis dan 

pelaksanaan sertifikasi guru 

e) Penguatan pendidikan 

karakter, melalui pembinaan 

pendidikan karakter 

di semua jenjang pendidikan, 

termasuk Pembudayaan 

Hidup sehat 

Selain prioritas di atas, bidang 

Pendidikan juga menitikberatkan 

hal-hal 

sebagai berikut: 

a) Penyiapan tenaga kerja 

terdidik yang siap kerja baik 

melalui pendidikan formal 

maupun nonformal 

b) Pencapaian wajib belajar 9 

tahun, melalui 

penyelenggaraan bantuan 

operasional sekolah (BOS); 

fasilitasi dan pengembangan 

peserta didik; pendampingan 

sekolah inklusi, 

pendampingan sekolah 

ramah anak; 

pendampingan sekolah 

adiwiyata, mengupayakan 

pembelajaran jarak 

jauh yang berkualitas yang 

dilakukan secara terbuka dan 

inovatif, 

disesuaikan kondisi peserta 

didik. 
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19) Keputusan Bupati Magelang Nomor: 180.182/169/KEP/24/2023 tentang 

Pembentukan Komunitas Masyarakat Peduli Pendidikan Kabupaten Magelang 

20) Keputusan Bupati Magelang Nomor: 180.182/190/KEP/04/2023 tentang Penerima 

Hibah Berupa Uang Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang Tahun 

Anggaran 2023 

21) Keputusan Bupati Magelang Nomor: 180.182/210/KEP/04/2023 tentang Penerima 

Bantuan Sosial Berupa Uang Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Yang 

Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang 

Tahun Anggaran 2023 

22) Keputusan Bupati Magelang Nomor: 180.182/211/KEP/04/2023 tentang Penerima 

Hibah Berupa Uang Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pada 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2023 

23) Keputusan Bupati Magelang Nomor: 180.182/212/KEP/04/2023 tentang Penerima 

Hibah Berupa Uang Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pada Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2023 

24) Keputusan Bupati Magelang Nomor: 180.182/217/KEP/04/2023 tentang Penerima 

Hibah Berupa Uang Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 

Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Yang Bersumber Dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2023 

25) Keputusan Bupati Magelang Nomor: 180.182/218/KEP/04/2023 tentang Penerima 

Hibah Berupa Uang Kegiatan Pemerataan Kuantitas Dan Kualitas Pendidik dan 

Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan 

NonFormal/Kesetaraan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Yang Bersumber 

Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun 

Anggaran 2023 

26) Keputusan Bupati Magelang Nomor: 180.182/292/KEP/04/2023 tentang Penerima 

Hibah Berupa Uang Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Yang Bersumber Dari 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun 

Anggaran 2023 

c) Pendidikan anak usia dini 

melalui penambahan jumlah 

lembaga 

PAUD-HI dan peningkatan 

persentase lembaga PAUD 

yang terakreditasi, 

d) Penguatan basis data 

pendidikan 
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27) Keputusan Bupati Magelang Nomor 180.182/196/KEP/04/2022 tentang Penerima 

Hibah Berupa Uang yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang Tahun 

Anggaran 2022 Tahap II 

3. Kebijakan pada urusan kesehatan 

diarahkan pada peningkatan 

pelayanan kesehatan dan kualitas 

kesehatan masyarakat 

1) Keputusan Bupati Magelang Nomor: 180.182/47/KEP/05/2023 tentang Rekening 

Pusat Kesehatan Masyarakat Dalam Penyaluran Dana Bantuan Operasional 

Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten 

Magelang Tahun Anggaran 2023 

2) Keputusan Bupati Magelang Nomor: 180.182/116/KEP/24/2023 tentang 

Desa/Kelurahan Prioritas Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten 

Magelang Tahun 2024 

3) Keputusan Bupati Magelang Nomor: 180.182/127/KEP/05.32/2023 tentang 

Perubahan Atas Keputusan Bupati Magelang Nomor: 

180.182/293/Kep/05.32/2022 tentang Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum 

Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Merah Putih Kabupaten Magelang Tahun 

Anggaran 2023 

4) Keputusan Bupati Magelang Nomor: 180.182/170/KEP/05/2023 tentang Lokasi 

Usulan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan Kabupaten Magelang Tahun 

Anggaran 2024 

5) Keputusan Bupati Magelang Nomor:180.182/208/KEP/05/2023 tentang Penerima 

Hibah Berupa Uang Pada Dinas Kesehatan Yang Bersumber Dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2023 

6) Keputusan Bupati Magelang Nomor: 180.182/209/KEP/05/2023 tentang Penerima 

Bantuan Sosial Berupa Uang Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk 

Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan Rujukan Tingkat 

Daerah Pada Dinas Kesehatan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2023 

7) Keputusan Bupati Magelang Nomor: 180.182/229/KEP/PMI/2023 tentang Izin 

Penyelenggaraan Pengumpulan Dana Dalam Rangka Bulan Dana Palang Merah 

Indonesia Kabupaten Magelang Tahun 2023 

a) Bantuan ambulan desa 

b) Mengoptimalkan layanan 

puskesmas rawat inap, 

melalui peningkatan 

c) Peningkatan pelayanan 

Rumah Sakit Umum Daerah 

d) Peningkatan sarana 

prasarana puskesmas dan 

rumah sakit, 

e) Peningkatan kuantitas dan 

kualitas SDM Kesehatan 

Selain prioritas di atas, Bidang 

Kesehatan juga menitikberatkan 

hal-hal sebagai berikut.  

a) Penguatan basis data 

kesehatan. 

b) Peningkatan kesehatan 

lansia, dengan memberikan 

pelayanan kesehatan bagi 

lansia yang salah satunya 

melalui posyandu lansia 

c) Peningkatan keselamatan ibu 

melahirkan dan anak, antara 

lain untuk pelayanan gizi 

keluarga; menekan angka 

gizi kurang/buruk bagi ibu 

hamil dan anak, menangani 

ibu dan anak berisiko 
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8) Keputusan Bupati Magelang Nomor: 180.182/280/KEP/15/2023 tentang 

Pemberian Makanan Tambahan (Extrafooding) Untuk Petugas Layanan Persandian 

dan Telekomunikasi Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang 

Tahun 2023 

9) Keputusan Bupati Magelang Nomor:180.182/299/KEP/05/2023 tentang Penerima 

Bantuan Sosial Berupa Uang Untuk Pembangunan Jamban Kegiatan Penyediaan 

Layanan Kesehatan Untuk Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya 

Kesehatan Perorangan (UKP) Rujukan Tingkat Daerah Pada Dinas Kesehatan Yang 

Bersumber Dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Magelang Tahun Anggaran 2023 

10) Keputusan  Bupati  Magelang Nomor : 180.182/334/KEP/01.04/2023 tentang Tim 

Penilai Usulan Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 

Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Daerah Bukit Menoreh 

11) Keputusan Bupati Magelang Nomor : 180.182/337/KEP/09/2023 tentang Dewan 

Penasihat Bina Keluarga Balita Holistik Integratif Unggulan 

12) Keputusan Bupati Magelang Nomor:180.182/338/KEP/09/2023 tentang 

Kelompok Bina Keluarga Balita Mawar Desa Sumberejo, Kecamatan Ngablak 

Sebagai Kelompok Bina Keluarga Balita Holistik Integratif Unggulan 

13) Keputusan Bupati Magelang Nomor : 180.182/384/KEP/05/2023 Tentang Izin 

Operasional Rumah Sakit Umum Daerah Bukit Menoreh Kabupaten Magelang 

14) Keputusan  Bupati Magelang Nomor:180.182/394/KEP/05/2023 tentang Tim 

Penyusun Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang Tahun 2025-

2026 

15) Keputusan Bupati Magelang Nomor: 180.182/444/KEP/05/2023 tentang Rekening 

Pusat Kesehatan Masyarakat Dalam Penyaluran Dana Bantuan Operasional 

Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten 

Magelang Tahun Anggaran 2024 

d) Pengendalian dan 

pencegahan penyakit 

menular dan tidak menular. 

kegiatan diarahkan pada 

pencegahan dan 

penanggulangan penyakit 

menular melalui desa 

posbindu, puskesmas yang 

melaksanakan pelayanan 

terpadu TPM, serta 

pelayanan deteksi dini 

kanker sesuai standar; 

pencegahan dan 

pengendalian penyakit DBD, 

malaria dan penyakit 

zoonosis; surveilens penyakit 

tidak menular, serta 

penanggulangan kesehatan 

jiwa masyarakat; 

e) Peningkatan upaya 

kesehatan masyarakat. 

f) Pengembangan perencanaan 

kesehatan secara terpadu. 

4. Kebijakan pada penanggulangan 

kemiskinan diarahkan untuk  

a. mengurangi beban pengeluaran 

masyarakat miskin; 

1) Peraturan Bupati Magelang Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pemberian Bantuan 

Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau 

Kabupaten Magelang Tahun 2023 

a) RTLH untuk meningkatkan 

kualitas rumah keluarga 

miskin 
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b. meningkatkan kemampuan dan 

pendapatan masyarakat miskin; 

c. menjamin perkembangan dan 

keberlanjutan Usaha Mikro Kecil; 

d. sinergitas kebijakan dan program 

penanggulangan kemiskinan. 

2) Keputusan Bupati Magelang Nomor: 180.182/44/KEP/09/2023 tentang Penerima 

Bantuan Sosial Berupa Uang Pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yang 

Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang 

Tahun Anggaran 2023 

3) Keputusan Bupati Magelang Nomor : 180.182/45/KEP/09/2023 tentang Penerima 

Bantuan Sosial Berupa Barang Pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yang 

Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang 

Tahun Anggaran 2023 

4) Keputusan Bupati Magelang Nomor : 180.182/146/KEP/18/2023 tentang Penerima 

Bantuan Sosial Berupa Uang Pada Dinas Peternakan dan Perikanan Yang Bersumber 

Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun 

Anggaran 2023 

5) Keputusan Bupati Magelang Nomor : 180.182/153/KEP/09/2023 tentang Tim 

Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Kabupaten Magelang Tahun 2023 

6) Keputusan Bupati Magelang Nomor : 180.182/201/KEP/01.03/2023 tentang 

Sekretariat Bantuan Sosial Kabupaten Magelang Tahun 2023 

7) Keputusan Bupati Magelang Nomor : 180.182/209/KEP/05/2023 tentang 

Penerima Bantuan Sosial Berupa Uang Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan 

Untuk Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan Rujukan 

Tingkat Daerah  Pada Dinas Kesehatan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2023 

8) Keputusan  Bupati  Magelang Nomor: 180.182/210/KEP/04/2023 tentang 

Penerima Bantuan Sosial Berupa Uang Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Magelang Tahun Anggaran 2023 

9) Keputusan Bupati Magelang Nomor: 180.182/298/KEP/09/2023 tentang 

Perubahan Atas Keputusan Bupati Magelang Nomor: 180.182/44/KEP/09/2023 

tentang Penerima Bantuan Sosial Berupa Uang Pada Dinas Sosial, Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan 

Anak Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Magelang Tahun Anggaran 2023 

b) Optimalisasi Tim Koordinasi 

Penanganan Kemiskinan 

(TKPK) di semua tingkatan 

(kabupaten, kecamatan, 

desa, dan dusun)  

c) Optimalisasi pelayanan 

kesehatan bagi warga miskin, 

Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial (PMKS) 

dan difabel, Jamkes 

“Semesta” 

d) Bantuan modal dan alat bagi 

warga miskin 

e) Memperkuat Jaring 

Pengaman Sosial/Social 

Safety Net  

f) Penanganan dampak 

ekonomi masyarakat miskin 
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10) Keputusan Bupati Magelang Nomor: 180.182/299/KEP/05/2023 tentang Penerima 

Bantuan Sosial Berupa Uang Untuk Pembangunan Jamban  Kegiatan Penyediaan 

Layanan Kesehatan Untuk Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya 

Kesehatan Perorangan (UKP) Rujukan Tingkat Daerah Pada Dinas Kesehatan Yang  

Bersumber Dari Perubahan Anggaran Pendapatan  dan Belanja Daerah Kabupaten 

Magelang Tahun Anggaran 2023 

11) Keputusan Bupati Magelang Nomor: 180.182/300/KEP/05/2023 tentang 

Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor: 180.182/209/KEP/05/2023 tentang 

Penerima Bantuan Sosial Berupa Uang Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan 

Untuk Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan Rujukan 

Tingkat Daerah Pada Dinas Kesehatan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2023 

12) Keputusan Bupati Magelang Nomor : 180.182/312/KEP/24/2023 tentang Data 

Sasaran Keluarga Miskin Ekstrem Kabupaten Magelang Tahun 2023 

5. Pengembangan pertanian diarahkan 

pada peningkatan ketahanan pangan, 

urusan pariwisata diarahkan untuk 

peningkatan jumlah kunjungan dan 

lama tinggal wisata, serta industri kecil 

dan menengah diarahkan untuk 

peningkatan kinerja UMKM 

1) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2022 tentang 

Penyelenggaraan Ekonomi Kreatif 

2) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2023 

Tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tahun 2023-2043 

3) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2023 

Tentang Desa Wisata 

4) Keputusan Bupati Magelang Nomor: 180.182/23/KEP/10/2023 tentang Tim 

Pelaksana Pembinaan Hubungan Industrial Kabupaten Magelang Tahun 2023 

5) Keputusan Bupati Magelang Nomor: 180.182/76/KEP/20/2023 tentang Penerima 

Hibah Berupa Barang Pada Dinas Pertanian dan Pangan Yang Bersumber Dari 

Pendapatan Hibah Dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri 

Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2023 

6) Keputusan Bupati Magelang Nomor : 180.182/77/KEP/20/2023 tentang Penerima 

Hibah Berupa Barang Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau 

Pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2023 

7) Keputusan  Bupati Magelang Nomor: 180.182/107/KEP/19/2023 tentang Tim 

Penilai Penetapan Desa Wisata Kabupaten Magelang Tahun 2023 

a) Pengembangan agribisnis 

berorientasi pasar termasuk 

pertanian organik 

b) Pengembangan pariwisata 

dengan melindungi kearifan 

lokal dan berbasis 

masyarakat 

c) Pengembangan destinasi 

pariwisata potensial dan 

strategis 

d) Persiapan pembangunan 

pusat seni budaya dan 

pariwisata/anjungan cerdas 

Pemberdayaan UKM dan 

koperasi berbasis sumber 

daya lokal 
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8) Keputusan Bupati Magelang Nomor: 180.182/128/KEP/20/2023 tentang Lokasi 

dan Alokasi Kegiatan  Pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang Yang 

Bersumber Dari Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2023 

9) Keputusan Bupati Magelang Nomor: 180.182/129/KEP/20/2023 tentang Lokasi 

dan Alokasi Kegiatan Dan Penerima Hibah Berupa Uang Pada Dinas Pertanian dan 

Pangan Kabupaten Magelang Yang Bersumber Dari Dana Alokasi Umum Tahun 

Anggaran 2023 

10) Keputusan Bupati Magelang Nomor: 180.182/151/KEP/20/2023 tentang Tim 

Pelaksana Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan 

Pangan Kabupaten Magelang Tahun 2023 

11) Keputusan Bupati Magelang Nomor: 180.182/205/KEP/19/2023 tentang 

Penetapan Desa Tuksongo Kecamatan Borobudur Sebagai Desa Wisata 

12) Keputusan Bupati Magelang Nomor:180.182/206/KEP/19/2023 tentang Penetapan 

Desa Polengan Kecamatan Srumbung Sebagai Desa Wisata 

13) Keputusan Bupati Magelang Nomor:180.182/238/KEP/19/2023 tentang Penetapan 

Desa Sukomakmur Kecamatan Kajoran Sebagai Desa Wisata 

14) Keputusan Bupati Magelang Nomor: 180.182/303/KEP/20/2023 tentang Penerima 

Hibah Berupa Barang Pada Dinas Pertanian dan Pangan Yang Bersumber Dari Dana 

Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2023 

15) Keputusan Bupati Magelang Nomor: 180.182/332/KEP/24/2023 tentang Forum 

Pengembangan Ekonomi Lokal Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2023 

16) Keputusan  Bupati Magelang Nomor: 180.182/346/KEP/19/2023 tentang Tim 

Penyusun Rencana Kerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten 

Magelang Tahun 2024 

17) Keputusan  Bupati Magelang Nomor: 180.182/359/KEP/21/2023 tentang Tim 

Penyusun Rencana Kerja Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 

Kabupaten Magelang Tahun 2024 

18) Keputusan Bupati Magelang Nomor: 180.182/375/KEP/19/2023 tentang 

Penetapan Desa Paremono Kecamatan Mungkid Sebagai Desa Wisata 
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19) Keputusan Bupati Magelang Nomor: 180.182/376/KEP/19/2023 tentang 

Penetapan Desa Keditan Kecamatan Ngablak Sebagai Desa Wisata 

20) Keputusan Bupati Magelang Nomor: 180.182/377/KEP/19/2023 tentang 

Penetapan Kelurahan Mendut Kecamatan Mungkid Sebagai Desa Wisata 

21) Keputusan Bupati Magelang Nomor: 180.182/378/KEP/19/2023 tentang 

Penetapan Desa Girikulon Kecamatan Secang Sebagai Desa Wisata 

22) Keputusan Bupati Magelang Nomor: 180.182/379/KEP/19/2023 tentang 

Penetapan Desa Kalijoso Kecamatan Secang Sebagai Desa Wisata 

23) Keputusan Bupati Magelang Nomor: 180.182/380/KEP/19/2023 tentang 

Penetapan Desa Pancuranmas Kecamatan Secang Sebagai Desa Wisata 

24) Keputusan  Bupati Magelang Nomor: 180.182/392/KEP/19/2023 tentang Tim 

Penyusun Rencana Strategis Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga 

Kabupaten Magelang Tahun 2025-2026 

25) Keputusan Bupati Magelang Nomor: 180.182/438/KEP/20/2023 tentang Alokasi 

dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Kabupaten 

Magelang Tahun Anggaran 2024 

26) Keputusan Bupati Magelang Nomor: 180.182/451/KEP/19/2023 tentang Penetapan 

Desa Sambak Kecamatan Kajoran Sebagai Desa Wisata 

27) Keputusan Bupati Magelang Nomor: 180.182/452/KEP/19/2023 tentang 

Penetapan Desa Sukosari Kecamatan Bandongan Sebagai Desa Wisata 

28) Keputusan Bupati Magelang Nomor: 180.182/453/KEP/19/2023 tentang 

Penetapan Desa Wonolelo Kecamatan Sawangan Sebagai Desa Wisata 

29) Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang Nomor: 

180.186/33/KEP/20/2023 tentang Tim Pelaksana Kegiatan Pencegahan, 

Penanganan Kebakaran Lahan dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, 

Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Magelang Tahun 2023 



H A S I L  P E N Y E L E N G G A R A A N  U R U S A N  P E M E R I N T A H A N  Y A N G  M E N J A D I  K E W E N A N G A N  D A E R A H  
|III- 16 

 

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI MAGELANG TAHUN 2023 | 

No Kebijakan strategis Dasar hukum Tujuan/masalah yang diselesaikan 

1 2 3 4 

6. Urusan pekerjaan umum, 

kebijakannya diarahkan pada 

meningkatnya cakupan dan kualitas 

layanan infrastruktur pekerjaan umum 

dan penataan ruang serta 

meningkatnya ketersediaan rumah 

layak huni dan kawasan permukiman 

yang berkualitas. Kebijakan urusan 

perhubungan diarahkan untuk 

meningkatkan cakupan layanan 

infrastruktur perhubungan 

1) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2023 

tentang Bangunan Gedung 

2) Keputusan Bupati Magelang Nomor: 180.182/64/KEP/06/2023 tentang Perubahan 

Atas Keputusan Bupati Nomor : 180.82/48/KEP/06/2022 tentang Forum Penataan 

Ruang Kabupaten Magelang  

3) Keputusan Bupati Magelang Nomor : 180.182/72/KEP/01.04/2023 tentang Tim 

Koordinasi Penyelenggaraan Posko Terpadu Lebaran Tahun 2023 (1444 H), Natal 

Tahun 2023 Dan Tahun Baru 2024 Kabupaten Magelang 

4) Keputusan Bupati Magelang Nomor : 180.182/101/KEP/06/2023 tentang Tim 

Penyusun Rencana Tata Ruang Wilayah  Kabupaten Magelang Tahun 2023-2043 

5) Keputusan Bupati Magelang Nomor : 180.182/149/KEP/24/2023 tentang Tim 

Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magelang 

Tahun 2025-2045 

6) Keputusan Bupati Magelang Nomor : 180.182/183/KEP/01.01/2023 tentang Tim 

Penegasan Batas Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023 

7) Keputusan Bupati Magelang Nomor : 180.182/204/KEP/14/2023 tentang Penerima 

Hibah Berupa Uang Pada Dinas Perhubungan Yang Bersumber Dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2023 

8) Keputusan Bupati Magelang Nomor : 180.182/240/KEP/24/2023 tentang Tim 

Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten Magelang Tahun 

Anggaran 2023 

9) Keputusan  Bupati  Magelang Nomor:180.182/270/KEP/19/2023 tentang Penerima 

Hibah Berupa Uang Pada Dinas Perhubungan Yang Bersumber Dari Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 

2023 

10) Keputusan  Bupati  Magelang Nomor : 180.182/272/KEP/06/2023 tentang 

Penerima Hibah Berupa Uang Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

Yang Bersumber Dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2023 

 

a) Peningkatan infrastruktur 

(jalan, jembatan, bendung, 

embung, irigasi, dan sarana 

ekonomi) 

b) Peningkatan aksesibilitas dan 

konektifitas di seluruh 

wilayah Kabupaten 

Magelang 

c) Pemenuhan akses air minum 

melalui pembangunan Sistem 

Penyediaan Air Minum 

(SPAM), peningkatan dan 

pengembangan layanan air 

minum 

d) Pemenuhan akses sanitasi 

layak bagi masyarakat 

e) Pembangunan gedung-

gedung pemerintah 

f) Pembangunan sarana dan 

prasarana perhubungan   
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11) Keputusan Bupati Magelang Nomor : 180.182/274/KEP/14/2023 tentang Tim 

Pelaksana Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan  Perlengkapan Jalan di Jalan 

Kabupaten Tahun Anggaran 2023 

12) Keputusan Bupati Magelang Nomor : 180.182/275/KEP/14/2023 tentang Tim 

Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pada Jalan 

Kabupaten  di Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2023 

13) Keputusan Bupati Magelang Nomor : 180.182/291/KEP/06/2023 tentang Penerima 

Hibah Berupa Barang  Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Yang 

Bersumber Dari Dana Alokasi Khusus Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2023 

Tahap II 

14) Keputusan Bupati Magelang Nomor: 180.182/316/KEP/24/2023 tentang 

Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten 

Magelang  

15) Keputusan Bupati Magelang Nomor: 180.182/322/KEP/24/2023 tentang Tim 

Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan  Kawasan Perdesaan Umpak 

Sumbing Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang 

16) Keputusan  Bupati Magelang Nomor: 180.182/335/KEP/24/2023 tentang Forum 

Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Progo Kabupaten Magelang 

17) Keputusan Bupati Magelang Nomor: 180.182/366/KEP/06/2023 tentang Tim 

Penyusun Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten 

Magelang Tahun 2024 

18) Keputusan Bupati Magelang Nomor: 180.182/386/KEP/24/2023 tentang Tim 

Penyusun Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025-2026 

19) Keputusan Bupati Magelang Nomor: 180.182/388/KEP/06/2023 tentang 

Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Kabupaten di Kabupaten 

Magelang 

20) Keputusan  Bupati Magelang Nomor: 180.182/401/KEP/06/2023 tentang Tim 

Penyusun Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

Kabupaten Magelang Tahun 2025-2026 

21) Keputusan  Bupati Magelang Nomor: 180.182/427/KEP/10/2023 tentang Tim 

Penyusun Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang Tahun 2025-

2026 
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22) Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang Nomor: 

180/186/38/KEP/14/2023 tentang Tim Pelaksana Posko Terpadu Lebaran (1444 H) 

Tahun 2023, Natal Tahun 2023 dan Tahun Baru 2024 Kabupaten Magelang 

23) Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang Nomor: 

180.186/59/KEP/06/2023 tentang Tim Pelaksana Kegiatan Pengelolaan dan 
Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/Kota 
Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2023 

24) Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang Nomor: 

180.186/60/KEP/06/2023 tentang Tim Pelaksana Kegiatan Pengelolaan dan 

Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota 

Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2023 

25) Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang Nomor: 

180.186/61/KEP/06/2023 tentang Tim Pelaksana Kegiatan Pengembangan Sistem 

dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten Magelang 

Tahun Anggaran 2023 

7. Kebijakan urusan lingkungan hidup 

diarahkan pada meningkatnya 

pengelolaan dan pemanfaatan sumber 

daya alam berbasis kelestarian 

lingkungan 

1) Keputusan Bupati Magelang Nomor: 180.182/99/KEP/11/2023 tentang Tim 

Pembuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis  Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Tahun 2025-2030 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah Tahun 2025-2045 

2) Keputusan Bupati Magelang Nomor: 180.182/127/KEP/11/2022 tentang Kelompok 

Kerja Penyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Tata Ruang Wilayah 

Kabupaten Magelang Tahun 2022-2042 

3) Keputusan Bupati Magelang Nomor: 180.182/100/KEP/11/2023 tentang Tim 

Koordinasi Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan 

Hidup Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023 

4) Keputusan Bupati Magelang Nomor: 180.182/197/KEP/11/2023 tentang 

Persetujuan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup Kegiatan Operasional 

Laboratorium Biosafety Level 2 (Bsl – 2) Oleh Balai Penelitian dan Pengembangan 

Kesehatan Magelang di Kapling Jayan Desa Borobudur Kecamatan Borobudur 

Kabupaten Magelang 

 

a) Pengelolaan sampah mandiri 

dan pengelolaan sampah 

berbasis masyarakat 

b) Penyediaan sarana prasarana 

persampahan 

c) Konservasi lingkungan 

hidup, termasuk 

perlindungan mata air 

d) Pengembangan ruang 

terbuka hijau dan penataan 

hunian kumuh 

Selain prioritas di atas, bidang 

Lingkungan Hidup juga 

menitikberatkan pada hal 

berikut. 

a) Pengendalian pencemaran 

lingkungan 
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5) Keputusan Bupati Magelang Nomor: 180.182/226/KEP/11/2023 tentang Penerima 

Hibah Berupa Uang Pada Dinas Lingkungan Hidup Yang Bersumber Dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2023 

6) Keputusan Bupati Magelang Nomor: 180.182/231/KEP/11/2023 tentang Kelayakan 

Lingkungan Hidup Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Penataan Kampung Seni 

Borobudur Oleh Pt Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko 

di Dusun Kujon Desa Borobudur Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang 

7) Keputusan Bupati Magelang Nomor: 180.182/254/KEP/46/2023 tentang 

Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Taman 

Nasional Gunung Merbabu di Kabupaten Magelang Tahun 2023 

8) Keputusan  Bupati  Magelang Nomor: 180.182/267/KEP/11/2023 tentang Penerima 

Hibah Berupa Uang Pada Dinas Lingkungan Hidup Yang Bersumber Dari 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun 

Anggaran 2023 

9) Keputusan  Bupati Magelang Nomor: 180.182/282/KEP/11/2023 tentang Tim 

Penyusun Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang Tahun 

2024 

10) Keputusan  Bupati Magelang Nomor: 180.182/335/KEP/24/2023 Tentang Forum 

Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Progo Kabupaten Magelang 

11) Keputusan  Bupati Magelnomor: 180.182/389/Kep/11/2023 Tentang Tim Penyusun 

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang Tahun 2025-

2026 

b) Peningkatan peran 

masyarakat dalam 

pengelolaan lingkungan 

 

8. Pembangunan reformasi birokrasi dan 

tata kelola pemerintahan diarahkan 

pada peningkatan layanan publik 

yang semakin transparan, partisipatif, 

inovatif dan akuntabel 

1) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2023 

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang 

Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 

2024 

2) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 2023 

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 14 Tahun 

2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang 

 

a) E-Government/smart 

regency 

b) Optimalisasi pemanfaatan 

berbagai sumber 

pembiayaan pembangunan 

yang inovatif 

c) Peningkatan layanan public 

d) Peningkatan iklim investasi 

yang tetap memperhatikan 

pelestarian lingkungan hidup 
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3) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2022 tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2021 

4) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2023 

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2022 

5) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2023 

tentang Penyertaan Modal pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Bank Bapas 69 

(Perseroda) 

6) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2023 

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2023 

7) Peraturan Bupati Magelang Nomor 3 Tahun 2023 

tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2023 

8) Peraturan Bupati Magelang Nomor 5 Tahun 2023 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 tentang 

Sitem Informasi Pajak Daerah 

9) Peraturan Bupati Magelang Nomor 13 Tahun 2023 

tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 

10) Peraturan Bupati Magelang Nomor 17 Tahun 2023 

tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik 

11) Peraturan Bupati Magelang Nomor 19 Tahun 2023 

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha 

dan Nonperizinan 

12) Peraturan Bupati Magelang Nomor 20 Tahun 2023 

tentang Standar Harga Satuan Tertinggi Kabupaten Magelang Tahun 2023  

13) Peraturan Bupati Magelang Nomor 45 Tahun 2023 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 

Anggaran 2024 

14) Peraturan Bupati Magelang Nomor 46 Tahun 2023 

tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2024 

e) Sinergi perencanaan, 

penganggaran, kepegawaian 

dan pengawasan 

f) Peningkatan kualitas 

pelayanan administrasi 

kependudukan (dokumen 

kependudukan) 

g) Meningkatkan kerja sama 

dengan lembaga pemerintah, 

perguruan tinggi, dan swasta 

h) Melanjutkan reformasi 

birokrasi 

i) Penataan dan pengelolaan 

ASN secara profesional dan 

akuntabel 
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9. Kebijakan urusan keamanan dan 

ketertiban diarahkan untuk: 

a. meningkatnya pelayanan 

Ketentraman dan Ketertiban 

Umum serta Perlindungan 

Masyarakat (Trantibumlinmas), 

b. meningkatnya ketangguhan 

daerah dalam menghadapi 

bencana, dan  

c. meningkatnya wawasan 

kebangsaan dan politik 

masyarakat 

1) Keputusan Bupati Magelang Nomor: 180.182/18/KEP/47/2023 tentang Forum 

Koordinasi Pimpinan Daerah dan Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah  

Kabupaten Magelang  

2) Keputusan Bupati Magelang Nomor: 180.182/82/KEP/35/2023 tentang Tim 

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 

Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang Tahun 2023 

3) Keputusan Bupati Magelang Nomor:  180.182/90/KEP/15/2023 tentang Tim 

Tanggap Insiden Siber (Computer Security Incident Response Team) Kabupaten 

Magelang 

4) Keputusan Bupati Magelang Nomor: 180.182/93/KEP/41/2023 tentang Tim 

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 

Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang Tahun 2023 

5) Keputusan Bupati Magelang Nomor: 180.182/94/KEP/37/2023 tentang Tim 

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 

Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang Tahun 2023 

6) Keputusan Bupati Magelang Nomor: 180.182/96/KEP/26/2023 tentang Tim 

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 

Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang Tahun 2023 

7) Keputusan Bupati Magelang Nomor: 180.182/97/KEP/34/2023 tentang Tim 

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 

Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang Tahun 2023 

8) Keputusan Bupati Magelang Nomor: 180.182/98/KEP/34/2023 tentang Tim 

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 

Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang Tahun 2023 

9) Keputusan Bupati Magelang Nomor: 180.182/105/KEP/46/2023 tentang Penerima 

Hibah Berupa Uang Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Yang Bersumber 

Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun 

Anggaran 2023 

10) Keputusan Bupati Magelang Nomor: 180.182/119/KEP/43/2023 tentang Tim 

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 

Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang Tahun 2023 

11) Keputusan Bupati Magelang Nomor: 180.182/144/KEP/47/2023 tentang Forum 

Koordinasi Pimpinan Kecamatan Kabupaten Magelang Tahun 2023 

12) Keputusan Bupati Magelang Nomor: 180.182/215/KEP/KPU/2023 tentang 

Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Nomor: 180.182/3/KEP/KPU/2023 

tentang Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Dalam Penyelenggaraan 

Pemilihan Umum Tahun 2024 

a) Peningkatan kondusivitas 

ketenteraman dan ketertiban 

b) Penguatan sistem 

penanggulangan bencana 
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13) Keputusan Bupati Magelang Nomor: 180.182/237/KEP/47/2023 tentang Tim 

Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Magelang 

14) Keputusan Bupati Magelang Nomor: 180.182/244/KEP/46/2023 tentang Penerima 

Hibah Berupa Uang Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Yang Bersumber 

Dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang 

Tahun Anggaran 2023 

15) Keputusan Bupati Magelang Nomor: 180.182/254/KEP/46/2023 tentang 

Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Di Taman 

Nasional Gunung Merbabu di Kabupaten Magelang Tahun 2023 

16) Keputusan Bupati Magelang Nomor: 180.182/257/KEP/45/2023 tentang Tim 

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 

Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang Tahun 2023 

17) Keputusan  Bupati Magelang Nomor: 180.182/278/KEP/46/2023 tentang Tim 

Penyusun Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten 

Magelang Tahun 2024 

18) Keputusan Bupati Magelang Nomor: 180.182/281/KEP/44/2023 tentang Tim 

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 

Kecamatan Secang Kabupaten Magelang Tahun 2023 

19) Keputusan Bupati Magelang Nomor: 180.182/287/KEP/46/2023 tentang 

Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan, Kebakaran Hutan dan Lahan 

di Kabupaten Magelang Tahun 2023 

20) Keputusan Bupati Magelang Nomor: 180.182/294/KEP/46/2023 tentang 

Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di 

Taman Nasional Gunung Merbabu di Kabupaten Magelang Tahun 2023 

21) Keputusan Bupati Magelang Nomor: 180.182/315/KEP/29/2023 tentang Tim 

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 

Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang Tahun 2023 

22) Keputusan Bupati Magelang Nomor: 180.182/318/KEP/42/2023 tentang Tim 

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 

Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang Tahun 2023 

23) Keputusan Bupati Magelang Nomor: 180.182/328/KEP/47/2023 tentang Forum 

Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Magelang Masa Bakti Tahun 2023- 

2026 



H A S I L  P E N Y E L E N G G A R A A N  U R U S A N  P E M E R I N T A H A N  Y A N G  M E N J A D I  K E W E N A N G A N  D A E R A H  
|III- 23 

 

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI MAGELANG TAHUN 2023 | 

No Kebijakan strategis Dasar hukum Tujuan/masalah yang diselesaikan 

1 2 3 4 

24) Keputusan Bupati Magelang Nomor: 188.182/343/KEP/46/2023 tentang 

Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Berupa Banjir, Tanah 

Longsor, dan Angin Kencang di Kabupaten Magelang  

25) Keputusan Bupati Magelang Nomor: 180.182/347/KEP/40/2023 tentang Tim 

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 

Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang Tahun 2023 

26) Keputusan Bupati Magelang Nomor: 180.182/367/KEP/30/2023 tentang Tim 

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 

Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang Tahun 2023 

27) Keputusan Bupati Magelang Nomor: 180.182/368/KEP/25/2023 tentang Tim 

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 

Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang Tahun 2023 

28) Keputusan Bupati Magelang Nomor: 180.182/369/KEP/33/2023 tentang Tim 

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 

Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang Tahun 2023 

29) Keputusan Bupati Magelang Nomor: 180.182/370/KEP/45/2023 tentang Tim 

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 

Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang Tahun 2023 

30) Keputusan Bupati Magelang Nomor: 180.182/371/KEP/28/2023 tentang Tim 

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 

Kecamatan Salam Kabupaten Magelang Tahun 2023 

31) Keputusan Bupati Magelang Nomor: 180.182/372/KEP/31/2023 tentang Tim 

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 

Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang  Tahun 2023 

32) Keputusan Bupati Magelang Nomor: 180.182/373/KEP/27/2023 tentang Tim 

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 

Kecamatan Ngluwar Kabupaten Magelang Tahun 2023  

33) Keputusan Bupati Magelang Nomor: 180.182/374/KEP/36/2023 tentang Tim 

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 

Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang Tahun 2023  

34) Keputusan Bupati Magelang Nomor: 180.182/385/KEP/46/2023 tentang Dana 

Belanja Tidak Terduga Untuk Penanganan Masa Tanggap Darurat Bencana 

Kebakaran Hutan dan Lahan di Taman Nasional Gunung Merbabu di Wilayah 

Kabupaten Magelang Tahun 2023  
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Sumber: Bappeda dan Litbangda, Bagian Hukum Kabupaten Magelang, 2024             

No Kebijakan strategis Dasar hukum Tujuan/masalah yang diselesaikan 

1 2 3 4 

35) Keputusan  Bupati Magelang Nomor: 180.182/393/KEP/46/2023 tentang Tim 

Penyusun Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten 

Magelang Tahun 2025-2026 

36) Keputusan  Bupati Magelang Nomor: 180.182/396/KEP/08/2023 tentang Tim 

Penyusun Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan 

Kebakaran Kabupaten Magelang Tahun 2025-2026 

10 Prioritas pembangunan pada bidang 

kepemudaan dan olah raga diarahkan 

pada peningkatan kapasitas daya saing 

pemuda dan olah raga 

1) Keputusan Bupati Magelang Nomor : 180.182/133/KEP/19/2023 tentang Penerima 

Hibah Berupa Uang Pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan  dan Olahraga Yang 

Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang 

Tahun Anggaran 2023 

2) Keputusan Bupati Magelang Nomor: 180.182/143/KEP/47/2023 tentang Tim 

Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap 

Narkotika dan Prekursor Narkotika Kabupaten Magelang Tahun 2023 

3) Keputusan  Bupati  Magelang Nomor: 180.182/301/KEP/19/2023 tentang Penerima 

Hibah Berupa Uang Pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Yang 

Bersumber Dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Magelang Tahun Anggaran 2023 

4) Keputusan Bupati Magelang Nomor: 180.182/329/KEP/BNN/2023 tentang Desa 

Ngadirojo Kecamatan Secang Sebagai Desa Bersih Narkotika, Psikotropika, dan 

Bahan Adiktif Lainnya 

5) Keputusan Bupati Magelang Nomor: 180.182/330/KEP/BNN/2023 tentang Desa 

Borobudur Kecamatan Borobudur Sebagai Desa Bersih Narkotika, Psikotropika, 

dan Bahan Adiktif Lainnya 

6) Keputusan  Bupati Magelang Nomor: 180.182/346/KEP/19/2023 tentang Tim 

Penyusun Rencana Kerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten 

Magelang Tahun 2024 

7) Keputusan  Bupati Magelang Nomor: 180.182/392/KEP/19/2023 tentang Tim 

Penyusun Rencana Strategis Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga 

Kabupaten Magelang Tahun 2025-2026  

a) Peningkatan peran serta 

kepemudaan 

b) Pengembangan pembinaan 

olah raga berprestasi 

c) Peningkatan pengembangan 

olahraga sepakbola 

a) Penghargaan atlet berprestasi 
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3.3. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya 

Pemerintah Kabupaten Magelang telah menyampaikan Laporan Keterangan 

Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2022 pada tanggal 13 Maret 2023. Dari hasil 

pembahasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap LKPJ Tahun 2022 tersebut, 

Pemerintah Kabupaten Magelang mendapat masukan yang mencakup beberapa hal 

sebagai bahan perbaikan program maupun kegiatan pada tahun 2023. Tindak Lanjut 

Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Magelang Atas Laporan Keterangan 

Pertanggungjawaban Bupati Magelang Tahun 2022 diacu sebagai rujukan dalam 

penyusunan perencanaan dan penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun 

berikutnya, serta sebagai bahan penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala 

Daerah, dan/atau kebijakan strategis Kepala Daerah Kabupaten Magelang. Bupati 

Magelang wajib menindaklanjuti dan melaksanakan Rekomendasi Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kabupaten Magelang atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 

Bupati Magelang Tahun 2022. 

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Magelang Nomor 03 Tahun 2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Rekomendasi Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Atas Laporan Keterangan 

Pertanggungjawaban Bupati Magelang Tahun 2022, terdapat beberapa rekomendasi 

yang berkaitan dengan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang. Sehubungan dengan 

hal tersebut, tindak lanjut rekomendasi DPRD tahun anggaran 2022 disajikan sebagai 

berikut. 
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Tabel 3.2. 

Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Kabupaten Magelang Atas LKPJ Bupati Magelang Tahun 2022 

 

No. 
OPD Rekomendasi DPRD N-1 Tindak Lanjut 

Tujuan/Masalah Yang 

Diselesaikan 

1 2 3 4 5 

1. SETDA-Bagian 

Pemerintahan 

Bagian Pemerintahan memiliki peran yang 

sangat strategis dalam mendukung pelaksanaan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, 

khususnya dalam penyiapan konsep perumusan 

kebijakan Daerah di bidang administrasi 

pemerintahan, administrasi kewilayahan, serta 

kerja sama dan otonomi daerah. Sehingga untuk 

melaksanakan fungsi dan perannya tersebut 

diperlukan koordinasi dan kerjasama yang lebih 

baik dengan semua pihak. 

Terima kasih atas saran dan masukannya. 

Kami akan mengoptimalkan koordinasi dan 

kerjasama dengan semua stakeholder terkait. 

Terwujudnya tata 

pemerintahan yang baik dan 

bersih (Good Governance and 

Clean Government) 

2. SETDA-Bagian Hukum Kajian untuk melakukan evaluasi terhadap 

produk hukum daerah yang sudah tidak relevan 

dengan Peraturan Perundangan di atasnya 

maupun dengan perkembangan zaman dirasa 

sangat penting. Terkait masih banyaknya 

Peraturan Daerah yang belum ditindaklanjuti 

dengan Peraturan Bupati sebagai turunan 

petunjuk pelaksanaannya Bagian Hukum 

dituntut untuk lebih mengoptimalkan tugas dan 

fungsinya, khususnya dalam melaksanakan pola 

koordinasi dengan OPD pengusul ke depan agar 

lebih baik. 

Terima kasih atas masukannya. Bagian 

Hukum telah melakukan kajian dan evaluasi 

terhadap produk hukum yang sudah tidak 

relevan dengan peraturan perundang-

undangan di atasnya maupun dengan 

perkembangan zaman. Pada Tahun 2022, 

Bagian Hukum telah melakukan 6 kajian dan 

evaluasi Peraturan Daerah, meliputi:  

1. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang 

Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penataan 

dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat 

Perbelanjaan dan Toko Modern; 

2. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang 

Nomor 8 Tahun 2013 tentang 

Penanaman Modal di Kabupaten 

Magelang; 

3. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang 

Nomor 9 Tahun 2017 tentang 

Pemberdayaan Usaha Mikro;  

Terwujudnya produk hukum 

daerah yang sesuai dengan 

asas dan teknik penyusunan 

peraturan perundang-

undangan serta percepatan 

dalam penyusunan Peraturan 

Bupati sebagai amanat 

Peraturan Daerah. 
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No. 
OPD Rekomendasi DPRD N-1 Tindak Lanjut 

Tujuan/Masalah Yang 

Diselesaikan 

1 2 3 4 5 

4. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang 

Nomor 9 Tahun 2018 tentang 

Penyelenggaraan Usaha Pariwisata;  

5. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang 

Nomor 2 Tahun 2013 tentang Usaha 

Peternakan sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Magelang Nomor 13 Tahun 2017; dan  

6. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang 

Nomor 10 Tahun 2016 tentang 

Penanggulangan HIV dan AIDS.  

Hasil rekomendasi atas kajian dan evaluasi 

Peraturan Daerah dimaksud dinyatakan 

bahwa 5 Peraturan daerah sebagaimana 

tersebut pada angka 1 s.d. 5 perlu dilakukan 

pencabutan dan penyusunan kembali sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku, sedangkan untuk Peraturan 

Daerah sebagaimana tercantum pada angka 

6 direkomendasikan untuk dilakukan 

perubahan sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan di bidang kesehatan. 

Bagian Hukum juga telah melakukan upaya 

untuk percepatan penyusunan Peraturan 

Bupati sebagai amanat Peraturan Daerah 

dengan melakukan rapat koordinasi terkait 

tindak lanjut penyusunan Peraturan Bupati 

sebagai amanat Peraturan Daerah pada hari 

Selasa, tanggal 31 Mei 2022 bertempat di 

Ruang Rapat Wakil Bupati yang dihadiri oleh 

17 Perangkat Daerah di Kabupaten Magelang 
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No. 
OPD Rekomendasi DPRD N-1 Tindak Lanjut 

Tujuan/Masalah Yang 

Diselesaikan 

1 2 3 4 5 

3. SETDA-Bagian 

Kesejahteraan Rakyat 

Total realisasi capaian keuangan Bagian 

Kesejahteraan Rakyat di tahun 2022 sebesar 

99,32%. Komisi IV DPRD Kabupaten Magelang 

memberikan rekomendasi sekaligus catatan 

sebagai berikut:   

  Total anggaran untuk hibah insentif untuk guru 

ngaji pada tahun 2022 sebesar Rp12,63 Milyar 

dengan komposisi dari Pemerintah Provinsi 

Rp6,278 Milyar dan dari Pemerintah Kabupaten 

Magelang Rp6,354 Milyar dengan penerima 

insentif 12.632 guru ngaji. Dengan masih ada 

keluhan dan aduan tentang masih adanya 

penerima insentif guru ngaji yang tidak sesuai 

kriteria yang telah ditentukan. Untuk itu komisi 

IV merekomendasikan Bagian Kesra harus 

punya kontrol dalam penentuan kriteria 

pendataan guru ngaji dilakukan oleh 

Kementerian Agama dan berkoordinasi untuk 

melakukan validasi dan pemutakhiran data 

dengan melibatkan pemerintah desa dalam 

pendataan guru ngaji. 

Terima kasih untuk saran dan masukan, 

dalam pendataan guru ngaji dilakukan oleh 

kantor Kementerian Agama dengan kriteria 

yang telah ditentukan, untuk tertib 

administrasi pendataan tersebut berbasis 

pada NIK agar tidak terjadi duplikasi data 

Peran dan fungsi guru ngaji 

terlaksana dengan optimal 

  Peran TPHD pada tahun haji 2022 dirasa tidak 

maksimal dalam membimbing dan memandu 

jamaah calon haji selama beribadah di Tanah 

Suci. Untuk itu Komisi IV merekomendasikan ke 

depannya dalam melakukan seleksi TPHD harus 

sesuai aturan yang ada dan dilakukan Bintek 

dikarenakan pemberangkatan jemaah haji tahun 

2023 didominasi oleh lansia dan dalam 

kelompok risiko tinggi. 

Terima kasih untuk saran dan masukan, ke 

depan kami akan lebih cermat dalam 

melaksanakan seleksi TPHD. 

Peran dan fungsi TPHD 

terlaksana dengan optimal 
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No. 
OPD Rekomendasi DPRD N-1 Tindak Lanjut 

Tujuan/Masalah Yang 

Diselesaikan 

1 2 3 4 5 

4. SETDA-Bagian 

Perekonomian dan 

SDA 

Seiring dengan maraknya pupuk illegal maupun 

obat yang tidak mempunyai ijin edar akan 

sangat merugikan konsumen. Oleh karena itu 

Komisi II meminta kepada Bagian 

Perekonomian agar mendorong peran dan 

fungsi dari Komisi Pengawas Pupuk dan obat 

untuk melaksanakan tupoksinya yaitu 

melakukan pengawasan. 

Terima kasih atas saran dan masukannya. 

Telah dilaksanakan rapat tanggal 24 Mei 

2023 dan disepakati masing-masing OPD 

untuk melaksanakan tugas dan tanggung 

jawabnya terkait pelaksanaan pengawasan 

pupuk bersubsidi dan obat, dengan 

melakukan Langkah-langkah: 

a. Memastikan pupuk subsidi tersedia sesuai 

HET 

b. memastikan petani tidak kesulitan 

menebus pupuk dengan kartu tani 

c. meminta dukungan penyuluh pertanian 

dalam mengedukasi petani 

menggunakan pupuk dan pestisida yang 

legal dan menghindari penggunaan 

pupuk dan obat ilegal 

d. mengusulkan pertemuan rutin bulanan 

membahas pupuk dan permasalahan di 

lapangan 

e. meningkatkan pengawasan dan 

penegakan hukum untuk mencegah 

peredaran pupuk dan pestisida ilegal 

yang merugikan petani 

f. meningkatkan pengawasan untuk 

mencegah peredaran pupuk dan 

pestisida ilegal yang merugikan petani 

Peran dan fungsi dari Komisi 

Pengawas Pupuk dan obat 

terlaksana dengan optimal. 

  Bagian Perekonomian agar segera menyusun 

regulasi berkaitan dengan pemanfaatan aset 

sumber mata air di wilayah kabupaten 

Magelang yang dikelola dan dimanfaatkan oleh 

PDAM milik kabupaten/kota sekitar, dengan 

adanya regulasi tersebut Komisi II berharap agar 

dapat memberikan nilai tambah bagi 

masyarakat sekitar serta PAD bagi kabupaten 

Magelang. 

Terima kasih atas saran dan masukannya, 

untuk rencana penyusunan regulasi terkait 

pemanfaatan aset sumber mata air di wilayah 

oleh PDAM milik Kabupaten/Kota sekitar, 

saat ini telah disusun dan sedang berproses di 

PD yang menangani MOU kerjasama antar 

daerah dan MOU antara PDAM Kota 

Magelang dan Kabupaten Temanggung 

dengan desa terkait pemanfaatan sumber 

mata air  

Dapat memberikan nilai 

tambah untuk masyarakat 

sekitar dan desa. 
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No. 
OPD Rekomendasi DPRD N-1 Tindak Lanjut 

Tujuan/Masalah Yang 

Diselesaikan 

1 2 3 4 5 

5. SETDA-Bagian 

Administrasi 

Pembangunan 

Bagian Administrasi Pembangunan dengan 

anggaran Tahun 2022 sebesar 

Rp429.202.200,00 dan realisasi 

Rp421.591.602,00 atau sebesar 98.23%, 

capaian fisik target dan realisasi sebesar 100%. 

Komisi III mendorong agar Bagian Adm. 

Pembangunan dapat melakukan koordinasi 

pengawasan dan pengendalian kegiatan pada 

setiap OPD secara intensif dan berkala atau 

setiap bulan agar data kegiatan dan pelaporan 

dapat dilihat progresnya setiap saat, sehingga 

data yang disampaikan sesuai dengan kondisi riil 

di lapangan dan program/kegiatan di setiap 

OPD tidak menumpuk di akhir tahun. 

Terima kasih atas saran dan masukannya. Ke 

depannya akan dilakukan pengawasan dan 

pengendalian kegiatan pada setiap PD secara 

intensif dan berkala. 

Meningkatnya akuntabilitas 

kinerja pemerintahan 

6. SETDA-Bagian 

Pengadaan Barang dan 

Jasa 

Jumlah anggaran pada Bagian Pengadaan 

Barang dan Jasa TA 2022 sebesar 

Rp1.087.557.800,00 dengan realisasi 

Rp1.030.954.715,00 atau sebesar 94,80%, 

dengan target dan realisasi fisik 100%. 

Terima kasih atas pencermatannya. Untuk 

tindak lanjut ke depannya kami akan lebih 

cermat dalam memproyeksikan dan 

merencanakan kebutuhan dukungan 

anggaran untuk mendukung pelaksanaan 

program, kegiatan dan sub kegiatan untuk 

mencapai target indikator kinerja yang kami 

tetapkan.  

Meningkatnya level Tingkat 

Kematangan UKPBJ pada 

Bagian Pengadaan Barang dan 

Jasa Sekretariat Daerah 

Kabupaten Magelang.  

7. SETDA-Bagian Umum Penyediaan Dana Penunjang Operasional 

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang 

pada Tahun 2022 dianggarkan 

Rp971.167.000,00 diharapkan pemanfatannya 

tidak menimbulkan permasalahan di kemudian 

hari. Keterserapan 96,63% anggaran tersebut 

dikarenakan sebagian dimanfaatkan untuk 

operasional bagi personil pendukung yang 

mengikuti kegiatan Kepala Daerah. 

Di dalam sub kegiatan Penyediaan Dana 

Operasional Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah terdapat rekening Dana 

Operasional Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah dan rekening Perjalanan 

Dinas Kepala Daerah dan Kepala Daerah. 

Personil pendukung dalam hal ini Ajudan dan 

Sopir Kepala Daerah menggunakan anggaran 

di rekening Perjalanan Dinas Kepala Daerah 

karena kegiatannya menyertai Kepala 

Daerah. 

Pemanfaatan anggaran sesuai 

porsinya 
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No. 
OPD Rekomendasi DPRD N-1 Tindak Lanjut 

Tujuan/Masalah Yang 

Diselesaikan 

1 2 3 4 5 

8. SETDA-Bagian 

Organisasi 

Berdasarkan Permenpan dan RB Nomor 17 

Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan 

Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional, pada 

tahun 2022 Bagian Organisasi telah 

menyelesaikan penataan pegawai dengan 

melakukan penyetaraan Jabatan Administrasi 

menjadi Jabatan Fungsional. Namun tindak 

lanjut dari penyetaraan tersebut sampai saat ini 

belum juga clear, mengingat belum semua 

tunjangan fungsional telah diatur dalam 

Perpres, serta Permenpan dan RB Nomor 1 

Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional masih 

menunggu juklak dan juklisnya. 

Proses Penyederhanaan Birokrasi masih 

bergulir, Menteri PANRB telah mengeluarkan 

Permenpanrb Nomor 7 Tahun 2022 tentang 

Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk 

Penyederhanaan Birokrasi yang pada Pasal 

26 menghilangkan fungsi koordinasi 

(Koordinator dan Subkoordinator) sehingga 

proses ini akan menjadikan pejabat 

fungsional hasil penyederhanaan Birokrasi 

akan menjadi Jabatan Fungsional Murni 

sehingga aturan terkait bisa digunakan sambil 

menunggu terbitnya Permendagri terkait 

hasil Penyederhanaan Birokrasi 

untuk mencapai Sistem 

pemerintahan Agile dan 

birokrasi yang lincah 

9. SETDA-Bagian 

Protokol dan 

Komunikasi Pimpinan  

Peran Bagian Prokompim dalam memfasilitasi 

komunikasi dan koordinasi antara Pemerintah 

Daerah dengan para jurnalis atau wartawan 

dipandang sangat penting. Mengingat salah satu 

tugas dari Bagian Prokompim adalah 

memfasilitasi peliputan media terhadap 

kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah, sehingga hubungan awak media 

dengan keduanya bisa dipastikan berjalan 

dengan baik.  

Terima kasih atas saran dan masukannya. Ke 

depannya kita akan lebih meningkatkan 

kualitas komunikasi dan koordinasi dengan 

wartawan, mengingat selama ini kami sudah 

bekerja sama dengan PWI Kabupaten 

Magelang, serta menyediakan fasilitas 

pressroom sebagai tempat aktifitas menulis 

rilis berita maupun sekretariat PWI, dan 

kegiatan peningkatan SDM Jurnalistik.  

Komunikasi dan koordinasi 

antara Pemerintah Daerah 

dengan para jurnalis atau 

wartawan terjalin dengan 

harmonis 

10. Sekretariat DPRD Guna mendukung tugas dan fungsi DPRD, 

kinerja Sekretariat DPRD harus didukung 

dengan sarana prasarana yang memadai. Selain 

itu keberadaan perpustakaan yang representatiif 

dengan dikoneksikan dengan JDIH diharapkan 

bisa menyediakan berbagai Peraturan 

Perundang-undangan, serta bahan bacaan 

lainnya sebagai literasi yang dibutuhkan mutlak 

harus ada.  

Ke depan kita akan memaksimalkan 

pengelolaan JDIH dengan meningkatkan 

SDM Sekretariat DPRD bekerja sama dengan 

Diskominfo dan Bagian Hukum. Tindak 

lanjutnya yaitu meningkatkan sarana 

prasarana untuk kelancaran akses JDIH serta 

meningkatkan SDM Pengelola JDIH 

Peningkatan SDM Pengelola 

JDIH  
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11. Inspektorat Pagu anggaran pada Inspektorat di tahun 2022 

sebesar Rp6.057.227.748,00 dengan realisasi 

Rp5.948.253.891,00 (98,20%) layak untuk 

diapresiasi. Namun pagu anggaran yang 

dialokasikan pada Inspektorat tersebut 

dipandang masih jauh dari angka ideal. 

Berdasarkan Permendagri Nomor 27 Tahun 

2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD 

Tahun 2022 mengamanatkan, bahwa 

Pemerintah Kabupaten/ Kota mengalokasikan 

anggaran pada Inspektorat yang ditetapkan 

berdasarkan besaran dari total belanja daerah, 

dengan klasifikasi di atas 

Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) 

paling sedikit sebesar 0,50% (nol koma lima 

puluh persen) dari total belanja daerah dan 

diatas Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar 

rupiah). Maka ke depan perlu adanya 

penambahan pagu anggaran pada Inspektorat 

sehingga bisa mendekati angka ideal sesuai 

peraturan perundang-undangan.  

  

  Jabatan Inspektorat Pembantu Khusus (Irbansus) 

pada Inspektorat Kabupaten Magelang yang 

sampai saat ini belum juga diisi diharapkan bisa 

segera diusulkan untuk dilakukan pengisian. 

Peraturan Bupati Magelang Nomor 23 Tahun 

2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 

Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata 

Kerja Inspektorat telah mengamatkan jabatan 

Irbansus pada Inspektorat.  

 

Jabatan Inspektur Pembantu Khusus 

(Irbansus) pada Inspektorat Kabupaten 

Magelang telah ditetapkan dengan 

Keputusan Bupati Magelang Nomor : 

180.182/820/38/KEP/22/2023 per tanggal 31 

Mei 2023 dan Surat Pernyataan Pelantikan 

Nomor : 821.2/ 1653/22/2023 Tanggal 31 

Mei 2023  

Nama : YUNIK WAHYUNINGSIH, S.E  

NIP : 197406091998032007  

Pengisian Jabatan Inspektur 

Pembantu Khusus (Irbansus) 

pada Inspektorat Kabupaten 

Magelang 



H A S I L  P E N Y E L E N G G A R A A N  U R U S A N  P E M E R I N T A H A N  Y A N G  M E N J A D I  K E W E N A N G A N  D A E R A H  
|III- 33 

 

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI MAGELANG TAHUN 2023 | 

 

No. 
OPD Rekomendasi DPRD N-1 Tindak Lanjut 

Tujuan/Masalah Yang 

Diselesaikan 

1 2 3 4 5 

Adapun tugas fungsi Irbansus antara lain 

meliputi: pelaksanaan koordinasi kebijakan 

teknis pengawasan khusus; koordinasi 

pencegahan tindak pidana korupsi dan 

koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum; 

pelaksanaan pengawasan, pendampingan, 

asistensi, dan penilaian pelaksanaan program 

Reformasi Birokrasi, penanganan penyelesaian 

kerugian Negara/Daerah; serta pelaksanaan 

pembinaan dan pengawasan lainnya sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Keberadaan Irbansus dipandang sangat strategis 

dalam mendukung pelaksanaan tugas fungsi 

Inspektorat sebagai OPD yang- diamanatkan 

untuk melakukan pembinaan dan pengawasan 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah.  

Jabatan : Inspektur Pembantu Khusus pada 

Inspektorat  

  Selain itu guna mengatasi kekurangan personil, 

khususnya tenaga auditor pada Inspektorat, 

agar segera dilakukan pengusulan penambahan 

ataupun penataan pegawai.  

a. Surat Inspektur Kabupaten Magelang 

kepada Kepala BKPPD Nomor : 

800/128/03/2022 tanggal 31 Maret 

2022 tentang: 

1. Peta Jabatan Inspektorat Tahun 

2022 

2. Daftar Nama Jabatan Sesuai Peta 

Jabatan Tahun 2022 

3. Daftar Nominatif Bezetting ASN 

Tahun 2022 

4. Daftar Nominatif Usulan Formasi 

CASN Tahun 2023 

b. Surat Inspektur Kabupaten Magelang 

kepada Bupati Magelang c.q. Kepala 

BKPPD Nomor : 871/423/03/2022 

tanggal 18 Oktober 2022 Hal Usulan 

Penambahan Pelaksana pada 

Inspektorat. 

Terdapat penambahan personil 

berdasarkan Surat Kepala BKPPD Nomor 

: 824/1392/22/2023 Tanggal 11 Mei 

2023 Hal Menghadapkan PNS  

Nama : ENY ASTUTI, S.Sos 

NIP : 197905182005012016 

Jabatan : Analis Perencana 

Penambahan personil 

Inspektorat Kabupaten 

Magelang 
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12 Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

melaksanakan tugas pokok membantu Bupati 

dalam menyelenggarakan urusan Bidang 

Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan azas 

otonomi daerah dan tugas pembantuan. 

Adapun Realisasi Anggaran tahun 2022 sebesar 

93,61%, berdasarkan capaian anggaran dan 

capaian terhadap indikator pelaksanaan 

program dan kegiatan, Komisi IV DPRD 

Kabupaten Magelang memberikan rekomendasi 

sekaligus catatan sebagai berikut: 

  

  Dalam rangka mewujudkan kualitas SDM 

peserta didik yang memiliki kemampuan yang 

baik dan berdaya saing, Dinas Pendidikan dan 

Kebudayan harus melakukan upaya yang lebih 

inovatif untuk mendukung peningkatan kualitas 

guru, sarana prasarana dan fasilitas penunjang 

Pendidikan, termasuk mengoptimalkan capaian 

target pada beberapa indikator seperti Angka 

Partisipasi Kasar (APK) PAUD, Angka Partisipasi 

Murni (APM) PAUD, APK SD atau setara, APM 

SD atau setara, Angka Partisipasi Sekolah (APS) 

SMP atau setara, APK SMP, APM SMP dan 

angka melanjutkan SD. Selain itu, 

penyelenggaraan PPDB agar dilakukan secara 

lebih transparan, sehingga calon peserta didik 

yang berasal dari Kabupaten Magelang dapat 

diterima untuk bersekolah di semua jenjang 

satuan Pendidikan yang ada. 

Terima kasih atas saran dan masukannya 

serta dukungannya dalam upaya Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan untuk 

meningkatkan kualitas guru, sarana prasarana 

dan fasilitas penunjang pendidikan dalam 

rangka mewujudkan kualitas SDM yang 

memiliki kemampuan yang baik dan berdaya 

saing. Kami juga selalu berkonsultasi dengan 

Balai Besar Penjamin Mutu Pendidikan 

Provinsi Jateng dalam upaya pengoptimalan 

capaian target kinerja pendidikan. Selain itu 

PPDB di Kabupaten Magelang kami 

laksanakan secara online dengan harapan 

masyarakat secara aktif bisa ikut memantau.  

SDM peserta didik yang 

mempunyai kemampuan yang 

baik dan berdaya saing 
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  Capaian SPM dalam bidang Pendidikan belum 

sinkron antara angka capaian dengan realita di 

lapangan. Komisi IV merekomendasikan perlu 

adanya peningkatan kinerja semua kekuatan 

yang diikuti dengan semangat kejujuran agar ke 

depannya capaian SPM bisa sinkron antara 

capaian dan realita. 

Terima kasih atas dukungannya dalam upaya 

pencapaian SPM bidang Pendidikan, ke 

depannya untuk pengisian laporan capaian 

SPM mulai tahun 2023 sumber data diambil 

dari Rapor Pendidikan dengan sumber data 

berasal dari Asesmen Nasional, Dapodik dan 

juga Emis. Perhitungan capaian dalam Rapor 

pendidikan merupakan hasil penghitungan 

oleh Kemendikbudristek, sehingga ke depan 

harapannya akan semakin sinkron antara 

capaian SPM dan realita. Kami juga akan 

selalu menekankan kepada semua satuan 

pendidikan untuk mengisi Data Dapodik 

sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. 

Capaian SPM Bidang 

Pendidikan 

  Seiring dengan masih terdapat anak usia sekolah 

SD sampai SLTA padahal Pemerintah Kabupaten 

Magelang sudah menetapkan wajib belajar 12 

tahun. Komisi IV merekomendasikan perlu ada 

Surat Edaran Bupati agar semua kekuatan 

Pemerintah Kabupaten sampai Pemerintah Desa 

membantu secara maksimal dalam program 

tersebut. 

Terima kasih atas perhatian dan masukannya, 

terkait Wajar 12 Tahun, Kabupaten 

Magelang telah mencanangkan Gerakan 

"Magelang Gumregah Bungah" (Magelang 

Gumregah Mlebu Ning Sekolah) 

dirangkaikan dengan penandatanganan 

Deklarasi Komitmen dan Dukungan atau 

komitmen bersinergi menyukseskan program 

Penanganan Anak Tidak Sekolah (PATS) di 

Kabupaten Magelang oleh Bupati Magelang 

dan jajaran Forkompimda. Gerakan 

"Magelang Gumregah Bungah" telah di 

Launching Bapak Bupati pada saat Peringatan 

Hardiknas 2 Mei 2023 

Penanganan Anak Tidak 

Sekolah (Jenjang SD sampai 

SMA/K) 
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  Target capaian dalam RPJMD Bupati dan Wakil 

Bupati bahwa tahun 2024 semua satuan 

Pendidikan dari PAUD sampai dengan SMP 

sudah terakreditasi A realitanya tahun 2022 

masih banyak yang terakreditasi B. 

Rekomendasi dari komisi IV bahwa Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan untuk memetakan 

kekurangan-kekurangan setiap sekolah dan 

memaksimalkan potensi DAK, Bangub dan 

APBD untuk mengatasi persoalan fisik dan non 

fisik sekolah. 

Terima kasih atas saran dan masukannya, 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui 

sub kegiatan Pembinaan Kelembagaan baik 

PAUD, SD dan SMP akan selalu melakukan 

pendampingan terkait Akreditasi sekolah dan 

selalu mengupayakan/memaksimalkan 

potensi penganggaran baik dari DAK, 

Bangub maupun APBD untuk peningkatan 

Akreditasi Sekolah yang juga menjadi salah 

satu indikator Kinerja tujuan Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan 

Peningkatan Akreditasi 

Sekolah 

  Keberadaan Kantor Wilayah Pendidikan dan 

Kebudayaan disetiap Kecamatan perlu 

ditingkatkan profesionalitasnya. Komisi IV 

merekomendasikan untuk segera evaluasi 

keberadaan Korwil dan perlu ditingkatkan 

kapasitasnya serta segera ada penyegaran 

dengan dirotasi agar terjadi peningkatan 

kinerja. 

Terima kasih atas saran dan masukannya, 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan 

sumber daya yang ada akan selalu berusaha 

untuk meningkatkan kinerja 

(profesionalisme) Korwil baik melalui 

peningkatan kapasitas maupun rotasi 

Peningkatan Kinerja Korwil 

  Seiring dengan program zonasi dalam PPDB 

untuk SMU berdampak pada tidak 

tertampungnya anak-anak masuk di SMU 

Negeri karena belum setiap kecamatan punya 

SMU Negeri atau SMK Negeri. Rekomendasi 

Komisi IV Pemerintah Kabupaten segera 

melaksanakan studi kelayakan di Kecamatan 

Srumbung, Sawangan, Pakis, Kajoran dan 

Kaliangkrik untuk disiapkan berdirinya SMU 

Negeri. 

Terima kasih atas saran dan masukannya, 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan 

melakukan koordinasi dan konsultasi baik 

dengan Bappeda Kabupaten Magelang dan 

juga Dinas Pendidikan Provinsi  

Tertampungnya siswa masuk 

di Sekolah Negeri 

  Masih sering terjadi kegiatan-kegiatan guru-guru 

seperti pengajian, rapat koperasi dan lain-lain 

sehingga mengurangi hak anak untuk 

mendapatkan hak Pendidikan dari guru. Komisi 

IV merekomendasikan Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan untuk membuat surat instruksi 

kalau ada kegiatan-kegiatan guru untuk 

dilaksanakan di luar jam sekolah dan dikawal 

atas efektifitasnya instruksi tersebut. 

Terima kasih atas saran dan masukannya, 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan 

melakukan koordinasi agar kegiatan-kegiatan 

guru dilaksanakan secara efektif 

Hak anak untuk mendapatkan 

hak pendidikan dari guru 
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13. Dinas Kesehatan, 

RSUD Muntilan dan 

RSUD merah Putih 

Urusan kesehatan di Kabupaten Magelang 

diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan, RSUD 

Muntilan dan RSUD Merah Putih. Realisasi 

serapan anggaran di Dinas Kesehatan pada 

tahun 2022 sebesar 85,35%. Anggaran tersebut 

meliputi angaran di Dinas Kesehatan, RSUD 

Merah Putih, dan 29 puskesmas. Adapun 

realisasi penerimaan pendapatan tercapai 98%. 

Komisi IV DPRD Kabupaten Magelang 

memberikan rekomendasi sekaligus catatan 

sebagai berikut:  

 
 

  Capaian realisasi Standar Pelayanan Minimal 

(SPM) bidang urusan Kesehatan tahun 2022 

sebesar 82,99% kategori indeks IPM Tuntas 

Madya yang tercakup dalam 12 Indikator 

sebagai berikut : Pelayanan Kesehatan ibu hamil 

93,19%, Pelayanan Kesehatan ibu bersalin 

99,84%, Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir 

99,312%, Pelayanan Kesehatan balita 94,77%, 

Pelayanan Kesehatan pada usia Pendidikan 

dasar 87,43%, Pelayanan Kesehatan pada usia 

produktif 48,95%, Pelayanan Kesehatan pada 

usia lanjut 77,31%, Pelayanan Kesehatan 

penderita hipertensi 20,16%, Pelayanan 

Kesehatan penderita diabetes melitus 93,86%, 

Pelayanan Kesehatan ODGJ berat 76,75%, 

Pelayanan Kesehatan orang terduga 

tuberkolosis 81,13%, Pelayanan Kesehatan pada 

orang berisiko terinfeksi 99,52% . Dari capaian 

realisasi SPM tahun 2022 di atas setelah Dinas 

Kesehatan dipimpin oleh Kepala Dinas definitif 

menunjukan peningkatan dibandingkan dengan 

pencampaian SPM bidang Kesehatan di tahun 

2021 yang masih rendah sebesar 63,16%. Saat 

ini Konsep pencapaian SPM berubah dari 

Kinerja Program Kesehatan menjadi Kinerja 

Pemerintah Daerah yang memiliki konsekuensi 

reward and punishment. Untuk itu Komisi IV 

merekomendasikan dikarenakan SPM 

merupakan hal minimal yang harus 

dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk 

rakyatnya, maka target SPM seharusnya 100% 

setiap tahunnya.  

Terima kasih atas saran dan masukannya. 

SPM merupakan standar pelayanan minimal 

yang harus dilaksanakan, capaian SPM 

bidang kesehatan masih belum optimal dan 

perlu dilakukan kegiatan terintegrasi untuk 

menggerakan masyarakat memeriksakan 

kondisi kesehatannya secara rutin. kedepan 

akan ditingkatkan adanya kegiatan 

terintegrasi untuk meningkatkan capaian 

SPM bidang kesehatan di Kabupaten 

Magelang. 

Peningkatan kegiatan 

terintegrasi terutama untuk 

menggerakan masyarakat 

yang memiliki riwayat 

penyakit hipertensi kontrol 

secara rutin setiap bulan, serta 

peningkatan kesadaran 

masyarakat usia produktif 

untuk memeriksa kondisi 

kesehatannya. 
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  Komisi IV memberikan aspresiasi atas hasil 

penilaian kinerja Aksi Konvergensi Percepatan 

Penurunan Stunting di Jawa Tengah pada 2022 

dimana Kabupaten Magelang berhasil 

memperoleh peringkat nomor satu dalam hal 

pelaksanaan kinerja delapan aksi percepatan 

penurunan stunting, namun demikian Komisi IV 

merekomendasikan Pemerintah Kabupaten 

Magelang untuk selalu memastikan terjadinya 

integrasi pelaksanaan intervensi penurunan 

stunting secara bersama-sama antara OPD 

penanggung jawab pelayanan dengan desa dan 

lembaga non pemerintahan, khususnya dalam 

pemilihan menu makanan yang diberikan dalam 

program PMT (Pemberian Makanan 

Tambahan) kepada balita stunting dan ibu hamil 

dengan kondisi KEK (Kekurangan Energi Kronik) 

yang dilakukan oleh Desa. 

Terima kasih atas saran dan masukkannya. 

Penanganan balita stunting dan ibu hamil 

dengan kondisi KEK perlu dilaksanakan 

secara bersama, terutama karena pada tahun 

2023 Kabupaten Magelang tidak 

mendapatkan alokasi DAK untuk pengadaan 

PMT, sehingga diperlukan adanya sumber 

dana lain untuk pemenuhan PMT yaitu 

melalui CSR (Bank Jateng) maupun Dana 

Desa 

Penurunan angka stunting dan 

ibu hamil dengan kondisi KEK 

  Berdasarkan hasil Studi Status Gizi Indonesia 

(SSGI) pada 2022, angka stunting di Kabupaten 

Magelang sebesar 28,20 %. Untuk mendukung 

penurunan stunting di Kabupaten Magelang 

dibutuhkan sarana dan prasarana, dari 29 

Puskesmas yang sudah memiliki USG baru 

sebanyak 5 Puskemas dan dari 2.447 Posyandu 

yang memiliki alat antropometri baru 618 

Posyandu, sehingga masih ada kekurangan 

antropometri untuk 1.829 Posyandu. Melihat 

kondisi tersebut Komisi IV merekomendasikan 

agar untuk penanganan stunting di tahun 2023, 

di seluruh Puskesmas harus sudah tersedia 

peralatan USG, sedangkan Posyandu harus 

sudah tersedia peralatan Antropometri yang 

terstandar agar target penanganan stunting yang 

telah dicanangkan oleh Pemerintah Pusat 

sebesar 14 % pada tahun 2024 bisa tercapai. 

(DINKES) 

Terima kasih atas saran dan masukkannya.  

Untuk pemenuhan ketersediaan alat USG 

dan Antropometri terstandar sudah 

dilaksanakan langkah sebagai berikut:  

1. pengusulan USG ke Kemenkes bagi 25 

puskesmas yang belum memiliki USG 

2. pemenuhan antropometri untuk 1829 

posyandu dilaksanakan melalui DAK Fisik 

tahun 2023  

Terpenuhinya USG di semua 

Puskesmas dan Antropometri 

untuk posyandu. 
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  Capaian keuangan untuk program kegiatan 

penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan 

UKP rujukan tingkat daerah Kabupaten/Kota 

terserap hanya 65,37%, sehingga setiap 

tahunnya SILPA dari kegiatan tersebut selalu 

besar. Untuk itu Segera dicarikan solusi terkait 

permasalahan tersebut. Selain rencana semua 

ibu hamil yang masuk kategori kurang mampu 

dan belum mempunyai jaminan Kesehatan 

untuk dimasukan menjadi peserta KIS PBI yang 

ditanggung APBD, Komisi IV 

merekomendasikan untuk tenaga Relawan-

Relawan yang berada di Dinas Kesehatan, Dinas 

Sosial PPKB dan PPPA serta BPBD yang masuk 

kategori kurang mampu dan belum memiliki 

JKN untuk diusulkan menjadi peserta KIS PBI 

yang di tanggung APBD. (DINKES) 

Terima kasih untuk saran dan masukkannya.  

Cakupan keuangan untuk program kegiatan 

penyediaan layanan kesehatan untuk UKM 

dan UKP rujukan tingkat daerah 

Kabupaten/Kota terserap 65,37% 

dikarenakan adanya penambahan anggaran 

dari pengembalian pajak rokok, agar tidak 

terjadi SILPA yang banyak maka usaha yang 

dilakukan adalah dengan menambahkan 

peserta PBI-APBD sebanyak 17.600 di bulan 

Juni sampai dengan Desember. Sehingga 

usulan tenaga relawan yang ada di Dinas 

Kesehatan, Dinas Sosial PPKB dan PPPA serta 

BPBD yang masuk kategori kurang mampu 

dan belum mempunyai JKN dapat diusulkan 

melalui Dinas Sosial PPKB dan PPPA selama 

data peserta yang diusulkan lengkap.  

Tenaga relawan yang ada di 

Dinas Kesehatan, Dinas Sosial 

PPKB dan PPPA serta BPBD 

yang masuk kategori kurang 

mampu dapat menjadi peserta 

KIS PBI. 

  Pada Tahun 2022 untuk pelayanan di RSUD 

Muntilan agak terganggu karena masa transisi 

penempatan kembali operasional layanan 

rawat jalan pasca pembangunan dan untuk 

layanan UGD renovasi baru selesai di 

laksanakan di 2022. Komisi IV 

merekomendasikan untuk segera melakukan 

pemenuhan Sapras IGD agar segera bisa 

dioperasinalkan kembali sehingga di tahun 2023 

semua layanan berjalanan normal kembali. 

(RSUD MUNTILAN) 

 

RSUD Muntilan telah melakukan percepatan 

pemenuhan sarpras sehingga IGD gedung 

baru segera dapat dioperasionalkan. 

IGD sudah operasional per 16 

April 2023.  
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  Kondisi bangunan Gedung RSUD Merah Putih 

yang lama sampai saat ini masih mengalami 

permasalahan kebocoran di setiap lantainya, 

walapun sudah dilakukan pemeliharaan/ 

renovasi yang menyerap anggaran BLUD yang 

cukup besar setiap tahunnya. Hal ini bila tidak 

segera ditanggani secara paripurna 

dikhawatirkan mempercepat penurunan 

kualitas struktur gedung. Untuk itu Komisi IV 

merekomendasikan pihak RSUD Merah Putih 

untuk menyerahkan proses renovasi atau 

perbaikan dilakukan dan dianggarkan oleh 

DPUPR sehingga pemeliharaan/renovasi yang 

dilakukan tidak lagi parsial. (RSUD MERAH 

PUTIH) 

Terima kasih atas rekomendasinya, kami 

akan berkoordinasi dengan DPUPR, 

selanjutnya akan kami siapkan data 

kerusakan gedung lama yang harus 

direnovasi dan diperbaiki guna perencanaan 

anggaran. Surat Direktur RSUD Merah Putih 

Nomor 800/3138/05.32/2023 tanggal 26 

Juni 2023 Hal Laporan Kondisi 

Gedung/Bangunan RSDMP kepada Kepala 

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

Kabupaten Magelang dengan dilampiri data 

kebocoran Gedung RSUD Merah Putih. 

Kondisi sarana dan prasarana 

yang baik akan meningkatkan 

mutu pelayanan kesehatan 

kepada masyarakat khususnya 

pasien. 

  Masih adanya pengaduan masyarakat terkait 

pelayanan rumah sakit serta layanan Kesehatan 

lainnya yang belum optimal baik di RSUD 

Muntilan, RSUD Merah Putih, Puskesmas dan 

layanan Kesehatan lainnya. Komisi IV 

merekomendasikan untuk dilakukan Evaluasi 

pelayanan di seluruh area pelayanan rumah 

sakit, Puskesmas dan layanan Kesehatan lainnya 

baik di IGD, Rawat Jalan, Rawat Inap dan 

pelayanan penunjang lainnya. (DINKES, RSUD 

MUNTILAN,RSUD MERAH PUTIH) 

a. Terima kasih atas saran dan 

masukkannya. Seluruh Fasilitas 

Kesehatan baik Puskesmas maupun 

Rumah Sakit di Kabupaten Magelang 

telah menjaga mutu pelayanannya 

melalui akreditasi, dengan akreditasi 

diharapkan pelayanan kesehatan yang 

diberikan Puskesmas dan Rumah Sakit 

semakin baik guna mewujudkan status 

kesehatan masyarakat Kabupaten 

Magelang yang meningkat dan kepuasan 

pasien. Masih ada pengaduan 

masyarakat terkait pelayanan kesehatan, 

maka Dinas Kesehatan telah melakukan 

supervisi secara rutin ke fasilitas 

kesehatan guna memberikan pembinaan 

terkait pelayanan. (Dinas Kesehatan) 

b. RSUD Muntilan telah melakukan 

evaluasi pelayanan secara periodik dan 

menindaklanjuti penganduan 

masyarakat dengan cepat sehingga dapat 

meningkatkan pelayanan kesehatan. 

(RSUD Muntilan)  

a. Lebih aktif 

mensosialisasikan kanal 

pengaduan melalui 

Fordumas, dan mengelola 

semua pengaduan yang 

ada dengan baik. (RSUD 

Muntilan) Peningkatan 

mutu pelayanan 

kesehatan (Dinas 

Kesehatan) 

b. Laporan rutin ditujukan 

untuk perbaikan sesuai 

kebutuhan pelanggan. 

Evaluasi berkala dilakukan 

baik di tingkat unit 

maupun menajemen 

sehingga keluhan 

pelanggan tertangani 

dengan baik dan semakin 

berkurang. 
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c. Evaluasi pelayanan di RSUD Merah Putih 

telah dilakukan secara rutin dan periodik 

melalui berbagai upaya diantaranya:  

1) Evaluasi pelayanan dilakukan oleh 

masing-masing bidang/bagian melalui 

evaluasi bulanan, triwulan, semester 

dan tahunan terhadap kunjungan 

pasien dan pelayanan yang telah 

diberikan. 

2) Untuk menunjang perbaikan layanan, 

RSUD Merah Putih menyediakan 

ruang untuk pasien / pelanggan 

/masyarakat untuk menyampaikan 

feedback/ keluhan/aduan baik secara 

langsung maupun tidak langsung. 

3) Tersedia Aplikasi KLIK MERAH PUTIH 

untuk memudahkan masyarakat 

dalam mengakses layanan, 

memberikan saran dan aduan, 

menyampaikan permintaan informasi, 

serta mendapatkan informasi terkait 

pelayanan RSUD Merah Putih 

diantaranya pendaftaran online, 

ketersediaan tempat tidur, jadwal 

dokter dan nomor penting (hotline). 

4) RSUD Merah Putih menghimpun 

kritik dan saran melalui kotak saran, 

media sosial, survey kepuasan 

pelanggan, customer feedback, serta 

review dari google. Seluruh 

pengaduan yang masuk dilakukan 

tindak lanjut sesuai SOP melalui 

Instalasi Pemasaran dan Humas 

(customer service) bersama unit 

terkait. Pengaduan yang tidak 

terselesaikan di tingkat unit, akan 

diselesaikan di tingkat manajemen. 

Pelaporan layanan aduan disusun dan 

disampaikan setiap bulan oleh 

Instalasi Pemasaran dan Humas 

kepada Direktur Rumah Sakit. 
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5) Survei Kepuasan Masyarakat 

dilakukan 2 kali dalam setahun 

dengan nilai survei kepuasan 

masyarakat Tahun 2023 adalah sangat 

memuaskan. Hasil penilaian Survei 

Kepuasan Masyarakat ini dilaporkan 

oleh Sub Bagian Perencanaan Program 

dan Anggaran kepada Direktur dan 

Bupati melalui Bagian Organisasi 

Setda Kabupaten Magelang serta 

didiseminasikan kepada unit terkait 

untuk perbaikan layanan. 

14 Dinas Pekerjaan 

Umum dan Penataan 

Ruang 

Pada Tahun 2022 target pendapatan DPUPR 

sebesar Rp1.227.901620,00 realilsasi sebesar 

Rp1.410.511.930,00 atau sebesar 114,87%, 

dengan rincian sewa tanah dan bangunan 

sebesar Rp49.901.620,00 realisasi 

Rp444.171.690,00 sewa alat berat 

Rp340.000.000,00 realisasi 

Rp370.900.000,00 pendapatan lain yang sah 

berasal dari penebangan pohon sebesar 

Rp4.264.000,00 dan penjualan aset lainnya 

(direksi keet dan penggantian pembongkaran 

trotoar) sebesar Rp7.124.600,00 serta Retribusi 

IMB Rp.838.000.000,00 realisasi sebesar 

Rp584.051.640,00 . 

Alokasi anggaran DPUPR pada tahun 2022 

sebesar Rp143.995.769.293,00dengan realisasi 

sebesar Rp138.676.146.910,00 dengan tingkat 

capaian sebesar 96,31% Anggaran tersebut 

dijabarkan dalam 12 program dan 42 kegiatan. 

Untuk progres fisik yang meliputi kontruksi 14 

sub kegiatan dan non kontruksi 28 sub kegitan 

terealisasi 100%, sedangkan untuk Progres 

paket pekerjaan antara lain jenis pekerjaan 

barang sebanyak 26 paket, kontruksi 176 paket, 

jasa lainnya 2 paket dan konsultasi 19 paket 

telah selesai 100%. Atas realisasi pelaksanaan 

program kegiatan DPUPR, Komisi III 

memberikan catatan antara lain: 
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  Dalam hal pendapatan pada DPUPR Komisi III 

mendorong agar mengoptimalkan potensi 

pendapatan yang masih bisa dimaksimalkan 

seperti retribusi IMB, sewa tanah dan bangunan 

serta alat berat mengingat ada beberapa aset 

DPUPR yang masih bisa dimanfaatkan untuk 

disewakan sehingga bisa meningkatkan PAD. 

a. IMB (PBG) Cipta Karya : Akan terus 

berusaha untuk meningkatkan 

pendapatan, salah satunya dengan 

mengakomodir Tenaga Ahli yg 

bersertifikat selain arsitek dalam 

pemenuhan dokumen teknis untuk 

bangunan yang beresiko kecil.  

b. Bina Marga : Akan menginventarisasi 

penggunan bahu Jalan/Tanah milik jalan 

untuk ditarik retribusi sesuai Perda. 

c. Sumber Daya Air : Diupayakan target 

pendapatan bisa naik dan terpenuhi 

meskipun ada potensi penurunan 

pendapatan karena beberapa penyewa 

mengundurkan diri karena kenaikan 

indek tarif pada ijin penggunaan tanah 

pengairan untuk bercocok tanam. Hal ini 

disebabkan lahan yang disewa sebagian 

hanya dapat ditanami selama musim 

penghujan.  

d. Japerkon (sewa alat berat): Mengusulkan 

tarif sewa trailer ke dalam Raperda Pajak 

dan Retribusi Daerah 

Peningkatan PAD 

  SILPA pada DPUPR yang cukup tinggi pada 

penyediaan gaji dan tunjangan ASN Komisi III 

menekankan perlu adanya penataan sistem 

perencanaan yang lebih baik dan terperinci 

dalam memperhitungkan kebutuhan anggaran 

gaji dan tunjangan agar sesuai dengan 

kebutuhan dan klasifikasi jabatan yang ada. 

Gaji pokok dianggarkan dari nilai tertinggi. 

Tunjangan jabatan kosong masih 

dianggarkan. TAPERA dianggarkan dan tidak 

ada realisasi. Tunjangan BPJS, JKK, JKM, PPh 

21 Gaji dan TPP jabatan kosong masih 

dianggarkan 14 bulan. TPP Jabatan struktural 

yang kosong masih dianggarkan. Insentif 

Retribusi tidak bisa realisasi 100% karena 

menyesuaikan capaian realisasi pendapatan. 

Untuk perencanaan gaji dan 

tunjangan tahun 2024 akan 

lebih dicermati dengan 

mendasarkan realisasi tiap 

bulan serta 

mempertimbangkan ASN 

pensiun dan Jabatan Struktural 

yang masih kosong. 
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  Komisi III menekankan untuk selalu 

meningkatkan pengawasan atas pekerjaan yang 

dilaksanakan dan memperhatikan kualitas hasil 

pekerjaan, sehingga jangka usia hasil pekerjaan 

dapat dirasakan dan dinikmati lebih lama oleh 

masyarakat dan hasil yang dicapai dapat 

memenuhi harapan serta bermanfaat bagi 

masyarakat. 

a. Cipta Karya : Akan terus berusaha 

meningkatkan kualitas mutu pekerjaan 

sesuai spesifikasi yang dipersyaratkan, 

dengan mengefektifkan SDM pengawas 

yang ada.  

b. Bina Marga : Mengadakan pengawasan 

secara berkala oleh tim monitoring, dan 

semua benda uji di tes di Lab Badan 

Pengujian Jalan Nasional (Laboratorium 

independen yang bersertifikasi).  

c. Sumber Daya Air : Dari DPUPR telah 

membentuk tim teknis pelaksanaan 

pekerjaan yang membantu PPK dalam 

hal teknis di lapangan dan pengawasan 

pelaksanaan pekerjaan yang diharapkan 

pekerjaan dapat dilaksanakan dengan 

tepat waktu, tepat manfaat dan tepat 

mutu. Monev tiap awal bulan bersama 

penyedia jasa tentang progres fisik 

maupun keuangan serta hasil yg telah 

dilaksanakan agar kualitas maupun 

kuantitas sesuai dalam kontrak.  

Kualitas hasil pekerjaan sesuai 

spek teknis 

  DPUPR diharapkan dapat lebih intens 

melakukan monitoring atau pengawasan secara 

berkala terhadap kondisi jalan-jalan yang ada di 

Kabupaten Magelang. Sehingga dari hasil 

monitoring atau pengawasan tersebut, DPUPR 

dapat menyajikan data yang komprehensif, 

yang mana dapat mengukur tingkat 

penambahan kerusakan, progress atau 

keberhasilan pelayanan infrastruktur bagi 

masyarakat. 

Monitoring dan pengawasan kondisi jalan 

telah dilakukan secara berkala sebagai bahan 

acuan untuk perencanaan penanganan jalan 

baik pemeliharaan rutin, pemeliharaan 

berkala serta rekonstruksi jalan dan sebagai 

rekapitulasi diakhir tahun akan memperoleh 

data kondisi jalan baik dan sedang (kondisi 

mantap), Rusak Ringan dan Rusak Berat 

(kondisi tidak mantap). Sebagai bentuk 

pelayanan terhadap masyarakat DPUPR 

telah membuka layanan pengaduan 

kerusakan jalan kabupaten melalui nomor 

WA "Lapor Pak Dhe" yang diharapkan dapat 

membangun komunikasi dan informasi 

tentang layanan infrastruktur jalan di 

Kabupaten Magelang. 

Data kondisi jalan baik dan 

sedang (Mantap) 
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15. Dinas Perumahan 

Rakyat dan Kawasan 

Permukiman 

Anggaran Belanja DPRKP pada Tahun Anggaran 

2022 sebesar Rp14.392.994.78,00; dengan 

realisasi anggaran sebesar Rp13.163.940.862,00 

atau sebesar 91,46% yang meliputi 5 program, 

13 kegiatan dan 22 sub kegiatan, dengan SILPA 

sebesar Rp1.229.055.919,00 yang berasal dari 

sisa pengadaan tanah dan bantuan sosial RTLH 

yang tidak dapat direalisasikan. Sebagai tolok 

ukur keberhasilan capaian kinerja urusan 

perumahan meliputi rumah tangga bersanitasi, 

lingkungan pemukiman kumuh dan rumah 

layak huni. Atas realisasi pelaksanaan program 

dan kegiatan Tahun 2022 pada DPRKP, Komisi 

III memberikan catatan sebagai berikut: 

  

  Terkait dengan pelaksanaan RTLH, di Tahun 

2022 yang ditarget 787 unit dengan realisasi 

714 unit, dengan rincian:  

a. Pada anggaran penetapan sebanyak 285 

unit terealisasi 272 unit tidak terealisasi 

sebanyak 13 unit,  

b. Pada anggaran perubahan sebanyak 500 

unit terealisasi 442 unit tidak terealisasi 

sebanyak 58 unit,  

c. 71 unit RTLH tidak dapat direalisasikan 

karena sesuai data yang ada sudah 

mendapatkan bantuan dari pemerintah 

pusat dan provinsi.  

Komisi III menekankan perlu ada perencanaan 

yang cermat dan matang serta berkoordinasi 

dengan Bappeda dan Litbangda dalam 

menetapkan pagu anggaran mengingat sesuai 

target RPJMD per tahunnya sebanyak 2000 unit 

RTLH harus dapat direalisasikan, tetapi setelah 

dilakukan pencermatan di tahun 2022 hanya 

ada 787 unit RTLH dengan alasan keterbatasan 

anggaran dan sudah sesuai dengan pagu yang 

telah ditetapkan, sehingga perlu ada evaluasi 

antara perencanaan, target dan kemampuan 

keuangan daerah, agar program RTLH di akhir 

masa jabatan Bupati Magelang dapat 

dituntaskan. 

Upaya Koordinasi dengan Bappeda dan 

Litbangda Kabupaten Magelang terkait 

perencanaan penanganan RTLH telah 

diupayakan dan akan semakin ditingkatkan 

dalam rangka pencapaian target penanganan 

RTLH di Kabupaten Magelang. 

Agar realiasi pelaksanaan 

penanganan RTLH di 

Kabupaten Magelang sesuai 

dengan target yang telah 

direncanakan. 
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  Komisi III menekankan agar DPRKP 

memberikan sosialisasi dan edukasi kepada 

masyarakat yang telah diverifikasi dan divalidasi 

dalam data DTKS maupun data lainnya, tentang 

perubahan jumlah nominal bantuan yang akan 

diterima sesuai dengan peraturan yang ada, 

sehingga tidak ada perbedaan jumlah nominal 

antara penerima bantuan RTLH satu dengan 

lainnya. 

Upaya penginformasian besaran bantuan 

RTLH telah diupayakan pada saat pertemuan 

dengan desa dan ke depan akan semakin 

ditingkatkan penginformasian tersebut baik 

dengan media sosialisasi maupun 

pemberitahuan melalui surat ke desa-desa 

dengan kecamatan. 

Agar terwujud pemberian 

bantuan RTLH dengan mulai 

bantuan yang sama /seragam 

di Kabupaten Magelang dan 

sesuai kemampuan keuangan 

Pemda. 

  Komisi III juga berharap agar DPRKP memiliki 

data primer terkait RTLH selain data dari DTKS 

sebagai acuan data dalam menuntaskan 

program bantuan RTLH masih munculnya 

problem integrasi data antar pemerintah pusat 

dan daerah yang seringkali tumpangtindih dan 

berulang-ulang sehingga membuat program 

menjadi tidak fokus, teratur serta 

berkesinambungan.  

Ke depan DPRKP akan mengupayakan 

update data RTLH yang ada dengan 

menyesuaikan data DTKS, dimana sesuai 

kebijakan Pemerintah, penanganan RTLH 

mengacu pada data DTKS. Dengan update 

RTLH diharapkan penanganan RTLH di 

Kabupaten Magelang sinkron dengan data 

DTKS. 

Agar tersedia basis data 

prioritas penanganan RTLH di 

Kabupaten Magelang. 

16. Satuan Polisi Pamong 

Praja dan 

Penanggulangan 

Kebakaran 

Dalam rangka penyelenggaran Ketentraman 

ketertiban umum dan perlindungan masyarakat 

di Kabupaten Magelang, Satpol PP dan PK harus 

didukung dengan SDM yang memadai. Belum 

adanya Peraturan Daerah sebagai payung 

hukum penyelenggaraan Trantibum Linmas di 

Kabupaten Magelang, menuntut Satpol PP  dan 

PK untuk terus melakukan koordinasi dengan 

pihak-pihak terkait, sehingga Raperda 

Trantibum yang sudah diusulkan bisa segera 

dibahas Eksekutif dan Legisatif. 

a. Terima kasih atas masukannya. Kami 

sudah melaksanakan pembinaan dan 

pelatihan terhadap seluruh anggota 

Satpol, Kami juga sudah mengirim 

anggota untuk Diklat Teknis dan 

Fungsional sehingga SDM Satpol 

diharapkan lebih memadai Kapasitas 

SDM nya.  

b. Kami sudah melaksanakan pembahasan 

dan penyusunan Raperda 

TibumTranlinmas yang rencananya akan 

segera kami ajukan menjadi Perda Tibum 

Tranlinmas.  

c. Ke depan akan kami tingkatkan 

koordinasi dan kerjasama dengan semua 

pihak. 

a. Anggota Satpol PP 

meningkat Kapasitas SDM 

nya,  

b. Raperda Tibum 

Tranlinmas segera 

disahkan menjadi Perda 

untuk menjadi payung 

hukum didalam Satpol PP 

dan PK bertindak dalam 

mewujudkan 

Trantibumlinmas 
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  Untuk mendukung tugas-tugas Pemadam 

Kebakaran, Unit Damkar Kabupaten Magelang 

harus didukung dengan personil yang terlatih 

dan bersertifikasi. Selain itu guna mewujudkan 

tim Damkar yang professional perlu didukung 

dengan sarana prasarana yang memadai.  

Terima kasih atas masukannya. Kami sudah 

melaksanakan Diklat FF1 (Pemadam 1) 

sebanyak 40 orang sehingga semua personil 

Damkar sebanyak 245 orang sudah 

mempunyai Sertifikat FF1 sebagai dasar 

ketrampilan anggota Damkar. Ke depan akan 

lebih kami tingkatkan koordinasi dan 

kerjasama dengan semua pihak. 

Mewujudkan Tenaga 

Pemadam Kebakaran yang 

Trampil dan Profesional 

17.  Dinas Sosial, 

Pengendalian 

Penduduk dan 

Keluarga Berencana, 

Pemberdayaan 

Perempuan dan 

Perlindungan Anak 

Dinas Sosial, PPKB & PPPA melaksanakan fungsi 

Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial dan 

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar bidang 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak dan bidang Pengendalian Penduduk dan 

Keluraga Berencana. Terkait realisasi anggaran 

di Dinas Sosial, PPKB & PPPA di tahun 2022 

sebesar 83,16%. Komisi IV DPRD Kabupaten 

Magelang memberikan rekomendasi sekaligus 

catatan sebagai berikut: 

  

  Peran Dinas Sosial PPKB PPPA dalam menekan 

angka stunting di Kabupaten Magelang tidak 

dapat berdiri sendiri, harus dilakukan secara 

holistik, integratif dan yang terpenting 

berkelanjutan. Untuk itu Komisi IV 

merekomendasikan Dinas Sosial PPKB & PPPA 

dapat berperan aktif dalam upaya-upaya 

menurunkan Prevalensi Stunting. Antara lain 

memastikan para penerima manfaat untuk 

menjalankan kewajiban-kewajiban yang 

merupakan syarat diterimanya bantuan sosial. 

Seperti pada program PKH, dalam pelaksanaan 

programnya para pendamping PKH 

memastikan bahwa syarat-syarat program yang 

terkait dengan stunting dilaksanakan oleh para 

KPM PKH antara lain pemeriksaan kandungan 

bagi ibu hamil, pemberian asupan gizi dan 

imunisasi serta timbang badan anak balita dan 

anak prasekolah.  

Dinas Sosial PPKB PPPA telah melakukan 

pembinaan terkait upaya penanganan 

stunting melalui sumber daya manusia terkait 

antara lain melalui pendamping PKH. 

Peningkatan pemahaman atas 

upaya penurunan stunting di 

Kabupaten Magelang 
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  Masih adanya Relawan-Relawan di bawah 

naungan Dinas Sosial, PPKB PPPA yang masuk 

kategori kurang mampu dan belum memiliki 

JKN, untuk itu Komisi IV merekomendasikan 

Dinas Sosial, PPKB PPPA untuk segera 

diprogramkan agar mereka untuk diusulkan 

menjadi peserta KIS PBI yang di tanggung 

APBN/ APBD. Komisi IV mendorong Dinas 

Sosial PPKB PPPA untuk selalu melakukan 

validasi dan pemutakhiran data kepesertaan 

penerima iuran dan penerima bantuan iuran 

jaminan kesehatan bagi peserta penerima 

manfaat JKN KIS yang dibiayai dari 

APBN/APBD untuk terus dilanjutkan dan 

disempurnakan. Agar mereka dalam kategori 

telah mampu untuk bisa ikut JKN mandiri dan 

peserta yang telah meninggal dunia serta yang 

mutasi keluar daerah tidak dibayarkan lagi 

iurannya, sehingga bisa digantikan oleh 

masyarakat miskin Kab Magelang yang belum 

memilik JKN KIS sehingga anggaran bantuan 

tepat sasaran. 

Dinas Sosial PPKB PPPA telah melakukan 

pendataan relawan yang bertugas membantu 

pelaksanaan tugas pada Dinsos PPKB PPPA, 

yaitu berjumlah 4.664 orang. Selanjutnya 

perlu dilakukan verifikasi dan validasi atas 

data tersebut. Terkait dengan pemutakhiran 

data penerima JKN APBD, Dinas Sosial PPKB 

PPPA telah berkoordinasi dan bekerjasama 

dengan Dinas Kesehatan dan Disdukcapil 

untuk menyusun alur dan proses sinkronisasi 

data, sehingga alokasi JKN APBD dapat tepat 

sasaran 

Pemutakhiran data penerima 

JKN APBD sehingga efektif 

dan tepat sasaran 

  Terkait adanya bantuan-bantuan sosial yang 

tidak tepat sasaran penerimanya di masyarakat, 

Komisi IV merekomendasikan agar Dinas Sosial, 

PPKB PPPA berkoordinasi secara langsung 

kepada Pemerintah Pusat untuk penentuan 

pada data penerima bantuan tersebut. Saat ini 

masih banyak masyarakat miskin yang tidak 

terdata untuk menerima bantuan Sosial 

sedangkan masyarakat yang dianggap sudah 

mampu masih menerima bantuan tersebut.  

Dinas Sosial PPKB PPPA telah berkoordinasi 

dengan Pemerintah Pusat terkait dengan 

pemanfaatan data dan selanjutnya akan 

berkoordinasi kembali terkait dengan 

ketepatan data. Dinas Sosial PPKB PPPA juga 

telah melakukan rapat koordinasi dan 

sosialisasi terkait pelaksanaan bantuan-

bantuan sosial dengan unsur terkait, dengan 

materi meliputi pelaksanaan teknis kegiatan, 

dan mekanisme perubahan data. 

Bantuan sosial dapat tepat 

sasaran pada kelompok 

masyarakat yang kurang 

mampu 
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Untuk itu Komisi IV mendorong Dinas Sosial, 

PPKB PPPA untuk berkoordinasi dengan Kepala 

Desa /Lurah untuk mengusulkan warganya yang 

terverifikasi kurang mampu melalui 

Musyawarah Desa/Kelurahan untuk diusulkan 

ke DTKS dan melakukan seleksi bagi penerima 

bantuan yang tingkat perekonomian yang sudah 

membaik atau inisiatif untuk mengundurkan diri 

dari program bantuan untuk digantikan 

masyarakat miskin yang belum menerima 

bantuan. 

18. Dinas Perindustrian 

dan Tenaga Kerja 

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 

melaksanakan Urusan Wajib Bukan Pelayanan 

Dasar Berkaitan dengan ketenagakerjaan, Untuk 

penyelenggaraan urusan ketenagakerjaan. 

Komisi IV DPRD Kabupaten Magelang 

memberikan rekomendasi sekaligus catatan 

sebagai berikut: 

  

  Masih sering terjadi hubungan yang tidak 

harmonis antara buruh dan manajemen di 

perusahaan yang berakibat negatif pada buruh, 

untuk itu Komisi IV merekomendasikan 

Advokasi edukasi kepada Naker dan Canaker 

perlu ditingkatkan. 

a. Peningkatan kerjasama tripatrit 

(Perusahaan/manajemen, buruh dan 

pemerintah) melalui Peringatan May 

Day (outbond).  

b. Peningkatan fasilitasi pengesahan 

Peraturan Perusahaan 

c. Peningkatan Jumlah Personil Mediator 

Hubungan Industrial dari 1 (satu) orang 

menjadi 3 (tiga) orang. 

d. Pembukaan Posko Aduan THR. 

e. Kerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah 

terkait Pengawasan Perusahaan yang 

menjadi wewenangnya. 

a. Mencairkan dialog antara 

perusahaan dan buruh 

guna meingkatkan 

hubungan yang semakin 

erat, saling menghargai 

pada gilirannya 

meningkatkan 

produktivitas 

b. Peraturan Perusahaan 

sebagai dasar bersama 

pelaksanaan hubungan 

industrial yang sudah jelas 

hak dan kewajiban atara 

manajemen /perusahaan 

dengan buruh. 

c. Meningkatkan pelayanan 

advokasi kepada buruh 

dan perusahaan terkait 

dengan syarat kerja dan 

hubungan industrial secara 

keseluruhan. 
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d. Memberikan advokasi 

kepada buruh guna 

mendapatkan hak THR 

sesuai dengan peraturan 

Menteri Tenaga Kerja 

Republik Indonesia. 

e. Disperinnaker Kabupaten 

Magelang setelah 

memberikan advokasi dan 

pembinaan kepada 

manajemen / perusahaan, 

apabila ada kasus 

hubungan industrial yang 

mengharuskan 

pengawasan perusahaan 

pasca pembinaan, maka 

Disperinaker melaporkan 

kepada Satuan Pengawas 

Ketenagakerjaan Dinas 

Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Provinsi 

Jawa Tengah. 

  Seiring dengan semakin bertambahnya jumlah 

Canaker di Kabupaten Magelang berpengaruh 

tambahnya jumlah pengangguran padahal tugas 

Pemerintah Kabupaten adalah menyiapkan 

peluang-peluang lapangan kerja dan 

menyiapkan Canaker-canaker profesional. 

Rekomendasi Komisi IV bahwa Pemerintah 

Kabupaten untuk mencari terobosan-terobosan 

efektif untuk menyiapkan lapangan kerja baru 

dan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja lebih 

agresif dan profesional menyiapkan kegiatan-

kegiatan penyimpan Canaker profesional dan 

menyiapkan kegiatan job fair yang bagus dan 

akuntabel. 

Rekomendasi diterima, tahun 2023 

diselenggarakan job fair daerah di bulan Juni 

yang lebih baik 

Penyerapan tenaga kerja 

dalam rangka pengurangan 

pengangguran 
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  Dengan potensi Sumber Daya Alam dan Sumber 

Daya Manusia rakyat Kabupaten Magelang 

yang cukup potensial dalam konteks 

perindustrian, namun dua potensi tersebut 

belum digarap dengan maksimal sehingga 

berpengaruh kepada capaian kesejahteraan 

yang kurang maksimal. Komisi IV 

merekomendasikan perlu inventarisasi potensi 

SDA dan SDM perindustrian dan disusun konsep 

kegiatan yang matang dalam konteks industri 

sehingga potensi yang kita miliki mampu untuk 

mengatasi persoalan yang dihadapi.  

Pembinaan IKM klaster di Kabupaten 

Magelang secara bertahap 

Meningkatkan kesejahteraan 

IKM di Kabupaten Magelang 

19. Dinas Lingkungan 

Hidup 

Target pendapatan di Tahun 2022 pada Dinas 

LH sebesar Rp1.150.000.000,00 terealisasi 

Rp1.311.894.528; atau naik sebesar 114,07%, 

dan anggaran belanja sebesar 

Rp51.644.865.701,00 terserap sebesar 

Rp47.870.210.355,00 atau 92.69% dengan 

silpa sebesar Rp3.774.655.346,00. Atas realisasi 

pelaksanaan program kegiatan Dinas 

Lingkungan Hidup, Komisi III memberikan 

catatan sebagai berikut: 

  

  Penanganan pengelolaan sampah di TPA 

Pasuruhan yang dimiliki Pemerintah Daerah saat 

ini masih menimbulkan permasalahan yang 

belum bisa terselesaikan dalam pengelolaannya, 

Komisi III menekankan kepada Dinas LH agar 

memiliki konsep yang jelas terkait penanganan 

dan pengelolaan sampah di Kabupaten 

Magelang, tidak hanya fokus pada daya dukung 

peralatan yang ada dan dibutuhkan, tetapi juga 

mengotimalkan dan memberdayakan SDM di 

Dinas LH, serta untuk lebih intens memberikan 

edukasi, advokasi, dan sosialisasi kepada 

masyarakat tentang pengelolaan sampah rumah 

tangga. sehingga dapat merubah pola dan 

budaya masyarakat dalam mengelola sampah.  

a. Konsep pengelolaan sampah di 

Kabupaten Magelang sesuai dengan 

Peraturan Bupati Magelang Nomor 39 

Tahun 2018 tentang Kebijakan dan 

Strategi Daerah dalam Pengelolaan 

Sampah. Pengelolaan sampah di 

Kabupaten Magelang terdiri atas 

Penanganan dan Pengurangan Sampah.  

b. Upaya pengurangan sampah dengan 

melibatkan Bank Sampah, TPS3R, dan 

Bank Sampah Induk melalui sosialisasi 

kepada masyarakat dan edukasi kepada 

lembaga pendidikan terkait pengelolaan 

sampah.  

 

Mengelola sampah dari hulu 

(sumber sampah) sampai 

dengan hilir (TPSS, TPST, 

PDU) 
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c. Upaya penanganan sampah dengan 

pelayanan penngelolaan residu sampah 

hasil pemilahan sampah di TPSS, TPST, 

TPS3R milik Pemerintah dan PDU.  

Tahun ini juga sedang disusun Peraturan 

Bupati tentang Perencanaan Teknis 

Manajemen Persampahan. 

  Perencanaan yang kurang matang dan cemat 

dalam pengadaan mesin pemilah sampah dan 

mesin pembakar sampah di TPA Pasuruhan 

sehingga menghambat proses pengelolaan 

sampah yang sudah direncanakan, yang semula 

akan dioperasikan pada awal tahun 2023 tetapi 

baru dioperasikan di pertengahan maret 2023, 

hal ini disebabkan karena tidak direncanakan 

penambahan sumber daya listrik serta hanggar 

yang terlalu kecil untuk untuk menempatkan 2 

mesin pemilah dan pembakar sampah. 

Mesin pemilah dan pemusnah sampah di 

TPST sudah dioperasionalkan dan dalam 

tahap optimalisasi. Penambahan sumber 

daya air dan listrik dilakukan dengan 

mekanisme pergeseran dengan Peraturan 

Kepala Daerah. 

Penanganan sampah di TPA 

Pasuruan lebih efektif 

  TPS 3R di setiap Kecamatan agar dapat 

dioptimalkan keterlibatannya dalam 

pengelolaan sampah serta diberikan pembinaan 

dan fasilitasi sarana dan prasarana tentang 

penerapan reduce (pengurangan), reuse (guna 

ulang), dan recycle (mengolah menjadi produk 

lain) serta mendorong terbentuknya forum TPS 

3R yang efektif. 

Saat ini sudah ada forum TPS3R di Kabupaten 

Magelang. Telah dilaksanakan pembinaan, 

dan pelatihan magang pengelola TPS3R. 

Telah dilaksanakan pembinaan kepada 

TPS3R agar menjadi BUMDES sehingga lebih 

profesional. Dengan menjadi BUMDES, 

dapat dilaksanakan fasilitasi sarana prasarana 

melalui mekanisme BKK. 

Meningkatkan pengelolaan 

sampah di TPS3R 

20. Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil 

Untuk menuju terwujudnya masyarakat 

Kabupaten Magelang yang tertib administrasi 

kependudukan, Disdukcapil dituntut untuk terus 

memberikan sosialisasi dan pembinaan di 

masyarakat. Untuk mencapai keberhasilan hal 

tersebut harus didukung sarana prasarana dan 

personil yang memadai. Pelayanan adminduk 

harapannya bisa dilaksanakan di semua 

kecamatan, sehingga masyarakat lebih mudah 

dan dekat dalam mendapatkan pelayanan 

Sebagaimana amanat Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2006 bahwa pernyataan 

tentang Administrasi Kependudukan hanya 

dapat terlaksana apabila didukung oleh 

pelayanan yang profesional dan peningkatan 

kesadaran masyarakat. Peningkatan 

kesadaran masyarakat ditumbuhkan dengan 

sosialisasi yang terus menerus. Tahun 2017 

s/d 2021 sosialisasi dilaksanakan dan menjadi 

bagian dari kegiatan yag didanai dari 

anggaran DAK Non Fisik. Pelaksanaan 

Sosialisasi dengan:  

Memberikan pemahaman dan 

informasi tentang:  

a. Standar Pelayanan (sesuai 

dengan perkembangan 

regulasi)  

b. Mekanisme layanan 

dengan informsi tempat 

layanan, jenis layanan, 

pada masing-masing 

tempat layanan, cara 

layanan (online maupun 

tatap muka/langsung) 
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a. Leaflet/pamflet  

b. Media radio (spot iklan dan talk show)  

c. Secara tatap muka dengan Kepala Desa 

dan perangkat Desa, Camat, Instansi 

lintas sektor.  

Pada Tahun 2022 s/d 2023 sosialisasi 

dilaksanakan secara berkala yang melibatkan: 

unsur Desa, Kantor Urusan Agama, 

Perbankan, Sekolah (SMA/SMK), Babinsa/ 

Babin Kamtibmas, Puskesmas dan 

Masyarakat secara langsung Konsep 

pelayanan yang akan dikembangkan guna 

memberikan kemudahan kepada masyarakat 

dan pencapaian target nasional yang 

ditetapkan setiap tahun perlu adanya 

distribusi pelayanan. Distribusi pelayanan 

diwujudkan dengan pembentukan lebih 

banyak "Front Office" (FO) dan salah satunya 

adalah layanan di Kecamatan.  

Pelayanan di Kecamatan dengan sebagian 

jenis layanan pokok bagi masyarakat 

memerlukan adanya:  

a. Personil yang dibutuhkan sama dengan 

Kecamatan yang akan dibuka layanan 

adminduk, mengingat regulasi tentang 

kewenangan dan 

keamanan/perlindungan data dengan 

hak akses yang terbatas/tertentu  

b. Sarana yang berupa perangkat 

pendukung baik perangkat lunak berupa 

jaringan, program dan aplikasi maupun 

perangkat keras berupa komputer, alat 

perekaman (iris mata, signature pad, 

finger, scanner, kamera) dengan 

kebutuhan/anggaran 1 tempat layanan 

(Kecamatan) kurang lebih 

Rp63.000.000,00. 

c. Kesadaran untuk memiliki 

dokumen kependudukan 

sesuai dengan ketentuan 

d. Kesadaran untuk selalu 

memutakhirkan data 

penduduk  

e. Penyelesaian masalah 

kependudukan yang 

dihadapi penduduk 
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  Gedung Disdukcapil Kabupaten Magelang yang 

merupakan bangunan cagar budaya saat ini 

dipandang sudah tidak representatif lagi agar 

bisa diusulkan rehab dengan tidak merubah 

bentuk bangunan. Hal itu penting dalam rangka 

mendukung kinerja Disdukcapil khususnya 

dalam memberikan pelayanan kepada 

masyarakat.  

Secara bertahap dan sangat terbatas gedung 

Disdukcapil dilakukan pembenahan agar 

memberikan kenyamanan, baik bagi 

Karyawan/Pegawai/Petugas dalam 

memberikan pelayanan maupun bagi 

penduduk yang akan melakukan pelayanan. 

Perlu dukungan anggaran khususnya untuk 

rehab gedung yang selama ini hanya dari 

anggaran pemeliharaan gedung dengan 

jumlah yang sangat tidak memadai 

Kenyamanan dalam proses 

pelayanan kepada penduduk 

dalam proses penerbitan 

dokumen kependudukan 

21. Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa 

Dalam rangka upaya perlindungan dan 

pemanfaatan aset desa, kegiatan sosialisasi atau 

bintek Pengelolaan Aset Desa bagi perangkat 

desa dirasa sangat penting. Selain itu terkait 

dengan keberadaan aset pasca kegiatan PNPM 

Mandiri yang sebagian pelaporan dan 

pengelolaannya kurang jelas ke depan untuk 

bisa diatasi dengan menyesuaikan regulasi yang 

ada.  

a. Telah melaksanakan Bimtek Inventarisasi 

dan Kodefikasi Aset Desa pada tanggal 8 

s.d. 15 Mei 2023 (selama 6 hari) kepada 

367 perangkat desa yang membidangi 

pengelolaan aset desa.  

b. Terkait aset pasca PNPM yang ada di 

desa akan dikelola Pemerintah Desa 

sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 

73 Tahun 2022 tentang Pedoman 

Pengelolaan Aset Desa, dan 

pengelolaannya melalui Badan 

Kerjasama Antar Desa (BKAD).  

a. Semua desa diharapkan 

telah memiliki database 

aset desa dan di tahun 

2024 semua desa sudah 

siap melakukan 

inventarisasi aset desa 

menggunakan aplikasi 

SIPADES. 

b. Berkoordinasi dengan 

Pemerintah Pusat terkait 

dengan regulasi dan 

kebijakan terkait dengan 

aset pasca PNPM. 

c. Terwujudnya kepastian 

pengelolaan aset desa 

pasca PNPM. 

  Masih adanya keterlambatan pembayaran 

penghasilan tetap (Siltap) bagi perangkat desa 

pada awal tahun 2022 diharapkan kedepan 

tidak terulang kembali. Keterlambatan 

penetapan APBDes menjadi penyebab 

terlambatnya pembayaran siltap bagi perangkat 

desa, sehingga diharapkan Dispermades dapat 

mengantisipasi permasalahan tersebut.  

a. Berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat 

agar dalam penyampaian pedoman dan 

data bisa disampaikan ke Daerah di 

waktu yang lebih awal.  

b. Menyiapkan draf Perbup Penyusunan 

APBDesa lebih awal. 

Permasalahan terkait 

keterlambatan Siltap dapat 

diantisipasi. 
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  Hibah untuk Kelembagaan Desa yang 

dianggarkan Rp878.500.000,00 untuk meng-

cover 133 kelembagaaan desa, serta Fasilitasi 

Tim Penggerak PKK sebesar Rp559.975.000,00 

diharapkan bisa lebih tepat sasaran. 

a. Melakukan verval sesuai dengan tugas 

fungsi Dispermades dengan sasaran hibah 

uang untuk Lembaga Kemasyarakatan 

Desa (LKD)  

b. Terkait dengan PKK, kegiatan pada 

tahun 2023 mendasarkan pada program 

10 pokok PKK antara lain mendukung 

pencegahan dan penurunan stunting, 

pembinaan PKK, Posyandu, UP2K, dll. 

c. Kegiatan Sosialisasi yang awalnya 

diadakan di Kantor PKK, agar lebih tepat 

sasaran diadakan di Kecamatan atau 

Desa sehingga bisa bertemu langsung dan 

membina kader-kader PKK. Diadakan 

Lomba administrasi 10 Program Pokok 

PKK di 10 kecamatan tahun 2023 dan 

Sosialisasi Tumbuh Kembang Balita 

Stunting yang diselenggarakan di Desa 

dengan angka Stunting tinggi dengan 

praktek pengolahan menu bagi balita 

stunting 

a. Sasaran hibah diharapkan 

tepat sasaran dengan 

keberadaan LKD  

b. Kegiatan- kegiatan PKK 

mendukung program 

prioritas pemerintah 

antara lain penurunan 

kemiskinan, stunting, ATS 

dan kesehatan ibu dan 

anak. 

c. Di bulan Februari tahun 

2023 dengan 

diadakannya lomba 

administrasi 10 Program 

Pokok PKK, TP PKK Kab. 

Magelang membina 

langsung kader-kader desa 

baik untuk administrasi 

dan pelaksanaan 10 

program pokok PKK 

sehingga lebih tepat 

sasaran 

22. Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2022 target pendapatan Dinas 

Perhubungan pada Pagu Perubahan sebesar 

Rp2.932.804.000,00 dengan realisai 

Rp2.939.116.900,00 atau 100,22%. Alokasi 

belanja sebesar Rp35.237.347.946,00 

terealisasi Rp34.829.357.921,00 atau sebesar 

98,84%, SILPA Rp407.990.025,00 terdiri atas 

silpa gaji Rp138.124.945,00 sisa belanja tagihan 

listri Rp106.023.046,00 dan sisa belanja 

operasional laninya Rp163.842.034,00 dengan 

target dan realisasi fisik 100%. Capaian sasaran 

kinerja utama meningkatnya cakupan 

penyelenggaraan layanan perhubungan dengan 

target 59,35% realiasi 61,38%. Atas realisasi 

pelaksanaan program kegiatan Dinas 

Perhubungan, Komisi III memberikan catatan 

sebagai berikut: 

  



H A S I L  P E N Y E L E N G G A R A A N  U R U S A N  P E M E R I N T A H A N  Y A N G  M E N J A D I  K E W E N A N G A N  D A E R A H  
|III- 56 

 

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI MAGELANG TAHUN 2023 | 

 

No. 
OPD Rekomendasi DPRD N-1 Tindak Lanjut 

Tujuan/Masalah Yang 

Diselesaikan 

1 2 3 4 5 

  Mendorong Dinas Perhubungan untuk 

mengoptimalkan pendapatan retribusi 

pelayanan parkir di tepi jalan umum mengingat 

di tahun 2024, ada beberapa retribusi yang 

dihapus sesuai amanat undang-undang. 

Pemerintah Kabupaten Magelang melalui 

Dinas Perhubungan melakukan langkah-

langkah strategis dalam peningkatan 

pendapatan retribusi Parkir yaitu Intensifikasi 

Potensi dan Ekstensifikasi Potensi. 

Mengoptimalkan kegiatan 

Pengawasan dan supervisi ke 

lapangan. 

  Terkait LPJU Dinas Perhubungan untuk dapat 

mempertegas antara pembagian kewenangan 

desa dan kewenangan daerah. Sehingga 

anggaran penerangan jalan umum yang tersedia 

sesuai dengan alokasinya. 

Pemerintah Kabupaten Magelang melalui 

Dinas Perhubungan bersama dinas terkait 

saat ini dalam proses penyusunan Peraturan 

Bupati sebagai pedoman pelaksanaan. 

Pembagian kewenangan yang 

jelas dalam pengelolaan 

Penerangan Jalan Umum. 

  Dinas Perhubungan agar lebih intens dalam 

meningkatkan pengawasan terkait kelayakan 

kendaraan yang beroperasi di Kabupaten 

Magelang. 

Pemerintah Kabupaten Magelang melalui 

Dinas Perhubungan melaksanakan 

pembinaan dan pengawasan Lalu Lintas 

selalu berkoordinasi dan bekerja sama 

dengan Jajaran Kepolisian Republik 

Indonesia. 

Mengurangi resiko kecelakaan 

lalu lintas dan meminimalisir 

kerusakan sarana dan 

prasarana jalan. 

23. Dinas Komunikasi dan 

Informatika 

Pada Tahun 2022 pendapatan Diskominfo 

dengan target penetapan Rp1.400.000.000,00 

dan target perubahan Rp1.321.735.000,00 

realisasi sebesar Rp1.423.002.312,00 atau naik 

108%. Mendapatkan alokasi anggaran belanja 

untuk 5 program, 11 kegiatan dan 21 sub 

kegiatan sebesar Rp15.960.824.615,00 dengan 

realisasi sebesar Rp15.110.509.745,00 atau 

94,67% dengan SILPA sebesar 

Rp850.314.87,00; berasal dari efesiensi makan 

dan minum rapat. Komisi III memberikan 

catatan: 

  

  Diskominfo untuk selalu berkoordinasi dengan 

DPMPTSP terkait data perijinan 

pendirian/penambahan tower/menara 

telekomunikasi di wilayah Kabupaten 

Magelang, sehingga dapat dijadikan dasar 

dalam memproyeksikan besar pendapatan di 

tahun berikutnya. 

Diskominfo berkoordinasi secara berkala 

dengan DPMPTSP terkait data perijinan 

pendirian/penambahan tower/menara 

telekomunikasi di wilayah Kabupaten 

Magelang, sebagai dasar penghitungan 

proyeksi pendapatan tahun berikutnya.  

Proyeksi pendapatan sesuai 

dengan jumlah menara yang 

ada di Kabupaten Magelang  
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  Terkait dengan beberapa kegiatan yang tidak 

mencapai target Indikator Kinerja 

Pembangunan seperti pada cakupan diseminasi 

informasi melalui media pertunjukan rakyat dari 

target 100% hanya terealisasi 66,67%, serta 

cakupan konten literasi TIK yang ramah anak, 

wanita, disabilitas dan pelajar hanya tercapai 

60% dari target 83,33% Komisi III menekankan 

agar dalam perencanaan lebih cemat dan 

matang. 

Penyusunan perencanaan didasarkan pada 

data terupdate, sehingga target indikator 

kinerja pembangunan dapat dihitung secara 

akurat dan dapat dipertanggung jawabkan. 

Pencermatan kembali formula penghitungan 

indikator kinerja sesuai dengan yang 

tercantum dalam RPJMD/Renstra 

Diskominfo. 

Agar penghitungan indikator 

kinerja sesuai dengan formula 

yang ditetapkan dan 

menggambarkan capaian 

kinerja sebenarnya. 

24. Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu 

Maraknya kegiatan penambangan di wilayah 

Kabupaten Magelang akan berdampak pada 

ekosistem lingkungan hidup, salah satu syarat 

dasar untuk kegiatan berusaha adalah 

memperoleh rekomendasi Kesesuaian Kegiatan 

Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang menjadi 

kewenangan Bupati manakala kegiatan 

berlokasi di wilayah Kabupaten Magelang. Oleh 

karena itu Komisi II meminta kepada DPMPTSP 

agar bersikap tegas untuk tidak memberikan 

rekomendasi terhadap perijinan usaha 

penambangan yang tidak sesuai dengan 

pemanfatan ruang.  

Pemerintah Kabupaten Magelang dalam 

memberikan rekomendasi Izin Usaha 

Pertambangan kepada Pemerintah Provinsi 

Jawa Tengah terkait dengan Persetujuan 

Kesesuaian Kegiatan Pemanfatan Ruang 

(PKKPR) berdasarkan Peraturan Pemerintah 

Nomor 21 tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Penataan Ruang, Peraturan 

Menteri Agraria dan Tata ruang/Kepala 

Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 

Tahun 2021 tentang Pertimbangan teknis 

Pertanahan serta Peraturan Menteri Agraria 

dan tata ruang/Kepala Badan Pertanahan 

Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang 

Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan 

Pemanfaatan ruang dan Sinkronisasi Program 

Pemanfaatan ruang. 

Berdasarkan Surat Keputusan 

Bupati Magelang Nomor 

180.182/48/KEP/06/2022 

tentang Forum Penataan 

Ruang Kabupaten Magelang, 

Tugas Forum Penataan ruang 

membahas permohonan 

PKPPR sebelum penerbitan 

PKKPR, sehingga kegiatan 

penambangan yang sudah 

berizin telah dilakukan kajian 

baik mengenai regulasi 

maupun kesesuaian tata 

ruangnya. 

  Berkaitan dengan pelayanan di bidang 

perijinan, Komisi II meminta kepada DPMPTSP 

agar menyusun SOP maupun SPM, sehingga 

setiap orang yang mengajukan ijin berusaha 

memperoleh kepastian informasi terkait limitasi 

waktu. 

Dalam melaksanakan tugas pelayanan, 

DPMPTSP Kabupaten Magelang 

berpedoman pada Keputusan Bupati 

Magelang Nomor 180.182/325/KEP/16/2021 

tanggal 6 Desember 2021 tentang Standar 

Operasional dan Prosedur Pelayanan 

Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu 

Satu Pintu Kabupaten Magelang. 

Dengan terbitnya Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 

2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2022 tentang 

Cipta Kerja Menjadi Undang-

Undang, maka saat ini sedang 

dilakukan revisi terhadap 

Keputusan Bupati tersebut 

dikarenakan ada perubahan 

nomenklatur. 
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25. Dinas Perpustakaan 

dan Kearsipan 

Komisi IV memberikan apresiasi pada Dinas 

Perpustakaan dan Kearsipan atas Penghargaan 

Kearsipan Peringkat VIII Kategori A 

“Memuaskan” dari Kemenpan RB. Komisi IV 

terus mendorong Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan bisa mengubah Paradigma 

perpustakaan dari semula dianggap sebagai 

gudang buku, untuk bertransformasi menjadi 

perpustakaan yang dapat memberdayakan 

masyarakat dengan pendekatan teknologi 

informasi. Sehingga berperan signifikan dalam 

meningkatkan kemampuan masyarakat, 

sehingga dapat mengubah kualitas hidupnya 

menjadi lebih baik menuju kesejahteraan. 

Komisi IV merekomendasikan Program dan 

kegiatan yang melibatkan Masyarakat untuk 

terus ditingkatkan, seperti secara aktif 

menyelenggarakan kegiatan pelatihan untuk 

meningkatkan keterampilan masyarakat di 

berbagai bidang dan melakukan beragam 

kegiatan promosi agar semakin banyak orang 

yang merasakan manfaat dari hadirnya 

perpustakaan. 

a. Terima kasih atas apresiasinya, Dispuspa 

konsisten melaksanakan Implementasi 

Program TPBIS dan pelibatan masyarakat 

dengan pelatihan lifeskill 

b. Untuk perluasan penerima manfaat 

program TPBIS Dispuspa melaksanakan 

replikasi Mandiri bersinergi dengan 

BUMN, BUMD, dan sektor Swasta 

melalui program CSR 

c. Kegiatan promosi kunjungan dibarengi 

dengan Bazar buku dan lomba Bidang 

Perpustakaan 

Terwujudnya peningkatan 

kualitas SDM dan 

kesejahteraan masyarakat 

melalui Perpustakaan. 

26. Dinas Peternakan dan 

Perikanan 

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, 

Hasil penjualan pembibitan benih ikan 

merupakan salah satu penyumbang pendapatan 

asli daerah, beberapa hal yang dapat dilakukan 

Dispeterikan untuk meningkatkan pendapatan 

yaitu dengan menambah jenis indukan ikan 

yang berkualitas serta mempunyai nilai jual 

ekonomi yang tinggi seperti gurami dan Nila, di 

samping itu tentunya perlu ada perbaikan 

sarana pendukung seperti pemeliharaan 

bangunan kolam. 

a. Dalam rangka mengoptimalkan retribusi 

wahana edukasi Taman Ikan Bojong, 

Dinas Peternakan dan Perikanan sudah 

memasukkan perbaikan sarana dan 

prasarana ke dalam usulan penganggaran 

tahun 2024, untuk selanjutnya 

dipertimbangkan dengan ketersediaan 

APBD Kabupaten Magelang Tahun 2024 

b. Dalam rangka mengedukasi anak-anak 

TK maupun SD terhadap perikanan 

melalui Taman Ikan Bojong, Dinas 

Peternakan dan Perikanan sudah 

melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah 

maupun melalui pamflet yang 

disebarkan ke masyarakat. Sosialisasi dan 

penyebaran pamlet akan terus 

ditingkatkan jangkauannya. 

a. Terealisasinya perbaikan 

sarana dan prasarana 

Taman Ikan Bojong oleh 

Dinas Peternakan dan 

Perikanan guna 

mengoptimalkan retribusi 

wahana edukasi Taman 

Ikan Bojong 

b. Pemerataan akses 

informasi kepada sekolah-

sekolah TK dan SD terkait 

keberadaan Taman Ikan 

Bojong guna edukasi 

tentang perikanan kepada 

siswa TK dan SD. 
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  Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, 

Hasil penjualan pembibitan benih ikan 

merupakan salah satu penyumbang pendapatan 

asli daerah, beberapa hal yang dapat dilakukan 

Dispeterikan untuk meningkatkan pendapatan 

yaitu dengan menambah jenis indukan ikan 

yang berkualitas serta mempunyai nilai jual 

ekonomi yang tinggi seperti gurami dan Nila, di 

samping itu tentunya perlu ada perbaikan 

sarana pendukung seperti pemeliharaan 

bangunan kolam. 

a. Dalam rangka mengoptimalkan 

pendapatan asli daerah pada UPTD 

Pembenihan Ikan Air Tawar, selama ini 

sudah dilakukan produksi pembenihan 

ikan nila dan sudah diremajakan sesuai 

dengan masa produksinya. Terkait 

pembenihan gurami di UPTD 

Pembenihan Ikan Air Tawar, iklim di 

UPT Pembenihan Ikan Air Tawar kurang 

optimal untuk pembenihan gurami. 

b. Dalam rangka mengoptimalkan 

pendapatan asli daerah pada UPTD 

Pembenihan Ikan Air Tawar, Dinas 

Peternakan dan Perikanan sudah 

melakukan pengajuan anggaran untuk 

perbaikan prasarana pendukung seperti 

pemeliharaan bangunan kolam pada 

UPTD Pembenihan Ikan Air Tawar. 

a. Meningkatnya sarana 

yang berupa induk ikan 

berkualitas pada UPTD 

Pembenihan Ikan Air 

Tawar guna 

meningkatkan produksi 

benih ikan sehingga 

realisasi capaian 

pendapatan asli daerah 

pada UPTD Pembenihan 

Ikan Air Tawar bisa 

optimal. 

b. Terealisasinya perbaikan 

prasarana pendukung 

seperti pemeliharaan 

bangunan kolam pada 

UPTD Pembenihan Ikan 

Air Tawar guna 

mengoptimalkan 

pendapatan asli daerah.  

  Pasar Hewan merupakan tempat untuk 

bertransaksi jual beli hewan dimana peternak 

dapat menjual ternaknya dengan harapan 

memperoleh keuntungan, salah satu peran dari 

pemerintah daerah adalah menciptakan 

lingkungan pasar hewan yang nyaman kepada 

para pelaku pasar maupun hewan ternaknya, 

dari fasilitas yang disediakan tersebut tentunya 

pemerintah daerah memperoleh pendapatan 

dari retribusi pelayanan pasar. Berdasarkan hasil 

kunjungan lapangan ke Pasar Hewan Muntilan, 

Komisi II berkesimpulan bahwa perlu ada 

perbaikan yang serius terkait sarana dan 

prasarana pendukung seperti jalur lalu lintas 

ternak yang terkesan semrawut, parkir 

pengunjung pasar yang belum tertata dengan 

baik serta saluran pembuangan air yang tidak 

berfungsi. Oleh karena itu dalam upaya 

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, 

Komisi II mendorong agar Dinas Peterikan agar 

segera mengusulkan anggaran ke TAPD untuk 

pembangunan pasar hewan muntilan dengan 

anggaran kurang lebih 9 milyar berdasarkan 

masterplane yang sudah ada saat ini. 

Dalam rangka meningkatkan pelayanan 

kepada masyarakat di Pasar Hewan 

Muntilan, Dinas Peternakan dan Perikanan 

sudah melakukan pengajuan anggaran untuk 

perbaikan sarana dan prasarana pendukung 

Pasar Hewan Muntilan seperti jalur lalu lintas 

ternak, parkir pengunjung pasar, serta 

saluran pembuangan air. 

Terealisasinya perbaikan 

sarana dan prasarana 

pendukung Pasar Hewan 

Muntilan seperti jalur lalu 

lintas ternak, parkir 

pengunjung pasar serta saluran 

pembuangan air oleh Dinas 

Peternakan dan Perikanan 

guna meningkatkan pelayanan 

kepada masyarakat. 
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  Munculnya para peternak Milenial hendaknya 

ditangkap serius oleh Dispeterikan, Komisi II 

mendorong agar Dispeterikan dapat 

memberikan kemudahan dalam membentuk 

kelompok usaha bersama serta memberikan 

pendampingan berupa pelatihan kepada 

kelompok peternak milenial tersebut 

Dalam rangka merespon munculnya para 

peternak millenial di Kabupaten Magelang, 

Dinas Peternakan dan Perikanan telah 

melakukan pendampingan kelompok 

peternak milenial dalam pentuk pelatihan 

atau pertemuan dengan peternak milenial. 

Pendampingan kelompok peternak millenial 

di Kabupaten Magelang oleh Dinas 

Peternakan dan Perikanan akan lebih 

diintensifkan lagi ke depan sehingga 

kemudahan dalam membentuk usaha 

bersama bisa terfasilitasi. 

Terdampinginya dan 

terbinanya para peternak 

millenial di Kabupaten 

Magelang sehingga 

terfasilitasinya kemudahan 

bagi para peternak milenial 

tersebut dalam membentuk 

kelompok usaha bersama. 

27. Dinas Pariwisata, 

Kepemudaan dan 

Olah Raga 

Berdasarkan data laporan LKPJ Tahun 2022 

beberapa kegiatan capaian kinerjanya tidak 

maksimal salah satunya adalah kegiatan 

pengembangan atlit berprestasi dengan 

anggaran kurang lebih sebesar 2 milyar, dari 

target kinerja 450 orang atlet yang dikirim 

namun hanya teralisasi 275 orang atau sebesar 

61%. Tidak tercapainya target kinerja tersebut 

dikarenakan belum ada sinkronisasi antara 

program di tingkat propinsi dan daerah 

sehingga evaluasi tidak maksimal, pada 

beberapa kegiatan kejurda tidak semua cabang 

dapat mengikuti karena kategori yang 

ditetapkan tidak berdasarkan pendidikan 

namun berdasarkan umur, sehingga banyak atlit 

yang tidak lolos Popda secara otomatis tidak 

bisa mengirimkan ke kejurda tingkat propinsi. 

Kami sampaikan terima kasih atas perhatian 

yang diberikan DPRD Kabupaten Magelang 

dan telah memberikan tanggapan terhadap 

LKPJ Bupati Magelang Tahun 2022 sub 

kegiatan Olahraga Prestasi. Berkaitan dengan 

menurunnya jumlah atlet yang dikirimkan 

dari jumlah target 450 orang menjadi 275 

orang karena sebelum tahun 2022, 

penyelenggaraan popda tk kabupaten-tk eks 

karesidenan kedu-tk provinsi dilaksanakan 

dengan berjenjang SD-SMP-SMA. Akan tetapi 

pada tahun 2022 dilaksanakan tanpa jenjang 

dan hanya 1 kelompok umur. Beberapa 

kejurda-kejurprov-open toirnamen-dan pra 

POPNAS belum terlaksana karena Pasca 

Pandemi Covid-19 sehingga yg biasanya di 

selenggarakan tiap tahun akan tetapi di tahun 

2022 tidak diselenggarakan. 

Mengikuti kegiatan 

perlombaan sesuai dengan 

jadwal yang ditentukan oleh 

Disporapar Provinsi Jawa 

Tengah 
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  Berdasarkan hasil kunjungan lapangan Komisi II 

atas pelaksanaan penataan dan pengembangan 

Destinasi Wisata Ketep Pass Tahun 2022 dengan 

alokasi anggaran sebesar 3,5 Milyard yang 

bersumber dari anggaran DAK, beberapa hal 

menjadi catatan antara lain pembangunan kios 

pada pintu masuk yang justru terkesan 

menghilangkan symbol dari ketep pass. Oleh 

karena itu Komisi II meminta agar kedepan 

Dinas Pariwisata agar lebih cermat dan teliti 

dalam menyusun perencanaan pembangunan, 

jangan sampai hanya karena factor ekonomi 

justru menghilangkan nilai historisnya. 

Terima kasih atas saran dan masukannya, 

untuk ke depannya akan lebih kami 

perhatikan lagi 

 

  Seiring dengan adanya revisi Peraturan Presiden 

Nomor 58 Tahun 2019 tentang Kawasan Wisata 

Borobudur, Komisi II meminta agar Disparpora 

secara aktif terlibat dalam memberikan masukan 

kepada pemerintah pusat khususnya terkait 

pengelolaan Kawasan yang berada di Zona 3. 

Terima kasih atas saran dan masukkannya, 

akan kami tindak lanjuti dengan terlibat aktif 

dan memberikan masukan 

Dalam pembahasan tata 

kelola Borobudur sudah 

diusulkan adanya bagi hasil 

terkait pengelolaan 

Borobudur dan Pemerintah 

Kabupaten Magelang 

dilibatkan dalam pengambilan 

kebijakan terkait Borobudur 

28. Dinas Pertanian dan 

Pangan 

Berdasarkan data LKPj tahun 2022 terdapat 2 

kegiatan pada Dinas Pertanian & Pangan 

dimana capaian kinerja tidak terlaksana dengan 

baik, yaitu 

a. kegiatan Upland untuk pengadaan alsintan 

dikarenakan terkendala oleh e katalog  

b. kegiatan DBHCHT untuk pembelian pupuk 

KNO3 untuk mendukung pertanian 

tembakau tidak terealisasi dikarenakan 

harga pasar sudah melebihi harga indek 

pagu anggaran, dalam hal ini Komisi II 

meminta agar Dispertan & Pangan agar 

kedepan lebih teliti dalam penyusunan 

perencanaan anggaran. 

Terima kasih atas saran dan masukkannya 

kedepan akan kita tindak lanjuti dengan 

penyusunan perencanaan secara lebih 

teliti dan matang 

Realisasi anggaran efektif dan 

efisien 
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  Akibat berkurangnya kuota pupuk bersubsidi 

disinyalir telah berdampak pada munculnya 

pupuk illegal yang beredar dimasyarakat 

dengan kualitas kandungan belum teruji, hal 

tersebut tentunya sangat merugikan para petani. 

Oleh karena itu Komisi II mendorong kepada 

Dispertan agar memberikan pendampingan 

kepada para petani dengan melakukan 

pengawasan terkait ijin edar pupuk tersebut, 

dan manakala ditemukan penyalahgunaan agar 

berkoordinasi dengan Komisi Pengawas Pupuk 

& Obat untuk segera ditangani. 

Terimakasih atas perhatian yang diberikan. 

Tindakan yang akan kami lakukan adalah 

melakukan pendampingan di tingkat petani 

tentang pemanfaatan pupuk/pestisida di 

lahan usahataninya, melakukan pengawasan 

peredaran pupuk/pestisida dan 

berkoordinasi di tingkat KP3 bila ditemukan 

penyalahgunaan ijin edar pupuk / pestisida.  

Tumbuhnya kewaspadaan di 

tingkat petani untuk tidak 

mudah tergoda dengan harga 

pupuk/pestisida yang murah 

namun belum jelas 

kemanfaatannya.  

  Dalam upaya mengurangi penggunaan pupuk 

kimia yang secara nyata telah berdampak pada 

kerusakan ekosistem tanah, Komisi II meminta 

agar Dispertan melalui para petugas penyuluh 

untuk mensosialisasikan kepada para petani 

tentang pemanfaatan teknologi ramah 

lingkungan berupa Stimulan Biosaka yang 

menurut penelitian mampu menekan 

penggunaan pupuk kimia sebesar 50%. 

Terima kasih atas saran dan masukkannya , 

Saat ini Dinas Pertanian dan Pangan telah 

melaksanakan Sosialisasi dan Pelatihan 

Penggunaan Biosaka (Elisitor) pada beberapa 

komoditas unggulan di 21 Kecamatan (Padi, 

Cabe, Kelengkeng, Alpukat, Sayuran) 

selanjutnya akan kami dorong rekan-rekan 

penyuluh di lapangan untuk melakukan 

pendampingan dan penerapannya pada 

kegiatan di lahan usaha taninya 

Dapat menekan penggunaan 

Pupuk Kimia 50%. 

Tumbuhnya kemauan petani 

guna menerapkan teknologi 

pertanian ramah lingkungan, 

pemanfaatan limbah 

pertanian dan teratasinya 

kebutuhan pupuk dengan 

kemandirian petani. 

Meningkatnya kesuburan 

lahan dan produksi usaha 

taninya 

  Dalam upaya meningkatkan nilai tambah 

komoditas pertanian sehingga mampu 

meningkatkan kesejahteraan petani, Komisi II 

mendorong agar Dinas Pertanian secara aktif 

mengawal program pertanian modern dan 

ramah lingkungan atau yang sering disebut 

dengan istilah “Upland”, upaya-upaya 

pembinaaan baik melalui tranformasi teknologi 

maupun dukungan anggaran perlu untuk terus 

ditingkatkan, disamping itu Dispertan perlu 

untuk melibatkan pemerintah desa setempat 

untuk melakukan pengawasan penggunaan 

anggaran upland tersebut khusunya untuk 

pembangunan sarana pertanian seperti 

pembangunan irigasi maupun jalan usaha tani. 

Terima kasih atas saran dan masukkannya 

segera akan kami tindaklanjuti 
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29. Dinas Perdagangan, 

Koperasi dan UKM 

Berdasarkan data LKPJ tahun 2022 kegiatan 

pemberian bantuan sosial kepada para UMKM 

yang terdampak adanya kenaikan harga BBM 

dengan alokasi anggaran sebesar 3,9 Miliar 

capaian kinerjanya masih sangat rendah, dari 

target 8.355 penerima bansos tahun 2022 

namun realisasinya hanya sebesar 4.593, 

sementara berdasarkan data BPUM jumlah 

keseluruhan penerima bantuan sosial UMKM di 

kabupaten Magelang kurang lebih sekitar 200 

ribu, tidak tercapainya target tersebut 

disebabkan oleh permasalahan alokasi waktu 

untuk melkukan verifikasi di lapangan yang 

dibatasi hanya satu minggu serta adanya double 

data dengan penerima bansos yang 

dianggarakan oleh Dinas Sosial sehingga sesuai 

ketentuan peraturan bantuan tidak bisa 

dicairkan. Oleh karena itu Komisi II meminta 

agar kedepan Disdagkop untuk menyusun 

parameter yang jelas tentang kriteria calon 

penerima bantuan bansos UMKM. 

Terima kasih atas saran dan masukannya. Ke 

depan apabila ada program sejenis akan kami 

tindak lanjuti sesuai dengan peraturan yang 

ada/peraturan yang diberlakukan pada saat 

itu. 

Agar program bantuan sosial 

ke depan dapat terealisir 

sesuai ketersediaan anggaran 

dan tersalurkan dengan tepat 

guna dan tepat sasaran. 

  Dalam rangka menindaklanjuti aduan 

masyarakat terkait permasalahan bidang 

perekonomian, Komisi II telah melakukan 

kunjungan lapangan ke Pasar Umum Muntilan. 

Berdasarkan hasil kunjungan tersebut terdapat 

beberapa hal menjadi catatan seperti kondisi 

pasar yang semakin sepi, banyak kios yang 

tutup, penataan pedagang yang tidak sesuai 

rumpun, kios yang sempit, akses dari luar 

menuju kios yang masih kurang, aspek 

kebersihan yang masih kurang serta banyak 

pedagang yang berjualan justru di area 

basement yang berfungsi sebagai parkir. 

Berdasarkan catatan tersebut Komisi II meminta 

kepada Disdagkop untuk: 
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  Mengusulkan anggaran untuk kegiatan Kajian 

penataan pasar Muntilan. 

Saat ini Disdagkop sedang dalam proses 

melakukan kajian internal terkait penataan 

Pasar Umum Muntilan. 

Terwujudnya kegiatan 

perdagangan di Pasar Umum 

Muntilan yang tertib dan rapi. 

  Melakukan penertiban pedagang yang 

berjualan diarea parkir setelah jam 8 pagi. 

Dalam kajian tersebut akan dilakukan 

penertiban pedagang sesuai jam operasional 

berjualan di basement Pasar Umum Muntilan 

dengan melibatkan Instansi samping dan 

stakeholder terkait. 

Terwujudnya kegiatan 

perdagangan di Pasar Umum 

Muntilan yang tertib dan rapi. 

  Menambah jumlah petugas kebersihan pasar Berdasarkan Surat Edaran Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara Dan 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia 

nomor B/185/M.SM.02.03/2022 tanggal 31 

Mei 2022 tentang Status Kepegawaian di 

Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah poin 6 huruf c, 

disebutkan "Dalam hal Instansi Pemerintah 

membutuhkan tenaga lain seperti 

Pengemudi, Tenaga Kebersihan, dan Satuan 

Pengamanan dapat dilakukan melalui 

Tenaga Alih Daya (Outsourcing) oleh pihak 

ketiga dan status Tenaga Alih Daya 

(Outsourcing) tersebut bukan merupakan 

Tenaga Honorer pada Instansi yang 

bersangkutan.". Pada poin 6 huruf e 

disebutkan "Bagi Pejabat Pembina 

Kepegawaian yang tidak mengindahkan 

amanat sebagaimana tersebut di atas dan 

tetap mengangkat pegawai non-ASN akan 

diberikan sanksi berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan dan dapat 

menjadi bagian dari objek temuan 

pemeriksaan bagi pengawas internal maupun 

eksternal Pemerintah.". Maka dengan tidak 

mengurangi rasa hormat, Disdagkop UKM 

untuk saat ini tidak dapat menambah tenaga 

kebersihan. 

Tidak terwujudnya 

penambahan Tenaga 

Kebersihan dikarenakan 

regulasi yang telah ditetapkan 

oleh Kementerian PANRB. 
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  Berkoordinasi dengan DPU untuk melakukan 

kajian teknis kontruksi terkait penambahan 

akses jalan. 

Disdagkop telah menjalin komunikasi dan 

berkoordinasi dengan DPU terkait rencana 

penambahan akses jalan masuk dari Jl. 

Magelang-Yogyakarta menuju lantai atas 

Pasar Umum Muntilan dengan tetap 

memperhatikan struktur bangunan, fungsi 

dan estetika Pasar Umum Muntilan. Pada 

tahun 2021, Disdagkop telah melakukan 

penambahan akses tangga dari lantai 1 

menuju lantai atas, sejumlah 2 tangga yang 

terletak di dalam Pasar Umum Muntilan. 

Terwujudnya akses jalan dari 

lantai bawah menuju lantai 

atas Pasar Umum Muntilan 

guna memudahkan 

aksesabilitas pembeli dan 

pedagang. 

  Melakukan inovasi agar animo masyarakat 

untuk berkunjung ke Pasar Muntilan kembali 

bergairah. 

Terima kasih atas saran dan masukannya, 

akan kami tindak lanjuti. 

Meningkatnya animo dan 

daya beli masyarakat dalam 

kegiatan jual-beli di Pasar 

Umum Muntilan. 

30. Badan Kepegawaian 

Pendidikan dan 

Pelatihan Daerah 

Perekrutan Calon ASN, baik CPNS maupun 

PPPK yang selalu mundur dari yang telah 

direncanakan menyebabkan tidak bisa 

terserapnya gaji dan tunjangan bagi CPNS 

maupun PPPK di Kabupaten Magelang. 

Ketentuan dari pemerintah pusat yang 

mengamanatkan Pemerintah Daerah harus 

mengalokasikan DAU earmark untuk 

ketersediaan gaji guru PPPK di Tahun 2021 dan 

Tahun 2022 menyebabkan adanya Silpa 

mengikat pada BKPPD yang cukup besar. 

Penganggaran tetap dilaksanakan secara 

normatif sesuai ketentuan peraturan. 

Berdasarkan Surat Dirjen Perimbangan 

Keuangan Kementerian Keuangan RI Nomor: 

S-2014/PK/2021 tanggal 13 Desember 2021, 

Hal Penghitungan Anggaran PPPK Guru 

dalam Alokasi DAU Tahun 2022, 

mengamanatkan kepada daerah, untuk 

menganggarkan kebutuhan gaji pokok PPPK 

Guru Formasi 2021 dan Formasi 2022. 

Penganggaran gaji dan 

tunjangan CASN tetap 

terfasilitasi sesuai ketentuan 

peraturan perundang 

undangan dan dapat 

terealisasikan sebagaimana 

mestinya 

  Permasalahan terkait dengan nasib tenaga 

honorer atau pegawai non ASN di Kabupaten 

Magelang yang berjumlah 3.575 orang 

diharapkan bisa mendapatkan solusi terbaik. 

Pemutusan hubungan kerja bagi mereka yang 

tidak lolos seleksi CPNS maupun menjadi PPPK 

dirasa kurang tepat. Untuk itu sambil menunggu 

lebih lanjut regulasi dari pusat, Pemerintah 

Daerah melalui BKPPD untuk menyiapkan 

langkah strategis atau opsi-opsi dalam 

penyelesaian tenaga honorer ini, mengingat 

keberadaan mereka juga masih dibutuhkan.  

Langkah strategis atau opsi-opsi dalam 

penyelesaian tenaga honorer 

a. Membatasi pengangkatan tenaga non 

ASN. 

b. Secara bertahap telah mengusulkan 

formasi CASN.  

Tahun 2024 mengusulkan 575 formasi.  

Tahun 2023 mengusulkan 442 formasi.  

Tahun 2022 mengusulkan 1.052 formasi. 

Tenaga non ASN dapat 

terfaslitasi menjadi PPPK 
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  Permasalahan kekosongan jabatan di beberapa 

OPD hendaknya bisa diminimalisir. Pada awal 

tahun 2022 terdapat kekosongan 9 (sembilan) 

Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, 45 (empat 

puluh lima) Jabatan adminitrator dan 140 

(seratus empat puluh) Jabatan Pengawas. 

Kekosongan jabatan tersebut bisa mengganggu 

optimalisasi kinerja Pemerintah Daerah. 

Pimpinan definitif sangat dibutuhkan dalam 

mengambil kebijakan di organisasi 

pemerintahan agar tugas dan fungsi Organisasi 

Perangkat Daerah dapat berjalan maksimal. 

Tahun 2023 telah dilaksanakan penataan 

ASN dan kondisi per 31 Mei 2023 sbb: 

a. Terdapat kekosongan atas 4 JPT dan 

tahun 2023 dalam proses pengisian JPT 

melalui seleksi terbuka. Tanggal 5 dan 6 

Juni 2023 dijadwalkan assesment .  

b. Telah dilaksanakan pelantikan per 31 

Mei 2023 dan masih terdapat 

kekosongan 10 pejabat administrator 

eselon III  

c. Jabatan pengawas masih dalam proses 

penataan dan masih terdapat 

kekosongan 104 pejabat adminstrator 

eselon IV 

Optimalisasi kinerja OPD 

31. Badan Pendapatan 

Pengelolaan Keuangan 

dan Aset Daerah 

Pendapatan Asli Daerah yang terus mengalami 

trend peningkatan dari tahun sebelumnya layak 

mendapatkan apresiasi, Pendapatan Asli Daerah 

pada BPPKAD di tahun 2022 yang ditargetkan 

Rp 199.065.191.727,00 tercapai Rp 

216.914.229.882,00 (108,97%). Capaian 

tersebut bersumber dari pajak daerah, retribusi 

daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah 

yang dipisahkan, serta Lain-lain pendapatan asli 

daerah yang sah. Sedangkan untuk Pajak 

Mineral Bukan Logam dan Bantuan (MBLB) 

yang bersumber dari pemungutan pajak Galian 

Gol C pada tahun 2022 tercapai Rp 

2.740.014.945,00 atau (125 %) dari target Rp 

2.200.000.000,00 namun pemasangan target 

dari Pajak MBLB tersebut dirasa masih kurang 

relevan, mengingat pada tahun 2021 realisasi 

Pajak MBLB sudah mencapai Rp 

3.272.820.406,00 dari target Rp 5 M. Oleh 

karena itu Komisi I DPRD mendorong agar 

BPPKAD dapat melakukan inovasi, sehingga 

penerimaan pajak daerah khususnya dari pajak 

MBLB tersebut bisa ditingkatkan kembali.  

a. Menambahkan perluasan pengertian 

Wajib Pajak MBLB dan sanksi pidana 

bagi Wajib Pajak MBLB yang tidak 

melaksanakan kewajiban membayar 

pajak pada Raperda PDRD tahun 2023. 

b. Melaksanakan pendataan dan 

pemutakhiran data Wajib Pajak atau 

proyek-proyek yang dibiayai oleh APBN, 

APBD Provinsi di wilayah Kabupaten 

Magelang. 

c. Rencana penambahan Pos di desa Jeruk 

Agung, Kec. Salam, Kab. Magelang. 

d. Bersurat kepada ESDM Provinsi terkait 

usulan penambahan jenis komoditas 

baru dan harga patokan MBLB serta 

permohonan izin penetapan 2 

komoditas usulan Kab. Magelang 

mendahului Keputusan Gubernur 

tentang penetapan harga patokan MBLB 

yang baru dengan jenis komoditas batu 

kali dan kerikil sungai ayak tanpa pasir. 

Optimalisasi pajak MBLB 
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Pengelolaan Dana Darurat & Mendesak (BTT) 

yang pada tahun 2022 telah dianggarkan Rp 

41,8 M hanya terserap Rp3,3 M (7,99 %) 

disebabkan karena pemanfaatan dana BTT 

harus memenuhi kreteria kedaruratan dan 

bersifat mendesak yang didukung dengan 

diterbitkannya Keputusan Kepala Daerah.  

Pemanfaatan dana BTT di tahun 2022 antara 

lain untuk penanganan bencana tanah longsor 

di beberapa wilayah, pengembalian hibah up 

plain, serta bansos tidak terencana. Komisi I 

DPRD berharap agar ke depan dana BTT 

pemanfaatannya dapat dimaksimalkan tanpa 

menyalahi regulasi yang ada. Melalui bansos 

tidak terencana (bidang urusan kebencanaan, 

sosial, kesehatan, serta pendidikan) dana BTT 

dapat dimanfaatkan untuk mengkafer 

masyarakat yang membutuhkan.  

a. Pemanfaatan BTT dilaksanakan 

berdasarkan Permendagri 77 tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 

Keuangan Daerah. Pencairan Bansos 

Tidak Terencana dilakukan berdasarkan 

hasil verifikasi dan rekomendasi SKPD 

terkait. BPPKAD akan 

mengkomunikasikan optimalisasi Bansos 

Tidak Terencana kepada SKPD terkait. 

b. BPPKAD akan mengkomunikasikan 

optimalisasi Bansos Tidak Terencana 

kepada SKPD terkait. 

Optimalisasi Pemanfaatan 

BTT melalui Bansos Tidak 

Terencana  

  
Terkait dengan pengelolaan aset daerah, 

BPPKAD diharapkan terus melakukan 

pengamanan dan pemanfaatan aset yang ada 

dengan lebih baik. Upaya penerbitan dan 

penertipan sertikat tanah milik pemerintah 

daerah serta inventarisasi barang milik daerah 

harus terus dilakukan.  

a. Melaksanakan pengamanan dengan 

pensertifikatan, pemagaran, pemasangan 

papan nama tanah. Target 

pensertifikatan untuk semua tanah 

pemda selesai pada tahun 2024. 

b. Melaksanakan pemanfaatan BMD yang 

tidak digunakan untuk menunjang tusi 

dengan sewa 

Optimalisasi Pengamanan dan 

Pemanfaatan BMD 

32. Badan Perencanaan 

Pembangunan, 

Penelitan dan 

Pengembangan 

Daerah 

Renja Bappeda dan Litbangda Tahun 2022 

dengan sasaran strategis antara lain:  

a. Meningkatnya kuantitas dan keterpaduan 

perencanaan pembangunan daerah dengan 

indikator persentase ketercapaian 

keterukuran kinerja dan konsistensi 

program prencanaan pembangunan daerah 

dengan target 84,71% realisasi 84,71%.  

b. Meningkatnya dukungan penelitian dan 

pengembangan terhadap perencanaan 

pembangunan daerah serta penerapan 

pengembangan teknologi dan inovasi 

daerah dengan indikator persentase 

implementasi kelitbangan dengan target 

100% realisasi 100%.Anggaran Belanja 

Bappeda dan Litbangda TA. 2022 sebesar 

Rp.7.741.784.516; dengan realisasi sebesar 

Rp.7.656.764.398; atau sebesar 98,90% 

dan capaian realiasasi fisik rata-rata sebesar 

100% dengan silpa sebesar Rp.95.020.027. 

Komisi III memberikan catatan: 
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  Bappeda dan Litbangda sebagai OPD yang 

membidangi perencanaan daerah agar 

memberikan indikator kuantitatif dalam 

pelaksanaan pembangunan daerah supaya ada 

perbaikan kinerja setiap tahun, sehingga ada 

konsistensi dalam sebuah perencanaan di 

tataran managemen dan operasional. 

Semua Indikator Program, Kegiatan dan Sub 

Kegiatan pada Bappeda dan Litbangda sudah 

mempunyai indikator kuantitatif sehingga 

capain kinerjanya bisa di ukur. 

Meningkatnya akuntabilitas 

kinerja pemerintahan. 

  Masih terdapat OPD dengan postur belanja 

operasioal yang kurang efisien sementara disisi 

lain ada OPD memiliki beban layanan dan 

program publik yang tergolong strategis. Komisi 

III menekankan agar Bappeda dan Litbangda 

dalam melaksanakan perencanaan 

mengedepankan kebutuhan dan lebih cermat.  

Terima kasih atas saran dan masukannya, 

Bappeda dan Litbangda akan lebih cermat 

dalam penyusunan perencanaan 

pembangunan daerah yg berdasarkan pada 

prioritas pembangunan daerah serta 

kebutuhan penting dan mendesak sesuai 

kemampuan keuangan daerah. 

Tercapainya target kinerja 

pembangunan Daerah. 

33. Kecamatan Tidak ada rekomendasi   

34. BPBD Komisi IV memberikan apresiasi pada BPBD atas 

Penghargaan Peringkat I Garda Siap Sigap 

Literasi dari Kemendagri dalam Anugrah Garnas 

Buana Award Tahun 2022 dan Penghargaan 

Nominator I Garda Buana Utama dalam 

Anugerah Garnas Buana Award Tahun 2022 

dalam kategori Kabupaten/Kota yang memiliki 

Evidence terbaik dalam penerapan SPM Sub 

Urusan Bencana. 

Terima kasih atas apresiasinya Terlaksananya Sosialisasi 

Komunikasi Informasi dan 

Edukasi pada masyarakat 

daerah rawan bencana 

  Potensi ancaman bencana di wilayah Kabupaten 

Magelang cukup tinggi khususnya terkait erupsi 

gunung Merapi yang Kembali akktif. Untuk itu 

Komisi IV merekomendasikan BPBD melakukan 

kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana 

erupsi gunung Merapi. serta melakukan usaha-

usaha untuk melakukan pengurangan risiko 

bencana dan berkoordinasi dengan para 

pemangku kepentingan penanggulangan 

bencana di Kabupaten Magelang. 

Terima kasih. saran, masukan serta 

rekomendasi kami terima. Kami telah 

melaksanakan update data penduduk daerah 

rawan bencana, update SDM dan sarana 

prasarana Penanggulangan Bencana serta 

upaya peningkatan koordinasi dengan para 

pemangku kepentingan diantaranya Rakor 

Merapi. 

Terlaksananya peningkatan 

pencegahan dan kesiapsiagaan 

terhadap bencana merapi 
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  Terkait terjadinya abrasi di beberapa alur sungai 

di Kabupaten Magelang yang mengancam tanah 

dan perumahan warga, Komisi IV 

merekomendasikan BPBD untuk melakukan 

pendataan serta mitigasi terhadap potensi 

bencana tersebut dan Selalu berkoordinasi 

dengan pihak terkait, terkait penanganan sungai 

sungai di luar kewenangan pemerintah daerah 

agar segera diadakan penanganan.  

Terima kasih. Saran, masukan serta 

rekomendasi kami terima. Kami telah 

melaksanakan mitigasi terkait tanah longsor 

di alur sungai elo dan sungai progo serta 

berkoordinasi dengan DPRKP Kabupaten 

Magelang dan Instansi Vertikal terkait 

(BBWSO, Disperakim) 

Terlaksananya mitigasi 

bencana terhadap ancaman 

bencana tanah longsor 

35. Badan Kesatuan 

Bangsa dan Politik 

Pencairan Dana Banpol yang selalu 

direalisasikan di akhir tahun kedepan 

hendaknya dapat diantisipasi. Karena proses 

pencairan Banpol tergantung pada hasil audit 

BPK atas Laporan Pertanggungjawaban 

penggunaan Banpol tahun sebelumnya, serta 

pengajuan usulan proposal dari masing-masing 

partai politik. Sehingga untuk kelancaran 

pencairan Banpol, Badan Kesbangpol perlu 

menjalin pola komunikasi dan koordinasi yang 

lebih baik dengan semua partai politik. 

a. Mekanisme pencairan Bantuan keuangan 

kepada Partai Politik yang dilaksanakan 

oleh Badan Kesbangpol berpedoman 

pada Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata 

Cara Penghitungan, Penganggaran dalam 

Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah dan Tertib Administrasi 

Pengajuan, Penyaluran dan Laporan 

Pertanggungjawaban Penggunaan 

Bantuan Keuangan Partai Politik dan 

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan 

Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 

2015 tentang Pemeriksaan Laporan 

Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan 

Partai Politik. 

b. Rundown kegiatan Bantuan Keuangan 

Partai Politik ditetapkan sebagai berikut : 

1) Pengumpulan dan Penyerahan LPJ 

ke BPK Prov 

2) Pemeriksaan LPJ Banparpol oleh 

BPK Prov  

3) Menerima Laporan Hasil 

Pemeriksaan BPK  

4) Verifikasi Pengajuan Pencairan 

Banparpol  

5) Pencairan Bantuan Keuangan Partai 

Politik  

6) Serah Terima Simbolis Bantuan 

Keuangan Partai Politik  

7) Bimbingan Teknis Petugas 

Administrasi Banparpol  

Beberapa hal yang 

berpengaruh signifikan atas 

kelancaran proses pencairan 

Bantuan Keuangan Partai 

Politik antara lain :  

a. Kelengkapan administrasi 

dan akuntabilitas dalam 

penyusunan laporan 

pertanggungjawaban 

Bantuan Keuangan dari 

Partai politik menjadi 

perhatian dan diupayakan 

agar kedepan semakin 

baik untuk itu Badan 

Kesbangpol telah rutin 

menyelenggarakan 

Bimbingan Teknis 

Adminstrasi bagi 

Pengelola Bantuan 

Keuangan Parpol 

Kabupaten Magelang.  

b. Adanya dinamika internal 

yang terjadi dalam suatu 

Partai politik berdampak 

pada siapa yang berhak 

menandatangani dan 

legalitas surat 

permohonan/ proposal, 

untuk itu Badan 

Kesbangpol telah 

melakukan koordinasi dan 

komunikasi intensif secara 

tertulis maupun lewat 

media sosial/ WA.  
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8) Peningkatan Kapasitas Petugas 

Administrasi Banparpol 9 

Monitoring Pelaksanaan Kegiatan 

Dikpol oleh Parpol 

c. Sebagaimana rekomendasi, Badan 

Kesbangpol akan mengupayakan 

Pencairan Bantuan keuangan dilakukan 

lebih awal, tidak diakhir tahun dengan 

tetap melakukan antisipasi dini terhadap 

kendala administrasi laporan 

pertanggungjawaban keuangan yang 

disampaikan oleh partai politik. 

d. Badan Kesbangpol dalam tugas fungsinya 

memberikan Fasilitasi dan pelayanan, 

telah melaksanakan koordinasi melalui 

rapat-rapat dan terus berusaha untuk 

meningkatkan komunikasi intensif secara 

tertulis lewat surat resmi maupun melalui 

media sosial Grup WA yang 

beranggotakan Petugas 

adminstrasi/Pengelola Bantuan 

Keuangan Parpol.  

e. Guna meningkatkan kapabilitas Petugas/ 

Pengelola Bantuan Keuangan Partai 

Politik dalam menyusun Laporan 

Pertanggungjawaban Keuangan, Badan 

Kesbangpol selama 1 tahun anggaran 

telah mengadakan 3 kali Bimbingan 

Teknis Adminsitrasi dengan 

menghadirkan Narasumber dari BPK dan 

Instansi terkait serta peserta Petugas 

Administrasi/Pengelola Bantuan 

Keuangan Partai Politik . 

f. Upaya peningkatan konsolidasi serta 

perluasan wawasan bagi Petugas 

Administrasi/Pengelola Bantuan 

Keuangan Partai Politik, pada Tahun 

2022 Badan Kesbangpol telah 

mengadakan kegiatan Peningkatan 

Kapasitas SDM Petugas/Pengelola 

Administrasi Bantuan Keuangan Parpol 

dengan agenda Studi Banding ke Badan 

Kesbangpol Kabupaten Klungkung dan 

Badung di Provinsi Bali. 

c. Tindak lanjut dari hasil 

verifikasi administrasi atas 

permohonan yang 

diajukan, akan 

berpengaruh pada 

kelancaran proses 

selanjutnya, Badan 

Kesbangpol melaksanakan 

rapat-rapat koordinasi 

dan verifikasi pengajuan 

bantuan keuangan partai 

politik yang dihadiri oleh 

Pengurus Partai politik 

dan/atau Petugas 

administrasi Pengelola 

Bantuan Keuangan dari 

masing- masing Partai 

politik. 
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  Kesiapan Badan Kesbangpol dalam menghadapi 

tahun politik ataupun Pemilu Serentak 

mendatang harus benar-benar dipersiapkan. 

Kendala pada anggaran, sarana prasarana serta 

kekurangan personil sedini mungkin harus 

segera diatasi. 

Badan Kesbangpol (Bidang Poldagri dan 

Ormas) dalam menghadapi Tahun Politik 

2024 telah merencanakan kegiatan dalam 

DPA TA. 2023 sebagai berikut : 

a. Forum Komunikasi Sosial Politik dengan 

anggaran Rp. 233.280.000.00  

(merupakan kegiatan penyampaian 

informasi agenda/ tahapan Pemilu dan 

Pilkada Serentak serta sosialisasi 

demokrasi melibatkan peserta dari unsur 

perempuan (PKK, GOW), OKP 

(Kepemudaan, Karang Taruna, 

Mahasiswa dan KNPI) organisasi 

masyarakat, Penghayat, dll. Serta 

kegiatan Penguatan Iklan Layanan 

Pendidikan Politik (berupa pemasangan 

banner/spanduk di setiap Kecamatan 

tentang Bijak dan Cerdas dalam Memilih.  

b. Gerakan Kemitraan bersama Ormas dan 

Perguruan Tinggi untuk Sukses Pemilu 

2024 dengan anggaran Rp. 

200.000.000.00 (sebagai media 

koordinasi, konsolidasi dan Pendidikan 

politik dalam rangka terciptanya 

stabilitas dan kondusifitas politik local 

Kabupaten Magelang. 

c. Badan Kesbangpol telah memfasilitasi 

penyiapan Anggaran Hibah Pilkada 

kepada KPU dan Bawaslu serta Hibah 

pengamanan kepada Aparat Kepolisian 

dan Kodim dengan rincian sebagai 

berikut: 

 

Badan Kesbangpol telah dan 

terus melakukan koordinasi 

dengan Bappeda dan BPPKAD 

terkait dengan anggaran/ dana 

hibah pilkada Serentak 2024 .  
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1) KPU sebesar Rp59.301.706.000,00 

2) Bawaslu sebesar 

Rp13.526.554.000,00 

3) Polresta Magelang sebesar 

Rp2.088.117.000,00 

4) Polres Magelang Kota sebesar 

Rp263.410.000,00 

5) Kodim 0705 sebesar 

Rp1.271.054.000,00 
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BAB IV 

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN  

 

4.1. Tugas Pembantuan Pusat Yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah yang dimaksud Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat 

kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada 

daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah provinsi. 

Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Tahun 2023 mendasarkan pada peraturan 

perundang-undangan sebagai berikut: 

a. Undang Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  

b. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 

c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 

2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; 

d. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 

e. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 

f. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas 

Pembantuan; 

g. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan 

Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;  

h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang perubahan atas 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman 

Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. 
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4.1.1. Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang Diterima dari 

Pemerintah Tingkat Atasnya 

Pada Tahun 2023 Kabupaten Magelang tidak melaksanakan Tugas 

Pembantuan Mandiri. Kabupaten Magelang hanya melaksanakan Tugas 

Pembantuan Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah anggaran sebesar Rp 

5.811.306.000,00. Program kegiatan yang dilaksanakan adalah: 

a. Program Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas 

Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang menjalankan Tugas 

Pembantuan Provinsi Jawa Tengah melalui Program Akses dan Konsumsi 

Pangan Berkualitas. Adapun kegiatan dalam program tersebut meliputi: 

Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian dalam bentuk Fasilitasi 

Pengembangan Sistem Pertanian Terpadu Dataran Tinggi (UPLAND) yang 

dilaksanakan  pada 3 Kawasan  di 5 Kecamatan, yaitu Bandongan, Grabag, 

Sawangan, Kaliangkrik, dan Tempuran; kegiatan Pengawasan Alat Mesin 

Pertanian berupa Bintek Monev dan Evaluasi Lingkup Alat Mesin Pertanian 

di 21 kecamatan; kegiatan Fasilitasi Pupuk dan Pestisida berupa Bimtek, 

monitoring, dan evaluasi lingkup pupuk dan pestisida di 21 kecamatan; 

serta kegiatan Fasilitasi Pembiayaan Pertanian berupa asuransi pertanian 

untuk 19 kecamatan.  

b. Program Dukungan Manajemen 

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan Dukungan Managemen dan 

Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian. Kegiatan 

diwujudkan dalam bentuk Layanan Managemen Kerja Internal.  

 

Tugas Pembantuan Provinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan Kabupaten 

Magelang mempunyai anggaran sebesar Rp5.811.306.000,00.  dengan realisasi 

keuangan sebesar Rp5.561.369.750,00 atau sebesar 95,70% dan realisasi fisik 

sebesar 100%. Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan tugas pembantuan Provinsi 

Jawa Tengah di Kabupaten Magelang sebagaimana pada tabel 4.1. 
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Tabel 4.1. 

Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan Kabupaten Magelang Tahun 2023 

 

No Kementerian/LPNK 
Dasar Pelaksanaan 

Penugasan (TP) 

Program, Kegiatan, 

Output dan Rincian 

Kegiatan 

Lokasi 
SKPD 

Pelaksana 

Alokasi 

Anggaran 

Realisasi 

Anggaran 
% 

Realisasi 

Capaian 

Kegiatan 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Kementerian 

Pertanian 

Daftar Isian Pelaksanaan 

Anggaran (DIPA) Tugas 

Pembantuan Bidang 

Prasarana dan Sarana 

Pertanian Dinas Pertanian 

dan Perkebunan Provinsi 

Jawa Tengah Tahun 

Anggaran 2023 Nomor 

SP DIPA: 

018.08.4.039158/2023 

tanggal 30 November 

2022 

Program Ketersediaan 

Akses dan Konsumsi 

Pangan Berkualitas 

Kabupaten 

Magelang 

Dinas 

Pertanian 

dan Pangan 

          

  

  

1) Kegiatan 

Pengelolaan Air 

Irigasi Untuk 

Pertanian 

 3 Kawasan 5 

Kecamatan 

(Bandongan, 

Grabag, 

Sawangan, 

Kaliangkrik, 

Tempuran) 

  

    

5.656.330.000 

   

5.407.645.000  

 

96 

   

 

 

97 kelompok 

tani 

100 

  

  

Fasilitasi 

Pengembangan Sistem 

Pertanian Terpadu 

Dataran Tinggi 

(UPLAND) 

 

  

   

 

 

  

  

2) Pengawasan Alat 

Mesin Pertanian 

 21 kecamatan   

     15.000.000  14.960.000 99,73 

 1 paket 

100 

  

  

Bintek Monev dan 

Evaluasi Lingkup Alat 

Mesin Pertanian 

    

   

 

 

  

  

3) Fasilitasi Pupuk dan 

Pestisida 

 21 kecamatan   

     67.753.000  67.433.000 99,53 

1 paket 

100 

  

    

  

  

  

  

  

Bimtek, monitoring, 

dan evaluasi lingkup 

pupuk dan pestisida 

    

   

 

 

4) Fasilitasi 

Pembiayaan 

Pertanian 

 19 kecamatan   

           16.048.000 15.978.000 99,56 

1 paket  

100 

  

  

Asuransi Pertanian      
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No Kementerian/LPNK 
Dasar Pelaksanaan 

Penugasan (TP) 

Program, Kegiatan, 

Output dan Rincian 

Kegiatan 

Lokasi 
SKPD 

Pelaksana 

Alokasi 

Anggaran 

Realisasi 

Anggaran 
% 

Realisasi 

Capaian 

Kegiatan 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Program  Dukungan 

Managemen 

Kabupaten 

Magelang 
            

  

1) Dukungan 

Managemen dan 

Dukungan Teknis 

Lainnya Ditjen 

Prasarana dan 

Sarana Pertanian 

    56.175.000 55.353.750 98,54 1 paket  100 

  

Layanan Managemen 

Kerja Internal          

  
Jumlah Total 

  
5.811.306.000 5.561.369.750 95,70   100 

Sumber: Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang, 2024 
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4.1.2. Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang Diberikan Kepada Tingkatan 

Pemerintahan di Bawahnya 

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga memberikan bantuan keuangan kepada 

pemerintah desa di Kabupaten Magelang sebesar Rp 84.499.100.000,00 terdiri 

dari:  

a. Operasional KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa) sebesar 

Rp1.835.000.000,00 yang diberikan kepada 367 desa masing-masing Rp 

5.000.000. Dengan realisasi keuangan sebesar Rp1.660.000.000,00 dan 

realisasi fisik sebanyak 332 desa. 

b. Peningkatan Ketahanan Masyarakat Desa untuk Penyertaan Modal 

BUMDesa sebesar Rp.150.000.000 yang diberikan kepada 15 desa masing-

masing Rp10.000.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar 

Rp.150.000.000,00 dan realisasi fisik sebanyak 15 desa. 

c. Peningkatan sarana prasarana pedesaan sebanyak 798 titik lokasi dengan 

anggaran sebesar Rp.70.434.100.000 dengan realisasi keuangan sebesar 

Rp70.214.100.000,00 dan realisasi fisik sebanyak 794 titik. 

d. Pengembangan Desa Wisata ditujukan pada 8 desa sebesar Rp 

1.200.000.000,00. Kegiatan dilaksanakan di 6 desa dengan realisasi 

anggaran Rp 1.000.000.000,00. Pengembangan desa wisata berlokasi di 

Desa Majaksingi dan Ngargogondo Kecamatan Borobudur, Desa 

Banyubiru Kecamatan Dukun, Desa Ngawen Kecamatan Muntilan, Desa 

Jamus Kauman Kecamatan Ngluwar, dan Desa Temanggal Kecamatan 

Tempuran.   

e. RTLH sejumlah 544 unit berlokasi di 89 desa dengan anggaran sebesar Rp 

10.880.000.000,00. 

Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang Diberikan Kepada 

Tingkatan Pemerintahan di Bawahnya yang dilaksanakan Kabupaten Magelang 

mempunyai anggaran sebesar Rp84.499.100.000,00 dengan realisasi keuangan 

sebesar Rp83.904.100.000,00 atau sebesar 99,30% dan realisasi fisik sebesar 

95,16%. Matriks Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang Diberikan 

Kepada Tingkatan Pemerintahan di Bawahnya di Kabupaten Magelang 

sebagaimana pada tabel 4.2. 
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Tabel 4.2. 

Capaian Kinerja Pelaksanaan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah kepada Desa se-Kabupaten Magelang Tahun 2023 

No Bidang Urusan 
Dasar Pelaksanaan 

Penugasan (TP) 
 Kegiatan Lokasi SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Realisasi Anggaran % 

Realisasi 

Capaian 

Kegiatan 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

  

Pemberdayaan 

Masyarakat 

Desa 

  

Perubahan DPA-

Bankeu Kab/Kota 

Nomor : 

01810/DPPA/2023 

  

1) Operasional 

KPMD (Kader 

Pemberdayaan 

Masyarakat 

Desa) 

 367 desa Dispermades 

  

  
             

1.835.000.000  
1.660.000.000 90,46 332 desa 90,46 

2) Peningkatan 

Ketahanan 

Masyarakat 

Desa untuk 

Penyertaan 

Modal 

BUMDesa 

 15 desa 

           150.000.000         150.000.000  100 15 desa 100 

3) peningkatan 

sapras 

perdesaan 

 798 lokasi 

          70.434.100.000     70.214.100.000  99,69 794 lokasi 99,50 

2  Pariwisata Perubahan DPA-

Bankeu Kab/Kota 

Nomor : 

01810/DPPA/2023 

Pengembangan 

desa wisata 

8 desa di 6 

Kecamatan  

1) Kec. Borobudur 

a) Majaksingi  

b) Ngargogondo 

2) Kec. Dukun  

    Desa Banyubiru 

3) Kec. Muntilan 

    Desa Ngawen  

4) Kec. Ngluwar 

Desa Jamus 

Kauman  

5) Kec. Tempuran 

a) Temanggal  

b) Prajeksari 

6) Kec. Kaliangkrik 

    Desa Ngargosoko 

Disparpora 

               1.200.000.000  1.000.000.000 83,33 6 desa 85,83 

3 
Perumahan 

Rakyat dan 

Kawasan 

Pemukiman 

Perubahan DPA-

Bankeu Kab/Kota 

Nomor : 

01810/DPPA/2023 

Peningkatan 

Kualitas RTLH di 

Perdesaan 

89 desa DPRKP 

10.880.000.000 10.880.000.000 100 544 unit 100 

Jumlah 

84.499.100.000  83.904.100.000  99,30  
 

95,16  

  Sumber: Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang, 2024
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Pemerintah Kabupaten Magelang pada tahun 2023 memberikan bantuan yang 

bersifat khusus kepada Pemerintah Desa sebesar Rp47.699.140.000,00. Berdasarkan 

Peraturan Bupati Magelang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian 

Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Magelang Kepada Pemerintah Desa, bantuan keuangan yang bersifat khusus 

kepada Desa adalah bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersumber dari 

APBD yang peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.  Jenis 

bantuan keuangan terdiri atas pembangunan atau rehabilitasi jalan desa, jalan usaha 

tani, jembatan desa, jaringan irigasi desa/jaringan irigasi tersier, sarana dan prasarana air 

bersih pedesaan, pengadaan mobil ambulan desa, bantuan operasional PAUD, 

operasional posyandu balita dan posyandu lansia dan penyertaan modal BUMDes 

untuk pengembangan Kawasan Perdesaan.  Bantuan keuangan yang bersifat khusus dari 

kepada Pemerintah Kabupaten Magelang kepada pemerintah desa sebesar 

Rp47.699.140.000,00 dengan realisasi keuangan Rp46.155.140.000,00 atau sebesar 

96,76%. 

4.2. Hambatan/Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya 

Penyelesaian 

Dalam pelaksanaan tugas pembantuan dijumpai kendala dan permasalahan, 

antara lain:  

1. Proses penetapan Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) terlambat karena adanya 

perubahan-perubahan kebijakan. 

2. Pengadaan barang mendekati waktu tanam dan mendekati akhir tahun anggaran. 

3. Keterbatasan SDM petani dalam budidaya yang sesuai dengan norma budidaya 

tanaman yang baik. 

4. Kurang dinamisnya Kelompok Tani dalam penyusunan RDK (Rencana Definitif 

Kelompok) dan RDKK (Rencana Definitifnya Kebutuhan Kelompok). 

5. Cakupan lokasi dan jumlah kelompok tani/kelompok peserta kegiatan UPLAND yang 

cukup besar. 

6. Rentang waktu dan anggaran yang cukup banyak. 

7. Multi komoditas yang ditangani membutuhkan kerjasama lintas sektor baik ditingkat 

internal Dinas Pertanian dan Pangan maupun dengan Dinas lain yang terkait. 

8. Tahapan kegiatan yang difasilitasi meliputi semua aspek kegiatan dari hulu  sampai 

hilir  termasuk  di dalamnya  adalah  penguatan kelembagaan, budidaya, panen dan 

pasca panen, pasar dan pembiayaan. Semua aspek terkait usaha tani untuk komoditas 

padi organik yang difasilitasi akan ditangani sehingga hal ini sangat membutuhkan 

upaya, komitmen dan konsistensi pengelolaan yang baik agar semua aspek tersebut 

dapat terlaksana dengan baik menjadi satu kesatuan kegiatan yang saling mendukung 

dan terintegrasi. 
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Upaya penyelesaian permasalahan di atas, antara lain:  

1. Penetapan CPCL dilaksanakan pada akhir bulan Desember dan kelompok tani 

penerima bantuan diprioritaskan kelompok tani yang belum pernah memperoleh 

bantuan; 

2. Untuk mengatasi keterbatasan SDM petani dalam budidaya akan dilaksanakan 

Sekolah Lapang Good Agriculture Practices dan Bimtek Good Handling Practices 

dengan anggaran dari APBD Kabupaten (Anggaran DBHCHT); 

3. Pendampingan yang lebih intensif ke kelompok tani dalam hal penyusunan RDK dan 

RDKK dan tugas fungsi kelompok tani lainnya. 

4. Koordinasi yang lebih efektif dan lebih optimal dengan seluruh stakeholder kegiatan  

UPLAND  antara  lain  dengan  petani,  kelompok tani,  apparat  desa,  tokoh  

masyarakat,  aparat  kecamatan,  fasilitator desa, penyuluh pertanian, petugas teknis 

dan bidang terkait.  Selain itu lebih mengintensifkan koordinasi  dengan Perangkat 

Daerah atau Dinas lain baik di Kabupaten, Provinsi maupun dengan PMU. Koordinasi 

ini dimaksudkan untuk menyatukan persepsi dan membangun komitmen bersama 

dalam pengawalan kegiatan dan program. Selain itu, koordinasi yang lebih intensif 

dan mengoptimalkan konsultan supervisi, serta konsultan lainnya, baik keuangan 

maupun konsultan manajemen untuk pengawalan pelaksanaan program. 

5. Memberikan sosialisasi dan pembekalan terkait kegiatan dan tata cara pengelolaan 

yang diatur dalam petunjuk teknis kegiatan kepada petani, penyuluh dan 

pendamping lapangan fasilitator desa dan petugas on granting officer. 

6. Optimalisasi Tim UPLAND yang sudah ditetapkan 

Peran dan fungsi secara optimal setiap tim yang ada sangat diperlukan untuk 

memperkuat pelaksanaan dan pengawalan kegiatan UPLAND. Hal ini mengingat 

cakupan baik lokasi, peserta dan anggaran kegiatan UPLAND yang cukup 

banyak/luas. 

7. Peningkatan kemampuan teknis bagi petani, refresher bagi penyuluh pertanian dan 

pembekalan pengetahuan teknis bagi fasilitator desa. Tindak lanjut ini sangat penting 

untuk memperkuat pelaksanaan dan keberhasilan penanganan komoditas agar dapat 

memberikan output atau keluaran serta manfaat seperti yang sudah ditetapkan. 
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8. Sistem pelaporan yang baik dan terintegrasi 

Semua aspek pengelolaan kegiatan dipertanggungjawabkan oleh masing masing 

pengampu dalam bentuk pelaporan. Pelaporan pelaksanaan kegiatan oleh kelompok 

tani, pelaporan kegiatan fasilitator desa, petugas on granting officer, manager dan 

penyuluh pertanian maupun pelaporan kegiatan tingkat kabupaten oleh pengelola 

kegiatan oleh PIU. Di waktu yang akan datang diharapkan terbangun sistem 

pelaporan yang terintegrasi agar pelaporan lebih cepat, mudah dan akuntabel. 

9. Monitoring dan Evaluasi secara berkala atas pelaksanaan kegiatan. 

Monitoring dan evaluasi atas kinerja, pelaksanaan dan pemantauan/pendampingan 

yang dilakukan menjadi kunci untuk perbaikan dan keberhasilan kegiatan. 

Monitoring dilakukan secara berkala baik oleh pengelola kegiatan di kabupaten, 

provinsi maupun dari pusat. 
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BAB V 

PENUTUP 

Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Magelang Tahun 2023 

ini disusun. Semoga Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Magelang Tahun 

2023 ini dapat memberikan informasi dan gambaran penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

selama kurun waktu tahun 2023. Banyak prestasi yang telah diraih Pemerintah Kabupaten 

Magelang berkat kerjasama dan hubungan yang harmonis antara Pemerintah Kabupaten 

Magelang, DPRD dan juga masyarakat sebagai mitra kerja dalam sistem penyelenggaraan 

pemerintahan. 

Di samping berbagai keberhasilan yang telah dicapai, tentu masih terdapat beberapa 

kekurangan dałam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemerintah Kabupaten Magelang 

membuka selebar-lebarnya kepada semua stakeholder untuk memberikan saran, masukan, dan 

kritik agar kinerja pemerintah daerah menjadi lebih baik di masa yang akan datang. 

Disadari sepenuhnya bahwa masih banyak kekurangan yang harus dibenahi 

dalam rangka pemberian layanan publik kepada masyarakat pada 

tahun 2023. Semoga laporan ini dapat memenuhi prinsip dan substansi penyelenggaraan 

pemerintahan daerah serta tetap memenuhi azas tertib, transparansi dan akuntabilitas, 

sehingga apa yang telah dilaksanakan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 dapat 

memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat Kabupaten Magelang. Oleh karena itu, 

kami menerima masukan dan saran dari semua pihak yang kiranya bermanfaat bagi 

kemajuan pembangunan Kabupaten Magelang. 

Akhirnya, melalui penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati 

Magelang Tahun 2023 ini, kiranya dapat dibahas dan dikritisi oleh masyarakat 

Kabupaten Magelang yang direpresentasikan oleh DPRD Kabupaten Magelang demi 

penyempurnaan dan perbaikan dalam proses pelaksanaan pembangunan Kabupaten Magelang 

ke depan. Semoga dalam melaksanakan tugas pemerintahan daerah senantiasa mendapatkan 

ridhlo dari Allah SWT, Aamiin. 
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LAMPIRAN 3.1.1.
Pelaksanaan Urusan wajib yang
Berkaitan dengan Pelayanan
Dasar

PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KESEHATAN
Dinas Kesehatan
RSUD Muntilan
RSUD Merah Putih

162 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Dinas Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman

184 TRANTIBUMLINMAS
Satpol PP dan PK
BPBD

198 SOSIAL
Dinas Sosial PPKB PPPA



Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Pendidikan Dinas 

Pendidikan 

dan 

Kebudayaan

825.382.008.478 790.953.944.563 95.83

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 

DAERAH KABUPATEN/KOTA

100 100 100 579.475.008.536 552.205.035.842 95.29

Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja 

OPD, dan keuangan perangkat daerah

100.00% 100.00% 100

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah

631 631 100 882.526.169 775.024.452 87.82

Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintah Daerah

631.00 

Unit

631.00 

Unit

100

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 

Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan 

Perizinan Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan

97 97 100 629.838.819 523.498.802 83.12

Jumlah Kendaraan Dinas 

Oprasional atau Lapangan yang 

dipelihara dan dibayarkan Pajak 

dan Perizinannya

97.00 Unit 97.00 Unit 100

Pemeliharaan Mebel 400 400 100 26.400.000 26.400.000 100

Jumlah Mebel yang Dipelihara 400.00 unit 400.00 unit 100

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 

Lainnya

111 puti 100 134.809.050 134.802.650 100

Jumlah Peralatan dan Mesin 

Lainnya yang Dipelihara

111.00 

Unit

111.00 

Unit

100

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung 

Kantor dan Bangunan Lainnya

1 1 100 91.478.300 90.323.000 98.74

Jumlah Gedung Kantor dan 

Bangunan Lainnya yang 

Dipelihara/Direhabilitasi

1.00 Unit 1.00 Unit 100

Administrasi Barang Milik Daerah pada 

Perangkat Daerah

8 8 100 681.320.450 675.493.890 99.14

LAMPIRAN 3.1.1 PELAKSANAAN URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Peningkatan 

partisipasi 

masyarakat dalam 

mengakses 

pendidikan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi
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Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Jumlah Laporan Penatausahaan Barang 

Milik Daerah

8.00 

Dokumen

8.00 

Dokumen

100

Penatausahaan Barang Milik 

Daerah pada SKPD

8 8 100 681.320.450 675.493.890 99.14

Jumlah Laporan Penatausahaan 

Barang Milik Daaerah pada 

SKPD

8.00 

Dokumen

8.00 

Dokumen

100

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 

Kinerja Perangkat Daerah

18 18 100 564.898.500 528.874.942 93.62

Jumlah Dokumen Perencanaan, Evaluasi 

dan Pelaporan Perangkat Daerah

18.00 

Dokumen

18.00 

Dokumen

100

Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Perangkat Daerah

1 1 100 154.898.500 153.432.640 99.05

Jumlah Dokumen 

PerencanaanPerangkat Daerah

1.00 

Dokumen

1.00 

Dokumen

100

Koordinasi dan Penyusunan 

Laporan Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

17 17 100 410.000.000 375.442.302 91.57

Jumlah Laporan Capaian Kinerja 

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 

SKPD dan Laporan Hasil 

Koordinasi Penyusunan Laporan 

Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD

17.00 

Laporan

17.00 

Laporan

100

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 15 17 113.33 574.752.295.157 547.753.236.855 95.3

Jumlah Kegiatan yang Dikelola 15.00 

Kegiatan

17.00 

Kegiatan

113.33

Penyediaan Gaji dan Tunjangan 

ASN

4812 5429 112.82 574.522.208.157 547.526.094.824 95.3

Jumlah Orang yang Menerima 

Gaji dan Tunjangan ASN

4812.00 

Orang/bula

n

5429.00 

Orang/bula

n

112.82

Pelaksanaan Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi Keuangan 

SKPD

15 20 133.33 230.087.000 227.142.031 98.72

Jumlah Dokumen Penatausahaan 

dan Pengujian/Verifikasi 

Keuangan

15.00 

Dokumen

20.00 

Dokumen

133.33
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Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 150 150 100 45.000.000 43.289.625 96.2

Jumlah ASN yang Terfasilitasi 150 150 100

Monitoring, Evaluasi dan Penilaian 

Kinerja Pegawai

150 150 100 30.000.000 29.239.875 97.47

Jumlah Dokumen Monitoring, 

Evaluasi dan Penilaian Kinerja 

Pegawai

150.00 

Dokumen

150.00 

Dokumen

100

Sosialisasi Peraturan Perundang-

Undangan

150 150 100 15.000.000 14.049.750 93.66

Jumlah Orang yang Mengikuti 

Sosialisasi Peraturan Perundang-

Undangan

150.00 

Orang

150.00 

Orang

100

Administrasi Umum Perangkat Daerah 5 5 100 703.245.250 683.232.685 97.15

Jumlah Pelayanan Administrasi Umum yang 

Diselenggarakan

5.00 

Layanan

5.00 

Layanan

100

Penyediaan Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan 

Kantor

1 1 100 67.179.100 64.233.325 95.62

Jumlah Paket Komponen 

Instalasi Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor yang 

Disediakan

1.00 Paket 1.00 Paket 100

Penyediaan Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor

1 1 100 73.382.700 70.945.475 96.68

Jumlah Paket Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor yang 

Disediakan

1.00 Paket 1.00 Paket 100

Penyediaan Peralatan Rumah 

Tangga

1 1 100 106.805.100 106.787.950 99.98

Jumlah Paket Peralatan Rumah 

Tangga yang Disediakan

1.00 Paket 1.00 Paket 100

Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan

1 1 100 105.878.350 105.813.725 99.94

Jumlah Paket Barang Cetakan 

dan Penggandaan yang 

Disediakan

1.00 Paket 1.00 Paket 100

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi SKPD

426 368 86.38 350.000.000 335.452.210 95.84
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Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Jumlah Laporan 

Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi SKPD

426.00 

Laporan

368.00 

Laporan

86.38

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintah Daerah

4 4 100 1.352.000.000 1.346.420.000 99.59

Jumlah Pengadaan 4.00 Paket 4.00 Paket 100

Pengadaan Peralatan dan Mesin 

Lainnya

17 17 100 1.352.000.000 1.346.420.000 99.59

Jumlah Unit Peralatan dan Mesin 

Lainnya yang Disediakan

17.00 Unit 17.00 Unit 100

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

2 2 100 493.723.010 399.463.393 80.91

Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah

2.00 

Layanan

2.00 

Layanan

100

Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2000 2000 100 26.763.010 26.746.825 99.94

Jumlah Laporan Penyediaan 

Jasa Surat Menyurat

2000.00 

Laporan

2000.00 

Laporan

100

Penyediaan Jasa Komunikasi, 

Sumber Daya Air dan Listrik

36 36 100 466.960.000 372.716.568 79.82

Jumlah Laporan Penyediaan 

Jasa Komunikasi, Sumber Daya 

Air dan Listrik yang Disediakan

36.00 

Laporan

36.00 

Laporan

100

Peningkatan 

partisipasi 

masyarakat dalam 

mengakses 

pendidikan

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 176.58 180 101.94 219.594.224.102 214.717.055.525 97.78

Angka melanjutkan SD/MI dan SMP/MTs 86.58% 90.00% 103.95

Presentase SD dan SMP yang melaksanakan pendidikan 

karakter

90.00% 90.00% 100

Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 92.3 93.3 101.08 118.218.554.697 115.781.066.955 97.94

Angka Melanjutkan SD/MI 92.30% 93.30% 101.08

Penambahan Ruang Kelas Baru 2 2 100 250.000.000 250.000.000 100

Jumlah Ruang Kelas Baru yang 

Bertambah

2.00 

Ruang

2.00 

Ruang

100
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Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Pembangunan Ruang Guru/Kepala 

Sekolah/TU

3 3 100 1.490.000.000 1.440.799.751 96.7

Jumlah ruang Guru/Kepala 

Sekolah/TU yang Telah Dibangun

3.00 

Ruang

3.00 

Ruang

100

Pembangunan Ruang Unit 

Kesehatan Sekolah

10 10 100 2.315.000.000 2.268.397.018 97.99

Jumlah Ruang Unit Kesehatan 

Sekolah yang Telah Dibangun

10.00 

Ruang

10.00 

Ruang

100

Pembangunan Perpustakaan 

Sekolah

6 6 100 2.635.000.000 2.534.215.387 96.18

Jumlah Perpustakaan Sekolah 

yang Telah Dibangun

6.00 

Ruang

6.00 

Ruang

100

Pembangunan Sarana, Prasarana 

dan Utilitas Sekolah

11 11 100 2.235.000.000 2.199.890.690 98.43

Jumlah Sarana, Prasarana dan 

Utilitas Sekolah yg Telah 

Dibangun

11.00 Unit 11.00 Unit 100

Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang 

Kelas

35 35 100 4.611.700.000 4.393.157.215 95.26

Jumlah Ruang Kelas yang 

Direhabilitasi Sedang/Berat

35.00 

Ruang

35.00 

Ruang

100

Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang 

Unit Kesehatan Sekolah

4 4 100 495.000.000 487.755.936 98.54

Jumlah Ruang Unit Kesehatan 

sekolah yang Telah Direhabilitasi 

Sedang/Berat

4.00 

Ruang

4.00 

Ruang

100

Rehabilitasi Sedang/Berat 

Perpustakaan Sekolah

1 1 100 220.000.000 216.538.952 98.43

Jumlah Perpustakaan Sekolah 

yang Telah Direhabilitasi 

Sedang/Berat

1.00 

Ruang

1.00 

Ruang

100

Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, 

Prasarana dan Utilitas Sekolah

2 2 100 120.000.000 113.198.794 94.33

Jumlah Sarana, Prasarana dan 

Utilitas Sekolah yg Telah 

Direhabilitasi

2.00 Unit 2.00 Unit 100

Pengadaan Mebel Sekolah 83 83 100 4.430.000.000 3.088.455.842 69.72 Penyesuaian Harga Kedepannya akan lebih 

cermat lagi dalam 

perencanaan pengadaan
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Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Jumlah Mebel Sekolah yang 

Tersedia

83.00 

Paket

83.00 

Paket

100

Penyediaan Biaya Personil Peserta 

Didik Sekolah Dasar

480 383 79.79 182.950.000 146.217.980 79.92

Jumlah Peserta Didik Sekolah 

Dasar yang Menerima Biaya 

Personil Peserta Didik

480.00 

Peserta 

Didik

383.00 

Peserta 

Didik

79.79

Pengadaan Alat Praktik dan Peraga 

Siswa

59 59 100 7.387.225.000 7.307.743.750 98.92

Jumlah Alat Praktik dan Peraga 

Siswa yang Telah Tersedia

59.00 

Paket

59.00 

Paket

100

Penyelengaraan Proses Belajar dan 

Ujian bagi Peserta Didik

602 602 100 350.000.000 343.995.780 98.28

Jumlah Satuan Pendidikan yang 

Menyelenggarakan Proses 

Belajar dan Ujian

602.00 

Satuan 

Pendidikan

602.00 

Satuan 

Pendidikan

100

Pembinaan Minat, Bakat dan 

Kreativitas Siswa

82 82 100 1.663.600.000 1.659.935.130 99.78

Jumlah Siswa yang Mengikuti 

Ajang Kompetisi/Lomba 

Akademik dan Non Akademik

82.00 

Peserta 

Didik

82.00 

Peserta 

Didik

100

Pembinaan Kelembagaan dan 

Manajemen Sekolah

50 32 64 75.000.000 17.041.750 22.72 Terbatasnya waktu dan 

belum dianggarkan 

honorarium narasumber, 

sehingga pelaksanaan 

pembinaan kelembagaan 

belum optimal

Tahun 2024 sudah 

dianggarkan Honor 

Narasumber

Jumlah Sekolah Dasar yang 

Dilaksanakan Pembinaan 

Kelembagaan dan Manajemen 

sekolah

50.00 

Satuan 

Pendidikan

32.00 

Satuan 

Pendidikan

64 Terbatasnya waktu dan 

belum dianggarkan 

honorarium narasumber, 

sehingga pelaksanaan 

pembinaan kelembagaan 

belum optimal

Tahun 2024 sudah 

dianggarkan Honor 

Narasumber

Pengelolaan Dana BOS Sekolah 

Dasar

602 602 100 74.837.701.533 74.837.701.533 100

Jumlah Sekolah Dasar yang 

Mengelola Dana BOS

602.00 

Satuan 

Pendidikan

602.00 

Satuan 

Pendidikan

100
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Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Peningkatan Kapasitas 

Pengelolaan Dana BOS Sekolah 

Dasar

548 548 100 1.678.286.330 1.663.712.780 99.13

Jumlah Tenaga Pengelola yang 

Meningkat Kapasitasnya dalam 

Pengelolaan Dana BOS Sekolah 

Dasar

548.00 

Siswa

548.00 

Siswa

100

Pembangunan Laboratorium 

Sekolah Dasar

32 32 100 13.242.091.834 12.812.308.667 96.75

Jumlah Ruang Laboratorium 

Sekolah Dasar yang Telah 

Dibangun

32.00 

Ruang

32.00 

Ruang

100

Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah 

Pertama

80.85 86.7 107.24 67.459.984.607 65.889.237.423 97.67

Angka Melanjutkan SMP/MTs 80.85% 86.70% 107.24

Penambahan Ruang Kelas Baru 2 2 100 1.409.052.011 1.406.804.312 99.84

Jumlah Ruang Kelas Baru yang 

Bertambah

2.00 

Ruang

2.00 

Ruang

100

Pembangunan Ruang Guru/Kepala 

Sekolah/TU

2 2 100 689.982.000 666.185.055 96.55

Jumlah Ruang Guru/Kepala 

sekolah/TU yang Telah Dibangun

2.00 

Ruang

2.00 

Ruang

100

Pembangunan Ruang Unit 

Kesehatan Sekolah

6 6 100 1.811.426.300 1.742.296.217 96.18

Jumlah Ruang Unit Kesehatan 

Sekolah yang Telah Dibangun

6.00 

Ruang

6.00 

Ruang

100

Pembangunan Perpustakaan 

Sekolah

2 2 100 929.708.000 899.434.167 96.74

Jumlah Perpustakaan Sekolah 

yang Telah Dibangun

2.00 

Ruang

2.00 

Ruang

100

Pembangunan Laboratorium 2 2 100 1.344.290.000 1.297.548.425 96.52

Jumlah Ruang Laboratorium yang 

Telah Dibangun

2.00 

Ruang

2.00 

Ruang

100

Pembangunan Sarana, Prasarana 

dan Utilitas Sekolah

8 8 100 1.968.352.000 1.924.441.204 97.77
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Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Jumlah sarana, prasarana dan 

utilitas sekolah yang telah 

dibangun

8.00 Unit 8.00 Unit 100

Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang 

Kelas Sekolah

16 16 100 4.448.191.696 4.264.303.940 95.87

Jumlah Ruang Kelas Sekolah 

yang Telah Direhabilitasi 

Sedang/Berat

16.00 

Ruang

16.00 

Ruang

100

Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang 

Guru Sekolah

7 7 100 911.464.000 901.679.241 98.93

Jumlah Ruang Guru Sekolah 

yang Direhabilitasi Sedang/Berat

7.00 

Ruang

7.00 

Ruang

100

Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang 

Unit Kesehatan Sekolah

1 1 100 553.344.500 544.955.542 98.48

Jumlah Ruang Unit Kesehatan 

sekolah yang Telah Direhabilitasi 

Sedang/Berat

1.00 

Ruang

1.00 

Ruang

100

Rehabilitasi Sedang/Berat 

Perpustakaan Sekolah

3 3 100 401.085.000 396.895.148 98.96

Jumlah Perpustakaan Sekolah 

yang Telah Direhabilitasi 

Sedang/Berat

3.00 

Ruang

3.00 

Ruang

100

Rehabilitasi Sedang/Berat 

Laboratorium

4 4 100 1.357.986.500 1.333.592.897 98.2

Jumlah Laboratorium yang Telah 

Direhabilitasi Sedang/Berat

4.00 

Ruang

4.00 

Ruang

100

Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, 

Prasarana dan Utilitas Sekolah

1 1 100 939.380.800 914.782.757 97.38

Jumlah Sarana, Prasarana dan 

Utilitas Sekolah yg Telah 

Direhabilitasi Sedang/Berat

1.00 Unit 1.00 Unit 100

Pengadaan Mebel Sekolah 7 7 100 2.733.777.300 2.121.102.944 77.59

Jumlah Mebel Sekolah yang 

Tersedia

7.00 Paket 7.00 Paket 100

Penyediaan Biaya Personil Peserta 

Didik Sekolah Menengah Pertama

1592 943 59.23 794.175.000 367.256.400 46.24 Pada saat SK pencairan 

turun, siswa sudah banyak 

yang lulus

Sudah diupayakan 

pengajuan SK pencairan 

awal tahun
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Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Jumlah Peserta Didik Sekolah 

Menengah Pertama yang 

Menerima Biaya Personil Peserta 

Didik

1592.00 

Peserta 

Didik

943.00 

Peserta 

Didik

59.23 Pada saat SK pencairan 

turun, siswa sudah banyak 

yang lulus

Sudah diupayakan 

pengajuan SK pencairan 

awal tahun

Pengadaan Alat Praktik dan Peraga 

Siswa

2 2 100 148.616.000 148.050.166 99.62

Jumlah Alat Praktik dan Peraga 

Siswa yang Telah Tersedia

2.00 Paket 2.00 Paket 100

Penyelengaraan Proses Belajar dan 

Ujian bagi Peserta Didik

25938 25938 100 318.000.000 312.712.825 98.34

Jumlah Peserta Didik yang 

Mengikuti Proses Belajar dan 

Ujian

25938.00 

Peserta 

Didik

25938.00 

Peserta 

Didik

100

Pembinaan Minat, Bakat dan 

Kreativitas Siswa

100 100 100 512.549.500 489.907.020 95.58

Jumlah Siswa yang Mengikuti 

Ajang Kompetisi/Lomba 

Akademik dan Non Akademik

100.00 

Peserta 

Didik

100.00 

Peserta 

Didik

100

Pembinaan Kelembagaan dan 

Manajemen Sekolah

52 52 100 247.000.000 241.315.505 97.7

Jumlah Sekolah Menengah 

Pertama yang Dilaksanakan 

Pembinaan

52.00 

Satuan 

Pendidikan

52.00 

Satuan 

Pendidikan

100

Pengelolaan Dana BOS Sekolah 

Menengah Pertama

131 131 100 43.954.000.000 43.954.000.000 100

Jumlah Sekolah Menegah 

Pertama yang Mengelola Dana 

BOS

131.00 

Satuan 

Pendidikan

131.00 

Satuan 

Pendidikan

100

Peningkatan Kapasitas 

Pengelolaan Dana BOS Sekolah 

Menengah Pertama

131 131 100 958.691.500 956.777.510 99.8

Jumlah Tenaga yang Meningkat 

Kapasitasnya dalam Pengelolaan 

Dana BOS Sekolah Menengah 

Pertama

131.00 

Orang

131.00 

Orang

100

Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang 

TU

2 2 100 839.087.000 830.988.321 99.03
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Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Jumlah Ruang TU yang 

Direhabilitasi Sedang/Berat

2.00 

Ruang

2.00 

Ruang

100

Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang 

Kepala Sekolah

4 4 100 189.825.500 174.207.827 91.77

Jumlah Ruang Kepala Sekolah 

yang Telah Direhabilitasi 

Sedang/Berat

4.00 

Ruang

4.00 

Ruang

100

Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 524 677 129.2 27.554.481.508 26.784.678.316 97.21

Jumlah PAUD terakreditasi (TK, KB, SPS) 524.00 

Lembaga

677.00 

Lembaga

129.2

Pembangunan Sarana, Prasarana 

dan Utilitas PAUD

7 6 85.71 623.485.109 614.092.620 98.49

Jumlah Sarana, Prasarana dan 

Utilitas PAUD yang Telah 

Dibangun

7.00 Unit 6.00 Unit 85.71

Rehabilitasi Sedang/Berat 

Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru 

PAUD

10 13 130 709.282.947 687.655.268 96.95

Jumlah Gedung/Ruang 

Kelas/Ruang Guru PAUD yang 

Telah Direhabilitasi Sedang/Berat

10.00 Unit 13.00 Unit 130

Rehabilitasi Sedang/Berat 

Pembangunan Sarana, Prasarana 

dan Utilitas PAUD

9 9 100 334.912.443 330.140.765 98.58

Jumlah Sarana, Prasarana dan 

Utilitas PAUD yang Telah 

Direhabilitasi Sedang/Berat

9.00 Unit 9.00 Unit 100

Pengadaan Mebel PAUD 3 3 100 118.386.254 114.323.254 96.57

Jumlah Mebel PAUD yang 

Tersedia

3.00 Paket 3.00 Paket 100

Pengadaan Perlengkapan PAUD 6 6 100 52.000.000 52.000.000 100

Jumlah Perlengkapan PAUD 

yang Tersedia

6.00 Paket 6.00 Paket 100

Pengadaan Perlengkapan Siswa 

PAUD

805 805 100 185.415.000 181.269.250 97.76
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Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Jumlah Perlengkapan Peserta 

Didik PAUD yang Tersedia

805.00 

Paket

805.00 

Paket

100

Penyelenggaraan Proses Belajar 

PAUD

28706 28706 100 726.661.655 682.323.330 93.9

Jumlah Peserta Didik PAUD yang 

Mengikuti Proses Belajar

28706.00 

Peserta 

Didik

28706.00 

Peserta 

Didik

100

Pembinaan Kelembagaan dan 

Manajemen PAUD

670 670 100 7.172.767.000 6.506.707.626 90.71

Jumlah PAUD yang Dilaksanakan 

Pembinaan Kelembagaan dan 

Manajemen

670.00 

Satuan 

Pendidikan

670.00 

Satuan 

Pendidikan

100

Pengelolaan Dana BOP PAUD 806 806 100 17.379.000.000 17.367.822.000 99.94

Jumlah PAUD yang Mengelola 

Dana BOP

806.00 

Satuan 

Pendidikan

806.00 

Satuan 

Pendidikan

100

Peningkaatan Kapasitas 

Pengelolaan Dana BOP PAUD

806 806 100 75.000.000 73.344.203 97.79

Jumlah Tenaga yang Meningkat 

Kapasitasnya dalam Pengelolaan 

Dana BOP PAUD

806.00 

Satuan 

Pendidikan

806 100

Pengadaan Alat Praktik dan Peraga 

Siswa PAUD

10 21 210 177.571.100 175.000.000 98.55

Jumlah Alat Praktik dan Peraga 

PAUD yang Tersedia

10.00 

Paket

21.00 

Paket

210

Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 19 19 100 6.361.203.290 6.262.072.831 98.44

JUmlah PKBM Terakreditasi 19.00 

Lembaga

19.00 

Lembaga

100

Penyelenggaraan Proses Belajar 

Nonformal/Kesetaraan

4266 4266 100 238.385.215 201.515.065 84.53

Jumlah Peserta Didik yang 

Mengikuti Proses Belajar

4266.00 

Peserta 

Didik

4266.00 

Peserta 

Didik

100
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Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Pembinaan Kelembagaan dan 

Manajemen Sekolah 

Nonformal/Kesetaraan

20 20 100 325.718.075 318.475.431 97.78

Jumlah Sekolah 

Nonformal/Kesetaraan yang 

Dilaksanakan Pembinaan 

Kelembagaan dan Manajemen

20.00 

Satuan 

Pendidikan

20.00 

Satuan 

Pendidikan

100

Pengelolaan Dana BOP Sekolah 

Nonformal/Kesetaraan

20 20 100 5.747.100.000 5.694.900.000 99.09

Jumlah Sekolah 

Nonformal/Kesetaraan yang 

Mengelola Dana BOP

20.00 

Satuan 

Pendidikan

20.00 

Satuan 

Pendidikan

100

Peningkatan Kapasitas 

Pengelolaan Dana BOP Sekolah 

Nonformal/Kesetaraan

20 20 100 50.000.000 47.182.335 94.36

Jumlah Tenaga yang Meningkat 

Kapasitasnya dalam Pengelolaan 

Dana BOP Sekolah 

Nonformal/Kesetaraan

20.00 

Orang

20.00 

Orang

100

Peningkatan mutu 

pendidikan
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 94 89.92 95.66 26.312.775.840 24.031.853.196 91.33

Persentase Guru Berrsertifikat 94.00% 89.92% 95.66

Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan 

Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan 

Dasar, PAUD, dan Pendidikan 

Nonformal/Kesetaraan

4015 4015 100 26.312.775.840 24.031.853.196 91.33

Jumlah Guru PAUD, SD dan SMP 

bersertifikat

4015.00 

Pendidik

4015.00 

Pendidik

100

Perhitungan dan Pemetaan 

Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, 

dan Pendidikan 

Nonformal/Kesetaraan

1 1 100 25.174.596.040 22.978.618.246 91.28
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Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Jumlah Dokumen Hasil 

Perhitungan dan Pemetaan 

Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan Satuan Pendidikan 

Dasar, PAUD, dan Pendidikan 

Nonformal/Kesetaraan

1.00 

Dokumen

1.00 

Dokumen

100

Penataan Pendistribusian Pendidik 

dan Tenaga Kependidikan bagi 

Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, 

dan Pendidikan 

Nonformal/Kesetaraan

1 1 100 1.138.179.800 1.053.234.950 92.54

Jumlah Laporan Hasil 

Pelaksanaan Penataan 

Pendistribusian Pendidik dan 

Tenaga Kependidikan Satuan 

Pendidikan Dasar, PAUD, dan 

Pendidikan 

Nonformal/Kesetaraan

1.00 

Laporan

1.00 

Laporan

100

2 Kesehatan Dinkes 190.945.155.341 179.025.155.167 93.76

Peningkatan 

kualitas pelayanan 

kesehatan

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 

DAERAH KABUPATEN/KOTA

200 200 100 90.057.907.676 88.547.948.630 98.32

Persentase ketercapaian pelayanan umum dan 

kepegawaian perangkat daerah

100.00 

persen

100.00 

persen

100

Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja 

OPD, dan keuangan perangkat daerah

100.00 

persen

100.00 

persen

100

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 

Kinerja Perangkat Daerah 

100 100 100 30.000.000 29.570.980 98.57

Persentase Perencanaan, Penganggaran, 

dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

100.00 

persen

100.00 

persen

100

Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Perangkat Daerah

3 3 100 10.000.000 9.906.350 99.06

Jumlah Dokumen Perencanaan 

Perangkat Daerah

3.00 

dokumen

3.00 

dokumen

100

Koordinasi dan Penyusunan 

Laporan Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

8 8 100 10.000.000 9.827.500 98.28
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Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Jumlah Laporan Capaian Kinerja 

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 

SKPD dan Laporan Hasil 

Koordinasi Penyusunan Laporan 

Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD

8.00 

laporan

8.00 

laporan

100

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 20 20 100 10.000.000 9.837.130 98.37

Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah

20.00 

laporan

20.00 

laporan

100

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 100 100 88.083.556.672 86.716.575.123 98.45

Persentase Administrasi Keuangan 

Perangkat Daerah

100.00 

persen

100.00 

persen

100

Penyediaan Gaji dan Tunjangan 

ASN

1279 1279 100 87.966.193.672 86.608.012.323 98.46

Jumlah Orang yang menerima 

Gaji dan Tunjangan ASN

1279.00 

orang/bula

n

1279.00 

orang/bula

n

100

Pelaksanaan Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi Keuangan 

SKPD 

13 13 100 117.363.000 108.562.800 92.5

Jumlah Dokumen Penatausahaan 

dan Pengujian/Verifikasi 

Keuangan SKPD

13.00 

dokumen

13.00 

dokumen

100

Administrasi Barang Milik Daerah pada 

Perangkat Daerah

100 100 100 10.000.000 9.720.000 97.2

Persentase Administrasi Barang Milik Daerah 

pada Perangkat Daerah

100.00 

persen

100.00 

persen

100

Pembinaan, Pengawasan, dan 

Pengendalian Barang Milik Daerah 

pada SKPD

12 12 100 10.000.000 9.720.000 97.2

Jumlah Laporan Hasil 

Pembinaan, Pengawasan, dan 

Pengendalian Barang Milik 

Daerah pada SKPD

12.00 

laporan

12.00 

laporan

100

Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 100 100 195.437.000 188.991.926 96.7
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Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Persentase Administrasi Umum Perangkat 

Daerah

100.00 

persen

100.00 

persen

100

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi SKPD 

90 90 100 195.437.000 188.991.926 96.7

Jumlah Laporan 

Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi SKPD

90.00 

laporan

90.00 

laporan

100

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

100 100 100 521.393.300 436.344.285 83.69

Persentase Penyediaan Jasa Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah

100.00 

persen

100.00 

persen

100

Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 12 100 49.993.300 49.272.460 98.56

Jumlah Laporan Penyediaan 

Jasa Surat Menyurat

12.00 

laporan

12.00 

laporan

100

Penyediaan Jasa Komunikasi, 

Sumber Daya Air dan Listrik 

36 36 100 471.400.000 387.071.825 82.11

Jumlah Laporan Penyediaan 

Jasa Komunikasi, Sumber Daya 

Air dan Listrik yang disediakan

36.00 

laporan

36.00 

laporan

100

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah

100 100 100 1.217.520.704 1.166.746.316 95.83

Persentase Pemeliharaan Barang Milik 

Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah

100.00 

persen

100.00 

persen

100

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 

Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan 

Perizinan Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan

19 19 100 437.950.400 405.180.708 92.52

Jumlah Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan yang 

Dipelihara dan dibayarkan Pajak 

dan Perizinannya

19.00 unit 19.00 unit 100

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 

Lainnya

33 33 100 146.985.000 135.549.200 92.22

Jumlah peralatan dan mesin 

lainnya yang dipelihara

33.00 unit 33.00 unit 100
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Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung 

Kantor dan Bangunan Lainnya

3 3 100 632.585.304 626.016.408 98.96

Jumlah Gedung Kantor dan 

Bangunan Lainnya yang 

Dipelihara/Direhabilitasi

3.00 unit 3.00 unit 100

Peningkatan 

kualitas derajat 

kesehatan 

masyarakat

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN 

PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

89 89 100 97.800.592.701 87.698.506.055 89.67

Cakupan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan 

upaya kesehatan masyarakat

89.00 

persen

89.00 

persen

100

Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan 

untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah 

Kabupaten/Kota

100 100 100 33.130.580.848 28.790.403.813 86.9

Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan untuk UKM dan UKP 

Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

100.00 

persen

100.00 

persen

100

Pengembangan Rumah Sakit 2 2 100 199.500.000 197.871.750 99.18

Jumlah Rumah Sakit yang 

Ditingkatkan Sarana, Prasarana, 

Alat Kesehatan dan SDM agar 

Setiap Standar Jenis Pelayanan 

Rumah Sakit berdasarkan Kelas 

Rumah Sakit yang Memenuhi 

Rasio Tempat Tidur Terhadap 

Jumlah Penduduk Minimal 1:1000

2.00 unit 2.00 unit 100

Pengembangan Puskesmas 1 1 100 1.409.525.252 195.702.451 13.88 Perjalanan dinas luar 

daerah dan pengadaan 

stick gula darah belum 

dilaksanakan

Merupakan silpa BLUD 

10% sehingga bisa 

dianggarkan kembali 

tahun berikutnya

Jumlah Puskesmas yang 

Ditingkatkan Sarana, Prasarana, 

Alat Kesehatan dan SDM agar 

Sesuai Standar

1.00 unit 1.00 unit 100

Pengembangan Fasilitas Kesehatan 

Lainnya 

2 2 100 311.828.750 303.617.525 97.37
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Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Jumlah Fasilitas Kesehatan 

Lainnya yang Ditingkatkan 

Sarana, Prasarana, Alat 

Kesehatan dan SDM agar Sesuai 

Standar

2.00 unit 2.00 unit 100

Rehabilitasi dan Pemeliharaan 

Rumah Sakit 

2 2 100 496.940.000 490.977.025 98.8

Jumlah Sarana, Prasarana dan 

Alat Kesehatan yang Telah 

Dilakukan Program Rehabilitasi 

dan Pemeliharaan Oleh Rumah 

Sakit

2.00 unit 2.00 unit 100

Rehabilitasi dan Pemeliharaan 

Puskesmas 

1 1 100 297.660.000 289.747.750 97.34

Jumlah Sarana, Prasarana dan 

Alat Kesehatan yang Telah 

Dilakukan Rehabilitasi dan 

Pemeliharaan Oleh Puskesmas

1.00 unit 1.00 unit 100

Pengadaan Prasarana dan 

Pendukung Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan

5 5 100 5.377.247.410 4.909.367.470 91.3

Jumlah Prasarana Fasilitas 

Pelayanan Kesehatan yang 

Disediakan

5.00 unit 5.00 unit 100

Pengadaan Alat Kesehatan/Alat 

Penunjang Medik Fasilitas 

Pelayanan Kesehatan

6 6 100 10.985.671.497 10.663.166.830 97.06

Jumlah Alat Kesehatan/Alat 

Penunjang Medik Fasilitas 

Pelayanan Kesehatan yang 

Disediakan

6.00 unit 6.00 unit 100

Pengadaan Obat, Vaksin 2 2 100 4.449.658.148 4.346.509.765 97.68

Jumlah Obat dan Vaksin yang 

Disediakan

2.00 paket 2.00 paket 100
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Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Pengadaan Bahan Habis Pakai 1 1 100 9.602.549.791 7.393.443.247 76.99 Acuan harga perkiraan 

sendiri HPS) 

menggunakan harga 

pasar toko online, harga di 

e katalog sangat berbeda 

dengan harga pada saat 

perencanaan (harga di 

ekatalog lebih rendah 

daripada pada perkiraan 

saat perencanaan)

Membuat HPS yang 

mendekati harga e katalog

Jumlah Bahan Habis Pakai yang 

Disediakan

1.00 paket 1.00 paket 100

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan 

UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

100 100 100 60.909.281.091 55.176.794.642 90.59

Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan 

untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat 

Daerah Kabupaten/Kota

100.00 

persen

100.00 

persen

100

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Ibu Hamil

17233 15182 88.1 344.956.836 337.199.035 97.75

Jumlah Ibu Hamil yang 

Mendapatkan Pelayanan 

Kesehatan Sesuai Standar

17233.00 

orang

15182.00 

orang

88.1

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Ibu Bersalin

15585 14861 95.35 114.480.000 112.479.970 98.25

Jumlah Ibu Bersalin yang 

Mendapatkan Pelayanan 

Kesehatan Sesuai Standar

15585.00 

orang

14861.00 

orang

95.35

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Bayi Baru Lahir

15500 14873 95.95 434.496.000 424.637.270 97.73

Jumlah Bayi Baru Lahir yang 

Mendapatkan Pelayanan 

Kesehatan Sesuai Standar

15500.00 

orang

14873.00 

orang

95.95

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Balita

83514 77479 92.77 84.480.000 80.575.985 95.38

Jumlah Balita yang Mendapatkan 

Pelayanan Kesehatan Sesuai 

Standar

83514.00 

orang

77479.00 

orang

92.77

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

pada Usia Pendidikan Dasar

179116 160763 89.75 88.880.000 82.212.025 92.5
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Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Jumlah Anak Usia Pendidikan 

Dasar yang Mendapatkan 

Pelayanan Kesehatan Sesuai 

Standar

179116.00 

orang

160763.00 

orang

89.75

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

pada Usia Produktif

835714 574207 68.71 193.131.545 130.959.755 67.81 Ada kegiatan berkaitan 

dengan KTR belum dapat 

dilakukan karena Perda 

KTR sebagai payung 

hukum pelaksanaan KTR 

di Kab Magelang masih 

dalam tahap penyusunan. 

Selain itu, penyerapan 

honorarium narasumber 

hanya 53,61% karena 

penunjukan narasumber 

dari dalam SKPD karena 

memahami permasalahan 

di lapangan

Perencanaan kegiatan 

tahun 2024 gabung 

dengan kegiatan UBM

Jumlah Penduduk Usia Produktif 

yang Mendapatkan Pelayanan 

Kesehatan Sesuai Standar

835714.00 

orang

574207.00 

orang

68.71 Ada kegiatan berkaitan 

dengan KTR belum dapat 

dilakukan karena Perda 

KTR sebagai payung 

hukum pelaksanaan KTR 

di Kab Magelang masih 

dalam tahap penyusunan. 

Selain itu, penyerapan 

honorarium narasumber 

hanya 53,61% karena 

penunjukan narasumber 

dari dalam SKPD karena 

memahami permasalahan 

di lapangan

Perencanaan kegiatan 

tahun 2024 gabung 

dengan kegiatan UBM

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

pada Usia Lanjut

183469 169938 92.62 74.440.000 71.281.975 95.76

Jumlah Penduduk Usia Lanjut 

yang Mendapatkan Pelayanan 

Kesehatan Sesuai Standar

183469.00 

orang

169938.00 

orang

92.62
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Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Penderita Hipertensi

394838 135309 34.27 66.000.000 50.708.251 76.83 Kegiatan pelatihan 

pelayanan terpadu PTM 

tidak diserap sepenuhnya 

karena menyesuaikan 

pagu yang tercantum 

dalam MoU yang telah 

disepakati dengan 

Bapelkes selaku pihak 

kedua. Selain itu, 

sebagian besar anggaran 

narasumber yang mengisi 

kegiatan berasal dari 

internal SKPD 

menyesuaikan dengan 

kebutuhan kegiatan.

Menyusun dan 

memaksimalkan rencana 

kegiatan untuk tahun 2024 

agar kegiatan dapat 

terlaksana dengan baik

Jumlah Penderita Hipertensi yang 

Mendapatkan Pelayanan 

Kesehatan Sesuai Standar

394838.00 

orang

135309.00 

orang

34.27 Kegiatan pelatihan 

pelayanan terpadu PTM 

tidak diserap sepenuhnya 

karena menyesuaikan 

pagu yang tercantum 

dalam MoU yang telah 

disepakati dengan 

Bapelkes selaku pihak 

kedua. Selain itu, 

sebagian besar anggaran 

narasumber yang mengisi 

kegiatan berasal dari 

internal SKPD 

menyesuaikan dengan 

kebutuhan kegiatan.

Menyusun dan 

memaksimalkan rencana 

kegiatan untuk tahun 2024 

agar kegiatan dapat 

terlaksana dengan baik

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Penderita Diabetes Melitus

18460 18460 100 1.363.172.000 1.255.856.268 92.13

Jumlah Penderita Diabetes 

Melitus yang Mendapatkan 

Pelayanan Kesehatan Sesuai 

Standar

18460.00 

orang

18460.00 

orang

100

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Orang dengan Gangguan Jiwa 

Berat

3278 2428 74.07 68.000.000 43.150.150 63.46 Kegiatan rapat koordinasi 

kesehatan jiwa telah 

dilaksanakan tetapi 

bersamaan dengan 

kegiatan lain dari sumber 

anggaran berbeda agar 

lebih efektif

Menyusun dan 

memaksimalkan rencana 

kegiatan untuk tahun yang 

akan datang agar kegiatan 

dapat terlaksana dengan 

baik
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Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Jumlah Orang yang Mendapatkan 

Pelayanan Kesehatan Orang 

dengan Gangguan Jiwa Berat 

Sesuai Standar

3278.00 

orang

2428.00 

orang

74.07 Kegiatan rapat koordinasi 

kesehatan jiwa telah 

dilaksanakan tetapi 

bersamaan dengan 

kegiatan lain dari sumber 

anggaran berbeda agar 

lebih efektif

Menyusun dan 

memaksimalkan rencana 

kegiatan untuk tahun yang 

akan datang agar kegiatan 

dapat terlaksana dengan 

baik

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Orang Terduga Tuberkulosis

9013 9013 100 200.000.000 199.999.875 100

Jumlah Orang Terduga Menderita 

Tuberkulosis yang Mendapatkan 

Pelayanan Sesuai Standar

9013.00 

orang

9013.00 

orang

100

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV

19182 18409 95.97 480.038.676 478.236.100 99.62

Jumlah Orang Terduga Menderita 

HIV yang Mendapatkan 

Pelayanan Sesuai Standar

19182.00 

orang

18409.00 

orang

95.97

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

bagi Penduduk pada Kondisi 

Kejadian Luar Biasa (KLB)

12 12 100 22.750.066 16.002.672 70.34 Jumlah kasus KLB yang 

terjadi di Kab Magelang 

tidak sebanyak yang 

direncanakan, sehingga 

SPPD DD tidak terserap 

sepenuhnya

Perencanaan kegiatan 

tahun 2024 lebih efisien

Jumlah Dokumen Hasil 

Pengelolaan Pelayanan 

Kesehatan bagi Penduduk pada 

Kondisi Kejadian Luar Biasa 

(KLB) Sesuai Standar

12.00 

dokumen

12.00 

dokumen

100

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Gizi Masyarakat

4 4 100 13.389.797.700 13.326.044.452 99.52

Jumlah Dokumen Hasil 

Pengelolaan Pelayanan 

Kesehatan Gizi Masyarakat

4.00 

dokumen

4.00 

dokumen

100

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Kerja dan Olahraga

4 4 100 11.390.664 11.253.200 98.79

Jumlah Dokumen Hasil 

Pengelolaan Pelayanan 

Kesehatan Kerja dan Olahraga

4.00 

dokumen

4.00 

dokumen

100
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Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Lingkungan

6 6 100 2.629.485.026 2.475.682.379 94.15

Jumlah Dokumen Hasil 

Pengelolaan Pelayanan 

Kesehatan Lingkungan

6.00 

dokumen

6.00 

dokumen

100

Pengelolaan Pelayanan Promosi 

Kesehatan

4 4 100 454.186.520 436.616.227 96.13

Jumlah Dokumen Hasil 

Pengelolaan Pelayanan Promosi 

Kesehatan

4.00 

dokumen

4.00 

dokumen

100

Pengelolaan Surveilans Kesehatan 12 12 100 263.779.943 229.134.742 86.87

Jumlah Dokumen Hasil 

Pengelolaan Surveilans 

Kesehatan

12.00 

dokumen

12.00 

dokumen

100

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Orang dengan Masalah Kesehatan 

Jiwa (ODMK) 

3278 7177 218.94 189.216.490 172.224.018 91.02

Jumlah Orang dengan Masalah 

Kejiwaan (ODMK) yang 

Mendapatkan Pelayanan 

Kesehatan

3278.00 

orang

7177.00 

orang

218.94

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Jiwa dan NAPZA 

20 20 100 56.000.000 50.212.965 89.67

Jumlah Penyalahguna NAPZA 

yang Mendapatkan Pelayanan 

Kesehatan

20.00 

orang

20.00 

orang

100

Pelayanan Kesehatan Penyakit 

Menular dan Tidak Menular

4 4 100 860.447.100 712.926.289 82.86

Jumlah Dokumen Hasil 

Pelayanan Kesehatan Penyakit 

Menular dan Tidak Menular

4.00 

dokumen

4.00 

dokumen

100

Pengelolaan Jaminan Kesehatan 

Masyarakat

12 12 100 32.886.711.608 28.802.767.606 87.58

Jumlah Dokumen Hasil 

Pengelolaan Jaminan Kesehatan 

Masyarakat

12.00 

dokumen

12.00 

dokumen

100

Operasional Pelayanan Rumah 

Sakit

4 4 100 4.619.793.117 3.739.000.016 80.93
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Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Jumlah Dokumen Operasional 

Pelayanan Rumah Sakit

4.00 

dokumen

4.00 

dokumen

100

Operasional Pelayanan Puskesmas 4 4 100 100.000.000 85.301.435 85.3

Jumlah Dokumen Operasional 

Pelayanan Puskesmas

4.00 

dokumen

4.00 

dokumen

100

Operasional Pelayanan Fasilitas 

Kesehatan Lainnya

1 1 100 1.318.590.000 1.277.581.979 96.89

Jumlah Dokumen Operasional 

Pelayanan Fasilitas Kesehatan 

Lainnya

1.00 

dokumen

1.00 

dokumen

100

Penyediaan dan Pengelolaan 

Sistem Penanganan Gawat Darurat 

Terpadu (SPGDT)

1 1 100 448.457.800 429.233.808 95.71

Jumlah Public Safety Center 

(PSC 119) Tersediaan, 

Terkelolaan dan Terintegrasi 

Dengan Rumah Sakit Dalam Satu 

Sistem Penanganan Gawat 

Darurat Terpadu (SPGDT)

1.00 unit 1.00 unit 100

Pengelolaan pelayanan kesehatan 

Malaria 

13 4 30.77 146.600.000 145.516.195 99.26

Jumlah orang yang mendapatkan 

pelayanan kesehatan malaria

13.00 

orang

4.00 orang 30.77 Tidak banyak kasus yang 

terjadi dan bukan daerah 

endemis malaria

Menyusun rencana 

kegiatan dengan 

maksimal, berkoordinasi 

dengan penanggungjawab 

program terkait dan akan 

direalisasikan apabila 

terjadi kasus

Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan 

Secara Terintegrasi 

100 100 100 371.100.762 366.117.610 98.66

Persentase Penyelenggaraan Sistem 

Informasi Kesehatan secara Terintegrasi

100.00 

persen

100.00 

persen

100

Pengelolaan Data dan Informasi 

Kesehatan 

1 1 100 100.000.000 99.264.710 99.26

Jumlah Dokumen Hasil 

Pengelolaan Data dan Informasi 

Kesehatan

1.00 

dokumen

1.00 

dokumen

100

Pengelolaan Sistem Informasi 

Kesehatan 

1 1 100 271.100.762 266.852.900 98.43
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Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Jumlah Dokumen Hasil 

Pengelolaan Sistem Informasi 

Kesehatan

1.00 

dokumen

1.00 

dokumen

100

Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan 

Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota

100 100 100 3.389.630.000 3.365.189.990 99.28

Persentase Penerbitan Izin Rumah Sakit 

Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

100.00 

persen

100.00 

persen

100

Peningkatan Mutu Pelayanan 

Fasilitas Kesehatan

29 29 100 3.339.630.000 3.318.110.325 99.36

Jumlah Fasilitas Kesehatan yang 

Dilakukan Pengukuran Indikator 

Nasional Mutu (INM) Pelayanan 

kesehatan

29.00 unit 29.00 unit 100

Penyiapan Perumusan dan 

Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan 

Rujukan 

1 1 100 50.000.000 47.079.665 94.16

Jumlah Dokumen Hasil 

Penyiapan Perumusan dan 

Pelaksanaan Pelayanan 

Kesehatan Rujukan

1.00 

dokumen

1.00 

dokumen

100

Peningkatan 

kualitas pelayanan 

kesehatan

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA 

MANUSIA KESEHATAN

98 98 100 1.934.299.430 1.721.394.580 88.99

Cakupan kapasitas sumber daya manusia kesehatan 98.00 

persen

98.00 

persen

100

Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di 

Wilayah Kabupaten/Kota

12 12 100 50.000.000 37.309.775 74.62 Biaya penginapan tidak 

diambil karena 

pertimbangan tujuan kaji 

banding ke solo atau tidak 

boleh menginap

Perencanaan kegiatan 

tahun 2024 lebih cermat

Jumlah surat Izin Praktek Tenaga Kesehatan 

yang diterbitkan

12.00 surat 12.00 surat 100

Pengendalian Perizinan Praktik 

Tenaga Kesehatan 

1 1 100 50.000.000 37.309.775 74.62 Biaya penginapan tidak 

diambil karena 

pertimbangan tujuan kaji 

banding ke solo atau tidak 

boleh menginap

Perencanaan kegiatan 

tahun 2024 lebih cermat

Jumlah Dokumen Hasil 

Pengendalian Perizinan Praktik 

Tenaga Kesehatan

1.00 

dokumen

1.00 

dokumen

100
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Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan 

Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan 

UKM di Wilayah Kabupaten/Kota

100 100 100 205.613.430 197.641.805 96.12

Persentase Perencanaan Kebutuhan dan 

Pendayagunaan Sumberdaya Manusia 

Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah 

Kabupaten/Kota

100.00 

persen

100.00 

persen

100

Pemenuhan Kebutuhan Sumber 

Daya Manusia Kesehatan sesuai 

Standar

500 500 100 21.071.430 21.071.430 100

Jumlah Sumber Daya Manusia 

Kesehatan yang Memenuhi 

Standar di Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan (Fasyankes)

500.00 

orang

500.00 

orang

100

Pembinaan dan Pengawasan 

Sumber Daya Manusia Kesehatan

1 1 100 184.542.000 176.570.375 95.68

Jumlah Dokumen Hasil 

Pembinaan dan Pengawasan 

Sumber Daya Manusia 

Kesehatan

1.00 

dokumen

1.00 

dokumen

100

Pengembangan Mutu dan Peningkatan 

Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia 

Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1 1 100 1.678.686.000 1.486.443.000 88.55

Jumlah dokumen pelaksanaan 

Pengembangan Mutu dan Peningkatan 

Kompetensi Teknis SDMK bagi tenaga 

kesehatan Tingkat Kab/Kota

1.00 

dokumen

1.00 

dokumen

100

Pengembangan Mutu dan 

Peningkatan Kompetensi Teknis 

Sumber Daya Manusia Kesehatan 

Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

50 50 100 1.678.686.000 1.486.443.000 88.55

Jumlah Sumber Daya Manusia 

Kesehatan Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota yang 

Ditingkatkan Mutu dan 

Kompetensinya

50.00 

orang

50.00 

orang

100

Peningkatan 

kualitas derajat 

kesehatan 

masyarakat

PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN 

MAKANAN MINUMAN

170 170 100 344.016.000 312.944.967 90.97
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Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Cakupan Sediaan Farmasi, Produksi Alat Kesehatan dan 

PIRT

95.00 

persen

95.00 

persen

100

Cakupan Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) 75.00 

persen

75.00 

persen

100

Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana 

Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan 

Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 

Tertentu Perusahaan Rumah Tangga 

100 100 100 15.000.000 3.675.508 24.5 Jumlah pengajuan ijin 

produksi PKRT sangat 

sedikit sehingga anggaran 

perjalanan dinas tidak 

terserap dengan maksimal

Penyesuaian rencana 

anggaran perjalanan dinas 

2024 dengan jumlah 

sarana PKRT

Persentase Pemberian Sertifikat Produksi 

untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 

1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah 

Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah 

Tangga

100.00 

persen

100.00 

persen

100

Pengendalian dan Pengawasan 

serta Tindak Lanjut Pengawasan 

Perbekalan Kesehatan Rumah 

Tangga Kelas 1 Tertentu 

Perusahaan Rumah Tangga 

1 1 100 15.000.000 3.675.508 24.5 Jumlah pengajuan ijin 

produksi PKRT sangat 

sedikit sehingga anggaran 

perjalanan dinas tidak 

terserap dengan maksimal

Penyesuaian rencana 

anggaran perjalanan dinas 

2024 dengan jumlah 

sarana PKRT

Jumlah Dokumen Hasil 

Pengendalian dan Pengawasan 

serta Tindak Lanjut Pengawasan 

Perbekalan Kesehatan Rumah 

Tangga Kelas 1 Tertentu 

Perusahaan Rumah Tangga

1.00 

dokumen

1.00 

dokumen

100

Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri 

Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin 

Produksi, untuk Produk Makanan Minuman 

Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri 

Rumah Tangga

100 100 100 155.050.000 148.081.206 95.51

Persentase Penerbitan Sertifikat Produksi 

Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor 

P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk 

Makanan Minuman Tertentu yang dapat 

Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga

100.00 

persen

100.00 

persen

100
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Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Pengendalian dan Pengawasan 

serta Tindak Lanjut Pengawasan 

Sertifikat Produksi Pangan Industri 

Rumah Tangga dan Nomor P-IRT 

sebagai Izin Produksi, untuk 

Produk Makanan Minuman Tertentu 

yang dapat Diproduksi oleh 

Industri Rumah Tangga

1 1 100 155.050.000 148.081.206 95.51

Jumlah Dokumen Hasil 

Pengendalian dan Pengawasan 

serta Tindak Lanjut Pengawasan 

Sertifikat Produksi Pangan 

Industri Rumah Tangga dan 

Nomor P-IRT sebagai Izin 

Produksi, untuk Produk Makanan 

Minuman Tertentu yang Dapat 

Diproduksi oleh Industri Rumah 

Tangga

1.00 

dokumen

1.00 

dokumen

100

Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi 

Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain 

Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot 

Air Minum (DAM) 

100 100 100 15.000.000 14.432.800 96.22

Persentase Penerbitan Sertifikat Laik Higiene 

Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan 

(TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah 

Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)

100.00 

persen

100.00 

persen

100

Pengendalian dan Pengawasan 

serta Tindak Lanjut Pengawasan 

Penerbitan Sertifikat Laik Higiene 

Sanitasi Tempat Pengelolaan 

Makanan (TPM) antara lain Jasa 

Boga, Rumah Makan/Restoran dan 

Depot Air Minum (DAM) 

1 1 100 15.000.000 14.432.800 96.22
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Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Jumlah Dokumen Hasil 

Pengendalian dan Pengawasan 

serta Tindak Lanjut Pengawasan 

Penerbitan Sertifikat Laik Higiene 

Sanitasi Tempat Pengelolaan 

Makanan (TPM) antara lain Jasa 

Boga, Rumah Makan/Restoran 

dan Depot Air Minum (DAM)

1.00 

dokumen

1.00 

dokumen

100

Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil 

Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan 

Produk Makanan Minuman Industri Rumah 

Tangga

100 100 100 158.966.000 146.755.453 92.32

Persentase Pemeriksaan Post Market pada 

Produk Makanan Minuman Industri Rumah 

Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta 

Tindak Lanjut Pengawasan

100.00 

persen

100.00 

persen

100

Pemeriksaan Post Market pada 

Produk Makanan Minuman Industri 

Rumah Tangga yang Beredar dan 

Pengawasan serta Tindak Lanjut 

Pengawasan

1 1 100 158.966.000 146.755.453 92.32

Jumlah Produk dan Sarana 

Produksi Makanan- Minuman 

Industri Rumah Tangga Beredar 

yang Dilakukan Pemeriksaan 

Post Market dalam rangka Tindak 

Lanjut Pengawasan

1.00 unit 1.00 unit 100

Peningkatan 

kualitas derajat 

kesehatan 

masyarakat

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG 

KESEHATAN

100 100 100 808.339.534 744.360.935 92.09

Cakupan Pembinaan UKBM 100.00 

persen

100.00 

persen

100

Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, 

Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas 

Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

100 100 100 72.232.400 69.029.617 95.57
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Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Persentase Advokasi, Pemberdayaan, 

Kemitraan, Peningkatan Peran serta 

Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat 

Daerah Kabupaten/Kota

100.00 

persen

100.00 

persen

100

Peningkatan Upaya Promosi 

Kesehatan, Advokasi, Kemitraan 

dan Pemberdayaan Masyarakat

1 1 100 72.232.400 69.029.617 95.57

Jumlah Dokumen Promosi 

Kesehatan, Advokasi, Kemitraan 

dan Pemberdayaan Masyarakat

1.00 

dokumen

1.00 

dokumen

100

Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif 

Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

100 100 100 105.000.000 99.006.950 94.29

Persentase Pelaksanaan Sehat dalam 

rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota

100.00 

persen

100.00 

persen

100

Penyelenggaraan Promosi 

Kesehatan dan Gerakan Hidup 

Bersih dan Sehat

1 1 100 105.000.000 99.006.950 94.29

Jumlah Dokumen Hasil 

Penyelenggaraan Promosi 

Kesehatan dan Gerakan Hidup 

Bersih dan Sehat

1.00 

dokumen

1.00 

dokumen

100

Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya 

Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 

Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

100 100 100 631.107.134 576.324.368 91.32

Persentase Pengembangan dan 

Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber 

Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota

100.00 

persen

100.00 

persen

100

Bimbingan Teknis dan Supervisi 

Pengembangan dan Pelaksanaan 

Upaya Kesehatan Bersumber Daya 

Masyarakat (UKBM) 

4 4 100 631.107.134 576.324.368 91.32

Jumlah Dokumen Hasil 

Bimbingan Teknis dan Supervisi 

Upaya Kesehatan Bersumber 

Daya Masyarakat (UKBM)

4.00 

dokumen

4.00 

dokumen

100

PUSKESMAS 

SALAMAN I
3.429.297.087 3.194.610.023 93.16
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Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 

DAERAH KABUPATEN/KOTA 

100 100 100 2.934.328.173 2.813.541.034 95.88

Persentase ketercapaian pelayanan umum dan 

kepegawaian perangkat daerah

100.00 

persen

100.00 

persen

100

Peningkatan Pelayanan BLUD 100 100 100 2.934.328.173 2.813.541.034 95.88

Persentase peningkatan pelayanan BLUD 100.00 

persen

100.00 

persen

100

Pelayanan dan Penunjang 

Pelayanan BLUD 

1 1 100 2.934.328.173 2.813.541.034 95.88

Jumlah BLUD yang Menyediakan 

Pelayanan dan Penunjang 

Pelayanan

1.00 unit 

kerja

1.00 unit 

kerja

100

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN 

PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

89 89 100 494.968.914 381.068.989 76.99

Cakupan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan 

upaya kesehatan masyarakat

89.00 

persen

89.00 

persen

100

Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan 

untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah 

Kabupaten/Kota

100 100 100 8.928.520 8.780.100 98.34

Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan untuk UKM dan UKP 

Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

100.00 

persen

100.00 

persen

100

Pemeliharaan Rutin dan Berkala 

Alat Kesehatan/Alat Penunjang 

Medik Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan

19 19 100 8.928.520 8.780.100 98.34

Jumlah Alat Kesehatan/Alat 

Penunjang Medik Fasilitas 

Layanan Kesehatan yang 

Terpelihara Sesuai Standar

19.00 unit 19.00 unit 100

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan 

UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

100 100 100 486.040.394 372.288.889 76.6 Kegiatan belum terserap 

maksimal karena ada 

beberapa kegiatan yang 

tidak ada kasus dan 

keterbatasan Sumber 

Daya Manusia

Berkoordinasi dengan 

penanggungjawab 

program dan 

memaksimalkan rencana 

kegiatan untuk tahun yang 

akan datang agar kegiatan 

dapat terlaksana dengan 

baik

Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan 

untuk UKM dan UKP Rujukan

100.00 

persen

100.00 

persen

100

Peningkatan 

kualitas pelayanan 

kesehatan

Peningkatan 

derajat kesehatan 

masyarakat
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Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Ibu Hamil

560 495 88.39 261.128.660 222.936.600 85.37

Jumlah Ibu Hamil yang 

Mendapatkan Pelayanan 

Kesehatan Sesuai Standar

560.00 

orang

495.00 

orang

88.39

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Balita

2657 2633 99.1 11.279.970 8.820.800 78.2

Jumlah Balita yang Mendapatkan 

Pelayanan Kesehatan Sesuai 

Standar

2657.00 

orang

2633.00 

orang

99.1

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

pada Usia Pendidikan Dasar

9193 6780 73.75 6.239.961 6.171.200 98.9

Jumlah Anak Usia Pendidikan 

Dasar yang Mendapatkan 

Pelayanan Kesehatan Sesuai 

Standar

9193.00 

orang

6780.00 

orang

73.75 Terdapat kegiatan yang 

tidak terserap secara 

maksimal.

Berkoordinasi dengan 

penanggungjawab 

program dan 

memaksimalkan rencana 

kegiatan untuk tahun yang 

akan datang agar kegiatan 

dapat terlaksana dengan 

baik

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

pada Usia Produktif 

29713 22525 75.81 1.599.990 931 58.19 Kegiatan belum terserap 

maksimal karena 

keterbatasan Sumber 

Daya Manusia

Berkoordinasi dengan 

penanggungjawab 

program dan 

memaksimalkan rencana 

kegiatan untuk tahun yang 

akan datang agar kegiatan 

dapat terlaksana dengan 

baik

Jumlah Penduduk Usia Produktif 

yang Mendapatkan Pelayanan 

Kesehatan Sesuai Standar

29713.00 

orang

22525.00 

orang

75.81 Kegiatan belum terserap 

maksimal karena 

keterbatasan Sumber 

Daya Manusia

Berkoordinasi dengan 

penanggungjawab 

program dan 

memaksimalkan rencana 

kegiatan untuk tahun yang 

akan datang agar kegiatan 

dapat terlaksana dengan 

baik

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

pada Usia Lanjut

6644 5894 88.71 1.439.991 1.356.600 94.21

Jumlah Penduduk Usia Lanjut 

yang Mendapatkan Pelayanan 

Kesehatan Sesuai Standar

6644.00 

orang

5894.00 

orang

88.71
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Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Orang Terduga Tuberkulosis

317 317 100 7.679.952 3.857.000 50.22 Kurangnya sumber daya 

manusia dalam 

melaksanakan kegiatan.

Berkoordinasi dengan 

penanggungjawab 

program dan 

memaksimalkan rencana 

kegiatan untuk tahun yang 

akan datang agar kegiatan 

dapat terlaksana dengan 

baik

Jumlah Orang Terduga Menderita 

Tuberkulosis yang Mendapatkan 

Pelayanan Sesuai Standar

317.00 

orang

317.00 

orang

100

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Gizi Masyarakat

4 4 100 38.920.774 31.172.400 80.09

Jumlah Dokumen Hasil 

Pengelolaan Pelayanan 

Kesehatan Gizi Masyarakat

4.00 

dokumen

4.00 

dokumen

100

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Lingkungan 

6 6 100 2.239.986 1.170.400 52.25 Kegiatan belum terserap 

maksimal karena 

keterbatasan Sumber 

Daya Manusia

Berkoordinasi dengan 

penanggungjawab 

program dan 

memaksimalkan rencana 

kegiatan untuk tahun yang 

akan datang agar kegiatan 

dapat terlaksana dengan 

baik

Jumlah Dokumen Hasil 

Pengelolaan Pelayanan 

Kesehatan Lingkungan

6.00 

dokumen

6.00 

dokumen

100

Pengelolaan Pelayanan Promosi 

Kesehatan 

4 4 100 14.666.650 9.198.000 62.71 Kegiatan belum terserap 

maksimal karena 

keterbatasan Sumber 

Daya Manusia

Berkoordinasi dengan 

penanggungjawab 

program dan 

memaksimalkan rencana 

kegiatan untuk tahun yang 

akan datang agar kegiatan 

dapat terlaksana dengan 

baik

Jumlah Dokumen Hasil 

Pengelolaan Pelayanan Promosi 

Kesehatan

4.00 

dokumen

4.00 

dokumen

100

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Jiwa dan NAPZA

1 0 0 1.333.325 1.197.000 89.78
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Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Jumlah Penyalahguna NAPZA 

yang Mendapatkan Pelayanan 

Kesehatan

1.00 orang 0.00 orang 0 Realisasi keuangan 

menyesuaikan dengan 

integrasi anggaran dan 

kegiatan tergantung ada 

tidaknya kasus (kasuistik), 

termasuk dalam indikator 

negatif yaitu apabila tidak 

terjadi kasus maka artinya 

capaian baik

Menyusun rencana 

kegiatan dengan 

maksimal, mengevaluasi 

dan berkoordinasi dengan 

penanggungjawab 

kegiatan

Pelayanan Kesehatan Penyakit 

Menular dan Tidak Menular

4 4 100 24.426.514 21.040.600 86.14

Jumlah Dokumen Hasil 

Pelayanan Kesehatan Penyakit 

Menular dan Tidak Menular

4.00 

dokumen

4.00 

dokumen

100

Pengambilan dan Pengiriman 

Spesimen Penyakit Potensial KLB 

ke Laboratorium Rujukan/Nasional

1 1 100 3.199.980 0 0 Realisasi keuangan 

menyesuaikan dengan 

integrasi anggaran dan 

kegiatan tergantung ada 

tidaknya kasus (kasuistik)

Berkoordinasi dengan 

penanggungjawab 

program dan 

memaksimalkan rencana 

kegiatan untuk tahun yang 

akan datang agar kegiatan 

dapat terlaksana dengan 

baik

Jumlah Spesimen Penyakit 

Potensial Kejadian Luar Biasa 

(KLB) ke Laboratorium 

Rujukan/Nasional yang 

Didistribusikan

1.00 paket 1.00 paket 100

Operasional Pelayanan Puskesmas 4 4 100 107.778.000 63.825.489 59.22 Insentif belum terserap 

maksimal

Akan dioptimalkan 

capaian kinerja 

puskesmas agar insentif 

terserap maksimal

Jumlah Dokumen Operasional 

Pelayanan Puskesmas

4.00 

dokumen

4.00 

dokumen

100

Investigasi Awal Kejadian Tidak 

Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca 

Imunisasi dan Pemberian Obat 

Massal)

4 4 100 1.546.657 0 0 Realisasi keuangan 

menyesuaikan dengan 

integrasi anggaran dan 

kegiatan tergantung ada 

tidaknya kasus (kasuistik)

Berkoordinasi dengan 

penanggungjawab 

program dan 

memaksimalkan rencana 

kegiatan untuk tahun yang 

akan datang agar kegiatan 

dapat terlaksana dengan 

baik
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Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Jumlah Laporan Hasil Investigasi 

Awal Kejadian Tidak Diharapkan 

(Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi 

dan Pemberian Obat Massal)

4.00 

laporan

4.00 

laporan

100

Pengelolaan pelayanan kesehatan 

Malaria

23 1 4.35 2.559.984 611.8 23.9 Tidak banyak kasus 

malaria yang terjadi

Berkoordinasi dengan 

penanggungjawab 

program dan 

memaksimalkan rencana 

kegiatan untuk tahun yang 

akan datang agar kegiatan 

dapat terlaksana dengan 

baik

Jumlah orang yang mendapatkan 

pelayanan kesehatan malaria

23.00 

orang

1.00 orang 4.35 Tidak banyak kasus 

malaria yang terjadi

Berkoordinasi dengan 

penanggungjawab 

program dan 

memaksimalkan rencana 

kegiatan untuk tahun yang 

akan datang agar kegiatan 

dapat terlaksana dengan 

baik

PUSKESMAS 

SALAMAN II
1.837.639.315 1.619.061.868 88.11

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 

DAERAH KABUPATEN/KOTA 

200 200 100 1.421.664.440 1.336.625.367 94.02

Persentase ketercapaian pelayanan umum dan 

kepegawaian perangkat daerah

100.00 

persen

100.00 

persen

100

Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja 

OPD, dan keuangan perangkat daerah

100.00 

persen

100.00 

persen

100

Peningkatan Pelayanan BLUD 100 100 100 1.421.664.440 1.336.625.367 94.02

Persentase peningkatan pelayanan BLUD 100.00 

persen

100.00 

persen

100

Pelayanan dan Penunjang 

Pelayanan BLUD

1 1 100 1.421.664.440 1.336.625.367 94.02

Jumlah BLUD yang Menyediakan 

Pelayanan dan Penunjang 

Pelayanan

1.00 unit 

kerja

1.00 unit 

kerja

100

Peningkatan 

derajat kesehatan 

masyarakat

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN 

PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

89 89 100 399.041.330 267.141.501 66.95

Cakupan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan 

upaya kesehatan masyarakat

89.00 

persen

89.00 

persen

100

Peningkatan 

kualitas pelayanan 

kesehatan
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Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan 

UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

100 100 100 399.041.330 267.141.501 66.95 Kunjungan weight faltering 

tidak terserap, masih 

sedikitnya kasus pada 

beberapa kegiatan, 

pengambilan sampel 

lingkungan tidak 

dilakukan, dan terdapat 

kegiatan yang tidak bisa 

terealisasi

Menyusun rencana 

kegiatan untuk tahun yang 

akan datang dan 

berkoordinasi dengan 

penanggungjawab 

program dan lintas sektor 

terkait agar kegiatan dapat 

terlaksana dengan baik

Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan 

untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat 

Daerah Kabupaten/Kota

100.00 

persen

100.00 

persen

100

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Ibu Hamil

446 316 70.85 66.827.799 41.404.000 61.96 Kunjungan weight faltering 

tidak terserap semua

Koordinasi dengan 

penanggungjawab 

program terkait

Jumlah Ibu Hamil yang 

Mendapatkan Pelayanan 

Kesehatan Sesuai Standar

446.00 

orang

316.00 

orang

70.85 Kunjungan weight faltering 

tidak terserap semua

Koordinasi dengan 

penanggungjawab 

program terkait

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Balita

2005 1799 89.73 16.533.540 4.043.200 24.45 Kegiatan BIAS (Bulan 

Imunisasi Anak Sekolah) 

tidak terserap

Koordinasi dengan 

penanggungjawab 

program dan lintas sektor 

terkait

Jumlah Balita yang Mendapatkan 

Pelayanan Kesehatan Sesuai 

Standar

2005.00 

orang

1799.00 

orang

89.73

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

pada Usia Pendidikan Dasar

4418 3074 69.58 2.480.031 2.473.800 99.75

Jumlah Anak Usia Pendidikan 

Dasar yang Mendapatkan 

Pelayanan Kesehatan Sesuai 

Standar

4418.00 

orang

3074.00 

orang

69.58 Keterbatasan SDM dan 

banyaknya sasaran

Menyusun rencana 

kegiatan dengan 

maksimal, mengevaluasi 

dan berkoordinasi dengan 

penanggungjawab 

program

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

pada Usia Produktif 

19088 12374 64.83 1.120.014 0 0 Anggaran tidak bisa 

direalisasikan karena 

terjadi kesalahan dalam 

proses perencanaan dan 

penginputan di Aplikasi

Menyusun dan 

memaksimalkan rencana 

kegiatan untuk tahun yang 

akan datang agar kegiatan 

dapat terlaksana dengan 

baik

Jumlah Penduduk Usia Produktif 

yang Mendapatkan Pelayanan 

Kesehatan Sesuai Standar

19088.00 

orang

12374.00 

orang

64.83 Anggaran tidak bisa 

direalisasikan karena 

terjadi kesalahan dalam 

proses perencanaan dan 

penginputan di Aplikasi

Menyusun dan 

memaksimalkan rencana 

kegiatan untuk tahun yang 

akan datang agar kegiatan 

dapat terlaksana dengan 

baik
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Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

pada Usia Lanjut

8990 3351 37.27 89.467.785 80.465.000 89.94

Jumlah Penduduk Usia Lanjut 

yang Mendapatkan Pelayanan 

Kesehatan Sesuai Standar

8990.00 

orang

3351.00 

orang

37.27 Keterbatasan SDM dalam 

melaksanakan program

Melakukan follow up 

pemegang program agar 

memaksimalkan kegiatan 

di tahun depan

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Orang dengan Gangguan Jiwa 

Berat 

74 70 94.59 1.600.020 718.2 44.89 Kasus orang dengan 

gangguan jiwa sedikit dan 

semua sudah dikunjungi

Koordinasi dengan lintas 

sektor untuk kunjungan 

orang dengan gangguan 

jiwa

Jumlah Orang yang Mendapatkan 

Pelayanan Kesehatan Orang 

dengan Gangguan Jiwa Berat 

Sesuai Standar

74.00 

orang

70.00 

orang

94.59

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Orang Terduga Tuberkulosis

200 200 100 8.000.100 3.564.400 44.55 Kurangnya sumber daya 

manusia dalam 

melaksanakan kegiatan

Koordinasi dengan 

penanggungjawab 

program terkait

Jumlah Orang Terduga Menderita 

Tuberkulosis yang Mendapatkan 

Pelayanan Sesuai Standar

200.00 

orang

200.00 

orang

100

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

bagi Penduduk Terdampak Krisis 

Kesehatan Akibat Bencana 

dan/atau Berpotensi Bencana 

1 1 100 2.666.700 0 0 Realisasi keuangan 

menyesuaikan dengan 

integrasi anggaran dan 

kegiatan tergantung ada 

tidaknya kasus (kasuistik)

Berkoordinasi dengan 

penanggungjawab 

program dan 

memaksimalkan rencana 

kegiatan untuk tahun yang 

akan datang agar kegiatan 

dapat terlaksana dengan 

baik

Jumlah Dokumen Hasil 

Pengelolaan Pelayanan 

Kesehatan bagi Penduduk 

Terdampak Krisis Kesehatan 

Akibat Bencana dan/atau 

Berpotensi Bencana Sesuai 

Standar

1.00 

dokumen

1.00 

dokumen

100

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Gizi Masyarakat

4 4 100 41.715.270 24.690.200 59.19 Rujukan stunting tidak 

terealisasi karena tidak 

ada kasus

Akan direalisasikan jika 

ada kasus

Jumlah Dokumen Hasil 

Pengelolaan Pelayanan 

Kesehatan Gizi Masyarakat

4.00 

dokumen

4.00 

dokumen

100
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Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Lingkungan

6 6 100 3.200.040 1.596.000 49.87 Pengambilan sampel tidak 

dilakukan

Koordinasi dengan 

penanggungjawab 

program terkait

Jumlah Dokumen Hasil 

Pengelolaan Pelayanan 

Kesehatan Lingkungan

6.00 

dokumen

6.00 

dokumen

100

Pengelolaan Pelayanan Promosi 

Kesehatan

4 4 100 24.155.020 18.946.600 78.44

Jumlah Dokumen Hasil 

Pengelolaan Pelayanan Promosi 

Kesehatan

4.00 

dokumen

4.00 

dokumen

100

Pengelolaan Surveilans Kesehatan 12 12 100 1.066.680 0 0 Realisasi keuangan 

menyesuaikan dengan 

integrasi anggaran dan 

kegiatan tergantung ada 

tidaknya kasus (kasuistik), 

termasuk dalam indikator 

negatif yaitu apabila tidak 

terjadi kasus maka artinya 

capaian baik

Berkoordinasi dengan 

penanggungjawab 

program dan 

memaksimalkan rencana 

kegiatan untuk tahun yang 

akan datang agar kegiatan 

dapat terlaksana dengan 

baik

Jumlah Dokumen Hasil 

Pengelolaan Surveilans 

Kesehatan

12.00 

dokumen

12.00 

dokumen

100

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Jiwa dan NAPZA

1 0 0 1.333.350 1.330.000 99.75

Jumlah Penyalahguna NAPZA 

yang Mendapatkan Pelayanan 

Kesehatan

1.00 orang 0.00 orang 0 Realisasi keuangan 

menyesuaikan dengan 

integrasi anggaran dan 

kegiatan tergantung ada 

tidaknya kasus (kasuistik), 

termasuk dalam indikator 

negatif yaitu apabila tidak 

terjadi kasus maka artinya 

capaian baik

Menyusun rencana 

kegiatan dengan 

maksimal, mengevaluasi 

dan berkoordinasi dengan 

penanggungjawab 

kegiatan

Pelayanan Kesehatan Penyakit 

Menular dan Tidak Menular

4 4 100 41.787.189 37.186.600 88.99

Jumlah Dokumen Hasil 

Pelayanan Kesehatan Penyakit 

Menular dan Tidak Menular

4.00 

dokumen

4.00 

dokumen

100
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Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Pengambilan dan Pengiriman 

Spesimen Penyakit Potensial KLB 

ke Laboratorium Rujukan/Nasional

1 1 100 2.560.032 0 0 Realisasi keuangan 

menyesuaikan dengan 

integrasi anggaran dan 

kegiatan tergantung ada 

tidaknya kasus (kasuistik), 

termasuk dalam indikator 

negatif yaitu apabila tidak 

terjadi kasus maka artinya 

capaian baik

Menyusun rencana 

kegiatan dengan 

maksimal, mengevaluasi 

dan berkoordinasi dengan 

penanggungjawab 

kegiatan

Jumlah Spesimen Penyakit 

Potensial Kejadian Luar Biasa 

(KLB) ke Laboratorium 

Rujukan/Nasional yang 

Didistribusikan

1.00 paket 1.00 paket 100

Operasional Pelayanan Puskesmas 4 4 100 87.861.010 49.047.701 55.82 Insentif UKM tidak 

terserap semua, semua 

realisasi belanja

Mengoptimalkan realisasi 

belanja ditahun 

mendatang

Jumlah Dokumen Operasional 

Pelayanan Puskesmas

4.00 

dokumen

4.00 

dokumen

100

Investigasi Awal Kejadian Tidak 

Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca 

Imunisasi dan Pemberian Obat 

Massal)

4 4 100 533.34 0 0 Realisasi keuangan 

menyesuaikan dengan 

integrasi anggaran dan 

kegiatan tergantung ada 

tidaknya kasus (kasuistik), 

termasuk dalam indikator 

negatif yaitu apabila tidak 

terjadi kasus maka artinya 

capaian baik

Berkoordinasi dengan 

penanggungjawab 

program dan 

memaksimalkan rencana 

kegiatan untuk tahun yang 

akan datang agar kegiatan 

dapat terlaksana dengan 

baik

Jumlah Laporan Hasil Investigasi 

Awal Kejadian Tidak Diharapkan 

(Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi 

dan Pemberian Obat Massal)

4.00 

laporan

4.00 

laporan

100

Pengelolaan pelayanan kesehatan 

Malaria 

23 0 0 6.133.410 1.675.800 27.32 Kegiatan tergantung ada 

tidaknya kasus (kasuistik)

Menyusun rencana 

kegiatan dan koordinasi 

dengan penanggungjawab 

program terkait

Jumlah orang yang mendapatkan 

pelayanan kesehatan malaria

23.00 

orang

0.00 orang 0 Kegiatan tergantung ada 

tidaknya kasus (kasuistik)

Menyusun rencana 

kegiatan dan koordinasi 

dengan penanggungjawab 

program terkait

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG 

KESEHATAN

100 100 100 16.933.545 15.295.000 90.32Peningkatan 

derajat kesehatan 

masyarakat
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Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Cakupan Pembinaan UKBM 100.00 

persen

100.00 

persen

100

Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya 

Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 

Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

66 66 100 16.933.545 15.295.000 90.32

Persentase Pengembangan dan 

Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber 

Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota

66.00 

persen

66.00 

persen

100

Bimbingan Teknis dan Supervisi 

Pengembangan dan Pelaksanaan 

Upaya Kesehatan Bersumber Daya 

Masyarakat (UKBM) 

4 4 100 16.933.545 15.295.000 90.32

Jumlah Dokumen Hasil 

Bimbingan Teknis dan Supervisi 

Upaya Kesehatan Bersumber 

Daya Masyarakat (UKBM)

4.00 

dokumen

4.00 

dokumen

100

PUSKESMAS 

BOROBUDUR
4.091.470.652 3.862.593.818 94.41

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 

DAERAH KABUPATEN/KOTA 

200 200 100 3.429.449.507 3.253.728.774 94.88

Persentase ketercapaian pelayanan umum dan 

kepegawaian perangkat daerah

100.00 

persen

100.00 

persen

100

Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja 

OPD, dan keuangan perangkat daerah

100.00 

persen

100.00 

persen

100

Peningkatan Pelayanan BLUD 100 100 100 3.429.449.507 3.253.728.774 94.88

Persentase peningkatan pelayanan BLUD 100.00 

persen

100.00 

persen

100

Pelayanan dan Penunjang 

Pelayanan BLUD

1 1 100 3.429.449.507 3.253.728.774 94.88

Jumlah BLUD yang Menyediakan 

Pelayanan dan Penunjang 

Pelayanan

1.00 unit 

kerja

1.00 unit 

kerja

100

Peningkatan 

derajat kesehatan 

masyarakat

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN 

PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 

89 89 100 444.365.091 392.740.044 88.38

Cakupan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan 

upaya kesehatan masyarakat

89.00 

persen

89.00 

persen

100

Peningkatan 

derajat kesehatan 

masyarakat

Peningkatan 

kualitas pelayanan 

kesehatan
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Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan 

untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah 

Kabupaten/Kota

100 100 100 7.962.240 7.958.700 99.96

Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan untuk UKM dan UKP 

Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

100.00 

persen

100.00 

persen

100

Pemeliharaan Rutin dan Berkala 

Alat Kesehatan/Alat Penunjang 

Medik Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan

1 1 100 7.962.240 7.958.700 99.96

Jumlah Alat Kesehatan/Alat 

Penunjang Medik Fasilitas 

Layanan Kesehatan yang 

Terpelihara Sesuai Standar

1.00 unit 1.00 unit 100

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan 

UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

100 100 100 436.402.851 384.781.344 88.17

Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan 

untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat 

Daerah Kabupaten/Kota

100.00 

persen

100.00 

persen

100

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Ibu Hamil

880 767 87.16 90.499.044 88.228.200 97.49

Jumlah Ibu Hamil yang 

Mendapatkan Pelayanan 

Kesehatan Sesuai Standar

880.00 

orang

767.00 

orang

87.16

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Balita

4356 4088 93.85 14.569.326 14.510.700 99.6

Jumlah Balita yang Mendapatkan 

Pelayanan Kesehatan Sesuai 

Standar

4356.00 

orang

4088.00 

orang

93.85

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

pada Usia Pendidikan Dasar

7856 7856 100 1.866.690 1.755.600 94.05

Jumlah Anak Usia Pendidikan 

Dasar yang Mendapatkan 

Pelayanan Kesehatan Sesuai 

Standar

7856.00 

orang

7856.00 

orang

100
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Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

pada Usia Produktif 

40439 32324 79.93 5.066.730 3.803.800 75.07 Kegiatan edukasi calon 

pengantin, Rapat KUA, 

dan Penyuluhan KB sudah 

terserap rata-rata sudah 

terlaksana

Memaksimalkan 

penyerapan anggaran 

ditahun mendatang

Jumlah Penduduk Usia Produktif 

yang Mendapatkan Pelayanan 

Kesehatan Sesuai Standar

40439.00 

orang

32324.00 

orang

79.93

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

pada Usia Lanjut

8881 8776 98.82 15.000.000 15.000.000 100

Jumlah Penduduk Usia Lanjut 

yang Mendapatkan Pelayanan 

Kesehatan Sesuai Standar

8881.00 

orang

8776.00 

orang

98.82

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Orang dengan Gangguan Jiwa 

Berat 

160 160 100 640.008 638.4 99.75

Jumlah Orang yang Mendapatkan 

Pelayanan Kesehatan Orang 

dengan Gangguan Jiwa Berat 

Sesuai Standar

160.00 

orang

160.00 

orang

100

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Orang Terduga Tuberkulosis

439 439 100 2.133.360 1.915.200 89.77

Jumlah Orang Terduga Menderita 

Tuberkulosis yang Mendapatkan 

Pelayanan Sesuai Standar

439.00 

orang

439.00 

orang

100

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 

935 930 99.47 26.667 26.6 99.75

Jumlah Orang Terduga Menderita 

HIV yang Mendapatkan 

Pelayanan Sesuai Standar

935.00 

orang

930.00 

orang

99.47

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Gizi Masyarakat

4 4 100 37.247.560 36.780.600 98.75

Jumlah Dokumen Hasil 

Pengelolaan Pelayanan 

Kesehatan Gizi Masyarakat

4.00 

dokumen

4.00 

dokumen

100
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Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Kerja dan Olahraga 

4 4 100 114.235 0 0 Realisasi keuangan 

menyesuaikan dengan 

integrasi anggaran dan 

kegiatan tergantung ada 

tidaknya kasus (kasuistik)

Berkoordinasi dengan 

pemegang program terkait 

rencana kegiatan ditahun 

mendatang

Jumlah Dokumen Hasil 

Pengelolaan Pelayanan 

Kesehatan Kerja dan Olahraga

4.00 

dokumen

4.00 

dokumen

100

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Lingkungan 

6 6 100 1.066.680 0 0 Realisasi keuangan 

menyesuaikan dengan 

integrasi anggaran dan 

kegiatan tergantung ada 

tidaknya kasus (kasuistik)

Berkoordinasi dengan 

pemegang program terkait 

rencana kegiatan ditahun 

mendatang

Jumlah Dokumen Hasil 

Pengelolaan Pelayanan 

Kesehatan Lingkungan

6.00 

dokumen

6.00 

dokumen

100

Pengelolaan Pelayanan Promosi 

Kesehatan 

4 4 100 14.187.500 14.105.000 99.42

Jumlah Dokumen Hasil 

Pengelolaan Pelayanan Promosi 

Kesehatan

4.00 

dokumen

4.00 

dokumen

100

Pengelolaan Surveilans Kesehatan 12 12 100 1.920.024 691.6 36.02 Ada beberapa perjalanan 

dinas yang tidak 

terlaksana

Memaksimalkan realisasi 

anggaran ditahun 

selanjutnya

Jumlah Dokumen Hasil 

Pengelolaan Surveilans 

Kesehatan

12.00 

dokumen

12.00 

dokumen

100

Pelayanan Kesehatan Penyakit 

Menular dan Tidak Menular

4 4 100 76.507.623 70.729.400 92.45

Jumlah Dokumen Hasil 

Pelayanan Kesehatan Penyakit 

Menular dan Tidak Menular

4.00 

dokumen

4.00 

dokumen

100

Operasional Pelayanan Puskesmas 4 4 100 143.237.000 106.431.844 74.3 Insentif UKM tidak 

terserap semua, semua 

realisasi belanja

Memaksimalkan realisasi 

belanja ditahun 

mendatang

Jumlah Dokumen Operasional 

Pelayanan Puskesmas

4.00 

dokumen

4.00 

dokumen

100

Investigasi Awal Kejadian Tidak 

Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca 

Imunisasi dan Pemberian Obat 

Massal)

4 4 100 160.002 106.4 66.5 Terdapat kegiatan yang 

tidak terealisasikan

Menyusun rencana 

kegiatan untuk tahun yang 

akan datang dan 

memaksimalkan 

penyerapan anggaran 

agar kegiatan dapat 

terlaksana dengan baik
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Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Jumlah Laporan Hasil Investigasi 

Awal Kejadian Tidak Diharapkan 

(Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi 

dan Pemberian Obat Massal)

4.00 

laporan

4.00 

laporan

100

Pengelolaan pelayanan kesehatan 

Malaria

25 1 4 32.160.402 30.058.000 93.46

Jumlah orang yang mendapatkan 

pelayanan kesehatan malaria

25.00 

orang

1.00 orang 4 Tidak banyak kasus 

malaria yang terjadi

Menyusun rencana 

kegiatan dengan 

maksimal, dan 

berkoordinasi dengan 

penanggungjawab 

program terkait

Peningkatan 

derajat kesehatan 

masyarakat

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG 

KESEHATAN

100 100 100 217.656.054 216.125.000 99.3

Cakupan Pembinaan UKBM 100.00 

persen

100.00 

persen

100

Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya 

Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 

Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

66 66 100 217.656.054 216.125.000 99.3

Persentase Pengembangan dan 

Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber 

Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota

66.00 

persen

66.00 

persen

100

Bimbingan Teknis dan Supervisi 

Pengembangan dan Pelaksanaan 

Upaya Kesehatan Bersumber Daya 

Masyarakat (UKBM)

4 4 100 217.656.054 216.125.000 99.3

Jumlah Dokumen Hasil 

Bimbingan Teknis dan Supervisi 

Upaya Kesehatan Bersumber 

Daya Masyarakat (UKBM)

4.00 

dokumen

4.00 

dokumen

100

PUSKESMAS 

NGLUWAR
1.814.126.801 1.708.188.008 94.16

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 

DAERAH KABUPATEN/KOTA 

200 200 100 1.470.424.707 1.382.234.598 94

Persentase ketercapaian pelayanan umum dan 

kepegawaian perangkat daerah

100.00 

persen

100.00 

persen

100

Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja 

OPD, dan keuangan perangkat daerah

100.00 

persen

100.00 

persen

100

Peningkatan 

kualitas pelayanan 

kesehatan
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Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Peningkatan Pelayanan BLUD 100 100 100 1.470.424.707 1.382.234.598 94

Persentase peningkatan pelayanan BLUD 100.00 

persen

100.00 

persen

100

Pelayanan dan Penunjang 

Pelayanan BLUD 

1 1 100 1.470.424.707 1.382.234.598 94

Jumlah BLUD yang Menyediakan 

Pelayanan dan Penunjang 

Pelayanan

1.00 unit 

kerja

1.00 unit 

kerja

100

Peningkatan 

derajat kesehatan 

masyarakat

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN 

PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 

89 89 100 249.834.254 233.864.210 93.61

Cakupan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan 

upaya kesehatan masyarakat

89.00 

persen

89.00 

persen

100

Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan 

untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah 

Kabupaten/Kota

100 100 100 6.167.720 6.138.300 99.52

Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan untuk UKM dan UKP 

Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

100.00 

persen

100.00 

persen

100

Pemeliharaan Rutin dan Berkala 

Alat Kesehatan/Alat Penunjang 

Medik Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan

14 14 100 6.167.720 6.138.300 99.52

Jumlah Alat Kesehatan/Alat 

Penunjang Medik Fasilitas 

Layanan Kesehatan yang 

Terpelihara Sesuai Standar

14.00 unit 14.00 unit 100

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan 

UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

100 100 100 243.666.534 227.725.910 93.46

Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan 

untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat 

Daerah Kabupaten/Kota

100.00 

persen

100.00 

persen

100

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Ibu Hamil

373 291 78.02 41.547.006 40.574.400 97.66

Jumlah Ibu Hamil yang 

Mendapatkan Pelayanan 

Kesehatan Sesuai Standar

373.00 

orang

291.00 

orang

78.02
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Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Balita

1749 1720 98.34 2.560.032 2.500.400 97.67

Jumlah Balita yang Mendapatkan 

Pelayanan Kesehatan Sesuai 

Standar

1749.00 

orang

1720.00 

orang

98.34

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

pada Usia Pendidikan Dasar

3651 3495 95.73 3.200.040 2.899.400 90.61

Jumlah Anak Usia Pendidikan 

Dasar yang Mendapatkan 

Pelayanan Kesehatan Sesuai 

Standar

3651.00 

orang

3495.00 

orang

95.73

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

pada Usia Lanjut 

5930 4786 80.71 6.400.080 5.745.600 89.77

Jumlah Penduduk Usia Lanjut 

yang Mendapatkan Pelayanan 

Kesehatan Sesuai Standar

5930.00 

orang

4786.00 

orang

80.71

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Orang Terduga Tuberkulosis

224 224 100 720.009 718.2 99.75

Jumlah Orang Terduga Menderita 

Tuberkulosis yang Mendapatkan 

Pelayanan Sesuai Standar

224.00 

orang

224.00 

orang

100

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Gizi Masyarakat

4 4 100 15.766.692 13.887.400 88.08

Jumlah Dokumen Hasil 

Pengelolaan Pelayanan 

Kesehatan Gizi Masyarakat

4.00 

dokumen

4.00 

dokumen

100

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Kerja dan Olahraga 

4 4 100 52.053.360 50.928.000 97.84

Jumlah Dokumen Hasil 

Pengelolaan Pelayanan 

Kesehatan Kerja dan Olahraga

4.00 

dokumen

4.00 

dokumen

100

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Lingkungan

6 6 100 3.466.710 3.218.600 92.84

Jumlah Dokumen Hasil 

Pengelolaan Pelayanan 

Kesehatan Lingkungan

6.00 

dokumen

6.00 

dokumen

100
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Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Pengelolaan Pelayanan Promosi 

Kesehatan 

4 4 100 1.803.336 1.352.800 75.02 RPD bulan tidak terserap 

maksimal

Memaksimalkan 

perencanaan di tahun 

mendatang

Jumlah Dokumen Hasil 

Pengelolaan Pelayanan Promosi 

Kesehatan

4.00 

dokumen

4.00 

dokumen

100

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Jiwa dan NAPZA

1 1 100 480.006 478.8 99.75

Jumlah Penyalahguna NAPZA 

yang Mendapatkan Pelayanan 

Kesehatan

1.00 orang 1.00 orang 100

Pelayanan Kesehatan Penyakit 

Menular dan Tidak Menular

4 4 100 44.809.691 42.001.400 93.73

Jumlah Dokumen Hasil 

Pelayanan Kesehatan Penyakit 

Menular dan Tidak Menular

4.00 

dokumen

4.00 

dokumen

100

Operasional Pelayanan Puskesmas 4 4 100 70.646.236 63.420.910 89.77

Jumlah Dokumen Operasional 

Pelayanan Puskesmas

4.00 

dokumen

4.00 

dokumen

100

Investigasi Awal Kejadian Tidak 

Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca 

Imunisasi dan Pemberian Obat 

Massal)

4 4 100 213.336 0 0 RPD bulan tidak terserap 

maksimal

Memaksimalkan 

perencanaan di tahun 

mendatang

Jumlah Laporan Hasil Investigasi 

Awal Kejadian Tidak Diharapkan 

(Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi 

dan Pemberian Obat Massal)

4.00 

laporan

4.00 

laporan

100

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG 

KESEHATAN 

100 100 100 93.867.840 92.089.200 98.11

Cakupan Pembinaan UKBM 100.00 

persen

100.00 

persen

100

Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya 

Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 

Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

66 66 100 93.867.840 92.089.200 98.11

Persentase Pengembangan dan 

Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber 

Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota

66.00 

persen

66.00 

persen

100

Peningkatan 

derajat kesehatan 

masyarakat
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Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Bimbingan Teknis dan Supervisi 

Pengembangan dan Pelaksanaan 

Upaya Kesehatan Bersumber Daya 

Masyarakat (UKBM) 

4 4 100 93.867.840 92.089.200 98.11

Jumlah Dokumen Hasil 

Bimbingan Teknis dan Supervisi 

Upaya Kesehatan Bersumber 

Daya Masyarakat (UKBM)

4.00 

dokumen

4.00 

dokumen

100

PUSKESMAS 

SALAM
2.550.914.478 2.517.867.039 98.7

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 

DAERAH KABUPATEN/KOTA 

200 200 100 1.947.767.064 1.920.714.795 98.61

Persentase ketercapaian pelayanan umum dan 

kepegawaian perangkat daerah

100.00 

persen

100.00 

persen

100

Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja 

OPD, dan keuangan perangkat daerah

100.00 

persen

100.00 

persen

100

Peningkatan Pelayanan BLUD 100 100 100 1.947.767.064 1.920.714.795 98.61

Persentase peningkatan pelayanan BLUD 100.00 

persen

100.00 

persen

100

Pelayanan dan Penunjang 

Pelayanan BLUD 

1 1 100 1.947.767.064 1.920.714.795 98.61

Jumlah BLUD yang Menyediakan 

Pelayanan dan Penunjang 

Pelayanan

1.00 unit 

kerja

1.00 unit 

kerja

100

Peningkatan 

derajat kesehatan 

masyarakat

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN 

PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

89 89 100 510.612.924 504.676.744 98.84

Cakupan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan 

upaya kesehatan masyarakat

89.00 

persen

89.00 

persen

100

Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan 

untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah 

Kabupaten/Kota

100 100 100 4.918.400 4.773.000 97.04

Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan untuk UKM dan UKP 

Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

100.00 

persen

100.00 

persen

100

Pemeliharaan Rutin dan Berkala 

Alat Kesehatan/Alat Penunjang 

Medik Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan

12 12 100 4.918.400 4.773.000 97.04

Peningkatan 

kualitas pelayanan 

kesehatan
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Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Jumlah Alat Kesehatan/Alat 

Penunjang Medik Fasilitas 

Layanan Kesehatan yang 

Terpelihara Sesuai Standar

12.00 unit 12.00 unit 100

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan 

UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

100 100 100 505.694.524 499.903.744 98.85

Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan 

untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat 

Daerah Kabupaten/Kota

100.00 

persen

100.00 

persen

100

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Ibu Hamil

560 466 83.21 145.381.392 145.310.400 99.95

Jumlah Ibu Hamil yang 

Mendapatkan Pelayanan 

Kesehatan Sesuai Standar

560.00 

orang

466.00 

orang

83.21

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Balita

2604 2408 92.47 3.840.048 3.837.600 99.94

Jumlah Balita yang Mendapatkan 

Pelayanan Kesehatan Sesuai 

Standar

2604.00 

orang

2408.00 

orang

92.47

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

pada Usia Pendidikan Dasar

6322 5959 94.26 5.866.740 5.863.000 99.94

Jumlah Anak Usia Pendidikan 

Dasar yang Mendapatkan 

Pelayanan Kesehatan Sesuai 

Standar

6322.00 

orang

5959.00 

orang

94.26

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

pada Usia Produktif 

30714 22685 73.86 2.186.694 1.865.500 85.31

Jumlah Penduduk Usia Produktif 

yang Mendapatkan Pelayanan 

Kesehatan Sesuai Standar

30714.00 

orang

22685.00 

orang

73.86 Kegiatan edukasi catin, 

Rapat KUA, dan 

Penyuluhan KB sudah 

terserap rata-rata sudah 

terlaksana

Penyerapan anggaran 

akan dipertahankan 

secara maksimal

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

pada Usia Lanjut

8733 8733 100 56.580.276 56.566.200 99.98

Jumlah Penduduk Usia Lanjut 

yang Mendapatkan Pelayanan 

Kesehatan Sesuai Standar

8733.00 

orang

8733.00 

orang

100
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Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Orang dengan Gangguan Jiwa 

Berat 

120 120 100 6.480.081 6.396.000 98.7

Jumlah Orang yang Mendapatkan 

Pelayanan Kesehatan Orang 

dengan Gangguan Jiwa Berat 

Sesuai Standar

120.00 

orang

120.00 

orang

100

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Orang Terduga Tuberkulosis

349 349 100 2.080.026 2.078.700 99.94

Jumlah Orang Terduga Menderita 

Tuberkulosis yang Mendapatkan 

Pelayanan Sesuai Standar

349.00 

orang

349.00 

orang

100

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Gizi Masyarakat

4 4 100 28.191.744 28.187.800 99.99

Jumlah Dokumen Hasil 

Pengelolaan Pelayanan 

Kesehatan Gizi Masyarakat

4.00 

dokumen

4.00 

dokumen

100

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Kerja dan Olahraga 

4 4 100 320.004 319.8 99.94

Jumlah Dokumen Hasil 

Pengelolaan Pelayanan 

Kesehatan Kerja dan Olahraga

4.00 

dokumen

4.00 

dokumen

100

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Lingkungan 

6 6 100 1.946.691 1.918.800 98.57

Jumlah Dokumen Hasil 

Pengelolaan Pelayanan 

Kesehatan Lingkungan

6.00 

dokumen

6.00 

dokumen

100

Pengelolaan Pelayanan Promosi 

Kesehatan 

4 4 100 81.425.585 78.833.000 96.82

Jumlah Dokumen Hasil 

Pengelolaan Pelayanan Promosi 

Kesehatan

4.00 

dokumen

4.00 

dokumen

100

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Jiwa dan NAPZA

1 0 0 880.011 852.8 96.91
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Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Jumlah Penyalahguna NAPZA 

yang Mendapatkan Pelayanan 

Kesehatan

1.00 orang 0.00 orang 0 Realisasi keuangan 

menyesuaikan dengan 

integrasi anggaran dan 

kegiatan tergantung ada 

tidaknya kasus (kasuistik), 

termasuk dalam indikator 

negatif yaitu apabila tidak 

terjadi kasus maka artinya 

capaian baik

Berkoordinasi dengan 

penanggungjawab 

program dan 

memaksimalkan rencana 

kegiatan untuk tahun yang 

akan datang agar kegiatan 

dapat terlaksana dengan 

baik

Pelayanan Kesehatan Penyakit 

Menular dan Tidak Menular

4 4 100 45.227.232 42.586.700 94.16

Jumlah Dokumen Hasil 

Pelayanan Kesehatan Penyakit 

Menular dan Tidak Menular

4.00 

dokumen

4.00 

dokumen

100

Operasional Pelayanan Puskesmas 4 4 100 125.288.000 125.287.444 100

Jumlah Dokumen Operasional 

Pelayanan Puskesmas

4.00 

dokumen

4.00 

dokumen

100

Peningkatan 

derajat kesehatan 

masyarakat

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG 

KESEHATAN 

100 100 100 92.534.490 92.475.500 99.94

Cakupan Pembinaan UKBM 100.00 

persen

100.00 

persen

100

Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya 

Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 

Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

66 66 100 92.534.490 92.475.500 99.94

Persentase Pengembangan dan 

Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber 

Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota

66.00 

persen

66.00 

persen

100

Bimbingan Teknis dan Supervisi 

Pengembangan dan Pelaksanaan 

Upaya Kesehatan Bersumber Daya 

Masyarakat (UKBM) 

4 4 100 92.534.490 92.475.500 99.94

Jumlah Dokumen Hasil 

Bimbingan Teknis dan Supervisi 

Upaya Kesehatan Bersumber 

Daya Masyarakat (UKBM)

4.00 

dokumen

4.00 

dokumen

100

PUSKESMAS 

SRUMBUNG
2.170.520.285 2.031.148.426 93.58
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Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 

DAERAH KABUPATEN/KOTA 

200 200 100 1.561.772.238 1.535.002.273 98.29

Persentase ketercapaian pelayanan umum dan 

kepegawaian perangkat daerah

100.00 

persen

100.00 

persen

100

Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja 

OPD, dan keuangan perangkat daerah

100.00 

persen

100.00 

persen

100

Peningkatan Pelayanan BLUD 100 100 100 1.561.772.238 1.535.002.273 98.29

Persentase peningkatan pelayanan BLUD 100.00 

persen

100.00 

persen

100

Pelayanan dan Penunjang 

Pelayanan BLUD 

1 1 100 1.561.772.238 1.535.002.273 98.29

Jumlah BLUD yang Menyediakan 

Pelayanan dan Penunjang 

Pelayanan

1.00 unit 

kerja

1.00 unit 

kerja

100

Peningkatan 

derajat kesehatan 

masyarakat

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN 

PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 

89 89 100 522.133.631 424.379.353 81.28

Cakupan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan 

upaya kesehatan masyarakat

89.00 

persen

89.00 

persen

100

Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan 

untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah 

Kabupaten/Kota

100 100 100 4.280.400 4.207.400 98.29

Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan untuk UKM dan UKP 

Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

100.00 

persen

100.00 

persen

100

Pemeliharaan Rutin dan Berkala 

Alat Kesehatan/Alat Penunjang 

Medik Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan

11 11 100 4.280.400 4.207.400 98.29

Jumlah Alat Kesehatan/Alat 

Penunjang Medik Fasilitas 

Layanan Kesehatan yang 

Terpelihara Sesuai Standar

11.00 unit 11.00 unit 100

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan 

UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

100 100 100 517.853.231 420.171.953 81.14

Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan 

untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat 

Daerah Kabupaten/Kota

100.00 

persen

100.00 

persen

100

Peningkatan 

kualitas pelayanan 

kesehatan
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Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Ibu Hamil

588 489 83.16 189.711.450 138.268.200 72.88 Kegiatan belum terserap 

maksimal karena 

keterbatasan Sumber 

Daya Manusia

Berkoordinasi dengan 

penanggungjawab dan 

memaksimalkan rencana 

kegiatan untuk tahun yang 

akan datang agar kegiatan 

dapat terlaksana dengan 

baik

Jumlah Ibu Hamil yang 

Mendapatkan Pelayanan 

Kesehatan Sesuai Standar

588.00 

orang

489.00 

orang

83.16

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Balita

2982 2729 91.52 9.620.100 9.600.000 99.79

Jumlah Balita yang Mendapatkan 

Pelayanan Kesehatan Sesuai 

Standar

2982.00 

orang

2729.00 

orang

91.52

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

pada Usia Produktif 

31199 13016 41.72 6.160.077 5.719.000 92.84

Jumlah Penduduk Usia Produktif 

yang Mendapatkan Pelayanan 

Kesehatan Sesuai Standar

31199.00 

orang

13016.00 

orang

41.72 Kurangnya realisasi 

sasaran

Mengevaluasi dan 

berkoordinasi dengan 

lintas sektor KUA

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

pada Usia Lanjut

6927 5815 83.95 36.960.084 36.890.000 99.81

Jumlah Penduduk Usia Lanjut 

yang Mendapatkan Pelayanan 

Kesehatan Sesuai Standar

6927.00 

orang

5815.00 

orang

83.95

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Orang dengan Gangguan Jiwa 

Berat 

123 72 58.54 960.012 957.6 99.75

Jumlah Orang yang Mendapatkan 

Pelayanan Kesehatan Orang 

dengan Gangguan Jiwa Berat 

Sesuai Standar

123.00 

orang

72.00 

orang

58.54 Kurangnya realisasi 

sasaran

Mengevaluasi dan 

berkoordinasi dengan 

KUA

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Orang Terduga Tuberkulosis 

335 283 84.48 4.160.052 3.936.800 94.63

Jumlah Orang Terduga Menderita 

Tuberkulosis yang Mendapatkan 

Pelayanan Sesuai Standar

335.00 

orang

283.00 

orang

84.48
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Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Gizi Masyarakat

4 4 100 54.422.550 52.736.700 96.9

Jumlah Dokumen Hasil 

Pengelolaan Pelayanan 

Kesehatan Gizi Masyarakat

4.00 

dokumen

4.00 

dokumen

100

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Lingkungan 

6 6 100 7.093.422 7.075.600 99.75

Jumlah Dokumen Hasil 

Pengelolaan Pelayanan 

Kesehatan Lingkungan

6.00 

dokumen

6.00 

dokumen

100

Pengelolaan Pelayanan Promosi 

Kesehatan 

4 4 100 39.249.281 36.435.000 92.83

Jumlah Dokumen Hasil 

Pengelolaan Pelayanan Promosi 

Kesehatan

4.00 

dokumen

4.00 

dokumen

100

Pengelolaan Surveilans Kesehatan 12 12 100 1.600.020 638.4 39.9 Kegiatan POPM 

Kecacingan ada 

penangguhan kegiatan

Berkoordinasi dengan 

penanggungjawab 

program terkait dan 

memaksimalkan rencana 

kegiatan untuk tahun yang 

akan datang agar kegiatan 

dapat terlaksana dengan 

baik

Jumlah Dokumen Hasil 

Pengelolaan Surveilans 

Kesehatan

12.00 

dokumen

12.00 

dokumen

100

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Jiwa dan NAPZA 

1 0 0 1.600.020 1.596.000 99.75

Jumlah Penyalahguna NAPZA 

yang Mendapatkan Pelayanan 

Kesehatan

1.00 orang 0.00 orang 0 Realisasi keuangan 

menyesuaikan dengan 

integrasi anggaran dan 

kegiatan tergantung ada 

tidaknya kasus (kasuistik), 

termasuk dalam indikator 

negatif yaitu apabila tidak 

terjadi kasus maka artinya 

capaian baik

Menyusun rencana 

kegiatan dengan 

maksimal, mengevaluasi 

dan berkoordinasi dengan 

penanggungjawab 

kegiatan

Pelayanan Kesehatan Penyakit 

Menular dan Tidak Menular

4 4 100 38.560.482 34.473.600 89.4

Jumlah Dokumen Hasil 

Pelayanan Kesehatan Penyakit 

Menular dan Tidak Menular

4.00 

dokumen

4.00 

dokumen

100
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Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Pengambilan dan Pengiriman 

Spesimen Penyakit Potensial KLB 

ke Laboratorium Rujukan/Nasional

1 1 100 266.67 0 0 Realisasi keuangan 

menyesuaikan dengan 

integrasi anggaran dan 

kegiatan tergantung ada 

tidaknya kasus (kasuistik), 

termasuk dalam indikator 

negatif yaitu apabila tidak 

terjadi kasus maka artinya 

capaian baik

Menyusun rencana 

kegiatan dengan 

maksimal, mengevaluasi 

dan berkoordinasi dengan 

penanggungjawab 

kegiatan

Jumlah Spesimen Penyakit 

Potensial Kejadian Luar Biasa 

(KLB) ke Laboratorium 

Rujukan/Nasional yang 

Didistribusikan

1.00 paket 1.00 paket 100

Operasional Pelayanan Puskesmas 4 4 100 126.609.000 91.845.053 72.54 Insentif UKM tidak 

terserap semua, semua 

realisasi belanja

Mengoptimalkan realisasi 

belanja ditahun 

mendatang

Jumlah Dokumen Operasional 

Pelayanan Puskesmas

4.00 

dokumen

4.00 

dokumen

100

Investigasi Awal Kejadian Tidak 

Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca 

Imunisasi dan Pemberian Obat 

Massal)

4 4 100 800.01 0 0 Realisasi keuangan 

menyesuaikan dengan 

integrasi anggaran dan 

kegiatan tergantung ada 

tidaknya kasus (kasuistik), 

termasuk dalam indikator 

negatif yaitu apabila tidak 

terjadi kasus maka artinya 

capaian baik

Berkoordinasi dengan 

penanggungjawab 

program dan 

memaksimalkan rencana 

kegiatan untuk tahun yang 

akan datang agar kegiatan 

dapat terlaksana dengan 

baik

Jumlah Laporan Hasil Investigasi 

Awal Kejadian Tidak Diharapkan 

(Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi 

dan Pemberian Obat Massal)

4.00 

laporan

4.00 

laporan

100

Pengelolaan pelayanan kesehatan 

Malaria

1 0 0 80.001 0 0 Tidak terdapat kasus Akan direalisasikan jika 

ada kasus

Jumlah orang yang mendapatkan 

pelayanan kesehatan malaria

1.00 orang 0.00 orang 0 Tidak terdapat kasus Akan direalisasikan jika 

ada kasus

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG 

KESEHATAN 

100 100 100 86.614.416 71.766.800 82.86

Cakupan Pembinaan UKBM 100.00 

persen

100.00 

persen

100

Peningkatan 

derajat kesehatan 

masyarakat
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Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya 

Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 

Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

66 66 100 86.614.416 71.766.800 82.86

Persentase Pengembangan dan 

Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber 

Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota

66.00 

persen

66.00 

persen

100

Bimbingan Teknis dan Supervisi 

Pengembangan dan Pelaksanaan 

Upaya Kesehatan Bersumber Daya 

Masyarakat (UKBM) 

4 4 100 86.614.416 71.766.800 82.86

Jumlah Dokumen Hasil 

Bimbingan Teknis dan Supervisi 

Upaya Kesehatan Bersumber 

Daya Masyarakat (UKBM)

4.00 

dokumen

4.00 

dokumen

100

PUSKESMAS 

DUKUN
2.909.336.356 2.783.873.132 95.69

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 

DAERAH KABUPATEN/KOTA

200 200 100 2.281.597.033 2.268.751.332 99.44

Persentase ketercapaian pelayanan umum dan 

kepegawaian perangkat daerah

100.00 

persen

100.00 

persen

100

Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja 

OPD, dan keuangan perangkat daerah

100.00 

persen

100.00 

persen

100

Peningkatan Pelayanan BLUD 100 100 100 2.281.597.033 2.268.751.332 99.44

Persentase peningkatan pelayanan BLUD 100.00 

persen

100.00 

persen

100

Pelayanan dan Penunjang 

Pelayanan BLUD 

1 1 100 2.281.597.033 2.268.751.332 99.44

Jumlah BLUD yang Menyediakan 

Pelayanan dan Penunjang 

Pelayanan

1.00 unit 

kerja

1.00 unit 

kerja

100

Peningkatan 

derajat kesehatan 

masyarakat

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN 

PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

89 89 100 619.339.218 509.163.400 82.21

Cakupan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan 

upaya kesehatan masyarakat

89.00 

persen

89.00 

persen

100

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan 

UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

100 100 100 619.339.218 509.163.400 82.21

Peningkatan 

kualitas pelayanan 

kesehatan
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Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan 

untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat 

Daerah Kabupaten/Kota

100 100 100

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Ibu Hamil

487 487 100 202.766.760 195.736.400 96.53

Jumlah Ibu Hamil yang 

Mendapatkan Pelayanan 

Kesehatan Sesuai Standar

487.00 

orang

487.00 

orang

100

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Balita

2693 2693 100 18.950.160 13.411.200 70.77 Kegiatan BIAS (Bulan 

Imunisasi Anak Sekolah) 

atau imunisasi di 

posyandu tidak ada, 

karena untuk imunisasi 

datang langsung ke 

puskesmas

Berkoordinasi dengan 

Penanggungjawab 

Imunisasi terkait 

perencanaan ditahun 

mendatang

Jumlah Balita yang Mendapatkan 

Pelayanan Kesehatan Sesuai 

Standar

2693.00 

orang

2693.00 

orang

100

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

pada Usia Produktif 

30135 30135 100 26.720.334 7.767.200 29.07 Edukasi untuk perkawinan 

sudah dilakukan di KUA 

dan kegiatan penyuluhan 

kesehatan reproduksi 

dilakukan PLKB di desa-

desa

Berkoordinasi dengan 

lintas sektor yaitu KUA 

dan PLKB terkait kegiatan 

ditahun mendatang

Jumlah Penduduk Usia Produktif 

yang Mendapatkan Pelayanan 

Kesehatan Sesuai Standar

30135.00 

orang

30135.00 

orang

100

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

pada Usia Lanjut

7886 7727 97.98 62.690.328 56.762.000 90.54

Jumlah Penduduk Usia Lanjut 

yang Mendapatkan Pelayanan 

Kesehatan Sesuai Standar

7886.00 

orang

7727.00 

orang

97.98

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Orang dengan Gangguan Jiwa 

Berat 

118 109 92.37 3.600.045 1.064.000 29.56 Semua orang dengan 

gangguan jiwa sudah 

dikunjungi, jadi untuk 

kasus sedikit

Berkooordinasi dengan 

lintas sektor untuk 

kunjungan orang dengan 

gangguan jiwa

Jumlah Orang yang Mendapatkan 

Pelayanan Kesehatan Orang 

dengan Gangguan Jiwa Berat 

Sesuai Standar

118.00 

orang

109.00 

orang

92.37
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Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Orang Terduga Tuberkulosis

346 326 94.22 8.000.100 798 9.97 Kasus Tuberkulosis 

sedikit

Berkoordinasi dengan 

penanggungjawab 

program terkait dan 

memaksimalkan rencana 

kegiatan untuk tahun yang 

akan datang agar kegiatan 

dapat terlaksana dengan 

baik

Jumlah Orang Terduga Menderita 

Tuberkulosis yang Mendapatkan 

Pelayanan Sesuai Standar

346.00 

orang

326.00 

orang

94.22

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Gizi Masyarakat

4 4 100 58.514.796 47.288.100 80.81

Jumlah Dokumen Hasil 

Pengelolaan Pelayanan 

Kesehatan Gizi Masyarakat

4.00 

dokumen

4.00 

dokumen

100

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Lingkungan 

6 6 100 1.600.020 1.596.000 99.75

Jumlah Dokumen Hasil 

Pengelolaan Pelayanan 

Kesehatan Lingkungan

6.00 

dokumen

6.00 

dokumen

100

Pengelolaan Pelayanan Promosi 

Kesehatan 

4 4 100 48.735.000 36.405.000 74.7 Kegiatan Vaksinasi 

bersama Mitra Kelompok 

tidak terealisasi, sudah 

tidak ada vaksin dan 

jarang mitra kelompok

Akan direalisasikan jika 

ada mitra kelompok yang 

belum vaksin dan vaksin 

tersedia

Jumlah Dokumen Hasil 

Pengelolaan Pelayanan Promosi 

Kesehatan

4.00 

dokumen

4.00 

dokumen

100

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Jiwa dan NAPZA

1 0 0 1.920.024 718.2 37.41 Kegiatan skrining jiwa 

dilakukan sekaligus 

dengan UKS, dan petugas 

sama

Berkoordinasi dengan 

penanggungjawab 

program terkait

Jumlah Penyalahguna NAPZA 

yang Mendapatkan Pelayanan 

Kesehatan

1.00 orang 0.00 orang 0 Realisasi keuangan 

menyesuaikan dengan 

integrasi anggaran dan 

kegiatan tergantung ada 

tidaknya kasus (kasuistik)

Berkoordinasi dengan 

penanggungjawab 

program terkait

Pelayanan Kesehatan Penyakit 

Menular dan Tidak Menular

4 4 100 53.802.977 44.915.500 83.48

Jumlah Dokumen Hasil 

Pelayanan Kesehatan Penyakit 

Menular dan Tidak Menular

4.00 

dokumen

4.00 

dokumen

100
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Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Operasional Pelayanan Puskesmas 4 4 100 131.452.000 102.701.800 78.13

Jumlah Dokumen Operasional 

Pelayanan Puskesmas

4.00 

dokumen

4.00 

dokumen

100

Investigasi Awal Kejadian Tidak 

Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca 

Imunisasi dan Pemberian Obat 

Massal)

4 4 100 586.674 0 0 Realisasi keuangan 

menyesuaikan dengan 

integrasi anggaran dan 

kegiatan tergantung ada 

tidaknya kasus (kasuistik)

Berkoordinasi dengan 

penanggungjawab 

program dan 

memaksimalkan rencana 

kegiatan untuk tahun yang 

akan datang agar kegiatan 

dapat terlaksana dengan 

baik

Jumlah Laporan Hasil Investigasi 

Awal Kejadian Tidak Diharapkan 

(Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi 

dan Pemberian Obat Massal)

4.00 

laporan

4.00 

laporan

100 Realisasi keuangan 

menyesuaikan dengan 

integrasi anggaran dan 

kegiatan tergantung ada 

tidaknya kasus (kasuistik)

Berkoordinasi dengan 

penanggungjawab 

program dan 

memaksimalkan rencana 

kegiatan untuk tahun yang 

akan datang agar kegiatan 

dapat terlaksana dengan 

baik

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG 

KESEHATAN 

100 100 100 8.400.105 5.958.400 70.93

Cakupan Pembinaan UKBM 100.00 

persen

100.00 

persen

100

Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya 

Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 

Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

66 66 100 8.400.105 5.958.400 70.93 Kegiatan Pemberdayaan 

Kader khusus kasus 

Tuberkulosis tidak banyak

Memaksimalkan rencana 

kegiatan jika ada 

penambahan kasus 

Tuberkulosis

Persentase Pengembangan dan 

Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber 

Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota

66.00 

persen

66.00 

persen

100

Bimbingan Teknis dan Supervisi 

Pengembangan dan Pelaksanaan 

Upaya Kesehatan Bersumber Daya 

Masyarakat (UKBM) 

4 4 100 8.400.105 5.958.400 70.93 Kegiatan Pemberdayaan 

Kader khusus kasus 

Tuberkulosis tidak banyak

Memaksimalkan rencana 

kegiatan jika ada 

penambahan kasus 

Tuberkulosis

Jumlah Dokumen Hasil 

Bimbingan Teknis dan Supervisi 

Upaya Kesehatan Bersumber 

Daya Masyarakat (UKBM)

4.00 

dokumen

4.00 

dokumen

100

PUSKESMAS 

SAWANGAN I
2.194.902.509 2.015.572.332 91.83

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 

DAERAH KABUPATEN/KOTA

200 200 100 1.698.500.651 1.612.022.531 94.91

Peningkatan 

derajat kesehatan 

masyarakat

Peningkatan 

kualitas pelayanan 

kesehatan
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Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Persentase ketercapaian pelayanan umum dan 

kepegawaian perangkat daerah

100.00 

persen

100.00 

persen

100

Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja 

OPD, dan keuangan perangkat daerah

100.00 

persen

100.00 

persen

100

Peningkatan Pelayanan BLUD 100 100 100 1.698.500.651 1.612.022.531 94.91

Persentase peningkatan pelayanan BLUD 100.00 

persen

100.00 

persen

100

Pelayanan dan Penunjang 

Pelayanan BLUD

1 1 100 1.698.500.651 1.612.022.531 94.91

Jumlah BLUD yang Menyediakan 

Pelayanan dan Penunjang 

Pelayanan

1.00 unit 

kerja

1.00 unit 

kerja

100

Peningkatan 

derajat kesehatan 

masyarakat

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN 

PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

89 89 100 486.161.730 393.681.201 80.98

Cakupan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan 

upaya kesehatan masyarakat

89.00 

persen

89.00 

persen

100

Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan 

untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah 

Kabupaten/Kota

100 100 100 8.278.920 8.191.800 98.95

Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan untuk UKM dan UKP 

Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

100.00 

persen

100.00 

persen

100

Pemeliharaan Rutin dan Berkala 

Alat Kesehatan/Alat Penunjang 

Medik Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan

12 12 100 8.278.920 8.191.800 98.95

Jumlah Alat Kesehatan/Alat 

Penunjang Medik Fasilitas 

Layanan Kesehatan yang 

Terpelihara Sesuai Standar

12.00 unit 12.00 unit 100

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan 

UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

100 100 100 477.882.810 385.489.401 80.67

Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan 

untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat 

Daerah Kabupaten/Kota

100.00 

persen

100.00 

persen

100

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Ibu Hamil

376 323 85.9 99.854.160 94.900.000 95.04

Peningkatan 

kualitas pelayanan 

kesehatan

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI MAGELANG TAHUN 2023 | 59



Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Jumlah Ibu Hamil yang 

Mendapatkan Pelayanan 

Kesehatan Sesuai Standar

376.00 

orang

323.00 

orang

85.9

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Balita

1652 1652 100 11.257.623 8.466.500 75.21 Kegiatan imunisasi tidak 

terserap

Menyusun rencana 

kegiatan dan 

berkoordinasi dengan 

penanggungjawab 

program terkait untuk 

tahun yang akan datang 

agar kegiatan dapat 

terlaksana dengan baik

Jumlah Balita yang Mendapatkan 

Pelayanan Kesehatan Sesuai 

Standar

1652.00 

orang

1652.00 

orang

100

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

pada Usia Produktif 

19379 14831 76.53 3.946.716 3.458.000 87.62

Jumlah Penduduk Usia Produktif 

yang Mendapatkan Pelayanan 

Kesehatan Sesuai Standar

19379.00 

orang

14831.00 

orang

76.53 Kegiatan skrining 

dilakukan sekaligus 

dengan uks dan petugas 

sama

Memaksimalkan rencana 

kegiatan, berkoordinasi 

dengan penanggungjawab 

program terkait

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

pada Usia Lanjut

4729 3935 83.21 23.333.400 23.320.000 99.94

Jumlah Penduduk Usia Lanjut 

yang Mendapatkan Pelayanan 

Kesehatan Sesuai Standar

4729.00 

orang

3935.00 

orang

83.21

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Orang dengan Gangguan Jiwa 

Berat 

76 65 85.53 13.200.165 13.167.000 99.75

Jumlah Orang yang Mendapatkan 

Pelayanan Kesehatan Orang 

dengan Gangguan Jiwa Berat 

Sesuai Standar

76.00 

orang

65.00 

orang

85.53

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Orang Terduga Tuberkulosis

210 210 100 1.306.683 1.303.400 99.75

Jumlah Orang Terduga Menderita 

Tuberkulosis yang Mendapatkan 

Pelayanan Sesuai Standar

210.00 

orang

210.00 

orang

100

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Gizi Masyarakat

4 4 100 25.920.108 21.966.800 84.75
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Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Jumlah Dokumen Hasil 

Pengelolaan Pelayanan 

Kesehatan Gizi Masyarakat

4.00 

dokumen

4.00 

dokumen

100

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Kerja dan Olahraga 

4 4 100 213.336 212.8 99.75

Jumlah Dokumen Hasil 

Pengelolaan Pelayanan 

Kesehatan Kerja dan Olahraga

4.00 

dokumen

4.00 

dokumen

100

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Lingkungan 

6 6 100 1.120.014 0 0 Realisasi keuangan 

menyesuaikan dengan 

integrasi anggaran dan 

kegiatan tergantung ada 

tidaknya kasus (kasuistik), 

termasuk dalam indikator 

negatif yaitu apabila tidak 

terjadi kasus maka artinya 

capaian baik

Menyusun rencana 

kegiatan dan 

berkoordinasi dengan 

penanggungjawab 

program terkait untuk 

tahun yang akan datang 

agar kegiatan dapat 

terlaksana dengan baik

Jumlah Dokumen Hasil 

Pengelolaan Pelayanan 

Kesehatan Lingkungan

6.00 

dokumen

6.00 

dokumen

100

Pengelolaan Pelayanan Promosi 

Kesehatan 

4 4 100 120.099.330 91.462.400 76.16 Ada kegiatan yang tidak 

terealisasi dikarenakan 

salah mengajukan RPD

Akan di benahi di tahun 

selanjutnya

Jumlah Dokumen Hasil 

Pengelolaan Pelayanan Promosi 

Kesehatan

4.00 

dokumen

4.00 

dokumen

100

Pengelolaan Surveilans Kesehatan 12 12 100 853.344 319.2 37.41 Realisasi keuangan 

menyesuaikan dengan 

integrasi anggaran dan 

kegiatan tergantung ada 

tidaknya kasus (kasuistik), 

termasuk dalam indikator 

negatif yaitu apabila tidak 

terjadi kasus maka artinya 

capaian baik

Menyusun dan 

memaksimalkan rencana 

kegiatan ditahun 

mendatang dan akan 

direalisasikan jika terjadi 

kasus

Jumlah Dokumen Hasil 

Pengelolaan Surveilans 

Kesehatan

12.00 

dokumen

12.00 

dokumen

100
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Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Jiwa dan NAPZA

1 0 0 1.840.023 718.2 39.03 Kegiatan skrining jiwa 

dilakukan sekaligus 

dengan uks, dan petugas 

sama

Menyusun rencana 

kegiatan dan 

berkoordinasi dengan 

penangungjawab program 

terkait untuk tahun yang 

akan datang agar kegiatan 

dapat terlaksana dengan 

baik

Jumlah Penyalahguna NAPZA 

yang Mendapatkan Pelayanan 

Kesehatan

1.00 orang 0.00 orang 0 Realisasi keuangan 

menyesuaikan dengan 

integrasi anggaran dan 

kegiatan tergantung ada 

tidaknya kasus (kasuistik)

Menyusun rencana 

kegiatan dengan 

maksimal, mengevaluasi 

dan berkoordinasi dengan 

penanggungjawab 

kegiatan

Pelayanan Kesehatan Penyakit 

Menular dan Tidak Menular

4 4 100 71.574.228 57.296.400 80.05

Jumlah Dokumen Hasil 

Pelayanan Kesehatan Penyakit 

Menular dan Tidak Menular

4.00 

dokumen

4.00 

dokumen

100

Pengambilan dan Pengiriman 

Spesimen Penyakit Potensial KLB 

ke Laboratorium Rujukan/Nasional 

1 1 100 640.008 478.8 74.81 Realisasi keuangan 

menyesuaikan dengan 

integrasi anggaran dan 

kegiatan tergantung ada 

tidaknya kasus (kasuistik)

Menyusun dan 

memaksimalkan rencana 

kegiatan ditahun 

mendatang dan akan 

direalisasikan jika terjadi 

kasus

Jumlah Spesimen Penyakit 

Potensial Kejadian Luar Biasa 

(KLB) ke Laboratorium 

Rujukan/Nasional yang 

Didistribusikan

1.00 paket 1.00 paket 100

Operasional Pelayanan Puskesmas 4 4 100 102.297.000 68.419.901 66.88 Insentif ukm tidak dapat 

teralisasi

Memaksimalkan realisasi 

belanja di tahun 2024

Jumlah Dokumen Operasional 

Pelayanan Puskesmas

4.00 

dokumen

4.00 

dokumen

100

Investigasi Awal Kejadian Tidak 

Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca 

Imunisasi dan Pemberian Obat 

Massal) 

4 4 100 426.672 0 0 Realisasi keuangan 

menyesuaikan dengan 

integrasi anggaran dan 

kegiatan tergantung ada 

tidaknya kasus (kasuistik)

Menyusun dan 

memaksimalkan rencana 

kegiatan ditahun 

mendatang dan akan 

direalisasikan jika terjadi 

kasus KIPI

Jumlah Laporan Hasil Investigasi 

Awal Kejadian Tidak Diharapkan 

(Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi 

dan Pemberian Obat Massal)

4.00 

laporan

4.00 

laporan

100
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Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG 

KESEHATAN 

100 100 100 10.240.128 9.868.600 96.37

Cakupan Pembinaan UKBM 100.00 

persen

100.00 

persen

100

Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya 

Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 

Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

66 66 100 10.240.128 9.868.600 96.37

Persentase Pengembangan dan 

Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber 

Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota

66.00 

persen

66.00 

persen

100

Bimbingan Teknis dan Supervisi 

Pengembangan dan Pelaksanaan 

Upaya Kesehatan Bersumber Daya 

Masyarakat (UKBM) 

4 4 100 10.240.128 9.868.600 96.37

Jumlah Dokumen Hasil 

Bimbingan Teknis dan Supervisi 

Upaya Kesehatan Bersumber 

Daya Masyarakat (UKBM)

4.00 

dokumen

4.00 

dokumen

100

PUSKESMAS 

SAWANGAN II
1.861.198.727 1.816.334.119 97.59

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 

DAERAH KABUPATEN/KOTA

200 200 100 1.526.514.887 1.507.339.606 98.74

Persentase ketercapaian pelayanan umum dan 

kepegawaian perangkat daerah

100.00 

persen

100.00 

persen

100

Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja 

OPD, dan keuangan perangkat daerah

100.00 

persen

100.00 

persen

100

Peningkatan Pelayanan BLUD 100 100 100 1.526.514.887 1.507.339.606 98.74

Persentase peningkatan pelayanan BLUD 100.00 

persen

100.00 

persen

100

Pelayanan dan Penunjang 

Pelayanan BLUD 

1 1 100 1.526.514.887 1.507.339.606 98.74

Jumlah BLUD yang Menyediakan 

Pelayanan dan Penunjang 

Pelayanan

1.00 unit 

kerja

1.00 unit 

kerja

100

Peningkatan 

derajat kesehatan 

masyarakat

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN 

PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 

89 89 100 317.430.291 291.779.154 91.92

Peningkatan 

derajat kesehatan 

masyarakat

Peningkatan 

kualitas pelayanan 

kesehatan
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Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Cakupan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan 

upaya kesehatan masyarakat

89.00 

persen

89.00 

persen

100

Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan 

untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah 

Kabupaten/Kota

100 100 100 4.736.280 4.606.500 97.26

Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan untuk UKM dan UKP 

Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

100.00 

persen

100.00 

persen

100

Pemeliharaan Rutin dan Berkala 

Alat Kesehatan/Alat Penunjang 

Medik Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan

11 11 100 4.736.280 4.606.500 97.26

Jumlah Alat Kesehatan/Alat 

Penunjang Medik Fasilitas 

Layanan Kesehatan yang 

Terpelihara Sesuai Standar

11.00 unit 11.00 unit 100

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan 

UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

100 100 100 312.694.011 287.172.654 91.84

Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan 

untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat 

Daerah Kabupaten/Kota

100.00 

persen

100.00 

persen

100

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Ibu Hamil

328 295 89.94 65.979.270 65.961.917 99.97

Jumlah Ibu Hamil yang 

Mendapatkan Pelayanan 

Kesehatan Sesuai Standar

328.00 

orang

295.00 

orang

89.94

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Balita

1490 1467 98.46 2.346.696 0 0 Tidak ada pendampingan 

rujukan balita stunting 

atau gizi buruk

Memaksimalkan rencana 

kegiatan dan 

berkoordinasi dengan 

penanggungjawab 

program terkait untuk 

tahun yang akan datang 

agar kegiatan dapat 

terlaksana dengan baik

Jumlah Balita yang Mendapatkan 

Pelayanan Kesehatan Sesuai 

Standar

1490.00 

orang

1467.00 

orang

98.46

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

pada Usia Pendidikan Dasar 

2512 2512 100 2.240.028 2.154.600 96.19

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI MAGELANG TAHUN 2023 | 64



Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Jumlah Anak Usia Pendidikan 

Dasar yang Mendapatkan 

Pelayanan Kesehatan Sesuai 

Standar

2512.00 

orang

2512.00 

orang

100

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

pada Usia Produktif

17436 15758 90.38 3.066.705 3.006.872 98.05

Jumlah Penduduk Usia Produktif 

yang Mendapatkan Pelayanan 

Kesehatan Sesuai Standar

17436.00 

orang

15758.00 

orang

90.38

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

pada Usia Lanjut 

5187 3510 67.67 1.173.348 1.065.608 90.82

Jumlah Penduduk Usia Lanjut 

yang Mendapatkan Pelayanan 

Kesehatan Sesuai Standar

5187.00 

orang

3510.00 

orang

67.67 Penemuan sasaran 

program yang ada di 

lapangan sedikit

Menyusun rencana 

kegiatan dengan 

maksimal, mengevaluasi 

dan berkoordinasi dengan 

penanggungjawab 

program

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Orang dengan Gangguan Jiwa 

Berat

69 69 100 4.560.057 2.874.609 63.04 Semua orang dengan 

gangguan jiwa sudah 

dikunjungi dan kasus 

tergolong sedikit

Berkoordinasi dengan 

lintas sektor untuk 

kunjungan orang dengan 

gangguan jiwa

Jumlah Orang yang Mendapatkan 

Pelayanan Kesehatan Orang 

dengan Gangguan Jiwa Berat 

Sesuai Standar

69.00 

orang

69.00 

orang

100

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Orang Terduga Tuberkulosis 

193 193 100 5.866.740 5.856.422 99.82

Jumlah Orang Terduga Menderita 

Tuberkulosis yang Mendapatkan 

Pelayanan Sesuai Standar

193.00 

orang

193.00 

orang

100

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

bagi Penduduk Terdampak Krisis 

Kesehatan Akibat Bencana 

dan/atau Berpotensi Bencana 

1 1 100 400.005 0 0 Realisasi keuangan 

menyesuaikan dengan 

integrasi anggaran dan 

kegiatan tergantung ada 

tidaknya kasus (kasuistik), 

termasuk dalam indikator 

negatif yaitu apabila tidak 

terjadi kasus maka artinya 

capaian baik

Memaksimalkan rencana 

kegiatan, berkoordinasi 

dengan penanggungjawab 

program terkait dan akan 

direalisasikan apabila 

terjadi kasus
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Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Jumlah Dokumen Hasil 

Pengelolaan Pelayanan 

Kesehatan bagi Penduduk 

Terdampak Krisis Kesehatan 

Akibat Bencana dan/atau 

Berpotensi Bencana Sesuai 

Standar

1.00 

dokumen

1.00 

dokumen

100

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Gizi Masyarakat

4 4 100 52.150.928 50.860.460 97.53

Jumlah Dokumen Hasil 

Pengelolaan Pelayanan 

Kesehatan Gizi Masyarakat

4.00 

dokumen

4.00 

dokumen

100

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Kerja dan Olahraga 

4 4 100 13.373.746 12.676.000 94.78

Jumlah Dokumen Hasil 

Pengelolaan Pelayanan 

Kesehatan Kerja dan Olahraga

4.00 

dokumen

4.00 

dokumen

100

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Lingkungan

6 6 100 1.493.352 1.490.404 99.8

Jumlah Dokumen Hasil 

Pengelolaan Pelayanan 

Kesehatan Lingkungan

6.00 

dokumen

6.00 

dokumen

100

Pengelolaan Surveilans Kesehatan 12 12 100 1.333.350 532.335 39.92 Jumlah kasus sedikit dan 

direalisasikan 

berdasarkan jumlah kasus

Koordinasi dengan 

penanggungjawab 

program terkait

Jumlah Dokumen Hasil 

Pengelolaan Surveilans 

Kesehatan

12.00 

dokumen

12.00 

dokumen

100

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Jiwa dan NAPZA 

1 0 0 800.01 638.601 79.82

Jumlah Penyalahguna NAPZA 

yang Mendapatkan Pelayanan 

Kesehatan

1.00 orang 0.00 orang 0 Realisasi keuangan 

menyesuaikan dengan 

integrasi anggaran dan 

kegiatan tergantung ada 

tidaknya kasus (kasuistik), 

termasuk dalam indikator 

negatif yaitu apabila tidak 

terjadi kasus maka artinya 

capaian baik

Menyusun rencana 

kegiatan dengan 

maksimal, mengevaluasi 

dan berkoordinasi dengan 

penanggungjawab 

kegiatan
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Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Pelayanan Kesehatan Penyakit 

Menular dan Tidak Menular

4 4 100 87.467.760 75.281.885 86.07

Jumlah Dokumen Hasil 

Pelayanan Kesehatan Penyakit 

Menular dan Tidak Menular

4.00 

dokumen

4.00 

dokumen

100

Pengambilan dan Pengiriman 

Spesimen Penyakit Potensial KLB 

ke Laboratorium Rujukan/Nasional

1 1 100 266.67 0 0 Realisasi keuangan 

menyesuaikan dengan 

integrasi anggaran dan 

kegiatan tergantung ada 

tidaknya kasus (kasuistik), 

termasuk dalam indikator 

negatif yaitu apabila tidak 

terjadi kasus maka artinya 

capaian baik

Memaksimalkan rencana 

kegiatan, berkoordinasi 

dengan penanggungjawab 

program terkait dan akan 

direalisasikan apabila 

terjadi kasus

Jumlah Spesimen Penyakit 

Potensial Kejadian Luar Biasa 

(KLB) ke Laboratorium 

Rujukan/Nasional yang 

Didistribusikan

1.00 paket 1.00 paket 100

Operasional Pelayanan Puskesmas 4 4 100 69.162.000 64.772.941 93.65

Jumlah Dokumen Operasional 

Pelayanan Puskesmas

4.00 

dokumen

4.00 

dokumen

100

Investigasi Awal Kejadian Tidak 

Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca 

Imunisasi dan Pemberian Obat 

Massal)

4 4 100 800.01 0 0 Realisasi keuangan 

menyesuaikan dengan 

integrasi anggaran dan 

kegiatan tergantung ada 

tidaknya kasus (kasuistik), 

termasuk dalam indikator 

negatif yaitu apabila tidak 

terjadi kasus maka artinya 

capaian baik

Memaksimalkan rencana 

kegiatan, berkoordinasi 

dengan penanggungjawab 

program terkait dan akan 

direalisasikan apabila 

terjadi kasus KIPI

Jumlah Laporan Hasil Investigasi 

Awal Kejadian Tidak Diharapkan 

(Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi 

dan Pemberian Obat Massal)

4.00 

laporan

4.00 

laporan

100
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Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Pengelolaan pelayanan kesehatan 

Malaria

1 0 0 213.336 0 0 Tidak ada kasus malaria Menyusun dan 

memaksimalkan rencana 

kegiatan, berkoordinasi 

dengan penanggungjawab 

program terkait dan akan 

direalisasikan apabila 

terjadi kasus malaria

Jumlah orang yang mendapatkan 

pelayanan kesehatan malaria

1.00 orang 0.00 orang 0 Tidak ada kasus malaria Menyusun dan 

memaksimalkan rencana 

kegiatan, berkoordinasi 

dengan penanggungjawab 

program terkait dan akan 

direalisasikan apabila 

terjadi kasus malaria
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG 

KESEHATAN
100 100 100 17.253.549 17.215.359 99.78

Cakupan Pembinaan UKBM 100.00 

persen

100.00 

persen

100

Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya 

Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 

Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

66 66 100 17.253.549 17.215.359 99.78

Persentase Pengembangan dan 

Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber 

Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota

66.00 

persen

66.00 

persen

100

Bimbingan Teknis dan Supervisi 

Pengembangan dan Pelaksanaan 

Upaya Kesehatan Bersumber Daya 

Masyarakat (UKBM)

4 4 100 17.253.549 17.215.359 99.78

Jumlah Dokumen Hasil 

Bimbingan Teknis dan Supervisi 

Upaya Kesehatan Bersumber 

Daya Masyarakat (UKBM)

4.00 

dokumen

4.00 

dokumen

100

PUSKESMAS 

MUNTILAN I
1.897.152.042 1.837.630.211 96.86

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 

DAERAH KABUPATEN/KOTA

200 200 100 1.494.624.787 1.487.989.194 99.56

Persentase ketercapaian pelayanan umum dan 

kepegawaian perangkat daerah

100.00 

persen

100.00 

persen

100

Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja 

OPD, dan keuangan Perangkat Daerah

100.00 

persen

100.00 

persen

100

Peningkatan Pelayanan BLUD 100 100 100 1.494.624.787 1.487.989.194 99.56

Peningkatan 

derajat kesehatan 

masyarakat

Peningkatan 

kualitas pelayanan 

kesehatan
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Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Persentase peningkatan pelayanan BLUD 100.00 

persen

100.00 

persen

100

Pelayanan dan Penunjang 

Pelayanan BLUD

1 1 100 1.494.624.787 1.487.989.194 99.56

Jumlah BLUD yang Menyediakan 

Pelayanan dan Penunjang 

Pelayanan

1.00 unit 

kerja

1.00 unit 

kerja

100

Peningkatan 

derajat kesehatan 

masyarakat

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN 

PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

89 89 100 385.460.375 333.814.017 86.6

Cakupan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan 

upaya kesehatan masyarakat

89.00 

persen

89.00 

persen

100

Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan 

untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah 

Kabupaten/Kota

100 100 100 5.257.120 5.085.000 96.73

Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan untuk UKM dan UKP 

Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

100.00 

persen

100.00 

persen

100

Pemeliharaan Rutin dan Berkala 

Alat Kesehatan/Alat Penunjang 

Medik Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan

13 13 100 5.257.120 5.085.000 96.73

Jumlah Alat Kesehatan/Alat 

Penunjang Medik Fasilitas 

Layanan Kesehatan yang 

Terpelihara Sesuai Standar

13.00 unit 13.00 unit 100

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan 

UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

100 100 100 380.203.255 328.729.017 86.46

Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan 

untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat 

Daerah Kabupaten/Kota

100.00 

persen

100.00 

persen

100

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Ibu Hamil

311 311 100 93.387.372 93.245.600 99.85

Jumlah Ibu Hamil yang 

Mendapatkan Pelayanan 

Kesehatan Sesuai Standar

311.00 

orang

311.00 

orang

100

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Balita

1690 1621 95.92 35.253.450 35.230.000 99.93
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Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Jumlah Balita yang Mendapatkan 

Pelayanan Kesehatan Sesuai 

Standar

1690.00 

orang

1621.00 

orang

95.92

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

pada Usia Produktif 

19629 19629 100 1.600.020 0 0 Realisasi keuangan 

menyesuaikan dengan 

integrasi anggaran dan 

kegiatan tergantung ada 

tidaknya kasus (kasuistik), 

termasuk dalam indikator 

negatif yaitu apabila tidak 

terjadi kasus maka artinya 

capaian baik

Memaksimalkan rencana 

kegiatan dan anggaran 

jika terdapat kasus

Jumlah Penduduk Usia Produktif 

yang Mendapatkan Pelayanan 

Kesehatan Sesuai Standar

19629.00 

orang

19629.00 

orang

100 Realisasi keuangan 

menyesuaikan dengan 

integrasi anggaran dan 

kegiatan tergantung ada 

tidaknya kasus (kasuistik), 

termasuk dalam indikator 

negatif yaitu apabila tidak 

terjadi kasus maka artinya 

capaian baik

Memaksimalkan rencana 

kegiatan dan anggaran 

jika terdapat kasus

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

pada Usia Lanjut

2761 2761 100 23.466.720 23.456.000 99.95

Jumlah Penduduk Usia Lanjut 

yang Mendapatkan Pelayanan 

Kesehatan Sesuai Standar

2761.00 

orang

2761.00 

orang

100

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Orang dengan Gangguan Jiwa 

Berat

76 44 57.89 1.920.024 0 0 Realisasi keuangan 

menyesuaikan dengan 

integrasi anggaran dan 

kegiatan tergantung ada 

tidaknya kasus (kasuistik), 

termasuk dalam indikator 

negatif yaitu apabila tidak 

terjadi kasus maka artinya 

capaian baik

Memaksimalkan rencana 

kegiatan dan anggaran 

jika terdapat kasus

Jumlah Orang yang Mendapatkan 

Pelayanan Kesehatan Orang 

dengan Gangguan Jiwa Berat 

Sesuai Standar

76.00 

orang

44.00 

orang

57.89 Realisasi keuangan 

menyesuaikan dengan 

integrasi anggaran dan 

kegiatan tergantung ada 

tidaknya kasus (kasuistik), 

termasuk dalam indikator 

negatif yaitu apabila tidak 

terjadi kasus maka artinya 

capaian baik

Memaksimalkan rencana 

kegiatan dan anggaran 

jika terdapat kasus
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Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Orang Terduga Tuberkulosis

197 197 100 19.200.240 10.640.000 55.42 Realisasi keuangan 

menyesuaikan dengan 

integrasi anggaran dan 

kegiatan tergantung ada 

tidaknya kasus (kasuistik), 

termasuk dalam indikator 

negatif yaitu apabila tidak 

terjadi kasus maka artinya 

capaian baik

Memaksimalkan rencana 

kegiatan dan anggaran 

jika terdapat kasus

Jumlah Orang Terduga Menderita 

Tuberkulosis yang Mendapatkan 

Pelayanan Sesuai Standar

197.00 

orang

197.00 

orang

100

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 

419 419 100 4.266.720 266 6.23 Realisasi keuangan 

menyesuaikan dengan 

integrasi anggaran dan 

kegiatan tergantung ada 

tidaknya kasus (kasuistik), 

termasuk dalam indikator 

negatif yaitu apabila tidak 

terjadi kasus maka artinya 

capaian baik

Memaksimalkan rencana 

kegiatan dan anggaran 

jika terdapat kasus

Jumlah Orang Terduga Menderita 

HIV yang Mendapatkan 

Pelayanan Sesuai Standar

419.00 

orang

419.00 

orang

100

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Gizi Masyarakat

4 4 100 69.105.805 53.759.400 77.79

Jumlah Dokumen Hasil 

Pengelolaan Pelayanan 

Kesehatan Gizi Masyarakat

4.00 

dokumen

4.00 

dokumen

100

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Lingkungan

6 6 100 6.826.752 6.809.600 99.75

Jumlah Dokumen Hasil 

Pengelolaan Pelayanan 

Kesehatan Lingkungan

6.00 

dokumen

6.00 

dokumen

100

Pengelolaan Pelayanan Promosi 

Kesehatan

4 4 100 3.426.670 3.426.000 99.98

Jumlah Dokumen Hasil 

Pengelolaan Pelayanan Promosi 

Kesehatan

4.00 

dokumen

4.00 

dokumen

100
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Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Jiwa dan NAPZA

1 0 0 1.280.016 0 0 Tidak terdapat kasus Memaksimalkan rencana 

kegiatan dan anggaran 

jika terdapat kasus

Jumlah Penyalahguna NAPZA 

yang Mendapatkan Pelayanan 

Kesehatan

1.00 orang 0.00 orang 0 Tidak ditemukannya 

kasus

Menyusun rencana 

kegiatan dengan 

maksimal, mengevaluasi 

dan berkoordinasi dengan 

penanggungjawab 

kegiatan

Pelayanan Kesehatan Penyakit 

Menular dan Tidak Menular

4 4 100 33.333.750 25.456.200 76.37 Tidak terdapat kasus Memaksimalkan rencana 

kegiatan dan anggaran 

jika terdapat kasus

Jumlah Dokumen Hasil 

Pelayanan Kesehatan Penyakit 

Menular dan Tidak Menular

4.00 

dokumen

4.00 

dokumen

100

Operasional Pelayanan Puskesmas 4 4 100 83.189.000 73.407.817 88.24

Jumlah Dokumen Operasional 

Pelayanan Puskesmas

4.00 

dokumen

4.00 

dokumen

100

Investigasi Awal Kejadian Tidak 

Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca 

Imunisasi dan Pemberian Obat 

Massal)

4 4 100 3.946.716 3.032.400 76.83 Tidak terdapat kasus Memaksimalkan rencana 

kegiatan dan anggaran 

jika terdapat kasus

Jumlah Laporan Hasil Investigasi 

Awal Kejadian Tidak Diharapkan 

(Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi 

dan Pemberian Obat Massal)

4.00 

laporan

4.00 

laporan

100

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG 

KESEHATAN 

100 100 100 17.066.880 15.827.000 92.74

Cakupan Pembinaan UKBM 100.00 

persen

100.00 

persen

100

Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya 

Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 

Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

66 66 100 17.066.880 15.827.000 92.74

Persentase Pengembangan dan 

Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber 

Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota

66.00 

persen

66.00 

persen

100

Peningkatan 

derajat kesehatan 

masyarakat
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Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Bimbingan Teknis dan Supervisi 

Pengembangan dan Pelaksanaan 

Upaya Kesehatan Bersumber Daya 

Masyarakat (UKBM) 

4 4 100 17.066.880 15.827.000 92.74

Jumlah Dokumen Hasil 

Bimbingan Teknis dan Supervisi 

Upaya Kesehatan Bersumber 

Daya Masyarakat (UKBM)

4.00 

dokumen

4.00 

dokumen

100

PUSKESMAS 

MUNTILAN II
2.186.435.786 1.930.739.869 88.31

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 

DAERAH KABUPATEN/KOTA

200 200 100 1.782.683.115 1.597.756.923 89.63

Persentase ketercapaian pelayanan umum dan 

kepegawaian perangkat daerah

100.00 

persen

100.00 

persen

100

Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja 

OPD, dan keuangan perangkat daerah

100.00 

persen

100.00 

persen

100

Peningkatan Pelayanan BLUD 100 100 100 1.782.683.115 1.597.756.923 89.63

Persentase peningkatan pelayanan BLUD 100.00 

persen

100.00 

persen

100

Pelayanan dan Penunjang 

Pelayanan BLUD

1 1 100 1.782.683.115 1.597.756.923 89.63

Jumlah BLUD yang Menyediakan 

Pelayanan dan Penunjang 

Pelayanan

1.00 unit 

kerja

1.00 unit 

kerja

100

Peningkatan 

derajat kesehatan 

masyarakat

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN 

PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

89 89 100 402.472.655 331.706.146 82.42

Cakupan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan 

upaya kesehatan masyarakat

89.00 

persen

89.00 

persen

100

Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan 

untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah 

Kabupaten/Kota

100 100 100 5.929.920 3.996.000 67.39 Barang yang masuk 

belum habis masa berlaku 

kalibrasi di tahun 

berikutnya

Reschedule ulang

Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan untuk UKM dan UKP 

Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

100.00 

persen

100.00 

persen

100

Pemeliharaan Rutin dan Berkala 

Alat Kesehatan/Alat Penunjang 

Medik Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan

13 13 100 5.929.920 3.996.000 67.39 Barang yang masuk 

belum habis masa berlaku 

kalibrasi di tahun 

berikutnya

Reschedule ulang

Peningkatan 

kualitas pelayanan 

kesehatan
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Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Jumlah Alat Kesehatan/Alat 

Penunjang Medik Fasilitas 

Layanan Kesehatan yang 

Terpelihara Sesuai Standar

13.00 unit 13.00 unit 100

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan 

UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

100 100 100 396.542.735 327.710.146 82.64

Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan 

untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat 

Daerah Kabupaten/Kota

100.00 

persen

100.00 

persen

100

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Ibu Hamil

533 452 84.8 39.225.249 38.856.000 99.06

Jumlah Ibu Hamil yang 

Mendapatkan Pelayanan 

Kesehatan Sesuai Standar

533.00 

orang

452.00 

orang

84.8

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Balita

3050 2264 74.23 28.212.840 19.871.900 70.44 Tidak banyak kasus yang 

terjadi

Akan dimaksimalkan dan 

direalisasikan jika terjadi 

kasus

Jumlah Balita yang Mendapatkan 

Pelayanan Kesehatan Sesuai 

Standar

3050.00 

orang

2264.00 

orang

74.23 Tidak banyak kasus yang 

terjadi

Akan dimaksimalkan dan 

direalisasikan jika terjadi 

kasus

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

pada Usia Pendidikan Dasar

10055 7022 69.84 4.800.060 4.229.400 88.11

Jumlah Anak Usia Pendidikan 

Dasar yang Mendapatkan 

Pelayanan Kesehatan Sesuai 

Standar

10055.00 

orang

7022.00 

orang

69.84 Keterbatasan SDM dan 

banyaknya sasaran

Menyusun rencana 

kegiatan dengan 

maksimal, mengevaluasi 

dan berkoordinasi dengan 

penanggungjawab 

kegiatan

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

pada Usia Produktif 

32335 15740 48.68 2.346.696 1.596.000 68.01 Keterbatasan SDM dan 

jadwal catin di KUA 1 

bulan hanya 2 kali

Berkoordinasi dengan 

lintas sektor KUA

Jumlah Penduduk Usia Produktif 

yang Mendapatkan Pelayanan 

Kesehatan Sesuai Standar

32335.00 

orang

15740.00 

orang

48.68 Keterbatasan SDM dan 

jadwal catin di KUA 1 

bulan hanya 2 kali

Berkoordinasi dengan 

lintas sektor KUA

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

pada Usia Lanjut 

6383 6009 94.14 1.733.355 1.729.000 99.75

Jumlah Penduduk Usia Lanjut 

yang Mendapatkan Pelayanan 

Kesehatan Sesuai Standar

6383.00 

orang

6009.00 

orang

94.14
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Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Orang dengan Gangguan Jiwa 

Berat 

124 108 87.1 6.613.416 6.490.400 98.14

Jumlah Orang yang Mendapatkan 

Pelayanan Kesehatan Orang 

dengan Gangguan Jiwa Berat 

Sesuai Standar

124.00 

orang

108.00 

orang

87.1

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Orang Terduga Tuberkulosis

341 341 100 1.600.020 1.596.000 99.75

Jumlah Orang Terduga Menderita 

Tuberkulosis yang Mendapatkan 

Pelayanan Sesuai Standar

341.00 

orang

341.00 

orang

100

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

bagi Penduduk Terdampak Krisis 

Kesehatan Akibat Bencana 

dan/atau Berpotensi Bencana

1 1 100 3.413.376 0 0 Realisasi keuangan 

menyesuaikan dengan 

integrasi anggaran dan 

kegiatan tergantung ada 

tidaknya kasus (kasuistik), 

termasuk dalam indikator 

negatif yaitu apabila tidak 

terjadi kasus maka artinya 

capaian baik

Akan dimaksimalkan dan 

direalisasikan jika terjadi 

kasus

Jumlah Dokumen Hasil 

Pengelolaan Pelayanan 

Kesehatan bagi Penduduk 

Terdampak Krisis Kesehatan 

Akibat Bencana dan/atau 

Berpotensi Bencana Sesuai 

Standar

1.00 

dokumen

1.00 

dokumen

100

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Gizi Masyarakat

4 4 100 94.196.648 91.570.650 97.21

Jumlah Dokumen Hasil 

Pengelolaan Pelayanan 

Kesehatan Gizi Masyarakat

4.00 

dokumen

4.00 

dokumen

100

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Kerja dan Olahraga

4 4 100 533.34 532 99.75

Jumlah Dokumen Hasil 

Pengelolaan Pelayanan 

Kesehatan Kerja dan Olahraga

4.00 

dokumen

4.00 

dokumen

100
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Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Lingkungan 

6 6 100 1.520.019 877.8 57.75 Kegiatan SKAMRT hanya 

terealisasi sedikit karena 

sudah mengikuti SPJ 

Dinas

Koordinasi dengan 

Penanggungjawab 

Program dan 

memaksimalkan rencana 

kegiatan untuk tahun yang 

akan datang agar kegiatan 

dapat terlaksana dengan 

baik

Jumlah Dokumen Hasil 

Pengelolaan Pelayanan 

Kesehatan Lingkungan

6.00 

dokumen

6.00 

dokumen

100

Pengelolaan Pelayanan Promosi 

Kesehatan 

4 4 100 17.377.160 15.357.050 88.37

Jumlah Dokumen Hasil 

Pengelolaan Pelayanan Promosi 

Kesehatan

4.00 

dokumen

4.00 

dokumen

100

Pengelolaan Surveilans Kesehatan 12 12 100 106.668 106.4 99.75

Jumlah Dokumen Hasil 

Pengelolaan Surveilans 

Kesehatan

12.00 

dokumen

12.00 

dokumen

100

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Jiwa dan NAPZA 

1 1 100 1.600.020 1.596.000 99.75

Jumlah Penyalahguna NAPZA 

yang Mendapatkan Pelayanan 

Kesehatan

1.00 orang 1.00 orang 100

Pelayanan Kesehatan Penyakit 

Menular dan Tidak Menular

4 4 100 109.386.528 70.702.500 64.64 Kegiatan belum terserap 

secara maksimal karena 

keterbatasan SDM

Koordinasi jadwal dengan 

penanggungjawab 

program terkait

Jumlah Dokumen Hasil 

Pelayanan Kesehatan Penyakit 

Menular dan Tidak Menular

4.00 

dokumen

4.00 

dokumen

100

Operasional Pelayanan Puskesmas 4 4 100 83.344.000 72.067.046 86.47

Jumlah Dokumen Operasional 

Pelayanan Puskesmas

4.00 

dokumen

4.00 

dokumen

100

Investigasi Awal Kejadian Tidak 

Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca 

Imunisasi dan Pemberian Obat 

Massal)

4 4 100 533.34 532 99.75
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Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Jumlah Laporan Hasil Investigasi 

Awal Kejadian Tidak Diharapkan 

(Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi 

dan Pemberian Obat Massal)

4.00 

laporan

4.00 

laporan

100

Peningkatan 

derajat kesehatan 

masyarakat

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG 

KESEHATAN

100 100 100 1.280.016 1.276.800 99.75

Cakupan Pembinaan UKBM 100.00 

persen

100.00 

persen

100

Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya 

Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 

Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

66 66 100 1.280.016 1.276.800 99.75

Persentase Pengembangan dan 

Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber 

Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota

66.00 

persen

66.00 

persen

100

Bimbingan Teknis dan Supervisi 

Pengembangan dan Pelaksanaan 

Upaya Kesehatan Bersumber Daya 

Masyarakat (UKBM)

4 4 100 1.280.016 1.276.800 99.75

Jumlah Dokumen Hasil 

Bimbingan Teknis dan Supervisi 

Upaya Kesehatan Bersumber 

Daya Masyarakat (UKBM)

4.00 

dokumen

4.00 

dokumen

100

PUSKESMAS 

MUNGKID
3.739.193.414 3.513.870.515 93.97

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 

DAERAH KABUPATEN/KOTA

200 200 100 3.074.268.929 2.899.435.351 94.31

Persentase ketercapaian pelayanan umum dan 

kepegawaian perangkat daerah

100.00 

persen

100.00 

persen

100

Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja 

OPD, dan keuangan perangkat daerah

100.00 

persen

100.00 

persen

100

Peningkatan Pelayanan BLUD 100 100 100 3.074.268.929 2.899.435.351 94.31

Persentase peningkatan pelayanan BLUD 100.00 

persen

100.00 

persen

100

Pelayanan dan Penunjang 

Pelayanan BLUD

1 1 100 3.074.268.929 2.899.435.351 94.31

Peningkatan 

kualitas pelayanan 

kesehatan
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Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Jumlah BLUD yang Menyediakan 

Pelayanan dan Penunjang 

Pelayanan

1.00 unit 

kerja

1.00 unit 

kerja

100

Peningkatan 

derajat kesehatan 

masyarakat

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN 

PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

89 89 100 600.897.018 550.568.564 91.62

Cakupan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan 

upaya kesehatan masyarakat

89.00 

persen

89.00 

persen

100

Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan 

untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah 

Kabupaten/Kota 

100 100 100 4.186.440 3.432.145 81.98

Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan untuk UKM dan UKP 

Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

100.00 

persen

100.00 

persen

100

Pemeliharaan Rutin dan Berkala 

Alat Kesehatan/Alat Penunjang 

Medik Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan

12 12 100 4.186.440 3.432.145 81.98

Jumlah Alat Kesehatan/Alat 

Penunjang Medik Fasilitas 

Layanan Kesehatan yang 

Terpelihara Sesuai Standar

12.00 unit 12.00 unit 100

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan 

UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

100 100 100 596.710.578 547.136.419 91.69

Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan 

untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat 

Daerah Kabupaten/Kota

100.00 

persen

100.00 

persen

100

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Ibu Hamil

723 722 99.86 187.620.786 187.516.000 99.94

Jumlah Ibu Hamil yang 

Mendapatkan Pelayanan 

Kesehatan Sesuai Standar

723.00 

orang

722.00 

orang

99.86

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Balita

3634 3738 102.86 6.720.084 6.703.200 99.75

Jumlah Balita yang Mendapatkan 

Pelayanan Kesehatan Sesuai 

Standar

3634.00 

orang

3738.00 

orang

102.86
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Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

pada Usia Pendidikan Dasar

8844 8852 100.09 5.200.065 5.187.000 99.75

Jumlah Anak Usia Pendidikan 

Dasar yang Mendapatkan 

Pelayanan Kesehatan Sesuai 

Standar

8844.00 

orang

8852.00 

orang

100.09

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

pada Usia Produktif 

44082 26652 60.46 12.906.828 7.421.400 57.5 Terdapat kegiatan yang 

tidak terealisasikan

Berkoordinasi dengan 

penanggungjawab 

program terkait untuk 

rencana kegiatan di tahun 

2024

Jumlah Penduduk Usia Produktif 

yang Mendapatkan Pelayanan 

Kesehatan Sesuai Standar

44082.00 

orang

26652.00 

orang

60.46 Terdapat kegiatan yang 

tidak terealisasikan

Berkoordinasi dengan 

penanggungjawab 

program terkait untuk 

rencana kegiatan di tahun 

2024

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

pada Usia Lanjut 

10323 9420 91.25 30.520.224 29.757.000 97.5

Jumlah Penduduk Usia Lanjut 

yang Mendapatkan Pelayanan 

Kesehatan Sesuai Standar

10323.00 

orang

9420.00 

orang

91.25

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Orang dengan Gangguan Jiwa 

Berat 

170 134 78.82 3.360.042 478.8 14.25 Terdapat kegiatan yang 

tidak terealisasikan

Berkoordinasi dengan 

penanggungjawab 

program terkait dan 

memaksimalkan rencana 

kegiatan di tahun 2024

Jumlah Orang yang Mendapatkan 

Pelayanan Kesehatan Orang 

dengan Gangguan Jiwa Berat 

Sesuai Standar

170.00 

orang

134.00 

orang

78.82

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Orang Terduga Tuberkulosis

470 470 100 13.920.174 13.885.200 99.75

Jumlah Orang Terduga Menderita 

Tuberkulosis yang Mendapatkan 

Pelayanan Sesuai Standar

470.00 

orang

470.00 

orang

100
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Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 

1001 821 82.02 240.003 0 0 Realisasi keuangan 

menyesuaikan dengan 

integrasi anggaran dan 

kegiatan tergantung ada 

tidaknya kasus (kasuistik), 

termasuk dalam indikator 

negatif yaitu apabila tidak 

terjadi kasus maka artinya 

capaian baik

Memaksimalkan anggaran 

kegiatan dan akan 

direalisasikan jika ada 

kasus

Jumlah Orang Terduga Menderita 

HIV yang Mendapatkan 

Pelayanan Sesuai Standar

1001.00 

orang

821.00 

orang

82.02

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Gizi Masyarakat

4 4 100 65.033.478 63.514.800 97.66

Jumlah Dokumen Hasil 

Pengelolaan Pelayanan 

Kesehatan Gizi Masyarakat

4.00 

dokumen

4.00 

dokumen

100

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Kerja dan Olahraga 

4 4 100 9.800.010 9.798.000 99.98

Jumlah Dokumen Hasil 

Pengelolaan Pelayanan 

Kesehatan Kerja dan Olahraga

4.00 

dokumen

4.00 

dokumen

100

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Lingkungan 

6 6 100 8.800.110 8.352.400 94.91

Jumlah Dokumen Hasil 

Pengelolaan Pelayanan 

Kesehatan Lingkungan

6.00 

dokumen

6.00 

dokumen

100

Pengelolaan Pelayanan Promosi 

Kesehatan 

4 4 100 33.658.769 29.082.200 86.4

Jumlah Dokumen Hasil 

Pengelolaan Pelayanan Promosi 

Kesehatan

4.00 

dokumen

4.00 

dokumen

100

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Jiwa dan NAPZA 

1 0 0 1.440.018 0 0 Kegiatan belum terserap 

secara maksimal karena 

tidak ada kejadian atau 

kasus

Menyusun dan 

memaksimalkan rencana 

kegiatan untuk tahun yang 

akan datang dan akan 

direalisasikan jika terdapat 

kasus
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Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Jumlah Penyalahguna NAPZA 

yang Mendapatkan Pelayanan 

Kesehatan

1.00 orang 0.00 orang 0 Tidak ditemukannya 

kasus

Menyusun rencana 

kegiatan dengan 

maksimal, mengevaluasi 

dan berkoordinasi dengan 

penanggungjawab 

kegiatan

Pelayanan Kesehatan Penyakit 

Menular dan Tidak Menular

4 4 100 75.974.283 54.184.200 71.32 Terdapat kegiatan yang 

tidak terealisasikan

Memaksimalkan rencana 

kegiatan berkoordinasi 

dengan penanggungjawab 

program terkait untuk 

tahun yang akan datang

Jumlah Dokumen Hasil 

Pelayanan Kesehatan Penyakit 

Menular dan Tidak Menular

4.00 

dokumen

4.00 

dokumen

100

Operasional Pelayanan Puskesmas 4 4 100 138.529.000 131.256.219 94.75

Jumlah Dokumen Operasional 

Pelayanan Puskesmas

4.00 

dokumen

4.00 

dokumen

100

Investigasi Awal Kejadian Tidak 

Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca 

Imunisasi dan Pemberian Obat 

Massal) 

4 4 100 2.240.028 0 0 Kegiatan belum terserap 

secara maksimal karena 

tidak ada kejadian atau 

kasus

Menyusun dan 

memaksimalkan rencana 

kegiatan untuk tahun yang 

akan datang dan akan 

direalisasikan jika terdapat 

kasus

Jumlah Laporan Hasil Investigasi 

Awal Kejadian Tidak Diharapkan 

(Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi 

dan Pemberian Obat Massal)

4.00 

laporan

4.00 

laporan

100

Pengelolaan pelayanan kesehatan 

Malaria 

1 0 0 746.676 0 0 Kegiatan belum terserap 

secara maksimal karena 

tidak ada kejadian atau 

kasus malaria

Menyusun dan 

memaksimalkan rencana 

kegiatan untuk tahun yang 

akan datang dan akan 

direalisasikan jika terdapat 

kasus malaria

Jumlah orang yang mendapatkan 

pelayanan kesehatan malaria

1.00 orang 0.00 orang 0 Kegiatan belum terserap 

secara maksimal karena 

tidak ada kejadian atau 

kasus malaria

Menyusun dan 

memaksimalkan rencana 

kegiatan untuk tahun yang 

akan datang dan akan 

direalisasikan jika terdapat 

kasus malaria

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG 

KESEHATAN 

100 100 100 64.027.467 63.866.600 99.75

Cakupan Pembinaan UKBM 100.00 

persen

100.00 

persen

100

Peningkatan 

derajat kesehatan 

masyarakat
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Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya 

Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 

Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

66 66 100 64.027.467 63.866.600 99.75

Persentase Pengembangan dan 

Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber 

Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota

66.00 

persen

66.00 

persen

100

Bimbingan Teknis dan Supervisi 

Pengembangan dan Pelaksanaan 

Upaya Kesehatan Bersumber Daya 

Masyarakat (UKBM) 

4 4 100 64.027.467 63.866.600 99.75

Jumlah Dokumen Hasil 

Bimbingan Teknis dan Supervisi 

Upaya Kesehatan Bersumber 

Daya Masyarakat (UKBM)

4.00 

dokumen

4.00 

dokumen

100

PUSKESMAS 

MERTOYUDAN I
2.174.846.364 1.979.833.024 91.03

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 

DAERAH KABUPATEN/KOTA

200 200 100 1.692.267.418 1.664.935.912 98.38

Persentase ketercapaian pelayanan umum dan 

kepegawaian perangkat daerah

100.00 

persen

100.00 

persen

100

Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja 

OPD, dan keuangan perangkat daerah

100.00 

persen

100.00 

persen

100

Peningkatan Pelayanan BLUD 100 100 100 1.692.267.418 1.664.935.912 98.38

Persentase peningkatan pelayanan BLUD 100.00 

persen

100.00 

persen

100

Pelayanan dan Penunjang 

Pelayanan BLUD 

1 1 100 1.692.267.418 1.664.935.912 98.38

Jumlah BLUD yang Menyediakan 

Pelayanan dan Penunjang 

Pelayanan

1.00 unit 

kerja

1.00 unit 

kerja

100

Peningkatan 

derajat kesehatan 

masyarakat

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN 

PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

89 89 100 435.378.356 273.135.112 62.74

Cakupan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan 

upaya kesehatan masyarakat

89.00 

persen

89.00 

persen

100

Peningkatan 

kualitas pelayanan 

kesehatan
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Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan 

untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah 

Kabupaten/Kota 

100 100 100 8.439.000 8.438.998 100

Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan untuk UKM dan UKP 

Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

100.00 

persen

100.00 

persen

100

Pemeliharaan Rutin dan Berkala 

Alat Kesehatan/Alat Penunjang 

Medik Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan

12 12 100 8.439.000 8.438.998 100

Jumlah Alat Kesehatan/Alat 

Penunjang Medik Fasilitas 

Layanan Kesehatan yang 

Terpelihara Sesuai Standar

12.00 unit 12.00 unit 100

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan 

UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

100 100 100 426.939.356 264.696.114 62 Ada kegiatan yang tidak 

terlaksana dan beberapa 

kegiatan tidak banyak 

terjadi kasus

Memaksimalkan rencana 

kegiatan dan 

berkoordinasi dengan 

penanggungjawab 

program terkait untuk 

tahun yang akan datang 

agar kegiatan dapat 

terlaksana dengan baik

Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan 

untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat 

Daerah Kabupaten/Kota

100.00 

persen

100.00 

persen

100

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Ibu Hamil

817 472 57.77 88.757.550 25.918.200 29.2 Ada kegiatan yang tidak 

terlaksana

Memaksimalkan rencana 

kegiatan dan 

berkoordinasi dengan 

penanggungjawab 

program terkait untuk 

tahun yang akan datang 

agar kegiatan dapat 

terlaksana dengan baik

Jumlah Ibu Hamil yang 

Mendapatkan Pelayanan 

Kesehatan Sesuai Standar

817.00 

orang

472.00 

orang

57.77 Ada kegiatan yang tidak 

terlaksana

Memaksimalkan rencana 

kegiatan dan 

berkoordinasi dengan 

penanggungjawab 

program terkait untuk 

tahun yang akan datang 

agar kegiatan dapat 

terlaksana dengan baik
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Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Balita

3552 2322 65.37 107.341.668 76.244.000 71.03 Ada kegiatan yang tidak 

terlaksana

Memaksimalkan rencana 

kegiatan dan 

berkoordinasi dengan 

penanggungjawab 

program terkait untuk 

tahun yang akan datang 

agar kegiatan dapat 

terlaksana dengan baik

Jumlah Balita yang Mendapatkan 

Pelayanan Kesehatan Sesuai 

Standar

3552.00 

orang

2322.00 

orang

65.37 Ada kegiatan yang tidak 

terlaksana

Memaksimalkan rencana 

kegiatan dan 

berkoordinasi dengan 

penanggungjawab 

program terkait untuk 

tahun yang akan datang 

agar kegiatan dapat 

terlaksana dengan baik

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

pada Usia Pendidikan Dasar

5825 3816 65.51 560.007 319.2 57 Ada kegiatan yang tidak 

terlaksana

Berkoordinasi dengan 

penanggungjawab 

program dan 

memaksimalkan rencana 

kegiatan untuk tahun yang 

akan datang agar kegiatan 

dapat terlaksana dengan 

baik

Jumlah Anak Usia Pendidikan 

Dasar yang Mendapatkan 

Pelayanan Kesehatan Sesuai 

Standar

5825.00 

orang

3816.00 

orang

65.51 Ada kegiatan yang tidak 

terlaksana

Berkoordinasi dengan 

penanggungjawab 

program dan 

memaksimalkan rencana 

kegiatan untuk tahun yang 

akan datang agar kegiatan 

dapat terlaksana dengan 

baik

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

pada Usia Produktif 

31583 13141 41.61 560.007 558.6 99.75

Jumlah Penduduk Usia Produktif 

yang Mendapatkan Pelayanan 

Kesehatan Sesuai Standar

31583.00 

orang

13141.00 

orang

41.61 Kurangnya sasaran 

kegiatan

Mengevaluasi dan 

berkoordinasi dengan 

lintas sektor KUA

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

pada Usia Lanjut 

6582 5462 82.98 5.333.400 5.320.000 99.75

Jumlah Penduduk Usia Lanjut 

yang Mendapatkan Pelayanan 

Kesehatan Sesuai Standar

6582.00 

orang

5462.00 

orang

82.98

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Orang dengan Gangguan Jiwa 

Berat 

120 120 100 2.880.036 2.633.400 91.44
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Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Jumlah Orang yang Mendapatkan 

Pelayanan Kesehatan Orang 

dengan Gangguan Jiwa Berat 

Sesuai Standar

120.00 

orang

120.00 

orang

100

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Orang Terduga Tuberkulosis 

332 259 78.01 6.720.084 1.542.800 22.96 Tidak banyak kasus 

Tuberkulosis yang terjadi

Menyusun rencana 

kegiatan yang lebih baik, 

berkoordinasi dengan 

penanggungjawab 

program terkait dan akan 

direalisasikan apabila 

terjadi kasus Tuberkulosis

Jumlah Orang Terduga Menderita 

Tuberkulosis yang Mendapatkan 

Pelayanan Sesuai Standar

332.00 

orang

259.00 

orang

78.01

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Gizi Masyarakat

4 4 100 19.301.805 13.764.200 71.31 Ada kegiatan yang tidak 

terlaksana

Memaksimalkan rencana 

kegiatan dan 

berkoordinasi dengan 

penanggungjawab 

program terkait untuk 

tahun yang akan datang 

agar kegiatan dapat 

terlaksana dengan baik

Jumlah Dokumen Hasil 

Pengelolaan Pelayanan 

Kesehatan Gizi Masyarakat

4.00 

dokumen

4.00 

dokumen

100

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Kerja dan Olahraga

4 4 100 9.112.510 6.765.000 74.24 Ada kegiatan yang tidak 

terlaksana

Memaksimalkan rencana 

kegiatan dan 

berkoordinasi dengan 

penanggungjawab 

program terkait untuk 

tahun yang akan datang 

agar kegiatan dapat 

terlaksana dengan baik

Jumlah Dokumen Hasil 

Pengelolaan Pelayanan 

Kesehatan Kerja dan Olahraga

4.00 

dokumen

4.00 

dokumen

100

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Lingkungan 

6 6 100 3.680.046 1.782.200 48.43 Ada kegiatan yang tidak 

terlaksana

Memaksimalkan rencana 

kegiatan dan 

berkoordinasi dengan 

penanggungjawab 

program terkait untuk 

tahun yang akan datang 

agar kegiatan dapat 

terlaksana dengan baik
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Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Jumlah Dokumen Hasil 

Pengelolaan Pelayanan 

Kesehatan Lingkungan

6.00 

dokumen

6.00 

dokumen

100

Pengelolaan Pelayanan Promosi 

Kesehatan 

4 4 100 35.962.651 29.887.800 83.11

Jumlah Dokumen Hasil 

Pengelolaan Pelayanan Promosi 

Kesehatan

4.00 

dokumen

4.00 

dokumen

100

Pengelolaan Surveilans Kesehatan 12 12 100 1.280.016 1.143.800 89.36

Jumlah Dokumen Hasil 

Pengelolaan Surveilans 

Kesehatan

12.00 

dokumen

12.00 

dokumen

100

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Jiwa dan NAPZA

1 0 0 1.600.020 1.223.600 76.47 Ada kegiatan yang tidak 

terlaksana

Memaksimalkan rencana 

kegiatan dan 

berkoordinasi dengan 

penanggungjawab 

program terkait untuk 

tahun yang akan datang 

agar kegiatan dapat 

terlaksana dengan baik

Jumlah Penyalahguna NAPZA 

yang Mendapatkan Pelayanan 

Kesehatan

1.00 orang 0.00 orang 0 Ada kegiatan yang tidak 

terlaksana

Menyusun rencana 

kegiatan dengan 

maksimal, mengevaluasi 

dan berkoordinasi dengan 

penanggungjawab 

kegiatan

Pelayanan Kesehatan Penyakit 

Menular dan Tidak Menular

4 4 100 41.093.847 28.116.200 68.42 Ada kegiatan yang tidak 

terlaksana

Memaksimalkan rencana 

kegiatan dan 

berkoordinasi dengan 

penanggungjawab 

program terkait untuk 

tahun yang akan datang 

agar kegiatan dapat 

terlaksana dengan baik

Jumlah Dokumen Hasil 

Pelayanan Kesehatan Penyakit 

Menular dan Tidak Menular

4.00 

dokumen

4.00 

dokumen

100

Pengambilan dan Pengiriman 

Spesimen Penyakit Potensial KLB 

ke Laboratorium Rujukan/Nasional 

1 1 100 106.668 53.2 49.87 Tidak banyak kasus yang 

terjadi

Menyusun rencana 

kegiatan yang lebih baik, 

berkoordinasi dengan 

penanggungjawab 

program terkait dan akan 

direalisasikan apabila 

terjadi kasus
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Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Jumlah Spesimen Penyakit 

Potensial Kejadian Luar Biasa 

(KLB) ke Laboratorium 

Rujukan/Nasional yang 

Didistribusikan

1.00 paket 1.00 paket 100

Operasional Pelayanan Puskesmas 4 4 100 99.369.000 66.763.914 67.19 Insentif UKM tidak 

terserap

Meningkatkan capaian 

SPM di tahun 2024

Jumlah Dokumen Operasional 

Pelayanan Puskesmas

4.00 

dokumen

4.00 

dokumen

100

Investigasi Awal Kejadian Tidak 

Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca 

Imunisasi dan Pemberian Obat 

Massal) 

4 4 100 3.200.040 2.660.000 83.12

Jumlah Laporan Hasil Investigasi 

Awal Kejadian Tidak Diharapkan 

(Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi 

dan Pemberian Obat Massal)

4.00 

laporan

4.00 

laporan

100

Pengelolaan pelayanan kesehatan 

Malaria 

1 0 0 80.001 0 0 Tidak ada kasus yang 

terjadi

Menyusun rencana 

kegiatan yang lebih baik, 

berkoordinasi dengan 

penanggungjawab 

program terkait dan akan 

direalisasikan apabila 

terjadi kasus

Jumlah orang yang mendapatkan 

pelayanan kesehatan malaria

1.00 orang 0.00 orang 0 Tidak ada kasus yang 

terjadi

Menyusun rencana 

kegiatan yang lebih baik, 

berkoordinasi dengan 

penanggungjawab 

program terkait dan akan 

direalisasikan apabila 

terjadi kasus

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG 

KESEHATAN 

100 100 100 47.200.590 41.762.000 88.48

Cakupan Pembinaan UKBM 100.00 

persen

100.00 

persen

100

Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya 

Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 

Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

66 66 100 47.200.590 41.762.000 88.48

Peningkatan 

derajat kesehatan 

masyarakat
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Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Persentase Pengembangan dan 

Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber 

Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota

66.00 

persen

66.00 

persen

100

Bimbingan Teknis dan Supervisi 

Pengembangan dan Pelaksanaan 

Upaya Kesehatan Bersumber Daya 

Masyarakat (UKBM) 

4 4 100 47.200.590 41.762.000 88.48

Jumlah Dokumen Hasil 

Bimbingan Teknis dan Supervisi 

Upaya Kesehatan Bersumber 

Daya Masyarakat (UKBM)

4.00 

dokumen

4.00 

dokumen

100

PUSKESMAS 

MERTOYUDAN 

II

2.520.055.601 2.210.191.687 87.7

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 

DAERAH KABUPATEN/KOTA

200 200 100 2.166.352.908 1.909.693.447 88.15

Persentase ketercapaian pelayanan umum dan 

kepegawaian perangkat daerah

100.00 

persen

100.00 

persen

100

Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja 

OPD, dan keuangan perangkat daerah

100.00 

persen

100.00 

persen

100

Peningkatan Pelayanan BLUD 100 100 100 2.166.352.908 1.909.693.447 88.15

Persentase peningkatan pelayanan BLUD 100.00 

persen

100.00 

persen

100

Pelayanan dan Penunjang 

Pelayanan BLUD 

1 1 100 2.166.352.908 1.909.693.447 88.15

Jumlah BLUD yang Menyediakan 

Pelayanan dan Penunjang 

Pelayanan

1.00 unit 

kerja

1.00 unit 

kerja

100

Peningkatan 

derajat kesehatan 

masyarakat

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN 

PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

89 89 100 351.649.334 298.450.040 84.87

Cakupan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan 

upaya kesehatan masyarakat

89.00 

persen

89.00 

persen

100

Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan 

untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah 

Kabupaten/Kota 

100 100 100 5.224.640 4.917.300 94.12

Peningkatan 

kualitas pelayanan 

kesehatan
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Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan untuk UKM dan UKP 

Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

100.00 

persen

100.00 

persen

100

Pemeliharaan Rutin dan Berkala 

Alat Kesehatan/Alat Penunjang 

Medik Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan

12 12 100 5.224.640 4.917.300 94.12

Jumlah Alat Kesehatan/Alat 

Penunjang Medik Fasilitas 

Layanan Kesehatan yang 

Terpelihara Sesuai Standar

12.00 unit 12.00 unit 100

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan 

UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

100 100 100 346.424.694 293.532.740 84.73

Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan 

untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat 

Daerah Kabupaten/Kota

100.00 

persen

100.00 

persen

100

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Ibu Hamil

716 609 85.06 35.896.842 35.861.600 99.9

Jumlah Ibu Hamil yang 

Mendapatkan Pelayanan 

Kesehatan Sesuai Standar

716.00 

orang

609.00 

orang

85.06

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

pada Usia Pendidikan Dasar

4730 4286 90.61 7.520.094 7.474.600 99.4

Jumlah Anak Usia Pendidikan 

Dasar yang Mendapatkan 

Pelayanan Kesehatan Sesuai 

Standar

4730.00 

orang

4286.00 

orang

90.61

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

pada Usia Produktif 

32911 19992 60.75 293.337 159.6 54.41 Kegiatan penyuluhan 

calon pengantin belum 

terlaksana secara optimal

Meningkatkan kerjasama 

dengan lintas sektor 

(KUA) untuk pelaksanaan 

kegiatan

Jumlah Penduduk Usia Produktif 

yang Mendapatkan Pelayanan 

Kesehatan Sesuai Standar

32911.00 

orang

19992.00 

orang

60.75 Kegiatan penyuluhan 

calon pengantin belum 

terlaksana secara optimal

Meningkatkan kerjasama 

dengan lintas sektor 

(KUA) untuk pelaksanaan 

kegiatan

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

pada Usia Lanjut

7338 6405 87.29 3.200.040 3.032.400 94.76
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Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Jumlah Penduduk Usia Lanjut 

yang Mendapatkan Pelayanan 

Kesehatan Sesuai Standar

7338.00 

orang

6405.00 

orang

87.29

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Orang dengan Gangguan Jiwa 

Berat 

125 68 54.4 1.440.018 1.436.400 99.75

Jumlah Orang yang Mendapatkan 

Pelayanan Kesehatan Orang 

dengan Gangguan Jiwa Berat 

Sesuai Standar

125.00 

orang

68.00 

orang

54.4 Kurangnya realisasi 

sasaran

Mengevaluasi dan 

berkoordinasi dengan 

lintas sektor KUA

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Orang Terduga Tuberkulosis 

338 208 61.54 16.640.208 14.683.200 88.24

Jumlah Orang Terduga Menderita 

Tuberkulosis yang Mendapatkan 

Pelayanan Sesuai Standar

338.00 

orang

208.00 

orang

61.54 Terdapat kendala dalam 

mencari sasaran 

investigasi kontak, 

sehingga kegiatan tidak 

terlaksana secara 

maksimal

Meningkatkan kapasitas 

kader untuk melakukan 

investigasi kontak TB

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Gizi Masyarakat

4 4 100 12.855.024 11.892.600 92.51

Jumlah Dokumen Hasil 

Pengelolaan Pelayanan 

Kesehatan Gizi Masyarakat

4.00 

dokumen

4.00 

dokumen

100

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Lingkungan 

6 6 100 320.004 292.6 91.44

Jumlah Dokumen Hasil 

Pengelolaan Pelayanan 

Kesehatan Lingkungan

6.00 

dokumen

6.00 

dokumen

100

Pengelolaan Pelayanan Promosi 

Kesehatan 

4 4 100 49.528.304 43.456.400 87.74

Jumlah Dokumen Hasil 

Pengelolaan Pelayanan Promosi 

Kesehatan

4.00 

dokumen

4.00 

dokumen

100

Pengelolaan Surveilans Kesehatan 12 12 100 2.560.032 1.995.000 77.93

Jumlah Dokumen Hasil 

Pengelolaan Surveilans 

Kesehatan

12.00 

dokumen

12.00 

dokumen

100
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Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Jiwa dan NAPZA

1 0 0 480.006 478.8 99.75

Jumlah Penyalahguna NAPZA 

yang Mendapatkan Pelayanan 

Kesehatan

1.00 orang 0.00 orang 0 Realisasi keuangan 

menyesuaikan dengan 

integrasi anggaran dan 

kegiatan tergantung ada 

tidaknya kasus (kasuistik)

Menyusun rencana 

kegiatan dengan 

maksimal, mengevaluasi 

dan berkoordinasi dengan 

penanggungjawab 

kegiatan

Pelayanan Kesehatan Penyakit 

Menular dan Tidak Menular

4 4 100 142.161.777 116.641.000 82.05

Jumlah Dokumen Hasil 

Pelayanan Kesehatan Penyakit 

Menular dan Tidak Menular

4.00 

dokumen

4.00 

dokumen

100

Operasional Pelayanan Puskesmas 4 4 100 72.889.000 56.128.540 77.01

Jumlah Dokumen Operasional 

Pelayanan Puskesmas

4.00 

dokumen

4.00 

dokumen

100

Investigasi Awal Kejadian Tidak 

Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca 

Imunisasi dan Pemberian Obat 

Massal) 

4 4 100 640.008 0 0 Realisasi keuangan 

menyesuaikan dengan 

integrasi anggaran dan 

kegiatan tergantung ada 

tidaknya kasus (kasuistik)

Menyusun rencana 

kegiatan yang lebih baik, 

berkoordinasi dengan 

penanggungjawab 

program terkait dan akan 

direalisasikan apabila 

terjadi kasus KIPI 

(Kejadian Ikutan Pasca 

Imunisasi)

Jumlah Laporan Hasil Investigasi 

Awal Kejadian Tidak Diharapkan 

(Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi 

dan Pemberian Obat Massal)

4.00 

laporan

4.00 

laporan

100

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG 

KESEHATAN 

100 100 100 2.053.359 2.048.200 99.75

Cakupan Pembinaan UKBM 100.00 

persen

100.00 

persen

100

Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya 

Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 

Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

66 66 100 2.053.359 2.048.200 99.75

Persentase Pengembangan dan 

Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber 

Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota

66.00 

persen

66.00 

persen

100

Peningkatan 

derajat kesehatan 

masyarakat
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Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Bimbingan Teknis dan Supervisi 

Pengembangan dan Pelaksanaan 

Upaya Kesehatan Bersumber Daya 

Masyarakat (UKBM) 

4 4 100 2.053.359 2.048.200 99.75

Jumlah Dokumen Hasil 

Bimbingan Teknis dan Supervisi 

Upaya Kesehatan Bersumber 

Daya Masyarakat (UKBM)

4.00 

dokumen

4.00 

dokumen

100

PUSKESMAS 

TEMPURAN
3.179.451.051 2.787.988.241 87.69

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 

DAERAH KABUPATEN/KOTA

200 200 100 2.756.169.946 2.432.098.827 88.24

Persentase ketercapaian pelayanan umum dan 

kepegawaian perangkat daerah

100.00 

persen

100.00 

persen

100

Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja 

OPD, dan keuangan perangkat daerah

100.00 

persen

100.00 

persen

100

Peningkatan Pelayanan BLUD 100 100 100 2.756.169.946 2.432.098.827 88.24

Persentase peningkatan pelayanan BLUD 100.00 

persen

100.00 

persen

100

Pelayanan dan Penunjang 

Pelayanan BLUD 

1 1 100 2.756.169.946 2.432.098.827 88.24

Jumlah BLUD yang Menyediakan 

Pelayanan dan Penunjang 

Pelayanan

1.00 unit 

kerja

1.00 unit 

kerja

100

Peningkatan 

derajat kesehatan 

masyarakat

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN 

PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

89 89 100 391.707.377 328.970.214 83.98

Cakupan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan 

upaya kesehatan masyarakat

89.00 

persen

89.00 

persen

100

Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan 

untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah 

Kabupaten/Kota 

100 100 100 5.816.240 5.683.200 97.71

Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan untuk UKM dan UKP 

Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

100.00 

persen

100.00 

persen

100

Pemeliharaan Rutin dan Berkala 

Alat Kesehatan/Alat Penunjang 

Medik Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan

12 12 100 5.816.240 5.683.200 97.71

Peningkatan 

kualitas pelayanan 

kesehatan
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Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Jumlah Alat Kesehatan/Alat 

Penunjang Medik Fasilitas 

Layanan Kesehatan yang 

Terpelihara Sesuai Standar

12.00 unit 12.00 unit 100

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan 

UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

100 100 100 385.891.137 323.287.014 83.78

Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan 

untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat 

Daerah Kabupaten/Kota

100.00 

persen

100.00 

persen

100

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Ibu Hamil

832 679 81.61 130.684.590 121.092.800 92.66

Jumlah Ibu Hamil yang 

Mendapatkan Pelayanan 

Kesehatan Sesuai Standar

832.00 

orang

679.00 

orang

81.61

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Balita

3200 2731 85.34 39.860.478 35.922.000 90.12

Jumlah Balita yang Mendapatkan 

Pelayanan Kesehatan Sesuai 

Standar

3200.00 

orang

2731.00 

orang

85.34

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

pada Usia Pendidikan Dasar

7107 6928 97.48 4.080.051 4.069.800 99.75

Jumlah Anak Usia Pendidikan 

Dasar yang Mendapatkan 

Pelayanan Kesehatan Sesuai 

Standar

7107.00 

orang

6928.00 

orang

97.48

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

pada Usia Lanjut 

6493 6493 100 4.320.054 4.256.000 98.52

Jumlah Penduduk Usia Lanjut 

yang Mendapatkan Pelayanan 

Kesehatan Sesuai Standar

6493.00 

orang

6493.00 

orang

100

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Orang dengan Gangguan Jiwa 

Berat 

132 128 96.97 2.880.036 2.872.800 99.75

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI MAGELANG TAHUN 2023 | 93



Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Jumlah Orang yang Mendapatkan 

Pelayanan Kesehatan Orang 

dengan Gangguan Jiwa Berat 

Sesuai Standar

132.00 

orang

128.00 

orang

96.97

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Orang Terduga Tuberkulosis 

360 360 100 8.000.100 6.064.800 75.81 Realisasi keuangan 

menyesuaikan dengan 

integrasi anggaran dan 

kegiatan tergantung ada 

tidaknya kasus (kasuistik)

Memaksimalkan rencana 

kegiatan, berkoordinasi 

dengan penanggungjawab 

program terkait

Jumlah Orang Terduga Menderita 

Tuberkulosis yang Mendapatkan 

Pelayanan Sesuai Standar

360.00 

orang

360.00 

orang

100

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

bagi Penduduk Terdampak Krisis 

Kesehatan Akibat Bencana 

dan/atau Berpotensi Bencana 

1 1 100 805.4 0 0 Realisasi keuangan 

menyesuaikan dengan 

integrasi anggaran dan 

kegiatan tergantung ada 

tidaknya kasus (kasuistik)

Memaksimalkan rencana 

kegiatan, berkoordinasi 

dengan penanggungjawab 

program terkait

Jumlah Dokumen Hasil 

Pengelolaan Pelayanan 

Kesehatan bagi Penduduk 

Terdampak Krisis Kesehatan 

Akibat Bencana dan/atau 

Berpotensi Bencana Sesuai 

Standar

1.00 

dokumen

1.00 

dokumen

100

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Gizi Masyarakat

4 4 100 72.287.044 59.621.000 82.48

Jumlah Dokumen Hasil 

Pengelolaan Pelayanan 

Kesehatan Gizi Masyarakat

4.00 

dokumen

4.00 

dokumen

100

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Kerja dan Olahraga 

4 4 100 960.012 957.6 99.75

Jumlah Dokumen Hasil 

Pengelolaan Pelayanan 

Kesehatan Kerja dan Olahraga

4.00 

dokumen

4.00 

dokumen

100

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Lingkungan 

6 6 100 4.373.388 2.926.000 66.9 Kasus tidak banyak terjadi Memaksimalkan rencana 

kegiatan, berkoordinasi 

dengan penanggungjawab 

program terkait dan akan 

direalisasikan apabila 

terjadi kasus
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Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Jumlah Dokumen Hasil 

Pengelolaan Pelayanan 

Kesehatan Lingkungan

6.00 

dokumen

6.00 

dokumen

100

Pengelolaan Pelayanan Promosi 

Kesehatan 

4 4 100 5.013.336 1.412.800 28.18 Kasus tidak banyak terjadi Memaksimalkan rencana 

kegiatan, berkoordinasi 

dengan penanggungjawab 

program terkait dan akan 

direalisasikan apabila 

terjadi kasus

Jumlah Dokumen Hasil 

Pengelolaan Pelayanan Promosi 

Kesehatan

4.00 

dokumen

4.00 

dokumen

100

Pengelolaan Surveilans Kesehatan 12 12 100 2.666.700 1.702.400 63.84 Kasus tidak banyak terjadi Memaksimalkan rencana 

kegiatan, berkoordinasi 

dengan penanggungjawab 

program terkait dan akan 

direalisasikan apabila 

terjadi kasus

Jumlah Dokumen Hasil 

Pengelolaan Surveilans 

Kesehatan

12.00 

dokumen

12.00 

dokumen

100

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Jiwa dan NAPZA 

1 1 100 4.640.058 3.351.600 72.23 Kasus tidak banyak terjadi Memaksimalkan rencana 

kegiatan, berkoordinasi 

dengan penanggungjawab 

program terkait

Jumlah Penyalahguna NAPZA 

yang Mendapatkan Pelayanan 

Kesehatan

1.00 orang 1.00 orang 100

Pelayanan Kesehatan Penyakit 

Menular dan Tidak Menular

4 4 100 15.200.190 8.113.000 53.37 Kasus tidak banyak terjadi Memaksimalkan rencana 

kegiatan, berkoordinasi 

dengan penanggungjawab 

program terkait dan akan 

direalisasikan apabila 

terjadi kasus

Jumlah Dokumen Hasil 

Pelayanan Kesehatan Penyakit 

Menular dan Tidak Menular

4.00 

dokumen

4.00 

dokumen

100

Operasional Pelayanan Puskesmas 4 4 100 87.453.000 70.924.414 81.1

Jumlah Dokumen Operasional 

Pelayanan Puskesmas

4.00 

dokumen

4.00 

dokumen

100
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Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Investigasi Awal Kejadian Tidak 

Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca 

Imunisasi dan Pemberian Obat 

Massal) 

4 4 100 533.34 0 0 Realisasi keuangan 

menyesuaikan dengan 

integrasi anggaran dan 

kegiatan tergantung ada 

tidaknya kasus (kasuistik), 

termasuk dalam indikator 

negatif yaitu apabila tidak 

terjadi kasus maka artinya 

capaian baik

Memaksimalkan rencana 

kegiatan, berkoordinasi 

dengan penanggungjawab 

program terkait dan akan 

direalisasikan apabila 

terjadi kasus KIPI 

(Kejadian Ikutan Pasca 

Imunisasi)

Jumlah Laporan Hasil Investigasi 

Awal Kejadian Tidak Diharapkan 

(Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi 

dan Pemberian Obat Massal)

4.00 

laporan

4.00 

laporan

100

Pengelolaan pelayanan kesehatan 

Malaria 

1 0 0 2.133.360 0 0 Tidak ada kejadian atau 

kasus malaria

Menyusun dan 

memaksimalkan rencana 

kegiatan, berkoordinasi 

dengan penanggungjawab 

program terkait dan akan 

direalisasikan apabila 

terjadi kasus malaria

Jumlah orang yang mendapatkan 

pelayanan kesehatan malaria

1.00 orang 0.00 orang 0 Tidak ada kejadian atau 

kasus malaria

Menyusun dan 

memaksimalkan rencana 

kegiatan, berkoordinasi 

dengan penanggungjawab 

program terkait dan akan 

direalisasikan apabila 

terjadi kasus malaria

Peningkatan 

derajat kesehatan 

masyarakat

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG 

KESEHATAN 

100 100 100 31.573.728 26.919.200 85.26

Cakupan Pembinaan UKBM 100.00 

persen

100.00 

persen

100

Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya 

Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 

Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

66 66 100 31.573.728 26.919.200 85.26

Persentase Pengembangan dan 

Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber 

Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota

66.00 

persen

66.00 

persen

100

Bimbingan Teknis dan Supervisi 

Pengembangan dan Pelaksanaan 

Upaya Kesehatan Bersumber Daya 

Masyarakat (UKBM) 

4 4 100 31.573.728 26.919.200 85.26
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Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Jumlah Dokumen Hasil 

Bimbingan Teknis dan Supervisi 

Upaya Kesehatan Bersumber 

Daya Masyarakat (UKBM)

4.00 

dokumen

4.00 

dokumen

100

PUSKESMAS 

KAJORAN I
2.804.154.910 2.708.794.231 96.6

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 

DAERAH KABUPATEN/KOTA

200 200 100 2.397.373.681 2.319.618.520 96.76

Persentase ketercapaian pelayanan umum dan 

kepegawaian perangkat daerah

100.00 

persen

100.00 

persen

100

Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja 

OPD, dan keuangan perangkat daerah

100.00 

persen

100.00 

persen

100

Peningkatan Pelayanan BLUD 100 100 100 2.397.373.681 2.319.618.520 96.76

Persentase peningkatan pelayanan BLUD 100.00 

persen

100.00 

persen

100

Pelayanan dan Penunjang 

Pelayanan BLUD 

1 1 100 2.397.373.681 2.319.618.520 96.76

Jumlah BLUD yang Menyediakan 

Pelayanan dan Penunjang 

Pelayanan

1.00 unit 

kerja

1.00 unit 

kerja

100

Peningkatan 

derajat kesehatan 

masyarakat

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN 

PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

89 89 100 406.781.229 389.175.711 95.67

Cakupan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan 

upaya kesehatan masyarakat

89.00 

persen

89.00 

persen

100

Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan 

untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah 

Kabupaten/Kota 

100 100 100 6.629.400 6.493.500 97.95

Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan untuk UKM dan UKP 

Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

100.00 

persen

100.00 

persen

100

Pemeliharaan Rutin dan Berkala 

Alat Kesehatan/Alat Penunjang 

Medik Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan

12 12 100 6.629.400 6.493.500 97.95

Jumlah Alat Kesehatan/Alat 

Penunjang Medik Fasilitas 

Layanan Kesehatan yang 

Terpelihara Sesuai Standar

12.00 unit 12.00 unit 100

Peningkatan 

kualitas pelayanan 

kesehatan
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Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan 

UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

100 100 100 400.151.829 382.682.211 95.63

Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan 

untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat 

Daerah Kabupaten/Kota

100.00 

persen

100.00 

persen

100

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Ibu Hamil

542 460 84.87 164.851.200 164.610.000 99.85

Jumlah Ibu Hamil yang 

Mendapatkan Pelayanan 

Kesehatan Sesuai Standar

542.00 

orang

460.00 

orang

84.87

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Balita

2518 2221 88.2 7.733.430 7.714.000 99.75

Jumlah Balita yang Mendapatkan 

Pelayanan Kesehatan Sesuai 

Standar

2518.00 

orang

2221.00 

orang

88.2

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

pada Usia Produktif 

23014 12439 54.05 4.133.385 3.990.000 96.53

Jumlah Penduduk Usia Produktif 

yang Mendapatkan Pelayanan 

Kesehatan Sesuai Standar

23014.00 

orang

12439.00 

orang

54.05 Kasus yang ditemukan 

sedikit dan kurangnya 

realisasi dari sasaran

Menyusun rencana 

kegiatan dengan 

maksimal, mengevaluasi 

dan berkoordinasi dengan 

lintas sektor KUA

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

pada Usia Lanjut 

4010 4010 100 15.200.190 15.162.000 99.75

Jumlah Penduduk Usia Lanjut 

yang Mendapatkan Pelayanan 

Kesehatan Sesuai Standar

4010.00 

orang

4010.00 

orang

100

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Orang dengan Gangguan Jiwa 

Berat 

91 37 40.66 2.400.030 2.394.000 99.75

Jumlah Orang yang Mendapatkan 

Pelayanan Kesehatan Orang 

dengan Gangguan Jiwa Berat 

Sesuai Standar

91.00 

orang

37.00 

orang

40.66 Kasus yang ditemukan 

sedikit dan kurangnya 

realisasi dari sasaran

Menyusun rencana 

kegiatan dengan 

maksimal, mengevaluasi 

dan berkoordinasi dengan 

lintas sektor KUA

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Orang Terduga Tuberkulosis 

257 212 82.49 10.666.800 9.576.000 89.77
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Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Jumlah Orang Terduga Menderita 

Tuberkulosis yang Mendapatkan 

Pelayanan Sesuai Standar

257.00 

orang

212.00 

orang

82.49

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Gizi Masyarakat

4 4 100 39.281.041 36.080.400 91.85

Jumlah Dokumen Hasil 

Pengelolaan Pelayanan 

Kesehatan Gizi Masyarakat

4.00 

dokumen

4.00 

dokumen

100

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Lingkungan

6 6 100 4.666.725 4.522.000 96.9

Jumlah Dokumen Hasil 

Pengelolaan Pelayanan 

Kesehatan Lingkungan

6.00 

dokumen

6.00 

dokumen

100

Pengelolaan Pelayanan Promosi 

Kesehatan 

4 4 100 31.127.575 21.829.000 70.13 Tidak ada Kegiatan 

Pelaksanaan Vaksin 

Massal

Menyusun dan 

mengoptimalkan rencana 

kegiatan di tahun depan

Jumlah Dokumen Hasil 

Pengelolaan Pelayanan Promosi 

Kesehatan

4.00 

dokumen

4.00 

dokumen

100

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Jiwa dan NAPZA

1 0 0 666.675 665 99.75

Jumlah Penyalahguna NAPZA 

yang Mendapatkan Pelayanan 

Kesehatan

1.00 orang 0.00 orang 0 Realisasi keuangan 

menyesuaikan dengan 

integrasi anggaran dan 

kegiatan tergantung ada 

tidaknya kasus (kasuistik), 

termasuk dalam indikator 

negatif yaitu apabila tidak 

terjadi kasus maka artinya 

capaian baik

Menyusun rencana 

kegiatan dengan 

maksimal, mengevaluasi 

dan berkoordinasi dengan 

penanggungjawab 

kegiatan

Pelayanan Kesehatan Penyakit 

Menular dan Tidak Menular

4 4 100 33.173.748 31.787.000 95.82

Jumlah Dokumen Hasil 

Pelayanan Kesehatan Penyakit 

Menular dan Tidak Menular

4.00 

dokumen

4.00 

dokumen

100

Operasional Pelayanan Puskesmas 4 4 100 83.851.000 81.958.811 97.74

Jumlah Dokumen Operasional 

Pelayanan Puskesmas

4.00 

dokumen

4.00 

dokumen

100
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Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Investigasi Awal Kejadian Tidak 

Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca 

Imunisasi dan Pemberian Obat 

Massal)

4 4 100 2.400.030 2.394.000 99.75

Jumlah Laporan Hasil Investigasi 

Awal Kejadian Tidak Diharapkan 

(Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi 

dan Pemberian Obat Massal)

4.00 

laporan

4.00 

laporan

100

PUSKESMAS 

KAJORAN II
1.966.618.113 1.860.385.758 94.6

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 

DAERAH KABUPATEN/KOTA

200 200 100 1.616.691.012 1.564.116.701 96.75

Persentase ketercapaian pelayanan umum dan 

kepegawaian perangkat daerah

100.00 

persen

100.00 

persen

100

Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja 

OPD, dan keuangan perangkat daerah

100.00 

persen

100.00 

persen

100

Peningkatan Pelayanan BLUD 100 100 100 1.616.691.012 1.564.116.701 96.75

Persentase peningkatan pelayanan BLUD 100.00 

persen

100.00 

persen

100

Pelayanan dan Penunjang 

Pelayanan BLUD 

1 1 100 1.616.691.012 1.564.116.701 96.75

Jumlah BLUD yang Menyediakan 

Pelayanan dan Penunjang 

Pelayanan

1.00 unit 

kerja

1.00 unit 

kerja

100

Peningkatan 

derajat kesehatan 

masyarakat

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN 

PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

89 89 100 314.086.653 271.797.057 86.54

Cakupan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan 

upaya kesehatan masyarakat

89.00 

persen

89.00 

persen

100

Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan 

untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah 

Kabupaten/Kota 

100 100 100 4.941.600 3.429.900 69.41 Beberapa alat kesehatan 

yang diajukan untuk 

dikalibrasi, masih dalam 

kondisi baik

Melakukan inventarisasi 

ulang untuk alat 

kesehatan yang perlu 

dikalibrasi

Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan untuk UKM dan UKP 

Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

100.00 

persen

100.00 

persen

100

Peningkatan 

kualitas pelayanan 

kesehatan
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Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Pemeliharaan Rutin dan Berkala 

Alat Kesehatan/Alat Penunjang 

Medik Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan

12 12 100 4.941.600 3.429.900 69.41 Beberapa alat kesehatan 

yang diajukan untuk 

dikalibrasi, masih dalam 

kondisi baik

Melakukan inventarisasi 

ulang untuk alat 

kesehatan yang perlu 

dikalibrasi

Jumlah Alat Kesehatan/Alat 

Penunjang Medik Fasilitas 

Layanan Kesehatan yang 

Terpelihara Sesuai Standar

12.00 unit 12.00 unit 100

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan 

UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

100 100 100 309.145.053 268.367.157 86.81

Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan 

untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat 

Daerah Kabupaten/Kota

100.00 

persen

100.00 

persen

100

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Ibu Hamil

352 266 75.57 58.840.896 58.761.600 99.87

Jumlah Ibu Hamil yang 

Mendapatkan Pelayanan 

Kesehatan Sesuai Standar

352.00 

orang

266.00 

orang

75.57 Penemuan dari sasaran 

kegiatan sedikit

Menyusun rencana 

kegiatan dengan 

maksimal, mengevaluasi 

dan berkoordinasi dengan 

penanggungjawab 

kegiatan

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Balita

1574 1585 100.7 2.580.012 2.577.600 99.91

Jumlah Balita yang Mendapatkan 

Pelayanan Kesehatan Sesuai 

Standar

1574.00 

orang

1585.00 

orang

100.7

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

pada Usia Produktif 

16076 10148 63.13 3.760.047 3.750.600 99.75

Jumlah Penduduk Usia Produktif 

yang Mendapatkan Pelayanan 

Kesehatan Sesuai Standar

16076.00 

orang

10148.00 

orang

63.13 Kasus yang ditemukan 

sedikit dan kurangnya 

realisasi dari sasaran

Menyusun rencana 

kegiatan dengan 

maksimal, mengevaluasi 

dan berkoordinasi dengan 

lintas sektor KUA

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

pada Usia Lanjut

3482 3455 99.22 9.216.690 9.212.000 99.95

Jumlah Penduduk Usia Lanjut 

yang Mendapatkan Pelayanan 

Kesehatan Sesuai Standar

3482.00 

orang

3455.00 

orang

99.22

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Orang dengan Gangguan Jiwa 

Berat 

63 26 41.27 3.360.042 3.351.600 99.75
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Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Jumlah Orang yang Mendapatkan 

Pelayanan Kesehatan Orang 

dengan Gangguan Jiwa Berat 

Sesuai Standar

63.00 

orang

26.00 

orang

41.27 Kasus yang ditemukan 

sedikit dan kurangnya 

realisasi dari sasaran

Menyusun rencana 

kegiatan dengan 

maksimal, mengevaluasi 

dan berkoordinasi dengan 

penanggungjawab 

program terkait

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Orang Terduga Tuberkulosis

174 174 100 5.440.068 5.160.400 94.86

Jumlah Orang Terduga Menderita 

Tuberkulosis yang Mendapatkan 

Pelayanan Sesuai Standar

174.00 

orang

174.00 

orang

100 Penemuan kasus 

tuberkulosis di lapangan 

sedikit

Menyusun rencana 

kegiatan dengan 

maksimal, mengevaluasi 

dan berkoordinasi dengan 

penanggungjawab 

kegiatan

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

bagi Penduduk Terdampak Krisis 

Kesehatan Akibat Bencana 

dan/atau Berpotensi Bencana

1 1 100 8.960.112 0 0 Realisasi keuangan 

menyesuaikan dengan 

integrasi anggaran dan 

kegiatan tergantung ada 

tidaknya kasus (kasuistik), 

termasuk dalam indikator 

negatif yaitu apabila tidak 

terjadi kasus maka artinya 

capaian baik

Memaksimalkan rencana 

kegiatan, berkoordinasi 

dengan penanggungjawab 

program terkait dan akan 

direalisasikan apabila 

terjadi kasus

Jumlah Dokumen Hasil 

Pengelolaan Pelayanan 

Kesehatan bagi Penduduk 

Terdampak Krisis Kesehatan 

Akibat Bencana dan/atau 

Berpotensi Bencana Sesuai 

Standar

1.00 

dokumen

1.00 

dokumen

100

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Gizi Masyarakat

4 4 100 61.843.208 57.480.700 92.95

Jumlah Dokumen Hasil 

Pengelolaan Pelayanan 

Kesehatan Gizi Masyarakat

4.00 

dokumen

4.00 

dokumen

100

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Kerja dan Olahraga

4 4 100 2.240.028 2.234.400 99.75

Jumlah Dokumen Hasil 

Pengelolaan Pelayanan 

Kesehatan Kerja dan Olahraga

4.00 

dokumen

4.00 

dokumen

100

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Lingkungan 

6 6 100 22.400.280 19.205.200 85.74
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Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Jumlah Dokumen Hasil 

Pengelolaan Pelayanan 

Kesehatan Lingkungan

6.00 

dokumen

6.00 

dokumen

100

Pengelolaan Pelayanan Promosi 

Kesehatan 

4 4 100 5.086.672 4.185.600 82.29

Jumlah Dokumen Hasil 

Pengelolaan Pelayanan Promosi 

Kesehatan

4.00 

dokumen

4.00 

dokumen

100

Pengelolaan Surveilans Kesehatan 12 12 100 426.672 425.6 99.75

Jumlah Dokumen Hasil 

Pengelolaan Surveilans 

Kesehatan

12.00 

dokumen

12.00 

dokumen

100

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Jiwa dan NAPZA

1 0 0 1.866.690 1.862.000 99.75

Jumlah Penyalahguna NAPZA 

yang Mendapatkan Pelayanan 

Kesehatan

1.00 orang 0.00 orang 0 Realisasi keuangan 

menyesuaikan dengan 

integrasi anggaran dan 

kegiatan tergantung ada 

tidaknya kasus (kasuistik), 

termasuk dalam indikator 

negatif yaitu apabila tidak 

terjadi kasus maka artinya 

capaian baik

Menyusun rencana 

kegiatan dengan 

maksimal, mengevaluasi 

dan berkoordinasi dengan 

penanggungjawab 

kegiatan

Pelayanan Kesehatan Penyakit 

Menular dan Tidak Menular

4 4 100 39.680.496 29.047.200 73.2 Tidak banyak kasus 

malaria atau demam 

berdarah yang terjadi

Memaksimalkan rencana 

kegiatan, berkoordinasi 

dengan penanggungjawab 

program terkait dan akan 

direalisasikan apabila 

terjadi kasus

Jumlah Dokumen Hasil 

Pelayanan Kesehatan Penyakit 

Menular dan Tidak Menular

4.00 

dokumen

4.00 

dokumen

100

Pengambilan dan Pengiriman 

Spesimen Penyakit Potensial KLB 

ke Laboratorium Rujukan/Nasional 

1 1 100 1.493.352 425.6 28.5 Tidak banyak kasus 

malaria atau demam 

berdarah yang terjadi

Memaksimalkan rencana 

kegiatan, berkoordinasi 

dengan penanggungjawab 

program terkait dan akan 

direalisasikan apabila 

terjadi kasus
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Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Jumlah Spesimen Penyakit 

Potensial Kejadian Luar Biasa 

(KLB) ke Laboratorium 

Rujukan/Nasional yang 

Didistribusikan

1.00 paket 1.00 paket 100

Operasional Pelayanan Puskesmas 4 4 100 72.243.000 61.004.657 84.44

Jumlah Dokumen Operasional 

Pelayanan Puskesmas

4.00 

dokumen

4.00 

dokumen

100

Investigasi Awal Kejadian Tidak 

Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca 

Imunisasi dan Pemberian Obat 

Massal)

4 4 100 746.676 744.8 99.75

Jumlah Laporan Hasil Investigasi 

Awal Kejadian Tidak Diharapkan 

(Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi 

dan Pemberian Obat Massal)

4.00 

laporan

4.00 

laporan

100

Pengelolaan pelayanan kesehatan 

Malaria 

1 1 100 8.960.112 8.937.600 99.75

Jumlah orang yang mendapatkan 

pelayanan kesehatan malaria

1.00 orang 1.00 orang 100

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG 

KESEHATAN 

100 100 100 35.840.448 24.472.000 68.28

Cakupan Pembinaan UKBM 100.00 

persen

100.00 

persen

100

Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya 

Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 

Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

66 66 100 35.840.448 24.472.000 68.28 Kegiatan Pemberdayaan 

Kader Khusus Kasus 

Tuberkulosis tidak banyak

Memaksimalkan rencana 

kegiatan, berkoordinasi 

dengan penanggungjawab 

program terkait dan akan 

direalisasikan apabila 

terjadi kasus

Persentase Pengembangan dan 

Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber 

Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota

66.00 

persen

66.00 

persen

100

Peningkatan 

derajat kesehatan 

masyarakat
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Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Bimbingan Teknis dan Supervisi 

Pengembangan dan Pelaksanaan 

Upaya Kesehatan Bersumber Daya 

Masyarakat (UKBM) 

4 4 100 35.840.448 24.472.000 68.28 Kegiatan Pemberdayaan 

Kader Khusus Kasus 

Tuberkulosis tidak banyak

Memaksimalkan rencana 

kegiatan, berkoordinasi 

dengan penanggungjawab 

program terkait dan akan 

direalisasikan apabila 

terjadi kasus

Jumlah Dokumen Hasil 

Bimbingan Teknis dan Supervisi 

Upaya Kesehatan Bersumber 

Daya Masyarakat (UKBM)

4.00 

dokumen

4.00 

dokumen

100

PUSKESMAS 

KALIANGKRIK
4.389.232.271 4.098.066.188 93.37

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 

DAERAH KABUPATEN/KOTA

200 200 100 3.742.099.579 3.513.123.348 93.88

Persentase ketercapaian pelayanan umum dan 

kepegawaian perangkat daerah

100.00 

persen

100.00 

persen

100

Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja 

OPD, dan keuangan perangkat daerah

100.00 

persen

100.00 

persen

100

Peningkatan Pelayanan BLUD 100 100 100 3.742.099.579 3.513.123.348 93.88

Persentase peningkatan pelayanan BLUD 100.00 

persen

100.00 

persen

100

Pelayanan dan Penunjang 

Pelayanan BLUD

1 1 100 3.742.099.579 3.513.123.348 93.88

Jumlah BLUD yang Menyediakan 

Pelayanan dan Penunjang 

Pelayanan

1.00 unit 

kerja

1.00 unit 

kerja

100

Peningkatan 

derajat kesehatan 

masyarakat

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN 

PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

89 89 100 642.652.636 583.772.440 90.84

Cakupan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan 

upaya kesehatan masyarakat

89.00 

persen

89.00 

persen

100

Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan 

untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah 

Kabupaten/Kota 

100 100 100 6.465.840 6.093.900 94.25

Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan untuk UKM dan UKP 

Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

100.00 

persen

100.00 

persen

100

Peningkatan 

kualitas pelayanan 

kesehatan
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Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Pemeliharaan Rutin dan Berkala 

Alat Kesehatan/Alat Penunjang 

Medik Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan

12 12 100 6.465.840 6.093.900 94.25

Jumlah Alat Kesehatan/Alat 

Penunjang Medik Fasilitas 

Layanan Kesehatan yang 

Terpelihara Sesuai Standar

12.00 unit 12.00 unit 100

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan 

UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

100 100 100 636.186.796 577.678.540 90.8

Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan 

untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat 

Daerah Kabupaten/Kota

100.00 

persen

100.00 

persen

100

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Ibu Hamil

863 790 91.54 122.700.480 122.444.400 99.79

Jumlah Ibu Hamil yang 

Mendapatkan Pelayanan 

Kesehatan Sesuai Standar

863.00 

orang

790.00 

orang

91.54

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Balita

4176 4219 101.03 44.320.554 40.219.200 90.75

Jumlah Balita yang Mendapatkan 

Pelayanan Kesehatan Sesuai 

Standar

4176.00 

orang

4219.00 

orang

101.03

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

pada Usia Produktif 

38966 28959 74.32 5.901.243 5.453.000 92.4

Jumlah Penduduk Usia Produktif 

yang Mendapatkan Pelayanan 

Kesehatan Sesuai Standar

38966.00 

orang

28959.00 

orang

74.32 Kasus yang ditemukan 

sedikit dan kurangnya 

realisasi dari sasaran

Menyusun rencana 

kegiatan dengan 

maksimal, mengevaluasi 

dan berkoordinasi dengan 

lintas sektor KUA

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

pada Usia Lanjut 

8053 7252 90.05 115.666.800 115.640.000 99.98

Jumlah Penduduk Usia Lanjut 

yang Mendapatkan Pelayanan 

Kesehatan Sesuai Standar

8053.00 

orang

7252.00 

orang

90.05

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Orang dengan Gangguan Jiwa 

Berat 

153 58 37.91 19.360.242 19.311.600 99.75
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Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Jumlah Orang yang Mendapatkan 

Pelayanan Kesehatan Orang 

dengan Gangguan Jiwa Berat 

Sesuai Standar

153.00 

orang

58.00 

orang

37.91 Kasus yang ditemukan 

sedikit dan kurangnya 

realisasi dari sasaran

Menyusun rencana 

kegiatan dengan 

maksimal, mengevaluasi 

dan berkoordinasi dengan 

penanggungjawab 

program terkait

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Orang Terduga Tuberkulosis 

414 391 94.44 16.640.208 10.267.600 61.7 Tidak ada kasus 

Tuberkulosis

Menyusun dan 

memaksimalkan rencana 

kegiatan, berkoordinasi 

dengan penanggungjawab 

program terkait dan akan 

direalisasikan apabila 

terjadi kasus

Jumlah Orang Terduga Menderita 

Tuberkulosis yang Mendapatkan 

Pelayanan Sesuai Standar

414.00 

orang

391.00 

orang

94.44

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Gizi Masyarakat

4 4 100 34.716.780 34.162.000 98.4

Jumlah Dokumen Hasil 

Pengelolaan Pelayanan 

Kesehatan Gizi Masyarakat

4.00 

dokumen

4.00 

dokumen

100

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Lingkungan 

6 6 100 2.666.700 2.660.000 99.75

Jumlah Dokumen Hasil 

Pengelolaan Pelayanan 

Kesehatan Lingkungan

6.00 

dokumen

6.00 

dokumen

100

Pengelolaan Pelayanan Promosi 

Kesehatan 

4 4 100 44.509.192 44.211.500 99.33

Jumlah Dokumen Hasil 

Pengelolaan Pelayanan Promosi 

Kesehatan

4.00 

dokumen

4.00 

dokumen

100

Pengelolaan Surveilans Kesehatan 12 12 100 1.280.016 0 0 Realisasi keuangan 

menyesuaikan dengan 

integrasi anggaran dan 

kegiatan tergantung ada 

tidaknya kasus (kasuistik), 

termasuk dalam indikator 

negatif yaitu apabila tidak 

terjadi kasus maka artinya 

capaian baik

Menyusun dan 

memaksimalkan rencana 

kegiatan, berkoordinasi 

dengan penanggungjawab 

program terkait dan akan 

direalisasikan apabila 

terjadi kasus
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Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Jumlah Dokumen Hasil 

Pengelolaan Surveilans 

Kesehatan

12.00 

dokumen

12.00 

dokumen

100

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Jiwa dan NAPZA 

1 1 100 1.040.013 0 0 Realisasi keuangan 

menyesuaikan dengan 

integrasi anggaran dan 

kegiatan tergantung ada 

tidaknya kasus (kasuistik), 

termasuk dalam indikator 

negatif yaitu apabila tidak 

terjadi kasus maka artinya 

capaian baik

Menyusun dan 

memaksimalkan rencana 

kegiatan, berkoordinasi 

dengan penanggungjawab 

program terkait dan akan 

direalisasikan apabila 

terjadi kasus

Jumlah Penyalahguna NAPZA 

yang Mendapatkan Pelayanan 

Kesehatan

1.00 orang 1.00 orang 100

Pelayanan Kesehatan Penyakit 

Menular dan Tidak Menular

4 4 100 92.100.888 79.022.000 85.8

Jumlah Dokumen Hasil 

Pelayanan Kesehatan Penyakit 

Menular dan Tidak Menular

4.00 

dokumen

4.00 

dokumen

100

Operasional Pelayanan Puskesmas 4 4 100 134.217.000 104.287.240 77.7

Jumlah Dokumen Operasional 

Pelayanan Puskesmas

4.00 

dokumen

4.00 

dokumen

100

Investigasi Awal Kejadian Tidak 

Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca 

Imunisasi dan Pemberian Obat 

Massal) 

4 4 100 1.066.680 0 0 Realisasi keuangan 

menyesuaikan dengan 

integrasi anggaran dan 

kegiatan tergantung ada 

tidaknya kasus (kasuistik), 

termasuk dalam indikator 

negatif yaitu apabila tidak 

terjadi kasus maka artinya 

capaian baik

Menyusun dan 

memaksimalkan rencana 

kegiatan, berkoordinasi 

dengan penanggungjawab 

program terkait dan akan 

direalisasikan apabila 

terjadi kasus

Jumlah Laporan Hasil Investigasi 

Awal Kejadian Tidak Diharapkan 

(Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi 

dan Pemberian Obat Massal)

4.00 

laporan

4.00 

laporan

100

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG 

KESEHATAN 

100 100 100 4.480.056 1.170.400 26.12

Cakupan Pembinaan UKBM 100.00 

persen

100.00 

persen

100

Peningkatan 

derajat kesehatan 

masyarakat
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Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya 

Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 

Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

66 66 100 4.480.056 1.170.400 26.12 Kegiatan pemberdayaan 

kader tidak terlaksana

Memaksimalkan rencana 

kegiatan dan 

berkoordinasi dengan 

penanggungjawab 

program terkait untuk 

tahun yang akan datang 

agar kegiatan dapat 

terlaksana dengan baik

Persentase Pengembangan dan 

Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber 

Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota

66.00 

persen

66.00 

persen

100

Bimbingan Teknis dan Supervisi 

Pengembangan dan Pelaksanaan 

Upaya Kesehatan Bersumber Daya 

Masyarakat (UKBM) 

4 4 100 4.480.056 1.170.400 26.12 Kegiatan pemberdayaan 

kader tidak terlaksana

Memaksimalkan rencana 

kegiatan dan 

berkoordinasi dengan 

penanggungjawab 

program terkait untuk 

tahun yang akan datang 

agar kegiatan dapat 

terlaksana dengan baik

Jumlah Dokumen Hasil 

Bimbingan Teknis dan Supervisi 

Upaya Kesehatan Bersumber 

Daya Masyarakat (UKBM)

4.00 

dokumen

4.00 

dokumen

100

PUSKESMAS 

BANDONGAN
4.215.915.488 3.597.794.378 85.34

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 

DAERAH KABUPATEN/KOTA

200 200 100 3.714.537.246 3.145.399.784 84.68

Persentase ketercapaian pelayanan umum dan 

kepegawaian perangkat daerah

100.00 

persen

100.00 

persen

100

Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja 

OPD, dan keuangan perangkat daerah

100.00 

persen

100.00 

persen

100

Peningkatan Pelayanan BLUD 100 100 100 3.714.537.246 3.145.399.784 84.68

Persentase peningkatan pelayanan BLUD 100.00 

persen

100.00 

persen

100

Pelayanan dan Penunjang 

Pelayanan BLUD 

1 1 100 3.714.537.246 3.145.399.784 84.68

Jumlah BLUD yang Menyediakan 

Pelayanan dan Penunjang 

Pelayanan

1.00 unit 

kerja

1.00 unit 

kerja

100

Peningkatan 

kualitas pelayanan 

kesehatan

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI MAGELANG TAHUN 2023 | 109



Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Peningkatan 

derajat kesehatan 

masyarakat

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN 

PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

89 89 100 475.617.920 426.698.994 89.71

Cakupan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan 

upaya kesehatan masyarakat

89.00 

persen

89.00 

persen

100

Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan 

untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah 

Kabupaten/Kota 

100 100 100 8.167.560 5.228.100 64.01 Beberapa alat kesehatan 

yang diajukan untuk 

dikalibrasi, masih dalam 

kondisi baik

Melakukan inventarisasi 

ulang untuk alat 

kesehatan yang perlu 

dikalibrasi

Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan untuk UKM dan UKP 

Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

100.00 

persen

100.00 

persen

100

Pemeliharaan Rutin dan Berkala 

Alat Kesehatan/Alat Penunjang 

Medik Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan

12 12 100 8.167.560 5.228.100 64.01 Beberapa alat kesehatan 

yang diajukan untuk 

dikalibrasi, masih dalam 

kondisi baik

Melakukan inventarisasi 

ulang untuk alat 

kesehatan yang perlu 

dikalibrasi

Jumlah Alat Kesehatan/Alat 

Penunjang Medik Fasilitas 

Layanan Kesehatan yang 

Terpelihara Sesuai Standar

12.00 unit 12.00 unit 100

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan 

UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

100 100 100 467.450.360 421.470.894 90.16

Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan 

untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat 

Daerah Kabupaten/Kota

100.00 

persen

100.00 

persen

100

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Ibu Hamil

878 716 81.55 118.507.419 116.042.000 97.92

Jumlah Ibu Hamil yang 

Mendapatkan Pelayanan 

Kesehatan Sesuai Standar

878.00 

orang

716.00 

orang

81.55

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Balita

4987 3898 78.16 33.882.075 25.339.150 74.79 Sebagian kegiatan 

imunisasi dilakukan 

terpusat di beberapa 

sekolah, sehingga SPPD 

tidak dapat terealisasi

Mengoptimalkan 

pelaksanaan imunisasi di 

tahun 2024

Jumlah Balita yang Mendapatkan 

Pelayanan Kesehatan Sesuai 

Standar

4987.00 

orang

3898.00 

orang

78.16
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Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

pada Usia Pendidikan Dasar

9143 7551 82.59 933.347 931 99.75

Jumlah Anak Usia Pendidikan 

Dasar yang Mendapatkan 

Pelayanan Kesehatan Sesuai 

Standar

9143.00 

orang

7551.00 

orang

82.59

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

pada Usia Produktif 

40326 38708 95.99 2.773.366 2.553.600 92.08

Jumlah Penduduk Usia Produktif 

yang Mendapatkan Pelayanan 

Kesehatan Sesuai Standar

40326.00 

orang

38708.00 

orang

95.99

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

pada Usia Lanjut

5626 5543 98.52 746.676 744.8 99.75

Jumlah Penduduk Usia Lanjut 

yang Mendapatkan Pelayanan 

Kesehatan Sesuai Standar

5626.00 

orang

5543.00 

orang

98.52

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Orang dengan Gangguan Jiwa 

Berat 

156 156 100 480.006 470.425 98

Jumlah Orang yang Mendapatkan 

Pelayanan Kesehatan Orang 

dengan Gangguan Jiwa Berat 

Sesuai Standar

156.00 

orang

156.00 

orang

100

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Orang Terduga Tuberkulosis 

419 419 100 11.200.140 11.172.000 99.75

Jumlah Orang Terduga Menderita 

Tuberkulosis yang Mendapatkan 

Pelayanan Sesuai Standar

419.00 

orang

419.00 

orang

100

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

bagi Penduduk Terdampak Krisis 

Kesehatan Akibat Bencana 

dan/atau Berpotensi Bencana 

1 1 100 80.001 79.8 99.75
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Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Jumlah Dokumen Hasil 

Pengelolaan Pelayanan 

Kesehatan bagi Penduduk 

Terdampak Krisis Kesehatan 

Akibat Bencana dan/atau 

Berpotensi Bencana Sesuai 

Standar

1.00 

dokumen

1.00 

dokumen

100

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Gizi Masyarakat

4 4 100 43.375.476 43.278.500 99.78

Jumlah Dokumen Hasil 

Pengelolaan Pelayanan 

Kesehatan Gizi Masyarakat

4.00 

dokumen

4.00 

dokumen

100

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Kerja dan Olahraga 

4 4 100 1.760.022 1.759.575 99.97

Jumlah Dokumen Hasil 

Pengelolaan Pelayanan 

Kesehatan Kerja dan Olahraga

4.00 

dokumen

4.00 

dokumen

100

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Lingkungan

6 6 100 640.008 638.4 99.75

Jumlah Dokumen Hasil 

Pengelolaan Pelayanan 

Kesehatan Lingkungan

6.00 

dokumen

6.00 

dokumen

100

Pengelolaan Pelayanan Promosi 

Kesehatan 

4 4 100 38.560.846 33.348.800 86.48

Jumlah Dokumen Hasil 

Pengelolaan Pelayanan Promosi 

Kesehatan

4.00 

dokumen

4.00 

dokumen

100

Pengelolaan Surveilans Kesehatan 12 12 100 320.004 319.2 99.75

Jumlah Dokumen Hasil 

Pengelolaan Surveilans 

Kesehatan

12.00 

dokumen

12.00 

dokumen

100

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Jiwa dan NAPZA

1 0 0 1.973.358 1.968.400 99.75
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Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Jumlah Penyalahguna NAPZA 

yang Mendapatkan Pelayanan 

Kesehatan

1.00 orang 0.00 orang 0 Realisasi keuangan 

menyesuaikan dengan 

integrasi anggaran dan 

kegiatan tergantung ada 

tidaknya kasus (kasuistik), 

termasuk dalam indikator 

negatif yaitu apabila tidak 

terjadi kasus maka artinya 

capaian baik

Menyusun rencana 

kegiatan dengan 

maksimal, mengevaluasi 

dan berkoordinasi dengan 

penanggungjawab 

kegiatan

Pelayanan Kesehatan Penyakit 

Menular dan Tidak Menular

4 4 100 98.694.567 98.447.050 99.75

Jumlah Dokumen Hasil 

Pelayanan Kesehatan Penyakit 

Menular dan Tidak Menular

4.00 

dokumen

4.00 

dokumen

100

Pengambilan dan Pengiriman 

Spesimen Penyakit Potensial KLB 

ke Laboratorium Rujukan/Nasional 

1 1 100 80.001 79.8 99.75

Jumlah Spesimen Penyakit 

Potensial Kejadian Luar Biasa 

(KLB) ke Laboratorium 

Rujukan/Nasional yang 

Didistribusikan

1.00 paket 1.00 paket 100

Operasional Pelayanan Puskesmas 4 4 100 110.349.676 82.276.794 74.56 Insentif UKM tidak 

terserap maksimal

Menyusun rencana kerja 

lebih baik dan 

mengoptimalkan capaian 

SPM di tahun 2024

Jumlah Dokumen Operasional 

Pelayanan Puskesmas

4.00 

dokumen

4.00 

dokumen

100

Investigasi Awal Kejadian Tidak 

Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca 

Imunisasi dan Pemberian Obat 

Massal) 

4 4 100 2.453.364 1.755.600 71.56 Tidak ada kasus KIPI 

(Kejadian Ikutan Pasca 

Imunisasi)

Memaksimalkan rencana 

kegiatan, berkoordinasi 

dengan penanggungjawab 

program terkait dan akan 

direalisasikan apabila 

terdapat kasus KIPI

Jumlah Laporan Hasil Investigasi 

Awal Kejadian Tidak Diharapkan 

(Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi 

dan Pemberian Obat Massal)

4.00 

laporan

4.00 

laporan

100
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Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Pengelolaan pelayanan kesehatan 

Malaria 

1 0 0 640.008 266 41.56 Realisasi keuangan 

menyesuaikan dengan 

integrasi anggaran dan 

kegiatan tergantung ada 

tidaknya kasus (kasuistik), 

termasuk dalam indikator 

negatif yaitu apabila tidak 

terjadi kasus maka artinya 

capaian baik

Menyusun dan 

memaksimalkan rencana 

kegiatan serta 

berkoordinasi dengan 

penanggungjawab 

program terkait untuk 

tahun 2024

Jumlah orang yang mendapatkan 

pelayanan kesehatan malaria

1.00 orang 0.00 orang 0 Realisasi keuangan 

menyesuaikan dengan 

integrasi anggaran dan 

kegiatan tergantung ada 

tidaknya kasus (kasuistik), 

termasuk dalam indikator 

negatif yaitu apabila tidak 

terjadi kasus maka artinya 

capaian baik

Menyusun dan 

memaksimalkan rencana 

kegiatan serta 

berkoordinasi dengan 

penanggungjawab 

program terkait untuk 

tahun 2024

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG 

KESEHATAN 

100 100 100 25.760.322 25.695.600 99.75

Cakupan Pembinaan UKBM 100.00 

persen

100.00 

persen

100

Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya 

Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 

Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

66 66 100 25.760.322 25.695.600 99.75

Persentase Pengembangan dan 

Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber 

Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota

66.00 

persen

66.00 

persen

100

Bimbingan Teknis dan Supervisi 

Pengembangan dan Pelaksanaan 

Upaya Kesehatan Bersumber Daya 

Masyarakat (UKBM) 

4 4 100 25.760.322 25.695.600 99.75

Jumlah Dokumen Hasil 

Bimbingan Teknis dan Supervisi 

Upaya Kesehatan Bersumber 

Daya Masyarakat (UKBM)

4.00 

dokumen

4.00 

dokumen

100

PUSKESMAS 

CANDIMULYO
3.379.878.564 2.751.320.276 81.4

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 

DAERAH KABUPATEN/KOTA

200 200 100 2.799.152.642 2.428.768.786 86.77

Peningkatan 

derajat kesehatan 

masyarakat

Peningkatan 

kualitas pelayanan 

kesehatan
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Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Persentase ketercapaian pelayanan umum dan 

kepegawaian perangkat daerah

100.00 

persen

100.00 

persen

100

Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja 

OPD, dan keuangan perangkat daerah

100.00 

persen

100.00 

persen

100

Peningkatan Pelayanan BLUD 100 100 100 2.799.152.642 2.428.768.786 86.77

Persentase peningkatan pelayanan BLUD 100.00 

persen

100.00 

persen

100

Pelayanan dan Penunjang 

Pelayanan BLUD 

1 1 100 2.799.152.642 2.428.768.786 86.77

Jumlah BLUD yang Menyediakan 

Pelayanan dan Penunjang 

Pelayanan

1.00 unit 

kerja

1.00 unit 

kerja

100

Peningkatan 

derajat kesehatan 

masyarakat

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN 

PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

89 89 100 528.031.930 300.845.890 56.97

Cakupan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan 

upaya kesehatan masyarakat

89.00 

persen

89.00 

persen

100

Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan 

untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah 

Kabupaten/Kota 

100 100 100 6.471.640 6.360.300 98.28

Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan untuk UKM dan UKP 

Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

100.00 

persen

100.00 

persen

100

Pemeliharaan Rutin dan Berkala 

Alat Kesehatan/Alat Penunjang 

Medik Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan

12 12 100 6.471.640 6.360.300 98.28

Jumlah Alat Kesehatan/Alat 

Penunjang Medik Fasilitas 

Layanan Kesehatan yang 

Terpelihara Sesuai Standar

12.00 unit 12.00 unit 100

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan 

UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

100 100 100 521.560.290 294.485.590 56.46 Terdapat kegiatan yang 

tidak terealisasikan, 

alokasi anggaran yang 

terlalu banyak pada satu 

kegiatan dan pada 

beberapa kegiatan tidak 

ada kasus yang terjadi

Menyusun dan 

memaksimalkan rencana 

kegiatan beserta 

anggarannya serta 

berkoordinasi dengan 

penanggungjawab 

program terkait untuk 

tahun yang akan datang 

agar kegiatan dapat 

terlaksana dengan baik

Peningkatan 

kualitas pelayanan 

kesehatan
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Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan 

untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat 

Daerah Kabupaten/Kota

100.00 

persen

100.00 

persen

100

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Ibu Hamil

618 618 100 131.727.684 99.888.800 75.83 Terdapat kegiatan yang 

tidak terealisasikan

Menyusun dan 

memaksimalkan rencana 

kegiatan dan 

berkoordinasi dengan 

penanggungjawab 

program terkait untuk 

tahun yang akan datang 

agar kegiatan dapat 

terlaksana dengan baik

Jumlah Ibu Hamil yang 

Mendapatkan Pelayanan 

Kesehatan Sesuai Standar

618.00 

orang

618.00 

orang

100

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Balita

3055 3027 99.08 7.243.422 150 2.07 Terdapat kegiatan yang 

tidak terealisasikan

Menyusun dan 

memaksimalkan rencana 

kegiatan dan 

berkoordinasi dengan 

penanggungjawab 

program terkait untuk 

tahun yang akan datang 

agar kegiatan dapat 

terlaksana dengan baik

Jumlah Balita yang Mendapatkan 

Pelayanan Kesehatan Sesuai 

Standar

3055.00 

orang

3027.00 

orang

99.08

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

pada Usia Pendidikan Dasar

5739 5311 92.54 5.333.400 5.320.300 99.75

Jumlah Anak Usia Pendidikan 

Dasar yang Mendapatkan 

Pelayanan Kesehatan Sesuai 

Standar

5739.00 

orang

5311.00 

orang

92.54

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

pada Usia Produktif 

1 1 100 4.480.056 1.995.000 44.53 Terdapat kegiatan yang 

tidak terealisasikan

Menyusun dan 

memaksimalkan rencana 

kegiatan dan 

berkoordinasi dengan 

penanggungjawab 

program terkait untuk 

tahun yang akan datang 

agar kegiatan dapat 

terlaksana dengan baik
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Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Jumlah Penduduk Usia Produktif 

yang Mendapatkan Pelayanan 

Kesehatan Sesuai Standar

1.00 orang 1.00 orang 100

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

pada Usia Lanjut

7791 5936 76.19 56.000.700 3.591.200 6.41 Pengalokasian anggaran 

di kegiatan usia lanjut 

terlalu banyak

Perencanaan dan alokasi 

anggaran akan 

disesuaikan dengan 

kegiatan dan kebutuhan di 

tahun 2024

Jumlah Penduduk Usia Lanjut 

yang Mendapatkan Pelayanan 

Kesehatan Sesuai Standar

7791.00 

orang

5936.00 

orang

76.19 Pengalokasian anggaran 

di kegiatan usia lanjut 

terlalu banyak

Perencanaan dan alokasi 

anggaran akan 

disesuaikan dengan 

kegiatan dan kebutuhan di 

tahun 2024

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Orang dengan Gangguan Jiwa 

Berat 

127 112 88.19 3.040.038 3.032.400 99.75

Jumlah Orang yang Mendapatkan 

Pelayanan Kesehatan Orang 

dengan Gangguan Jiwa Berat 

Sesuai Standar

127.00 

orang

112.00 

orang

88.19

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Orang Terduga Tuberkulosis 

345 261 75.65 7.093.422 266 3.75 Kasus Tuberkulosis tidak 

banyak terjadi

Menyusun dan 

memaksimalkan rencana 

kegiatan, berkoordinasi 

dengan penanggungjawab 

program terkait dan akan 

direalisasikan apabila 

terjadi kasus Tuberkulosis

Jumlah Orang Terduga Menderita 

Tuberkulosis yang Mendapatkan 

Pelayanan Sesuai Standar

345.00 

orang

261.00 

orang

75.65 Kasus Tuberkulosis tidak 

banyak terjadi

Menyusun dan 

memaksimalkan rencana 

kegiatan, berkoordinasi 

dengan penanggungjawab 

program terkait dan akan 

direalisasikan apabila 

terjadi kasus Tuberkulosis

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Gizi Masyarakat

4 4 100 79.605.492 67.426.600 84.7

Jumlah Dokumen Hasil 

Pengelolaan Pelayanan 

Kesehatan Gizi Masyarakat

4.00 

dokumen

4.00 

dokumen

100

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Kerja dan Olahraga 

4 4 100 3.000.000 3.000.000 100

Jumlah Dokumen Hasil 

Pengelolaan Pelayanan 

Kesehatan Kerja dan Olahraga

4.00 

dokumen

4.00 

dokumen

100
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Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Lingkungan 

6 6 100 3.040.038 1.808.800 59.5 Terdapat kegiatan yang 

tidak terealisasikan

Memaksimalkan rencana 

kegiatan dan 

berkoordinasi dengan 

penanggungjawab 

program terkait untuk 

tahun yang akan datang 

agar kegiatan dapat 

terlaksana dengan baik

Jumlah Dokumen Hasil 

Pengelolaan Pelayanan 

Kesehatan Lingkungan

6.00 

dokumen

6.00 

dokumen

100

Pengelolaan Pelayanan Promosi 

Kesehatan

4 4 100 13.950.000 6.750.000 48.39 Terdapat kegiatan yang 

tidak terealisasikan

Memaksimalkan rencana 

kegiatan dan 

berkoordinasi dengan 

penanggungjawab 

program terkait untuk 

tahun yang akan datang 

agar kegiatan dapat 

terlaksana dengan baik

Jumlah Dokumen Hasil 

Pengelolaan Pelayanan Promosi 

Kesehatan

4.00 

dokumen

4.00 

dokumen

100

Pengelolaan Surveilans Kesehatan 12 12 100 15.200.190 558.6 3.67 Tidak ada kasus Demam 

Berdarah

Menyusun dan 

memaksimalkan rencana 

kegiatan, berkoordinasi 

dengan penanggungjawab 

program terkait dan akan 

direalisasikan apabila 

terjadi kasus Demam 

Berdarah

Jumlah Dokumen Hasil 

Pengelolaan Surveilans 

Kesehatan

12.00 

dokumen

12.00 

dokumen

100

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Jiwa dan NAPZA

1 1 100 320.004 0 0 Tidak ada kasus yang 

terjadi

Menyusun dan 

memaksimalkan rencana 

kegiatan, berkoordinasi 

dengan penanggungjawab 

program terkait dan akan 

direalisasikan apabila 

terjadi kasus

Jumlah Penyalahguna NAPZA 

yang Mendapatkan Pelayanan 

Kesehatan

1.00 orang 1.00 orang 100
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Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Pelayanan Kesehatan Penyakit 

Menular dan Tidak Menular

4 4 100 66.480.831 14.257.600 21.45 Kasus DBD tidak banyak 

dan kegiatan Fogging 

sudah dilakukan oleh desa 

masing-masing

Menyusun dan 

memaksimalkan rencana 

kegiatan, berkoordinasi 

dengan penanggungjawab 

program terkait dan akan 

direalisasikan apabila 

terjadi kasus

Jumlah Dokumen Hasil 

Pelayanan Kesehatan Penyakit 

Menular dan Tidak Menular

4.00 

dokumen

4.00 

dokumen

100

Operasional Pelayanan Puskesmas 4 4 100 120.378.288 86.440.290 71.81 Insentif UKM tidak 

terserap

Memaksimalkan capaian 

SPM di tahun 2024

Jumlah Dokumen Operasional 

Pelayanan Puskesmas

4.00 

dokumen

4.00 

dokumen

100

Investigasi Awal Kejadian Tidak 

Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca 

Imunisasi dan Pemberian Obat 

Massal) 

4 4 100 4.160.052 0 0 Tidak ada kasus KIPI 

(Kejadian Ikutan Pasca 

Imunisasi) yang terjadi

Menyusun rencana 

kegiatan, berkoordinasi 

dengan penanggungjawab 

program terkait dan akan 

direalisasikan apabila 

terjadi kasus KIPI 

(Kejadian Ikutan Pasca 

Imunisasi)

Jumlah Laporan Hasil Investigasi 

Awal Kejadian Tidak Diharapkan 

(Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi 

dan Pemberian Obat Massal)

4.00 

laporan

4.00 

laporan

100

Pengelolaan pelayanan kesehatan 

Malaria 

1 0 0 506.673 0 0 Tidak ada kasus Malaria 

yang terjadi dan bukan 

daerah endemis

Menyusun rencana 

kegiatan, berkoordinasi 

dengan penanggungjawab 

program terkait dan akan 

direalisasikan apabila 

terjadi kasus Malaria

Jumlah orang yang mendapatkan 

pelayanan kesehatan malaria

1.00 orang 0.00 orang 0 Tidak ada kasus Malaria 

yang terjadi dan bukan 

daerah endemis

Menyusun rencana 

kegiatan, berkoordinasi 

dengan penanggungjawab 

program terkait dan akan 

direalisasikan apabila 

terjadi kasus Malaria

Peningkatan 

derajat kesehatan 

masyarakat

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG 

KESEHATAN 

100 100 100 52.693.992 21.705.600 41.19

Cakupan Pembinaan UKBM 100.00 

persen

100.00 

persen

100
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Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya 

Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 

Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

66 66 100 52.693.992 21.705.600 41.19 Kegiatan Pemberdayaan 

Kader Khusus Kasus 

Tuberkulosis tidak banyak

Memaksimalkan rencana 

kegiatan, berkoordinasi 

dengan penanggungjawab 

program terkait dan akan 

direalisasikan apabila 

terjadi kasus

Persentase Pengembangan dan 

Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber 

Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota

66.00 

persen

66.00 

persen

100

Bimbingan Teknis dan Supervisi 

Pengembangan dan Pelaksanaan 

Upaya Kesehatan Bersumber Daya 

Masyarakat (UKBM)

4 4 100 52.693.992 21.705.600 41.19 Kegiatan Pemberdayaan 

Kader Khusus Kasus 

Tuberkulosis tidak banyak

Memaksimalkan rencana 

kegiatan, berkoordinasi 

dengan penanggungjawab 

program terkait dan akan 

direalisasikan apabila 

terjadi kasus

Jumlah Dokumen Hasil 

Bimbingan Teknis dan Supervisi 

Upaya Kesehatan Bersumber 

Daya Masyarakat (UKBM)

4.00 

dokumen

4.00 

dokumen

100

PUSKESMAS 

PAKIS
3.945.221.326 3.578.010.368 90.69

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 

DAERAH KABUPATEN/KOTA

200 200 100 3.521.275.232 3.351.283.598 95.17

Persentase ketercapaian pelayanan umum dan 

kepegawaian perangkat daerah

100.00 

persen

100.00 

persen

100

Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja 

OPD, dan keuangan perangkat daerah

100.00 

persen

100.00 

persen

100

Peningkatan Pelayanan BLUD 100 100 100 3.521.275.232 3.351.283.598 95.17

Persentase peningkatan pelayanan BLUD 100.00 

persen

100.00 

persen

100

Pelayanan dan Penunjang 

Pelayanan BLUD

1 1 100 3.521.275.232 3.351.283.598 95.17

Jumlah BLUD yang Menyediakan 

Pelayanan dan Penunjang 

Pelayanan

1.00 unit 

kerja

1.00 unit 

kerja

100

Peningkatan 

derajat kesehatan 

masyarakat

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN 

PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

89 89 100 381.705.566 189.672.970 49.69

Cakupan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan 

upaya kesehatan masyarakat

89.00 

persen

89.00 

persen

100

Peningkatan 

kualitas pelayanan 

kesehatan
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Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan 

untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah 

Kabupaten/Kota 

100 100 100 7.037.720 6.704.400 95.26

Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan untuk UKM dan UKP 

Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

100.00 

persen

100.00 

persen

100

Pemeliharaan Rutin dan Berkala 

Alat Kesehatan/Alat Penunjang 

Medik Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan

12 12 100 7.037.720 6.704.400 95.26

Jumlah Alat Kesehatan/Alat 

Penunjang Medik Fasilitas 

Layanan Kesehatan yang 

Terpelihara Sesuai Standar

12.00 unit 12.00 unit 100

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan 

UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

100 100 100 374.667.846 182.968.570 48.83 Terdapat kegiatan yang 

tidak terealisasikan

Memaksimalkan rencana 

kegiatan dan 

berkoordinasi dengan 

penanggungjawab 

program terkait untuk 

tahun yang akan datang 

agar kegiatan dapat 

terlaksana dengan baik

Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan 

untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat 

Daerah Kabupaten/Kota

100.00 

persen

100.00 

persen

100

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Ibu Hamil

656 656 100 63.035.340 27.354.900 43.4 Terdapat kegiatan yang 

tidak terealisasikan

Memaksimalkan rencana 

kegiatan dan 

berkoordinasi dengan 

penanggungjawab 

program terkait untuk 

tahun yang akan datang 

agar kegiatan dapat 

terlaksana dengan baik

Jumlah Ibu Hamil yang 

Mendapatkan Pelayanan 

Kesehatan Sesuai Standar

656.00 

orang

656.00 

orang

100

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Balita

3425 3425 100 22.773.618 2.420.600 10.63 Terdapat kegiatan yang 

tidak terealisasikan

Memaksimalkan rencana 

kegiatan dan 

berkoordinasi dengan 

penanggungjawab 

program terkait untuk 

tahun yang akan datang 

agar kegiatan dapat 

terlaksana dengan baik
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Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Jumlah Balita yang Mendapatkan 

Pelayanan Kesehatan Sesuai 

Standar

3425.00 

orang

3425.00 

orang

100

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

pada Usia Pendidikan Dasar

7494 6432 85.83 3.200.040 904.4 28.26 Terdapat kegiatan yang 

tidak terealisasikan

Memaksimalkan rencana 

kegiatan dan 

berkoordinasi dengan 

penanggungjawab 

program terkait untuk 

tahun yang akan datang 

agar kegiatan dapat 

terlaksana dengan baik

Jumlah Anak Usia Pendidikan 

Dasar yang Mendapatkan 

Pelayanan Kesehatan Sesuai 

Standar

7494.00 

orang

6432.00 

orang

85.83

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

pada Usia Produktif 

3599 3599 100 1.173.348 0 0 Terdapat kegiatan yang 

tidak terealisasikan

Memaksimalkan rencana 

kegiatan dan 

berkoordinasi dengan 

penanggungjawab 

program terkait untuk 

tahun yang akan datang 

agar kegiatan dapat 

terlaksana dengan baik

Jumlah Penduduk Usia Produktif 

yang Mendapatkan Pelayanan 

Kesehatan Sesuai Standar

3599.00 

orang

3599.00 

orang

100

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

pada Usia Lanjut 

5810 5810 100 10.666.800 0 0 Terdapat kegiatan yang 

tidak terealisasikan

Memaksimalkan rencana 

kegiatan dan 

berkoordinasi dengan 

penanggungjawab 

program terkait untuk 

tahun yang akan datang 

agar kegiatan dapat 

terlaksana dengan baik

Jumlah Penduduk Usia Lanjut 

yang Mendapatkan Pelayanan 

Kesehatan Sesuai Standar

5810.00 

orang

5810.00 

orang

100

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Orang dengan Gangguan Jiwa 

Berat 

139 55 39.57 3.200.040 0 0 Terdapat kegiatan yang 

tidak terealisasikan

Memaksimalkan rencana 

kegiatan dan 

berkoordinasi dengan 

penanggungjawab 

program terkait untuk 

tahun yang akan datang 

agar kegiatan dapat 

terlaksana dengan baik
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Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Jumlah Orang yang Mendapatkan 

Pelayanan Kesehatan Orang 

dengan Gangguan Jiwa Berat 

Sesuai Standar

139.00 

orang

55.00 

orang

39.57 Terdapat kegiatan yang 

tidak terealisasikan

Menyusun rencana 

kegiatan dengan 

maksimal dan 

berkordinasi dengan 

penanggungjawabj 

program terkait

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Orang Terduga Tuberkulosis 

379 372 98.15 6.400.080 0 0 Realisasi keuangan 

menyesuaikan dengan 

integrasi anggaran dan 

kegiatan tergantung ada 

tidaknya kasus (kasuistik), 

termasuk dalam indikator 

negatif yaitu apabila tidak 

terjadi kasus maka artinya 

capaian baik

Memaksimalkan rencana 

kegiatan dan 

berkoordinasi dengan 

penanggungjawab 

program terkait untuk 

tahun yang akan datang 

agar kegiatan dapat 

terlaksana dengan baik

Jumlah Orang Terduga Menderita 

Tuberkulosis yang Mendapatkan 

Pelayanan Sesuai Standar

379.00 

orang

372.00 

orang

98.15

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Gizi Masyarakat

4 4 100 52.208.652 29.028.400 55.6 Terdapat kegiatan yang 

tidak terealisasikan

Memaksimalkan rencana 

kegiatan dan 

berkoordinasi dengan 

penanggungjawab 

program terkait untuk 

tahun yang akan datang 

agar kegiatan dapat 

terlaksana dengan baik

Jumlah Dokumen Hasil 

Pengelolaan Pelayanan 

Kesehatan Gizi Masyarakat

4.00 

dokumen

4.00 

dokumen

100

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Lingkungan 

6 6 100 8.693.442 3.803.800 43.75 Terdapat kegiatan yang 

tidak terealisasikan

Memaksimalkan rencana 

kegiatan dan 

berkoordinasi dengan 

penanggungjawab 

program terkait untuk 

tahun yang akan datang 

agar kegiatan dapat 

terlaksana dengan baik

Jumlah Dokumen Hasil 

Pengelolaan Pelayanan 

Kesehatan Lingkungan

6.00 

dokumen

6.00 

dokumen

100

Pengelolaan Pelayanan Promosi 

Kesehatan 

4 4 100 51.227.268 41.395.000 80.81
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Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Jumlah Dokumen Hasil 

Pengelolaan Pelayanan Promosi 

Kesehatan

4.00 

dokumen

4.00 

dokumen

100

Pengelolaan Surveilans Kesehatan 12 12 100 8.000.100 0 0 Terdapat kegiatan yang 

tidak terealisasikan

Memaksimalkan rencana 

kegiatan dan 

berkoordinasi dengan 

penanggungjawab 

program terkait untuk 

tahun yang akan datang 

agar kegiatan dapat 

terlaksana dengan baik

Jumlah Dokumen Hasil 

Pengelolaan Surveilans 

Kesehatan

12.00 

dokumen

12.00 

dokumen

100

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Jiwa dan NAPZA 

1 0 0 1.333.350 0 0 Terdapat kegiatan yang 

tidak terealisasikan

Memaksimalkan rencana 

kegiatan dan 

berkoordinasi dengan 

penanggungjawab 

program terkait untuk 

tahun yang akan datang 

agar kegiatan dapat 

terlaksana dengan baik

Jumlah Penyalahguna NAPZA 

yang Mendapatkan Pelayanan 

Kesehatan

1.00 orang 0.00 orang 0 Tidak ditemukannya 

kasus

Menyusun rencana 

kegiatan dengan 

maksimal, mengevaluasi 

dan berkoordinasi dengan 

penanggungjawab 

kegiatan

Pelayanan Kesehatan Penyakit 

Menular dan Tidak Menular

4 4 100 47.040.588 32.930.800 70.01 Terdapat kegiatan yang 

tidak terealisasikan

Memaksimalkan rencana 

kegiatan dan 

berkoordinasi dengan 

penanggungjawab 

program terkait untuk 

tahun yang akan datang 

agar kegiatan dapat 

terlaksana dengan baik

Jumlah Dokumen Hasil 

Pelayanan Kesehatan Penyakit 

Menular dan Tidak Menular

4.00 

dokumen

4.00 

dokumen

100

Operasional Pelayanan Puskesmas 4 4 100 93.581.820 45.130.670 48.23 Terdapat kegiatan yang 

tidak terealisasikan

Memaksimalkan rencana 

kegiatan dan 

berkoordinasi dengan 

penanggungjawab 

program terkait untuk 

tahun yang akan datang 

agar kegiatan dapat 

terlaksana dengan baik
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Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Jumlah Dokumen Operasional 

Pelayanan Puskesmas

4.00 

dokumen

4.00 

dokumen

100

Investigasi Awal Kejadian Tidak 

Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca 

Imunisasi dan Pemberian Obat 

Massal) 

4 4 100 2.133.360 0 0 Realisasi keuangan 

menyesuaikan dengan 

integrasi anggaran dan 

kegiatan tergantung ada 

tidaknya kasus (kasuistik), 

termasuk dalam indikator 

negatif yaitu apabila tidak 

terjadi kasus maka artinya 

capaian baik

Memaksimalkan rencana 

kegiatan, berkoordinasi 

dengan penanggungjawab 

program terkait dan akan 

direalisasikan apabila 

terjadi kasus

Jumlah Laporan Hasil Investigasi 

Awal Kejadian Tidak Diharapkan 

(Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi 

dan Pemberian Obat Massal)

4.00 

laporan

4.00 

laporan

100

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG 

KESEHATAN 

100 100 100 42.240.528 37.053.800 87.72

Cakupan Pembinaan UKBM 100.00 

persen

100.00 

persen

100

Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya 

Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 

Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

66 66 100 42.240.528 37.053.800 87.72

Persentase Pengembangan dan 

Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber 

Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota

66.00 

persen

66.00 

persen

100

Bimbingan Teknis dan Supervisi 

Pengembangan dan Pelaksanaan 

Upaya Kesehatan Bersumber Daya 

Masyarakat (UKBM) 

4 4 100 42.240.528 37.053.800 87.72

Jumlah Dokumen Hasil 

Bimbingan Teknis dan Supervisi 

Upaya Kesehatan Bersumber 

Daya Masyarakat (UKBM)

4.00 

dokumen

4.00 

dokumen

100

PUSKESMAS 

NGABLAK
2.595.864.879 2.490.369.510 95.94

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 

DAERAH KABUPATEN/KOTA

200 200 100 2.123.530.893 2.113.268.006 99.52

Persentase ketercapaian pelayanan umum dan 

kepegawaian perangkat daerah

100.00 

persen

100.00 

persen

100

Peningkatan 

derajat kesehatan 

masyarakat

Peningkatan 

kualitas pelayanan 

kesehatan
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Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja 

OPD, dan keuangan perangkat daerah

100.00 

persen

100.00 

persen

100

Peningkatan Pelayanan BLUD 100 100 100 2.123.530.893 2.113.268.006 99.52

Persentase peningkatan pelayanan BLUD 100.00 

persen

100.00 

persen

100

Pelayanan dan Penunjang 

Pelayanan BLUD

1 1 100 2.123.530.893 2.113.268.006 99.52

Jumlah BLUD yang Menyediakan 

Pelayanan dan Penunjang 

Pelayanan

1.00 unit 

kerja

1.00 unit 

kerja

100

Peningkatan 

derajat kesehatan 

masyarakat

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN 

PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

89 89 100 430.520.130 342.388.504 79.53

Cakupan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan 

upaya kesehatan masyarakat

89.00 

persen

89.00 

persen

100

Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan 

untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah 

Kabupaten/Kota 

100 100 100 7.914.680 7.403.700 93.54

Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan untuk UKM dan UKP 

Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

100.00 

persen

100.00 

persen

100

Pemeliharaan Rutin dan Berkala 

Alat Kesehatan/Alat Penunjang 

Medik Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan

12 12 100 7.914.680 7.403.700 93.54

Jumlah Alat Kesehatan/Alat 

Penunjang Medik Fasilitas 

Layanan Kesehatan yang 

Terpelihara Sesuai Standar

12.00 unit 12.00 unit 100

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan 

UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

100 100 100 422.605.450 334.984.804 79.27

Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan 

untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat 

Daerah Kabupaten/Kota

100.00 

persen

100.00 

persen

100

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Ibu Hamil

487 450 92.4 122.304.492 116.805.800 95.5
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Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Jumlah Ibu Hamil yang 

Mendapatkan Pelayanan 

Kesehatan Sesuai Standar

487.00 

orang

450.00 

orang

92.4

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Balita

2491 2203 88.44 5.120.064 5.107.200 99.75

Jumlah Balita yang Mendapatkan 

Pelayanan Kesehatan Sesuai 

Standar

2491.00 

orang

2203.00 

orang

88.44

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

pada Usia Produktif 

27399 18824 68.7 5.280.066 5.213.600 98.74

Jumlah Penduduk Usia Produktif 

yang Mendapatkan Pelayanan 

Kesehatan Sesuai Standar

27399.00 

orang

18824.00 

orang

68.7 Kasus yang ditemukan 

sedikit dan kurangnya 

realisasi dari sasaran

Menyusun rencana 

kegiatan dengan 

maksimal, mengevaluasi 

dan berkoordinasi dengan 

lintas sektor KUA

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

pada Usia Lanjut

6078 5692 93.65 3.144.064 2.979.200 94.76

Jumlah Penduduk Usia Lanjut 

yang Mendapatkan Pelayanan 

Kesehatan Sesuai Standar

6078.00 

orang

5692.00 

orang

93.65

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Orang dengan Gangguan Jiwa 

Berat 

106 56 52.83 2.560.032 2.473.800 96.63

Jumlah Orang yang Mendapatkan 

Pelayanan Kesehatan Orang 

dengan Gangguan Jiwa Berat 

Sesuai Standar

106.00 

orang

56.00 

orang

52.83 Kasus yang ditemukan 

sedikit dan kurangnya 

realisasi dari sasaran

Menyusun rencana 

kegiatan dengan 

maksimal, mengevaluasi 

dan berkoordinasi dengan 

penanggungjawab 

program terkait

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Orang Terduga Tuberkulosis

289 199 68.86 34.133.760 17.050.600 49.95 Penemuan kasus 

Tuberkulosis masih sedikit

Melakukan follow up 

kepada pemegang 

program agar 

memaksimalkan kegiatan 

di tahun 2024

Jumlah Orang Terduga Menderita 

Tuberkulosis yang Mendapatkan 

Pelayanan Sesuai Standar

289.00 

orang

199.00 

orang

68.86 Penemuan kasus 

Tuberkulosis masih sedikit

Melakukan follow up 

kepada pemegang 

program agar 

memaksimalkan kegiatan 

di tahun 2024

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Gizi Masyarakat

4 4 100 44.800.074 44.306.400 98.9

Jumlah Dokumen Hasil 

Pengelolaan Pelayanan 

Kesehatan Gizi Masyarakat

4.00 

dokumen

4.00 

dokumen

100
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Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Kerja dan Olahraga 

4 4 100 1.050.000 1.050.000 100

Jumlah Dokumen Hasil 

Pengelolaan Pelayanan 

Kesehatan Kerja dan Olahraga

4.00 

dokumen

4.00 

dokumen

100

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Lingkungan 

6 6 100 3.413.376 3.298.400 96.63

Jumlah Dokumen Hasil 

Pengelolaan Pelayanan 

Kesehatan Lingkungan

6.00 

dokumen

6.00 

dokumen

100

Pengelolaan Pelayanan Promosi 

Kesehatan 

4 4 100 9.763.350 9.598.400 98.31

Jumlah Dokumen Hasil 

Pengelolaan Pelayanan Promosi 

Kesehatan

4.00 

dokumen

4.00 

dokumen

100

Pelayanan Kesehatan Penyakit 

Menular dan Tidak Menular

4 4 100 88.534.440 37.452.800 42.3 Belum maksimal terserap 

karena keterbatasan 

Sumber Daya Manusia 

dengan banyak kegiatan

Melakukan follow up 

kepada pemegang 

program agar 

memaksimalkan kegiatan 

di tahun 2024

Jumlah Dokumen Hasil 

Pelayanan Kesehatan Penyakit 

Menular dan Tidak Menular

4.00 

dokumen

4.00 

dokumen

100

Operasional Pelayanan Puskesmas 4 4 100 97.275.000 89.648.604 92.16

Jumlah Dokumen Operasional 

Pelayanan Puskesmas

4.00 

dokumen

4.00 

dokumen

100

Investigasi Awal Kejadian Tidak 

Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca 

Imunisasi dan Pemberian Obat 

Massal) 

4 4 100 3.520.044 0 0 Realisasi keuangan 

menyesuaikan dengan 

integrasi anggaran dan 

kegiatan tergantung ada 

tidaknya kasus (kasuistik), 

termasuk dalam indikator 

negatif yaitu apabila tidak 

terjadi kasus maka artinya 

capaian baik

Memaksimalkan rencana 

kegiatan, berkoordinasi 

dengan penanggungjawab 

program terkait dan akan 

direalisasikan apabila 

terjadi kasus

Jumlah Laporan Hasil Investigasi 

Awal Kejadian Tidak Diharapkan 

(Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi 

dan Pemberian Obat Massal)

4.00 

laporan

4.00 

laporan

100
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Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Pengelolaan pelayanan kesehatan 

Malaria 

1 0 0 1.706.688 0 0 Tidak ada kasus malaria 

dan bukan daerah 

endemis

Menyusun dan 

memaksimalkan rencana 

kegiatan, berkoordinasi 

dengan penanggungjawab 

program terkait dan akan 

direalisasikan apabila 

terjadi kasus malaria

Jumlah orang yang mendapatkan 

pelayanan kesehatan malaria

1.00 orang 0.00 orang 0 Tidak ada kasus malaria 

dan bukan daerah 

endemis

Menyusun dan 

memaksimalkan rencana 

kegiatan, berkoordinasi 

dengan penanggungjawab 

program terkait dan akan 

direalisasikan apabila 

terjadi kasus malaria

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG 

KESEHATAN 

100 100 100 41.813.856 34.713.000 83.02

Cakupan Pembinaan UKBM 100.00 

persen

100.00 

persen

100

Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya 

Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 

Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

66 66 100 41.813.856 34.713.000 83.02

Persentase Pengembangan dan 

Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber 

Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota

66.00 

persen

66.00 

persen

100

Bimbingan Teknis dan Supervisi 

Pengembangan dan Pelaksanaan 

Upaya Kesehatan Bersumber Daya 

Masyarakat (UKBM) 

4 4 100 41.813.856 34.713.000 83.02

Jumlah Dokumen Hasil 

Bimbingan Teknis dan Supervisi 

Upaya Kesehatan Bersumber 

Daya Masyarakat (UKBM)

4.00 

dokumen

4.00 

dokumen

100

PUSKESMAS 

GRABAG I
5.828.586.574 5.440.948.221 93.35

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 

DAERAH KABUPATEN/KOTA

200 200 100 5.305.987.344 4.981.534.378 93.89

Persentase ketercapaian pelayanan umum dan 

kepegawaian perangkat daerah

100.00 

persen

100.00 

persen

100

Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja 

OPD, dan keuangan perangkat daerah

100.00 

persen

100.00 

persen

100

Peningkatan Pelayanan BLUD 100 100 100 5.305.987.344 4.981.534.378 93.89

Peningkatan 

derajat kesehatan 

masyarakat

Peningkatan 

kualitas pelayanan 

kesehatan
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Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Persentase peningkatan pelayanan BLUD 100.00 

persen

100.00 

persen

100

Pelayanan dan Penunjang 

Pelayanan BLUD 

1 1 100 5.305.987.344 4.981.534.378 93.89

Jumlah BLUD yang Menyediakan 

Pelayanan dan Penunjang 

Pelayanan

1.00 unit 

kerja

1.00 unit 

kerja

100

Peningkatan 

derajat kesehatan 

masyarakat

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN 

PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

89 89 100 476.998.660 424.488.043 88.99

Cakupan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan 

upaya kesehatan masyarakat

89.00 

persen

89.00 

persen

100

Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan 

untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah 

Kabupaten/Kota 

100 100 100 7.910.040 7.825.500 98.93

Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan untuk UKM dan UKP 

Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

100.00 

persen

100.00 

persen

100

Pemeliharaan Rutin dan Berkala 

Alat Kesehatan/Alat Penunjang 

Medik Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan

12 12 100 7.910.040 7.825.500 98.93

Jumlah Alat Kesehatan/Alat 

Penunjang Medik Fasilitas 

Layanan Kesehatan yang 

Terpelihara Sesuai Standar

12.00 unit 12.00 unit 100

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan 

UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

100 100 100 469.088.620 416.662.543 88.82

Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan 

untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat 

Daerah Kabupaten/Kota

100.00 

persen

100.00 

persen

100

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Ibu Hamil

1032 901 87.31 131.655.753 128.757.200 97.8

Jumlah Ibu Hamil yang 

Mendapatkan Pelayanan 

Kesehatan Sesuai Standar

1032.00 

orang

901.00 

orang

87.31

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Balita

4634 4458 96.2 16.640.208 13.246.800 79.61
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Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Jumlah Balita yang Mendapatkan 

Pelayanan Kesehatan Sesuai 

Standar

4634.00 

orang

4458.00 

orang

96.2

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

pada Usia Pendidikan Dasar

13411 10004 74.6 960.012 957.6 99.75

Jumlah Anak Usia Pendidikan 

Dasar yang Mendapatkan 

Pelayanan Kesehatan Sesuai 

Standar

13411.00 

orang

10004.00 

orang

74.6 Terdapat kegiatan yang 

tidak terealisasikan

Menyusun rencana 

kegiatan dengan 

maksimal, mengevaluasi 

dan berkoordinasi dengan 

penanggungjawab 

kegiatan

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

pada Usia Produktif 

42961 26424 61.51 3.040.038 2.394.000 78.75

Jumlah Penduduk Usia Produktif 

yang Mendapatkan Pelayanan 

Kesehatan Sesuai Standar

42961.00 

orang

26424.00 

orang

61.51 Bimbingan dan Konseling 

untuk Catin di KUA belum 

bisa dilakukan

Menyusun rencana 

kegiatan dengan 

maksimal dan akan 

dimaksimalkan di tahun 

berikutnya

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

pada Usia Lanjut

8591 8591 100 9.060.012 9.057.600 99.97

Jumlah Penduduk Usia Lanjut 

yang Mendapatkan Pelayanan 

Kesehatan Sesuai Standar

8591.00 

orang

8591.00 

orang

100

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Orang dengan Gangguan Jiwa 

Berat 

168 109 64.88 5.600.070 5.586.000 99.75

Jumlah Orang yang Mendapatkan 

Pelayanan Kesehatan Orang 

dengan Gangguan Jiwa Berat 

Sesuai Standar

168.00 

orang

109.00 

orang

64.88 Terdapat kegiatan yang 

tidak terealisasikan

Menyusun rencana 

kegiatan dengan 

maksimal dan akan 

direalisasikan di tahun 

berikutnya

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Orang Terduga Tuberkulosis

466 466 100 24.960.312 9.948.400 39.86 Kasus Tuberkulosis tidak 

banyak, Bulan Desember 

Realisasi kegiatan hanya 

sampai tanggal 5 dan 

kegiatan diatas tanggal 5 

tidak bisa realisasi

Memaksimalkan rencana 

kegiatan, berkoordinasi 

dengan penanggungjawab 

program terkait dan akan 

direalisasikan apabila 

terjadi kasus

Jumlah Orang Terduga Menderita 

Tuberkulosis yang Mendapatkan 

Pelayanan Sesuai Standar

466.00 

orang

466.00 

orang

100
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Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

bagi Penduduk Terdampak Krisis 

Kesehatan Akibat Bencana 

dan/atau Berpotensi Bencana

1 1 100 3.360.042 0 0 Realisasi keuangan 

menyesuaikan dengan 

integrasi anggaran dan 

kegiatan tergantung ada 

tidaknya kasus (kasuistik), 

termasuk dalam indikator 

negatif yaitu apabila tidak 

terjadi kasus maka artinya 

capaian baik

Memaksimalkan rencana 

kegiatan, berkoordinasi 

dengan penanggungjawab 

program terkait dan akan 

direalisasikan apabila 

terjadi kasus

Jumlah Dokumen Hasil 

Pengelolaan Pelayanan 

Kesehatan bagi Penduduk 

Terdampak Krisis Kesehatan 

Akibat Bencana dan/atau 

Berpotensi Bencana Sesuai 

Standar

1.00 

dokumen

1.00 

dokumen

100

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Gizi Masyarakat

4 4 100 51.876.142 49.745.400 95.89

Jumlah Dokumen Hasil 

Pengelolaan Pelayanan 

Kesehatan Gizi Masyarakat

4.00 

dokumen

4.00 

dokumen

100

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Kerja dan Olahraga

4 4 100 10.730.008 10.169.800 94.78

Jumlah Dokumen Hasil 

Pengelolaan Pelayanan 

Kesehatan Kerja dan Olahraga

4.00 

dokumen

4.00 

dokumen

100

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Lingkungan 

6 6 100 13.920.174 13.885.200 99.75

Jumlah Dokumen Hasil 

Pengelolaan Pelayanan 

Kesehatan Lingkungan

6.00 

dokumen

6.00 

dokumen

100

Pengelolaan Pelayanan Promosi 

Kesehatan

4 4 100 28.963.505 27.815.000 96.03

Jumlah Dokumen Hasil 

Pengelolaan Pelayanan Promosi 

Kesehatan

4.00 

dokumen

4.00 

dokumen

100

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Jiwa dan NAPZA

1 0 0 4.053.384 4.043.200 99.75
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Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Jumlah Penyalahguna NAPZA 

yang Mendapatkan Pelayanan 

Kesehatan

1.00 orang 0.00 orang 0 Realisasi keuangan 

menyesuaikan dengan 

integrasi anggaran dan 

kegiatan tergantung ada 

tidaknya kasus (kasuistik), 

termasuk dalam indikator 

negatif yaitu apabila tidak 

terjadi kasus maka artinya 

capaian baik

Berkoordinasi dengan 

penanggungjawab 

program dan 

memaksimalkan rencana 

kegiatan untuk tahun yang 

akan datang agar kegiatan 

dapat terlaksana dengan 

baik

Pelayanan Kesehatan Penyakit 

Menular dan Tidak Menular

4 4 100 45.707.238 40.857.600 89.39

Jumlah Dokumen Hasil 

Pelayanan Kesehatan Penyakit 

Menular dan Tidak Menular

4.00 

dokumen

4.00 

dokumen

100

Operasional Pelayanan Puskesmas 4 4 100 114.135.000 100.198.743 87.79

Jumlah Dokumen Operasional 

Pelayanan Puskesmas

4.00 

dokumen

4.00 

dokumen

100

Investigasi Awal Kejadian Tidak 

Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca 

Imunisasi dan Pemberian Obat 

Massal) 

4 4 100 2.506.698 0 0 Tidak ada kasus Memaksimalkan rencana 

kegiatan, berkoordinasi 

dengan penanggungjawab 

program terkait dan akan 

direalisasikan apabila 

terjadi kasus

Jumlah Laporan Hasil Investigasi 

Awal Kejadian Tidak Diharapkan 

(Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi 

dan Pemberian Obat Massal)

4.00 

laporan

4.00 

laporan

100

Pengelolaan pelayanan kesehatan 

Malaria 

1 0 0 1.920.024 0 0 Tidak ada kasus malaria Menyusun dan 

memaksimalkan rencana 

kegiatan, berkoordinasi 

dengan penanggungjawab 

program terkait dan akan 

direalisasikan apabila 

terjadi kasus malaria

Jumlah orang yang mendapatkan 

pelayanan kesehatan malaria

1.00 orang 0.00 orang 0 Tidak ada kasus malaria Menyusun dan 

memaksimalkan rencana 

kegiatan, berkoordinasi 

dengan penanggungjawab 

program terkait dan akan 

direalisasikan apabila 

terjadi kasus malaria

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG 

KESEHATAN 

100 100 100 45.600.570 34.925.800 76.59Peningkatan 

derajat kesehatan 

masyarakat
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Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Cakupan Pembinaan UKBM 100.00 

persen

100.00 

persen

100

Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya 

Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 

Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

66 66 100 45.600.570 34.925.800 76.59 Kegiatan Pemberdayaan 

Kader Khusus Kasus 

Tuberkulosis tidak banyak

Memaksimalkan rencana 

kegiatan, berkoordinasi 

dengan penanggungjawab 

program terkait dan akan 

direalisasikan apabila 

terjadi kasus

Persentase Pengembangan dan 

Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber 

Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota

66.00 

persen

66.00 

persen

100

Bimbingan Teknis dan Supervisi 

Pengembangan dan Pelaksanaan 

Upaya Kesehatan Bersumber Daya 

Masyarakat (UKBM) 

4 4 100 45.600.570 34.925.800 76.59 Kegiatan Pemberdayaan 

Kader Khusus Kasus 

Tuberkulosis tidak banyak

Memaksimalkan rencana 

kegiatan, berkoordinasi 

dengan penanggungjawab 

program terkait dan akan 

direalisasikan apabila 

terjadi kasus

Jumlah Dokumen Hasil 

Bimbingan Teknis dan Supervisi 

Upaya Kesehatan Bersumber 

Daya Masyarakat (UKBM)

4.00 

dokumen

4.00 

dokumen

100

PUSKESMAS 

GRABAG II
1.642.799.968 1.512.258.423 92.05

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 

DAERAH KABUPATEN/KOTA

200 200 100 1.289.925.375 1.231.092.043 95.44

Persentase ketercapaian pelayanan umum dan 

kepegawaian perangkat daerah

100.00 

persen

100.00 

persen

100

Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja 

OPD, dan keuangan perangkat daerah

100.00 

persen

100.00 

persen

100

Peningkatan Pelayanan BLUD 100 100 100 1.289.925.375 1.231.092.043 95.44

Persentase peningkatan pelayanan BLUD 100.00 

persen

100.00 

persen

100

Pelayanan dan Penunjang 

Pelayanan BLUD

1 1 100 1.289.925.375 1.231.092.043 95.44

Jumlah BLUD yang Menyediakan 

Pelayanan dan Penunjang 

Pelayanan

1.00 unit 

kerja

1.00 unit 

kerja

100

Peningkatan 

derajat kesehatan 

masyarakat

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN 

PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

89 89 100 344.874.493 273.186.380 79.21

Peningkatan 

kualitas pelayanan 

kesehatan

Peningkatan 

derajat kesehatan 

masyarakat
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Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Cakupan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan 

upaya kesehatan masyarakat

89.00 

persen

89.00 

persen

100

Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan 

untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah 

Kabupaten/Kota 

100 100 100 7.284.800 5.834.826 80.1

Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan untuk UKM dan UKP 

Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

100.00 

persen

100.00 

persen

100

Pemeliharaan Rutin dan Berkala 

Alat Kesehatan/Alat Penunjang 

Medik Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan

12 12 100 7.284.800 5.834.826 80.1

Jumlah Alat Kesehatan/Alat 

Penunjang Medik Fasilitas 

Layanan Kesehatan yang 

Terpelihara Sesuai Standar

12.00 unit 12.00 unit 100

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan 

UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

100 100 100 337.589.693 267.351.554 79.19

Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan 

untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat 

Daerah Kabupaten/Kota

100.00 

persen

100.00 

persen

100

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Ibu Hamil

404 386 95.54 118.134.000 112.661.200 95.37

Jumlah Ibu Hamil yang 

Mendapatkan Pelayanan 

Kesehatan Sesuai Standar

404.00 

orang

386.00 

orang

95.54

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Balita

1950 1950 100 12.800.160 9.097.200 71.07 Terdapat kegiatan yang 

tidak terealisasikan

Memaksimalkan rencana 

kegiatan dan 

berkoordinasi dengan 

penanggungjawab 

program terkait untuk 

tahun yang akan datang 

agar kegiatan dapat 

terlaksana dengan baik

Jumlah Balita yang Mendapatkan 

Pelayanan Kesehatan Sesuai 

Standar

1950.00 

orang

1950.00 

orang

100

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

pada Usia Produktif 

17633 10345 58.67 1.920.024 1.596.000 83.12
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Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Jumlah Penduduk Usia Produktif 

yang Mendapatkan Pelayanan 

Kesehatan Sesuai Standar

17633.00 

orang

10345.00 

orang

58.67 Terdapat kegiatan yang 

tidak terealisasikan

Menyusun rencana 

kegiatan dan akan 

dimaksimalkan tahun 

depan

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

pada Usia Lanjut

3561 3561 100 2.133.360 2.128.000 99.75

Jumlah Penduduk Usia Lanjut 

yang Mendapatkan Pelayanan 

Kesehatan Sesuai Standar

3561.00 

orang

3561.00 

orang

100

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Orang dengan Gangguan Jiwa 

Berat 

69 34 49.28 2.400.030 1.596.000 66.5 Kasus Orang dengan 

Gangguan Jiwa tidak 

banyak

Memaksimalkan rencana 

kegiatan dan 

berkoordinasi dengan 

penanggungjawab 

program terkait untuk 

tahun yang akan datang 

agar kegiatan dapat 

terlaksana dengan baik

Jumlah Orang yang Mendapatkan 

Pelayanan Kesehatan Orang 

dengan Gangguan Jiwa Berat 

Sesuai Standar

69.00 

orang

34.00 

orang

49.28 Kasus Orang dengan 

Gangguan Jiwa tidak 

banyak

Memaksimalkan rencana 

kegiatan dan 

berkoordinasi dengan 

penanggungjawab 

program terkait untuk 

tahun yang akan datang 

agar kegiatan dapat 

terlaksana dengan baik

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Orang Terduga Tuberkulosis 

191 183 95.81 10.666.800 5.054.000 47.38 Kasus Tuberkulosis tidak 

banyak

Memaksimalkan rencana 

kegiatan dan 

berkoordinasi dengan 

penanggungjawab 

program terkait untuk 

tahun yang akan datang 

agar kegiatan dapat 

terlaksana dengan baik

Jumlah Orang Terduga Menderita 

Tuberkulosis yang Mendapatkan 

Pelayanan Sesuai Standar

191.00 

orang

183.00 

orang

95.81

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Gizi Masyarakat

4 4 100 60.778.721 57.112.000 93.97

Jumlah Dokumen Hasil 

Pengelolaan Pelayanan 

Kesehatan Gizi Masyarakat

4.00 

dokumen

4.00 

dokumen

100

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Lingkungan 

6 6 100 1.653.354 1.489.600 90.1
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Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Jumlah Dokumen Hasil 

Pengelolaan Pelayanan 

Kesehatan Lingkungan

6.00 

dokumen

6.00 

dokumen

100

Pengelolaan Pelayanan Promosi 

Kesehatan 

4 4 100 23.126.850 6.202.000 26.82 Terdapat kegiatan yang 

tidak terealisasikan

Memaksimalkan rencana 

kegiatan dan 

berkoordinasi dengan 

penanggungjawab 

program terkait untuk 

tahun yang akan datang 

agar kegiatan dapat 

terlaksana dengan baik

Jumlah Dokumen Hasil 

Pengelolaan Pelayanan Promosi 

Kesehatan

4.00 

dokumen

4.00 

dokumen

100

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Jiwa dan NAPZA

1 0 0 80.001 79.8 99.75

Jumlah Penyalahguna NAPZA 

yang Mendapatkan Pelayanan 

Kesehatan

1.00 orang 0.00 orang 0 Realisasi keuangan 

menyesuaikan dengan 

integrasi anggaran dan 

kegiatan tergantung ada 

tidaknya kasus (kasuistik), 

termasuk dalam indikator 

negatif yaitu apabila tidak 

terjadi kasus maka artinya 

capaian baik

Menyusun rencana 

kegiatan dengan 

maksimal, mengevaluasi 

dan berkoordinasi dengan 

penanggungjawab 

kegiatan

Pelayanan Kesehatan Penyakit 

Menular dan Tidak Menular

4 4 100 25.626.987 15.762.500 61.51 Terdapat kegiatan yang 

tidak terealisasikan

Memaksimalkan rencana 

kegiatan dan 

berkoordinasi dengan 

penanggungjawab 

program terkait untuk 

tahun yang akan datang 

agar kegiatan dapat 

terlaksana dengan baik

Jumlah Dokumen Hasil 

Pelayanan Kesehatan Penyakit 

Menular dan Tidak Menular

4.00 

dokumen

4.00 

dokumen

100

Operasional Pelayanan Puskesmas 4 4 100 72.456.000 54.573.254 75.32 Insentif UKM tidak 

terserap maksimal

Memaksimalkan rencana 

kegiatan dan 

berkoordinasi dengan 

penanggungjawab 

program terkait untuk 

tahun yang akan datang 

agar kegiatan dapat 

terlaksana dengan baik

Jumlah Dokumen Operasional 

Pelayanan Puskesmas

4.00 

dokumen

4.00 

dokumen

100
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Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Investigasi Awal Kejadian Tidak 

Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca 

Imunisasi dan Pemberian Obat 

Massal) 

4 4 100 5.333.400 0 0 Realisasi keuangan 

menyesuaikan dengan 

integrasi anggaran dan 

kegiatan tergantung ada 

tidaknya kasus (kasuistik), 

termasuk dalam indikator 

negatif yaitu apabila tidak 

terjadi kasus maka artinya 

capaian baik

Memaksimalkan rencana 

kegiatan, berkoordinasi 

dengan penanggungjawab 

program terkait dan akan 

direalisasikan apabila 

terjadi kasus

Jumlah Laporan Hasil Investigasi 

Awal Kejadian Tidak Diharapkan 

(Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi 

dan Pemberian Obat Massal)

4.00 

laporan

4.00 

laporan

100

Pengelolaan pelayanan kesehatan 

Malaria 

1 0 0 480.006 0 0 Tidak ada kasus malaria Menyusun dan 

memaksimalkan rencana 

kegiatan, berkoordinasi 

dengan penanggungjawab 

program terkait dan akan 

direalisasikan apabila 

terjadi kasus malaria

Jumlah orang yang mendapatkan 

pelayanan kesehatan malaria

1.00 orang 0.00 orang 0 Tidak ada kasus malaria Menyusun dan 

memaksimalkan rencana 

kegiatan, berkoordinasi 

dengan penanggungjawab 

program terkait dan akan 

direalisasikan apabila 

terjadi kasus malaria

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG 

KESEHATAN 

100 100 100 8.000.100 7.980.000 99.75

Cakupan Pembinaan UKBM 100.00 

persen

100.00 

persen

100

Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya 

Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 

Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

66 66 100 8.000.100 7.980.000 99.75

Persentase Pengembangan dan 

Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber 

Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota

66.00 

persen

66.00 

persen

100

Bimbingan Teknis dan Supervisi 

Pengembangan dan Pelaksanaan 

Upaya Kesehatan Bersumber Daya 

Masyarakat (UKBM) 

4 4 100 8.000.100 7.980.000 99.75

Peningkatan 

derajat kesehatan 

masyarakat
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Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Jumlah Dokumen Hasil 

Bimbingan Teknis dan Supervisi 

Upaya Kesehatan Bersumber 

Daya Masyarakat (UKBM)

4.00 

dokumen

4.00 

dokumen

100

PUSKESMAS 

TEGALREJO
2.689.000.214 2.568.978.020 95.54

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 

DAERAH KABUPATEN/KOTA

200 200 100 2.165.173.735 2.142.853.515 98.97

Persentase ketercapaian pelayanan umum dan 

kepegawaian perangkat daerah

100.00 

persen

100.00 

persen

100

Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja 

OPD, dan keuangan perangkat daerah

100.00 

persen

100.00 

persen

100

Peningkatan Pelayanan BLUD 100 100 100 2.165.173.735 2.142.853.515 98.97

Persentase peningkatan pelayanan BLUD 100.00 

persen

100.00 

persen

100

Pelayanan dan Penunjang 

Pelayanan BLUD 

1 1 100 2.165.173.735 2.142.853.515 98.97

Jumlah BLUD yang Menyediakan 

Pelayanan dan Penunjang 

Pelayanan

1.00 unit 

kerja

1.00 unit 

kerja

100

Peningkatan 

derajat kesehatan 

masyarakat

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN 

PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

89 89 100 517.319.731 423.890.105 81.94

Cakupan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan 

upaya kesehatan masyarakat

89.00 

persen

89.00 

persen

100

Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan 

untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah 

Kabupaten/Kota 

100 100 100 8.506.280 6.005.100 70.6 Beberapa alat kesehatan 

yang diajukan untuk 

dikalibrasi, masih dalam 

kondisi baik, beberapa 

kegiatan tidak terealisasi

Menyusun dan 

memaksimalkan rencana 

kegiatan dan 

berkoordinasi dengan 

penanggungjawab 

program terkait untuk 

tahun yang akan datang 

agar kegiatan dapat 

terlaksana dengan baik

Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan untuk UKM dan UKP 

Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

100.00 

persen

100.00 

persen

100

Peningkatan 

kualitas pelayanan 

kesehatan
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Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Pemeliharaan Rutin dan Berkala 

Alat Kesehatan/Alat Penunjang 

Medik Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan

12 12 100 8.506.280 6.005.100 70.6 Beberapa alat kesehatan 

yang diajukan untuk 

dikalibrasi, masih dalam 

kondisi baik, beberapa 

kegiatan tidak terealisasi

Menyusun dan 

memaksimalkan rencana 

kegiatan dan 

berkoordinasi dengan 

penanggungjawab 

program terkait untuk 

tahun yang akan datang 

agar kegiatan dapat 

terlaksana dengan baik

Jumlah Alat Kesehatan/Alat 

Penunjang Medik Fasilitas 

Layanan Kesehatan yang 

Terpelihara Sesuai Standar

12.00 unit 12.00 unit 100

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan 

UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

100 100 100 508.813.451 417.885.005 82.13

Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan 

untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat 

Daerah Kabupaten/Kota

100.00 

persen

100.00 

persen

100

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Ibu Hamil

535 535 100 82.670.427 82.661.400 99.99

Jumlah Ibu Hamil yang 

Mendapatkan Pelayanan 

Kesehatan Sesuai Standar

535.00 

orang

535.00 

orang

100

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Balita

3300 3300 100 30.314.691 19.257.000 63.52 Terdapat kegiatan yang 

tidak terealisasikan

Menyusun dan 

memaksimalkan rencana 

kegiatan dan 

berkoordinasi dengan 

penanggungjawab 

program terkait untuk 

tahun yang akan datang 

agar kegiatan dapat 

terlaksana dengan baik

Jumlah Balita yang Mendapatkan 

Pelayanan Kesehatan Sesuai 

Standar

3300.00 

orang

3300.00 

orang

100

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

pada Usia Pendidikan Dasar

8579 7772 90.59 3.520.044 3.511.200 99.75

Jumlah Anak Usia Pendidikan 

Dasar yang Mendapatkan 

Pelayanan Kesehatan Sesuai 

Standar

8579.00 

orang

7772.00 

orang

90.59
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Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

pada Usia Produktif 

35044 16730 47.74 826.677 824.6 99.75

Jumlah Penduduk Usia Produktif 

yang Mendapatkan Pelayanan 

Kesehatan Sesuai Standar

35044.00 

orang

16730.00 

orang

47.74 Kasus Orang dengan 

Gangguan Jiwa tidak 

banyak

Menyusun rencana 

kegiatan dengan 

maksimal, mengevaluasi 

dan berkoordinasi dengan 

lintas sektor KUA

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

pada Usia Lanjut 

6606 6606 100 11.200.140 11.172.000 99.75

Jumlah Penduduk Usia Lanjut 

yang Mendapatkan Pelayanan 

Kesehatan Sesuai Standar

6606.00 

orang

6606.00 

orang

100

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Orang dengan Gangguan Jiwa 

Berat 

135 65 48.15 2.880.036 2.021.600 70.19 Kasus Orang dengan 

Gangguan Jiwa tidak 

banyak

Memaksimalkan rencana 

kegiatan, berkoordinasi 

dengan penanggungjawab 

program terkait dan akan 

direalisasikan apabila 

terjadi kasus

Jumlah Orang yang Mendapatkan 

Pelayanan Kesehatan Orang 

dengan Gangguan Jiwa Berat 

Sesuai Standar

135.00 

orang

65.00 

orang

48.15 Kasus Orang dengan 

Gangguan Jiwa tidak 

banyak

Memaksimalkan rencana 

kegiatan, berkoordinasi 

dengan penanggungjawab 

program terkait dan akan 

direalisasikan apabila 

terjadi kasus

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Orang Terduga Tuberkulosis

371 371 100 13.333.500 12.821.200 96.16

Jumlah Orang Terduga Menderita 

Tuberkulosis yang Mendapatkan 

Pelayanan Sesuai Standar

371.00 

orang

371.00 

orang

100

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 

790 672 85.06 2.800.035 26.6 0.95 Kasus risiko terinfeksi HIV 

tidak banyak

Memaksimalkan rencana 

kegiatan dan 

berkoordinasi dengan 

penanggungjawab 

program terkait untuk 

tahun yang akan datang 

agar kegiatan dapat 

terlaksana dengan baik

Jumlah Orang Terduga Menderita 

HIV yang Mendapatkan 

Pelayanan Sesuai Standar

790.00 

orang

672.00 

orang

85.06

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Gizi Masyarakat

4 4 100 53.891.950 53.090.200 98.51
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Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Jumlah Dokumen Hasil 

Pengelolaan Pelayanan 

Kesehatan Gizi Masyarakat

4.00 

dokumen

4.00 

dokumen

100

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Kerja dan Olahraga 

4 4 100 2.250.000 2.250.000 100

Jumlah Dokumen Hasil 

Pengelolaan Pelayanan 

Kesehatan Kerja dan Olahraga

4.00 

dokumen

4.00 

dokumen

100

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Lingkungan 

6 6 100 9.120.114 8.804.600 96.54

Jumlah Dokumen Hasil 

Pengelolaan Pelayanan 

Kesehatan Lingkungan

6.00 

dokumen

6.00 

dokumen

100

Pengelolaan Pelayanan Promosi 

Kesehatan 

4 4 100 27.340.021 27.335.800 99.98

Jumlah Dokumen Hasil 

Pengelolaan Pelayanan Promosi 

Kesehatan

4.00 

dokumen

4.00 

dokumen

100

Pelayanan Kesehatan Penyakit 

Menular dan Tidak Menular

4 4 100 159.293.131 110.940.200 69.65 Perencanaan anggaran 

terlalu banyak

Anggaran akan 

disesuaikan dengan 

kebutuhan dan kegiatan di 

tahun 2024

Jumlah Dokumen Hasil 

Pelayanan Kesehatan Penyakit 

Menular dan Tidak Menular

4.00 

dokumen

4.00 

dokumen

100

Pengambilan dan Pengiriman 

Spesimen Penyakit Potensial KLB 

ke Laboratorium Rujukan/Nasional 

1 1 100 266.67 0 0 Realisasi keuangan 

menyesuaikan dengan 

integrasi anggaran dan 

kegiatan tergantung ada 

tidaknya kasus (kasuistik), 

termasuk dalam indikator 

negatif yaitu apabila tidak 

terjadi kasus maka artinya 

capaian baik

Memaksimalkan rencana 

kegiatan, berkoordinasi 

dengan penanggungjawab 

program terkait dan akan 

direalisasikan apabila 

terjadi kasus

Jumlah Spesimen Penyakit 

Potensial Kejadian Luar Biasa 

(KLB) ke Laboratorium 

Rujukan/Nasional yang 

Didistribusikan

1.00 paket 1.00 paket 100

Operasional Pelayanan Puskesmas 4 4 100 107.906.000 83.168.605 77.08
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Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Jumlah Dokumen Operasional 

Pelayanan Puskesmas

4.00 

dokumen

4.00 

dokumen

100

Investigasi Awal Kejadian Tidak 

Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca 

Imunisasi dan Pemberian Obat 

Massal) 

4 4 100 560.007 0 0 Realisasi keuangan 

menyesuaikan dengan 

integrasi anggaran dan 

kegiatan tergantung ada 

tidaknya kasus (kasuistik), 

termasuk dalam indikator 

negatif yaitu apabila tidak 

terjadi kasus maka artinya 

capaian baik

Memaksimalkan rencana 

kegiatan, berkoordinasi 

dengan penanggungjawab 

program terkait dan akan 

direalisasikan apabila 

terjadi kasus

Jumlah Laporan Hasil Investigasi 

Awal Kejadian Tidak Diharapkan 

(Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi 

dan Pemberian Obat Massal)

4.00 

laporan

4.00 

laporan

100

Pengelolaan pelayanan kesehatan 

Malaria 

1 0 0 640.008 0 0 Tidak ada kasus malaria Menyusun dan 

memaksimalkan rencana 

kegiatan, berkoordinasi 

dengan penanggungjawab 

program terkait dan akan 

direalisasikan apabila 

terjadi kasus malaria

Jumlah orang yang mendapatkan 

pelayanan kesehatan malaria

1.00 orang 0.00 orang 0 Tidak ada kasus malaria Menyusun dan 

memaksimalkan rencana 

kegiatan, berkoordinasi 

dengan penanggungjawab 

program terkait dan akan 

direalisasikan apabila 

terjadi kasus malaria

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG 

KESEHATAN 

100 100 100 6.506.748 2.234.400 34.34

Cakupan Pembinaan UKBM 100.00 

persen

100.00 

persen

100

Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya 

Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 

Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

66 66 100 6.506.748 2.234.400 34.34 Terdapat kegiatan yang 

tidak dapat terealisasikan

Memaksimalkan rencana 

kegiatan dan 

berkoordinasi dengan 

penanggungjawab 

program terkait untuk 

tahun yang akan datang 

agar kegiatan dapat 

terlaksana dengan baik

Peningkatan 

derajat kesehatan 

masyarakat

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI MAGELANG TAHUN 2023 | 143



Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Persentase Pengembangan dan 

Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber 

Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota

66.00 

persen

66.00 

persen

100

Bimbingan Teknis dan Supervisi 

Pengembangan dan Pelaksanaan 

Upaya Kesehatan Bersumber Daya 

Masyarakat (UKBM) 

4 4 100 6.506.748 2.234.400 34.34 Terdapat kegiatan yang 

tidak dapat terealisasikan

Memaksimalkan rencana 

kegiatan dan 

berkoordinasi dengan 

penanggungjawab 

program terkait untuk 

tahun yang akan datang 

agar kegiatan dapat 

terlaksana dengan baik

Jumlah Dokumen Hasil 

Bimbingan Teknis dan Supervisi 

Upaya Kesehatan Bersumber 

Daya Masyarakat (UKBM)

4.00 

dokumen

4.00 

dokumen

100

PUSKESMAS 

SECANG I
3.109.048.280 3.031.129.112 97.49

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 

DAERAH KABUPATEN/KOTA

200 200 100 2.528.626.909 2.496.426.214 98.73

Persentase ketercapaian pelayanan umum dan 

kepegawaian perangkat daerah

100.00 

persen

100.00 

persen

100

Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja 

OPD, dan keuangan perangkat daerah

100.00 

persen

100.00 

persen

100

Peningkatan Pelayanan BLUD 100 100 100 2.528.626.909 2.496.426.214 98.73

Persentase peningkatan pelayanan BLUD 100.00 

persen

100.00 

persen

100

Pelayanan dan Penunjang 

Pelayanan BLUD 

1 1 100 2.528.626.909 2.496.426.214 98.73

Jumlah BLUD yang Menyediakan 

Pelayanan dan Penunjang 

Pelayanan

1.00 unit 

kerja

1.00 unit 

kerja

100

Peningkatan 

derajat kesehatan 

masyarakat

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN 

PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

89 89 100 533.007.445 487.408.098 91.44

Cakupan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan 

upaya kesehatan masyarakat

89.00 

persen

89.00 

persen

100

Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan 

untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah 

Kabupaten/Kota 

100 100 100 5.237.400 5.217.000 99.61

Peningkatan 

kualitas pelayanan 

kesehatan
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Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan untuk UKM dan UKP 

Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

100.00 

persen

100.00 

persen

100

Pemeliharaan Rutin dan Berkala 

Alat Kesehatan/Alat Penunjang 

Medik Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan

12 12 100 5.237.400 5.217.000 99.61

Jumlah Alat Kesehatan/Alat 

Penunjang Medik Fasilitas 

Layanan Kesehatan yang 

Terpelihara Sesuai Standar

12.00 unit 12.00 unit 100

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan 

UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

100 100 100 527.770.045 482.191.098 91.36

Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan 

untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat 

Daerah Kabupaten/Kota

100.00 

persen

100.00 

persen

100

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Ibu Hamil

949 712 75.03 109.391.832 108.972.400 99.62

Jumlah Ibu Hamil yang 

Mendapatkan Pelayanan 

Kesehatan Sesuai Standar

949.00 

orang

712.00 

orang

75.03 Adanya pembulatan dan 

sisa uang dari SPPD

Menyusun rencana 

kegiatan dengan 

maksimal untuk tahun 

depan, mengevaluasi dan 

berkoordinasi dengan 

penanggungjawab 

kegiatan

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Balita

3864 3253 84.19 9.000.072 8.985.600 99.84

Jumlah Balita yang Mendapatkan 

Pelayanan Kesehatan Sesuai 

Standar

3864.00 

orang

3253.00 

orang

84.19

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

pada Usia Pendidikan Dasar

9553 7361 77.05 8.000.100 7.980.000 99.75

Jumlah Anak Usia Pendidikan 

Dasar yang Mendapatkan 

Pelayanan Kesehatan Sesuai 

Standar

9553.00 

orang

7361.00 

orang

77.05

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

pada Usia Produktif 

34159 22933 67.14 3.093.372 2.527.000 81.69
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Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Jumlah Penduduk Usia Produktif 

yang Mendapatkan Pelayanan 

Kesehatan Sesuai Standar

34159.00 

orang

22933.00 

orang

67.14 Tidak dilakukannya 

kegiatan Rapat dengan 

KUA

Koordinasi lebih baik 

dengan KUA

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Orang dengan Gangguan Jiwa 

Berat

132 87 65.91 2.640.033 2.633.400 99.75

Jumlah Orang yang Mendapatkan 

Pelayanan Kesehatan Orang 

dengan Gangguan Jiwa Berat 

Sesuai Standar

132.00 

orang

87.00 

orang

65.91 Adanya pembulatan dan 

sisa uang dari SPPD

Rencana kegiatan akan 

dimaksimalkan di tahun 

depan

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Orang Terduga Tuberkulosis

366 366 100 18.666.900 16.492.000 88.35

Jumlah Orang Terduga Menderita 

Tuberkulosis yang Mendapatkan 

Pelayanan Sesuai Standar

366.00 

orang

366.00 

orang

100

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 

780 509 65.26 1.200.015 1.197.000 99.75

Jumlah Orang Terduga Menderita 

HIV yang Mendapatkan 

Pelayanan Sesuai Standar

780.00 

orang

509.00 

orang

65.26 Masih adanya pembulatan 

dan sisa anggaran dari 

SPPD

Menyusun rencana 

kegiatan dengan 

maksimal, mengevaluasi 

dan berkoordinasi dengan 

penanggungjawab 

kegiatan

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Gizi Masyarakat

4 4 100 86.057.844 77.445.100 89.99

Jumlah Dokumen Hasil 

Pengelolaan Pelayanan 

Kesehatan Gizi Masyarakat

4.00 

dokumen

4.00 

dokumen

100

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Kerja dan Olahraga 

4 4 100 47.106.683 45.800.000 97.23

Jumlah Dokumen Hasil 

Pengelolaan Pelayanan 

Kesehatan Kerja dan Olahraga

4.00 

dokumen

4.00 

dokumen

100

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Lingkungan 

6 6 100 2.186.694 2.181.200 99.75
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Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Jumlah Dokumen Hasil 

Pengelolaan Pelayanan 

Kesehatan Lingkungan

6.00 

dokumen

6.00 

dokumen

100

Pengelolaan Surveilans Kesehatan 12 12 100 2.533.365 2.287.600 90.3

Jumlah Dokumen Hasil 

Pengelolaan Surveilans 

Kesehatan

12.00 

dokumen

12.00 

dokumen

100

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Jiwa dan NAPZA

1 0 0 2.160.027 2.154.600 99.75

Jumlah Penyalahguna NAPZA 

yang Mendapatkan Pelayanan 

Kesehatan

1.00 orang 0.00 orang 0 Realisasi keuangan 

menyesuaikan dengan 

integrasi anggaran dan 

kegiatan tergantung ada 

tidaknya kasus (kasuistik), 

termasuk dalam indikator 

negatif yaitu apabila tidak 

terjadi kasus maka artinya 

capaian baik

Berkoordinasi dengan 

penanggungjawab 

program dan 

memaksimalkan rencana 

kegiatan untuk tahun yang 

akan datang agar kegiatan 

dapat terlaksana dengan 

baik

Pelayanan Kesehatan Penyakit 

Menular dan Tidak Menular

4 4 100 103.494.627 92.514.800 89.39

Jumlah Dokumen Hasil 

Pelayanan Kesehatan Penyakit 

Menular dan Tidak Menular

4.00 

dokumen

4.00 

dokumen

100

Pengambilan dan Pengiriman 

Spesimen Penyakit Potensial KLB 

ke Laboratorium Rujukan/Nasional 

1 1 100 666.675 665 99.75

Jumlah Spesimen Penyakit 

Potensial Kejadian Luar Biasa 

(KLB) ke Laboratorium 

Rujukan/Nasional yang 

Didistribusikan

1.00 paket 1.00 paket 100

Operasional Pelayanan Puskesmas 4 4 100 120.425.000 109.477.598 90.91

Jumlah Dokumen Operasional 

Pelayanan Puskesmas

4.00 

dokumen

4.00 

dokumen

100

Investigasi Awal Kejadian Tidak 

Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca 

Imunisasi dan Pemberian Obat 

Massal) 

4 4 100 880.011 877.8 99.75
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Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Jumlah Laporan Hasil Investigasi 

Awal Kejadian Tidak Diharapkan 

(Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi 

dan Pemberian Obat Massal)

4.00 

laporan

4.00 

laporan

100

Pengelolaan pelayanan kesehatan 

Malaria 

1 0 0 10.266.795 0 0 Tidak terdapat kasus 

malaria

Menyusun rencana 

kegiatan dan 

berkoordinasi dengan 

penanggungjawab 

program terkait

Jumlah orang yang mendapatkan 

pelayanan kesehatan malaria

1.00 orang 0.00 orang 0 Tidak terdapat kasus 

malaria

Menyusun rencana 

kegiatan dan 

berkoordinasi dengan 

penanggungjawab 

program terkait

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG 

KESEHATAN 

100 100 100 47.413.926 47.294.800 99.75

Cakupan Pembinaan UKBM 100.00 

persen

100.00 

persen

100

Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya 

Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 

Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

66 66 100 47.413.926 47.294.800 99.75

Persentase Pengembangan dan 

Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber 

Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota

66.00 

persen

66.00 

persen

100

Bimbingan Teknis dan Supervisi 

Pengembangan dan Pelaksanaan 

Upaya Kesehatan Bersumber Daya 

Masyarakat (UKBM) 

4 4 100 47.413.926 47.294.800 99.75

Jumlah Dokumen Hasil 

Bimbingan Teknis dan Supervisi 

Upaya Kesehatan Bersumber 

Daya Masyarakat (UKBM)

4.00 

dokumen

4.00 

dokumen

100

PUSKESMAS 

SECANG II
2.070.410.444 2.052.285.598 99.12

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 

DAERAH KABUPATEN/KOTA

200 200 100 1.677.797.691 1.676.728.385 99.94

Persentase ketercapaian pelayanan umum dan 

kepegawaian perangkat daerah

100.00 

persen

100.00 

persen

100

Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja 

OPD, dan keuangan perangkat daerah

100.00 

persen

100.00 

persen

100

Peningkatan 

derajat kesehatan 

masyarakat

Peningkatan 

kualitas pelayanan 

kesehatan
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Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Peningkatan Pelayanan BLUD 100 100 100 1.677.797.691 1.676.728.385 99.94

Persentase peningkatan pelayanan BLUD 100.00 

persen

100.00 

persen

100

Pelayanan dan Penunjang 

Pelayanan BLUD 

1 1 100 1.677.797.691 1.676.728.385 99.94

Jumlah BLUD yang Menyediakan 

Pelayanan dan Penunjang 

Pelayanan

1.00 unit 

kerja

1.00 unit 

kerja

100

Peningkatan 

derajat kesehatan 

masyarakat

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN 

PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

89 89 100 359.225.669 342.254.013 95.28

Cakupan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan 

upaya kesehatan masyarakat

89.00 

persen

89.00 

persen

100

Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan 

untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah 

Kabupaten/Kota 

100 100 100 5.603.960 5.603.960 100

Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan untuk UKM dan UKP 

Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

100.00 

persen

100.00 

persen

100

Pemeliharaan Rutin dan Berkala 

Alat Kesehatan/Alat Penunjang 

Medik Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan

12 12 100 5.603.960 5.603.960 100

Jumlah Alat Kesehatan/Alat 

Penunjang Medik Fasilitas 

Layanan Kesehatan yang 

Terpelihara Sesuai Standar

12.00 unit 12.00 unit 100

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan 

UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

100 100 100 353.621.709 336.650.053 95.2

Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan 

untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat 

Daerah Kabupaten/Kota

100.00 

persen

100.00 

persen

100

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Ibu Hamil

479 442 92.28 107.047.485 104.735.000 97.84

Jumlah Ibu Hamil yang 

Mendapatkan Pelayanan 

Kesehatan Sesuai Standar

479.00 

orang

442.00 

orang

92.28
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Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Balita

2303 1798 78.07 6.400.080 6.384.000 99.75

Jumlah Balita yang Mendapatkan 

Pelayanan Kesehatan Sesuai 

Standar

2303.00 

orang

1798.00 

orang

78.07

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

pada Usia Pendidikan Dasar

3103 3057 98.52 1.840.023 1.835.400 99.75

Jumlah Anak Usia Pendidikan 

Dasar yang Mendapatkan 

Pelayanan Kesehatan Sesuai 

Standar

3103.00 

orang

3057.00 

orang

98.52

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

pada Usia Produktif 

19351 19351 100 1.600.020 1.596.000 99.75

Jumlah Penduduk Usia Produktif 

yang Mendapatkan Pelayanan 

Kesehatan Sesuai Standar

19351.00 

orang

19351.00 

orang

100

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

pada Usia Lanjut

3707 2611 70.43 15.750.045 15.741.000 99.94

Jumlah Penduduk Usia Lanjut 

yang Mendapatkan Pelayanan 

Kesehatan Sesuai Standar

3707.00 

orang

2611.00 

orang

70.43 Penemuan dari sasaran 

kegiatan sedikit

Menyusun rencana 

kegiatan dengan 

maksimal, mengevaluasi 

dan berkoordinasi dengan 

penanggungjawab 

kegiatan

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Orang Terduga Tuberkulosis

205 205 100 2.213.361 2.207.800 99.75

Jumlah Orang Terduga Menderita 

Tuberkulosis yang Mendapatkan 

Pelayanan Sesuai Standar

205.00 

orang

205.00 

orang

100

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Gizi Masyarakat

4 4 100 21.695.278 21.599.800 99.56

Jumlah Dokumen Hasil 

Pengelolaan Pelayanan 

Kesehatan Gizi Masyarakat

4.00 

dokumen

4.00 

dokumen

100

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Kerja dan Olahraga 

4 4 100 3.200.040 3.192.000 99.75
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Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Jumlah Dokumen Hasil 

Pengelolaan Pelayanan 

Kesehatan Kerja dan Olahraga

4.00 

dokumen

4.00 

dokumen

100

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Lingkungan 

6 6 100 4.800.060 4.788.000 99.75

Jumlah Dokumen Hasil 

Pengelolaan Pelayanan 

Kesehatan Lingkungan

6.00 

dokumen

6.00 

dokumen

100

Pengelolaan Pelayanan Promosi 

Kesehatan 

4 4 100 61.948.427 61.209.600 98.81

Jumlah Dokumen Hasil 

Pengelolaan Pelayanan Promosi 

Kesehatan

4.00 

dokumen

4.00 

dokumen

100

Pengelolaan Surveilans Kesehatan 12 12 100 2.666.700 2.660.000 99.75

Jumlah Dokumen Hasil 

Pengelolaan Surveilans 

Kesehatan

12.00 

dokumen

12.00 

dokumen

100

Pelayanan Kesehatan Penyakit 

Menular dan Tidak Menular

4 4 100 32.813.790 32.736.750 99.77

Jumlah Dokumen Hasil 

Pelayanan Kesehatan Penyakit 

Menular dan Tidak Menular

4.00 

dokumen

4.00 

dokumen

100

Pengambilan dan Pengiriman 

Spesimen Penyakit Potensial KLB 

ke Laboratorium Rujukan/Nasional 

1 1 100 4.800.060 4.788.000 99.75

Jumlah Spesimen Penyakit 

Potensial Kejadian Luar Biasa 

(KLB) ke Laboratorium 

Rujukan/Nasional yang 

Didistribusikan

1.00 paket 1.00 paket 100

Operasional Pelayanan Puskesmas 4 4 100 86.313.000 72.644.703 84.16

Jumlah Dokumen Operasional 

Pelayanan Puskesmas

4.00 

dokumen

4.00 

dokumen

100
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Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Investigasi Awal Kejadian Tidak 

Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca 

Imunisasi dan Pemberian Obat 

Massal) 

4 4 100 533.34 532 99.75

Jumlah Laporan Hasil Investigasi 

Awal Kejadian Tidak Diharapkan 

(Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi 

dan Pemberian Obat Massal)

4.00 

laporan

4.00 

laporan

100

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG 

KESEHATAN 

100 100 100 33.387.084 33.303.200 99.75

Cakupan Pembinaan UKBM 100.00 

persen

100.00 

persen

100

Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya 

Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 

Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

66 66 100 33.387.084 33.303.200 99.75

Persentase Pengembangan dan 

Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber 

Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota

66.00 

persen

66.00 

persen

100

Bimbingan Teknis dan Supervisi 

Pengembangan dan Pelaksanaan 

Upaya Kesehatan Bersumber Daya 

Masyarakat (UKBM) 

4 4 100 33.387.084 33.303.200 99.75

Jumlah Dokumen Hasil 

Bimbingan Teknis dan Supervisi 

Upaya Kesehatan Bersumber 

Daya Masyarakat (UKBM)

4.00 

dokumen

4.00 

dokumen

100

PUSKESMAS 

WINDUSARI
3.414.935.203 3.316.328.435 97.11

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 

DAERAH KABUPATEN/KOTA

200 200 100 2.773.160.153 2.724.978.762 98.26

Persentase ketercapaian pelayanan umum dan 

kepegawaian perangkat daerah

100.00 

persen

100.00 

persen

100

Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja 

OPD, dan keuangan perangkat daerah

100.00 

persen

100.00 

persen

100

Peningkatan Pelayanan BLUD 100 100 100 2.773.160.153 2.724.978.762 98.26

Persentase peningkatan pelayanan BLUD 100.00 

persen

100.00 

persen

100

Peningkatan 

derajat kesehatan 

masyarakat

Peningkatan 

kualitas pelayanan 

kesehatan
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Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Pelayanan dan Penunjang 

Pelayanan BLUD 

1 1 100 2.773.160.153 2.724.978.762 98.26

Jumlah BLUD yang Menyediakan 

Pelayanan dan Penunjang 

Pelayanan

1.00 unit 

kerja

1.00 unit 

kerja

100

Peningkatan 

derajat kesehatan 

masyarakat

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN 

PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

89 89 100 579.107.600 528.839.673 91.32

Cakupan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan 

upaya kesehatan masyarakat

89.00 

persen

89.00 

persen

100

Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan 

untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah 

Kabupaten/Kota 

100 100 100 6.986.680 6.937.500 99.3

Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan untuk UKM dan UKP 

Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

100.00 

persen

100.00 

persen

100

Pemeliharaan Rutin dan Berkala 

Alat Kesehatan/Alat Penunjang 

Medik Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan

12 12 100 6.986.680 6.937.500 99.3

Jumlah Alat Kesehatan/Alat 

Penunjang Medik Fasilitas 

Layanan Kesehatan yang 

Terpelihara Sesuai Standar

12.00 unit 12.00 unit 100

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan 

UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

100 100 100 572.120.920 521.902.173 91.22

Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan 

untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat 

Daerah Kabupaten/Kota

100.00 

persen

100.00 

persen

100

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Ibu Hamil

692 685 98.99 95.663.736 91.220.400 95.36

Jumlah Ibu Hamil yang 

Mendapatkan Pelayanan 

Kesehatan Sesuai Standar

692.00 

orang

685.00 

orang

98.99

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Balita

3432 3432 100 8.320.104 8.299.200 99.75
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Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Jumlah Balita yang Mendapatkan 

Pelayanan Kesehatan Sesuai 

Standar

3432.00 

orang

3432.00 

orang

100

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

pada Usia Pendidikan Dasar 

6656 6321 94.97 3.680.046 3.670.800 99.75

Jumlah Anak Usia Pendidikan 

Dasar yang Mendapatkan 

Pelayanan Kesehatan Sesuai 

Standar

6656.00 

orang

6321.00 

orang

94.97

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

pada Usia Produktif 

34252 19705 57.53 1.066.680 691.6 64.84 Kurangnya realisasi 

sasaran kegiatan

Mengevaluasi dan 

berkoordinasi dengan 

lintas sektor terkait 

kegiatan yaitu KUA

Jumlah Penduduk Usia Produktif 

yang Mendapatkan Pelayanan 

Kesehatan Sesuai Standar

34252.00 

orang

19705.00 

orang

57.53 Kurangnya realisasi 

sasaran kegiatan

Mengevaluasi dan 

berkoordinasi dengan 

lintas sektor terkait 

kegiatan yaitu KUA

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

pada Usia Lanjut 

6278 5328 84.87 5.600.070 5.586.000 99.75

Jumlah Penduduk Usia Lanjut 

yang Mendapatkan Pelayanan 

Kesehatan Sesuai Standar

6278.00 

orang

5328.00 

orang

84.87

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Orang dengan Gangguan Jiwa 

Berat 

132 41 31.06 2.720.034 532 19.56 Kurangnya penemuan 

sasaran ODGJ (Orang 

dengan Gangguan Jiwa) 

oleh petugas

Membuat renca kerja dan 

mengoptimalkan untuk 

tahun berikutnya

Jumlah Orang yang Mendapatkan 

Pelayanan Kesehatan Orang 

dengan Gangguan Jiwa Berat 

Sesuai Standar

132.00 

orang

41.00 

orang

31.06 Kurangnya penemuan 

sasaran ODGJ (Orang 

dengan Gangguan Jiwa) 

oleh petugas

Membuat renca kerja dan 

mengoptimalkan untuk 

tahun berikutnya

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Orang Terduga Tuberkulosis 

351 313 89.17 1.066.680 1.064.000 99.75

Jumlah Orang Terduga Menderita 

Tuberkulosis yang Mendapatkan 

Pelayanan Sesuai Standar

351.00 

orang

313.00 

orang

89.17

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Gizi Masyarakat

4 4 100 184.059.122 177.947.200 96.68
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Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Jumlah Dokumen Hasil 

Pengelolaan Pelayanan 

Kesehatan Gizi Masyarakat

4.00 

dokumen

4.00 

dokumen

100

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Lingkungan 

6 6 100 7.520.094 7.501.200 99.75

Jumlah Dokumen Hasil 

Pengelolaan Pelayanan 

Kesehatan Lingkungan

6.00 

dokumen

6.00 

dokumen

100

Pengelolaan Pelayanan Promosi 

Kesehatan 

4 4 100 75.788.354 75.749.200 99.95

Jumlah Dokumen Hasil 

Pengelolaan Pelayanan Promosi 

Kesehatan

4.00 

dokumen

4.00 

dokumen

100

Pelayanan Kesehatan Penyakit 

Menular dan Tidak Menular

4 4 100 53.334.000 41.974.800 78.7

Jumlah Dokumen Hasil 

Pelayanan Kesehatan Penyakit 

Menular dan Tidak Menular

4.00 

dokumen

4.00 

dokumen

100

Operasional Pelayanan Puskesmas 4 4 100 133.302.000 107.665.773 80.77

Jumlah Dokumen Operasional 

Pelayanan Puskesmas

4.00 

dokumen

4.00 

dokumen

100

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG 

KESEHATAN 

100 100 100 62.667.450 62.510.000 99.75

Cakupan Pembinaan UKBM 100.00 

persen

100.00 

persen

100

Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya 

Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 

Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

66 66 100 62.667.450 62.510.000 99.75

Persentase Pengembangan dan 

Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber 

Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota

66.00 

persen

66.00 

persen

100

Bimbingan Teknis dan Supervisi 

Pengembangan dan Pelaksanaan 

Upaya Kesehatan Bersumber Daya 

Masyarakat (UKBM) 

4 4 100 62.667.450 62.510.000 99.75

Peningkatan 

derajat kesehatan 

masyarakat
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Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Jumlah Dokumen Hasil 

Bimbingan Teknis dan Supervisi 

Upaya Kesehatan Bersumber 

Daya Masyarakat (UKBM)

4.00 

dokumen

4.00 

dokumen

100

PUSKESMAS 

KOTA 

MUNGKID

1.438.086.060 1.360.724.098 94.62

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 

DAERAH KABUPATEN/KOTA

200 200 100 1.123.362.467 1.057.997.653 94.18

Persentase ketercapaian pelayanan umum dan 

kepegawaian perangkat daerah

100.00 

persen

100.00 

persen

100

Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja 

OPD, dan keuangan perangkat daerah

100.00 

persen

100.00 

persen

100

Peningkatan Pelayanan BLUD 100 100 100 1.123.362.467 1.057.997.653 94.18

Persentase peningkatan pelayanan BLUD 100.00 

persen

100.00 

persen

100

Pelayanan dan Penunjang 

Pelayanan BLUD 

1 1 100 1.123.362.467 1.057.997.653 94.18

Jumlah BLUD yang Menyediakan 

Pelayanan dan Penunjang 

Pelayanan

1.00 unit 

kerja

1.00 unit 

kerja

100

Peningkatan 

derajat kesehatan 

masyarakat

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN 

PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

89 89 100 310.296.871 298.301.599 96.13

Cakupan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan 

upaya kesehatan masyarakat

89.00 

persen

89.00 

persen

100

Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan 

untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah 

Kabupaten/Kota 

100 100 100 5.716.560 5.472.300 95.73

Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan untuk UKM dan UKP 

Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

100.00 

persen

100.00 

persen

100

Pemeliharaan Rutin dan Berkala 

Alat Kesehatan/Alat Penunjang 

Medik Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan

12 12 100 5.716.560 5.472.300 95.73

Peningkatan 

kualitas pelayanan 

kesehatan
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Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Jumlah Alat Kesehatan/Alat 

Penunjang Medik Fasilitas 

Layanan Kesehatan yang 

Terpelihara Sesuai Standar

12.00 unit 12.00 unit 100

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan 

UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

100 100 100 304.580.311 292.829.299 96.14

Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan 

untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat 

Daerah Kabupaten/Kota

100.00 

persen

100.00 

persen

100

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Ibu Hamil

216 216 100 71.247.132 71.221.404 99.96

Jumlah Ibu Hamil yang 

Mendapatkan Pelayanan 

Kesehatan Sesuai Standar

216.00 

orang

216.00 

orang

100

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Balita 

1145 932 81.4 19.626.912 19.609.760 99.91

Jumlah Balita yang Mendapatkan 

Pelayanan Kesehatan Sesuai 

Standar

1145.00 

orang

932.00 

orang

81.4

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

pada Usia Produktif 

12725 7304 57.4 3.600.045 3.597.365 99.93

Jumlah Penduduk Usia Produktif 

yang Mendapatkan Pelayanan 

Kesehatan Sesuai Standar

12725.00 

orang

7304.00 

orang

57.4 Penemuan sasaran 

kegiatan yang ditemukan 

sedikit

Menyusun rencana 

kegiatan dengan 

maksimal, mengevaluasi 

dan berkoordinasi dengan 

lintas sektor KUA

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

pada Usia Lanjut

2501 2501 100 7.200.000 7.200.000 100

Jumlah Penduduk Usia Lanjut 

yang Mendapatkan Pelayanan 

Kesehatan Sesuai Standar

2501.00 

orang

2501.00 

orang

100

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Orang dengan Gangguan Jiwa 

Berat 

49 49 100 3.200.040 3.197.360 99.92

Jumlah Orang yang Mendapatkan 

Pelayanan Kesehatan Orang 

dengan Gangguan Jiwa Berat 

Sesuai Standar

49.00 

orang

49.00 

orang

100
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Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Orang Terduga Tuberkulosis 

134 134 100 2.880.036 2.879.500 99.98

Jumlah Orang Terduga Menderita 

Tuberkulosis yang Mendapatkan 

Pelayanan Sesuai Standar

134.00 

orang

134.00 

orang

100

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Gizi Masyarakat

4 4 100 15.243.372 15.030.036 98.6

Jumlah Dokumen Hasil 

Pengelolaan Pelayanan 

Kesehatan Gizi Masyarakat

4.00 

dokumen

4.00 

dokumen

100

Pengelolaan Pelayanan Promosi 

Kesehatan

4 4 100 62.620.447 62.615.620 99.99

Jumlah Dokumen Hasil 

Pengelolaan Pelayanan Promosi 

Kesehatan

4.00 

dokumen

4.00 

dokumen

100

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Jiwa dan NAPZA

1 0 0 853.344 853.328 100

Jumlah Penyalahguna NAPZA 

yang Mendapatkan Pelayanan 

Kesehatan

1.00 orang 0.00 orang 0 Realisasi keuangan 

menyesuaikan dengan 

integrasi anggaran dan 

kegiatan tergantung ada 

tidaknya kasus (kasuistik), 

termasuk dalam indikator 

negatif yaitu apabila tidak 

terjadi kasus maka artinya 

capaian baik

Menyusun rencana 

kegiatan dengan 

maksimal, mengevaluasi 

dan berkoordinasi dengan 

penanggungjawab 

kegiatan

Pelayanan Kesehatan Penyakit 

Menular dan Tidak Menular

4 4 100 52.613.991 52.570.910 99.92

Jumlah Dokumen Hasil 

Pelayanan Kesehatan Penyakit 

Menular dan Tidak Menular

4.00 

dokumen

4.00 

dokumen

100

Operasional Pelayanan Puskesmas 4 4 100 65.281.656 53.840.684 82.47

Jumlah Dokumen Operasional 

Pelayanan Puskesmas

4.00 

dokumen

4.00 

dokumen

100

Investigasi Awal Kejadian Tidak 

Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca 

Imunisasi dan Pemberian Obat 

Massal) 

4 4 100 213.336 213.332 100
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Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Jumlah Laporan Hasil Investigasi 

Awal Kejadian Tidak Diharapkan 

(Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi 

dan Pemberian Obat Massal)

4.00 

laporan

4.00 

laporan

100

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG 

KESEHATAN

100 100 100 4.426.722 4.424.846 99.96

Cakupan Pembinaan UKBM 100.00 

persen

100.00 

persen

100

Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya 

Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 

Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

66 66 100 4.426.722 4.424.846 99.96

Persentase Pengembangan dan 

Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber 

Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota

66.00 

persen

66.00 

persen

100

Bimbingan Teknis dan Supervisi 

Pengembangan dan Pelaksanaan 

Upaya Kesehatan Bersumber Daya 

Masyarakat (UKBM) 

4 4 100 4.426.722 4.424.846 99.96

Jumlah Dokumen Hasil 

Bimbingan Teknis dan Supervisi 

Upaya Kesehatan Bersumber 

Daya Masyarakat (UKBM)

4.00 

dokumen

4.00 

dokumen

100

RSUD 

MUNTILAN

140.099.705.284 126.555.468.968 90.33

Peningkatan 

Kualitas 

Pelayanan 

Kesehatan

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA 

MANUSIA KESEHATAN

100 100 100 23.400.000 23.392.869 99.97

Persentase Capaian Pembayaran Insentif Tenaga 

Kesehatan RSUD Muntilan

100.00% 100.00% 100

Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan 

Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan 

UKM di Wilayah Kabupaten/ Kota

100 100 100 23.400.000 23.392.869 99.97

Cakupan Pembayaran Insentif Tenaga 

Kesehatan RSUD Muntilan

100.00% 100.00% 100

Pemenuhan Kebutuhan Sumber 

Daya Manusia Kesehatan sesuai 

Standar

58 19 32.76 23.400.000 23.392.869 99.97

Peningkatan 

derajat kesehatan 

masyarakat
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Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Jumlah Sumber Daya Manusia 

Kesehatan yang Memenuhi 

Standar di Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan (Fasyankes)

58.00 

orang

19.00 

orang

32.76 Capaian hanya 32.76% 

dikarenakan pasien covid 

hanya ada 2 orang

-

Peningkatan 

Kualitas 

Pelayanan 

Kesehatan

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 

DAERAH KABUPATEN/KOTA

73.5 75.82 103.16 140.076.305.284 126.532.076.099 90.33

Persentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS Yang 

Terpenuhi

73.50% 75.82% 103.16

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4 4 100 27.232.700.000 26.831.468.474 98.53

Jumlah kegiatan yg dikelola 4.00 

kegiatan

4.00 

kegiatan

100

Penyediaan Gaji dan Tunjangan 

ASN 

441 441 100 27.232.700.000 26.831.468.474 98.53

Jumlah Orang yang Menerima 

Gaji dan Tunjangan ASN

441.00 

orang

441.00 

orang

100

Peningkatan Pelayanan BLUD 69 69 100 112.843.605.284 99.700.574.725 88.35

Persentase BOR RS 69.00% 69.00% 100

Pelayanan dan Penunjang 

Pelayanan BLUD

1 1 100 112.843.605.284 99.700.574.725 88.35

Jumlah BLUD yang Menyediakan 

Pelayanan dan Penunjang 

Pelayanan

1.00 unit 

kerja

1.00 unit 

kerja

100

RSUD 

MERAH 

PUTIH

106.077.006.249 102.679.457.048 96.8

Peningkatan 

kualitas derajat 

kesehatan 

masyarakat

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN 

PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

88.3 88.3 100 18.489.725.902 18.186.874.511 98.36

Persentase Capaian SPM Rumah Sakit 88.30% 88.30% 100

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan 

UKP rujukan tingkat daerah kab/kota

200 200 100 18.489.725.902 18.186.874.511 98.36

Prosentase capaian layanan penunjang 

pelayanan RS

100.00% 100.00% 100

Prosentase Capaian Pelayanan RS Merah 

Putih

100.00% 100.00% 100
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Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Operasional Pelayanan Rumah 

Sakit 

1 1 100 18.489.725.902 18.186.874.511 98.36

Jumlah Dokumen Operasional 

Pelayanan RS

1.00 

Dokumen

1.00 

Dokumen

100

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA 

MANUSIA KESEHATAN

98 98 100 1.116.783.280 1.073.214.389 96.1

Cakupan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 98.00% 98.00% 100

Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan 

Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP 

dan UKM di Wil Kab/Kota

88 88 100 1.116.783.280 1.073.214.389 96.1

Persentase Perencanaan Kebutuhan dan 

Pendayagunaan Sumber Daya Manusia 

Kesehatan untuk UKP dan UM di WIlayah 

Kabupaten/Kota

88.00% 88.00% 100

Pemenuhan Kebutuhan Sumber 

Daya Manusia Kesehatan Sesuai 

Standar

100 100 100 1.116.783.280 1.073.214.389 96.1

Jumlah Sumber Daya Manusia 

Kesehatan yang Memenuhi 

Standar di Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan (Fasyankes)

100.00 

Orang

100.00 

Orang

100

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 

DAERAH KABUPATEN/KOTA

100 100 100 86.470.497.067 83.419.368.148 96.47

Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja 

OPD, dan keuangan perangkat daerah

100.00% 100.00% 100

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 100 100 14.302.604.801 12.917.945.718 90.32

Persentase Administrasi Keuangan 

Perangkat Daerah

100.00% 100.00% 100

Penyediaan Gaji dan Tunjangan 

ASN

237 237 100 14.302.604.801 12.917.945.718 90.32

Jumlah Orang yang Menerima 

Gaji dan Tunjangan ASN

237.00 

Orang/bula

n

237.00 

Orang/bula

n

100

Peningkatan Pelayanan BLUD 98 98 100 72.167.892.266 70.501.422.430 97.69

Persentase Capaian Layanan Administrasi 

dan Manajemen

98.00% 98.00% 100

Pelayanan dan Penunjang 

Pelayanan BLUD

1 1 100 72.167.892.266 70.501.422.430 97.69

Peningkatan 

kualitas pelayanan 

kesehatan

Peningkatan 

kualitas pelayanan 

kesehatan
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Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Jumlah BLUD yang Menyediakan 

Pelayanan dan Penunjang 

Pelayanan

1.00 Unit 

Kerja

1.00 Unit 

Kerja

100

3 Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan 

Ruang

DPUPR 141.478.868.189 138.708.032.768 98.04

Peningkatan 

cakupan dan 

kualitas layanan 

infrastruktur 

Pekerjaan Umum 

dan penataan 

ruang

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 

DAERAH KABUPATEN/KOTA

200 200 100 15.600.014.579 15.071.682.788 96.61

Persentase ketercapaian pelayanan umum dan 

kepegawaian perangkat daerah

100.00% 100.00% 100

Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja 

OPD, dan keuangan perangkat daerah

100.00% 100.00% 100

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 

Kinerja Perangkat Daerah

34 34 100 24.131.445 21.289.305 88.22

Tersedianya dokumen perencanaan, 

evaluasi dan pelaporan

34.00 

Dokumen

34.00 

Dokumen

100

Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Perangkat Daerah

7 7 100 7.499.655 7.032.620 93.77

Jumlah Dokumen Perencanaan 

Perangkat Daerah tersusun

7.00 

Dokumen

7.00 

Dokumen

100

Koordinasi dan Penyusunan 

Laporan Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

15 15 100 10.631.915 8.521.385 80.15

Jumlah Laporan Capaian Kinerja 

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 

SKPD dan Laporan Hasil 

Koordinasi Penyusunan Laporan 

Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD

15.00 

Laporan

15.00 

Laporan

100

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12 12 100 5.999.875 5.735.300 95.59

Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah

12.00 

Laporan

12.00 

Laporan

100
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Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 178 156 87.64 13.520.136.415 13.131.931.066 97.13

Tersedianya gaji dan tunjangan ASN 178.00 

ASN

156.00 

ASN

87.64

Penyediaan Gaji dan Tunjangan 

ASN

178 156 87.64 13.238.584.900 12.871.758.743 97.23

Jumlah Orang yang Menerima 

Gaji dan Tunjangan ASN

178.00 

Orang

156.00 

Orang

87.64

Penyediaan Administrasi 

Pelaksanaan Tugas ASN

12 12 100 178.551.515 158.272.323 88.64

Jumlah Dokumen Hasil 

Penyediaan Administrasi 

Pelaksanaan Tugas ASN

12.00 

Dokumen

12.00 

Dokumen

100

Pelaksanaan Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi Keuangan 

SKPD

10 10 100 103.000.000 101.900.000 98.93

Jumlah Dokumen Penatausahaan 

dan Pengujian/Verifikasi 

Keuangan SKPD

10.00 

Dokumen

10.00 

Dokumen

100

Administrasi Umum Perangkat Daerah 157 157 100 91.443.736 76.215.392 83.35

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi SKPD

157.00 

Laporan

157.00 

Laporan

100

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi SKPD

157 157 100 91.443.736 76.215.392 83.35

Jumlah Laporan 

Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi SKPD

157.00 

Laporan

157.00 

Laporan

100

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintah Daerah

100 100 100 425.982.440 411.701.460 96.65

Tersedianya barang milik daerah 100.00% 100.00% 100

Pengadaan Mebel 13 13 100 17.348.040 16.441.600 94.77

Jumlah Paket Mebel yang 

Disediakan

13.00 Unit 13.00 Unit 100

Pengadaan Peralatan dan Mesin 

Lainnya

27 27 100 408.634.400 395.259.860 96.73
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Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Jumlah Unit Peralatan dan Mesin 

Lainnya yang Disediakan

27.00 Unit 27.00 Unit 100

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

100 100 100 212.418.280 185.143.593 87.16

Tersedianya jasa penunjang Pemerintah 

Daerah

100.00% 100.00% 100

Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 12 100 24.978.280 24.629.115 98.6

Jumlah Laporan Penyediaan 

Jasa Surat Menyurat

12.00 

Laporan

12.00 

Laporan

100

Penyediaan Jasa Komunikasi, 

Sumber Daya Air dan Listrik

60 60 100 187.440.000 160.514.478 85.64

Jumlah Laporan Penyediaan 

Jasa Komunikasi, Sumber Daya 

Air dan Listrik yang Disediakan

60.00 

Laporan

60.00 

Laporan

100

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah

100 100 100 1.325.902.263 1.245.401.972 93.93

Terpeliharanya barang milik daerah 100.00% 100.00% 100

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 

Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan 

Perizinan Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan

91 91 100 539.361.980 491.613.500 91.15

Jumlah Kendaraan Perorangan 

Dinas atau Kendaraan Dinas 

Jabatan yang Dipelihara dan 

dibayarkan Pajaknya

91.00 Unit 91.00 Unit 100

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 

Biaya Pemeliharaan dan Perizinan 

Alat Besar

47 47 100 714.999.778 684.739.172 95.77

Jumlah Alat Besar yang 

Dipelihara dan dibayarkan 

Perizinannya

47.00 Unit 47.00 Unit 100

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 

Lainnya

62 62 100 54.662.540 52.213.795 95.52

Jumlah Peralatan dan Mesin 

Lainnya yang Dipelihara

62.00 Unit 62.00 Unit 100

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung 

Kantor dan Bangunan Lainnya

6 6 100 16.877.965 16.835.505 99.75
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Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Jumlah Gedung Kantor dan 

Bangunan Lainnya yang 

Dipelihara/Direhabilitasi

6.00 Unit 6.00 Unit 100

Peningkatan 

cakupan dan 

kualitas layanan 

infrastruktur 

Pekerjaan Umum 

dan penataan 

ruang

PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 77.43 84.56 109.21 6.613.033.233 6.510.382.625 98.45

Cakupan Pengelolaan Sumber Daya Air 77.43% 84.56% 109.21

Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman 

Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) 

Daerah Kabupaten/Kota

67.2 89.75 133.56 2.477.039.220 2.435.387.054 98.32

Persentase sawah beririgasi 67.20% 89.75% 133.56

Penyusunan Pola dan Rencana 

Pengelolaan SDA WS Kewenangan 

Kabupaten/Kota

208 208 100 463.035.405 458.688.565 99.06

Jumlah Pola dan Rencana 

Pengelolaan SDA WS 

Kewenangan Kabupaten/Kota 

yang Disusun

208.00 

Dokumen

208.00 

Dokumen

100

Rehabilitasi Pintu Air/Bendung 

Pengendali Banjir

10 10 100 296.250.000 296.111.860 99.95

Jumlah Pintu Air/Bendung 

Pengendali Banjir yang 

Direhabilitasi

10.00 Unit 10.00 Unit 100

Pembangunan Infrastruktur untuk 

Melindungi Mata Air

2 2 100 451.421.875 450.377.445 99.77

Jumlah Infrastruktur untuk 

Melindungi Mata Air yang 

Dibangun

2.00 Unit 2.00 Unit 100

Operasi dan Pemeliharaan Tanggul 

dan Tebing Sungai

1073 1073 100 1.166.331.940 1.163.167.740 99.73

Panjang Tanggul dan Tebing 

Sungai yang Dipelihara

1073.00 

KM

1073.00 

KM

100

Pembinaan dan Pemberdayaan 

Kelembagaan Pengelolaan SDA 

Kewenangan Kabupaten/Kota

180 180 100 75.000.000 64.766.834 86.36

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI MAGELANG TAHUN 2023 | 165



Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Jumlah Peserta yang Mengikuti 

Pembinaan dan Pemberdayaan 

Kelembagaan Pengelolaan SDA 

Kewenangan Kabupaten/Kota

180.00 

Orang

180.00 

Orang

100

Evaluasi dan Rekomendasi Teknis 

(Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS 

Kewenangan Kabupaten/Kota

15 15 100 25.000.000 2.274.610 9.1 Pengajuan rekomendasi 

teknis (rekomtek) 

pemanfaatan SDA dari 

perseorangan/masyarakat

/perusahaan/instansi 

cukup peninjauan 

lapangan tidak 

membutuhkan 

diadakannya rapat 

sehingga menyebabkan 

anggaran rapat tidak 

direalisasikan.

Sosialisasi ke masyarakat 

mengenai pentingnya 

rekomendasi teknis 

(rekomtek) pemanfaatan 

SDA.

Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi 

dan Rekomendasi Teknis 

(Rekomtek) Pemanfaatan SDA 

WS Kewenangan 

Kabupaten/Kota yang Disusun

15.00 

Dokumen

15.00 

Dokumen

100

Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi 

Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang 

Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah 

Kabupaten/Kota

67.38 79.37 117.79 4.135.994.013 4.074.995.571 98.53

Persentase luas irigasi dalam kondisi baik 67.38 79.37 117.79

Pembangunan Jaringan Irigasi 

Permukaan

1.6 1.6 100 1.405.992.363 1.402.887.470 99.78

Panjang Jaringan Irigasi 

Permukaan yang Dibangun

1.60 Km 1.60 Km 100

Peningkatan Jaringan Irigasi 

Permukaan

1 1 100 942.215.650 933.219.000 99.05

Panjang Jaringan Irigasi 

Permukaan yang Ditingkatkan

1.00 Km 1.00 Km 100

Operasi dan Pemeliharaan Jaringan 

Irigasi Permukaan

1.87 1.87 100 988.587.000 979.050.240 99.04

Panjang Jaringan Irigasi 

Permukaan yang Dioperasikan 

dan Dipelihara

1.87 Km 1.87 Km 100

Operasional Unit Pengelola Irigasi 30 30 100 749.199.000 714.166.086 95.32
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Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Jumlah Unit Pengelola Irigasi 

yang Beroperasi

30.00 Unit 30.00 Unit 100

Pengelolaan dan Pengawasan 

Alokasi Air Irigasi

1041 1041 100 50.000.000 45.672.775 91.35

Jumlah Daerah Irigasi yang 

Mengelola Pengukuran Data 

Realisasi Alokasi Air

1041.00 

D.I.

1041.00 

D.I.

100

Peningkatan 

cakupan dan 

kualitas layanan 

infrastruktur 

Pekerjaan Umum 

dan penataan 

ruang

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN 

SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

92.15 92.49 100.37 12.396.892.250 12.348.567.151 99.61

Cakupan layanan air minum*** 92.15% 92.49% 100.37

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem 

Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah 

Kabupaten/Kota

2819 2819 100 12.396.892.250 12.348.567.151 99.61

Jumlah Sambungan Rumah Yang Terlayani 

Melalui Kegiatan Padat Karya / SPAM 

Berbasis Masyarakat

2819.00 

SR

2819.00 

SR

100

Pembangunan SPAM Jaringan 

Perpipaan di Kawasan Perdesaan

398 398 100 2.413.983.820 2.378.346.158 98.52

Jumlah sambungan rumah yang 

terlayani melalui Kegiatan Padat 

Karya/SPAM Berbasis 

Masyarakat

398.00 SR 398.00 SR 100

Peningkatan SPAM Jaringan 

Perpipaan di Kawasan Perdesaan

1113 1113 100 6.381.786.000 6.375.985.735 99.91

Jumlah Peningkatan sambungan 

rumah yang terlayani melalui 

Kegiatan Padat Karya/SPAM 

Berbasis Masyarakat

1113.00 

SR

1113.00 

SR

100

Perluasan SPAM Jaringan 

Perpipaan di Kawasan Perdesaan

1620 878 54.2 3.601.122.430 3.594.235.258 99.81
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Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Jumlah Penambahan sambungan 

rumah yang terlayani melalui 

Kegiatan Padat Karya/SPAM 

Berbasis Masyarakat

1620.00 

SR

878.00 SR 54.2 Dari Hasil Desk DAK, 

terdapat perubahan menu 

Sub Kegiatan yang 

semula Sub Kegiatan 

Perluasan SPAM menjadi 

Sub Kegiatan Peningkatan 

SPAM

Secara komulatif dalam 1 

kegiatan tercapai, hal ini 

dapat dilihat dari capaian 

2 sub kegiatan yang lain 

dalam 1 kegiatan yang 

sama tercapai melebihi 

target.

Peningkatan 

cakupan dan 

kualitas layanan 

infrastruktur 

Pekerjaan Umum 

dan penataan 

ruang

PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN 

PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL

50 50 100 3.305.760.500 3.299.351.884 99.81

Cakupan layanan infrastuktur pengelolaan persampahan 50.00% 50.00% 100

Pengembangan Sistem dan Pengelolaan 

Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota

5 5 100 3.305.760.500 3.299.351.884 99.81

Jumlah Sarana persampahan yang dibangun 

/ direhab / ditingkatkan

5.00 Unit 5.00 Unit 100

Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-

3R/TPS

255 255 100 3.305.760.500 3.299.351.884 99.81

Jumlah Rumah Tangga yang 

Terlayani TPA/TPST/SPA/TPS-

3R/TPS

250.00 

Rumah 

Tangga

250.00 

Rumah 

Tangga

100

Jumlah Sarana persampahan 

yang dibangun

5.00 Unit 5.00 Unit 100

Peningkatan 

cakupan dan 

kualitas layanan 

infrastruktur 

Pekerjaan Umum 

dan penataan 

ruang

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN 

SISTEM AIR LIMBAH

90.79 91.52 100.8 7.195.758.000 7.190.659.394 99.93

Cakupan layanan sanitasi air limbah domestik 90.79% 91.52% 100.8

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air 

Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota

818 818 100 7.195.758.000 7.190.659.394 99.93

Jumlah Rumah Tangga Yang Terbangun 

Sarana Prasarana Air Limbah

818.00 SR 818.00 SR 100

Pembangunan/Penyediaan Sub 

Sistem Pengolahan Setempat

468 468 100 3.503.237.800 3.501.636.321 99.95
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Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Jumlah Rumah Tangga Yang 

Terbangun Sarana Prasarana Air 

Limbah (Tangki Septik)

468.00 

Rumah 

Tangga

468.00 

Rumah 

Tangga

100

Pembangunan/Penyediaan Sistem 

Pengelolaan Air Limbah Terpusat 

Skala Permukiman

350 350 100 3.692.520.200 3.689.023.073 99.91

Jumlah Rumah Tangga yang 

Tersambung dengan Sistem 

Pengelolaan Air Limbah Terpusat 

Skala Permukiman

350.00 

Rumah 

Tangga

350.00 

Rumah 

Tangga

100

Peningkatan 

cakupan dan 

kualitas layanan 

infrastruktur 

Pekerjaan Umum 

dan penataan 

ruang

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN 

SISTEM DRAINASE

39.03 5.37 13.76 995.437.908 953.795.226 95.82

Cakupan layanan drainase lingkungan 39.03 5.37 13.76

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem 

Drainase yang Terhubung Langsung dengan 

Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota

1000 275 27.5 995.437.908 953.795.226 95.82

Panjang drainase lingkungan yang dibangun 1000.00 M 275.00 M 27.5 Ketersediaan Anggaran 

Pembangunan Drainase 

Perkotaan tidak sesuai 

dengan kebutuhan 

anggaran yang 

dibutuhkan.

Di usulkan untuk 

dilanjutkan kembali pada 

tahun-tahun selanjutnya.

Pembangunan Sistem Drainase 

Perkotaan

1000 275 27.5 995.437.908 953.795.226 95.82

Panjang Saluran Drainase 

Perkotaan yang Dibangun

1000.00 M 275.00 M 27.5 Ketersediaan Anggaran 

Pembangunan Drainase 

Perkotaan tidak sesuai 

dengan kebutuhan 

anggaran yang 

dibutuhkan.

Di usulkan untuk 

dilanjutkan kembali pada 

tahun-tahun selanjutnya.

Peningkatan 

cakupan dan 

kualitas layanan 

infrastruktur 

Pekerjaan Umum 

dan penataan 

ruang

PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN 100 100 100 83.675.000 67.480.415 80.65

Cakupan layanan infrastruktur permukiman 100.00% 100.00% 100
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Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur 

Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis 

Daerah Kabupaten/Kota

1 1 100 83.675.000 67.480.415 80.65

Terfasilitasinya penyelengaraan infrastruktur 

kawasan strategiis

1.00 

Kegiatan

1.00 

Kegiatan

100

Pembangunan dan Pengembangan 

Infrastruktur Kawasan Permukiman 

di Kawasan Strategis Daerah 

Kabupaten/Kota

5 5 100 40.000.000 40.000.000 100

Jumlah Sistem Jaringan 

Prasarana dan Sarana 

Permukiman yang Dibangun di 

Kawasan Strategis Daerah 

Kabupaten/Kota

5.00 

Sistem 

Jaringan

5.00 

Sistem 

Jaringan

100

Pengawasan dan Pengendalian 

Infrastruktur Kawasan Permukiman 

di Kawasan Strategis Daerah 

Kabupaten/Kota

1 1 100 43.675.000 27.480.415 62.92 SK Penetapan Lokasi 

kegiatan terbit pada 

anggaran perubahan di 

Akhir Tahun 2023, 

sehingga anggaran 

perjalanan dinas Tim 

Verifikasi ke Desa Lokasi 

kegiatan tidak bisa 

terserap.

Jumlah Kegiatan Infrastruktur 

Kawasan Permukiman Yang 

Terfasilitasi

1.00 

Kegiatan

1.00 

Kegiatan

100

Peningkatan 

cakupan dan 

kualitas layanan 

infrastruktur 

Pekerjaan Umum 

dan penataan 

ruang

PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 99.93 99.96 100.03 17.537.941.618 17.464.904.140 99.58

Cakupan penataan bangunan gedung 99.93% 99.96% 100.03

Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah 

Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin 

Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik 

Fungsi Bangunan Gedung

16 16 100 17.537.941.618 17.464.904.140 99.58

Jumlah Gedung Pemerintah dan Publik yang 

dibangun / direhabilitasi

16.00 

Gedung

16.00 

Gedung

100
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Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Penyelenggaraan Penerbitan Izin 

Mendirikan Bangunan (IMB), 

Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran 

Tenaga Ahli Bangunan Gedung 

(TABG), Pendataan Bangunan 

Gedung, serta Implementasi SIMBG

10 10 100 198.152.010 169.161.611 85.37

Jumlah Penyelenggaraan 

Penerbitan Persyaratan 

Bangunan Gedung (PBG), 

Sertifikat Laik Fungsi (SLF), 

peran Tim Profesi Ahli (TPA), 

Pendataan Bangunan Gedung, 

serta Implementasi SIMBG

10.00 

Dokumen

10.00 

Dokumen

100

Perencanaan, Pembangunan, 

Pengawasan, dan Pemanfaatan 

Bangunan Gedung Daerah 

Kabupaten/Kota

16 16 100 17.339.789.608 17.295.742.529 99.75

Jumlah Dokumen Perencanaan, 

Pembangunan, Pengawasan dan 

Pemanfaatan Bangunan Gedung 

Daerah Kabupaten/Kota

16.00 

Gedung

16.00 

Gedung

100

Peningkatan 

cakupan dan 

kualitas layanan 

infrastruktur 

Pekerjaan Umum 

dan penataan 

ruang

PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN 

LINGKUNGANNYA

100 100 100 3.120.817.091 2.442.669.212 78.27

Cakupan Penataan Bangunan dan Lingkungannya 100.00% 100.00% 100

Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan 

Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota

1 1 100 3.120.817.091 2.442.669.212 78.27

Jumlah lingkungan yang tertata 1.00 

Kawasan

1.00 

Kawasan

100

Penyusunan Rencana, Kebijakan, 

Strategi dan Teknis Sistem 

Penataan Bangunan dan 

Lingkungan di Kabupaten/Kota

1 1 100 63.224.935 60.810.265 96.18
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Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Jumlah Dokumen Rencana, 

Kebijakan, Strategi dan Teknis 

Sistem Penataan Bangunan dan 

Lingkungan di Kabupaten/Kota

1.00 

Dokumen

1.00 

Dokumen

100

Penataan Bangunan dan 

Lingkungan

1 1 100 3.007.592.156 2.337.718.822 77.73

Jumlah Penataan Bangunan dan 

Lingkungan di Kawasan Cagar 

Budaya dan Tradisional 

Bersejarah, Kawasan Pariwisata, 

Kawasan Sistem Perkotaan 

Nasional dan Kawasan Strategis 

Lainnya

1.00 

Kawasan

1.00 

Kawasan

100

Pemberdayaan Masyarakat dalam 

Penataan Bangunan dan 

Lingkungan

1000 1000 100 50.000.000 44.140.125 88.28

Jumlah Peserta yang Mengikuti 

Pemberdayaan Masyarakat 

dalam Penataan Bangunan dan 

Lingkungan

1000.00 

Orang

1000.00 

Orang

100

Peningkatan 

cakupan dan 

kualitas layanan 

infrastruktur 

Pekerjaan Umum 

dan penataan 

ruang

PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 83.21 83.43 100.26 73.757.342.900 72.716.925.842 98.59

Cakupan penyelenggaraan jalan 83.21% 83.43% 100.26

Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 77.55 71.83 92.62 73.757.342.900 72.716.925.842 98.59

Persentase jalan kabupaten kondisi baik 77.55% 71.83% 92.62

Penyusunan Rencana, Kebijakan, 

dan Strategi Pengembangan 

Jaringan Jalan Serta Perencanaan 

Teknis Penyelenggaraan Jalan dan 

Jembatan

9 9 100 806.200.000 790.443.145 98.05
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Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Jumlah Dokumen Hasil 

pelaksanaan Advis dan Layanan 

Teknis, Kajian Kebijakan, 

Bantuan Teknis, Bimbingan 

Teknis, Pengelolaan 

Pengendalian

9.00 

Dokumen

9.00 

Dokumen

100

Rekonstruksi Jalan 20 20 100 37.106.905.133 36.556.581.331 98.52

Panjang Jalan yang Dilakukan 

Rekonstruksi Jalan

20.00 Km 20.00 Km 100

Rehabilitasi Jalan 2.5 2.5 100 6.085.923.214 6.042.521.725 99.29

Panjang Jalan yang Direhabilitasi 2.50 Km 2.50 Km 100

Pemeliharaan Rutin Jalan 150 150 100 16.423.826.246 16.058.015.801 97.77

Panjang Jalan yang Dilakukan 

Pemeliharaan Secara Rutin

150.00 Km 150.00 Km 100

Pembangunan Jembatan 83 80.5 96.99 12.704.913.307 12.694.599.650 99.92

Panjang Jembatan yang 

Dibangun

83.00 M 80.50 M 96.99

Pemeliharaan Rutin Jembatan 200 200 100 629.575.000 574.764.190 91.29

Panjang Jembatan yang 

Dilakukan Pemeliharaan Secara 

Rutin

200.00 M 200.00 M 100

Peningkatan 

cakupan dan 

kualitas layanan 

infrastruktur 

Pekerjaan Umum 

dan penataan 

ruang

PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 94.96 95.13 100.18 186.589.595 186.114.250 99.75

Cakupan layanan Pengembangan Jasa konstruksi 94.96% 95.13% 100.18

Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil 

Konstruksi

30 30 100 83.064.595 83.064.410 100

Jumlah tenaga jasa konstruksi yang dilatih 30.00 

Orang

30.00 

Orang

100

Pelaksanaan Pelatihan Tenaga 

Terampil Konstruksi

30 30 100 53.064.595 53.064.595 100
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Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Jumlah Tenaga kerja Konstruksi 

Kualifikasi Jabatan Operator dan 

Teknisi atau Analis yang 

Mengikuti Pelatihan

30.00 

Orang

30.00 

Orang

100

Fasilitasi Sertifikasi Tenaga 

Terampil Konstruksi

30 30 100 30.000.000 29.999.815 100

Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi 

Kualifikasi Jabatan Operator dan 

Teknisi atau Analis yang 

Tersertifikasi

30 30 100

Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa 

Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

1 1 100 103.525.000 103.049.840 99.54

Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa 

Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

1.00 

Dokumen

1.00 

Dokumen

100

Penyusunan Data dan Informasi 

Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan 

Konstruksi

1 1 100 103.525.000 103.049.840 99.54

Jumlah Data dan Informasi Tertib 

Penyelenggaraan Pekerjaan 

Konstruksi

1.00 

Dokumen

1.00 

Dokumen

100

Peningkatan 

cakupan dan 

kualitas layanan 

infrastruktur 

Pekerjaan Umum 

dan penataan 

ruang

PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 83.33 87.5 105 537.389.680 394.261.038 73.37

Cakupan layanan penyelenggaraan penataan ruang 83.33% 87.50% 105

Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata 

Ruang Daerah Kabupaten/Kota

2 2 100 310.818.305 247.852.658 79.74

Jumlah dokumen perencanaan tata ruang 

tersusun

2.00 

Dokumen

2.00 

Dokumen

100

Koordinasi dan Sinkronisasi 

Penyusunan RTRW 

Kabupaten/Kota

2 2 100 310.818.305 247.852.658 79.74

Jumlah Dokumen Koordinasi dan 

Sinkronisasi Penyusunan RTRW 

Kabupaten/Kota

2.00 

Dokumen

2.00 

Dokumen

100
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Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan 

Ruang Daerah Kabupaten/Kota

1 1 100 126.598.910 84.308.630 66.6 Pemberian Honorarium 

Pembahas disesuaikan 

dengan Volume 

Pembahasan PKKPR

Jumlah dokumen sinkronisasi program 

pemanfaatan ruang tersusun

1.00 

Dokumen

1.00 

Dokumen

100

Koordinasi dan Sinkronisasi 

Pemanfaatan Ruang untuk 

Investasi dan Pembangunan 

Daerah

1 1 100 126.598.910 84.308.630 66.6 Pemberian Honorarium 

Pembahas disesuaikan 

dengan Volume 

Pembahasan PKKPR

Jumlah Dokumen Koordinasi dan 

Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang 

untuk Investasi dan 

Pembangunan Daerah

1.00 

Dokumen

1.00 

Dokumen

100

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian 

Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota

1 1 100 99.972.465 62.099.750 62.12 Keterbatasan kuantitas 

personel, sehingga belum 

optimal pengambilan data

Jumlah dokumen kesesuaian pemanfaatan 

ruang tersusun

1.00 

Dokumen

1.00 

Dokumen

100

Koordinasi dan Sinkronisasi 

Penertiban dan Penegakan Hukum 

Bidang Penataan Ruang

1 1 100 99.972.465 62.099.750 62.12 Keterbatasan kuantitas 

personel, sehingga belum 

optimal pengambilan data

Jumlah Dokumen Koordinasi dan 

Sinkronisasi Penertiban dan 

Penegakan Hukum Bidang 

Penataan Ruang

1.00 

Dokumen

1.00 

Dokumen

100

4 Perumahan 

Rakyat dan 

Kawasan 

Permukiman

DPRKP 5.879.922.816 5.530.924.598 94.06

Peningkatan 

Ketersediaan 

Rumah Layak 

Huni dan Kawasan 

Permukiman Yang 

Berkualitas

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 

DAERAH KABUPATEN/KOTA

200 200 100 4.525.463.882 4.325.785.314 95.59

Presentase ketercapaian pelayanan umum dan 

kepegawaian perangkat daerah

100.00 

persen

100.00 

persen

100

Presentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja 

OPD, dan keuangan perangkat daerah

100.00 

persen

100.00 

persen

100
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Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi 

Kinerja Perangkat Daerah

21 21 100 7.043.300 7.040.935 99.97

Jumlah dokumen renja perangkat daerah 

yang disusun

6.00 

dokumen

6.00 

dokumen

100

Jumlah laoran capaian kinerja dan ikhtisar 

realisasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil 

Koordinasi penyusunan laporan caapaian 

kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

15.00 

laporan

15.00 

laporan

100

Penyusunan dokumen 

perencanaan perangkat daerah

6 6 100 4.412.300 4.411.475 99.98

Jumlah dokumen renja perangkat 

daerah yang disusun

6.00 

dokumen

6.00 

dokumen

100

Koordinasi dan penyusunan 

laporan capaian kinerja dan ikhtisar 

realisasi kinerja SKPD

15 15 100 2.631.000 2.629.460 99.94

Jumlah Laporan Capaian Kinerja 

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 

SKPD dan Laporan Hasil 

Koordinasi Penyusunan Laporan 

Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD

15.00 

laporan

15.00 

laporan

100

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 46 46 100 2.670.352.271 2.521.954.586 94.44

Jumlah orang yang menerima gaji dan 

tunjangan ASN

24.00 

orang

24.00 

orang

100

Jumlah dokumen hasil penyediaan 

Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

12.00 

dokumen

12.00 

dokumen

100

Jumlah Dokumen Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

10.00 

dokumen

10.00 

dokumen

100

Penyediaan gaji dan tunjangan ASN 24 24 100 2.559.136.271 2.415.143.718 94.37

Jumlah Orang yang Menerima 

Gaji dan Tunjangan ASN

24 24 100

Penyediaan Administrasi 

Pelaksanaan Tugas ASN

12 12 100 66.481.000 65.863.688 99.07

Jumlah Dokumen Hasil 

Penyediaan Administrasi 

Pelaksanaan Tugas ASN

12.00 

dokumen

12.00 

dokumen

100
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Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Pelaksanaan penatausahaan dan 

pengujian / verifikasi keuangan 

SKPD

10 10 100 44.735.000 40.947.180 91.53

Jumlah Dokumen Penatausahaan 

dan Pengujian/Verifikasi 

Keuangan SKPD

10.00 

dokumen

10.00 

dokumen

100

Administrasi Umum Perangkat Daerah 10 10 100 31.441.535 30.368.689 96.59

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi SKPD

10.00 

laporan

10.00 

laporan

100

Penyelenggaraan rapat koordinasi 

dan konsultasi SKPD

10 10 100 31.441.535 30.368.689 96.59

Jumlah Laporan 

Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi SKPD

10.00 

laporan

10.00 

laporan

100

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

84 84 100 70.611.755 56.676.116 80.26

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 

yang Disediakan

60.00 

laporan

60.00 

laporan

100

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat 

Menyurat

12.00 

laporan

12.00 

laporan

100

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan 

dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

12.00 

laporan

12.00 

laporan

100

Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 12 100 7.478.870 7.468.840 99.87

Jumlah Laporan Penyediaan 

Jasa Surat Menyurat

12.00 

laporan

12.00 

laporan

100

Penyediaan Jasa Komunikasi, 

Sumber Daya Air dan Listrik

60 60 100 55.380.000 42.672.246 77.05

Jumlah Laporan Penyediaan 

Jasa Komunikasi, Sumber Daya 

Air dan Listrik yang Disediakan

60.00 

laporan

60.00 

laporan

100

Penyediaan Jasa Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor

12 12 100 7.752.885 6.535.030 84.29
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Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Jumlah Laporan Penyediaan 

Jasa Peralatan dan Perlengkapan 

Kantor yang Disediakan

12.00 

laporan

12.00 

laporan

100

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah

17 17 100 682.957.642 660.861.263 96.76

Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau 

Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan 

Pajak dan Perizinannya

16.00 unit 16.00 unit 100

Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung 

Kantor atau Bangunan Lainnya yang 

Dipelihara/Direhabilitasi

1.00 unit 1.00 unit 100

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 

Biaya Pemeliharaan dan Pajak 

Kendaraan Perorangan Dinas atau 

Kendaraan Dinas Jabatan

16 16 100 142.326.410 124.051.506 87.16

Jumlah Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan yang 

Dipelihara dan dibayarkan Pajak 

dan Perizinannya

16.00 unit 16.00 unit 100

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana 

dan Prasarana Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya.

1 1 100 540.631.232 536.809.757 99.29

Jumlah Sarana dan Prasarana 

Gedung Kantor atau Bangunan 

Lainnya yang 

Dipelihara/Direhabilitasi

1.00 unit 1.00 unit 100

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintah Daerah

1 1 100 1.063.057.379 1.048.883.725 98.67

Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan 

Lainnya yang Disediakan

1.00 unit 1.00 unit 100

Pengadaan Aset Tetap Lainnya 1 1 100 1.063.057.379 1.048.883.725 98.67

Jumlah bidang tanah yang 

diadakan

1.00 unit 1.00 unit 100

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI MAGELANG TAHUN 2023 | 178



Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Peningkatan 

Ketersediaan 

Rumah Layak 

Huni dan Kawasan 

Permukiman Yang 

Berkualitas

PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 100 100 100 406.391.434 316.987.914 78

Persentase layanan pengembangn perumahan 100.00 

persen

100.00 

persen

100

Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah 

Korban Bencana atau Relokasi Program 

Kabupaten/Kota

2 2 100 73.211.434 48.990.090 66.92

Jumlah dokumen perencanaan identifikasi 

perumahan yang tersusun

1.00 

dokumen

1.00 

dokumen

100

Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena 

Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan 

Tingkat Kerusakan Rumah

1.00 

dokumen

1.00 

dokumen

100

Identifikasi Perumahan di Lokasi 

Rawan Bencana atau Terkena 

Relokasi Program Kabupaten/Kota

1 1 100 48.801.434 28.753.886 58.92 Pendataan sudah selesai 

dilakukan, namun tim 

pendataan berkurang 

sehingga biaya perjalanan 

dinas tidak terealisasi 

semua.

Merencanakan anggaran 

tahun yang akan datang 

dengan cermat

Jumlah dokumen perencanaan 

identifikasi perumahan yang 

tersusun

1.00 

dokumen

1.00 

dokumen

100

Pendataan Tingkat Kerusakan 

Rumah Akibat Bencana

1 1 100 24.410.000 20.236.204 82.9

Jumlah Dokumen data Rumah 

yang Terkena Bencana 

Kabupaten/Kota berdasarkan 

Tingkat Kerusakan Rumah

1.00 

dokumen

1.00 

dokumen

100

Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan 

Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau 

Relokasi Program Kabupaten/Kota

1 1 100 20.015.000 10.736.650 53.64

Jumlah sosialisasi mekanisme penggantian 

hak tanah dan bangunan

1.00 kali 1.00 kali 100

Sosialisasi tentang Mekanisme 

Penggantian Hak atas Tanah dan 

Bangunan

1 1 100 20.015.000 10.736.650 53.64 realisasi rapat hanya 

snack saja tidak dengan 

makan

direncanakan dengan 

matang tahun berikutnya
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Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Jumlah sosialisasi mekanisme 

penggantian hak tanah dan 

bangunan

1.00 kali 1.00 kali 100

Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban 

Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota

1 1 100 223.285.000 196.508.047 88.01

Luas lahan yang Tersedia untuk 

pembangunan rumah bagi korban Bencana 

Kabupaten/KotaLuas lahan yang Tersedia 

untuk pembangunan rumah bagi korban 

Bencana Kabupaten/Kota

1.00 

bidang

1.00 

bidang

100

Pengadaan Lahan untuk 

Pembangunan Rumah bagi Korban 

Bencana

1 1 100 223.285.000 196.508.047 88.01

Luas lahan yang Tersedia untuk 

pembangunan rumah bagi korban 

Bencana Kabupaten/KotaLuas 

lahan yang Tersedia untuk 

pembangunan rumah bagi korban 

Bencana Kabupaten/Kota

1.00 

bidang

1.00 

bidang

100

Penerbitan Izin Pembangunan dan 

Pengembangan Perumahan

6 6 100 89.880.000 60.753.127 67.59

Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan 

Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan 

dan Pengembangan Perumahan

5.00 

laporan

5.00 

laporan

100

Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan 

Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah 

untuk Penerbitan izin Pembangunan dan 

Pengembangan Perumahan Terintegrasi 

Secara Elektronik

1.00 

dokumen

1.00 

dokumen

100

Fasilitasi Pemenuhan Komitmen 

Penerbitan Izin Pembangunan dan 

Pengembangan Perumahan 

Terintegrasi Secara Elektronik

1 1 100 30.000.000 19.073.147 63.58 Bergantung pada yang 

mengajukan siteplan dan 

lokasi dekat sehingga 

SPPD sedikit (banyak di 

daerah Mertoyudan)

Melakukan perencanaan 

sesuai kebutuhan
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Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Jumlah Dokumen Kesepakatan 

dengan Pengembang/Pelaku 

Pembangunan Rumah untuk 

Penerbitan izin Pembangunan 

dan Pengembangan Perumahan 

Terintegrasi Secara Elektronik

1.00 

dokumen

1.00 

dokumen

100

Koordinasi dan Sinkronisasi 

Pengendalian Pembangunan dan 

Pengembangan Perumahan

5 5 100 59.880.000 41.679.980 69.61 Sisa anggaran untuk 

moderator/eselon III, 

belanja pengukuran tanah 

tidak dapat terealisasi 

karena masih proses.

direncanakan yang akan 

baik sesuai kebutuhan

Jumlah Laporan Hasil Koordinasi 

dan Sinkronisasi Pengendalian 

Pembangunan dan 

Pengembangan Perumahan

5.00 

laporan

5.00 

laporan

100

Peningkatan 

Ketersediaan 

Rumah Layak 

Huni dan Kawasan 

Permukiman Yang 

Berkualitas

PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 100 100 100 506.567.500 496.846.425 98.08

Persentase Layanan Pengembangan Kawasan 

Permukiman Berkualitas

100.00 

persen

100.00 

persen

100

Penataan dan peningkatan kualitas kawasan 

permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 

(sepuluh) hektar

3 3 100 506.567.500 496.846.425 98.08

jumlah dokumen perencanaan yang tersusun 1.00 

dokumen

1.00 

dokumen

100

Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP 

yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi

2.00 

dokumen

2.00 

dokumen

100

Penyusunan Rencana Pencegahan 

dan Peningkatan Kualitas 

Perumahan Kumuh dan 

Permukiman Kumuh

1 1 100 171.760.000 169.034.410 98.41

Jumlah dokumen perencanaan 

yang tersusun

1.00 

dokumen

1.00 

dokumen

100

Penyusunan/Review/Legalisasi 

Kebijakan Bidang PKP

2 2 100 334.807.500 327.812.015 97.91
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Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Jumlah Dokumen Kebijakan 

Bidang PKP yang 

Tersusun/Tereview/Terlegalisasi

2.00 

dokumen

2.00 

dokumen

100

Peningkatan 

Ketersediaan 

Rumah Layak 

Huni dan Kawasan 

Permukiman Yang 

Berkualitas

PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 

KUMUH

58.22 56.73 97.44 327.900.000 319.425.063 97.42

Persentase Layanan Pencegahan Perumahan dan 

Kawasan Permukiman Kumuh

58.22 

persen

56.73 

persen

97.44

Pencegahan perumahan dan kawasan 

permukiman kumuh pada daerah kabupaten / 

kota

1364 1364 100 327.900.000 319.425.063 97.42

Jumlah penanganan rumah tidak layak 

huniJumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk 

Pencegahan Terhadap Tumbuh dan 

Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar 

Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 

di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki

1364.00 

rumah

1364.00 

rumah

100

Perbaikan rumah tidak layak huni 

untuk pencegahan terhadap 

tumbuh dan berkembangnya 

permukiman kumuh diluar kawasan 

permukiman kumuh dengan luas di 

bawah 10 (sepuluh) hau

1364 1364 100 327.900.000 319.425.063 97.42

Jumlah penanganan rumah tidak 

layak huniJumlah Rumah Tidak 

Layak Huni untuk Pencegahan 

Terhadap Tumbuh dan 

Berkembangnya Permukiman 

Kumuh di Luar Kawasan 

Permukiman Kumuh dengan 

Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 

yang Diperbaiki

1364.00 

rumah

1364.00 

rumah

100
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Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Peningkatan 

Ketersediaan 

Rumah Layak 

Huni dan Kawasan 

Permukiman Yang 

Berkualitas

PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN 

UTILITAS UMUM (PSU)

100 100 100 100.000.000 63.254.382 63.25

Persentase Layanan Peningkatan PSU Perumahan 100.00 

persen

100.00 

persen

100

Urusan penyelenggaraan PSU Perumahan 10 10 100 100.000.000 63.254.382 63.25

Jumlah koordinasi PSU Perumahan 5.00 

laporan

5.00 

laporan

100

Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan 

Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan 

Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum 

Perumahan

5.00 

laporan

5.00 

laporan

100

Koordinasi dan Sinkronisasi dalam 

rangka Penyediaan Prasarana, 

Sarana dan Utilitas Umum 

Perumahan

10 10 100 100.000.000 63.254.382 63.25 Sisa anggaran untuk 

moderator / eselon III, 

belanja pengukuran tanah 

tidak dapat terealisasi 

karena masih proses

direncanakan dengan 

matang untuk anggaran 

berikutnya.

Jumlah koordinasi PSU 

Perumahan

5.00 

laporan

5.00 

laporan

100

Jumlah Laporan Hasil Koordinasi 

dan Sinkronisasi dalam rangka 

Penyediaan Prasarana, Sarana, 

dan Utilitas Umum Perumahan

5.00 

laporan

5.00 

laporan

100

Peningkatan 

Ketersediaan 

Rumah Layak 

Huni dan Kawasan 

Permukiman Yang 

Berkualitas

PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, 

KLASIFIKASI DAN REGISTRASI BIDANG PPERUMAHAN 

DAN KAWASAN PERMUKIMAN

100 100 100 13.600.000 8.625.500 63.42

Persentase layanan sertifikasi, kualifikasi, klasikiasi dan 

registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman

100.00 

persen

100.00 

persen

100

Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan 

Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan 

Perencanaan Rumah serta Perencanaan 

Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU 

Tingkat Kemampuan Kecil

2 2 100 13.600.000 8.625.500 63.42
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Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan 

Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan 

dan Pengembangan Perumahan

2.00 

laporan

2.00 

laporan

100

Koordinasi dan Sinkronisasi 

Penerbitan Sertifikasi dan 

Registrasi Pengembang 

Perumahan dengan Kualifikasi 

Kecil

2 2 100 13.600.000 8.625.500 63.42 Belum dibentuknya Badan 

Sertifikasi oleh pemerintah 

Pusat sehingga kegiatan 

tidak optimal

Dibentuk pada tahun 

berikutnya

Jumlah Laporan Hasil Koordinasi 

dan Sinkronisasi Pengendalian 

Pembangunan dan 

Pengembangan Perumahan

2.00 

laporan

2.00 

laporan

100

5 Ketentraman 

dan Ketertiban 

Umum serta 

Perlindungan 

Masyarakat

Satpol PP 

dan PK

22.582.567.600 21.462.142.770 95.04

Peningkatan 

pelayanan 

ketenteraman dan 

ketertiban umum 

serta perlindungan 

masyarakat 

(Trantibumlinmas)

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 

DAERAH KABUPATEN/KOTA

200 200 100 5.984.741.100 5.498.562.537 91.88

Persentase Ketercapaian Perencanaan, Evaluasi Kinerja 

OPD, dan Keuangan Perangkat Daerah

100.00% 100.00% 100

Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum dan 

Kepegawaian Perangkat Daerah

100.00% 100.00% 100

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 

Kinerja Perangkat Daerah

2 2 100 20.000.000 14.164.150 70.82 - -

Jumlah dokumen perencanaan perangkat 

daerah

2.00 

dokumen

2.00 

dokumen

100 Efisiensi anggaran sesuai 

kebutuhan

Menyesuaikan anggaran 

tahun berikutnya dengan 

perencanaan sesuai 

kebutuhan

Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Perangkat Daerah

3 3 100 10.000.000 8.037.425 80.37 - -

Jumlah Dokumen Perencanaan 

Perangkat Daerah

3.00 

dokumen

3.00 

dokumen

100 - -
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Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Koordinasi dan Penyusunan 

Laporan Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

3 3 100 10.000.000 6.126.725 61.27 Efisiensi pelaksanaan 

kegiatan sesuai dengan 

kebutuhan

-Perencanaan anggaran di 

tahun berikutnya 

disesuaikan kebutuhan

Jumlah Laporan Capaian Kinerja 

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 

SKPD dan Laporan Hasil 

Koordinasi Penyusunan Laporan 

Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD

3.00 

laporan

3.00 

laporan

100 - -

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 32 32 100 4.655.808.000 4.370.313.987 93.87 - -

Jumlah kegiatan dan sub kegiatan dikelola 32.00 

kegiatan

32.00 

kegiatan

100 - -

Penyediaan Gaji dan Tunjangan 

ASN

55 55 100 4.595.688.000 4.321.082.357 94.02 - -

Jumlah Orang yang Menerima 

Gaji dan Tunjangan ASN

55.00 

orang

55.00 

orang

100 - -

Pelaksanaan Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi Keuangan 

SKPD

12 12 100 60.120.000 49.231.630 81.89 - -

Jumlah Dokumen Penatausahaan 

dan Pengujian/Verifikasi 

Keuangan SKPD

12.00 

dokumen

12.00 

dokumen

100 - -

Administrasi Umum Perangkat Daerah 24 34 141.67 140.000.000 129.025.814 92.16 - -

Jumlah koordinasi dan konsultasi 

dilaksanakan

24.00 kali 34.00 kali 141.67 - -

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi SKPD

12 12 100 140.000.000 129.025.814 92.16 - -

Jumlah Laporan 

Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi SKPD

12.00 

laporan

12.00 

laporan

100 - -

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

1000 2990 299 158.960.000 122.481.794 77.05 - -

Jumlah surat dikelola 1000.00 

surat

2990.00 

surat

299 - -

Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 12 100 8.960.000 8.896.985 99.3 - -
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Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Jumlah Laporan Penyediaan 

Jasa Surat Menyurat

12.00 

laporan

12.00 

laporan

100 - -

Penyediaan Jasa Komunikasi, 

Sumber Daya Air dan Listrik 

4 4 100 150.000.000 113.584.809 75.72 -Belanja tagihan telepon, 

air, listrik sesuai tagihan

-Perencanaan biaya 

tagihan disesuaikan untuk 

tahun selanjutnya

Jumlah Laporan Penyediaan 

Jasa Komunikasi, Sumber Daya 

Air dan Listrik yang Disediakan

4.00 

laporan

4.00 

laporan

100 - -

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah

22 22 100 878.290.500 737.626.792 83.98 - -

Jumlah kendaraan dinas dikelola 22.00 unit 22.00 unit 100 - -

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 

Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan 

Perizinan Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan

22 22 100 424.965.500 350.187.232 82.4 - -

Jumlah Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan yang 

Dipelihara dan dibayarkan Pajak 

dan Perizinannya

22.00 unit 22.00 unit 100 - -

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 

Lainnya

20 20 100 105.325.000 70.700.750 67.13 -pemeliharaan peralatan 

disesuaikan dengan 

kerusakan yang terjadi

-menyesuaikan 

perencanaan anggaran 

tahun berikutnya

Jumlah Peralatan dan Mesin 

Lainnya yang Dipelihara

20.00 unit 20.00 unit 100 - -

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung 

Kantor dan Bangunan Lainnya

1 1 100 348.000.000 316.738.810 91.02 - -

Jumlah Gedung Kantor dan 

Bangunan Lainnya yang 

Dipelihara/Direhabilitasi

1.00 unit 1.00 unit 100 - -

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintah Daerah

3 3 100 131.682.600 124.950.000 94.89 - -

Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin 

Lainnya

3.00 paket 3.00 paket 100 - -

Pengadaan Peralatan dan Mesin 

Lainnya

4 4 100 131.682.600 124.950.000 94.89 - -

Jumlah Unit Peralatan dan Mesin 

Lainnya yang Disediakan

4.00 unit 4.00 unit 100 - -
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Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Peningkatan 

pelayanan 

ketenteraman dan 

ketertiban umum 

serta perlindungan 

masyarakat 

(Trantibumlinmas)

PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN 

KETERTIBAN UMUM

100 100 100 5.175.356.000 4.794.822.138 92.65

Persentase Penanganan Ketenteraman dan Ketertiban 

Umum serta Perlindungan Masyarakat

100.00% 100.00% 100

Penanganan Gangguan Ketenteraman dan 

Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah 

Kabupaten/Kota

100 100 100 4.130.456.000 4.016.752.163 97.25 - -

Terlaksananya pencegahan gangguan 

ketentraman dan ketertiban umum

100.00% 100.00% 100 - -

Pencegahan Gangguan 

Ketenteraman dan Ketertiban 

Umum melalui Deteksi Dini dan 

Cegah Dini, Pembinaan dan 

Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, 

Pengamanan, dan Pengawalan

120 120 100 2.798.072.000 2.733.776.736 97.7 - -

Jumlah Kasus Gangguan 

Ketenteraman dan Ketertiban 

Umum yang Dicegah Melalui 

Deteksi Dini dan Cegah Dini, 

Pembinaan dan Penyuluhan, 

Pelaksanaan Patroli 

Pengamanan, dan Pengawalan

120.00 

kasus

120.00 

kasus

100 - -

Penindakan atas Gangguan 

Ketenteraman dan Ketertiban 

Umum Berdasarkan Perda dan 

Perkada melalui Penertiban dan 

Penanganan Unjuk Rasa dan 

Kerusuhan Massa

60 60 100 180.000.000 175.740.199 97.63 - -

Jumlah Kasus Gangguan 

Ketenteraman dan Ketertiban 

Umum berdasarkan Perda dan 

Perkada Melalui Penertiban dan 

Penanganan Unjuk Rasa dan 

Kerusuhan Massa yang 

Dilakukan Penindakan

60.00 

kasus

60.00 

kasus

100
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Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Koordinasi Penyelenggaraan 

Ketenteraman dan Ketertiban 

Umum serta perlindungan 

Masyarakat Tingkat 

Kabupaten/Kota

2 2 100 351.624.000 349.094.675 99.28 - -

Jumlah Dokumen Hasil 

Pelaksanaan Koordinasi 

Penyelenggaraan Ketenteraman, 

Ketertiban Umum dan 

Perlindungan Masyarakat Tingkat 

Kabupaten/Kota

2.00 

dokumen

2.00 

dokumen

100

Pemberdayaan Perlindungan 

Masyarakat dalam rangka 

Ketentraman dan Ketertiban Umum

21 21 100 250.000.000 246.429.833 98.57 - -

Jumlah Dokumen yang Memuat 

Hasil Pemberdayaan 

Perlindungan Masyarakat dalam 

rangka Ketenteraman dan 

Ketertiban Umum

21.00 

dokumen

21.00 

dokumen

100 - -

Peningkatan Kapasitas SDM Satuan 

Polisi Pamongpraja dan Satuan 

Perlindungan Masyarakat termasuk 

dalam Pelaksanaan Tugas yang 

Bernuansa Hak Asasi Manusia

40 40 100 316.760.000 292.816.509 92.44 - -

Jumlah SDM Satuan Polisi 

Pamongpraja dan Satuan 

Perlindungan Masyarakat yang 

Ditingkatkan Kapasitasanya

40.00 

orang

40.00 

orang

100 - -

Kerjasama antar Lembaga dan 

Kemitraan dalam Teknik 

Pencegahan dan Penanganan 

Gangguan Ketentraman dan 

Ketertiban Umum

5 5 100 132.000.000 130.193.486 98.63 - -
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Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Jumlah Dokumen Hasil 

Pelaksanaan Kerja Sama antar 

Lembaga dan Kemitraan dalam 

Teknik Pencegahan Kejahatan

5.00 

dokumen

5.00 

dokumen

100 - -

Pengadaan dan Pemeliharaan 

Sarana dan Prasarana Ketentraman 

dan Ketertiban Umum

18 18 100 80.000.000 79.439.800 99.3 - -

Jumlah Sarana dan Prasarana 

Ketenteraman dan Ketertiban 

Umum yang Tersedia

18.00 unit 18.00 unit 100

Penyusunan SOP Ketertiban Umum 

dan Ketentraman Masyarakat

3 3 100 10.000.000 8.908.750 89.09 - -

Jumlah Dokumen SOP Ketertiban 

Umum dan Ketenteraman 

Masyarakat yang Telah Dibuat 

dan Dimutakhirkan

3.00 

dokumen

3.00 

dokumen

100

Penyediaan Layanan Dalam Rangka 

Dampak Penegakan Peraturan 

Daerah dan Perkada

5 5 100 12.000.000 352.175 2.93 -Anggaran ditujukan untuk 

pemenuhan SPM

-Tetap dianggarkan pada 

tahun berikutnya

Jumlah Laporan Penyediaan 

Layanan Dampak Penegakan 

Perda dan Perkada yang 

Terlayani

5.00 

laporan

5.00 

laporan

100 - -

Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota 

dan Peraturan Bupati/Wali Kota

100 100 100 1.014.900.000 767.436.375 75.62 - -

Persentase penegakan perda 100.00% 100.00% 100 - -

Sosialisasi Penegakan Peraturan 

Daerah dan Peraturan Bupati/ 

Walikota

22 22 100 190.000.000 178.337.500 93.86 - -

Jumlah Laporan Hasil 

Pelaksanaan Sosialisasi 

Penegakan Perda/Perkada 

kepada Masyarakat/Kelompok 

Masyarakat/Pelaku Usaha/

22.00 

laporan

22.00 

laporan

100
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Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Pengawasan atas Kepatuhan 

terhadap Pelaksanaan Peraturan 

Daerah dan Peraturan Bupati/Wali 

Kota

100 100 100 208.000.000 152.632.440 73.38 -Belanja sesuai anggaran 

dan efesiensi

-Penyesuaian tahun 

anggaran selanjutnya

Jumlah Laporan Hasil 

Pelaksanaan Pengawasan yang 

Dilakukan Terhadap Kepatuhan 

Terhadap Pelaksanaan Peraturan 

Daerah dan Peraturan 

Bupati/Wali Kota

100.00 

laporan

100.00 

laporan

100

Penanganan atas Pelanggaran 

Peraturan Daerah dan Peraturan 

Bupati/Wali Kota

100 100 100 616.900.000 436.466.435 70.75 -Kegiatan dilaksanakan 

sesuai aduan dan rencana

-Perencanaan disesuaikan 

dengan baik

Jumlah Laporan Pelaksanaan 

Penanganan Atas Pelanggaran 

Peraturan Daerah dan Peraturan 

Gubernur yang Dapat Ditangani 

Sesuai SOP

100.00 

laporan

100.00 

laporan

100 - -

Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil 

(PPNS) Kabupaten/Kota

2 2 100 30.000.000 10.633.600 35.45 Menyesuaikan kebutuhan 

dan kurangnya SDM 

PPNS

Perencanaan tahun 

anggaran selanjutnya 

disesuaikan kebutuhan

Terlaksananya pengembangan dan 

peningkatan kapasitas pejabat PPNS

2.00 kali 2.00 kali 100 - -

Pengembangan kapasitas dan 

karier PPNS

12 12 100 30.000.000 10.633.600 35.45 -Menyesuaikan kebutuhan 

PPNS

-Meningkatkan jumlah 

SDM PPNS

Jumlah Laporan Hasil 

Pelaksanaan Peningkatan 

Kapasitas Pejabat PPNS dalam 

Mendukung Penyelenggaraan 

Ketertiban Umum dan 

Ketenteraman Masyarakat serta 

Penegakan Perda dan Perkada

12.00 

laporan

12.00 

laporan

100 - -

Peningkatan 

pelayanan 

ketenteraman dan 

ketertiban umum 

serta perlindungan 

masyarakat 

(Trantibumlinmas)

PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, 

PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 

NON KEBAKARAN

100 100 100 11.422.470.500 11.168.758.095 97.78

Persentase layanan Pencegahan, Penanggulangan, 

Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran

100.00% 100.00% 100
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Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, 

Penyelamatan, dan Penanganan Bahan 

Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam 

Daerah Kabupaten/Kota

100 100 100 11.422.470.500 11.168.758.095 97.78 - -

Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran 

masyarakat terhadap bahaya kebakaran

100.00% 100.00% 100 - -

Pencegahan Kebakaran dalam 

Daerah Kabupaten/Kota

1 1 100 328.000.000 285.967.370 87.19 - -

Jumlah Dokumen NSPM 

Pencegahan/Penanggulangan 

Kebakaran dalam Daerah 

Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya

1.00 

dokumen

1.00 

dokumen

100 - -

Pemadaman dan Pengendalian 

Kebakaran dalam Daerah 

Kabupaten/Kota

12 12 100 7.202.720.500 7.108.183.308 98.69 - -

Jumlah Laporan Hasil 

Pelaksanaan Kegiatan 

Kesiapsiagaan Petugas Piket dan 

Pemadaman Kebakaran dalam 

Daerah Kabupaten/Kota

12.00 

laporan

12.00 

laporan

100

Penyelamatan dan Evakuasi 

Korban Kebakaran dan Non 

Kebakaran

12 12 100 384.000.000 358.322.017 93.31 - -

Jumlah Dokumen Hasil 

Pelaksanaan Kegiatan 

Kesiapsiagaan Petugas Piket dan 

Penyelamatan/Evakuasi Saat 

Penanggulangan Kebakaran dan 

Non Kebakaran

12.00 

dokumen

12.00 

dokumen

100 - -

Pengadaan Sarana dan Prasarana 

Pencegahan, Penanggulangan 

Kebakaran dan APD

2 2 100 3.467.750.000 3.381.435.400 97.51 - -

Jumlah Sarana dan Prasarana 

Untuk Pencegahan dan 

Penanggulangan Kebakaran dan 

Alat Pelindung Diri yang Sah dan 

Legal Sesuai Standar Teknis 

Terkait

2.00 unit 2.00 unit 100
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Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Pembinaan Aparatur Pemadam 

Kebakaran

4 3 75 40.000.000 34.850.000 87.12 - -

Jumlah Aparatur Pemadam 

Kebakaran yang Memiliki 

Sertifikasi Keterampilan Teknis 

dan Analis Dalam Pencegahan 

dan Penanggulangan Kebakaran

4.00 orang 3.00 orang 75 anggaran hanya cukup 

untuk mengirim 3 orang

mengirim 3 orang

BPBD 6.309.123.735 5.864.169.818 92.95

Peningkatan 

penanganan 

kebencanaan 

yang 

komperhensif dan 

multi dimensi 

dengan 

memaksimalkan 

peran berbagai 

pihak , baik 

pemerintah 

,swasta maupun 

masyarakat

PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 100 100 100 2.410.224.250 2.367.960.333 98.25

Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana, 

Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana serta 

pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap 

bencana

100.00 

Persen

100.00 

Persen

100

Pelayanan Informasi Rawan Bencana 

Kabupaten/Kota

100 100 100 505.091.500 487.195.088 96.46

Persentase Pelayanan Informasi Rawan 

Bencana

100.00 

Persen

100.00 

Persen

100

Penyusunan Kajian Resiko 

Bencana Kabupaten/Kota

1 1 100 109.091.500 107.721.600 98.74

Jumlah Dokumen Kajian Resiko 

Bencana yang Dilegalisasi

1.00 

Dokumen

1.00 

Dokumen

100

Sosialisasi , Komunikasi , Informasi 

dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana 

Kabupaten/Kota (Per Jenis 

Bencana)

880 880 100 396.000.000 379.473.488 95.83
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Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Jumlah Orang yang Mendapatkan 

Sosialisasi, Komunikasi, 

Informasi dan Edukasi (KIE) 

Rawan Bencana Kabupaten/Kota 

(Per Jenis Bencana) Secara 

Tatap Muka kepada Penduduk 

yang Tinggal di Daerah Rawan 

Bencana Sesuai Jenis Ancaman 

yang Ada di Kawasan Tempat 

Tinggalnya

880.00 

Orang

880.00 

Orang

100

Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan 

Terhadap Bencana

100 100 100 208.438.500 206.888.485 99.26

Persentase Pelayanan Pencegahan dan 

Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

100.00 

Persen

100.00 

Persen

100

Pengendalian Operasi dan 

Penyediaan Sarana Prasarana 

Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 

Kabupaten/Kota

1 1 100 141.180.000 140.001.985 99.17

Jumlah Dokumen Hasil 

Pengendalian Operasi dan 

Penyediaan Sarana Prasarana 

Kesiapsiagaan Terhadap 

Bencana Kabupaten/Kota

1.00 

Dokumen

1.00 

Dokumen

100

Penyediaan Peralatan Perlindungan 

dan Kesiapsiagaan terhadap 

Bencana

8 8 100 32.100.000 32.100.000 100

Jumlah Peralatan Penyelamatan 

Diri Bagi Individu Warga negara 

,Keluarga maupun Petugas

8.00 Unit 8.00 Unit 100

Pengembangan Kapasitas Tim 

Reaksi Cepat (TRC) Bencana 

Kabupaten/Kota

26 26 100 35.158.500 34.786.500 98.94

Jumlah Personil TRC yang 

Dikembangkan Kapasitas Teknis 

dan Manajerialnya

26.00 

Orang

26.00 

Orang

100

Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban 

Bencana

100 100 100 1.424.817.822 1.403.104.889 98.48
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Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Persentase Pelayanan Penyelamatan dan 

Evakuasi Korban Bencana

100.00 

Persen

100.00 

Persen

100

Respon Cepat Darurat Bencana 

Kabupaten / Kota

4 4 100 254.142.000 242.356.310 95.36

Jumlah Dokumen SK Penetapan 

Status Darurat Bencana dan 

SKPDB yang Ditetapkan Paling 

Lama 1x24 Jam Berdasarkan 

Hasil Dokumen Laporan Kaji 

Cepat

4.00 

Dokumen

4.00 

Dokumen

100

Pencarian, Pertolongan dan 

Evakuasi Korban Bencana 

Kabupaten/ Kota

370 370 100 576.181.580 572.531.300 99.37

Jumlah Korban yang Berhasil 

Ditemukan , Ditolong dan 

Dievakuasi Perjenis Kejadian 

Bencana

370.00 

Orang

370.00 

Orang

100

Penyediaan Logistik Penyelamatan 

dan Evakuasi Korban Bencana 

Kabupaten/ Kota

57550 57550 100 594.494.242 588.217.279 98.94

Jumlah korban yang 

mendapatkan distribusi logistik 

dan penyelamatan dan evakuasi

57550.00 

Orang

57550.00 

Orang

100

Penataan Sistem Dasar Penanggulangan 

Bencana

100 100 100 271.876.428 270.771.871 99.59

Presentase Penataan Sistem Dasar 

Penanggulangan

100.00 

Persen

100.00 

Persen

100

Pengelolaan dan Pemanfaatan 

Sistem Informasi Bencana

13 13 100 174.951.720 174.821.780 99.93

Jumlah Data dan Informasi 

Kebencanaan yang tersedia

12.00 

Dokumen

12.00 

Dokumen

100

Jumlah Data dan Informasi 

Kebencanaan yang tersedia

1.00 

Dokumen

1.00 

Dokumen

100

Penanganan Pascabencana 

Kabupaten/Kota

2 2 100 96.924.708 95.950.091 98.99

Jumlah Penyusunan Jitupasna 1.00 

Dukumen

1.00 

Dukumen

100

Jumlah rehabilitasi sektor-sektor 

terdampak bencana

1.00 Kali 1.00 Kali 100
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Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Peningkatan 

penanganan 

kebencanaan 

yang 

komperhensif dan 

multi dimensi 

dengan 

memaksimalkan 

peran berbagai 

pihak , baik 

pemerintah 

,swasta maupun 

masyarakat

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 

DAERAH KABUPATEN/ KOTA

200 200 100 3.898.899.485 3.496.209.485 89.67

Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum Dan 

Kepegawaian Perangakat Daerah

100.00 

Persen

100.00 

Persen

100

Persentase Ketercapaian Perencanaan, Evaluasi Kinerja 

OPD, dan Keuangan Perangkat Daerah

100.00 

Persen

100.00 

Persen

100

Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi 

Kinerja Perangkat Daerah

100 100 100 11.500.000 10.980.710 95.48

Persentase ketercapaian perencanaan, 

evaluasi kinerja OPD, dan keuangan 

perangkat daerah

100.00 

Persen

100.00 

Persen

100

Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Perangkat Daerah

2 2 100 5.000.000 4.905.425 98.11

Jumlah dokumen Perencanaan 

Perangkat daerah

2.00 

Dokumen

2.00 

Dokumen

100

Koordinasi dan Penyusunan 

Laporan Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

4 4 100 5.000.000 4.685.450 93.71

Jumlah Laporan Capaian Kinerja 

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 

SKPD dan Laporan Hasil

4.00 

Laporan

4.00 

Laporan

100

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 4 100 1.500.000 1.389.835 92.66

Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah

4.00 

Laporan

4.00 

Laporan

100

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 11 11 100 2.970.178.000 2.597.991.996 87.47

Jumlah kegiatan yang dikelola 11.00 

Kegiatan

11.00 

Kegiatan

100

Penyediaan Gaji dan Tunjangan 

ASN

27 24 88.89 2.908.678.000 2.541.733.356 87.38
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Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Jumlah Orang yang Menerima 

Gaji dan Tunjangan ASN

27.00 

Orang/Bul

an

24.00 

Orang/Bul

an

88.89

Pelaksanaan Penatausahaan dan 

Pengujian / Verifikasi Keuangan 

SKPD

23 23 100 61.500.000 56.258.640 91.48

Jumlah kegiatan yang dikelola, 

Jumlah laporan pertanggung 

jawaban yang disusun

11.00 

Kegiatan

11.00 

Kegiatan

100

Jumlah laporan keuangan yang 

tersusun

12.00 

Dokumen

12.00 

Dokumen

100

Administrasi Barang Milik Daerah pada 

Perangkat Daerah

8 8 100 2.000.000 1.779.460 88.97

Jumlah aset yang dikelola 8.00 Jenis 8.00 Jenis 100

Penatausahaan Barang Milik 

Daerah pada SKPD

1 1 100 2.000.000 1.779.460 88.97

Jumlah Laporan Penatausahaan 

Barang Milik Daerah pada SKPD

1.00 

Laporan

1.00 

Laporan

100

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 26 26 100 1.500.000 1.436.530 95.77

Jumlah Dokumen Pendataan dan 

Pengolahan Administrasi Kepegawaian

26.00 

Dokumen

26.00 

Dokumen

100

Pendataan dan Pengolahan 

Administrasi Kepegawaian

26 26 100 1.500.000 1.436.530 95.77

Jumlah Dokumen Pendataan dan 

Pengolahan Administrasi 

Kepegawaian

26.00 

Dokumen

26.00 

Dokumen

100

Administrasi Umum Perangkat Daerah 7 7 100 87.634.231 85.367.381 97.41

Jumlah pelayanan administrasi umum yang 

dilaksanakan

7.00 Jenis 7.00 Jenis 100

Penyediaan Komponen Instalasi 

Listrik/ Penerangan Bangunan 

Kantor

1 1 100 5.160.000 5.141.000 99.63

Jumlah Paket Komponen 

Instalasi Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor yang 

Disediakan

1.00 Paket 1.00 Paket 100
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Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Penyediaan Peralatan Rumah 

Tangga

1 1 100 5.889.002 5.108.000 86.74

Jumlah Paket Peralatan Rumah 

Tangga yang disediakan

1.00 Paket 1.00 Paket 100

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi SKPD

48 48 100 71.160.000 70.253.141 98.73

Jumlah Laporan 

Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi SKPD

48.00 

Laporan

48.00 

Laporan

100

Penatausahaan Arsip Dinamis pada 

SKPD

5 5 100 5.425.229 4.865.240 89.68

Jumlah Dokumen Penatausahaan 

Arsip Dinamis pada SKPD

5.00 

Dokumen

5.00 

Dokumen

100

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintah Daerah

1 1 100 70.519.500 69.030.000 97.89

Jumlah Pelayanan Jasa Penunjang Urusan 1.00 Paket 1.00 Paket 100

Pengadaan Mebel 3 3 100 7.860.000 7.810.000 99.36

Jumlah Paket Mebel yang 

Disediakan

3.00 Unit 3.00 Unit 100

Pengadaan Peralatan dan Mesin 

Lainnya

5 5 100 62.659.500 61.220.000 97.7

Jumlah Unit Peralatan dan Mesin 

Lainnya yang Disediakan

5.00 Unit 5.00 Unit 100

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah 

Daerah

4 4 100 82.864.000 69.038.443 83.32

Jumlah pelayanan jasa penunjang urusan 4.00 Jenis 4.00 Jenis 100

Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3200 3200 100 5.000.000 4.978.581 99.57

Jumlah Laporan Penyediaan 

Jasa Surat Menyurat

3200.00 

Laporan

3200.00 

Laporan

100

Penyediaan Jasa Komunikasi, 

Sumber Daya Air dan Listrik 

120 120 100 77.864.000 64.059.862 82.27

Jumlah Laporan Penyediaan 

Jasa Komunikasi, Sumber Daya 

Air dan Listrik yang Disediakan

120.00 

Laporan

120.00 

Laporan

100
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Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah

4 4 100 672.703.754 660.584.965 98.2

Jumlah barang milik daerah penunjang 

urusan pemerintah Daerah

4.00 Jenis 4.00 Jenis 100

Penyediaan Jasa Pemeliharaan 

,Biaya Pemeliharaan , Pajak dan 

Perizinan Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan

25 25 100 345.000.000 344.998.580 100

Jumlah Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan yang 

Dipelihara dan dibayarkan Pajak 

dan Perizinannya

25.00 Unit 25.00 Unit 100

Pemeliharaan Mebel 24 24 100 4.075.000 4.075.000 100

Jumlah Mebel yang Dipelihara 24.00 Unit 24.00 Unit 100

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 

Lainnya

80 80 100 84.766.074 75.448.450 89.01

Jumlah peralatan dan mesin 

lainnya yang dipelihara

80.00 Unit 80.00 Unit 100

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gendung 

Kantor dan Bangunan Lainnya 

5 5 100 238.862.680 236.062.935 98.83

Jumlah Gedung Kantor dan 

Bangunan Lainnya yang 

Dipelihara/Direhabilitasi

5.00 Unit 5.00 Unit 100

6 Sosial Dinsos PPKB 

PPPA

18.920.018.546 17.777.857.991 93.96

Peningkatan 

penanganan 

PMKS

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 

KABUPATEN/KOTA

100 100 100 5.349.763.609 5.178.668.820 96.8

Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja 

OPD, dan Keuangan perangkat Daerah

100.00% 100.00% 100

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 

Kinerja Perangkat Daerah

27 27 100 15.500.000 15.381.170 99.23

Jumlah dokumen perencanaan evaluasi dan 

pelaporan perangkat daerah

27.00 

dokumen

27.00 

dokumen

100

Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Perangkat Daerah

2 2 100 7.500.000 7.499.290 99.99

Jumlah dokumen rencana kerja 

perangkat daerah yang tersusun

2.00 

Dokumen

2.00 

Dokumen

100
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Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Koordinasi dan Penyusunan 

Laporan Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

25 25 100 8.000.000 7.881.880 98.52

Jumlah Laporan Capaian Kinerja 

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 

SKPD dan Laporan Hasil 

Koordinasi Penyusunan Laporan 

Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD

25.00 

Laporan

25.00 

Laporan

100

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 25 25 100 4.439.257.241 4.316.220.146 97.23

Jumlah kegiatan yang dikelola 25.00 

Kegiatan

25.00 

Kegiatan

100

Penyediaan Gaji dan Tunjangan 

ASN

51 44 86.27 4.382.932.241 4.265.239.146 97.31

Jumlah bulan penyediaan gaji 

dan tunjangan ASN

51.00 

Orang/bula

n

44.00 

Orang/bula

n

86.27

Pelaksanaan Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi Keuangan 

SKPD

12 12 100 56.325.000 50.981.000 90.51

Jumlah Dokumen Penatausahaan 

dan Pengujian/Verifikasi 

Keuangan SKPD

12.00 

Dokumen

12.00 

Dokumen

100

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4 4 100 125.000.000 124.081.635 99.27

Jumlah dokumen kepegawaian yang 

tersusun

4.00 

dokumen

4.00 

dokumen

100

Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian 

Kinerja Pegawai

1 1 100 125.000.000 124.081.635 99.27

Jumlah dokumen monitoring, 

evaluasi, dan penilaian kinerja 

pegawai

1.00 

Dokumen

1.00 

Dokumen

100

Administrasi Umum Perangkat Daerah 8 8 100 80.000.000 79.883.619 99.85

Jumlah pelayanan umum dan kepegawaian 

perangkat daerah

8.00 sub 

kegiatan

8.00 sub 

kegiatan

100

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi SKPD

170 170 100 80.000.000 79.883.619 99.85
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Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Jumlah laporan penyelenggaraan 

rapat koordinasi dan konsultasi 

SKPD

170.00 

Laporan

170.00 

Laporan

100

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintah Daerah

3 3 100 42.000.000 39.800.000 94.76

Jumlah jenis barang milik daerah penunjang 

urusan pemerintah daerah yang diadakan

3.00 jenis 3.00 jenis 100

Pengadaan Peralatan dan Mesin 

Lainnya

6 6 100 42.000.000 39.800.000 94.76

Jumlah unit peralatan dan mesin 

lainnya yang disediakan

6.00 unit 6.00 unit 100

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

8 8 100 83.098.560 75.163.344 90.45

Jumlah pelayanan administrasi umum yang 

dilaksanakan

8.00 sub 

kegiatan

8.00 sub 

kegiatan

100

Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 12 100 30.498.560 30.327.946 99.44

Jumlah laporan penyediaan jasa 

surat menyurat

12.00 

laporan

12.00 

laporan

100

Penyediaan Jasa Komunikasi, 

Sumber Daya Air dan Listrik

108 142 131.48 52.600.000 44.835.398 85.24

Jumlah laporan penyediaan jasa 

komunikasi,sumber daya air, dan 

listrik yang disediakan

108.00 

Laporan

142.00 

Laporan

131.48

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah

8 8 100 564.907.808 528.138.906 93.49

Jumlah pelayanan administrasi umum yang 

dilaksanakan

8.00 sub 

kegiatan

8.00 sub 

kegiatan

100

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 

Lainnya

24 24 100 20.000.000 20.000.000 100

Jumlah peralatan dan mesin 

lainnya yang dipelihara

24.00 unit 24.00 unit 100

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 

Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan 

Perizinan Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan

123 123 100 277.733.968 255.398.971 91.96

Jumlah kendaraan dinas 

operasional atau lapangan yang 

dipelihara dan dibayarkan pajak 

dan perizinannya

123.00 unit 123.00 unit 100
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Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung 

Kantor Kantor dan Bangunan 

Lainnya

3 3 100 267.173.840 252.739.935 94.6

Jumlah sarana dan prasarana 

gedung kantor atau bangunan 

lainnya yang 

dipelihara/direhabilitasi

3.00 unit 3.00 unit 100

Peningkatan 

penanganan 

PMKS

PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 10.1 8.96 88.71 313.901.500 309.780.820 98.69

Prosentase PSKS dapat melaksanakan usaha 

kesejahteraan sosial (UKS)

10.10% 8.96% 88.71

Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan 

Sosial Daerah Kabupaten/Kota

163 199 122.09 313.901.500 309.780.820 98.69

Jumlah potensi sumber kesejahteraan sosial 

yang mendapatkan pembinaan

163.00 

orang

199.00 

orang

122.09

Peningkatan Kemampuan Potensi 

Pekerja Sosial Masyarakat 

Kewenangan Kabupaten / Kota

100 100 100 6.552.500 6.465.500 98.67

Jumlah orang yang mendapat 

kapasitas pekerja sosial 

masyarakat kewenangan 

kabupaten/kota

100.00 

orang

100.00 

orang

100

Peningkatan Kemampuan Potensi 

Tenaga Kesejahteraan Sosial 

Kecamatan Kewenangan 

Kabupaten/Kota

21 21 100 200.000.000 199.128.465 99.56

Jumlah Tenaga Kesejahteraan 

Sosial Kecamatan Kewenangan 

Kabupaten/kota yang meningkat 

kapasitasnya kwenangan 

kabupaten/kota

21.00 

orang

21.00 

orang

100

Peningkatan Kemampuan Potensi 

Sumber Kesejahteraan Sosial 

Kelembagaan Kewenangan 

Kabupaten / Kota

42 42 100 107.349.000 104.186.855 97.05

Jumlah Lembaga Kesejahteraan 

Sosial yang meningkat 

kapasitasnya kewenangan 

kabupaten/kota

42.00 

lembaga

42.00 

lembaga

100
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Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Peningkatan 

penanganan 

PMKS

PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 100 94.1 94.1 3.581.212.280 2.777.515.580 77.56

Persentase Penyandang Disabilitas terlantar, Anak 

terlantar, Lanjut Usia terlantar, dan Gelandangan dan 

Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti

100.00% 94.10% 94.1

Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang 

Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia 

Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar 

Panti Sosial

1365 653 47.84 3.391.212.280 2.598.878.547 76.64

Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, 

Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, 

beserta keluarganya, Gelandangan dan 

Pengemis, yang terpenuhi kebutuhan 

dasarnya di luar panti

1365.00 

orang

653.00 

orang

47.84 Calon penerima manfaat 

sudah menerima bantuan 

jenis lain yang bersumber 

dari anggaran negara 

dan/atau calon penerima 

bansos meninggal dunia 

sehingga tidak tersalurkan

Melakukan verifikasi ulang 

data dan kelayakan calon 

penerima manfaat

Penyediaan alat bantu 164 138 84.15 580.100.000 469.874.800 81

Jumlah orang yang mendapatkan 

alat bantu dan alat bantu peraga 

sesuai kebutuhan kewenangan 

kabupaten/kota

164.00 

orang

138.00 

orang

84.15

Pemberian pelayanan reunifikasi 

keluarga

30 60 200 7.000.000 6.237.554 89.11

Jumlah orang yang mendapatkan 

pelayanan reunifikasi keluarga 

kewenangan kabupaten/kota

30 60 200

Pemberian Bimbingan Fisik, 

Mental, Spiritual dan Sosial

741 479 64.64 2.457.309.500 1.811.909.500 73.74 SILPA dikembalikan ke 

kas negara

Jumlah peserta bimbingan fisik, 

mental, spiritual, dan sosial

741.00 

orang

479.00 

orang

64.64 Calon penerima manfaat 

sudah menerima bantuan 

jenis lain yang bersumber 

dari anggaran negara 

dan/atau calon penerima 

bansos meninggal dunia 

sehingga tidak tersalurkan

Melakukan verifikasi ulang 

data dan kelayakan calon 

penerima manfaat
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Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Pemberian Bimbingan Sosial 

Kepada Keluarga Penyandang 

Disabilitas Terlantar, Anak 

Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, 

serta Gelandangan Pengemis dan 

Masyarakat

110 233 211.82 86.400.000 80.446.173 93.11

Jumlah peserta Bimbingan Sosial 

Kepada Keluarga Penyandang 

Disabilitas Terlantar, Anak 

Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, 

serta Gelandangan Pengemis 

dan Masyarakat kewenangan 

kabupaten/kota

110.00 

orang

233.00 

orang

211.82

Pemberian Layanan Kedaruratan 250 1620 648 245.402.780 218.586.965 89.07

Jumlah orang yang mendapatkan 

pelayanan kedaruratan 

kewenangan kabupaten/kota

250.00 

orang

1620.00 

orang

648

Pemberian layanan rujukan 40 66 165 15.000.000 11.823.555 78.82

Jumlah orang yang mendapatkan 

layanan rujukan kewenangan 

kabupaten/kota

40.00 

orang

66.00 

orang

165

Rehabilitasi Sosial Penyandang MAsalah 

Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan 

korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar Panti Sosial

70 64 91.43 190.000.000 178.637.033 94.02

Jumlah penyandang disabilitas terlantar, 

anak terlantar, gelandangan dan pengemis, 

dan PMKS lainnya di luar panti yang 

mendapatkan penanganan dalam rumah 

singgah

70.00 

orang

64.00 

orang

91.43

Penyediaan Permakanan 70 99 141.43 98.500.000 88.083.875 89.43

Jumlah orang yang mendapatkan 

pemenuhan kebutuhan 

permakanan sesuai dengan 

standar gizi minimal kewenangan 

kabupaten/kota

70.00 

orang

99.00 

orang

141.43
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Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Penyediaan Sandang 70 99 141.43 31.500.000 31.499.925 100

Jumlah orang yang menerima 

pakaian dan kelengkapan lainnya 

yang tersedia dalam 1 tahun 

kewenangan kabupaten/kota

70.00 

orang

99.00 

orang

141.43

Pemberian Layanan Rujukan 70 92 131.43 60.000.000 59.053.233 98.42

Jumlah orang yang mendapatkan 

layanan rujukan kewenangan 

kabupaten/kota

70.00 

orang

92.00 

orang

131.43

Peningkatan 

penanganan 

PMKS

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 72.38 71.25 98.44 9.295.141.157 9.150.035.862 98.44

Persentase fakir miskin yang mendapatkan Perlindungan 

dan jaminan sosial

72.38% 71.25% 98.44

Pemeliharaan Anak-anak terlantar 20 51 255 90.000.000 86.816.706 96.46

Jumlah Anak terlantar yang terpelihara 20 51 255

Penjangkauan Anak-anak terlantar 20 51 255 90.000.000 86.816.706 96.46

Jumlah anak terlantar yang 

dijangkau kewenangan 

kabupaten/kota

20.00 

orang

51.00 

orang

255

Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah 

Kabupaten/Kota

92081 92081 100 9.205.141.157 9.063.219.156 98.46

Jumlah Fakir Miskin Yang Tertangani 92081.00 

orang

92081.00 

orang

100

Pendataan Fakir Miskin Cakupan 

Daerah Kabupaten/Kota

833568 852513 102.27 200.000.000 184.394.875 92.2

Jumlah fakir miskin cakupan 

daerah kabupaten/kota yang 

didata

833568.00 

orang

852513.00 

orang

102.27

Pengelolaan Data Fakir Miskin 

Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

72160 72160 100 220.040.000 216.287.229 98.29

Jumlah keluarga yang 

mendapatkan pengentasan fakier 

miskin kabupaten/kota

72160.00 

keluarga

72160.00 

keluarga

100

Fasilitasi Bantuan Sosial 

Kesejahteraan Keluarga

91081 136344 149.7 8.725.101.157 8.611.075.660 98.69
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Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Jumlah KPM yang mendapatkan 

bansos kesejahteraan keluarga 

kewenangan kabupaten/kota

91081.00 

keluarga

136344.00 

keluarga

149.7

Fasilitasi Bantuan Pengembangan 

Ekonomi Masyarakat

20 55 275 60.000.000 51.461.392 85.77

Jumlah orang yang mendapatkan 

bantuan pengembangan ekonomi 

masyarakat kewenangan 

kabupaten/kota

20.00 

kelompok

55.00 

kelompok

275

Peningkatan 

penanganan 

PMKS

PROGRAM PENANGANAN BENCANA 100 100 100 380.000.000 361.856.909 95.23

Persentase korban bencana alam dan sosial yang 

terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah 

tanggap darurat bencana kabupaten

100.00% 100.00% 100

Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan 

Sosial Kabupaten/Kota

210 549 261.43 330.000.000 312.129.697 94.58

Jumlah Korban bencana alam dan sosial 

yang mendapatkan perlindungan sosial

210.00 

orang

549.00 

orang

261.43

Penyediaan Makanan 210 456 217.14 97.876.150 97.745.665 99.87

Jumlah orang yang menda 

(pengungsian) kewenangan 

kabupaten/kotapatkan 

permakanan 3x1 hari dalam 

masa tanggap darurat

210.00 

orang

456.00 

orang

217.14

Penyediaan Sandang 100 72 72 50.000.000 45.359.245 90.72

Jumlah orang yang mendapatkan 

pakaian dan kelengkapan lainnya 

yang tersedia pada masa 

tanggap darurat (pengungsian) 

dan pasca bencana kewenangan 

kabupaten/kota

100.00 

orang

72.00 

orang

72 Tidak semua korban 

bencana memerlukan 

bantuan sandang

Penyediaan Tempat Penampungan 

Pengungsi

39 20 51.28 90.000.000 89.542.860 99.49
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Lampiran 3.1.1  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Jumlah tempat penampungan 

pengungsi kewenangan 

kabupaten/kota

39.00 

lokasi

20.00 

lokasi

51.28 Memprioritaskan 20 TEA 

berdasarkan hasil 

verivikasi

Penanganan Khusus bagi 

Kelompok Rentan

75 75 100 42.123.850 34.396.023 81.65

Jumlah orang yang mendapatkan 

penanganan khusus bagi 

kelompok rentanlayanan rujukan 

kewenangan kabupaten/kota

75.00 

orang

75.00 

orang

100

Pelayanan Dukungan Psikososial 210 142 67.62 50.000.000 45.085.904 90.17

Jumlah korban bencana yang 

mendapatkan layanan dukungan 

psikososial kewenangan 

kabupaten/kota

210.00 

orang

142.00 

orang

67.62 Tidak semua korban 

bencana membutuhkan 

layanan dukungan 

psikososial

Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat 

terhadap Kesiapsiagaan Bencana 

Kabupaten/Kota

1 1 100 50.000.000 49.727.212 99.45

Jumlah Penyelenggaraan Pemberdayaan 

Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan 

Bencana Kabupaten/Kota

1.00 kali 1.00 kali 100

Koordinasi, Sosialisasi dan 

Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana

50 50 100 50.000.000 49.727.212 99.45

Jumlah orang yang 

melaksanakan 

koordinasi,sosialisasi, dan 

pelaksanaan taruna siaga 

bencana kewenangan 

kabupaten/kota

50.00 

orang

50.00 

orang

100
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207

LAMPIRAN 3.1.2.
Pelaksanaan Urusan wajib yang
Tidak Berkaitan dengan
Pelayanan Dasar

KEBUDAYAAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Dinas Sosial PPKB PPPA

219 PENGENDALIAN PENDUDUK & KELUARGA BERENCANA
Dinas Sosial PPKB PPPA

PANGAN
Dinas Pertanian dan Pangan

228 LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup

248

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

208

211 TENAGA KERJA
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

225

242

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Dinas Komunikasi dan Informatika



253

LAMPIRAN 3.1.2.
Pelaksanaan Urusan wajib yang
Tidak Berkaitan dengan
Pelayanan Dasar

PERHUBUNGAN
Dinas Perhubungan

STATISTIK
Dinas Komunikasi dan Informatika

269 PERSANDIAN
Dinas Komunikasi dan Informatika

KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM

275 PENANAMAN MODAL
DPMPTSP

284

PERPUSTAKAAN
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

259

260 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Dinas Permberdayaan Masyarakat dan Desa

269

281

KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga

292 KEARSIPAN
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
PERTANAHAN
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang293



Lampiran 3.1.2.  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Kebudayaan Dinas 

Pendidikan 

dan 

Kebudayaan

3.711.962.500 3.523.259.935 94.92

PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 4.44 4.44 100 395.000.000 360.215.000 91.19

Persentase Karya Budaya yang terlayani 4.44% 4.44% 100

Pelestarian Kesenian Tradisional yang 

Masyarakat Pelakunya dalam Daerah 

Kabupaten/Kota

215 215 100 395.000.000 360.215.000 91.19

Jumlah Kelompok Budaya yang Terlayani 215.00 

Kelompok

215.00 

Kelompok

100

Perlindungan, Pengembangan, 

Pemanfaatan Objek Pemajuan 

Tradisi Budaya

24 24 100 395.000.000 360.215.000 91.19

Jumlah Objek Pemajuan Tradisi 

Budaya yang Dilakukan 

Perlindungan, Pengembangan 

dan Pemanfaatan

24.00 

Objek

24.00 

Objek

100

Peningkatan 

pengelolaan 

(perlindungan, 

pengembangan 

dan pemanfaatan) 

kebudayaan

PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL 84.34 84.34 100 3.066.962.500 2.913.523.729 95

Persentase Kelompok Seni Budaya yang Aktif 84.34% 84.34% 100

Pembinaan Kesenian yang Masyarakat 

Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota

4088 4088 100 3.066.962.500 2.913.523.729 95

Jumlah Kelompok Budaya yang Aktif 4088.00 

Kelompok

4088.00 

Kelompok

100

Peningkatan Kapasitas Tata Kelola 

Lembaga Kesenian Tradoisional

308 293 95.13 3.066.962.500 2.913.523.729 95

Jumlah Lembaga Kesenian 

Tradisional yang Ditingkatkan 

Kapasitasnya

308.00 

Lembaga

293.00 

Lembaga

95.13

Peningkatan 

pengelolaan 

(perlindungan, 

pengembangan 

LAMPIRAN 3.1.2 PELAKSANAAN URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiKebijakan
SKPD/Unit 

Kerja
UrusanNo.

Kinerja

Uraian Program/Kegiatan

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI MAGELANG TAHUN 2023 | 207



Lampiran 3.1.2.  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiKebijakan
SKPD/Unit 

Kerja
UrusanNo.

Kinerja

Uraian Program/Kegiatan

Peningkatan 

pengelolaan 

(perlindungan, 

pengembangan 

dan pemanfaatan) 

kebudayaan

PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR 

BUDAYA

13.7 13.7 100 250.000.000 249.521.206 99.81

Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya 

yang Dilestarikan

13.70% 13.70% 100

Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat 

Kabupaten/Kota

130 130 100 250.000.000 249.521.206 99.81

Jumlah Benda, Situs dan Kawasan cagar 

Budaya yang Dilestarikan

130.00 

BCB

130.00 

BCB

100

Perlindungan Cagar Budaya 1030 1030 100 250.000.000 249.521.206 99.81

Jumlah Objek Cagar Budaya 

yang dilindungi

1030.00 

Objek

1030.00 

Objek

100

2 Pemberdayaan 

Perempuan dan 

Perlindungan 

Anak

Dinsos PPKB 

PPPA

1.036.258.960 949.413.005 91.62

Peningkatan 

kualitas hidup 

perempuan, anak 

dan keluarga

PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN 

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

5.24 5.24 100 280.000.000 273.188.500 97.57

Persentase lembaga yang melaksanakan PUG 5.24% 5.24% 100

Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) 

pada Lembaga Pemerintah Kewenanangan 

Kabupaten/Kota

10 10 100 160.000.000 157.288.110 98.31

Jumlah lembaga yang melaksanakan PUG 10.00 

lembaga

10.00 

lembaga

100

Advokasi Kebijakan dan 

Pendampingan Pelaksanaan PUG 

termasuk PPRG

10 10 100 160.000.000 157.288.110 98.31

Jumlah perangkat daerah yang 

mendapat advokasi kebijakan 

dan pendampingan pelaksanaan 

pengarusutamaan gender (PUG) 

termasuk perencanaan 

pembangunan responsif gender 

(PPRG) kewenangan 

Kabupaten/Kota

10.00 

Perangkat 

Daerah

10.00 

Perangkat 

Daerah

100
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Lampiran 3.1.2.  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiKebijakan
SKPD/Unit 

Kerja
UrusanNo.

Kinerja

Uraian Program/Kegiatan

Penguatan dan Pengembangan Lembaga 

Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan 

Kewenangan Kabupaten/Kota

19 19 100 60.000.000 56.088.535 93.48

Jumlah organisasi perempuan yang dibina 19.00 

organisasi

19.00 

organisasi

100

Pengembangan Komunikasi 

Informasi dan Edukasi (KIE) 

Pemberdayaan Perempuan 

Kewenangan Kabupaten/Kota

19 19 100 60.000.000 56.088.535 93.48

Jumlah organisasi perempuan 

yang dibina dan aktif

19.00 

organisasi

19.00 

organisasi

100

Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, 

Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi 

Kemasyarakatan Kewenanagan Kabupaten/Kota

500 500 100 60.000.000 59.811.855 99.69

Jumlah perempuan yang terlibat dalam 

bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi 

pada organisasi kemasyarakatan 

kewenangan kabupaten/kota

500.00 

orang

500.00 

orang

100

Advokasi Kebijakan dan 

Pendampingan Peningkatan 

Partisipasi Perempuan dan Politik, 

Hukum, Sosial dan Ekonomi

1 1 100 60.000.000 59.811.855 99.69

Jumlah organisasi masyarakat 

yang mendapat advokasi dan 

pendampingan kebijakan 

peningkatan partisipasi 

perempuan di bidang politik, 

hukum, sosial, dan ekonomi 

kewenangan Kabupaten/Kota

1.00 

organisasi

1.00 

organisasi

100

Peningkatan 

kualitas hidup 

perempuan, anak 

dan keluarga

PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 100 100 100 250.000.000 216.827.398 86.73

Persentase perempuan korban kekerasan yang dilayani 

sesuai standar

100.00% 100.00% 100

Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi 

Perempuan Korban Kekerasan Yang 

Memerlukan Koordinasi Kewenangan 

Kabupaten/Kota

3 3 100 250.000.000 216.827.398 86.73
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Lampiran 3.1.2.  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiKebijakan
SKPD/Unit 

Kerja
UrusanNo.

Kinerja

Uraian Program/Kegiatan

Jumlah layanan rujukan lanjutan bagi 

perempuan korban kekerasan yang 

memerlukankoordinasi kewenangan 

kabupaten/kota

3.00 

layanan

3.00 

layanan

100

Koordinasi dan Sinkronisasi 

Pelaksaan Penyediaan Layanan 

Rujukan Bagi Perempuan Korban 

Kekerasan Kewenanagan 

Kabupaten/Kota

3 3 100 250.000.000 216.827.398 86.73

Jumlah layanan tindak lanjut 

pengaduan yang memerlukan 

koordinasi dan sinkronisasi bagi 

perempuan korban kekerasan 

kewenangan kabupaten/kota

3.00 

layanan

3.00 

layanan

100

Peningkatan 

kualitas hidup 

perempuan, anak 

dan keluarga

PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 100 100 100 253.750.000 210.812.305 83.08

Persentase anak korban kekerasan yang dilayani sesuai 

standart

100.00% 100.00% 100

Penyediaan Layanan Bagi Anak yang 

Memerlukan Perlindungan Khusus yang 

Memerlukan Koordinasi Kewenangan 

Kabupaten/Kota

3 3 100 253.750.000 210.812.305 83.08

Jumlah layanan bagi anak yang memerlukan 

perlindungan khusus yang memerlukan 

koordinasi tingkat daerah Kabupaten/Kota

3.00 

layanan

3.00 

layanan

100

Koordinasi & Sinkronisasi 

Pelaksanaan Pendampingan Anak 

yang memerlukan perlindungan 

khusus kewenanagan 

Kabupaten/Kota

3 3 100 253.750.000 210.812.305 83.08

Jumlah layanan tindak lanjut 

pengaduan yang memerlukan 

koordinasi dan sinkronisasi bagi 

anak yang memerlukan 

perlindungan khusus 

kewenangan Kabupaten/Kota

3.00 

layanan

3.00 

layanan

100
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Lampiran 3.1.2.  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiKebijakan
SKPD/Unit 

Kerja
UrusanNo.

Kinerja

Uraian Program/Kegiatan

Peningkatan 

kualitas hidup 

perempuan, anak 

dan keluarga

PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 100 100 100 252.508.960 248.584.802 98.45

Persentase kelembagaan pelayanan pemenuhan hak anak 

sesuai standart

100 100 100

Pelembagaan PHA pada Lembaga 

Pemerintah,Nonpemerintah, dan Dunia Usaha 

Kewenangan Kabupaten/Kota

15 15 100 252.508.960 248.584.802 98.45

Jumlah Pelembagaan PHA yang terbentuk 15.00 

lokasi

15.00 

lokasi

100

Advokasi Kebijakan dan 

Pendampingan Pemenuhan Hak 

Anak Pada Lembaga Pemerintah, 

Non Pemerintah, Media dan Dunia 

Usaha Kewenangan 

Kabupaten/Kota

25 25 100 252.508.960 248.584.802 98.45

Jumlah organisasi pemerintah, 

non pemerintah, media, dan 

dunia usaha yang mendapat 

advokasi kebijakan dan 

pendampingan pemenuhan hak 

anak pada organisasi pemerintah, 

non pemerintah, media, dan 

dunia usaha

25.00 

organisasi

25.00 

organisasi

100

3 Tenaga 

Kerja

Disperinnaker 11.437.048.113 10.343.802.608 90.44

Peningkatan 

Produktivitas 

Tenaga Kerja

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 

DAERAH KABUPATEN/KOTA

200 200 100 7.500.442.923 6.899.369.230 91.99

Persentase Ketercapaian Perencanaan, Evaluasi Kinerja 

OPD dan Keuangan Perangkat Daerah

100.00 

persen

100.00 

persen

100

Persentase ketercapaian pelayanan umum dan 

kepegawaian perangkat daerah

100.00 

persen

100.00 

persen

100

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 

Kinerja Perangkat Daerah

32 32 100 93.887.300 83.225.082 88.64 - -

Jumlah dokumen perencanaan evaluasi dan 

pelaporan perangkat daerah

32.00 

dokumen

32.00 

dokumen

100

Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Perangkat Daerah

4 4 100 73.887.300 72.283.832 97.83
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Lampiran 3.1.2.  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiKebijakan
SKPD/Unit 

Kerja
UrusanNo.

Kinerja

Uraian Program/Kegiatan

Jumlah Dokumen Perencanaan 

Perangkat Daerah

4.00 

dokumen

4.00 

dokumen

100

Koordinasi dan Penyusunan 

Laporan Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

8 8 100 10.000.000 4.283.670 42.84 Karena adanya efisiensi 

anggaran belanja 

perjalanan dinas dalam 

daerah, kegiatan bisa 

dilaksanakan lewat 

teknologi informasi yaitu 

via HP atau zoom 

meeting

Jumlah Laporan Capaian Kinerja 

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 

SKPD dan Laporan Hasil 

Koordinasi Penyusunan Laporan 

Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD

8.00 

laporan

8.00 

laporan

100

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 20 20 100 10.000.000 6.657.580 66.58 Karena adanya efisiensi 

anggaran belanja 

perjalanan dinas dalam 

daerah, kegiatan bisa 

dilaksanakan lewat 

teknologi informasi yaitu 

via HP atau zoom 

meeting

Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah

20.00 

laporan

20.00 

laporan

100

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 20 20 100 6.274.112.880 5.860.001.345 93.4

Jumlah Kegiatan yang Dikelola 20.00 

kegiatan

20.00 

kegiatan

100

Penyediaan Gaji dan Tunjangan 

ASN

65 65 100 6.181.891.100 5.775.992.613 93.43

Jumlah Orang yang Menerima 

Gaji dan Tunjangan ASN

65.00 

orang/bula

n

65.00 

orang/bula

n

100

Pelaksanaan Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi Keuangan 

SKPD

13 13 100 92.221.780 84.008.732 91.09

Jumlah Dokumen Penatausahaan 

dan Pengujian/Verifikasi 

Keuangan SKPD

13.00 

dokumen

13.00 

dokumen

100

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 65 65 100 15.000.000 14.560.145 97.07
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Lampiran 3.1.2.  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiKebijakan
SKPD/Unit 

Kerja
UrusanNo.

Kinerja

Uraian Program/Kegiatan

Jumlah ASN yang Terlayani Administrasi 

Kepegawaiannya

65.00 

orang

65.00 

orang

100

Pendataan dan Pengolahan 

Administrasi Kepegawaian

65 65 100 2.000.000 1.928.300 96.41

Jumlah Dokumen Pendataan dan 

Pengolahan Adminstrasi 

Kepegawaian

65.00 

dokumen

65.00 

dokumen

100

Monitoring, Evaluasi dan Penilaian 

Kinerja Pegawai

65 65 100 8.000.000 7.838.395 97.98

Jumlah Dokumen Monitoring, 

Evaluasi, dan Penilaian Kinerja 

Pegawai

65.00 

dokumen

65.00 

dokumen

100

Sosialisasi Peraturan Perundang-

Undangan

65 65 100 5.000.000 4.793.450 95.87

Jumlah Orang yang Mengikuti 

Sosialisasi Peraturan Perundang-

Undangan

65.00 

dokumen

65.00 

dokumen

100

Administrasi Umum Perangkat Daerah 2 2 100 63.185.720 54.642.800 86.48

Jumlah Pelayanan Administrasi Umum yang 

Dilaksanakan

2.00 

layanan

2.00 

layanan

100

Penyediaan Bahan Bacaan dan 

Peraturan Perundang-undangan

50 50 100 5.000.000 5.000.000 100

Jumlah Dokumen Bahan Bacaan 

dan Peraturan Perundang-

Undangan yang Disediakan

50.00 

dokumen

50.00 

dokumen

100

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi SKPD

160 146 91.25 48.185.720 39.722.410 82.44

Jumlah Laporan Penyelenggaran 

Rapat Koordinasi dan Konsultasi 

SKPD

160.00 

laporan

146.00 

laporan

91.25

Penatausahaan Arsip Dinamis pada 

SKPD

2000 3000 150 10.000.000 9.920.390 99.2

Jumlah Dokumen Penatausahaan 

Arsip Dinamis pada SKPD

2000.00 

dokumen

3000.00 

dokumen

150

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintah Daerah

1 1 100 60.700.000 56.756.800 93.5
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Lampiran 3.1.2.  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiKebijakan
SKPD/Unit 

Kerja
UrusanNo.

Kinerja

Uraian Program/Kegiatan

Jumlah Paket Pengadaan Barang Milik 

Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

1.00 paket 1.00 paket 100

Pengadaan Mebel 1 1 100 60.700.000 56.756.800 93.5

Jumlah Paket Mebel yang 

Disediakan

1.00 unit 1.00 unit 100

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

3 3 100 122.220.000 106.821.063 87.4

Jumlah Pelayanan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

3.00 

layanan

3.00 

layanan

100

Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 12 100 30.120.000 28.687.410 95.24

Jumlah Laporan Penyediaan 

Jasa Surat Menyurat

12.00 

laporan

12.00 

laporan

100

Penyediaan Jasa Komunikasi, 

Sumber Daya Air dan Listrik

108 108 100 92.100.000 78.133.653 84.84

Jumlah Laporan Penyediaan 

Jasa Komunikasi, Sumber Daya 

Air dan Listrik yang Disediakan

108.00 

laporan

108.00 

laporan

100

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah

199 222 111.56 871.337.023 723.361.995 83.02

Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah yang 

Dipelihara

199.00 unit 222.00 unit 111.56

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 

Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan 

Perizinan Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan

32 32 100 250.280.643 153.538.720 61.35 Efisiensi anggaran

Jumlah Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan yang 

Dipelihara dan Dibayarkan Pajak 

dan Perizinannya

32.00 unit 32.00 unit 100

Pemeliharaan Mebel 75 60 80 15.000.000 14.850.000 99

Jumlah Mebel yang Dipelihara 75.00 unit 60.00 unit 80

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 

Lainnya

89 127 142.7 75.000.000 61.357.340 81.81

Jumlah Peralatan dan Mesin 

Lainnya yang Dipelihara

89.00 unit 127.00 unit 142.7
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Lampiran 3.1.2.  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiKebijakan
SKPD/Unit 

Kerja
UrusanNo.

Kinerja

Uraian Program/Kegiatan

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung 

Kantor dan Bangunan Lainnya

3 3 100 531.056.380 493.615.935 92.95

Jumlah Gedung Kantor dan 

Bangunan Lainnya yang 

Dipelihara/Direhabilitasi

3.00 unit 3.00 unit 100

Peningkatan 

Produktivitas 

Tenaga Kerja

PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS 

TENAGA KERJA

2.544E+09 2.254E+09 88.61 2.543.790.190 2.254.152.198 88.61

Cakupan Pengembangan Kompetensi dan Produktifitas 

Tenaga Kerja

2.544E+09 2.254E+09 88.61

Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit 

Kompetensi

90 90 100 2.436.716.013 2.161.749.000 88.72

Persentase peserta lulus pelatihan 90.00 

persen

90.00 

persen

100

Proses Pelaksanaan Pendidikan 

Dan Pelatihan Keterampilan Bagi 

Pencari Kerja Berdasarkan Klaster 

Kompetensi

1564 1564 100 2.136.716.297 1.870.352.000 87.53

Jumlah Tenaga Kerja yang 

Mendapat Pelatihan Berbasis 

Kompetensi pada Tahun n

1564.00 

orang

1564.00 

orang

100

Koordinasi Lintas Lembaga Dan 

Kerja Sama Dengan Sektor Swasta 

Untuk Penyediaan Instruktur Serta 

Sarana Dan Prasarana Lembaga 

Pelatihan Kerja

1 1 100 299.999.716 291.397.000 97.13

Jumlah Kesepakatan/Koordinasi 

dalam rangka Optimalisasi 

Kapasitas Instruktur dan 

Peningkatan Sarana Prasarana 

Pelatihan Vokasi dan 

Produktivitas pada tahun n

1.00 

lembaga

1.00 

lembaga

100

Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 90 90 100 30.000.000 25.325.475 84.42

Persentase LPK yang terbina 90.00 

persen

90.00 

persen

100

Pembinaan Lembaga Pelatihan 

Kerja Swasta

53 53 100 30.000.000 25.325.475 84.42
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Lampiran 3.1.2.  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiKebijakan
SKPD/Unit 

Kerja
UrusanNo.

Kinerja

Uraian Program/Kegiatan

Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja 

Swasta yang Dibina

53.00 

lembaga

53.00 

lembaga

100

Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan 

Kerja

100 100 100 5.000.000 4.416.050 88.32

Prosentase LPK yang Mendapatkan Izin 100.00 

persen

100.00 

persen

100

Penyediaan Sumber Daya Perizinan 

Lembaga Pelatihan Kerja Secara 

Terintegrasi

5 5 100 5.000.000 4.416.050 88.32

Jumlah Sumber Daya Perizinan 

Lembaga Pelatihan Kerja Secara 

Terintegrasi

5.00 

perizinan

5.00 

perizinan

100

Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan 

Kecil

30 30 100 10.000.000 8.457.500 84.58

Persentase perusahaan kecil yang 

terdampingi

30.00 

persen

30.00 

persen

100

Pelaksanaan Konsultasi 

Produktivitas kepada Perusahaan 

Kecil

3 3 100 10.000.000 8.457.500 84.58

Jumlah Perusahaan Kecil yang 

Mendapat Konsultansi 

Peningkatan Produktivitas

3.00 

perusahaa

n

3.00 

perusahaa

n

100

Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota

90 90 100 62.074.177 54.204.173 87.32

Persentase peserta pelatihan yang kompeten 90.00 

persen

90.00 

persen

100

Pengukuran Kompetensi dan 

Produktivitas Tenaga Kerja

1 1 100 62.074.177 54.204.173 87.32

Jumlah Dokumen Hasil 

Pengukuran Produktivitas dan 

Daya Saing Tenaga Kerja di 

Tingkat Daerah

1.00 

dokumen

1.00 

dokumen

100

Peningkatan 

Produktivitas 

Tenaga Kerja

PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 80.6 80.6 100 844.815.000 816.303.051 96.63

Cakupan penempatan dan perluasan kesempatan kerja 80.60 

persen

80.60 

persen

100

Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota 2000 2184 109.2 560.815.000 553.440.812 98.69
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Lampiran 3.1.2.  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiKebijakan
SKPD/Unit 

Kerja
UrusanNo.

Kinerja

Uraian Program/Kegiatan

Jumlah Pencari Kerja yang Tertempatkan 2000.00 

orang

2184.00 

orang

109.2

Penyediaan Sumber Daya 

Pelayanan antar Kerja

2 2 100 58.815.000 58.745.592 99.88

Jumlah SDM Pelayanan antar 

Kerja yang Mendapatkan 

Pelatihan Melalui Bimtek dan 

Lain-lain untuk Peningkatan 

Kompetensi

2.00 orang 2.00 orang 100

Penyuluhan dan Bimbingan 

Jabatan bagi Pencari Kerja

50 50 100 22.000.000 21.999.995 100

Jumlah Pencari Kerja yang 

Mendapatkan Penyuluhan dan 

Bimbingan Jabatan

50.00 

orang

50.00 

orang

100

Perluasan Kesempatan Kerja 200 200 100 480.000.000 472.695.225 98.48

Jumlah Tenaga Kerja ynag 

Diberdayakan Melalui Program 

Perluasan Kesempatan Kerja

200.00 

orang

200.00 

orang

100

Pengelolaan Informasi Pasar Kerja 2000 2184 109.2 150.000.000 144.107.700 96.07

Jumlah pencari kerja yang terinformasi 2000.00 

orang

2184.00 

orang

109.2

Job Fair/Bursa Kerja 2000 2184 109.2 150.000.000 144.107.700 96.07

Jumlah Pencari Kerja yang 

Mendapatkan Pekerjaan Melalui 

Job Fair/Bursa Kerja

2000.00 

orang

2184.00 

orang

109.2

Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di 

Daerah Kabupaten/Kota

20 40 200 134.000.000 118.754.539 88.62

Jumlah calon PMI yang terlindungi 20.00 

orang

40.00 

orang

200

Pemberdayaan Pekerja Migran 

Indonesia Purna Penempatan

20 40 200 134.000.000 118.754.539 88.62

Jumlah PMI Purna yang 

Diberdayakan

20.00 

orang

40.00 

orang

200

Peningkatan 

Produktivitas 

Tenaga Kerja

PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 82.74 82.74 100 548.000.000 373.978.129 68.24

Cakupan Pembinaan Hubungan Industrial 82.74 

persen

82.74 

persen

100
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Lampiran 3.1.2.  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiKebijakan
SKPD/Unit 

Kerja
UrusanNo.

Kinerja

Uraian Program/Kegiatan

Pengesahan Peraturan Perusahaan dan 

Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk 

Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 

(satu) Daerah Kabupaten/Kota

25 25 100 50.000.000 37.618.055 75.24 Karena adanya efisiensi 

anggaran

Jumlah pembinaan hubungan industrial yang 

dilaksanakan

25.00 kali 25.00 kali 100

Pengesahan Peraturan Perusahaan 

bagi Perusahaan

5 5 100 50.000.000 37.618.055 75.24 Karena adanya efisiensi 

anggaran belanja makan 

dan minum serta honor 

narasumber.

Jumlah Perusahaan yang 

Melaksanakan Pengesahan 

Peraturan Perusahaan yang 

Terkait dengan Hubungan 

Industrial dan Terdaftar di WLKP 

Online

5.00 

perusahaa

n

5.00 

perusahaa

n

100

Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, 

Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang 

Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 

(satu) Daerah Kabupaten/Kota

5 5 100 498.000.000 336.360.074 67.54 Karena adanya efisiensi 

anggaran honor 

narasumber dan 

perjalanan dinas

Jumlah Pencegahan dan Penyelesaian 

Perselisihan Hubungan Industrial yang 

Dilaksanakan

5.00 kali 5.00 kali 100

Pencegahan Perselisihan 

Hubungan Industrial, Mogok Kerja, 

dan Penutupan Perusahaan yang 

Berakibat/Berdampak pada 

Kepentingan di 1 (satu) Daerah 

Kabupaten/Kota

50 130 260 353.000.000 277.748.664 78.68

Jumlah Perselisihan yang 

Dicegah

50.00 

perkara

130.00 

perkara

260

Penyelenggaraan Verifikasi dan 

Rekapitulasi Keanggotaan pada 

Organisasi Pengusaha, Federasi 

dan Konfederasi Serikat 

Pekerja/Serikat Buruh serta Non 

Afiliasi

2 2 100 20.000.000 14.453.035 72.27 Karena adanya efisiensi 

anggaran belanja makan 

dan minum serta honor 

narasumber.

Jumlah Asosiasi Pengusaha dan 

Serikat Pekerja yang Diversifikasi

2.00 

asosiasi

2.00 

asosiasi

100
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Lampiran 3.1.2.  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiKebijakan
SKPD/Unit 

Kerja
UrusanNo.

Kinerja

Uraian Program/Kegiatan

Pelaksanaan Operasional Lembaga 

Kerja Sama Tripartit Daerah 

Kabupaten/Kota

1 1 100 95.000.000 22.162.710 23.33 Honorarium Tim 

Pelaksana Kegiatan tidak 

dapat diberikan karena 

adanya perubahan 

regulasi (Peraturan 

Presiden No 33 Tahun 

2020 sebagaimana diubah 

dalam Peraturan Presiden 

No 53 Tahun 2023).

Jumlah LKS Tripartit yang Dibina 1.00 

lembaga

1.00 

lembaga

100

Pengembangan Pelaksanaan 

Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan 

Fasilitas Kesejahteraan Pekerja

50 50 100 30.000.000 21.995.665 73.32 Karena adanya efisiensi 

anggaran honor 

narasumber dan 

perjalanan dinas

Terlaksananya Program Jaminan 

Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas 

Kesejahteraan Pekerja

50.00 

orang

50.00 

orang

100

4 Pengendalian 

Penduduk dan 

Keluarga 

Berencana

Dinsos PPKB 

PPPA

18.500.709.000 17.463.374.644 94.47

Peningkatan 

kualitas 

pengendalian 

penduduk dan 

pembangunan 

Keluarga

PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 21.8 22.7 104.13 640.050.000 639.894.728 99.98

Usia Kawin Pertama (UKP) 21.80 

tahun

22.70 

tahun

104.13

Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk 

Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

10171 140492 1381.3 640.050.000 639.894.728 99.98

Jumlah Usia Perkawinan perempuan 

Pasangan Usia Subur (PUS) minimal 20 

tahun

10171.00 

PUS

140492.00 

PUS

1381.3

Penyusunan Profil Kependudukan, 

Keluarga Berencana dan 

Pembangunan Keluarga

1 1 100 80.000.000 79.861.268 99.83

Jumlah profil kependudukan, 

Keluarga Berencana dan 

Pembangunan Keluarga yang 

tersusun

1.00 

dokumen

1.00 

dokumen

100
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Lampiran 3.1.2.  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiKebijakan
SKPD/Unit 

Kerja
UrusanNo.

Kinerja

Uraian Program/Kegiatan

Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Sistem Informasi 

Keluarga

1 1 100 85.851.800 85.848.035 100

Jumlah laporan pembinaan dan 

pengawasan penyelenggaraan 

sistem informasi keluarga

1.00 

laporan

1.00 

laporan

100

Penyediaan Data dan Informasi 

Keluarga

1 1 100 95.000.000 94.987.225 99.99

Jumlah data dan informasi 

keluarga yang tersedia

1.00 

dokumen

1.00 

dokumen

100

Pencatatan dan Pengumpulan Data 

Keluarga

184 184 100 292.800.000 292.800.000 100

Jumlah laporan pencatatan dan 

pengumpulan data keluarga

184.00 

laporan

184.00 

laporan

100

Pengolahan dan Pelaporan Data 

Pengendalian Lapangan dan 

Pelayanan KB

1 1 100 86.398.200 86.398.200 100

Jumlah dokumen pengelolahan 

dan pelaporan data pengendalian 

lapangan dan pelayanan KB

1.00 

dokumen

1.00 

dokumen

100

Peningkatan 

kualitas 

pengendalian 

penduduk dan 

pembangunan 

Keluarga

PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 114.01 143.56 125.92 11.000.959.000 9.989.721.126 90.81

Cakupan PUS yang ingin ber KB dan tidak terpenuhi 

(unmet need)*

12.98% 11.71% 90.22

Presentase peserta KB aktif menggunakan alat kontrasepsi 

modern (CPR)*

71.20% 71.85% 100.91

Persentase perangkat daerah dan lembaga yang berperan 

dalam pembangunan daerah melalui kampung KB

29.83% 60.00% 201.14

Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi 

dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan 

KB sesuai Kearifan Budaya Lokal

50 50 100 1.661.700.000 1.628.523.871 98

Frekuensi KIE Program Bangga Kencana 50.00 kali 50.00 kali 100
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Lampiran 3.1.2.  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiKebijakan
SKPD/Unit 

Kerja
UrusanNo.

Kinerja

Uraian Program/Kegiatan

Komunikasi, Informasi dan Edukasi 

(KIE) Program KKBPK sesuai 

kearifan budaya lokal

4 4 100 90.000.000 89.979.810 99.98

Jumlah dokumen komunikasi, 

informasi, dan edukasi (KIE) 

Program Bangga Kencana sesuai 

sesuai kearifan budaya lokal

4.00 

dokumen

4.00 

dokumen

100

Pengendalian Program KKBPK 2 2 100 80.000.000 75.000.000 93.75

Jumlah laporan pengendalian 

Program KKBPK

2.00 

laporan

2.00 

laporan

100

Advokasi Program KKBPK Kepada 

Stakeholder dan Mitra Kerja

25 25 100 120.000.000 119.015.000 99.18

Jumlah organisasi yang 

mendapatkan advokasi Program 

Bangga Kencana (Pembangunan 

Keluarga, Kependudukan, dan 

Keluarga Berencana) kepada 

stakeholder dan mitra kerja

25.00 

organisasi

25.00 

organisasi

100

Promosi dan KIE Program KKBPK 

Melalui Media Massa Cetak dan 

Elektronik Serta Media Luar Ruang

5 5 100 150.000.000 147.920.000 98.61

Jumlah dokumen Promosi dan 

KIE Program KKBPK melalui 

media massa cetak dan 

elektronik serta media luar ruang

5.00 

dokumen

5.00 

dokumen

100

Pelaksanaan Mekanisme 

Operasional Program KKBPK 

Melalui Rapat Koordinasi 

Kecamatan (Rakorcam), Rapat 

Koordinasi Desa (Rakordes), dan 

Mini Lokakarya

4 4 100 273.000.000 267.935.000 98.14
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Lampiran 3.1.2.  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiKebijakan
SKPD/Unit 

Kerja
UrusanNo.

Kinerja

Uraian Program/Kegiatan

Jumlah Laporan Mekanisme 

operasional program KKBPK 

melalui rapat koordinasi 

kecamatan (Rakorcam), Rapat 

Koordinasi Desa (Rakordes) dan 

Mini lokakarya

4.00 

laporan

4.00 

laporan

100

Pengelolaan Operasional dan 

Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK

5 5 100 948.700.000 928.674.061 97.89

Jumlah laporan hasil Pengelolaan 

operasional dan sarana di Balai 

Penyuluhan KKBPK

5.00 

laporan

5.00 

laporan

100

Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas 

Lapangan KB (PKB/PLKB)

422 422 100 1.010.000.000 1.008.800.000 99.88

Jumlah kader KB dan PKB yang 

diberdayakan

422.00 

orang

422.00 

orang

100

Pembinaan IMP dan Program 

KKBPK di lini lapangan oleh 

PKB/PLKB

2 2 100 266.000.000 264.800.000 99.55

Jumlah organisasi yang 

mengikuti Pembinaan IMP dan 

Program KKBPK di lini lapangan 

oleh PKB/PLKB

2.00 

organisasi

2.00 

organisasi

100

Penggerakan kader institusi 

masyarakat pedesaan (IMP)

372 372 100 744.000.000 744.000.000 100

Jumlah kader yang mengikuti 

Penggerakan kader institusi 

masyarakat pedesaan (IMP)

372.00 

orang

372.00 

orang

100

Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan 

Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan 

Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota

146200 144786 99.03 5.734.759.000 4.764.958.610 83.09

Jumlah PUS yang terlayani kesertaan ber-KB 146200.00 

PUS

144786.00 

PUS

99.03

Pengendalian pendistribusian Alat 

dan Obat Kontrasepsi dan sarana 

Penunjang Pelayanan KB ke 

Fasilitas Kesehatan Termasuk 

Jaringan dan Jejaringnya

58 58 100 195.000.000 187.268.435 96.04

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI MAGELANG TAHUN 2023 | 222



Lampiran 3.1.2.  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiKebijakan
SKPD/Unit 

Kerja
UrusanNo.

Kinerja

Uraian Program/Kegiatan

Jumlah laporan Pengendalian 

Pendistribusian Alat dan Obat 

Kontrasepsi dan Sarana 

Penunjang Pelayanan KB ke 

Fasilitas Kesehatan termasuk 

Jaringan dan Jejaringnya

58.00 

laporan

58.00 

laporan

100

Peningkatan Kesertaan 

Penggunaan Metode Kontrasepsi 

Jangka Panjang (MKJP)

10331 53127 514.25 3.662.610.000 2.898.050.000 79.13

Jumlah orang yang mengikuti 

kesertaan penggunaan Metode 

Kontrasepsi Jangka Panjang 

(MKJP)

10331 53127 514.25

Penyediaan Sarana Penunjang 

Pelayanan KB

30 30 100 1.866.649.000 1.654.146.675 89.33

Jumlah unit sarana penunjang 

pelayanan KB

30.00 unit 30.00 unit 100

Pembinaan Pelayanan Keluarga 

Berencana dan Kesehatan 

Reproduksi di Fasilitas Kesehatan 

Termasuk Jaringan dan 

Jejaringnya

4 4 100 25.500.000 25.493.500 99.97

Jumlah laporan hasil Pembinaan 

pelayanan Keluarga Berencana 

dan Kesehatan Reproduksi di 

fasilitas kesehatan termasuk 

jaringan dan jejaringnya

4.00 

laporan

4.00 

laporan

100

Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta 

Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan 

dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB

10 10 100 2.594.500.000 2.587.438.645 99.73

Jumlah lembaga yang berperan dalam 

pembangunan daerah melalui kampung KB

10.00 unit 10.00 unit 100

Pelaksanaan dan Pengelolaan 

Program KKBPK di Kampung KB

118 372 315.25 2.585.500.000 2.578.446.645 99.73

Jumlah Kampung KB yang 

mengikuti pelaksanaan dan 

pengelolaan program bangga 

kencana di Kampung KB

118.00 

kampung

372.00 

kampung

315.25
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Lampiran 3.1.2.  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiKebijakan
SKPD/Unit 

Kerja
UrusanNo.

Kinerja

Uraian Program/Kegiatan

Integrasi Pembangunan Lintas 

Sektor di Kampung KB

2 2 100 9.000.000 8.992.000 99.91

Jumlah dokumen hasil Integrasi 

Pembangunan Lintas Sektor di 

Kampung KB

2.00 

dokumen

2.00 

dokumen

100

Peningkatan 

kualitas 

pengendalian 

penduduk dan 

pembangunan 

Keluarga

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN 

KELUARGA SEJAHTERA (KS)

60.3 72.68 120.53 6.844.700.000 6.833.758.790 99.84

Cakupan pembangunan ketahanan keluarga 60.30% 72.68% 120.53

Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui 

Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan 

Keluarga

84 84 100 6.844.700.000 6.833.758.790 99.84

Jumlah Poktan Yang Dibina Dan Dievaluasi 

Program Pembangunan Ketahanan Keluarga

84.00 

kelompok

84.00 

kelompok

100

Promosi an Sosialisasi Kelompok 

Kegiatan Ketahanan dan 

Kesejahteraan Keluarga 

(BKB,BKR,BKL, PPPKS, PIK-R dan 

Pemberdayaan Ekonomi 

Keluarga/UPPKS)

5 5 100 140.000.000 139.858.940 99.9

Jumlah laporan Promosi dan 

Sosialisasi Kelompok Kegiatan 

Ketahanan dan Kesejahteraan 

Keluarga (BKB,BKR,BKL, 

PPPKS, PIK-R dan 

Pemberdayaan Ekonomi 

Keluarga/UPPKS)

5.00 

laporan

5.00 

laporan

100

Pengadaan Sarana Kelompok 

Kegiatan Ketahanan dan 

Kesejahteraan Keluarga 

(BKB,BKR,BKL,PPPKS,PIK-R dan 

Pemberdayaan Ekonomi 

Keluarga/UPPKS)

20 30 150 360.000.000 349.200.000 97
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Lampiran 3.1.2.  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiKebijakan
SKPD/Unit 

Kerja
UrusanNo.

Kinerja

Uraian Program/Kegiatan

Jumlah unit sarana kelompok 

kegiatan ketahanan dan 

kesejahteraan keluarga 

(BKB,BKR,BKL,PPPKS,PIK-R 

dan pemberdayaan ekonomi 

keluarga/UPPKS)

20.00 unit 30.00 unit 150

Penyediaan Biaya operasional bagi 

pengelola dan pelaksanan (kader) 

ketahanan dan kesejahteraan 

keluarga (BKB,BKR,BKL, PPPKS, 

PIK-R dan pemberdayaan ekonomi 

keluarga /UPPKS)

3005 3005 100 6.344.700.000 6.344.699.850 100

Jumlah kader pengelola dan 

pelaksanan (kader) ketahanan 

dan kesejahteraan keluarga 

(BKB,BKR,BKL, PPPKS, PIK-R 

dan pemberdayaan ekonomi 

keluarga /UPPKS)

3005.00 

orang

3005.00 

orang

100

5 Pangan Distan 

Pangan

1.100.425.370 1.027.344.416 93.36

Peningkatan 

Ketahanan 

Pangan

PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN 

KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT

2209 2671.74 120.95 907.849.910 863.658.802 95.13

Ketersediaan informasi pasokan harga dan akses pangan 

di daerah (%)

91.00% 91.00% 100

Penguatan Cadangan Pangan (%) 65.00% 65.00% 100

Ketersediaan energi per kapita (KKal) 2000.00 

kkal

2440.00 

kkal

122

Ketersediaan protein per kapita (gram) 53.00 

gram

75.74 

gram

142.91

Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi 

Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka 

Kecukupan Gizi

1 1 100 531.171.000 502.178.185 94.54 - -

Jumlah dokumen skor Pola Pangan Harapan 

(PPH) konsumsi yang tersusun

1.00 

dokumen

1.00 

dokumen

100 - -

Pemberdayaan Masyarakat dalam 

Penganekaragaman Konsumsi 

Pangan Berbasis Sumber Daya 

Lokal

1 1 100 499.171.000 471.039.499 94.36 - -
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Lampiran 3.1.2.  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiKebijakan
SKPD/Unit 

Kerja
UrusanNo.

Kinerja

Uraian Program/Kegiatan

Jumlah Pemberdayaan Kelompok 

Masyarakat dalam 

Penganekaragaman Konsumsi 

Pangan Berbasis Sumber Daya 

Lokal

1 1 100

Koordinasi dan Sinkronisasi 

Pemantauan dan Evaluasi 

Konsumsi per Kapita per Tahun

1 1 100 32.000.000 31.138.686 97.31 - -

Jumlah Koordinasi dan 

Sinkronisasi Pemantauan dan 

Evaluasi Konsumsi per Kapita per 

Tahun

1.00 

laporan

1.00 

laporan

100

Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan 

Pangan Kabupaten/Kota

25 30 120 271.678.910 265.464.801 97.71 - -

Jumlah cadangan pangan kabupaten yang 

terkelola

25.00 ton 30.00 ton 120 - -

Pemeliharaan Cadangan Pangan 

Pemerintah Kabupaten/Kota

20 20 100 21.678.910 20.105.026 92.74 --- -

Jumlah Cadangan Pangan 

Pemerintah Kab/Kota yang 

terpelihara

20.00 ton 20.00 ton 100

Pengadaan Cadangan Pangan 

Pemerintah Kabupaten/Kota

25 30 120 250.000.000 245.359.775 98.14

Jumlah pengadaan cadangan 

pangan kabupaten

25.00 ton 30.00 ton 120

Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau 

Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan 

Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka 

Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan

3 3 100 105.000.000 96.015.816 91.44

Jumlah dokumen laporan penyediaan dan 

penyaluran pangan pokok atau pangan 

lainnya yang tersusun

3.00 

dokumen

3.00 

dokumen

100 - -

Pengembangan Kelembagaan dan 

Jaringan Distribusi Pangan

8 10 125 60.000.000 58.315.164 97.19

Jumlah Kelembagaan Distribusi 

Pangan

15.00 

LDPM

15.00 

LDPM

100

Jumlah Kelembagaan Distribusi 

Pangan

8.00 unit 10.00 unit 125
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Lampiran 3.1.2.  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiKebijakan
SKPD/Unit 

Kerja
UrusanNo.

Kinerja

Uraian Program/Kegiatan

Penyediaan Informasi Harga 

Pangan dan Neraca Bahan 

Makanan

2 2 100 45.000.000 37.700.652 83.78

Informasi Harga Pangan dan 

Neraca Bahan Makanan

2.00 

laporan

2.00 

laporan

100

Peningkatan 

Ketahanan 

Pangan

PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 16.5 11.03 66.85 72.600.000 51.261.464 70.61

persentase daerah rentan rawan pangan 16.50% 11.03% 133.15

Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan 

Pangan Kecamatan

2 2 100 37.600.000 34.452.745 91.63

jumlah dokumen peta kerentanan dan 

ketahanan pangan yang tersusun (Dokumen)

2 2 100

Penyusunan, Pemutakhiran dan 

Analisis Peta Ketahanan dan 

Kerentanan Pangan

2 2 100 37.600.000 34.452.745 91.63

Jumlah dokumen peta dan 

analisis ketahanan dan 

kerentanan pangan yang yang 

dimutakhirkan

2.00 

dokumen

2.00 

dokumen

100

Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan 

Kabupaten/Kota

1 1 100 35.000.000 16.808.719 48.02 Regulasi pemberian honor 

tidak boleh

Sisa anggaran

Jumlah dokumen laporan penanganan 

kerawanan pangan kewenangan 

kabupaten/kota

1.00 

dokumen

1.00 

dokumen

100

Koordinasi dan Sinkronisasi 

Penanganan Kerawanan Pangan 

Kabupaten/Kota

1 1 100 35.000.000 16.808.719 48.02 Regulasi pemberian honor 

tidak boleh diberikan

Sisa Anggaran

Jumlah laporan koordinasi dan 

sinkronisasi penanganan 

kerawanan pangan dan gizi 

kab/kota

1.00 

laporan

1.00 

laporan

100

Peningkatan 

Ketahanan 

Pangan

PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 90 100 111.11 119.975.460 112.424.150 93.71

Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan 

pangan (%)

90.00% 100.00% 111.11

Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan 

Segar Daerah Kabupaten/Kota

4 4 100 119.975.460 112.424.150 93.71
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Lampiran 3.1.2.  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiKebijakan
SKPD/Unit 

Kerja
UrusanNo.

Kinerja

Uraian Program/Kegiatan

Jumlah pengawasan keamanan pangan 

segar yang terlaksana (Kegiatan)

4.00 

kegiatan

4.00 

kegiatan

100

Penyediaan Sarana dan Prasarana 

Pengujian Mutu dan Keamanan 

Pangan Segar Asal Tumbuhan 

Daerah Kabupaten/Kota

1 1 100 59.997.470 55.717.800 92.87

Jumlah dokumen sarana dan 

prasarana pengujian mutu dan 

keamanan pangan segar asal 

tumbuhan daerah kab/kota

1.00 

dokumen

1.00 

dokumen

100

Sertifikasi Keamanan Pangan Segar 

Asal Tumbuhan Daerah Kab/Kota

5 5 100 19.993.100 18.308.284 91.57

Jumlah sertifikasi keamanan 

pangan segar asal tumbuhan 

daerah kab/kota

5.00 

sertifikat

5.00 

sertifikat

100

Registrasi Keamanan Pangan 

Segar Asal Tumbuhan Daerah Kab / 

Kota

1 1 100 9.985.960 9.503.836 95.17

Jumlah Registrasi Keamanan 

Pangan Segar Asal Tumbuhan 

Daerah Kab / Kota

1.00 

dokumen

1.00 

dokumen

100

Rekomendasi Keamanan Pangan 

Segar Asal Tumbuhan Daerah 

Kabupaten/Kota

1 1 100 29.998.930 28.894.230 96.32

Jumlah Rekomendasi Keamanan 

Pangan Segar Asal Tumbuhan 

Daerah Kabupaten/Kota

1.00 

dokumen

1.00 

dokumen

100

6 Lingkungan 

Hidup

DLH 26.560.746.459 25.486.007.243 95.95

Peningkatan 

pengelolaan dan 

pemanfaatan 

sumber daya alam 

berbasis 

kelestarian 

lingkungan

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 

DAERAH KABUPATEN / KOTA

200 200 100 8.592.037.384 8.270.364.697 96.26

Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja 

OPD, dan keuangan perangkat daerah

100.00% 100.00% 100
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Lampiran 3.1.2.  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiKebijakan
SKPD/Unit 

Kerja
UrusanNo.

Kinerja

Uraian Program/Kegiatan

Persentase ketercapaian pelayanan umum dan 

kepegawaian perangkat daerah

100.00% 100.00% 100

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 

Kinerja Perangkat Daerah

100 100 100 21.000.000 20.500.882 97.62

Persentase ketercapaian perencanaan dan 

evaluasi kinerja OPD

100.00% 100.00% 100

Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Perangkat Daerah

1 1 100 7.000.000 6.892.245 98.46

Jumlah Dokumen Perencanaan 

Perangkat Daerah

1.00 

Dokumen

1.00 

Dokumen

100

Koordinasi dan Penyusunan 

Laporan Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

23 23 100 7.000.000 6.772.837 96.75

Jumlah Laporan Capaian Kinerja 

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 

SKPD dan Laporan Hasil 

Koordinasi Penyusunan Laporan 

Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD

23.00 

Laporan

23.00 

Laporan

100

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 5 100 7.000.000 6.835.800 97.65

Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah

5.00 

Laporan

5.00 

Laporan

100

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 100 100 7.779.748.000 7.488.440.633 96.26

Persentase ketercapaian administrasi 

keuangan OPD

100.00% 100.00% 100

Penyediaan Gaji dan Tunjangan 

ASN

102 102 100 7.684.948.000 7.404.277.263 96.35

Jumlah Orang yang Menerima 

Gaji dan Tunjangan ASN

102.00 

Orang/Bul

an

102.00 

Orang/Bul

an

100

Koordinasi dan Penyusunan 

Laporan Keuangan 

Bulanan/Triwulanan/Semesteran 

SKPD

14 14 100 94.800.000 84.163.370 88.78
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Lampiran 3.1.2.  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiKebijakan
SKPD/Unit 

Kerja
UrusanNo.

Kinerja

Uraian Program/Kegiatan

Jumlah Laporan Keuangan 

Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran 

SKPD dan Laporan Koordinasi 

Penyusunan Laporan Keuangan 

Bulanan/Triwulanan/Semesteran 

SKPD

14.00 

Laporan

14.00 

Laporan

100

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 100 100 15.000.000 13.329.157 88.86

Persentase ketercapaian pelayanan 

kepegawaian perangkat daerah

100.00% 100.00% 100

Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian 

Kinerja Pegawai

12 12 100 15.000.000 13.329.157 88.86

Jumlah Dokumen Monitoring, 

Evaluasi, dan Penilaian Kinerja 

Pegawai

12.00 

Dokumen

12.00 

Dokumen

100

Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 100 100 116.690.384 115.654.954 99.11

Persentase ketercapaian pelayanan umum 

perangkat daerah

100.00% 100.00% 100

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi SKPD

132 132 100 116.690.384 115.654.954 99.11

Jumlah Laporan 

Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi SKPD

132.00 

Laporan

132.00 

Laporan

100

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintah Daerah

100 100 100 100.000.000 99.047.050 99.05

Persentase ketercapaian pengadaan barang 

kantor

100.00% 100.00% 100

Pengadaan Peralatan dan Mesin 

Lainnya

16 16 100 100.000.000 99.047.050 99.05

Jumlah Unit Peralatan dan Mesin 

Lainnya yang Disediakan

16.00 Unit 16.00 Unit 100

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

100 100 100 124.599.000 115.340.361 92.57

Persentase ketercapaian pelayanan jasa 

penunjang perangkat daerah

100.00% 100.00% 100

Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 12 100 12.999.000 12.941.190 99.56
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Lampiran 3.1.2.  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiKebijakan
SKPD/Unit 

Kerja
UrusanNo.

Kinerja

Uraian Program/Kegiatan

Jumlah Laporan Penyediaan 

Jasa Surat Menyurat

12.00 

Laporan

12.00 

Laporan

100

Penyediaan Jasa Komunikasi, 

Sumber Daya Air dan Listrik

192 192 100 111.600.000 102.399.171 91.76

Jumlah Laporan Penyediaan 

Jasa Komunikasi, Sumber Daya 

Air dan Listrik yang Disediakan

192.00 

Laporan

192.00 

Laporan

100

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah

100 100 100 435.000.000 418.051.660 96.1

Persentase ketercapaian pemeliharaan 

barang penunjang milik daerah

100.00% 100.00% 100

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 

Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan 

Perizinan Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan

19 19 100 240.000.000 232.100.020 96.71

Jumlah Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan yang 

Dipelihara dan dibayarkan Pajak 

dan Perizinannya

19.00 Unit 19.00 Unit 100

Pemeliharaan Mebel 15 15 100 5.000.000 5.000.000 100

Jumlah Mebel yang Dipelihara 15.00 Unit 15.00 Unit 100

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 

Lainnya

26 26 100 20.000.000 19.508.280 97.54

Jumlah Peralatan dan Mesin 

Lainnya yang Dipelihara

26.00 Unit 26.00 Unit 100

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung 

Kantor dan Bangunan Lainnya

1 1 100 50.000.000 49.516.975 99.03

Jumlah Gedung Kantor dan 

Bangunan Lainnya yang 

Dipelihara/Direhabilitasi

1.00 Unit 1.00 Unit 100

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana 

dan Prasarana Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya

4 4 100 120.000.000 111.926.385 93.27

Jumlah Sarana dan Prasarana 

Gedung Kantor atau Bangunan 

Lainnya yang 

Dipelihara/Direhabilitasi

4.00 Unit 4.00 Unit 100
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Lampiran 3.1.2.  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiKebijakan
SKPD/Unit 

Kerja
UrusanNo.

Kinerja

Uraian Program/Kegiatan

Peningkatan 

pengelolaan dan 

pemanfaatan 

sumber daya alam 

berbasis 

kelestarian 

lingkungan

PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP 100 100 100 504.000.000 497.579.220 98.73

Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan 

pelaporan lingkungan hidup daerah

100.00% 100.00% 100

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota

100 100 100 230.000.000 226.020.680 98.27

Persentase ketersediaan dokumen 

penyusunan dan pelaporan RPPLH

100.00% 100.00% 100

Penyusunan dan Penetapan RPPLH 

Kabupaten/Kota

1 1 100 15.000.000 14.871.610 99.14

Jumlah Muatan Hasil 

Penyusunan dan Penetapan 

RPPLH Kabupaten/Kota yang 

Disusun

1.00 

Dokumen

1.00 

Dokumen

100

Pengendalian Pelaksanaan RPPLH 

Kabupaten/Kota

3 3 100 215.000.000 211.149.070 98.21

Jumlah Dokumen Telaahan 

Kebijakan yang Telah 

Mengakomodir RPPLH 

Kabupaten/Kota

3.00 

Dokumen

3.00 

Dokumen

100

Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup 

Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota

3 3 100 274.000.000 271.558.540 99.11

Jumlah kajian lingkungan hidup strategis 

(KLHS) Kabupaten

3.00 

Dokumen

3.00 

Dokumen

100

Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS 

Rencana Tata Ruang

1 1 100 65.000.000 63.905.545 98.32

Jumlah Dokumen KLHS Rencana 

Tata Ruang Kabupaten/Kota 

yang Disusun

1.00 

Dokumen

1.00 

Dokumen

100

Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS 

RPJPD/RPJMD

2 2 100 209.000.000 207.652.995 99.36

Jumlah Dokumen KLHS 

RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota 

yang Disusun

2.00 

Dokumen

2.00 

Dokumen

100
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Lampiran 3.1.2.  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiKebijakan
SKPD/Unit 

Kerja
UrusanNo.

Kinerja

Uraian Program/Kegiatan

Peningkatan 

pengelolaan dan 

pemanfaatan 

sumber daya alam 

berbasis 

kelestarian 

lingkungan

PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU 

KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

36.18 36.18 100 1.047.724.000 1.033.006.400 98.6

Cakupan pengendalian pencemaran dan kerusakan 

lingkungan hidup

36.18% 36.18% 100

Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan 

Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

43 43 100 799.302.440 786.084.255 98.35

Profil GRK yang tersusun 43.00 

Usaha/Keg

iatan

43.00 

Usaha/Keg

iatan

100

Koordinasi, Sinkronisasi, dan 

Pelaksanaan Pencegahan 

Pencemaran Lingkungan Hidup 

Dilaksanakan terhadap Media 

Tanah, Air, Udara, dan Laut

2 2 100 240.000.000 239.079.782 99.62

Jumlah Dokumen Uji Kualitas 

Lingkungan Hidup Dilaksanakan 

Terhadap Media Tanah, Air, 

Udara, dan Laut

2.00 

Dokumen

2.00 

Dokumen

100

Koordinasi, Sinkronisasi dan 

Pelaksanaan Pengendalian Emisi 

Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan 

Adaptasi Perubahan Iklim

1 1 100 187.724.000 181.112.065 96.48

Jumlah Dokumen Hasil 

Koordinasi dan Sinkronisasi 

Inventarisasi Gas Rumah Kaca 

dari Sektor Lingkungan Hidup 

yang Dilaksanakan

1.00 

Dokumen

1.00 

Dokumen

100

Pengelolaan Laboratorium 

Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

201 201 100 371.578.440 365.892.408 98.47

Jumlah Pengambilan Contoh Uji, 

Pengujian Parameter Kualitas 

Lingkungan dan Dokumen Mutu 

yang Dilaksanakan

201.00 

Dokumen

201.00 

Dokumen

100
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Lampiran 3.1.2.  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiKebijakan
SKPD/Unit 

Kerja
UrusanNo.

Kinerja

Uraian Program/Kegiatan

Penanggulangan Pencemaran dan/atau 

Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

105 105 100 168.421.560 167.609.495 99.52

Jumlah informasi pencegahan pencemaran 

yang dibuat

100.00 

Dokumen

100.00 

Dokumen

100

Jumlah parameter uji kualitas lingkungan 

yang terakreditasi

5.00 

Parameter

5.00 

Parameter

100

Pemberian Informasi Peringatan 

Pencemaran dan/atau Kerusakan 

Lingkungan Hidup pada 

Masyarakat

100 100 100 168.421.560 167.609.495 99.52

Jumlah Laporan Sosialisasi 

Informasi Peringatan 

Pencemaran dan/atau Kerusakan 

Lingkungan Hidup pada 

Masyarakat di Kabupaten/Kota 

yang Dilaksanakan

100.00 

Laporan

100.00 

Laporan

100

Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan 

Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

1 1 100 80.000.000 79.312.650 99.14

Jumlah pemulihan yang terlaksana 1.00 Paket 1.00 Paket 100

Koordinasi dan Sinkronisasi 

Penghentian Sumber Pencemaran

1 1 100 80.000.000 79.312.650 99.14

Jumlah Dokumen Hasil 

Koordinasi dan Sinkronisasi 

Penghentian Sumber 

Pencemaran Kewenangan 

Pemerintah dan/atau Provinsi 

dan/atau Sektor Lain hingga 

Terhentinya Sumber Pencemaran 

yang Dilaksanakan

1.00 

Dokumen

1.00 

Dokumen

100

Peningkatan 

pengelolaan dan 

pemanfaatan 

sumber daya alam 

berbasis 

kelestarian 

lingkungan

PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI 

(KEHATI)

100 100 100 2.545.000.000 2.468.052.876 96.98

Persentase RTH publik yang terkelola 100.00% 100.00% 100

Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 

Kabupaten/Kota

12.75 12.75 100 2.545.000.000 2.468.052.876 96.98
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Lampiran 3.1.2.  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiKebijakan
SKPD/Unit 

Kerja
UrusanNo.

Kinerja

Uraian Program/Kegiatan

Luas RTH yang dikelola 12.75 Ha 12.75 Ha 100

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 

(RTH)

24.5 24.5 100 1.926.426.000 1.884.120.451 97.8

Luas RTH yang Dikelola Lingkup 

Kewenangan Kabupaten/Kota

24.50 Ha 24.50 Ha 100

Pengelolaan Sarana dan Prasarana 

Keanekaragaman Hayati

61 61 100 618.574.000 583.932.425 94.4

Jumlah Sarana dan Prasarana 

Keanekaragaman Hayati yang 

Dikelola

61.00 Unit 61.00 Unit 100

Peningkatan 

pengelolaan dan 

pemanfaatan 

sumber daya alam 

berbasis 

kelestarian 

lingkungan

PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN 

BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN 

BERACUN (LIMBAH B3)

100 100 100 380.000.000 371.467.523 97.75

Proporsi limbah B3 yang dikelola sesuai peraturan 

perundangan (sektor industri)*

100.00% 100.00% 100

Penyimpanan Sementara Limbah B3 100 100 100 80.000.000 79.623.270 99.53

Persentase usaha sektor industri yang 

mengelola limbah B3 sesuai peraturan

100.00% 100.00% 100

Fasilitasi Pemenuhan Komitmen 

Izin Penyimpanan Sementara 

Limbah B3 Dilaksanakan melalui 

Sistem Pelayanan Perizinan 

Berusaha Terintegrasi secara 

Elektronik

5 5 100 70.000.000 69.737.390 99.62

Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin 

Penyimpanan sementara Limbah 

B3 yang Dilaksanakan Melalui 

Sistem Pelayanan Perizinan 

Berusaha Terintegrasi Secara 

Elektronik

5.00 

Dokumen

5.00 

Dokumen

100
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Lampiran 3.1.2.  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiKebijakan
SKPD/Unit 

Kerja
UrusanNo.

Kinerja

Uraian Program/Kegiatan

Verifikasi Lapangan untuk 

Memastikan Pemenuhan 

Persyaratan Administrasi dan 

Teknis Penyimpanan Sementara 

Limbah B3

5 5 100 10.000.000 9.885.880 98.86

Jumlah Laporan Kegiatan 

Verifikasi Lapangan Pemenuhan 

Komitmen Persetujuan/Izin 

Penyimpanan sementara dan 

Pengumpulan Limbah B3

5.00 

Laporan

5.00 

Laporan

100

Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah 

Kabupaten/Kota

500 500 100 300.000.000 291.844.253 97.28

Jumlah limbah B3 medis yang ditangani 500.00 Kg 500.00 Kg 100

Koordinasi dan Sinkronisasi 

Pengelolaan Limbah B3 dengan 

Pemerintah Provinsi dalam Rangka 

Pengangkutan, Pemanfaatan, 

Pengolahan, dan/atau Penimbunan

2 2 100 300.000.000 291.844.253 97.28

Jumlah Dokumen Hasil 

Koordinasi & Sinkronisasi 

Pengelolaan Limbah B3 dengan 

Pemerintah dan Pemerintah Prov

2.00 

Dokumen

2.00 

Dokumen

100

Peningkatan 

pengelolaan dan 

pemanfaatan 

sumber daya alam 

berbasis 

kelestarian 

lingkungan

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP 

IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN 

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)

100 100 100 80.000.000 79.640.610 99.55

Cakupan fasilitasi dan pengawasan dokumen lingkungan 100.00% 100.00% 100

Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha 

dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin 

PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota

100 100 100 80.000.000 79.640.610 99.55

Persentase pemenuhan dokumen lingkungan 100.00% 100.00% 100
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Lampiran 3.1.2.  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiKebijakan
SKPD/Unit 

Kerja
UrusanNo.

Kinerja

Uraian Program/Kegiatan

Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan 

dan Kewajiban Izin Lingkungan 

dan/atau Izin PPLH

10 10 100 50.000.000 49.735.815 99.47

Jumlah Rekomendasi dan/atau 

Persetujuan Teknis, Persetujuan 

Lingkungan, dan Surat Kelayakan 

Operasi yang Diberikan

10.00 

Dokumen

10.00 

Dokumen

100

Pengawasan Usaha dan/atau 

Kegiatan yang Izin Lingkungan 

Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan 

oleh Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota

20 20 100 30.000.000 29.904.795 99.68

Jumlah Laporan Dari Usaha 

dan/atau Kegiatan yang Diawasi 

Izin Lingkungan, Persetujuan 

Lingkungan, Surat Kelayakan 

Operasi oleh Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota

20.00 

Laporan

20.00 

Laporan

100

Peningkatan 

pengelolaan dan 

pemanfaatan 

sumber daya alam 

berbasis 

kelestarian 

lingkungan

PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT 

HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MAH 

YANG TERKAIT DENGAN PPLH

12.43 12.43 100 557.891.075 554.433.421 99.38

Cakupan konservasi jogo tuk 12.43% 12.43% 100

Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan 

Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan 

PPLH

1 1 100 50.000.000 48.724.545 97.45

Jumlah dokumen profiling jogo tuk yang 

dibuat

1.00 

Dokumen

1.00 

Dokumen

100

Koordinasi, Sinkronisasi, 

Penyediaan Data, dan Informasi 

Pengakuan Keberadaan MHA 

Kearifan Lokal atau Pengetahuan 

Tradisional dan Hak Kearifan Lokal 

atau Pengetahuan Tradisional dan 

Hak MHA terkait dengan PPLH

1 1 100 50.000.000 48.724.545 97.45
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Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiKebijakan
SKPD/Unit 

Kerja
UrusanNo.

Kinerja

Uraian Program/Kegiatan

Jumlah Dokumen Hasil 

Koordinasi, Sinkronisasi, 

Penyediaan Data dan Informasi 

Pengakuan Keberadaan MHA 

Kearifan Lokal atau Pengetahuan 

Tradisional dan Hak Kearifan 

Lokal atau Pengetahuan 

Tradisional dan Hak MHA Terkait 

dengan PPLH

1.00 

Dokumen

1.00 

Dokumen

100

Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, 

Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang 

terkait dengan PPLH

10 10 100 507.891.075 505.708.876 99.57

Jumlah komunitas mata air yang dibentuk 10.00 

Komunitas

10.00 

Komunitas

100

Pemberdayaan, Kemitraan, 

Pendampingan, dan Penguatan 

Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, 

Pengetahuan Tradisional, dan Hak 

MHA terkait dengan PPLH

10 10 100 507.891.075 505.708.876 99.57

Jumlah Dokumen Kelembagaan 

MHA, Kearifan Lokal, 

Pengetahuan Tradisional dan 

Hak MHA Terkait dengan PPLH 

yang Dilakukan Pemberdayaan, 

Kemitraan, Pendampingan dan 

Penguatan

10.00 

Dokumen

10.00 

Dokumen

100

Peningkatan 

pengelolaan dan 

pemanfaatan 

sumber daya alam 

berbasis 

kelestarian 

lingkungan

PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN 

PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK 

MASYARAKAT

24.57 24.57 100 519.322.500 517.086.664 99.57

Cakupan peningkatan pendidikan dan pelatihan lingkungan 

hidup

24.57% 24.57% 100

Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan 

Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga 

Kemasyarakatan Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota

15 15 100 519.322.500 517.086.664 99.57
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Lampiran 3.1.2.  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiKebijakan
SKPD/Unit 

Kerja
UrusanNo.

Kinerja

Uraian Program/Kegiatan

Jumlah sekolah adiwiyata dan Desa Proklim 

yang teregistrasi

15.00 

Desa/Seko

lah

15.00 

Desa/Seko

lah

100

Peningkatan Kapasitas dan 

Kompetensi Sumber Daya Manusia 

Bidang Lingkungan Hidup untuk 

Lembaga Kemasyarakatan

20 20 100 153.010.000 152.528.314 99.69

Jumlah Lembaga/kelompok 

Masyarakat/Institusi yang 

Terdaftar yang Meningkat 

Kapasitas dan Kompetensinya 

Terkait PPLH

20.00 

Lembaga

20.00 

Lembaga

100

Pendampingan Gerakan Peduli 

Lingkungan Hidup

10 10 100 366.312.500 364.558.350 99.52

Jumlah Pendampingan 

Pembinaan Gerakan Peduli dan 

Berbudaya Lingkungan Hidup 

yang Dilaksanakan

10.00 

Dokumen

10.00 

Dokumen

100

Peningkatan 

pengelolaan dan 

pemanfaatan 

sumber daya alam 

berbasis 

kelestarian 

lingkungan

PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK 

MASYARAKAT

100 100 100 88.677.500 88.459.130 99.75

Persentase penghargaan bidang lingkungan hidup 100.00% 100.00% 100

Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup 

Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1 1 100 88.677.500 88.459.130 99.75

Jumlah penghargaan bidang lingkungan 

hidup yang diberikan

1.00 Paket 1.00 Paket 100

Penilaian Kinerja 

Masyarakat/Lembaga 

Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia 

Pendidikan/ Filantropi dalam 

Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup

6 6 100 88.677.500 88.459.130 99.75
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Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiKebijakan
SKPD/Unit 

Kerja
UrusanNo.

Kinerja

Uraian Program/Kegiatan

Jumlah Masyarakat/Lembaga 

Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia 

Pendidikan/Filantrophi yang 

Dinilai Kinerjanya dalam rangka 

PPLH

6.00 

Entitas

6.00 

Entitas

100

Peningkatan 

pengelolaan dan 

pemanfaatan 

sumber daya alam 

berbasis 

kelestarian 

lingkungan

PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN 

HIDUP

100 100 100 40.000.000 39.801.370 99.5

Persentase pengaduan masyarakat yang diselesaikan 

sesuai SPM

100.00% 100.00% 100

Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota

100 100 100 40.000.000 39.801.370 99.5

Persentase penanganan pengaduan 

lingkungan

100.00% 100.00% 100

Pengelolaan Pengaduan 

Masyarakat Terhadap PPLH 

Kabupaten/Kota

15 15 100 20.000.000 19.931.720 99.66

Jumlah Pengaduan Masyarakat 

Terhadap PPLH Kabupaten/Kota 

yang Ditindaklanjuti/Ditangani

15.00 

Dokumen

15.00 

Dokumen

100

Koordinasi dan Sinkronisasi 

Penerapan Sanksi Administrasi, 

Penyelesaian Sengketa, dan/atau 

Penyidikan Lingkungan Hidup di 

Luar Pengadilan atau melalui 

Pengadilan

10 10 100 20.000.000 19.869.650 99.35

Jumlah Dokumen Hasil 

Koordinasi dan Sinkronisasi 

Penerapan Sanksi Administrasi, 

Penyelesaian Sengketa, dan/atau 

Penyidikan Lingkungan Hidup di 

Luar Pengadilan atau Melalui 

Pengadilan

10.00 

Dokumen

10.00 

Dokumen

100
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Lampiran 3.1.2.  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiKebijakan
SKPD/Unit 

Kerja
UrusanNo.

Kinerja

Uraian Program/Kegiatan

Peningkatan 

pengelolaan dan 

pemanfaatan 

sumber daya alam 

berbasis 

kelestarian 

lingkungan

PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 53.5 51.21 95.72 12.206.094.000 11.566.115.332 94.76

Persentase pengelolaan sampah 53.50% 51.21% 95.72

Pengelolaan Sampah 53.5 50.57 94.52 12.206.094.000 11.566.115.332 94.76

Persentase jumlah sampah yang terkurangi 

melalui 3R

23.51% 23.51% 100

Persentase jumlah sampah yang tertangani 29.99% 27.06% 90.23

Penyusunan Kebijakan dan Strategi 

Daerah Pengelolaan Sampah 

Kabupaten/Kota

1 1 100 103.500.000 102.149.554 98.7

Jumlah Dokumen Kebijakan dan 

Strategi Daerah Pengelolaan 

Sampah Kabupaten/Kota yang 

Disusun dan Ditetapkan

1.00 

Dokumen

1.00 

Dokumen

100

Pengurangan Sampah dengan 

melakukan Pembatasan, Pendauran 

Ulang dan Pemanfaatan Kembali

252 252 100 1.094.200.000 982.359.702 89.78

Jumlah Laporan Hasil 

Pengurangan Sampah dengan 

Melakukan Pembatasan, 

Pendauran Ulang dan 

Pemanfaatan Kembali

252.00 

Laporan

252.00 

Laporan

100

Penanganan Sampah Dengan 

Melakukan Pemilahan, 

Pengumpulan, Pengangkutan, 

Pengolahan, dan Pemrosesan 

Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA 

Kabupaten/Kota

175.89 134.58 76.51 10.310.000.000 9.824.444.851 95.29

Jumlah Sampah yang Dipilah, 

Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, 

Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA 

Kabupaten/Kota

175.89 

Ton/Hari

134.58 

Ton/Hari

76.51
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Lampiran 3.1.2.  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiKebijakan
SKPD/Unit 

Kerja
UrusanNo.

Kinerja

Uraian Program/Kegiatan

Penyediaan Sarana dan Prasarana 

Pengelolaan Persampahan di 

TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota

13 13 100 698.394.000 657.161.225 94.1

Jumlah Sarana dan Prasarana 

Penanganan Sampah untuk 

Kegiatan Pemilahan, 

Pengumpulan, Pengangkutan, 

Pengolahan, dan Pemrosesan 

Akhir

13.00 Unit 13.00 Unit 100

7 Administrasi 

Kependuduk

an dan Capil

Disdukcapil 7.880.421.896 7.664.776.979 97.26

Peningkatan 

cakupan dan 

kualitas pelayanan 

administrasi 

kependudukan 

dan pencatatan 

sipil

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 

DAERAH KABUPATEN/KOTA

200 200 100 5.789.914.033 5.586.655.141 96.49

Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja 

OPD, dan keuangan perangkat daerah

100 100 100

Persentase ketercapaian pelayanan umum dan 

kepegawaian perangkat daerah

100 100 100

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 

Kinerja Perangkat Daerah

2 2 100 9.222.332 9.216.525 99.94

Tersedianya dokumen 

perencanaan,penganggaran dan evaluasi 

kinerja PD

2.00 

dokumen

2.00 

dokumen

100

Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Perangkat Daerah 

2 2 100 1.065.000 1.064.800 99.98

Jumlah dokumen perencanaan 

perangkat daerah

2.00 

dokumen

2.00 

dokumen

100

Koordinasi dan Penyusunan 

Laporan Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

14 14 100 1.446.332 1.440.725 99.61
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Lampiran 3.1.2.  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiKebijakan
SKPD/Unit 

Kerja
UrusanNo.

Kinerja

Uraian Program/Kegiatan

Jumlah laporan capaian kinerja 

dan ikhtisar realisasi kinerja 

SKPD dan laporan hasil 

koordinasi penyusunan laporan 

capaian kinerja dan ikhtisar 

realisasi kinerja SKPD

14.00 

laporan

14.00 

laporan

100

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 20 20 100 6.711.000 6.711.000 100

Jumlah laporan evaluasi kinerja 

perangkat daerah

20.00 

laporan

20.00 

laporan

100

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 11 11 100 3.020.343.575 2.928.444.969 96.96

Jumlah kegiatan yang dikelola administrasi 

keuangannya

11.00 

kegiatan

11.00 

kegiatan

100

Penyediaan Gaji dan Tunjangan 

ASN

40 40 100 2.943.000.000 2.852.656.874 96.93

Jumlah orang yang menerima gaji 

dan tunjangan ASN

40.00 

orang/bulan

40.00 

orang/bulan
100

Penyediaan Administrasi 

Pelaksanaan Tugas ASN

12 12 100 46.159.981 44.686.290 96.81

Jumlah dokumen hasil 

penyediaan administrasi 

pelaksanaan tugas ASN

12.00 

dokumen

12.00 

dokumen

100

Pelaksanaan Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi Keuangan 

SKPD

13 13 100 24.379.586 24.320.090 99.76

Jumlah dokumen penatausahaan 

dan pengujian/verifikasi 

keuangan SKPD

13.00 

dokumen

13.00 

dokumen

100

Koordinasi dan Pelaksanaan 

Akuntansi SKPD

2 2 100 4.624.001 4.610.715 99.71

Jumlah dokumen koordinasi dan 

pelaksanaan akuntansi SKPD

2.00 

dokumen

2.00 

dokumen

100

Koordinasi dan Penyusunan 

Laporan Keuangan Akhir Tahun 

SKPD

1 1 100 2.180.007 2.171.000 99.59
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Lampiran 3.1.2.  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiKebijakan
SKPD/Unit 

Kerja
UrusanNo.

Kinerja

Uraian Program/Kegiatan

Jumlah laporan keuangan akhir 

tahun SKPD dan laporan hasil 

koordinasi penyusunan laporan 

keaungan akhir tahun SKPD

1.00 

laporan

1.00 

laporan

100

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 40 40 100 433.310.775 426.159.789 98.35

Jumlah ASN yang terlayani administrasi 

kepegawaiannya

40.00 ASN 40.00 ASN 100

Sosialisasi Peraturan 

PerundangUndangan

375 375 100 433.310.775 426.159.789 98.35

Jumlah orang yang mengikuti 

sosialisasi peraturan perundang-

undangan

375.00 

orang

375.00 

orang

100

Administrasi Umum Perangkat Daerah 2 2 100 853.493.571 812.492.467 95.2

Jumlah layanan administrasi umum yang 

dilaksanakan

2.00 

layanan

2.00 

layanan

100

Penyediaan Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor

1 1 100 463.950.000 460.758.700 99.31

Jumlah Paket Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor yang 

disediakan

1.00 paket 1.00 paket 100

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi SKPD

100 100 100 389.543.571 351.733.767 90.29

Jumlah laporan penyelenggaran 

rapat koordinasi dan konsultasi 

SKPD

100.00 

laporan

100.00 

laporan

100

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintah Daerah

62 62 100 487.350.000 463.580.000 95.12

Jumlah barang yang disediakan 62.00 unit 62.00 unit 100

Pengadaan Peralatan dan Mesin 

Lainnya

62 62 100 487.350.000 463.580.000 95.12

Jumlah unit peralatan dan mesin 

lainnya yang disediakan

62.00 unit 62.00 unit 100

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

2 2 100 326.311.180 304.569.717 93.34

Jumlah layanan jasa penunjang yang 

dilaksanakan

2.00 

layanan

2.00 

layanan

100

Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 12 100 14.511.180 14.354.265 98.92
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Lampiran 3.1.2.  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiKebijakan
SKPD/Unit 

Kerja
UrusanNo.

Kinerja

Uraian Program/Kegiatan

Jumlah Laporan penyediaan 

surat-menyurat

12.00 

laporan

12.00 

laporan

100

Penyediaan Jasa Komunikasi, 

Sumber Daya Air dan Listrik

60 60 100 311.800.000 290.215.452 93.08

Jumlah laporan penyediaan jasa 

komunikasi,sumber daya air dan 

listrik yang disediakan

60.00 

laporan

60.00 

laporan

100

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah

4 4 100 659.882.600 642.191.674 97.32

Jumlah Paket Pemeliharaan BMD 4.00 paket 4.00 paket 100

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 

Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan 

Perizinan Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan

15 15 100 184.401.000 172.099.167 93.33

Jumlah kendaraan dinas 

operasional atau lapangan yang 

dipelihara dan dibayarkan pajak 

dan perizinannya

15.00 unit 15.00 unit 100

Pemeliharaan Mebel 40 40 100 8.320.000 7.899.105 94.94

Jumlah mebel yang dipelihara 40.00 unit 40.00 unit 100

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 

Lainnya

100 100 100 72.161.000 71.630.775 99.27

Jumlah peralatan dan mesin 

lainnya yang dipelihara

100.00 unit 100.00 unit 100

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung 

Kantor dan Bangunan Lainnya

3 3 100 395.000.600 390.562.627 98.88

Jumlah gedung kantor dan 

bangunan lainnya yang 

dipelihara/direhabilitasi

3.00 unit 3.00 unit 100

Peningkatan 

cakupan dan 

kualitas pelayanan 

administrasi 

kependudukan 

dan pencatatan 

sipil

PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 275.05 271.8 98.82 729.993.320 724.390.116 99.23

Persentase Penduduk yang melakukan perekaman KTP 99.5 97.8 98.29
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Lampiran 3.1.2.  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiKebijakan
SKPD/Unit 

Kerja
UrusanNo.

Kinerja

Uraian Program/Kegiatan

Persentase Penerbitan KIA 76.5 76.14 99.53

Persentase penerbitan KK 99.05 97.86 98.8

Pelayanan Pendaftaran Penduduk 100 100 100 729.993.320 724.390.116 99.23

Terlaksananya pelayanan pendaftaran 

penduduk

100 100 100

Pencatatan, Penatausahaan dan 

Penerbitan Dokumen Atas 

Pendaftaran Penduduk

200000 200000 100 65.800.000 65.767.215 99.95

Jumlah Dokumen Hasil 

Pencatatan, Penatausahaan dan 

Penerbitan Dokumen Atas 

Pendafataran Penduduk

200000.00 

dokumen

200000.00 

dokumen

100

Peningkatan Pelayanan 

Pendaftaran Penduduk

1 1 100 664.193.320 658.622.901 99.16

Jumlah laporan hasil peningkatan 

pelayanan penduduk

1.00 

laporan

1.00 

laporan

100

Peningkatan 

cakupan dan 

kualitas pelayanan 

administrasi 

kependudukan 

dan pencatatan 

sipil

PROGRAM PENCATATAN SIPIL 267.5 270.17 101 596.000.000 589.918.492 98.98

Persentase penerbitan Akta Kelahiran 97.5 97.95 100.46

Persentase Penerbitan Akta Kematian 90 100 111.11

Persentase Penerbitan Akta perkawinan 80 72.22 90.27

Pelayanan Pencatatan Sipil 100 100 100 596.000.000 589.918.492 98.98

Terlaksananya pelayanan pencatatan sipil 100 100 100

Pencatatan, Penatausahaan dan 

Penerbitan Dokumen atas 

Pelaporan Peristiwa Penting

30300 30300 100 195.194.022 191.623.120 98.17

Jumlah dokumen hasil 

pencatatan, penatausahaan dan 

penerbitan dokumen atas 

pelaporan peristiwa penting

30300.00 

dokumen

30300.00 

dokumen

100
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Lampiran 3.1.2.  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiKebijakan
SKPD/Unit 

Kerja
UrusanNo.

Kinerja

Uraian Program/Kegiatan

Peningkatan dalam Pelayanan 

Pencatatan Sipi

15 15 100 400.805.978 398.295.372 99.37

Jumlah layanan pencatatan sipil 

yang ditingkatkan

15.00 

layanan

15.00 

layanan

100

Peningkatan 

cakupan dan 

kualitas pelayanan 

administrasi 

kependudukan 

dan pencatatan 

sipil

PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI 

KEPENDUDUKAN

92.5 92.5 100 764.514.543 763.813.230 99.91

Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi 

Kependudukan

92.5 92.5 100

Pengumpulan Data Kependudukan dan 

Pemanfaatan dan Penyajian Database 

Kependuduka

44 44 100 30.063.000 30.059.545 99.99

Macam jenis data yang dipilah 44.00 jenis 44.00 jenis 100

Pengolahan dan Penyajian Data 

Kependudukan

2 2 100 30.063.000 30.059.545 99.99

Jumlah dokumen data 

kependudukan yang diolah dan 

disajikan

2.00 

dokumen

2.00 

dokumen

100

Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi 

Administrasi Kependudukan

100 100 100 631.494.293 631.480.235 100

Terlaksanaanya pengelolaan informasi 

administrasi kependudukan

100.00% 100.00% 100

Fasilitasi terkait Pengelolaan 

Informasi Administrasi 

Kependudukan

1 1 100 504.791.993 504.783.685 100

Jumlah laporan hasil fasilitasi 

pengelolaan informasi 

administrasi kependudukan

1.00 

laporan

1.00 

laporan

100

Penyajian Data Kependudukan 

Yang Akurat dan dapat 

Dipertanggungjawabkan

2 2 100 126.702.300 126.696.550 100

Jumlah dokumen data 

kependudukan yang akurat dan 

dapat dipertanggungjawabkan

2.00 dok 2.00 dok 100

Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan 

Informasi Administrasi Kependudukan

100 100 100 102.957.250 102.273.450 99.34
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Lampiran 3.1.2.  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiKebijakan
SKPD/Unit 

Kerja
UrusanNo.

Kinerja

Uraian Program/Kegiatan

Kelancaran pelaksanaan pengelolaan 

informasi administrasi kependudukan

100 100 100

Bimbingan Teknis Terkait 

Pengelolaan Informasi Administrasi 

Kependudukan dan 

Pendayagunaan Data 

Kependudukan

1 1 100 102.957.250 102.273.450 99.34

Jumlah laporan hasil bimbingan 

teknis terkait pengelolaan 

informasi administrasi 

kependudukan dan 

pendayagunaan data 

kependudukan

1.00 

laporan

1.00 

laporan

100

8 Komunikasi 

dan 

Informatika

Diskominfo 15.557.827.027 14.960.203.260 96.16

Pengintegrasikan 

sistem informasi 

Pemerintahan, 

Pembangunan 

dan Layanan 

Masyarakat

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 

DAERAH KABUPATEN/KOTA

200 200 100 6.896.003.227 6.382.694.699 92.56

Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja 

OPD, dan keuangan perangkat daerah

100.00 

Persen

100.00 

Persen

100

Persentase ketercapaian pelayanan umum dan 

kepegawaian perangkat daerah

100.00 

Persen

100.00 

Persen

100

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 

Kinerja Perangkat Daerah

100 100 100 10.000.000 9.993.620 99.94

Persentase ketercapaian perencanaan, 

evaluasi kinerja OPD dan keuangan 

perangkat daerah

100.00 

persen

100.00 

persen

100

Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Perangkat Daerah

3 2 66.67 5.000.000 4.999.050 99.98

Jumlah Dokumen Perencanaan 

Perangkat Daerah

3.00 

Dokumen

2.00 

Dokumen

66.67

Koordinasi dan Penyusunan 

Laporan Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

8 8 100 5.000.000 4.994.570 99.89
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Lampiran 3.1.2.  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiKebijakan
SKPD/Unit 

Kerja
UrusanNo.

Kinerja

Uraian Program/Kegiatan

Jumlah Laporan Capaian Kinerja 

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 

SKPD dan Laporan Hasil 

Koordinasi Penyusunan Laporan 

Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD

8.00 

Laporan

8.00 

Laporan

100

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 100 100 4.547.822.310 4.083.534.883 89.79

Persentase ketercapaian perencanaan, 

evaluasi kinerja OPD, dan keuangan 

perangkat daerah

100.00 

persen

100.00 

persen

100

Penyediaan Gaji dan Tunjangan 

ASN

42 41 97.62 4.489.588.560 4.028.001.133 89.72

Jumlah Orang yang Menerima 

Gaji dan Tunjangan ASN

42.00 

orang/bula

n

41.00 

orang/bula

n

97.62

Pelaksanaan Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi Keuangan 

SKPD

13 13 100 58.233.750 55.533.750 95.36

Jumlah Dokumen Penatausahaan 

dan Pengujian/Verifikasi 

Keuangan SKPD

13.00 

dokumen

13.00 

dokumen

100

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 97 97 1.589.351.112 1.569.685.610 98.76

Persentase ketercapaian pelayanan umum 

dan kepegawaian perangkat daerah

100.00 

persen

97.00 

persen

97

Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian 

Kinerja 

125 125 100 31.000.000 30.806.097 99.37

Jumlah Dokumen Monitoring, 

Evaluasi, dan Penilaian Kinerja 

Pegawai

125.00 

dokumen

125.00 

dokumen

100

Sosialisasi Peraturan Perundang-

Undangan

12000 20640 172 1.558.351.112 1.538.879.513 98.75

Jumlah Orang yang Mengikuti 

Sosialisasi Peraturan Perundang- 

Undangan

12000.00 

Orang

20640.00 

Orang

172

Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 100 100 70.000.000 69.974.302 99.96

Persentase ketercapaian pelayanan umum 

dan kepegawaian perangkat daerah

100.00 

Persen

100.00 

Persen

100
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Lampiran 3.1.2.  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiKebijakan
SKPD/Unit 

Kerja
UrusanNo.

Kinerja

Uraian Program/Kegiatan

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi SKPD

110 110 100 70.000.000 69.974.302 99.96

Jumlah Laporan 

Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi SKPD

110.00 

Laporan

110.00 

Laporan

100

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

100 100 100 273.777.900 261.082.333 95.36

Persentase ketercapaian pelayanan umum 

dan kepegawaian perangkat daerah

100.00 

Persen

100.00 

Persen

100

Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 12 100 24.915.900 24.893.875 99.91

Jumlah Laporan Penyediaan 

Jasa Surat Menyurat

12.00 

Laporan

12.00 

Laporan

100

Penyediaan Jasa Komunikasi, 

Sumber Daya Air dan Listrik

48 48 100 248.862.000 236.188.458 94.91

Jumlah Laporan Penyediaan 

Jasa Komunikasi, Sumber Daya 

Air dan Listrik yang Disediakan

48.00 

Laporan

48.00 

Laporan

100

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah

100 100 100 405.051.905 388.423.951 95.89

Persentase ketercapaian pelayanan umum 

dan kepegawaian perangkat daerah

100.00 

Persen

100.00 

Persen

100

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 

Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan 

Perizinan Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan

17 17 100 180.002.005 163.690.360 90.94

Jumlah Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan yang 

Dipelihara dan dibayarkan Pajak 

dan Perizinannya

17.00 unit 17.00 unit 100

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 

Lainnya

1 168 16800 108.049.900 107.776.251 99.75

Jumlah peralatan dan mesin 

lainnya yang dipelihara

1.00 unit 168.00 unit 16800

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana 

dan Prasarana Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya

1 1 100 117.000.000 116.957.340 99.96
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Lampiran 3.1.2.  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiKebijakan
SKPD/Unit 

Kerja
UrusanNo.

Kinerja

Uraian Program/Kegiatan

Jumlah Sarana dan Prasarana 

Gedung Kantor atau Bangunan 

Lainnya yang 

Dipelihara/Direhabilitasi

1.00 unit 1.00 unit 100

Peningkatan 

diseminasi 

informasi publik 

dan pengelolaan 

TI di tingkat 

masyarakat

Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik 100 100 100 1.896.648.140 1.826.769.451 96.32

Cakupan diseminasi informasi melalui media publik 100.00 

Persen

100.00 

Persen

100

Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

100 100 100 1.896.648.140 1.826.769.451 96.32

Cakupan diseminasi informasi melalui media 

publik

100.00 

Persen

100.00 

Persen

100

Pengelolaan Konten dan 

Perencanaan Media Komunikasi 

Publik

5 5 100 828.050.000 801.054.560 96.74

Jumlah Dokumen Hasil 

Pengelolaan Konten dan 

Perencanaan Media Komunikasi 

Publik

5.00 

dokumen

5.00 

dokumen

100

Pengelolaan Media Komunikasi 

Publik

4 4 100 933.598.140 892.074.641 95.55

Jumlah Dokumen Hasil 

Pelaksanaan Pengelolaan Media 

Komunikasi Publik

4.00 

dokumen

4.00 

dokumen

100

Penyelenggaraan Hubungan 

Masyarakat, Media dan Kemitraan 

Komunitas

1 1 100 135.000.000 133.640.250 98.99

Jumlah Dokumen Kemitraan 

dengan Masyarakat, Media dan 

Komunitas dalam 

Mendiseminasikan Informasi 

Program atau Kebijakan

1.00 

dokumen

1.00 

dokumen

100
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Lampiran 3.1.2.  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiKebijakan
SKPD/Unit 

Kerja
UrusanNo.

Kinerja

Uraian Program/Kegiatan

Peningkatan 

ketersediaan 

prasarana dan 

sarana TIK yang 

memenuhi standar 

keamanan 

informasi

PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA 86 86 100 6.765.175.660 6.750.739.110 99.79

Persentase PD dan Desa/Kelurahan terfasilitasi jaringan 

internet dan jaringan internet intra pemerintah daerah yang 

optimal dan stabil

86.00 

persen

86.00 

persen

100

Pengelolaan Nama Domain yang Telah 

Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub 

Domain di Lingkup Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota

86 86 100 6.330.682.510 6.319.982.523 99.83

Persentase PD dan Desa/Kelurahan 

terfasilitasi jaringan internet dan jaringan 

internet intra pemerintah daerah yang optimal 

dan stabil

86.00 

persen

86.00 

persen

100

Penyelenggaraan Sistem Jaringan 

Intra Pemerintah Daerah

307 307 100 6.330.682.510 6.319.982.523 99.83

Jumlah Sistem Jaringan Intra 

Pemerintah Daerah

307.00 unit 307.00 unit 100

Pengelolaan E-government di Lingkup 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

86 86 100 434.493.150 430.756.587 99.14

Persentase PD dan desa/kelurahan 

terfasilitasi jaringan internet dan jaringan 

internet intra pemerintah daerah yang optimal 

dan stabil

86.00 

persen

86.00 

persen

100

Penatalaksanaan dan Pengawasan 

E-government dalam 

Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah Kabupaten/Kota

5 5 100 65.433.750 65.369.082 99.9

Jumlah Dokumen Hasil 

Penatalaksanaan dan 

Pengawasan E-Government 

dalam Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota

5.00 

dokumen

5.00 

dokumen

100
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Lampiran 3.1.2.  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiKebijakan
SKPD/Unit 

Kerja
UrusanNo.

Kinerja

Uraian Program/Kegiatan

Pengembangan Aplikasi dan 

Proses Bisnis Pemerintahan 

Berbasis Elektronik

15 15 100 349.059.400 345.419.280 98.96

Jumlah Aplikasi dan Proses 

Bisnis Pemerintahan Berbasis 

Elektronik yang Dikembangkan

15.00 unit 15.00 unit 100

Pengembangan dan Pengelolaan 

Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas 

dan Kota Cerdas

7 7 100 20.000.000 19.968.225 99.84

Jumlah Dokumen Program 

Inovasi yang Diimplementasikan 

Sesuai dengan Masterplan Smart 

City

7.00 

Dokumen

7.00 

Dokumen

100

9 Perhubungan Dishub 36.075.154.571 35.774.097.329 99.17

Peningkatan 

Penyelenggaraan 

Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 

KABUPATEN/KOTA

166.66 166.66 100 5.251.162.000 5.111.799.193 97.35

Persentase Ketercapaian Perencanaan, Evaluasi Kinerja 

OPD dan Keuangan Perangkat Daerah

83.33% 83.33% 100

Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum dan 

Kepegawaian Perangkat Daerah

83.33% 83.33% 100

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 

Kinerja Perangkat Daerah

12 12 100 40.041.000 39.994.202 99.88

Jumlah Pelaksanaan Perencanaan, 

Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah yang Terlaksana

12.00 

Bulan

12.00 

Bulan

100

Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Perangkat Daerah

2 2 100 5.000.000 4.964.125 99.28

Jumlah Dokumen Perencanaan 

Perangkat Daerah

2.00 

Dokumen

2.00 

Dokumen

100

Koordinasi dan Penyusunan 

Laporan Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

25 25 100 35.041.000 35.030.077 99.97

Jumlah Laporan Capaian Kinerja 

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 

SKPD dan Laporan Hasil 

Koordinasi Penyusunan Laporan 

Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD

25.00 

Dokumen

25.00 

Dokumen

100
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Lampiran 3.1.2.  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiKebijakan
SKPD/Unit 

Kerja
UrusanNo.

Kinerja

Uraian Program/Kegiatan

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 12 12 100 4.247.686.000 4.138.173.406 97.42

Jumlah Pelaksanaan Administrasi Keuangan 

Perangkat Daerah yang Terlaksana

12.00 

Bulan

12.00 

Bulan

100

Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN 44 44 100 4.069.173.000 3.959.754.141 97.31

Jumlah Orang yang Menerima 

Gaji dan Tunjangan ASN

44.00 

Orang/Bul

an

44.00 

Orang/Bul

an

100

Pelaksanaan Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi Keuangan 

SKPD

54 54 100 178.513.000 178.419.265 99.95

Jumlah Dokumen Penatausahaan 

dan Pengujian/Verifikasi 

Keuangan SKPD

54.00 

Dokumen

54.00 

Dokumen

100

Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 12 100 136.990.000 136.927.250 99.95

Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum 

Perangkat Daerah yang Terlaksana

12.00 

Bulan

12.00 

Bulan

100

Penyelengaraan Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi SKPD

75 75 100 136.990.000 136.927.250 99.95

Jumlah Laporan 

Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi SKPD

75.00 

Laporan

75.00 

Laporan

100

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah 

Daerah

12 12 100 291.669.000 266.612.171 91.41

Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Jasa 

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang 

Terlaksana

12.00 

Bulan

12.00 

Bulan

100

Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 12 100 97.789.000 97.585.193 99.79

Jumlah Laporan Penyediaan 

Jasa Surat Menyurat

12.00 

Laporan

12.00 

Laporan

100

Penyediaan Jasa Komunikasi 

Sumber Daya Air dan Listrik

60 60 100 193.880.000 169.026.978 87.18

Jumlah Laporan Penyediaan 

Jasa Komunikasi, Sumber Daya 

Air dan Listrik yang Disediakan

60.00 

Laporan

60.00 

Laporan

100
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Lampiran 3.1.2.  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiKebijakan
SKPD/Unit 

Kerja
UrusanNo.

Kinerja

Uraian Program/Kegiatan

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah

12 12 100 534.776.000 530.092.164 99.12

Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Barang 

Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah yang Terlaksana

12.00 

Bulan

12.00 

Bulan

100

Penyediaan Jasa Pemeliharaan 

Biaya Pemeliharaan dan Pajak 

Kendaraan Perorangan Dinas / 

Kendaraan Dinas Jabatan

35 35 100 290.041.000 287.243.350 99.04

Jumlah Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan yang 

Dipelihara dan dibayarkan Pajak 

dan Perizinannya

35.00 Unit 35.00 Unit 100

Pemeliharaan Mebel 5 5 100 2.000.000 1.928.000 96.4

Jumlah Mebel yang Dipelihara 5.00 Unit 5.00 Unit 100

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 

Lainnya

74 74 100 34.143.000 34.067.000 99.78

Jumlah Peralatan dan Mesin 

Lainnya yang Dipelihara

74.00 Unit 74.00 Unit 100

Pemeliharaan atau Rehabilitasi 

Gedung Kantor dan Bangunan 

Lainya

2 2 100 208.592.000 206.853.814 99.17

Jumlah Gedung Kantor dan 

Bangunan Lainnya yang 

Dipelihara/Direhabilitasi

2.00 Unit 2.00 Unit 100

Peningkatan 

Penyelenggaraan 

Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan

PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN 

ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

187.03 187.03 100 30.823.992.571 30.662.298.136 99.48

Persentase Peningkatan Ketersediaan Prasarana 

Angkutan Jalan

25.00% 25.00% 100

Persentase Peningkatan Ketersediaan Fasilitas 

Perlengkapan Jalan Pendukung Pengamanan dan 

Keselamatan Lalu Lintas

94.03% 94.03% 100

Persentase Pelayanan Uji Kendaraan Berdasarkan Jumlah 

KBWU

68.00% 68.00% 100

Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan 

Kabupaten/Kota

94.03 94.03 100 26.461.470.571 26.346.422.206 99.57
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Lampiran 3.1.2.  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiKebijakan
SKPD/Unit 

Kerja
UrusanNo.

Kinerja

Uraian Program/Kegiatan

Persentase Peningkatan Penyediaan 

Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

94.03% 94.03% 100

Pembangunan Prasarana Jalan di 

Jalan Kabupaten/ Kota

5 5 100 745.750.000 742.328.550 99.54

Jumlah Prasarana Jalan di Jalan 

Kabupaten/Kota yang Terbangun

5.00 Unit 5.00 Unit 100

Penyediaan Perlengkapan Jalan di 

Jalan Kabupaten/Kota

342 342 100 2.270.000.000 2.269.929.782 100

Jumlah Perlengkapan Jalan di 

Jalan Kabupaten/Kota yang 

Tersedia

342.00 

Unit

342.00 

Unit

100

Rehabilitasi dan Pemeliharaan 

Prasarana Jalan

67 67 100 250.000.000 249.641.785 99.86

Jumlah Prasarana Jalan yang 

Terehabilitasi dan Terpelihara

67.00 Unit 67.00 Unit 100

Rehabilitasi dan Pemeliharaan 

Perlengkapan Jalan

5634 5634 100 23.195.720.571 23.084.522.089 99.52

Jumlah Perlengkapan Jalan yang 

Terehabilitasi dan Terpelihara

5634.00 

Unit

5634.00 

Unit

100

Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C 75 75 100 1.140.420.000 1.137.345.665 99.73

Persentase Peningkatan Layanan Terminal 

Type C

75.00% 75.00% 100

Penyusunan Rencana 

Pembangunan Terminal 

Penumpang Tipe C

1 1 100 50.000.000 49.644.505 99.29

Jumlah Rencana Pembangunan 

Terminal Penumpang Tipe C 

yang Tersusun

1.00 

Dokumen

1.00 

Dokumen

100

Rehabilitasi dan Pemeliharaan 

Terminal (Fasilitas Utama dan 

Pendukung)

1 1 100 60.000.000 59.345.440 98.91

Jumlah Terminal (Fasilitas Utama 

dan Pendukung) yang 

Direhabilitasi dan Dipelihara

1.00 Unit 1.00 Unit 100

Peningkatan Kapasitas SDM 

Pengelola Terminal Tipe C

46 46 100 1.030.420.000 1.028.355.720 99.8
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Lampiran 3.1.2.  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiKebijakan
SKPD/Unit 

Kerja
UrusanNo.

Kinerja

Uraian Program/Kegiatan

Jumlah SDM Pengelola Terminal 

Tipe C yang Ditingkatkan 

Kapasitasnya

46.00 

Orang

46.00 

Orang

100

Penerbitan Ijin Penyelenggaraan dan 

Pembangunan Fasilitas Parkir

94.92 94.92 100 485.210.000 484.875.571 99.93

Persentase Peningkatan Penyelenggaran 

dan Pembangunan Fasilitas Parkir

94.92% 94.92% 100

Koordinasi dan Sinkronisasi 

Pengawasan dan Pelaksanaan Ijin 

Penyelenggaraan dan 

Pembangunan Fasilitas Parkir 

Kewenangan Kabupaten/Kota

12 12 100 485.210.000 484.875.571 99.93

Jumlah Laporan Koordinasi dan 

Sinkronisasi Pengawasan 

Pelaksanaan Izin 

Penyelenggaraan dan 

Terbangunnya Fasilitas Parkir 

Kewenangan Kabupaten/Kota

12.00 

Laporan

12.00 

Laporan

100

Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 68 68 100 816.776.000 807.121.009 98.82

Persentase Peningkatan layanan Pengujian 

Berkala Kendaraan Bermotor

68.00% 68.00% 100

Penyediaan Sarana dan Prasarana 

Pengujian Berkala Kendaraan 

Bermotor

2 2 100 270.101.000 266.954.494 98.84

Jumlah Sarana dan Prasarana 

Pengujian Berkala Kendaraan 

Bermotor yang Tersedia

2.00 Unit 2.00 Unit 100

Registrasi Kendaraan Wajib Uji 

Berkala Kendaraan Bermotor

16301 16301 100 370.526.000 367.617.430 99.22

Jumlah Kendaraan Wajib Uji 

Berkala Kendaraan Bermotor 

yang Terdaftar

16301.00 

Unit

16301.00 

Unit

100

Penyedia Bukti Lulus Uji Pengujian 

Berkala Kendaraan Bermotor

10400 10400 100 43.325.000 43.325.000 100

Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji 

Pengujian Berkala Kendaraan 

Bermotor

10400.00 

Dokumen

10400.00 

Dokumen

100
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Lampiran 3.1.2.  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiKebijakan
SKPD/Unit 

Kerja
UrusanNo.

Kinerja

Uraian Program/Kegiatan

Pemeliharaan Sarana dan 

Prasarana Pengujian Berkala 

Kendaraan Bermotor 

12 12 100 132.824.000 129.224.085 97.29

Jumlah Sarana dan Prasarana 

Pengujian Berkala Kendaraan 

Bermotor yang Terpelihara

12.00 Unit 12.00 Unit 100

Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu 

lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

66.67 66.67 100 1.473.186.000 1.469.796.895 99.77

Persentase Peningkatan Pelaksanaan 

Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk 

Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

66.67% 66.67% 100

Penataan Manajemen dan 

Rekayasa Lalu Lintas untuk 

Jaringan Jalan Kabupaten / Kota

1 1 100 55.580.000 55.311.820 99.52

Jumlah Laporan Penataan 

Manajemen dan Rekayasa Lalu 

Lintas untuk Jaringan Jalan 

Kabupaten/Kota

1.00 

Laporan

1.00 

Laporan

100

Pengawasan dan Pengendalian 

Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan 

untuk Jalan Kabupaten/Kota

50 50 100 1.406.916.000 1.404.060.785 99.8

Jumlah Laporan Pengawasan 

dan Pengendalian Efektivitas 

Pelaksanaan Kebijakan untuk 

Jalan Kabupaten/Kota

50.00 

Laporan

50.00 

Laporan

100

Forum Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan Kabupaten/Kota 

2 2 100 10.690.000 10.424.290 97.51

Jumlah Laporan Forum Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan untuk 

Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

2.00 

Laporan

2.00 

Laporan

100

Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan 50 50 100 6.930.000 6.925.000 99.93

Persentase Peningkatan Ketercapaian Audit 

dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan

50.00% 50.00% 10

Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan 

Pemantauan Unit Pelaksana Uji 

Berkala Kendaraan Bermotor

1 1 100 2.310.000 2.310.000 100
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Lampiran 3.1.2.  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiKebijakan
SKPD/Unit 

Kerja
UrusanNo.

Kinerja

Uraian Program/Kegiatan

Jumlah Laporan Inspeksi, Audit 

dan Pemantauan Unit Pelaksana 

Uji Berkala Kendaraan Bermotor

1.00 

Laporan

1.00 

Laporan

100

Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan 

Pemantauan Terminal 

1 1 100 2.310.000 2.310.000 100

Jumlah Laporan Inspeksi, Audit 

dan Pemantauan Terminal

1.00 

Laporan

1.00 

Laporan

100

Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan 

Pemantauan Sistem Manajemen 

Keselamatan Perusahaan Angkutan 

Umum

1 1 100 2.310.000 2.305.000 99.78

Jumlah Laporan Inspeksi, Audit 

dan Pemantauan Sistem 

Manajemen Keselamatan 

Perusahaan Angkutan Umum

1.00 

Laporan

1.00 

Laporan

100

Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa 

Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota 

dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota

9.9 9.9 100 440.000.000 409.811.790 93.14

Persentase Peningkatan layanan 

Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa 

Angkutan Orang dan/atau Barang

9.90% 9.90% 100

Pengendalian dan Pengawasan 

Ketersediaan Angkutan Umum 

untuk Jasa Angkutan Orang dan 

atau Barang antar Kota Dalam 1 

Kabupaten/ Kota

12 12 100 440.000.000 409.811.790 93.14

Jumlah Laporan Pengendalian 

dan Pengawasan Ketersediaan 

Angkutan Umum untuk Jasa 

Angkutan Orang dan/atau Barang 

Antar Kota dalam 1 (Satu) 

Kabupaten/Kota

12.00 

Laporan

12.00 

Laporan

100

10 Statistik Diskominfo 175.043.000 170.849.279 97.6

Peningkatan 

pengelolaan dan 

pemanfaatan data 

statistik

PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 100 100 100 175.043.000 170.849.279 97.6

Persentase data statistik sektoral yang terintegrasi dalam 

sistem informasi

100.00 

persen

100.00 

persen

100
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Lampiran 3.1.2.  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiKebijakan
SKPD/Unit 

Kerja
UrusanNo.

Kinerja

Uraian Program/Kegiatan

Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup 

Daerah Kabupaten/Kota

100 100 100 175.043.000 170.849.279 97.6

Persentase data statistik sektoral yang 

terintegrasi dalam sistem informasi

100.00 

persen

100.00 

persen

100

Membangun Metadata Statistik 

Sektoral

75 75 100 175.043.000 170.849.279 97.6

Jumlah Metadata Statistik 

Sektoral yang Dihimpun

75.00 

Dokumen

75.00 

Dokumen

100

11 Pemberdaya

an 

Masyarakat 

dan Desa

Dispermades 16.797.899.898 16.151.108.175 96.15

Meningkatkan 

kemajuan dan 

kemandirian desa

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 

DAERAH KABUPATEN/KOTA

100 100 100 3.228.149.293 3.122.466.108 96.73

Persentase Ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja 

OPD dan keuangan perangkat daerah

100.00 

persen

100.00 

persen

100

Persentase ketercapaian pelayanan umum dan 

kepegawaian perangkat daerah

100.00 

persen

100.00 

persen

100

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 

Kinerja Perangkat Daerah

21 21 100 14.999.865 14.999.865 100

Jumlah dokumen perencanaan evaluasi dan 

pelaporan perangkat daerah

21.00 

dokumen

21.00 

dokumen

100

Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Perangkat Daerah

2 2 100 9.999.950 9.999.950 100

Jumlah Dokumen Perencanaan 

Perangkat Daerah

2.00 

dokumen

2.00 

dokumen

100

Koordinasi dan Penyusunan 

Laporan Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

19 19 100 4.999.915 4.999.915 100

Jumlah Laporan Capaian KInerja 

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 

SKPD dan Laporan Hasil 

Koordinasi Penyusunan Laporan 

Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD

19.00 

Laporan

19.00 

Laporan

100

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 10 10 100 3.213.149.428 3.107.466.243 96.71

Jumlah kegiatan yang dikelola 10.00 

Kegiatan

10.00 

Kegiatan

100
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Lampiran 3.1.2.  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiKebijakan
SKPD/Unit 

Kerja
UrusanNo.

Kinerja

Uraian Program/Kegiatan

Penyediaan Gaji dan Tunjangan 

ASN

36 36 100 3.173.936.473 3.072.603.288 96.81

Jumlah Orang yang Menerima 

Gaji dan Tunjangan ASN

36.00 

orang/bula

n

36.00 

orang/bula

n

100

Pelaksanaan Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi Keuangan 

SKPD

29 29 100 39.212.955 34.862.955 88.91

Jumlah Dokumen Penatausahaan 

dan Pengujian/Verifikasi 

Keuangan SKPD

29.00 

dokumen

29.00 

dokumen

100

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 45 45 100 99.999.170 94.704.870 94.71

Jumlah ASN yang terlayani administrasi 

kepegawaiannya

45.00 

orang

45.00 

orang

100

Bimbingan Teknis Implementasi 

Peraturan Perundang-Undangan

45 45 100 99.999.170 94.704.870 94.71

Jumlah Orang yang Mengikuti 

Bimbingan Teknis Implementasi 

Peraturan Perundang-Undangan

45.00 

orang

45.00 

orang

100

Administrasi Umum Perangkat Daerah 1 1 100 210.988.895 203.361.283 96.38

Jumlah pelayanan administrasi umum yang 

dilaksanakan

1.00 

Layanan

1.00 

Layanan

100

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi SKPD

260 260 100 210.988.895 203.361.283 96.38

Jumlah Laporan 

Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi SKPD

260.00 

Laporan

260.00 

Laporan

100

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

2 2 100 180.879.996 168.306.878 93.05

Jumlah pelayanan jasa penunjang urusan 

pemerintahan daerah

2.00 

Layanan

2.00 

Layanan

100

Penyediaan Jasa Surat Menyurat 15 15 100 99.500.000 97.985.965 98.48

Jumlah Laporan Penyediaan 

Jasa Surat Menyurat

15.00 

Laporan

15.00 

Laporan

100
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Lampiran 3.1.2.  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiKebijakan
SKPD/Unit 

Kerja
UrusanNo.

Kinerja

Uraian Program/Kegiatan

Penyediaan Jasa Komunikasi, 

Sumber Daya Air dan Listrik

36 36 100 81.379.996 70.320.913 86.41

Jumlah Laporan Penyediaan 

Jasa Komunikasi, Sumber Daya 

Air dan Listrik yang Disediakan

36.00 

Laporan

36.00 

Laporan

100

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah

54 54 100 421.009.950 376.526.652 89.43

Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah yang 

dipelihara

54.00 unit 54.00 unit 100

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 

Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan 

Perizinan Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan

18 18 100 273.212.280 251.357.200 92

Jumlah Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan yang 

Dipelihara dan dibayarkan Pajak 

dan Perizinannya

18.00 unit 18.00 unit 100

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung 

Kantor dan Bangunan Lainnya

1 1 100 97.997.670 96.024.452 97.99

Jumlah Gedung Kantor dan 

Bangunan Lainnya yang 

Dipelihara/Direhabilitasi

1.00 unit 1.00 unit 100

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 

Lainnya

35 35 100 49.800.000 29.145.000 58.52 Dalam DPA 2023 untuk 

subkegiatan Pemeliharaan 

Peralatan dan Mesin 

Lainnya telah 

teranggarkan untuk 

seluruh aset peralatan dan 

mesin. Namun, sesuai 

dengan petunjuk dari 

bidang aset BPPKAD 

bahwa untuk 

pemeliharaan peralatan 

dan mesin maksilmal 

hanya bisa diakomodir 

50% dari total aset yang 

ada.

Koordinasi dengan bidang 

aset dan peneliti DPA.
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Lampiran 3.1.2.  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiKebijakan
SKPD/Unit 

Kerja
UrusanNo.

Kinerja

Uraian Program/Kegiatan

Jumlah Peralatan dan Mesin 

Lainnya yang Dipelihara

35.00 unit 35.00 unit 100 Dalam DPA 2023 untuk 

subkegiatan Pemeliharaan 

Peralatan dan Mesin 

Lainnya telah 

teranggarkan untuk 

seluruh aset peralatan dan 

mesin. Namun, sesuai 

dengan petunjuk dari 

bidang aset BPPKAD 

bahwa untuk 

pemeliharaan peralatan 

dan mesin maksilmal 

hanya bisa diakomodir 

50% dari total aset yang 

ada.

Koordinasi dengan bidang 

aset dan peneliti DPA.

Meningkatkan 

kemajuan dan 

kemandirian desa

PROGRAM PENATAAN DESA 16.89 16.89 100 190.222.850 184.261.885 96.87

Prosentase Peningkatan Status Desa 16.89 

persen

16.89 

persen

100

Penyelenggaraan Penataan Desa 62 62 100 190.222.850 184.261.885 96.87

Jumlah desa yang meningkat statusnya 62.00 desa 62.00 desa 100

Pembentukan, Penghapusan, 

Penggabungan, dan Perubahan 

Status Desa

28 28 100 71.778.890 70.235.190 97.85

Jumlah Desa yang Melakukan 

Pembentukan, Penghapusan, 

Penggabungan, dan Perubahan 

Status Desa

28.00 desa 28.00 desa 100

Fasilitasi Sarana dan Prasarana 

Desa

367 367 100 118.443.960 114.026.695 96.27

Jumlah Sarana dan Prasarana 

Desa

367.00 unit 367.00 unit 100

Meningkatkan 

kemajuan dan 

kemandirian desa

PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 50.2 50.2 100 6.658.303.764 6.368.293.192 95.64

Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan 

Desa

50.20 

persen

50.20 

persen

100

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Administrasi Pemerintahan Desa

11 11 100 6.658.303.764 6.368.293.192 95.64

Jumlah Fasilitasi Pembinaan dan 

Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi 

Pemerintahan Desa

11.00 

fasilitasi

11.00 

fasilitasi

100
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Lampiran 3.1.2.  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiKebijakan
SKPD/Unit 

Kerja
UrusanNo.

Kinerja

Uraian Program/Kegiatan

Fasilitasi Penyusunan Produk 

Hukum Desa

1 1 100 35.502.405 8.228.260 23.18 Beberapa produk hukum 

desa disusun mendekati 

akhir tahun dikarenakan 

menunggu kebijakan atau 

peraturan perundangan-

undangan dari pemerintah 

yang belum ditetapkan, 

sehingga beberapa 

kegiatan seperti 

sosialisasi/hearing 

rancangan peraturan 

perundang-undangan 

tidak dapat dilaksanakan.

Berkoordinasi dengan 

pemerintah agar peraturan 

perundang-undangan 

dapat ditetapkan lebih 

awal.

Jumlah Dokumen Hasil 

Penyusunan Produk Hukum Desa

1.00 

dokumen

1.00 

dokumen

100 Beberapa produk hukum 

desa disusun mendekati 

akhir tahun dikarenakan 

menunggu kebijakan atau 

peraturan perundangan-

undangan dari pemerintah 

yang belum ditetapkan, 

sehingga beberapa 

kegiatan seperti 

sosialisasi/hearing 

rancangan peraturan 

perundang-undangan 

tidak dapat dilaksanakan.

Berkoordinasi dengan 

pemerintah agar peraturan 

perundang-undangan 

dapat ditetapkan lebih 

awal.

Fasilitasi Penyusunan Perencanaan 

Pembangunan Desa

25 25 100 181.348.390 125.610.125 69.26 Anggaran Sub Kegiatan 

Fasilitasi Penyusunan 

Perencanaan 

Pembangunan Desa 

berasal dari Perubahan 

APBD Tahun Anggaran 

2023 dimana Anggota 

DPRD Kabupaten 

Magelang menjadi 

narasumber. Dalam 

perkembangan 

selanjutnya, dikarenakan 

jadwal kegiatan Anggota 

DPRD yang sangat padat 

dan dinamis, sebagian 

bersamaan dengan jadwal 

yang telah disusun, 

Fasilitasi Penyusunan 

Perencanaan 

Pembangunan Desa tidak 

dapat direalisasikan di 

sebagian lokasi.

Penganggaran kegiatan 

dalam APBD penetapan.
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Lampiran 3.1.2.  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiKebijakan
SKPD/Unit 

Kerja
UrusanNo.

Kinerja

Uraian Program/Kegiatan

Jumlah Dokumen Hasil 

Penyusunan Perencanaan 

Pembangunan Desa

25.00 

dokumen

25.00 

dokumen

100 Anggaran Sub Kegiatan 

Fasilitasi Penyusunan 

Perencanaan 

Pembangunan Desa 

berasal dari Perubahan 

APBD Tahun Anggaran 

2023 dimana Anggota 

DPRD Kabupaten 

Magelang menjadi 

narasumber. Dalam 

perkembangan 

selanjutnya, dikarenakan 

jadwal kegiatan Anggota 

DPRD yang sangat padat 

dan dinamis, sebagian 

bersamaan dengan jadwal 

yang telah disusun, 

Fasilitasi Penyusunan 

Perencanaan 

Pembangunan Desa tidak 

dapat direalisasikan di 

sebagian lokasi.

Penganggaran kegiatan 

dalam APBD penetapan.

Fasilitasi Pengelolaan Keuangan 

Desa

367 367 100 5.591.809.193 5.481.645.480 98.03

Jumlah Dokumen Pengelolaan 

Keuangan Desa

367.00 

dokumen

367.00 

dokumen

100

Pembinaan Peningkatan Kapasitas 

Aparatur Pemerintah Desa

734 734 100 326.999.865 309.774.895 94.73

Jumlah Aparatur Pemerintah 

Desa yang Mengikuti Pembinaan 

Peningkatan Kapasitas

734.00 

orang

734.00 

orang

100

Pembinaan dan Pemberdayaan 

BUMDesa dan Lembaga Kerja sama 

antar Desa

23 23 100 137.649.785 132.933.852 96.57

Jumlah Dokumen Hasil 

Pembinaan dan Pemberdayaan 

BUM Desa dan Lembaga Kerja 

Sama antar Desa

23.00 

dokumen

23.00 

dokumen

100
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Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiKebijakan
SKPD/Unit 

Kerja
UrusanNo.

Kinerja

Uraian Program/Kegiatan

Penyelenggaraan Pemilihan, 

Pengangkatan dan Pemberhentian 

Kepala Desa

2 1 50 19.999.816 0 0 Mempertimbangkan 

kondusifitas wilayah, 

Penyelenggaraan 

Pilkades Antar Waktu 

akan dilaksanakan setelah 

selesainya rangkaian 

kegiatan Pemilu dan 

Pemilukada Tahun 2024.

Koordinasi dengan 

kecamatan dan desa yang 

mengalami kekosongan 

jabatan Kepala Desa 

terkait dengan kebijakan 

penundaan Pilkades Antar 

Waktu.

Jumlah Laporan Hasil 

Penyelenggaraan Pemilihan, 

Pengangkatan dan 

Pemberhentian Kepala Desa

2.00 

Laporan

1.00 

Laporan

50 Mempertimbangkan 

kondusifitas wilayah, 

Penyelenggaraan 

Pilkades Antar Waktu 

akan dilaksanakan setelah 

selesainya rangkaian 

kegiatan Pemilu dan 

Pemilukada Tahun 2024.

Koordinasi dengan 

kecamatan dan desa yang 

mengalami kekosongan 

jabatan Kepala Desa 

terkait dengan kebijakan 

penundaan Pilkades Antar 

Waktu.

Fasilitasi Penyusunan Profil Desa 50 50 100 39.982.975 32.227.075 80.6

Jumlah Dokumen Profil Desa 50.00 

dokumen

50.00 

dokumen

100

Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa 367 367 100 56.981.380 52.788.180 92.64

Jumlah Dokumen Hasil 

Pengelolaan Aset Desa

367.00 

dokumen

367.00 

dokumen

100

Pembinaan Peningkatan Kapasitas 

Anggota BPD

367 367 100 179.967.915 154.296.765 85.74

Jumlah Anggota BPD yang 

Mengikuti Pembinaan 

Peningkatan Kapasitas

367.00 

orang

367.00 

orang

100

Fasilitasi Evaluasi Perkembangan 

Desa seta Lomba Desa dan 

Kelurahan

7 6 85.71 88.062.040 70.788.560 80.38

Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi 

Perkembangan Desa serta 

Lomba Desa dan Kelurahan

7.00 

dokumen

6.00 

dokumen

85.71

Meningkatkan 

kemajuan dan 

kemandirian desa

PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA 

KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT 

HUKUM ADAT 

58.52 58.52 100 5.708.351.150 5.552.439.392 97.27

Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan , 

Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

58.52 

persen

58.52 

persen

100
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Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiKebijakan
SKPD/Unit 

Kerja
UrusanNo.

Kinerja

Uraian Program/Kegiatan

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang 

Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan 

Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat 

yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang 

Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota

3 3 100 5.708.351.150 5.552.439.392 97.27

Jumlah Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga 

Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang 

Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat 

Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta 

Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat 

yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat 

yang Sama dalam Daerah Kabupaten/K

3.00 

fasilitasi

3.00 

fasilitasi

100

Peningkatan Kapasitas 

Kelembagaan Lembaga 

Kemasyarakatan Desa/Kelurahan 

(RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan 

Karang Taruna), Lembaga Adat 

Desa/Kelurahan dan Masyarakat 

Hukum Adat

133 133 100 2.882.898.150 2.844.157.463 98.66

Jumlah Lembaga 

Kemasyarakatan Desa/Kelurahan 

(RT/RW,PKK, Posyandu, LPM, 

dan Karang Taruna), Lembaga 

Adat Desa/Kelurahan dan 

Masyarakat Hukum Adat yang 

Ditingkatkan Kapasitasnya

133.00 

lembaga

133.00 

lembaga

100

Fasilitasi Tim Penggerak PKK 

dalam Penyelenggaraan Gerakan 

Pemberdayaan Masyarakat dan 

Kesejahteraan Keluarga

45 45 100 760.453.000 747.781.929 98.33

Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi 

Tim Penggerak PKK dalam 

Penyelenggaraan Gerakan 

Pemberdayaan Masyarakat dan 

Kesejahteraan Keluarga

45.00 

dokumen

45.00 

dokumen

100
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Lampiran 3.1.2.  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiKebijakan
SKPD/Unit 

Kerja
UrusanNo.

Kinerja

Uraian Program/Kegiatan

Fasilitasi Penyediaan Sarana dan 

Prasarana Kelembagaan Lembaga 

Kemasyarakatan Desa/Kelurahan 

(RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan 

Karang Taruna), Lembaga Adat 

Desa/Kelurahan dan Masyarakat 

Hukum Adat

236 236 100 2.065.000.000 1.960.500.000 94.94

Jumlah Sarana dan Prasarana 

Kelembagaan Lembaga 

Kemasyarakatan Desa/Kelurahan 

(RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, 

dan Karang Taruna), Lembaga 

Adat Desa/Kelurahan dan 

Masyarakat Hukum Adat

236.00 unit 236.00 unit 100

Meningkatkan 

kemajuan dan 

kemandirian desa

PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA 100 100 100 99.994.830 80.747.915 80.75

Persentase Kerjasama Desa dan Kawasan Perdesaan 100.00 

persen

100.00 

persen

100

Fasilitasi Kerja sama antar Desa 3 3 100 99.994.830 80.747.915 80.75

Jumlah Fasilitasi Kerjasama Desa 3.00 

fasilitasi

3.00 

fasilitasi

100

Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa 

dalam Kabupaten/Kota

1 1 100 24.996.160 17.735.000 70.95 Belum ada desa-desa 

yang mengajukan fasilitasi 

terkait Kerjasama desa ke 

Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa 

secara resmi. Namun, 

hanya masih sebatas 

pembahasan antar desa 

yang terkadang belum 

sesuai dengan regulasi 

tentang kerjasama desa.

Berkoordinasi dengan 

Kecematan untuk 

memacu desa-desa dalam 

hal pelaksanaan kerja 

sama desa.

Jumlah Dokumen Kerja Sama 

Antar Desa dalam 

Kabupaten/Kota

1.00 

dokumen

1.00 

dokumen

100 Belum ada desa-desa 

yang mengajukan fasilitasi 

terkait Kerjasama desa ke 

Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa 

secara resmi. Namun, 

hanya masih sebatas 

pembahasan antar desa 

yang terkadang belum 

sesuai dengan regulasi 

tentang kerjasama desa.

Berkoordinasi dengan 

Kecematan untuk 

memacu desa-desa dalam 

hal pelaksanaan kerja 

sama desa.
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Lampiran 3.1.2.  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiKebijakan
SKPD/Unit 

Kerja
UrusanNo.

Kinerja

Uraian Program/Kegiatan

Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa 

dengan Pihak Ketiga dalam 

Kabupaten/Kota

1 1 100 24.999.540 20.360.000 81.44

Jumlah Dokumen Kerja Sama 

Antar Desa dengan Pihak Ketiga 

dalam Kabupaten/Kota

1.00 

dokumen

1.00 

dokumen

100

Fasilitasi Pembangunan Kawasan 

Perdesaan

1 1 100 49.999.130 42.652.915 85.31

Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi 

Pembangunan Kawasan 

Perdesaan

1.00 

dokumen

1.00 

dokumen

100

12 Persandian Diskominfo 966.592.770 951.723.153 98.46

Peningkatan 

penyediaan sistem 

persandian dan 

keamanan 

informasi yang 

sesuai standar

PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK 

PENGAMANAN INFORMASI

68.08 68.08 100 966.592.770 951.723.153 98.46

Persentase PD yang telah menggunakan sandi dalam 

komunikasi Perangkat Daerah

68.08 

persen

68.08 

persen

100

Penyelenggaraan Persandian untuk 

Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota

68.08 68.08 100 966.592.770 951.723.153 98.46

Persentase PD yang telah menggunakan 

sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah

68.08 

persen

68.08 

persen

100

Pelaksanaan Keamanan Informasi 

Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota Berbasis 

Elektronik dan Non Elektronik

2 2 100 966.592.770 951.723.153 98.46

Jumlah Laporan Pelaksanaan 

Keamanan Informasi 

Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota Berbasis 

Elektronik dan Non Elektronik

2.00 

laporan

2.00 

laporan

100

13 Koperasi, 

Usaha Kecil 

dan 

Menengah

Disdagkop & 

UKM

11.095.870.490 10.775.297.276 97.11

Peningkatan 

Kapasitas Usaha 

Mikro

PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA 

KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)

5 5 100 1.258.570.000 1.238.715.965 98.42
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Lampiran 3.1.2.  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiKebijakan
SKPD/Unit 

Kerja
UrusanNo.

Kinerja

Uraian Program/Kegiatan

Persentase peningkatan kapasitas usaha mikro 5.00% 5.00% 100

Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan 

melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan 

Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan 

Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan

120 120 100 1.258.570.000 1.238.715.965 98.42

Jumlah usaha mikro yang meningkat skala 

usahanya

120.00 

UMKM

120.00 

UMKM

100

Pendataan Potensi dan 

Pengembangan Usaha Mikro

1 1 100 31.605.375 30.202.710 95.56

Jumlah Data Potensi dan 

Pengembangan Usaha Mikro

1.00 

Dokumen

1.00 

Dokumen

100

Fasilitasi Kemudahan Perizinan 

Usaha Mikro

135 132 97.78 134.051.750 129.606.330 96.68

Jumlah Usaha Mikro yang Telah 

Mendapatkan Perizinan

135.00 

Unit Usaha

132.00 

Unit Usaha

97.78

Peningkatan Pemahaman dan 

Pengetahuan Usaha Mikro serta 

Kapasitas dan Kompetensi SDM 

Usaha Mikro dan Kewirausahaan

295 295 100 1.092.912.875 1.078.906.925 98.72

Jumlah SDM yang Memahami 

Pengetahuan Usaha Mikro dan 

Kewirausahaan

295.00 

Orang

295.00 

Orang

100

Peningkatan 

Kualitas 

Kelembagaan 

Koperasi

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN 

KOPERASI

15 15 100 130.700.000 127.892.000 97.85

Persentase peningkatan kerjasama antar koperasi dan 

lembaga lain

15.00% 15.00% 100

Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang 

Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota

35 30 85.71 130.700.000 127.892.000 97.85

Pengelola koperasi yang mendapatkan 

perlindungan

35.00 

Koperasi

30.00 

Koperasi

85.71
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Lampiran 3.1.2.  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiKebijakan
SKPD/Unit 

Kerja
UrusanNo.

Kinerja

Uraian Program/Kegiatan

Pemberdayaan Peningkatan 

Produktivitas, Nilai Tambah, Akses 

Pasar, Akses Pembiayaan, 

Penguatan Kelembagaan, Penataan 

Manajemen, Standarisasi, dan 

Restrukturisasi Usaha Koperasi 

Kewenangan Kabupaten/Kota

35 30 85.71 130.700.000 127.892.000 97.85

Jumlah Unit Usaha yang 

Produktif, Bernilai Tambah, 

Memiliki Akses Pasar, Akses 

Pembiayaan, Penguatan 

Kelembagaan, Penataan 

Manajemen, Standarisasi, dan 

Restrukturisasi Usaha Koperasi 

Kewenangan Kabupaten/Kota

35.00 Unit 

Usaha

30.00 Unit 

Usaha

85.71

Peningkatan 

Kualitas 

Kelembagaan 

Koperasi

PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 30 30 100 520.000.000 516.377.260 99.3

Persentase koperasi yang meningkat kualitas 

pengelolaanya

30.00% 30.00% 100

Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, 

Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam 

Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 

Daerah Kabupaten/ Kota

60 60 100 520.000.000 516.377.260 99.3

Jumlah koperasi yang aktif 60.00 

Koperasi

60.00 

Koperasi

100

Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, 

Kemandirian, Ketangguhan, serta 

Akuntabilitas Koperasi 

Kewenangan Kabupaten/Kota

75 75 100 520.000.000 516.377.260 99.3

Jumlah Koperasi yang Telah 

Dilakukan Pengawasan 

Kekuatan, Kesehatan, 

Kemandirian, Ketangguhan, serta 

Akuntabilitas Koperasi 

Kewenangan Kabupaten/Kota

75.00 Unit 

Usaha

75.00 Unit 

Usaha

100
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Lampiran 3.1.2.  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiKebijakan
SKPD/Unit 

Kerja
UrusanNo.

Kinerja

Uraian Program/Kegiatan

Peningkatan 

Kualitas 

Kelembagaan 

Koperasi

PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN 55 55 100 199.200.000 195.547.100 98.17

Persentase pengelola koperasi yang meningkat 

kapasitasnya

55.00% 55.00% 100

Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi 

Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam 

Daerah Kabupaten/Kota

50 50 100 199.200.000 195.547.100 98.17

Jumlah koperasi yang mendapatkan 

pelatihan

50.00 

Koperasi

50.00 

Koperasi

100

Peningkatan Pemahaman dan 

Pengetahuan Perkoperasian serta 

Kapasitas dan Kompetensi SDM 

Koperasi

75 75 100 199.200.000 195.547.100 98.17

Jumlah SDM yang Memahami 

Pengetahuan Perkoperasian

75.00 

Orang

75.00 

Orang

100

Peningkatan 

Kapasitas Usaha 

Mikro

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 

DAERAH KABUPATEN/KOTA

200 200 100 8.987.400.490 8.696.764.951 96.77

Persentase ketercapaian Perencanaan Evaluasi Kinerja 

OPD dan Keuangan Perangkat Daerah

100.00% 100.00% 100

Persentase ketercapaian pelayanan umum dan 

kepegawaian Perangkat Daerah

100.00% 100.00% 100

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 12 12 100 7.201.685.287 7.004.401.656 97.26

Jumlah kegiatan dan dokumen pelaporan 

keuangan

12.00 

Dokumen

12.00 

Dokumen

100

Penyediaan Gaji dan Tunjangan 

ASN

83 83 100 7.116.710.287 6.928.963.206 97.36

Jumlah Orang yang Menerima 

Gaji dan Tunjangan ASN

83.00 

Orang/Bul

an

83.00 

Orang/Bul

an

100

Penyediaan Administrasi 

Pelaksanaan Tugas ASN

12 12 100 82.113.000 72.577.800 88.39

Jumlah Dokumen Hasil 

Penyediaan Administrasi 

Pelaksanaan Tugas ASN

12.00 

Dokumen

12.00 

Dokumen

100

Koordinasi dan Penyusunan 

Laporan Keuangan Akhir Tahun 

SKPD

5 5 100 2.862.000 2.860.650 99.95
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Lampiran 3.1.2.  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiKebijakan
SKPD/Unit 

Kerja
UrusanNo.

Kinerja

Uraian Program/Kegiatan

Jumlah Laporan Keuangan Akhir 

Tahun SKPD dan Laporan Hasil 

Koordinasi Penyusunan Laporan 

Keuangan Akhir Tahun SKPD

5.00 

Laporan

5.00 

Laporan

100

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 12 12 100 350.000.000 333.319.010 95.23

Frekuensi evaluasi kinerja Perangkat Daerah 12.00 

Bulan

12.00 

Bulan

100

Sosialisasi Peraturan Perundang-

Undangan

300 300 100 350.000.000 333.319.010 95.23

Jumlah Orang yang Mengikuti 

Sosialisasi Peraturan Perundang-

Undangan

300.00 

Orang

300.00 

Orang

100

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 

Kinerja Perangkat Daerah

4 4 100 40.039.525 39.822.210 99.46

Jumlah dokumen perencanaan yang 

tersusun

4.00 

Dokumen

4.00 

Dokumen

100

Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Perangkat Daerah

1 1 100 19.999.820 19.921.110 99.61

Jumlah Dokumen Perencanaan 

Perangkat Daerah

1.00 

Dokumen

1.00 

Dokumen

100

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 4 100 20.039.705 19.901.100 99.31

Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah

4.00 

Laporan

4.00 

Laporan

100

Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 12 100 231.670.000 226.100.835 97.6

Jumlah pelayanan administrasi umum yang 

dilaksanakan

12.00 

Bulan

12.00 

Bulan

100

Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan

1 1 100 31.670.000 30.721.825 97.01

Jumlah Paket Barang Cetakan 

dan Penggandaan yang 

Disediakan

1.00 Paket 1.00 Paket 100

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi SKPD

70 70 100 200.000.000 195.379.010 97.69

Jumlah Laporan 

Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi SKPD

70.00 

Laporan

70.00 

Laporan

100
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Lampiran 3.1.2.  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiKebijakan
SKPD/Unit 

Kerja
UrusanNo.

Kinerja

Uraian Program/Kegiatan

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

12 12 100 280.428.072 260.425.582 92.87

frekuensi pelayanan jasa penunjang urusan 

PD

12.00 

Bulan

12.00 

Bulan

100

Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 1 100 5.496.760 5.277.870 96.02

Jumlah Laporan Penyediaan 

Jasa Surat Menyurat

1.00 

Laporan

1.00 

Laporan

100

Penyediaan Jasa Komunikasi, 

Sumber Daya Air dan Listrik

12 12 100 274.931.312 255.147.712 92.8

Jumlah Laporan Penyediaan 

Jasa Komunikasi, Sumber Daya 

Air dan Listrik yang Disediakan

12.00 

Laporan

12.00 

Laporan

100

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah

46 46 100 604.377.606 558.595.908 92.42

Jumlah kendaraan Dinas yang Terpelihara 46.00 

Kendaraan

46.00 

Kendaraan

100

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 

Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan 

Perizinan Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan

46 46 100 393.510.606 350.532.588 89.08

Jumlah Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan yang 

Dipelihara dan dibayarkan Pajak 

dan Perizinannya

46.00 Unit 46.00 Unit 100

Pemeliharaan Mebel 32 32 100 14.220.000 14.220.000 100

Jumlah Mebel yang Dipelihara 32.00 Unit 32.00 Unit 100

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 

Lainnya

50 50 100 46.647.000 46.211.000 99.07

Jumlah Peralatan dan Mesin 

Lainnya yang Dipelihara

50.00 Unit 50.00 Unit 100

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung 

Kantor dan Bangunan Lainnya

1 1 100 150.000.000 147.632.320 98.42

Jumlah Gedung Kantor dan 

Bangunan Lainnya yang 

Dipelihara/Direhabilitasi

1.00 Unit 1.00 Unit 100
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Lampiran 3.1.2.  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiKebijakan
SKPD/Unit 

Kerja
UrusanNo.

Kinerja

Uraian Program/Kegiatan

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintah Daerah

4 4 100 279.200.000 274.099.750 98.17

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 

Perangkat Daerah

4.00 Paket 4.00 Paket 100

Pengadaan Peralatan dan Mesin 

Lainnya

50 50 100 279.200.000 274.099.750 98.17

Jumlah Unit Peralatan dan Mesin 

lainnya yang disediakan

50.00 Unit 50.00 Unit 100

14 Penanaman 

Modal

DPMPTSP 9.346.715.007 9.058.510.193 96.92

Peningkatan 

investasi di daerah
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 

DAERAH KABUPATEN/KOTA

200 200 100 8.266.099.007 8.005.848.137 96.85

Persentase ketercapaian pelayanan umum dan 

kepegawaian perangkat daerah

100.00% 100.00% 100

Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja 

OPD dan Keuangan perangkat daerah

100.00% 100.00% 100

Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi 

Kinerja Perangkat Daerah

8 8 100 13.181.000 13.180.300 99.99

Jumlah dokumen perencanaan evaluasi dan 

pelaporan perangkat daerah

8.00 

Dokumen

8.00 

Dokumen

100

Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Perangkat Daerah

2 2 100 4.860.000 4.859.750 99.99

Jumlah Dokumen Perencanaan 

Perangkat Daerah

2.00 

Dokumen

2.00 

Dokumen

100

Koordinasi dan Penyusunan 

Laporan Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

6 6 100 3.321.000 3.320.825 99.99

Jumlah Laporan Capaian Kinerja 

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 

SKPD dan Laporan Hasil 

Koordinasi Penyusunan Laporan 

Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD

6.00 

Laporan

6.00 

Laporan

100

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 20 20 100 5.000.000 4.999.725 99.99

Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah

20.00 

Laporan

20.00 

Laporan

100

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 10 10 100 2.731.956.857 2.641.881.743 96.7
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Lampiran 3.1.2.  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiKebijakan
SKPD/Unit 

Kerja
UrusanNo.

Kinerja

Uraian Program/Kegiatan

Jumlah kegiatan yang dikelola 10.00 

Kegiatan

10.00 

Kegiatan

100

Penyediaan Gaji dan Tunjangan 

ASN

27 27 100 2.663.476.266 2.581.707.743 96.93

Jumlah Orang yang Menerima 

Gaji dan Tunjangan ASN

27.00 

Orang/bula

n

27.00 

Orang/bula

n

100

Penyediaan Administrasi 

Pelaksanaan Tugas ASN

13 13 100 68.480.591 60.174.000 87.87

Jumlah Dokumen Hasil 

Penyediaan Administrasi 

Pelaksanaan Tugas ASN

13.00 

Dokumen

13.00 

Dokumen

100

Administrasi Umum Perangkat Daerah 1 1 100 285.249.948 247.841.431 86.89

Jumlah pelayanan administrasi umum yang 

dilaksanakan

1.00 

Pelayanan

1.00 

Pelayanan

100

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi SKPD

25 25 100 278.571.948 241.168.431 86.57

Jumlah Laporan 

Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi SKPD

25.00 

Laporan

25.00 

Laporan

100

Penatausahaan Arsip Dinamis pada 

SKPD

2000 2000 100 6.678.000 6.673.000 99.93

Jumlah Dokumen Penatausahaan 

Arsip Dinamis pada SKPD

2000.00 

Dokumen

2000.00 

Dokumen

100

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintah Daerah

1 1 100 266.010.000 260.200.750 97.82

Jumlah Paket Pengadaan Barang Milik 

Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

1.00 Paket 1.00 Paket 100

Pengadaan Peralatan dan Mesin 

Lainnya

20 20 100 266.010.000 260.200.750 97.82

Jumlah Unit Peralatan dan Mesin 

Lainnya yang Disediakan

20.00 Unit 20.00 Unit 100

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

1 1 100 209.162.423 141.065.978 67.44

Jumlah pelayanan jasa penunjang urusan 

pemerintah daerah

1.00 

Pelayanan

1.00 

Pelayanan

100

Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 12 100 40.862.423 40.775.443 99.79
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Lampiran 3.1.2.  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiKebijakan
SKPD/Unit 

Kerja
UrusanNo.

Kinerja

Uraian Program/Kegiatan

Jumlah Laporan Penyediaan 

Jasa Surat Menyurat

12.00 

Laporan

12.00 

Laporan

100

Penyediaan Jasa Komunikasi, 

Sumber Daya Air dan Listrik

72 72 100 168.300.000 100.290.535 59.59 Rehabilitasi Gedung 

DPMPTSP menjadi 

Gedung MPP serta 

penambahan peralatan 

elktronik berupa komputer, 

printer dan AC pelayanan 

MPP mengharuskan 

mpenambahan daya listrik 

dari 22.000 KVa menjadi 

131.000 KVa yang 

direalisasikan bulan Juni 

2023, Sehingga tagihan 

listrik dianggarkan 

sebesar Rp22.000.000,00 

setiap bulannya. Tapi 

realisasi berkisar antara 

Rp8.000.000,00 s.d 

Rp12.000.000,00

Akan disesuaikan dengan 

kebutuhan.

Jumlah Laporan Penyediaan 

Jasa Komunikasi, Sumber Daya 

Air dan Listrik yang Disediakan

72.00 

Laporan

72.00 

Laporan

100

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah

459 459 100 4.760.538.779 4.701.677.935 98.76

Jumlah barang milik daerah penunjang 

urusan pemerintahan daerah

459.00 

Barang

459.00 

Barang

100

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 

Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 

Perizinan Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan

14 14 100 157.040.000 137.291.001 87.42

Jumlah Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan yang 

Dipelihara dan dibayarkan Pajak 

dan Perizinannya

14.00 Unit 14.00 Unit 100

Pemeliharaan Mebel 16 16 100 30.500.000 30.480.000 99.93

Jumlah Mebel yang Dipelihara 16.00 Unit 16.00 Unit 100

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 

Lainnya

37 37 100 60.897.000 53.305.000 87.53

Jumlah Peralatan dan Mesin 

Lainnya yang Dipelihara

37.00 Unit 37.00 Unit 100
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Lampiran 3.1.2.  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiKebijakan
SKPD/Unit 

Kerja
UrusanNo.

Kinerja

Uraian Program/Kegiatan

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung 

Kantor dan Bangunan Lainnya

2 2 100 4.512.101.779 4.480.601.934 99.3

Jumlah Gedung Kantor dan 

Bangunan Lainnya yang 

Dipelihara/Direhabilitasi

2.00 Unit 2.00 Unit 100

Peningkatan 

investasi di daerah
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 10 10 100 60.000.000 57.351.230 95.59

Persentase peningkatan realisasi investasi 10.00% 10.00% 100

Pembuatan Peta Potensi Investasi 

Kabupaten/Kota

1 1 100 60.000.000 57.351.230 95.59

Jumlah dokumen kajian potensi investasi 1.00 

Dokumen

1.00 

Dokumen

100

Penyediaan Peta Potensi dan 

Peluang Usaha Kabupaten/Kota

1 1 100 60.000.000 57.351.230 95.59

Jumlah Peta Potensi Investasi 

dan Peluang Usaha 

Kabupaten/Kota

1.00 

Dokumen

1.00 

Dokumen

100

Peningkatan 

investasi di daerah
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 2400 2400 100 110.000.000 109.537.520 99.58

Jumlah kepeminatan/pendaftar penanaman modal 2400.00 

NIB

2400.00 

NIB

100

Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal 

yang menjadi Kewenangan Daerah 

Kabupaten/Kota

1 1 100 110.000.000 109.537.520 99.58

Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Promosi 

Penanaman Modal

1.00 Paket 1.00 Paket 100

Penyusunan Strategi Promosi 

Penanaman Modal

1 1 100 100.000.000 99.545.620 99.55

Jumlah Peraturan Daerah yang 

Mengatur Promosi Penanaman 

Modal Kewenangan 

Kabupaten/Kota

1.00 

Dokumen

1.00 

Dokumen

100

Pelaksanaan Kegiatan Promosi 

Penanaman Modal Daerah 

Kabupaten/Kota

1 1 100 10.000.000 9.991.900 99.92

Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan 

Promosi Penanaman Modal 

Kabupaten/Kota

1.00 

Dokumen

1.00 

Dokumen

100
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Lampiran 3.1.2.  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiKebijakan
SKPD/Unit 

Kerja
UrusanNo.

Kinerja

Uraian Program/Kegiatan

Peningkatan 

investasi di daerah
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 100 100 100 263.702.000 260.958.247 98.96

Persentase pelayanan perijinan 100.00% 100.00% 100

Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara 

Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal 

yang menjadi Kewenangan Daerah 

Kabupaten/Kota

7500 7800 104 263.702.000 260.958.247 98.96

Jumlah permohonan perizinan diterima dan 

jumlah perizinan diterbitkan lewat OSS dan 

Non OSS

7500.00 

Izin

7800.00 

Izin

104

Penyediaan Pelayanan Terpadu 

Perizinan dan Nonperizinan 

berbasis Sistem Pelayanan 

Perizinan Berusaha Terintegrasi 

secara Elektronik

7500 7800 104 105.500.000 103.030.136 97.66

Jumlah Pelaku Usaha yang 

Mendapatkan Pelayanan Terpadu 

Perizinan dan Non Perizinan 

Berbasis Sistem Pelayanan 

Perizinan Berusaha Terintegrasi 

Secara Elektronik

7500.00 

Pelaku 

USaha

7800.00 

Pelaku 

USaha

104

Pemantauan Pemenuhan 

Komitmen Perizinan dan Non 

Perizinan Penanaman Modal

4000 4020 100.5 152.628.000 152.355.341 99.82

Jumlah Kegiatan Usaha dari 

Pelaku Usaha yang Mendapat 

Pemantauan Pemenuhan 

Komitmen Perizinan Berusaha 

dan Non Perizinan Penanaman 

Modal

4000.00 

Kegiatan 

Usaha

4020.00 

Kegiatan 

Usaha

100.5

Penyediaan Layanan Konsultasi 

dan Pengelolaan Pengaduan 

Masyarakat terhadap Pelayanan 

Terpadu Perizinan dan Non 

Perizinan

125 125 100 5.574.000 5.572.770 99.98
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Lampiran 3.1.2.  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiKebijakan
SKPD/Unit 

Kerja
UrusanNo.

Kinerja

Uraian Program/Kegiatan

Jumlah Orang yang Memperoleh 

Layanan Konsultasi dan 

Terkelolanya Pengaduan 

Masyarakat Terhadap Pelayanan 

Terpadu Perizinan dan Non 

Perizinan

125.00 

Orang

125.00 

Orang

100

Peningkatan 

investasi di daerah
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN 

MODAL

5 5 100 611.914.000 589.848.045 96.39

Persentase pengendalian investasi 5.00% 5.00% 100

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 

yang menjadi Kewenangan Daerah 

Kabupaten/Kota

150 142 94.67 611.914.000 589.848.045 96.39

Jumlah perusahaan yang mematuhi 

ketentuan penanaman modal

150.00 

Perusahaa

n

142.00 

Perusahaa

n

94.67

Koordinasi dan Sinkronisasi 

Pembinaan Pelaksanaan 

Penanaman Modal

870 870 100 561.914.000 543.999.945 96.81

Jumlah Pelaku Usaha yang 

Mendapatkan Pembinaan 

Pelaksanaan Penanaman Modal

870.00 

Pelaku 

Usaha

870.00 

Pelaku 

Usaha

100

Koordinasi dan Sinkronisasi 

Pengawasan Pelaksanaan 

Penanaman Modal

150 90 60 50.000.000 45.848.100 91.7

Jumlah Kegiatan Usaha dari 

Pelaku Usaha yang Melakukan 

Koordinasi dan Sinkronisasi 

Pengawasan

150.00 

Kegiatan 

Usaha

90.00 

Kegiatan 

Usaha

60 Kurangnya sarana dan 

prasarana dan 

berkurangnya anggota tim 

pengawasan karena 

mutasi pegawai

Mengusulkan sarana 

prasarana dan 

penambahan personil

Peningkatan 

investasi di daerah
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM 

INFORMASI PENANAMAN MODAL

30 30 100 35.000.000 34.967.014 99.91

Persentase pengolahan data 30.00% 30.00% 100

Pengolahan Data dan Informasi Perizinan dan 

Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat 

Daerah Kabupaten/Kota

45 45 100 35.000.000 34.967.014 99.91

Jumlah jenis data dan informasi 45.00 Data 45.00 Data 100
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Lampiran 3.1.2.  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiKebijakan
SKPD/Unit 

Kerja
UrusanNo.

Kinerja

Uraian Program/Kegiatan

Pengolahan, Penyajian dan 

Pemanfaatan Data dan Informasi 

Perizinan dan Non Perizinan 

Berbasis Sistem Pelayanan 

Perizinan Berusaha Terintegrasi 

secara Elektronik

45 45 100 35.000.000 34.967.014 99.91

Jumlah Data dan Informasi 

Perizinan dan Non Perizinan 

Berbasis Sistem Pelayanan 

Perizinan Berusaha Terintegrasi 

Secara Elektronik yang Diolah, 

Dikaji dan Dimanfaatkan

45.00 

Dokumen

45.00 

Dokumen

100

15 Perpustakaan Dispuspa 4.020.817.631 3.912.705.574 97.31

Peningkatan Minat 

Baca Masyarakat
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 

DAERAH KABUPATEN/KOTA

200 200 100 3.378.330.586 3.279.919.968 97.09

Presentase ketercapaian pelayanan umum dan 

kepegawaian perangkat daerah

100.00% 100.00% 100

Presentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja 

OPD, dan keuangan perangkat daerah

100.00% 100.00% 100

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 

Kinerja Perangkat Daerah

6 6 100 10.000.000 9.996.122 99.96

Jumlah dokumen perencanaan evaluasi dan 

pelaporan perangkat daerah

6.00 

dokumen

6.00 

dokumen

100

Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Perangkat Daerah

2 2 100 5.000.000 4.999.270 99.99

Jumlah Dokumen Perencanaan 

Perangkat Daerah

2.00 

dokumen

2.00 

dokumen

100

Koordinasi dan Penyusunan 

Laporan Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

4 4 100 5.000.000 4.996.852 99.94

Jumlah Laporan Capaian Kinerja 

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 

SKPD dan Laporan Hasil 

Koordinasi Penyusunan Laporan 

Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD

4.00 

dokumen

4.00 

dokumen

100

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9 9 100 2.664.185.735 2.586.769.981 97.09

Jumlah kegiatan yang dikelola 9.00 

kegiatan

9.00 

kegiatan

100
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Lampiran 3.1.2.  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiKebijakan
SKPD/Unit 

Kerja
UrusanNo.

Kinerja

Uraian Program/Kegiatan

Penyediaan Gaji dan Tunjangan 

ASN

28 28 100 2.611.441.955 2.534.026.322 97.04

Jumlah Orang yang Menerima 

Gaji dan Tunjangan ASN

28.00 

orang/bulan

28.00 

orang/bulan
100

Pelaksanaan Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi Keuangan 

SKPD

13 13 100 52.743.780 52.743.659 100

Jumlah Dokumen Penatausahaan 

dan Pengujian/Verifikasi 

Keuangan SKPD

13.00 

laporan

13.00 

laporan

100

Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 100 100 104.345.061 104.048.600 99.72

Jumlah pelayanan administrasi umum yang 

dilaksanakan

100.00% 100.00% 100

Penyediaan Bahan Bacaan dan 

Peraturan Perundang-undangan

20 20 100 25.200.000 24.996.500 99.19

Jumlah Dokumen Bahan Bacaan 

dan Peraturan Perundang-

Undangan yang Disediakan

20.00 

dokumen

20.00 

dokumen

100

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi SKPD

121 121 100 79.145.061 79.052.100 99.88

Jumlah Laporan 

Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi SKPD

121.00 

laporan

121.00 

laporan

100

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

2 2 100 183.380.000 179.139.288 97.69

Jumlah pelayanan jasa penunjang urusan 

pemerintahan daerah

2.00 

layanan

2.00 

layanan

100

Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3200 3200 100 10.880.000 10.854.675 99.77

Jumlah Laporan Penyediaan 

Jasa Surat Menyurat

3200.00 

laporan

3200.00 

laporan

100

Penyediaan Jasa Komunikasi, 

Sumber Daya Air dan Listrik

180 180 100 172.500.000 168.284.613 97.56

Jumlah Laporan Penyediaan 

Jasa Komunikasi, Sumber Daya 

Air dan Listrik yang Disediakan

180.00 

laporan

180.00 

laporan

100
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Lampiran 3.1.2.  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiKebijakan
SKPD/Unit 

Kerja
UrusanNo.

Kinerja

Uraian Program/Kegiatan

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah

37 37 100 416.419.790 399.965.977 96.05

Jumlah barang milik daerah penunjang 

urusan pemerintah daerah

37.00 unit 37.00 unit 100

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 

Biaya Pemeliharaan dan Pajak 

Kendaraan Perorangan Dinas atau 

Kendaraan Dinas Jabatan

15 15 100 136.743.900 128.550.867 94.01

Jumlah Kendaraan Perorangan 

Dinas atau Kendaraan Dinas 

Jabatan yang Dipelihara dan 

dibayarkan Pajaknya

15.00 unit 15.00 unit 100

Pemeliharaan Mebel 8 8 100 2.500.000 2.500.000 100

Jumlah Mebel yang Dipelihara 8.00 unit 8.00 unit 100

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 

Lainnya

4 4 100 2.270.000 2.085.000 91.85

Jumlah Peralatan dan Mesin 

Lainnya yang Dipelihara

4.00 unit 4.00 unit 100

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung 

Kantor dan Bangunan Lainnya

6 6 100 274.905.890 266.830.110 97.06

Jumlah Gedung Kantor dan 

Bangunan Lainnya yang 

Dipelihara/Direhabilitasi

6.00 unit 6.00 unit 100

Peningkatan Minat 

Baca Masyarakat
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 165.39 165.39 100 642.487.045 632.785.606 98.49

Angka kepuasan pemustaka 81.00 

angka

81.00 

angka

100

Rasio judul koleksi bahan pustaka di Perpustakaan 

Kabupaten

0.02% 0.02% 100

Rasio Pustakawan dan Tenaga Teknis perpustakaan yang 

mengikuti bimtek sosialisai dan workshop

84.37% 84.37% 100

Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah 

kabupaten/Kota

27456 27456 100 440.866.275 432.940.565 98.2

Jumlah pengunjung 27456.00 

orang

27456.00 

orang

100

Pengembangan dan Pemeliharaan 

Layanan Perpustakaan Elektronik

3 3 100 416.866.275 409.324.085 98.19
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Lampiran 3.1.2.  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiKebijakan
SKPD/Unit 

Kerja
UrusanNo.

Kinerja

Uraian Program/Kegiatan

Jumlah Layanan Perpustakaan 

Elektronik yang Dikembangkan 

dengan Manajemen Layanan TIK 

Berbasis ISO20000 (ITSM : 

Information Technology Service 

Management)

3.00 

layanan

3.00 

layanan

100

Pengembangan Kekhasan Koleksi 

Perpustakaan Daerah Tingkat 

Daerah Kabupaten/Kota

10 10 100 24.000.000 23.616.480 98.4

Jumlah Koleksi Perpustakaan 

Khas Daerah Tingkat 

Kabupaten/Kota yang 

Dikembangkan

10.00 

eksemplar

10.00 

eksemplar

100

Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota

4 4 100 201.620.770 199.845.041 99.12

Jumlah jenis media promosi 4.00 media 

promisi

4.00 media 

promisi

100

Pengembangan Literasi Berbasis 

Inklusi Sosial

3 3 100 201.620.770 199.845.041 99.12

Jumlah Perpustakaan Berbasis 

Inklusi Sosial di Wilayah 

Kabupaten/Kota yang 

Dikembangkan

3.00 

perpustaka

an

3.00 

perpustaka

an

100

16 Kepemudaan 

dan Olah 

Raga

Disparpora 46.517.449.329 45.528.306.382 97.87

Peningkatan 

Kapasitas Daya 

Saing 

Kepemudaan dan 

Olahraga

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 

DAERAH KABUPATEN/KOTA

100 100 100 5.873.453.013 5.601.171.028 95.36

Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja 

OPD, dan keuangan perangkat daerah

100.00% 100.00% 100

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 

Kinerja Perangkat Daerah

33 33 100 39.999.385 39.983.511 99.96

Jumlah dokumen Perencanaan, 

Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah yang tersusun

33.00 

dokumen

33.00 

dokumen

100

Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Perangkat Daerah

4 4 100 19.999.960 19.987.731 99.94
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Lampiran 3.1.2.  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiKebijakan
SKPD/Unit 

Kerja
UrusanNo.

Kinerja

Uraian Program/Kegiatan

Jumlah Dokumen Perencanaan 

Perangkat Daerah

4.00 

dokumen

4.00 

dokumen

100

Koordinasi dan Penyusunan 

Laporan Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

5 5 100 7.999.810 7.996.690 99.96

Jumlah Laporan Capaian Kinerja 

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 

SKPD dan Laporan Hasil 

Koordinasi Penyusunan Laporan 

Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD

5.00 

laporan

5.00 

laporan

100

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 24 24 100 11.999.615 11.999.090 100

Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah

24.00 

laporan

24.00 

laporan

100

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 12 12 100 4.458.580.614 4.219.422.126 94.64

Frekuensi penyediaan jasa Administrasi 

Keuangan Perangkat Daerah

12.00 

bulan

12.00 

bulan

100

Penyediaan Gaji dan Tunjangan 

ASN

48 48 100 4.383.951.614 4.149.595.678 94.65

Jumlah Orang yang Menerima 

Gaji dan Tunjangan ASN

48.00 

orang/bula

n

48.00 

orang/bula

n

100

Koordinasi dan Pelaksanaan 

Akuntansi SKPD

12 12 100 937 936.775 99.98

Jumlah Dokumen Koordinasi dan 

Pelaksanaan Akuntansi SKPD

12.00 

dokumen

12.00 

dokumen

100

Koordinasi dan Penyusunan 

Laporan Keuangan Akhir Tahun 

SKPD

1 1 100 824 823.925 99.99

Jumlah Laporan Keuangan Akhir 

Tahun SKPD dan Laporan Hasil 

Koordinasi Penyusunan Laporan 

Keuangan Akhir Tahun SKPD

1.00 

laporan

1.00 

laporan

100
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Lampiran 3.1.2.  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiKebijakan
SKPD/Unit 

Kerja
UrusanNo.

Kinerja

Uraian Program/Kegiatan

Koordinasi dan Penyusunan 

Laporan Keuangan 

Bulanan/Triwulanan/ Semesteran 

SKPD

12 12 100 72.741.000 67.938.998 93.4

Jumlah Laporan Keuangan 

Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran 

SKPD dan Laporan Koordinasi 

Penyusunan Laporan Keuangan 

Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran 

SKPD

12.00 

laporan

12.00 

laporan

100

Penyusunan Pelaporan dan 

Analisis Prognosis Realisasi 

Anggaran

1 1 100 127 126.75 99.8

Jumlah Dokumen Pelaporan dan 

Analisis Prognosis Realisasi 

Anggaran

1.00 

dokumen

1.00 

dokumen

100

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 48 48 100 385.000.000 384.192.140 99.79

Persentase Pelaksanaan Sosialisasi 

Peraturan Perundang-undangan

48.00 

orang

48.00 

orang

100

Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian 

Kinerja Pegawai

2 2 100 135.000.000 134.774.615 99.83

Jumlah Dokumen Monitoring, 

Evaluasi, dan Penilaian Kinerja 

Pegawai

2.00 

dokumen

2.00 

dokumen

100

Sosialisasi Peraturan Perundang-

Undangan

500 500 100 250.000.000 249.417.525 99.77

Jumlah Orang yang Mengikuti 

Sosialisasi Peraturan Perundang-

Undangan

500.00 

orang

500.00 

orang

100

Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 12 100 126.000.000 124.999.963 99.21

Frekuensi penyediaan jasa Administrasi 

Umum Perangkat Daerah

12.00 

bulan

12.00 

bulan

100

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi SKPD

47 47 100 126.000.000 124.999.963 99.21

Jumlah Laporan 

Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi SKPD

47.00 

laporan

47.00 

laporan

100
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Lampiran 3.1.2.  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiKebijakan
SKPD/Unit 

Kerja
UrusanNo.

Kinerja

Uraian Program/Kegiatan

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

12 12 100 442.991.967 417.460.573 94.24

Frekuensi Penyediaan Jasa Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah

12.00 

bulan

12.00 

bulan

100

Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4 4 100 24.000.000 23.956.240 99.82

Jumlah Laporan Penyediaan 

Jasa Surat Menyurat

4.00 

laporan

4.00 

laporan

100

Penyediaan Jasa Komunikasi, 

Sumber Daya Air dan Listrik

12 12 100 97.167.711 78.618.848 80.91

Jumlah Laporan Penyediaan 

Jasa Komunikasi, Sumber Daya 

Air dan Listrik yang Disediakan

12.00 

laporan

12.00 

laporan

100

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 

Kantor

12 12 100 321.824.256 314.885.485 97.84

Jumlah Laporan Penyediaan 

Jasa Pelayanan Umum Kantor 

yang Disediakan

12.00 

laporan

12.00 

laporan

100

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah

12 12 100 420.881.047 415.112.715 98.63

Frekuensi penyediaan jasa Pemeliharaan 

Barang Milik Daerah

12.00 

bulan

12.00 

bulan

100

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 

Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan 

Perizinan Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan

21 21 100 226.000.000 221.831.400 98.16

Jumlah Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan yang 

Dipelihara dan dibayarkan Pajak 

dan Perizinannya

21.00 unit 21.00 unit 100

Pemeliharaan Mebel 10 10 100 10.000.000 9.950.000 99.5

Jumlah Mebel yang Dipelihara 10.00 unit 10.00 unit 100

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 

Lainnya

45 45 100 20.000.000 19.995.000 99.98

Jumlah Peralatan dan Mesin 

Lainnya yang Dipelihara

45.00 unit 45.00 unit 100

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung 

Kantor dan Bangunan Lainnya

2 2 100 164.881.047 163.336.315 99.06
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Lampiran 3.1.2.  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiKebijakan
SKPD/Unit 

Kerja
UrusanNo.

Kinerja

Uraian Program/Kegiatan

Jumlah Gedung Kantor dan 

Bangunan Lainnya yang 

Dipelihara/Direhabilitasi

2.00 unit 2.00 unit 100

Peningkatan 

Kapasitas Daya 

Saing 

Kepemudaan dan 

Olahraga

PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING 

KEPEMUDAAN

46.3 46.3 100 2.940.906.050 2.711.842.974 92.21

Cakupan pembinaan pemuda 46.30% 46.30% 100

Penyadaran, Pemberdayaan, dan 

Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan 

Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, 

Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader 

Kabupaten/Kota

5 5 100 1.061.073.347 959.084.824 90.39

Frekuensi Penyelenggaraan Kegiatan 

Penyadaran, Pemberdayaan, dan 

Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan

5.00 kali 5.00 kali 100

Koordinasi, Sinkronisasi dan 

Penyelenggaraan Peningkatan 

Kapasitas Daya Saing Wira Usaha 

Pemula

25 25 100 40.000.000 35.720.877 89.3

Jumlah Wirausaha Pemuda 

Kabupaten/Kota dari Seluruh 

Kecamatan yang Ditingkatkan 

Kapasitas Daya Saingnya

25.00 

orang

25.00 

orang

100

Koordinasi, Sinkronisasi dan 

Penyelenggaraan Peningkatan 

Kapasitas Daya Saing Pemuda 

Kader Kabupaten/Kota

42 42 100 40.000.000 34.419.905 86.05

Jumlah Pemuda Kader 

Kabupaten/Kota dari seluruh 

Kecamatan yang Ditingkatkan 

Kapasitas Daya Saingnya

42.00 

orang

42.00 

orang

100
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Lampiran 3.1.2.  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiKebijakan
SKPD/Unit 

Kerja
UrusanNo.

Kinerja

Uraian Program/Kegiatan

Pemenuhan Hak Setiap Pemuda 

melalui Perlindungan Pemuda, 

Advokasi, Akses Pengembangan 

Diri, Penggunaan Prasarana dan 

Sarana Tanpa Diskiriminatif, 

Partisipasi Pemuda dalam Proses 

Perencanaan, Pelaksanaan 

Evaluasi dan Pengambilan 

Keputusan Program Strategis 

Kepemudaan

100 100 100 906.073.347 826.304.357 91.2

Jumlah Pemuda Terpenuhi 

Haknya Melalui Perlindungan 

Pemuda, Advokasi, Akses 

Pengembangan Diri, Penggunaan 

Prasarana dan Sarana Tanpa 

Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda 

dalam Proses Perencanaan, 

Pelaksanaan Evaluasi dan 

Pengambilan Keputusan Program 

Strategis Kepemudaan

100.00 

orang

100.00 

orang

100

Pelaksanaan Koordinasi Strategis 

Lintas Sektor Penyelenggaraan 

Pelayanan Kepemudaan melalui 

Implementasi Rencana Aksi 

Daerah/RAD Tingkat

1 1 100 50.000.000 50.000.000 100

Jumlah Dokumen Hasil 

Koordinasi Strategis Lintas Sektor 

Penyelenggaraan Pelayanan 

Kepemudaan Melalui 

Implementasi Rencana Aksi 

Daerah/RAD Tingkat 

Kabupaten/Kota

1.00 

dokumen

1.00 

dokumen

100

Peningkatan Kepemimpinan, 

Kepeloporan dan Kesukarelawanan 

Pemuda

84 14 16.67 25.000.000 12.639.685 50.56 Lomba Kepemudaan yang 

diselenggarakan oleh 

Provinsi tidak 

dilaksanakan sehingga 

anggaran yang 

direncanakan untuk 

penyelenggaraan seleksi 

tingkat Kabupaten tidak 

dapat direalisasikan

Evaluasi, monitoring, dan 

pembinaan oleh atasan 

telah dilaksanakan
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Lampiran 3.1.2.  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiKebijakan
SKPD/Unit 

Kerja
UrusanNo.

Kinerja

Uraian Program/Kegiatan

Jumlah Pemuda yang 

Ditingkatkan Kapasitasnya dalam 

Kepemimpinan, Kepeloporan dan 

Kesukarelawanan 

Kabupaten/Kota dari Seluruh 

Kecamatan

84.00 

orang

14.00 

orang

16.67 Lomba Kepemudaan yang 

diselenggarakan oleh 

Provinsi tidak 

dilaksanakan sehingga 

anggaran yang 

direncanakan untuk 

penyelenggaraan seleksi 

tingkat Kabupaten tidak 

dapat direalisasikan.

Evaluasi, monitoring, dan 

pembinaan oleh atasan 

telah dilaksanakan

Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi 

Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

2 2 100 1.879.832.703 1.752.758.150 93.24

Frekuensi penyelenggaraan kegiatan 

Pembinaan, Pemberdayaan dan 

Pengembangan Organisasi Kepemudaan

2.00 kali 2.00 kali 100

Koordinasi, Sinkronisasi dan 

Pelaksanaan Pemberdayaan 

Pemuda atau Organisasi 

Kepemudaan melalui Kemitraan 

dengan Dunia Usaha

219 201 91.78 1.550.926.653 1.444.710.790 93.15

Jumlah Pemuda Kader yang 

Terfasilitasi Kemitraan dengan 

Dunia Usaha

219.00 

orang

201.00 

orang

91.78

Peningkatan Kapasitas Pemuda 

dan Organisasi Kepemudaan 

Kabupaten/Kota

3 3 100 328.906.050 308.047.360 93.66

Jumlah Dokumen Hasil 

Peningkatan Kapasitas 

Organisasi Kepemudaan

3.00 

dokumen

3.00 

dokumen

100

Peningkatan 

Kapasitas Daya 

Saing 

Kepemudaan dan 

Olahraga

PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING 

KEOLAHRAGAAN

48.43 48.43 100 37.483.090.266 36.995.327.320 98.7

Cakupan pembinaan olahraga 48.43% 48.43% 100

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga 

Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang 

menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

30 30 100 32.824.095.266 32.371.964.967 98.62

Persentase pemenuhan sarana prasarana 

olahraga

30.00% 30.00% 100
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Lampiran 3.1.2.  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiKebijakan
SKPD/Unit 

Kerja
UrusanNo.

Kinerja

Uraian Program/Kegiatan

Koordinasi, Sinkronisasi dan 

Pelaksanaan Penyediaan Sarana 

dan Prasarana Olahraga 

Kabupaten/Kota

52 52 100 32.824.095.266 32.371.964.967 98.62

Jumlah Sarana dan Prasarana 

Olahraga Kabupaten/Kota yang 

Tersedia dan Termanfaatkan

52.00 unit 52.00 unit 100

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga 

Prestasi Tingkat Daerah Provinsi

18 15 83.33 1.337.495.000 1.335.132.578 99.82

Jumlah penyelenggaraan Kegiatan 

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga 

Prestasi

18.00 kali 15.00 kali 83.33

Pembinaan dan Pengembangan 

Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota

100 100 100 1.337.495.000 1.335.132.578 99.82

Jumlah Atlet Berprestasi 

Kabupaten/Kota yang Dilakukan 

Pembinaan dan Pengembangan

100.00 

orang

100.00 

orang

100

Pembinaan dan Pengembangan Organisasi 

Olahraga

21 21 100 2.971.500.000 2.946.500.000 99.16

Jumlah organisasi olahraga yang terfasilitasi 21.00 

organisasi

21.00 

organisasi

100

Pengembangan Organisasi 

Keolahragaan

1 1 100 2.750.000.000 2.750.000.000 100

Jumlah Dokumen Hasil 

Pengembangan Organisasi 

Keolahragaan

1.00 

organisasi

1.00 

organisasi

100

Peningkatan Kerja Sama 

Organisasi Keolahragaan 

Kabupaten/Kota Dengan Lembaga 

Terkait

43 43 100 221.500.000 196.500.000 88.71

Jumlah Dokumen Hasil 

Peningkatan Kerja Sama 

Organisasi Keolahragaan 

Kabupaten/Kota

43.00 

dokumen

43.00 

dokumen

100

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga 

Rekreasi

2 2 100 350.000.000 341.729.775 97.64

Jumlah penyelenggaraan Kegiatan 

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga 

Rekreasi

2.00 kali 2.00 kali 100
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Lampiran 3.1.2.  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiKebijakan
SKPD/Unit 

Kerja
UrusanNo.

Kinerja

Uraian Program/Kegiatan

Penyelenggaraan, Pengembangan 

dan Pemasalan Festival dan 

Olahraga Rekreasi

2 2 100 350.000.000 341.729.775 97.64

Jumlah Dokumen Hasil 

Penyelenggaraan, 

Pengembangan dan Pemasalan 

Festival dan Olahraga Rekreasi

2.00 

dokumen

2.00 

dokumen

100

Peningkatan 

Kapasitas Daya 

Saing 

Kepemudaan dan 

Olahraga

PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS 

KEPRAMUKAAN

28.03 28.03 100 220.000.000 219.965.060 99.98

Cakupan pembinaan kepramukaan 28.03% 28.03% 100

Pembinaan dan Pengembangan Organisasi 

Kepramukaan

2 2 100 220.000.000 219.965.060 99.98

Jumlah penyelenggaraan Kegiatan 

Pembinaan dan Pengembangan Organisasi 

Kepramukaan

2.00 kali 2.00 kali 100

Pengembangan Kapasitas SDM 

Kepramukaan Tingkat Daerah

42 42 100 20.000.000 19.965.060 99.83

Jumlah SDM Kepramukaan 

Tingkat Daerah yang Meningkat 

Kapasitasnya

42.00 

orang

42.00 

orang

100

Penyelenggaraan Kegiatan 

Kepramukaan Tingkat Daerah

1 1 100 200.000.000 200.000.000 100

Jumlah Laporan Kegiatan 

Kepramukaan Tingkat Daerah

1.00 

laporan

1.00 

laporan

100

17 Kearsipan Dispuspa 191.555.415 191.162.665 99.79

Peningkatan 

Pelayanan 

Kearsipan

PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 47.86 47.86 100 191.555.415 191.162.665 99.79

Persentase Pengelolaan Arsip 47.86% 47.86% 100

Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah 

Kabupaten/Kota

16600 16876 101.66 160.099.415 159.799.565 99.81

Jumlah arsip yang dikelola 16600.00 

berkas

16876.00 

berkas

101.66

Pemeliharaan dan Penyusutan 

Arsip Dinamis

16600 16600 100 66.575.765 66.445.615 99.8
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Lampiran 3.1.2.  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiKebijakan
SKPD/Unit 

Kerja
UrusanNo.

Kinerja

Uraian Program/Kegiatan

Jumlah Naskah Dinas yang 

Dilakukan Pemeliharaan dan 

Penyusutan

16600.00 

berkas

16600.00 

berkas

100

Pengawasan Arsip Dinamis 

Kewenangan Kabupaten/Kota

46 46 100 93.523.650 93.353.950 99.82

Jumlah Laporan Hasil 

Pengawasan Arsip Dinamis 

Kewenangan Kabupaten/Kota

46.00 

laporan

46.00 

laporan

100

Pengelolaan Arsip Statis Daerah 

Kabupaten/Kota

800 800 100 31.456.000 31.363.100 99.7

Jumlah pengelolaan arsip statis daerah 800.00 

berkas

800.00 

berkas

100

Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, 

dan Akses Arsip Statis

800 800 100 31.456.000 31.363.100 99.7

Jumlah Arsip Statis yang 

Dilakukan Akusisi, Pengolahan, 

Preservasi dan Akses Arsip Statis

800.00 

arsip

800.00 

arsip

100

18 Pertanahan DPUPR Peningkatan 

cakupan dan 

kualitas layanan 

infrastruktur 

Pekerjaan Umum 

dan penataan 

ruang

PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN 

SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN

100 80 80 148.215.835 61.238.803 41.32

Cakupan layanan kinerja pertanahan 100.00% 80.00% 80

Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan 

Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

20 18 90 148.215.835 61.238.803 41.32 Belanja Sertifikasi tidak 

terealisasi karena data 

administrasi pertanahan 

dari masyarakat belum 

lengkap

Koordinasi dengan 

Pemerintah Desa untuk 

perhitungan kembali 

Rencana Anggaran ke 

depan

Jumlah Dokumen Koordinasi dan 

Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti 

Kerugian dan Santunan Tanah untuk 

Pembangunan oleh Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota

20.00 

Dokumen

18.00 

Dokumen

90

Koordinasi dan Sinkronisasi 

Penyelesaian Masalah Ganti 

Kerugian dan Santunan Tanah 

untuk Pembangunan oleh 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

20 18 90 148.215.835 61.238.803 41.32 Belanja Sertifikasi tidak 

terealisasi karena data 

administrasi pertanahan 

dari masyarakat belum 

lengkap

Koordinasi dengan 

Pemerintah Desa untuk 

perhitungan kembali 

Rencana Anggaran ke 

depan
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Lampiran 3.1.2.  |  Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiKebijakan
SKPD/Unit 

Kerja
UrusanNo.

Kinerja

Uraian Program/Kegiatan

Jumlah Dokumen Koordinasi dan 

Sinkronisasi Penyelesaian 

Masalah Ganti Kerugian dan 

Santunan Tanah untuk 

Pembangunan oleh Pemerintah 

Daerah Kabupaten/Kota

20.00 

Dokumen

18.00 

Dokumen

90
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LAMPIRAN 3.1.3.
Pelaksanaan Urusan Pilihan

PERTANIAN
Dinas Pertanian dan Pangan
Dinas Peternakan dan Perikanan

PERDAGANGAN
Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM

312 PERINDUSTRIAN
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

KELAUTAN DAN PERIKANAN
Dinas Peternakan dan Perikanan

320 TRANSMIGRASI
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

305

308 PARIWISATA
Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga

314



LAMPIRAN 3.1.3. | Pelaksanaan Urusan Pilihan  

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Pertanian Distan 

Pangan

44.246.802.069 42.420.907.896 95.87

Pengembangan 

Produk Pertanian 

Berdaya Saing 

dan Berwawasan 

Lingkungan

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 

DAERAH KABUPATEN/KOTA

100 100 100 20.292.603.000 19.684.645.740 97

Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja 

OPD, dan keuangan perangkat daerah (%)

100.00% 100.00% 100

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 3 3 100 60.000.000 59.820.560 99.7

jumlah kegiatan administrasi kepegawaian 

perangkat daerah yang dilaksanakan

3.00 

kegiatan

3.00 

kegiatan

100

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

2 2 100 205.427.000 196.149.763 95.48

jumlah kegiatan jasa penunjang urusan 

pemerintahan daerah yang terlaksana

2.00 

kegiatan

2.00 

kegiatan

100

Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 12 100 47.027.000 46.952.565 99.84

Jumlah laporan penyediaan jasa 

surat menyurat

12.00 

laporan

12.00 

laporan

100

Penyediaan Jasa Komunikasi, 

Sumber Daya Air dan Listrik

48 48 100 158.400.000 149.197.198 94.19

Jumlah laporan penyediaan jasa 

komunikasi, sumber daya air dan 

listrik

48.00 

laporan/bul

an

48.00 

laporan/bul

an

100

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah

4 4 100 750.000.000 688.619.950 91.82

Jumlah kegiatan pemeliharaan Barang Milik 

Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah

4.00 

kegiatan

4.00 

kegiatan

100

Pemeliharaan Mebel 22 22 100 10.000.000 10.000.000 100

Jumlah mebel yang dipelihara 22.00 unit 22.00 unit 100

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 

Lainnya

31 31 100 30.000.000 29.995.000 99.98

jumlah peralatan dan mesin 

lainnya yang dipelihara

31.00 unit 31.00 unit 100

3.1.3. PELAKSANAAN URUSAN PILIHAN

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi
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LAMPIRAN 3.1.3. | Pelaksanaan Urusan Pilihan  

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana 

dan Prasarana Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya

5 5 100 110.000.000 109.485.516 99.53

jumlah gedung kantor dan 

bangunan lainnya yang 

terpelihara / direhabilitasi

5.00 unit 5.00 unit 100

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 

Pajak dan Perizinan Kendaraan 

Dinas Operasional atau Lapangan

113 113 100 600.000.000 539.139.434 89.86

Jumlah kendaraan dinas 

operasional atau lapangan yang 

dipelihara dan dibayarkan pajak 

dan perizinannya

113.00 unit 113.00 unit 100

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 

Kinerja Perangkat Daerah

3 3 100 55.492.000 55.152.285 99.39

Jumlah Dokumen 

perencanaan,penganggaran dan evaluasi 

kinerja perangkat daerah yang disusun

3.00 

dokumen

3.00 

dokumen

100

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 20 20 100 30.305.400 30.003.160 99

Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah

20.00 

laporan

20.00 

laporan

100

Koordinasi dan Penyusunan 

Laporan Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

10 10 100 10.000.000 9.979.950 99.8

Jumlah Laporan Capaian Kinerja 

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 

SKPD dan Laporan Hasil 

Koordinasi Penyusunan Laporan 

Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD

10.00 

laporan

10.00 

laporan

100

Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Perangkat Daerah

3 3 100 15.186.600 15.169.175 99.89

Jumlah dokumen perencanaan 

perangkat daerah

3.00 

dokumen

3.00 

dokumen

100

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 13 13 100 19.135.884.000 18.599.474.597 97.2

Jumlah dokumen administrasi keuangan 

perangkat daerah yang tersusun

13.00 

dokumen

13.00 

dokumen

100
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LAMPIRAN 3.1.3. | Pelaksanaan Urusan Pilihan  

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Pelaksanaan Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi Keuangan 

SKPD

13 13 100 72.450.000 57.646.050 79.57

Jumlah dokumen penatausahaan 

dan pengujian/verifikasi 

keuangan SKPD

13.00 

dokumen

13.00 

dokumen

100

Penyediaan Gaji dan Tunjangan 

ASN

250 222 88.8 19.063.434.000 18.541.828.547 97.26

Jumlah orang yang menerima gaji 

dan tunjangan ASN

250.00 

orang/bula

n

222.00 

orang/bula

n

88.8

Administrasi barang milik daerah pada 

perangkat daerah

3 3 100 10.000.000 9.737.500 97.38

Jumlah dokumen administrasi barang milik 

daerah pada perangkat daerah yang 

tersusun

3.00 

dokumen

3.00 

dokumen

100

Penatausahaan barang milik daerah 

pada SKPD

8 8 100 10.000.000 9.737.500 97.38

Jumlah laporan penatausahaan 

barang milik daerah pada SKPD

8.00 

laporan

8.00 

laporan

100

Administrasi Umum Perangkat Daerah 2 2 100 75.800.000 75.691.085 99.86

jumlah administrasi umum perangkat daerah 

yang terlaksana

1.00 

kegiatan

1.00 

kegiatan

100

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi SKPD

52 80 153.85 75.800.000 75.691.085 99.86

Jumlah laporan penyelenggaraan 

rapat koordinasi dan konsultasi 

SKPD

52 80 153.85

Pengembangan 

Produk Pertanian 

Berdaya Saing 

dan Berwawasan 

Lingkungan

PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA 

PERTANIAN

2.55 2.55 100 4.268.702.224 4.041.102.626 94.67

Cakupan penyediaan dan pengembangan sarana pertanian 2.55% 2.55% 100

Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 2 2 100 3.778.702.224 3.569.158.250 94.45

Jumlah kelompok tani terfasilitasi kegiatan 

pengawasan penggunaan sarana pertanian

2.00 

kegiatan

2.00 

kegiatan

100
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LAMPIRAN 3.1.3. | Pelaksanaan Urusan Pilihan  

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Pengawasan Penggunaan Sarana 

Pendukung Pertanian sesuai 

dengan Komoditas, Teknologi dan 

Spesifik Lokasi

1 1 100 1.582.176.600 1.534.920.390 97.01

Jumlah pengawasan penggunaan 

sarana pendukung pertanian 

sesuai dengan komoditas, 

teknologi dan sepsifik lokasi

1.00 

laporan

1.00 

laporan

100

Pendampingan Penggunaan 

Sarana Pendukung Pertanian

1 1 100 2.196.525.624 2.034.237.860 92.61

Jumlah pendampingan 

penggunaan sarana pendukung 

pertanian

1.00 

laporan

1.00 

laporan

100

Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) 

Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme 

Kewenangan Kabupaten/Kota

1 1 100 490.000.000 471.944.376 96.32

Jumlah sumber daya genetik (SDG) 

tumbuhan yang dikelola

1.00 

varietas

1.00 

varietas

100

Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman 1 1 100 315.000.000 299.236.413 95

Jumlah pemanfaatan SDG 

hewan/tanaman

1.00 

dokumen

1.00 

dokumen

100

Penjaminan Kemurnian dan 

Kelestarian SDG Hewan/Tanaman

1 1 100 130.000.000 127.883.063 98.37

Jumlah SDG Hewan/Tanaman 

yang dilakukan Pelestarian dan 

Pemurnian

1.00 

varietas

1.00 

varietas

100

Peningkatan Kualitas SDG 

Hewan/Tanaman

1 1 100 45.000.000 44.824.900 99.61

Jumlah pelaksanaan peningkatan 

kualitas SDG hewan/tumbuhan

1.00 

dokumen

1.00 

dokumen

100

Pengembangan 

Produk Pertanian 

Berdaya Saing 

dan Berwawasan 

Lingkungan

PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN 

PRASARANA PERTANIAN

1.75 1.75 100 18.751.903.000 17.775.506.292 94.79

Cakupan penyediaan dan pengembangan prasarana 

pertanian

1.75% 1.75% 100
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LAMPIRAN 3.1.3. | Pelaksanaan Urusan Pilihan  

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Pengembangan Prasarana Pertanian 2 2 100 16.147.000.000 15.269.910.088 94.57

Jumlah kegiatan pengembangan prasarana 

pertanian

2.00 

kegiatan

2.00 

kegiatan

100

Koordinasi dan Sinkronisasi 

Prasarana Pendukung Pertanian 

lainnya

1 1 100 16.122.000.000 15.244.920.188 94.56

Jumlah laporan koordinasi dan 

sinkronisasi prasarana 

pendukung pertanian lainnya

1.00 

laproan

1.00 

laproan

100

Penyusunan Masterplain 

Pengembangan Prasarana, Sarana, 

Kawasan dan Komoditas 

Perkebunan

1 1 100 25.000.000 24.989.900 99.96

Masterplain Pengembangan 

Prasarana, Sarana, Kawasan dan 

Komoditas Perkebunan

1.00 

dokumen

1.00 

dokumen

100

Pembangunan Prasarana Pertanian 13 10 76.92 2.604.903.000 2.505.596.204 96.19

Jumlah prasarana pertanian yang dibangun 13.00 unit 10.00 unit 76.92

Pembangunan, Rehabilitasi dan 

Pemeliharaan Jaringan Irigasi 

Usaha Tani

3 3 100 300.000.000 300.000.000 100

Jumlah Jaringan Irigasi Usaha 

Tani yang Dibangun, 

Direhabilitasi, dan Dipelihara

3.00 unit 3.00 unit 100

Pembangunan, Rehabilitasi dan 

Pemeliharaan Balai Penyuluh di 

Kecamatan serta sarana 

pendukungnya

1 1 100 880.900.000 852.663.480 96.79

jumlah Balai Penyuluh di 

Kecamatan serta sarana 

pendukungnya yang dibangun, 

direhabilitasi dan dipelihara

1.00 unit 1.00 unit 100

Pembangunan, Rehabilitasi dan 

Pemeliharaan Prasarana Pertanian 

Lainnya

3 3 100 1.424.003.000 1.352.932.724 95.01

Jumlah prasaran pertanian 

lainnya yang dibangun, 

direhabilitasi dan dipeliharaan

3.00 unit 3.00 unit 100

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI MAGELANG TAHUN 2023 | 299



LAMPIRAN 3.1.3. | Pelaksanaan Urusan Pilihan  

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Pengembangan 

Produk Pertanian 

Berdaya Saing 

dan Berwawasan 

Lingkungan

PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN 

BENCANA PERTANIAN

9.25 8.04 86.92 133.000.000 121.937.880 91.68

Cakupan pengendalian dan penanggulangan bencana 

pertanian

9.25% 8.04% 86.92

Pengendalian dan Penanggulangan Bencana 

Pertanian Kabupaten/Kota

21 21 100 133.000.000 121.937.880 91.68

jumlah penanggulangan bencana pertanian 

kabupaten

21.00 

kecamatan

21.00 

kecamatan

100

Pengendalian Organisme 

Pengganggu Tumbuhan (OPT) 

Tanaman Pangan, Hortikultura, dan 

Perkebunan

120 120 100 65.845.000 64.767.925 98.36

Jumlah luas serangan organisme 

pengganggu tumbuhan (OPT) 

tanaman pangan, holtikultura, 

dan perkebunan yang 

dikendalikan

120.00 ha 120.00 ha 100

Penanganan Dampak Perubahan 

Iklim (DPI) Tanaman Pangan, 

Hortikultura dan Perkebunan

2500 1032 41.28 67.155.000 57.169.955 85.13

Jumlah area terdampak 

perubahan iklaim (DPI) tanaman 

pangan, holtikultura, dan 

perkebunan yang ditangani

2500.00 ha 1032.00 ha 41.28 tingkat capain 

berdasarkan terjadunya 

bencana pertanian 

(kegagalan panen) 

dengan indikator negatif 

jadi semakin kecil capaian 

semakin baik

Mengurangi dan 

mencegah terjadinya 

bencana pertanian

Pengembangan 

Produk Pertanian 

Berdaya Saing 

dan Berwawasan 

Lingkungan

PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN 100 100 100 10.000.000 9.908.590 99.09

Cakupan perizinan usaha pertanian 100.00% 100.00% 100

Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan 

Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota

1 1 100 10.000.000 9.908.590 99.09

Jumlah kegiatan penerbitan izin usaha 

pertanian yang kegiatan usahanya dalam 

daerah kab/kota

1.00 

kegiatan

1.00 

kegiatan

100
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LAMPIRAN 3.1.3. | Pelaksanaan Urusan Pilihan  

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Pembinaan dan Pengawasan 

Penerapan Izin Usaha Pertanian

1 1 100 10.000.000 9.908.590 99.09

jumlah izin usaha pertanian yang 

dibina dan diawasi

1.00 

laporan

1.00 

laporan

100

Pengembangan 

Produk Pertanian 

Berdaya Saing 

dan Berwawasan 

Lingkungan

PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 42.15 42.15 100 790.593.845 787.806.768 99.65

Cakupan Pembinaan Kelompok Tani 42.15% 42.15% 100

Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 21 21 100 790.593.845 787.806.768 99.65

jumlah pelaksanaan penyuluhan pertanian 21.00 

kecamatan

21.00 

kecamatan

100

Peningkatan Kapasitas 

Kelembagaan Penyuluhan 

Pertanian di Kecamatan dan Desa

10 10 100 490.593.845 488.869.060 99.65

Jumlah kelembagaan penyuluh 

pertanian di kecamatan dan desa 

yang ditingkatkan kapasitasnya

10.00 unit 10.00 unit 100

Pengembangan Kapasitas 

Kelembagaan Petani di Kecamatan 

dan Desa

10 10 100 300.000.000 298.937.708 99.65

Jumlah kelembagaan petani di 

kecamatan dan desa yang 

dikembangkan kapasitasnya

10.00 unit 10.00 unit 100

Dispeterikan 2.091.499.625 2.012.998.554 96.25

Pengembangan 

produk peternakan 

yang berdaya 

saing dan 

berwawasan 

lingkungan

PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA 

PERTANIAN

50 50 100 1.202.796.000 1.175.368.068 97.72

Cakupan Penyediaan dan Pengembangan Sarana 

Produksi Peternakan

50.00% 50.00% 100

Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) 

Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme 

Kewenangan Kabupaten/Kota

12 12 100 70.742.000 66.298.070 93.72

Fasilitasi Pengelolaan Sumber Daya Genetik 

(SDG) Hewan

12.00 

kelompok

12.00 

kelompok

100

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI MAGELANG TAHUN 2023 | 301



LAMPIRAN 3.1.3. | Pelaksanaan Urusan Pilihan  

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman 2 2 100 70.742.000 66.298.070 93.72

Jumlah Pemanfaatan SDG 

Hewan/Tanaman

2.00 

dokumen

2.00 

dokumen

100

Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan 

Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan 

Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota

6 6 100 1.132.054.000 1.109.069.998 97.97

Fasilitasi Peredaran Benih/Bibit Ternak dan 

Hijauan Pakaian Ternak

6.00 

kelompok

6.00 

kelompok

100

Penjaminan Peredaran Benih/Bibit 

Ternak

250 250 100 1.132.054.000 1.109.069.998 97.97

Jumlah Benih/Bibit Ternak yang 

Beredar

250.00 

ekor

250.00 

ekor

100

Pengembangan 

produk peternakan 

yang berdaya 

saing dan 

berwawasan 

lingkungan

PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN 

PRASARANA PERTANIAN

70 70 100 63.549.000 63.268.842 99.56

Cakupan Penyediaan dan Pengembangan Pra Sarana 

Produksi Peternakan

70.00% 70.00% 100

Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan 

Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ 

Kota

100 100 100 63.549.000 63.268.842 99.56

Persentase Pengelolaan Wilayah Sumber 

Bibit Ternak

100.00% 100.00% 100

Pelestarian dan Pemanfaatan 

Wilayah Sumber Bibit Ternak dan 

Rumpun/Galur Ternak

12 12 100 63.549.000 63.268.842 99.56

Jumlah Wilayah Sumber Bibit 

Ternak dan Rumpun/Galur 

Ternak yang Dilestarikan dan 

Dimanfaatkan

12.00 

laporan

12.00 

laporan

100

Pengembangan 

produk peternakan 

yang berdaya 

saing dan 

berwawasan 

lingkungan

PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN 

KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

100 100 100 727.942.125 681.112.662 93.57

Cakupan pencegahan dan penanggulangan penyakit 

hewan

100.00% 100.00% 100
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Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan 

Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan 

Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota

100 100 100 398.070.225 361.780.550 90.88

Persentase pelayanan pencegahan penyakit 

hewan menular

100.00% 100.00% 100

Pengendalian dan Penanggulangan 

Penyakit Hewan dan Zoonosis

52 52 100 398.070.225 361.780.550 90.88

Jumlah Wilayah Pengendalian 

dan Penanggulangan Penyakit 

Hewan dan Zoonosis

52.00 

laporan

52.00 

laporan

100

Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran 

Hewan dan Produk Hewan Daerah 

Kabupaten/Kota

100 100 100 143.771.120 142.676.629 99.24

Persentase Pengawasan Pemasukan dan 

Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan

100.00% 100.00% 100

Penilaian Risiko Penyakit Hewan 

dan Keamanan Produk Hewan

730 730 100 70.795.120 70.091.372 99.01

Jumlah Penilaian Risiko Penyakit 

Hewan dan Keamanan Produk 

Hewan

730.00 

laporan

730.00 

laporan

100

Pengawasan atas Penerapan 

Persyaratan Teknis untuk 

Pemasukan dan/atau Pengeluaran 

Hewan dan Produk Hewan

1000 1000 100 72.976.000 72.585.257 99.46

Jumlah Pengawasan atas 

Penerapan Persyaratan Teknis 

untuk Pemasukan dan/atau 

Pengeluaran Hewan dan Produk 

Hewan

1000.00 

laporan

1000.00 

laporan

100

Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis 

Kesehatan Masyarakat Veteriner

100 100 100 176.100.780 167.271.840 94.99

Persentase Pengawasan Kesehatan 

Masyarakat Veteriner

100.00% 100.00% 100

Pengawasan Peredaran Hewan dan 

Produk Hewan

72 72 100 108.772.500 105.746.140 97.22

Jumlah Pengawasan Peredaran 

Hewan dan Produk Hewan

72.00 

laporan

72.00 

laporan

100

Pengujian Laboratorium Kesehatan 

Masyarakat Veteriner

4 4 100 67.328.280 61.525.700 91.38
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LAMPIRAN 3.1.3. | Pelaksanaan Urusan Pilihan  

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Jumlah Pengujian Laboratorium 

Kesehatan Masyarakat Veteriner

4.00 

dokumen

4.00 

dokumen

100

Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis 

Kesejahteraan Hewan

100 100 100 10.000.000 9.383.643 93.84

Persentase Pengawasaan Persyaratan 

Teknis Kesejahteraan Hewan

100.00% 100.00% 100

Pendampingan Penerapan Unit 

Kesejahteraan Hewan

1 1 100 10.000.000 9.383.643 93.84

Jumlah Pendampingan 

Penerapan Unit Kesejahteraan 

Hewan

1.00 

laporan

1.00 

laporan

0

Pengembangan 

produk peternakan 

yang berdaya 

saing dan 

berwawasan 

lingkungan

PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN 3 3 100 31.000.000 30.809.662 99.39

Cakupan pengawasan peredaran obat hewan 3.00% 3.00% 0

Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub 

Distributor) Obat Hewan

100 100 100 31.000.000 30.809.662 99.39

Persentase pengawasan peredaran obat 

hewan

100.00% 100.00% 100

Pengawasan Pelaksanaan Izin 

Usaha Pengecer Obat Hewan

12 12 100 31.000.000 30.809.662 99.39

Jumlah Izin Usaha Pengecer 

Obat Hewan yang Diawasi

12.00 

laporan

12.00 

laporan

100

Pengembangan 

produk peternakan 

yang berdaya 

saing dan 

berwawasan 

lingkungan

PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 3 3 100 66.212.500 62.439.320 94.3

Cakupan pembinaan kelompok ternak 3.00% 3.00% 0

Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 100 100 100 66.212.500 62.439.320 94.3

Fasilitasi Pembinaan Kelompok Ternak 100.00% 100.00% 100

Pengembangan Kapasitas 

Kelembagaan Petani di Kecamatan 

dan Desa

17 17 100 66.212.500 62.439.320 94.3
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Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Jumlah Kelembagaan Petani di 

Kecamatan dan Desa yang 

Ditingkatkan Kapasitasnya

17.00 unit 17.00 unit 100

2 Perdagangan Disdagkop & 

UKM

10.670.371.925 10.160.540.977 95.22

Peningkatan 

Perdagangan 

Yang Berdaya 

Saing

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI 

PERDAGANGAN

86 86 100 7.541.641.925 7.049.402.363 93.47

Persentase sarana distribusi perdagangan dalam kondisi 

baik

86.00% 86.00% 100

Pembangunan dan Pengelolaan Sarana 

Distribusi Perdagangan

2 2 100 4.037.664.045 3.729.008.347 92.36

Jumlah sarana perdagangan yang terbangun 2.00 Pasar 2.00 Pasar 100

Penyediaan Sarana Distribusi 

Perdagangan

17 17 100 3.017.374.333 2.942.206.334 97.51

Jumlah Sarana Distribusi 

Perdagangan

17.00 Unit 17.00 Unit 100

Fasilitasi Pengelolaan Sarana 

Distribusi Perdagangan

17 17 100 1.020.289.712 786.802.013 77.12

Jumlah Fasilitasi Pengelolaan 

Sarana Distribusi Perdagangan

17.00 Unit 17.00 Unit 100

Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana 

Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah 

Kerjanya

17 17 100 3.503.977.880 3.320.394.016 94.76

Jumlah pengelola sarana distribusi 

perdagangan yang meningkat kualitasnya

17.00 

Pasar

17.00 

Pasar

100

Pembinaan dan Pengendalian 

Pengelola Sarana Distribusi 

Perdagangan

17 17 100 217.400.000 212.906.550 97.93

Jumlah Dokumen Hasil 

Pembinaan dan Pengendalian 

kepada Pengelola Sarana 

Distribusi Perdagangan

17.00 

Dokumen

17.00 

Dokumen

100

Pemberdayaan Pengelola Sarana 

Distribusi Perdagangan

12 12 100 3.286.577.880 3.107.487.466 94.55

Jumlah Dokumen Hasil 

Pembinaan dan Pengendalian 

kepada Pengelola Sarana 

Distribusi Perdagangan

12.00 

Dokumen

12.00 

Dokumen

100
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Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Peningkatan 

Perdagangan 

Yang Berdaya 

Saing

PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN 

POKOK DAN BARANG PENTING

10 10 100 1.158.000.000 1.155.604.902 99.79

Koefisien Variasi Harga 10.00% 10.00% 100

Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di 

Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

96 95 98.96 15.000.000 14.266.150 95.11

Jumlah KPL yang terverifikasi 96.00 KPL 95.00 KPL 98.96

Pemeriksaan Kelengkapan 

Legalitas Dokumen Perizinan

96 95 98.96 7.500.000 6.892.325 91.9

Jumlah Dokumen Kelengkapan 

Legalitas Dokumen Perizinan

96.00 

Dokumen

95.00 

Dokumen

98.96

Pengawasan Pengadaan Pupuk 

dan Pestisida Bersubsidi

24 24 100 7.500.000 7.373.825 98.32

Jumlah Laporan Pengawasan 

Pengadaan Pupuk dan Pestisida 

Bersubsidi

24.00 

Laporan

24.00 

Laporan

100

Pengendalian Harga, dan Stok Barang 

Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di 

Tingkat Pasar Kabupaten/Kota

4 4 100 1.143.000.000 1.141.338.752 99.85

Jumlah pengawasan distribusi Bapokting di 

Agen dan Pasar

4.00 Kali 4.00 Kali 100

Pemantauan Harga dan Stok 

Barang Kebutuhan Pokok dan 

Barang Penting pada Pelaku Usaha 

Distribusi Barang dalam 1 (satu) 

Kabupaten/Kota

12 12 100 10.000.000 9.562.050 95.62

Jumlah Laporan Pemantauan 

Harga dan Stok Barang 

Kebutuhan Pokok dan Barang 

Penting pada Pelaku Usaha 

Distribusi Barang dalam 1 (Satu) 

Kabupaten/Kota

12.00 

Laporan

12.00 

Laporan

100

Pemantauan Harga dan Stok 

Barang Kebutuhan Pokok dan 

Barang Penting pada Pasar Rakyat 

yang Terintegrasi dalam Sistem 

Informasi Perdagangan

280 280 100 83.000.000 82.930.191 99.92
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Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Jumlah Laporan Pemantauan 

Harga dan Stok Barang 

Kebutuhan Pokok dan Barang 

Penting pada Pasar Rakyat yang 

Terintegrasi dalam Sistem 

Informasi Perdagangan

280.00 

Laporan

280.00 

Laporan

100

Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler 

dan Pasar Khusus yang Berdampak 

dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota

5 5 100 1.050.000.000 1.048.846.511 99.89

Jumlah Laporan Pelaksanaan 

Operasi Pasar Reguler dan Pasar 

Khusus yang Berdampak dalam 1 

(Satu) Kabupaten/Kota

5.00 

Laporan

5.00 

Laporan

100

Peningkatan 

Perdagangan 

Yang Berdaya 

Saing

PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR 1 -5.16 -516 1.329.430.000 1.318.733.677 99.2

Peningkatan pertumbuhan ekspor barang non migas 1.00% -5.16% -516

Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui 

Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk 

Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) 

Daerah Kabupaten/Kota

12 12 100 1.329.430.000 1.318.733.677 99.2

Jumlah fasilitasi promosi orientasi ekspor 12.00 Kali 12.00 Kali 100

Pembinaan dan Pengembangan 

Usaha Produk Ekspor Unggulan 

Kabupaten/Kota

31 31 100 1.329.430.000 1.318.733.677 99.2

Jumlah Pelaku Usaha Produk 

Ekspor Unggulan yang Dibina

31.00 

Pelaku 

Usaha

31.00 

Pelaku 

Usaha

100

Peningkatan 

Perdagangan 

Yang Berdaya 

Saing

PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN 

PERUSAHAAN

50 50 100 5.000.000 4.833.720 96.67

Persentase fasilitasi pemenuhan komitmen perizinan 50.00% 50.00% 100

Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan 

Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, 

Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di 

Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota

4 4 100 5.000.000 4.833.720 96.67
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Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Jumlah pengawasan pasar aman dari bahan 

berbahaya

4.00 Kali 4.00 Kali 100

Pengawasan Distribusi, 

Pengemasan dan Pelabelan Bahan 

Berbahaya Terhadap Pengguna 

Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) 

maupun Produsen B2 (P-B2)

4 4 100 5.000.000 4.833.720 96.67

Jumlah Laporan Hasil 

Pengawasan Distribusi, 

Pengemasan dan Pelabelan 

Bahan Berbahaya Terhadap 

Distributor B2, Pengguna Akhir 

Bahan Berbahaya (PA-B2) 

maupun Produsen B2 (P-B2)

4.00 

Laporan

4.00 

Laporan

100

Peningkatan 

Perdagangan 

Yang Berdaya 

Saing

PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN 

KONSUMEN

50 44 88 636.300.000 631.966.315 99.32

Persentase UTTP yang bertanda tera sah 50.00% 44.00% 88

Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera 

Ulang, dan Pengawasan

5 5 100 636.300.000 631.966.315 99.32

Jumlah pelayanan dan pengawasan UTTP 5.00 Kali 5.00 Kali 100

Pelaksanaan Metrologi Legal, 

Berupa Tera, Tera Ulang

5000 5000 100 324.530.000 321.149.766 98.96

Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat 

Timbang, dan Alat Perlengkapan 

Ditera Ulang

5000.00 

Unit

5000.00 

Unit

100

Pengawasan/Penyuluhan Metrologi 

Legal

1500 1500 100 311.770.000 310.816.549 99.69

Jumlah Pelaku Usaha di Bidang 

Metrologi Legal yang Dibina

1500.00 

Orang

1500.00 

Orang

100

3 Pariwisata Disparpora 20.594.862.916 18.960.466.119 92.06

Peningkatan 

Jumlah Kunjungan 

dan Lama Tinggal 

Wisatawan di 

Kabupaten 

Magelang

PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI 

PARIWISATA

41.71 41.71 100 17.681.672.629 16.048.957.875 90.77
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Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Cakupan peningkatan sarana prasarana Daya Tarik Wisata 

dan industri pariwisata dalam kondisi baik

41.71% 41.71% 100

Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 1 1 100 2.560.041.000 2.539.669.718 99.2

Jumlah DTW yang ditata, dikelola dan 

dikembangkan

1.00 DTW 1.00 DTW 100

Pengembangan Daya Tarik Wisata 

Kabupaten/Kota

1 1 100 2.560.041.000 2.539.669.718 99.2

Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata 

Kabupaten/Kota Sesuai dengan 

Tahapan Pengembangan 

(Rintisan, Berkembang, 

Pemantapan, Revitalisasi)

1.00 lokasi 1.00 lokasi 100

Pengelolaan Destinasi Pariwisata 

Kabupaten/Kota

6 6 100 14.981.744.629 13.378.574.139 89.3

Jumlah Destinasi Pariwisata yang di kelola 6.00 DTW 6.00 DTW 100

Perencanaan Destinasi Pariwisata 

Kabupaten/Kota

3 3 100 621.700.000 618.853.786 99.54

Jumlah Dokumen Perencanaan 

Destinasi Pariwisata 

Kabupaten/Kota

3.00 

dokumen

3.00 

dokumen

100

Pengembangan Destinasi 

Pariwisata Kabupaten/Kota

2 0 0 100.000.000 0 0 Kegiatan tidak dapat 

dilaksanakan.

Telah melakukan 

koordinasi dengan 

kementerian dan 

didapatkan hasil bahwa 

Kampung Mataram Kuno 

tidak termasuk dalam 

matriks pembangunan 

kawasan. Informasi 

tersebut diterima setelah 

APBD Perubahan sudah 

disahkan

Jumlah Destinasi Pariwisata 

Kabupaten/Kota yang 

Dikembangkan Sesuai dengan 

Tahapan Pengembangan 

(Rintisan, Berkembang, 

Pemantapan, Revitalisasi)

2.00 lokasi 0.00 lokasi 0 Kegiatan tidak dapat 

dilaksanakan.

Telah melakukan 

koordinasi dengan 

kementerian dan 

didapatkan hasil bahwa 

Kampung Mataram Kuno 

tidak termasuk dalam 

matriks pembangunan 

kawasan. Informasi 

tersebut diterima setelah 

APBD Perubahan sudah 

disahkan
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Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilit

asi Sarana dan Prasarana dalam 

Pengelolaan Destinasi Pariwisata 

Kabupaten/Kota

2 2 100 13.632.210.913 12.175.868.536 89.32

Jumlah Sarana dan Prasarana 

Pengelolaan Destinasi Pariwisata 

Kabupaten/Kota yang Tersedia 

dan Terpelihara

2.00 unit 2.00 unit 100

Pemberdayaan Masyarakat dalam 

Pengelolaan Destinasi Pariwisata 

Kabupaten/Kota

2 2 100 627.833.716 583.851.817 92.99

Jumlah Laporan Hasil 

Pemberdayaan Masyarakat 

dalam Pengelolaan Destinasi 

Pariwisata Kabupaten/Kota

2.00 

laporan

2.00 

laporan

100

Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata 

Daerah Kabupaten/Kota

4 4 100 139.887.000 130.714.018 93.44

Jumlah kegiatan fasilitasi pembinaan pelaku 

usaha pariwisata

4.00 kali 4.00 kali 100

Pembinaan dan Pengawasan Usaha 

Pariwisata

5 5 100 139.887.000 130.714.018 93.44

Jumlah Laporan Hasil Pembinaan 

dan Pengawasan Usaha 

Pariwisata

5.00 

laporan

5.00 

laporan

100

Peningkatan 

Jumlah Kunjungan 

dan Lama Tinggal 

Wisatawan di 

Kabupaten 

Magelang

PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 74.53 74.53 100 1.613.000.000 1.612.022.051 99.94

Cakupan promosi/pemasaran pariwisata 74.53% 74.53% 100

Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri 

Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis 

Pariwisata Kabupaten/Kota

12 12 100 1.613.000.000 1.612.022.051 99.94

Frekuensi pelaksanaan Kegiatan Pemasaran 

Pariwisata

12.00 

bulan

12.00 

bulan

100

Penguatan Promosi melalui Media 

Cetak, Elektronik, dan Media 

Lainnya Baik Dalam dan Luar 

Negeri

9 9 100 1.613.000.000 1.612.022.051 99.94
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Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Jumlah Dokumen Hasil 

Penguatan Promosi Melalui 

Media Cetak, Elektronik, dan 

Media Lainnya Baik Dalam dan 

Luar Negeri

9.00 

dokumen

9.00 

dokumen

100

Peningkatan 

Jumlah Kunjungan 

dan Lama Tinggal 

Wisatawan di 

Kabupaten 

Magelang

PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF 

MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK 

KEKAYAAN INTELEKTUAL

36.84 36.84 100 87.565.000 87.517.950 99.95

Cakupan pemberdayaan masyarakat dalam 

pengembangan pariwisata

36.84% 36.84% 100

Pengembangan Ekosistem Ekonomi KreatifÂ  3 3 100 87.565.000 87.517.950 99.95

Jumlah fasilitasi Kegiatan Pengembangan 

Ekosistem Ekonomi KreatifÂ 

3.00 kali 3.00 kali 100

Fasilitasi Pendanaan dan 

Pembiayaan

2 2 100 52.565.000 52.565.000 100

Jumlah Pendanaan dan 

Pembiayaan bagi Pelaku 

Ekonomi Kreatif

2.00 

laporan

2.00 

laporan

100

Fasilitasi Kekayaan Intelektual 2 2 100 10.000.000 9.999.860 100

Jumlah Dokumen Hasil 

Pencatatan atas Hak Cipta Cipta 

dan Hak Terkait, Pendaftaran 

Hak Kekayaan Industri kepada 

Pelaku Ekonomi Kreatif, serta 

Pemanfaatan Kekayaan 

Intelektual kepada Pelaku 

Ekonomi Kreatif

2.00 

dokumen

2.00 

dokumen

100

Monitoring dan Evaluasi 

Pengembangan Ekosistem 

Ekonomi Kreatif

12 12 100 25.000.000 24.953.090 99.81

Jumlah Dokumen Hasil 

Monitoring dan Evaluasi 

Pengembangan Ekosistem 

Ekonomi Kreatif

12.00 

dokumen

12.00 

dokumen

100
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Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Peningkatan 

Jumlah Kunjungan 

dan Lama Tinggal 

Wisatawan di 

Kabupaten 

Magelang

PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA 

PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

55.88 55.88 100 1.212.625.287 1.211.968.243 99.95

Cakupan pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan 

peningkatan kapasitas ekonomi kreatif

55.88% 55.88% 100

Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber 

Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 

Tingkat Dasar

2 2 100 1.212.625.287 1.211.968.243 99.95

Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan 

Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata 

dan Ekonomi Kreatif

2.00 

kegiatan

2.00 

kegiatan

100

Pengembangan Kompetensi SDM 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 

Tingkat Dasar

200 200 100 324.000.000 323.930.533 99.98

Jumlah SDM Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar 

yang Dikembangkan 

Kompetensinya

200.00 

orang

200.00 

orang

100

Peningkatan Peran Serta 

Masyarakat dalam Pengembangan 

Kemitraan Pariwisata

120 120 100 468.625.287 468.092.235 99.89

Jumlah Orang yang Mengikuti 

Peningkatan Peran Serta 

Masyarakat dalam 

Pengembangan Kemitraan 

Pariwisata

120.00 

orang

120.00 

orang

100

Fasilitasi Pengembangan 

Kompetensi Sumber Daya Manusia 

Ekonomi Kreatif

24 24 100 420.000.000 419.945.475 99.99

Jumlah SDM Ekonomi Kreatif 

yang Mengikuti Fasilitasi 

Pengembangan Kompetensi 

Sumber Daya Manusia Ekonomi 

Kreatif

24.00 

orang

24.00 

orang

100

4 Perindustrian Disperinnaker 4.169.089.950 3.238.529.058 77.68

Pertumbuhan 

Industri
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN 

INDUSTRI

1.2 1.2 100 4.134.089.950 3.212.282.949 77.7
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Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Persentase industri terbina 1.20 

persen

1.20 

persen

100

Penyusunan dan Evaluasi Rencana 

Pembangunan Industri Kabupaten/Kota

260 260 100 4.134.089.950 3.212.282.949 77.7

Jumlah IK terbina 260.00 IK 260.00 IK 100

Koordinasi, Sinkronisasi, dan 

Pelaksanaan Kebijakan Percepatan 

Pengembangan, Penyebaran dan 

Perwilayahan Industri

1 1 100 1.161.989.950 1.125.669.226 96.87

Jumlah Dokumen Hasil 

Koordinasi, Sinkronisasi dan 

Pelaksanaan Kebijakan 

Percepatan, Pengembangan, 

Penyebaran dan Perwilayahan 

Industri

1.00 

dokumen

1.00 

dokumen

100

Koordinasi, Sinkronisasi dan 

Pelaksanaan Pemberdayaan 

Industri dan Peran Serta 

Masyarakat

1 1 100 2.972.100.000 2.086.613.723 70.21 Adanya kesalahan dalam 

memasukkan rekening 

anggaran yang 

seharusnya masuk ke 

belanja peralatan tetapi 

masuk ke belanja modal 

tanah sehingga tidak 

dilaksanakan

Jumlah Dokumen Hasil 

Koordinasi, Sinkronisasi, dan 

Pelaksanaan Pemberdayaan 

Industri dan Peran Serta 

Masyarakat

1.00 

dokumen

1.00 

dokumen

100

Pertumbuhan 

Industri
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI 

NASIONAL

82.47 82.47 100 35.000.000 26.246.109 74.99

Persentase industri yang terfasilitasi lewat SIINas 82.47 82.47 100

Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, 

IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota

82.47 82.47 100 35.000.000 26.246.109 74.99 1. Efisiensi pengadaan 

peralatan pelatihan 2. 

Anggaran sewa tempat 

tdk terserap karena keg di 

BLK 3. Efisiensi belanja 

makan minum dan 

perjalanan dinas

Jumlah Industri yang Tersosialisasi IUI 

melalui SIINAS

82.47 82.47 100

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI MAGELANG TAHUN 2023 | 313



LAMPIRAN 3.1.3. | Pelaksanaan Urusan Pilihan  

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Diseminasi, Publikasi Data 

Informasi dan Analisa Industri 

Kabupaten/Kota mellaui SIINas

1 1 100 20.000.000 14.792.140 73.96 1. Efisiensi pengadaan 

peralatan pelatihan 2. 

Anggaran sewa tempat 

tdk terserap karena keg di 

BLK 3. Efisiensi belanja 

makan minum dan 

perjalanan dinas

Jumlah Dokumen Hasil 

Diseminasi dan Publikasi Data 

Informasi dan Analisis Industri 

Kabupaten/Kota Melalui SIINas

1.00 

dokumen

1.00 

dokumen

100

Pemantauan dan Evaluasi 

Kepatuhan Perusahaan Industri 

dan Perusahaan Kawasan Industri 

Lingkup Kabupaten/Kota dalam 

Penyampaian Data ke SIINas

1 1 100 15.000.000 11.453.969 76.36

Jumlah Dokumen Hasil 

Pemantauan dan Evaluasi 

Kepatuhan Perusahaan Industri 

dan Perusahaan Kawasan 

Industri Lingkup Kabupaten/Kota 

dalam Penyampaian Data ke 

SIINas

1.00 

dokumen

1.00 

dokumen

100

5 Kelautan 

dan 

Perikanan

Dispeterikan 7.936.144.534 7.712.829.735 97.19

Pengembangan 

produk perikanan 

yang berdaya 

saing dan 

berwawasan 

lingkungan

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 

DAERAH KABUPATEN/KOTA

200 200 100 6.540.597.417 6.406.371.642 97.95

Persentase ketercapaian pelayanan umum dan 

kepegawaian perangkat daerah

100.00% 100.00% 100

Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja 

OPD, dan keuangan perangkat daerah

100.00% 100.00% 100

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 

Kinerja Perangkat Daerah

23 23 100 47.822.500 47.211.693 98.72

Jumlah dokumen yang tersusun 23.00 

dokumen

23.00 

dokumen

100

Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Perangkat Daerah

3 3 100 7.562.500 7.323.135 96.83
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Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Jumlah Dokumen Perencanaan 

Perangkat Daerah

3.00 

dokumen

3.00 

dokumen

100

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 20 20 100 40.260.000 39.888.558 99.08

Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah

20.00 

laporan

20.00 

laporan

100

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 100 100 5.427.491.136 5.319.726.576 98.01

Persentase administrasi keuangan yang 

dilaksanakan

100.00% 100.00% 100

Penyediaan Gaji dan Tunjangan 

ASN

52 52 100 5.344.291.136 5.239.292.715 98.04

Jumlah Orang yang Menerima 

Gaji dan Tunjangan ASN

52.00 

orang/bula

n

52.00 

orang/bula

n

100

Penyediaan Administrasi 

Pelaksanaan Tugas ASN

24 24 100 83.200.000 80.433.861 96.68

Jumlah Dokumen Hasil 

Penyediaan Administrasi 

Pelaksanaan Tugas ASN

24.00 

dokumen

24.00 

dokumen

100

Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 100 100 106.794.499 105.571.605 98.85

Persentase administrasi umum yang 

dilaksanakan

100.00% 100.00% 100

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi SKPD

12 12 100 106.794.499 105.571.605 98.85

Jumlah Laporan 

Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi SKPD

12.00 

laporan

12.00 

laporan

100

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

100 100 100 165.502.008 148.930.578 89.99

Persentase penyediaan jasa penunjang yang 

dilaksanakan

100.00% 100.00% 100

Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 12 100 31.950.000 31.946.696 99.99

Jumlah Laporan Penyediaan 

Jasa Surat Menyurat

12.00 

laporan

12.00 

laporan

100

Penyediaan Jasa Komunikasi, 

Sumber Daya Air dan Listrik

12 12 100 133.552.008 116.983.882 87.59
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Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Jumlah Laporan Penyediaan 

Jasa Komunikasi, Sumber Daya 

Air dan Listrik yang Disediakan

12.00 

laporan

12.00 

laporan

100

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah

100 100 100 792.987.274 784.931.190 98.98

Persentase pemeliharaan barang yang 

dilaksanakan

100.00% 100.00% 100

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 

Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan 

Perizinan Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan

52 52 100 351.533.550 345.687.260 98.34

Jumlah Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan yang 

Dipelihara dan dibayarkan Pajak 

dan Perizinannya

52.00 unit 52.00 unit 100

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 

Lainnya

50 50 100 13.572.270 13.571.000 99.99

Jumlah Peralatan dan Mesin 

Lainnya yang Dipelihara

50.00 unit 50.00 unit 100

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana 

dan Prasarana Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya

12 12 100 427.881.454 425.672.930 99.48

Jumlah Sarana dan Prasarana 

Gedung Kantor atau Bangunan 

Lainnya yang 

Dipelihara/Direhabilitasi

12.00 unit 12.00 unit 100

Pengembangan 

produk perikanan 

yang berdaya 

saing dan 

berwawasan 

lingkungan

PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 5 5 100 1.082.915.617 998.811.405 92.23

Cakupan pengembangan budidaya perikanan 5.00% 5.00% 100

Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil 100 100 100 767.163.569 697.928.775 90.98

Cakupan kelompok yang terfasilitasi 

pemberdayaan

100.00% 100.00% 100

Pengembangan Kapasitas Pembudi 

Daya Ikan Kecil

40 40 100 70.000.000 58.178.400 83.11
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Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Jumlah Kelompok Pembudi Daya 

Ikan Kecil yang Mengikuti 

Pengembangan Kapasitas

40.00 

orang

40.00 

orang

100

Pelaksanaan Fasilitasi 

Pembentukan dan Pengembangan 

Kelembagaan Pembudi Daya Ikan 

Kecil

23 23 100 17.582.500 17.105.585 97.29

Jumlah Kelompok Pembudi Daya 

Ikan Kecil yang Mengikuti 

Pembentukan dan 

Pengembangan Kelembagaan

23.00 

kelompok

23.00 

kelompok

100

Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan 

Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, 

Kemitraan Usaha

42 42 100 629.533.665 582.204.592 92.48

Jumlah Kelompok Usaha yang 

terfasilitasi Bantuan Pendanaan, 

Bantuan Pembiayaan, Kemitraan 

Usahanya

42.00 

kelompok

42.00 

kelompok

100

Pemberian Pendampingan, 

Kemudahan Akses Ilmu 

Pengetahuan, Teknologi dan 

Informasi, serta Penyelenggaraan 

Pendidikan dan Pelatihan

2 2 100 50.047.404 40.440.198 80.8

Jumlah Kelompok Usaha yang 

Memperoleh Pendampingan, 

Kemudahan Akses Ilmu 

Pengetahuan, Teknologi dan 

Informasi, serta Penyelenggaraan 

Pendidikan dan Pelatihan

2.00 

kelompok

2.00 

kelompok

100

Pengelolaan Pembudidayaan Ikan 100 100 100 315.752.048 300.882.630 95.29

Pengelolaan sarana prasarana budidaya ikan 100.00% 100.00% 100

Penjaminan Ketersediaan Sarana 

Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) 

Daerah Kabupaten/Kota

1 1 100 192.952.048 192.113.285 99.57

Jumlah Sarana Pembudidayaan 

Ikan dalam 1 (Satu) Daerah 

Kabupaten/Kota

1.00 unit 1.00 unit 100
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Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Pengelolaan Kesehatan Ikan dan 

Lingkungan Budidaya dalam 1 

(satu) Daerah Kabupaten/Kota

2 2 100 50.000.000 40.643.425 81.29

Jumlah Hasil Ikan dan 

Lingkungan Budidaya dalam 1 

(Satu) Daerah Kabupaten/Kota 

yang Teruji Melalui Pengelolaan 

Kesehatan Ikan

2.00 

dokumen

2.00 

dokumen

100

Pembinaan dan Pemantauan 

Pembudidayaan Ikan di Darat

120 120 100 72.800.000 68.125.920 93.58

Jumlah Pembudidaya yang 

Memperoleh Pembinaan dan 

Pemantauan Pembudidayaan 

Ikan di Darat

120.00 

orang

120.00 

orang

100

Pengembangan 

produk perikanan 

yang berdaya 

saing dan 

berwawasan 

lingkungan

PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN 

DAN PERIKANAN

9.6 9.6 100 34.650.000 31.899.319 92.06

Cakupan pengembangan pengawasan sumberdaya 

perikanan

9.60% 9.60% 100

Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah 

Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air 

Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam 

Kabupaten/Kota

105 105 100 34.650.000 31.899.319 92.06

Persentase penebaran ikan di perairan 

umum

100.00% 100.00% 100

Jumlah lokasi pengawasan sungai dan 

genangan air lainnya

5.00 lokasi 5.00 lokasi 100

Pengawasan Usaha Perikanan 

Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, 

Waduk, Rawa, dan Genangan Air 

Lainnya yang dapat Diusahakan 

dalam Kabupaten/Kota

4 4 100 34.650.000 31.899.319 92.06
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Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Jumlah Dokumen Hasil 

Pengawasan Sumber Daya 

Perikanan Tangkap di Wilayah 

Sungai, Danau, Waduk, Rawa, 

dan Genangan Air Lainnya yang 

Dapat Diusahakan dalam 

Kabupaten/Kota

4.00 

dokumen

4.00 

dokumen

100

Pengembangan 

produk perikanan 

yang berdaya 

saing dan 

berwawasan 

lingkungan

PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL 

PERIKANAN

25.5 25.5 100 277.981.500 275.747.369 99.2

Angka konsumsi ikan 20.50 

kg/kapita/t

h

20.50 

kg/kapita/t

h

100

Cakupan optimalisasi pengelolaan dan pemasaran 

produksi perikanan

5.00% 5.00% 100

Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan 

Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan 

Kecil

100 100 100 30.000.000 29.630.764 98.77

Persentase Pelayanan Tanda Daftar Usaha 

Pengolahan Hasil Perikanan

100.00% 100.00% 100

Penyediaan Data dan Informasi 

Usaha Pemasaran dan Pengolahan 

Hasil Perikanan dalam 1 (satu) 

Daerah Kabupaten/Kota

12 12 100 30.000.000 29.630.764 98.77

Jumlah Data dan Informasi 

Usaha Pemasaran dan 

Pengolahan Hasil Perikanan 

berdasarkan Skala Usaha dan 

Risiko

12.00 

dokumen

12.00 

dokumen

100

Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan 

Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala 

Mikro dan Kecil

100 100 100 51.400.000 50.906.810 99.04

Persentase Pembinaan Mutu Olahan Hasil 

Perikanan

100.00% 100.00% 100
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Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Pelaksanaan Bimbingan dan 

Penerapan Persyaratan atau 

Standar pada Usaha Pengolahan 

dan Pemasaran Skala Mikro dan 

Kecil

140 140 100 51.400.000 50.906.810 99.04

Jumlah Unit Usaha Pengolahan 

dan Pemasaran Hasil Perikanan 

yang Mendapatkan Pembinaan 

Terhadap Penerapan 

Persyaratan Perizinan Berusaha 

pada Usaha Pengolahan dan 

Pemasaran Hasil Perikanan 

Sesuai Skala Usaha dan Risiko

140.00 unit 

usaha

140.00 unit 

usaha

100

Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku 

Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah 

Kabupaten/ Kota

100 100 100 196.581.500 195.209.795 99.3

Persentase fasilitasi pemasaran produk 

perikanan

100.00% 100.00% 100

Peningkatan Ketersediaan Ikan 

untuk Konsumsi dan Usaha 

Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah 

Kabupaten/Kota

1436 1436 100 110.181.500 109.153.875 99.07

Jumlah Peningkatan 

Ketersediaan Ikan untuk 

Konsumsi dan Usaha 

Pengolahan Dalam 1 (Satu) 

Daerah Kabupaten/Kota

1436.00 

ton

1436.00 

ton

100

Pemberian Fasilitas bagi Pelaku 

Usaha Perikanan Skala Mikro dan 

Kecil dalam 1 (satu) Daerah 

Kabupaten/Kota

150 150 100 86.400.000 86.055.920 99.6

Jumlah Pelaku Usaha Perikanan 

Skala Mikro dan Kecil dalam 1 

(Satu) Daerah Kabupaten/Kota 

yang Terfasilitasi

150.00 

pelaku 

usaha 

perikanan

150.00 

pelaku 

usaha 

perikanan

100

6 Transmigrasi Disperinnaker 160.000.000 108.832.313 68.02

Peningkatan 

Produktivitas 

Tenaga Kerja

PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI 80 60 75 160.000.000 108.832.313 68.02
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Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

Cakupan Pembinaan Transmigrasi 80.00 

persen

60.00 

persen

75

Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal 

dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

100 33.33 33.33 160.000.000 108.832.313 68.02 Tidak terserapnya belanja 

perjalanan dinas biasa 

dan belanja sewa 

kendaraan bermotor 

penumpang untuk 

monitoring transmigran yg 

diberangkatkan tahun 

2019 di Kalimantan Utara, 

karena telah melakukan 

koordinasi melalui 

WhatsApp

Persentase pendataan calon transmigran 100 33.33 33.33 Kuota pemindahan 

transmigran yang 

menetukan Kemendes 

Transmigrasi dan PDDT, 

kuota kabupaten 

Magelang direncanakan 5 

KK ternyata hanya 

terealisir 1 KK

Koordinasi dan Sinkronisasi 

Kerjasama Pembangunan 

Transmigrasi yang Berasal dari 1 

(satu) Daerah Kabupaten/Kota

1 1 100 85.000.000 43.031.083 50.62 Tidak terserapnya belanja 

perjalanan dinas biasa 

dan belanja sewa 

kendaraan bermotor 

penumpang untuk 

monitoring transmigran yg 

diberangkatkan tahun 

2019 di Kalimantan Utara, 

karena telah melakukan 

koordinasi melalui 

WhatsApp

Jumlah Laporan Hasil Koordinasi 

dan Sinkronisasi Kerjasama 

Pembangunan Transmigrasi yang 

Berasal dari 1 (Satu) Daerah 

Kabupaten/Kota

1.00 

laporan

1.00 

laporan

100

Pemindahan dan Penempatan 

Transmigran yang Berasal dari 1 

(Satu) Daerah Kabupaten/Kota

5 1 20 75.000.000 65.801.230 87.73

Jumlah Transmigran yang 

Dipindahkan dan Ditempatkan

5.00 KK 1.00 KK 20 Kuota pemindahan 

transmigran yang 

menetukan Kemendes 

Transmigrasi dan PDDT, 

kuota kabupaten 

Magelang direncanakan 5 

KK ternyata hanya 

terealisir 1 KK
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LAMPIRAN 3.1.4.
Pelaksanaan Fungsi Urusan
Penunjang

UNSUR PENDUKUNG

UNSUR PENUNJANG

388

355

532 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah1.
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan 2.
Pengembangan Daerah3.
Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah4.

Sekretariat Daerah1.
Sekretariat DPRD2.

Kecamatan Bandongan
Kecamatan Borobudur
Kecamatan Candimulyo
Kecamatan Dukun
Kecamatan Grabag
Kecamatan Kajoran
Kecamatan Kaliangkrik
Kecamatan Mertoyudan
Kecamatan Mungkid
Kecamatan Muntilan
Kecamatan Ngablak

Kecamatan Ngluwar
Kecamatan Pakis
Kecamatan Salam
Kecamatan Salaman
Kecamatan Sawangan
Kecamatan Secang
Kecamatan Srumbung
Kecamatan Tegalrejo
Kecamatan Tempuran
Kecamatan Windusari

UNSUR PENGAWAS
Inspektorat

UNSUR KEWILAYAHAN396
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1

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Administrasi 

Pemerintahan

Sekretariat 

Daerah

Bag 

Pemerintahan
1.154.339.293 1.151.029.095 99.71

Peningkatan 

kualitas kebijakan 

penyelenggaraan 

pemerintahan dan 

kesejahteraan 

rakyat

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 

DAERAH KABUPATEN/KOTA

200 200 100 296.079.000 295.842.385 99.92

Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja 

OPD, dan keuangan perangkat daerah

100.00 

persen

100.00 

persen

100

Persentase ketercapaian pelayanan umum dan 

kepegawaian perangkat daerah

100.00 

persen

100.00 

persen

100

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8 8 100 20.000.000 19.885.815 99.43

Jumlah kegiatan yang dikelola 8.00 

kegiatan

8.00 

kegiatan

100

Pelaksanaan Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi Keuangan 

SKPD

13 13 100 20.000.000 19.885.815 99.43

Jumlah Dokumen Penatausahaan 

dan Pengujian/Verifikasi 

Keuangan SKPD

13.00 

dokumen

13.00 

dokumen

100

Administrasi Umum Perangkat Daerah 3 3 100 241.184.500 241.130.000 99.98

Jumlah pelayanan administrasi umum yang 

dilaksanakan

3.00 

layanan

3.00 

layanan

100

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi SKPD

200 200 100 241.184.500 241.130.000 99.98

Jumlah Laporan 

Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi SKPD

200.00 

laporan

200.00 

laporan

100

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah

40 40 100 9.970.000 9.970.000 100

3.1.4. PELAKSANAAN FUNGSI URUSAN PENUNJANG

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

UNSUR PENDUKUNG
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Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah

40.00 unit 40.00 unit 100

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 

Lainnya

40 40 100 9.970.000 9.970.000 100

Jumlah Peralatan dan Mesin 

Lainnya yang Dipelihara

40.00 unit 40.00 unit 100

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintah Daerah

2 2 100 15.000.000 15.000.000 100

Jumlah paket pengadaan barang milik 

daerah penunjang urusan pemerintahan

2.00 unit 2.00 unit 100

Pengadaan Peralatan dan Mesin 

Lainnya

2 2 100 15.000.000 15.000.000 100

Jumlah Unit Peralatan dan Mesin 

Lainnya yang Disediakan

2.00 unit 2.00 unit 100

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

1 1 100 9.924.500 9.856.570 99.32

Jumlah pelayanan jasa penunjang urusan 

pemerintahan daerah

1.00 

layanan

1.00 

layanan

100

Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 12 100 9.924.500 9.856.570 99.32

Jumlah Laporan Penyediaan 

Jasa Surat Menyurat

12.00 

laporan

12.00 

laporan

100

Peningkatan 

kualitas kebijakan 

penyelenggaraan 

pemerintahan dan 

kesejahteraan 

rakyat

PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN 

RAKYAT

100 100 100 858.260.293 855.186.710 99.64

Persentase perumusan kebijakan pemerintahan yang 

dijalankan

100.00 

persen

100.00 

persen

100

Administrasi Tata Pemerintahan 3 3 100 778.460.293 775.735.012 99.65

Jumlah dokumen otonomi daerah, 

administrasi pemerintahan dan administrasi 

kewilayahan

3.00 

dokumen

3.00 

dokumen

100

Penataan administrasi 

Pemerintahan

2 2 100 99.540.000 97.998.215 98.45

Jumlah Dokumen Hasil Penataan 

Administrasi Pemerintahan

2.00 

dokumen

2.00 

dokumen

100

Pengelolaan Administrasi 

Kewilayahan

24 24 100 463.385.488 463.235.992 99.97

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI MAGELANG TAHUN 2023 | 323



LAMPIRAN 3.1.4. | Pelaksanaan Fungsi Urusan Penunjang   

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Jumlah Dokumen Hasil 

Pengelolaan Administrasi 

Kewilayahan

24.00 

dokumen

24.00 

dokumen

100

Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi 

Daerah

3 3 100 215.534.805 214.500.805 99.52

Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi 

Pelaksanaan Otonomi Daerah

3.00 

dokumen

3.00 

dokumen

100

Fasilitasi Kerjasama Daerah 35 35 100 79.800.000 79.451.698 99.56

Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerjasama 

Dalam Negeri

35.00 

dokumen

35.00 

dokumen

100

Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri 35 35 100 79.800.000 79.451.698 99.56

Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi 

Kerja Sama Dalam Negeri

35.00 

dokumen

35.00 

dokumen

100

Bagian 

Organisasi 

Setda

359.811.600 354.293.331 98.47

Peningkatan 

Kualitas 

Administrasi 

Umum 

Kesekretariatan 

Daerah

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 

DAERAH KABUPATEN/ KOTA

300 300 100 359.811.600 354.293.331 98.47

Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja 

OPD, dan keuangan perangkat daerah

100.00 

persen

100.00 

persen

100

Persentase ketercapaian pelayanan umum dan 

kepegawaian perangkat daerah

100.00 

persen

100.00 

persen

100

Persentase ketercapaian penataan organisasi 100.00 

persen

100.00 

persen

100

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5 5 100 4.350.000 4.345.400 99.89

Jumlah kegiatan yang dikelola 5 5 100

Pelaksanaan Penatausahaan dan 

Pengujian / Verifikasi Keuangan 

SKPD

3 3 100 4.350.000 4.345.400 99.89

Jumlah Dokumen Penatausahaan 

dan Pengujian/Verifikasi 

Keuangan SKPD

3.00 

dokumen

3.00 

dokumen

100

Administrasi Umum Perangkat Daerah 3 3 100 50.000.000 49.739.427 99.48
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Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Jumlah pelayanan administrasi umum yang 

dilaksanakan

3.00 

layanan

3.00 

layanan

100

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi SKPD

50 50 100 50.000.000 49.739.427 99.48

Jumlah Laporan 

Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi SKPD

50.00 

laporan

50.00 

laporan

100

Penyediaan jasa penunjang urusan 

pemerintahan daerah

3 3 100 5.691.600 5.657.800 99.41

Jumlah pelayanan administrasi umum yang 

dilaksanakan

3.00 

layanan

3.00 

layanan

100

Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 12 100 5.691.600 5.657.800 99.41

Jumlah Laporan Penyediaan 

Jasa Surat Menyurat

12.00 

laporan

12.00 

laporan

100

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah

9 9 100 4.970.000 4.970.000 100

Jumlah barang milik daerah penunjang 

urusan pemerintah daerah

9.00 unit 9.00 unit 100

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 

Lainnya

9 9 100 4.970.000 4.970.000 100

Jumlah peralatan yang dipelihara 9.00 unit 9.00 unit 100

Penataan Organisasi 3 3 100 294.800.000 289.580.704 98.23

Jumlah dokumen penataan organisasi 3.00 

dokumen

3.00 

dokumen

100

Pengelolaan Kelembagaan dan 

Analisis Jabatan

2 2 100 91.600.000 91.586.935 99.99

Jumlah Dokumen Pengelolaan 

Kelembagaan dan Analisis 

Jabatan

2.00 

dokumen

2.00 

dokumen

100

Fasilitasi Pelayanan Publik dan 

Tata Laksana

1 1 100 41.200.000 40.265.374 97.73

Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi 

Pelayanan Publik dan Tata 

Laksana

1.00 

laporan

1.00 

laporan

100

Peningkatan Kinerja dan Reformasi 

Birokrasi

3 3 100 56.000.000 55.392.624 98.92
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Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Jumlah Dokumen Peningkatan 

Kinerja dan Reformasi Birokrasi

3.00 

dokumen

3.00 

dokumen

100

Monitoring, Evaluasi dan 

Pengendalian Kualitas Pelayanan 

Publik dan Tata Laksana

1 1 100 56.000.000 54.627.031 97.55

Jumlah Dokumen Monitoring, 

Evaluasi dan Pengendalian 

Kualitas Pelayanan Publik dan 

Tata Laksana

1.00 

dokumen

1.00 

dokumen

100

Koordinasi dan Penyusunan 

Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

3 3 100 50.000.000 47.708.740 95.42

Jumlah Dokumen Koordinasi dan 

Penyusunan Laporan Kinerja 

Pemerintah Daerah

3.00 

dokumen

3.00 

dokumen

100

Bagian 

Administrasi 

Pembangunan 

Setda

330.136.810 329.518.181 99.81

Peningkatan 

kualitas 

penyusunan 

kebijakan ekonomi 

dan pembangunan

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 

DAERAH KABUPATEN/KOTA

200 200 100 92.633.300 92.444.670 99.8

Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja 

OPD, dan keuangan perangkat daerah

100.00% 100.00% 100

Persentase ketercapaian pelayanan umum dan 

kepegawaian perangkat daerah

100.00% 100.00% 100

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 

Kinerja Perangkat Daerah

3 3 100 20.831.000 20.763.795 99.68

Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan 

pelaporan perangkat daerah yang tersusun

3.00 

dokumen

3.00 

dokumen

100

Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Perangkat Daerah

2 2 100 7.180.000 7.158.290 99.7

Jumlah dokumen perencanaan 

perangkat daerah

2.00 

dokumen

2.00 

dokumen

100

Koordinasi dan Penyusunan 

Laporan Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

5 5 100 8.353.500 8.347.790 99.93
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Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Jumlah laporan capaian kinerja 

dan ikhtisar realisasi kinerja 

SKPD dan laporan hasil 

koordinasi penyusunan laporan 

capaian kinerja dan ikhtisar 

realiasasi kinerja SKPD

5.00 

laporan

5.00 

laporan

100

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8 8 100 5.297.500 5.257.715 99.25

Jumlah laporan evaluasi kinerja 

perangkat daerah

8.00 

laporan

8.00 

laporan

100

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7 7 100 4.290.000 4.287.850 99.95

Jumlah kegiatan yang dikelola 7.00 

kegiatan

7.00 

kegiatan

100

Pelaksanaan Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi Keuangan 

SKPD

3 3 100 4.290.000 4.287.850 99.95

Jumlah dokumen penatausahaan 

dan pengujian/verifikasi 

keuangan SKPD

3.00 

dokumen

3.00 

dokumen

100

Administrasi Umum Perangkat Daerah 3 3 100 53.498.300 53.468.300 99.94

Jumlah pelayanan administrasi umum yang 

terlaksana

3.00 

layanan

3.00 

layanan

100

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi SKPD

2 2 100 53.498.300 53.468.300 99.94

Jumlah laporan penyelenggaraan 

rapat koordinasi dan konsultasi 

SKPD

2.00 

laporan

2.00 

laporan

100

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah 

Daerah

1 1 100 5.994.000 5.984.725 99.85

Jumlah pelayanan jasa penunjang urusan 

pemerintah daerah

1.00 

layanan

1.00 

layanan

100

Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 12 100 5.994.000 5.984.725 99.85

Jumlah laporan penyediaan jasa 

surat-menyurat

12.00 

laporan

12.00 

laporan

100

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintah Daerah

15 15 100 8.020.000 7.940.000 99
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Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Jumlah barang milik daerah penunjang 

urusan pemerintahan daerah

15 15 100

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 

Lainnya

15 15 100 8.020.000 7.940.000 99

Jumlah peralatan dan mesin 

lainnya yang dipelihara

15.00 unit 15.00 unit 100

Peningkatan 

kualitas 

penyusunan 

kebijakan ekonomi 

dan pembangunan

PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 100 100 100 237.503.510 237.073.511 99.82

Cakupan penyusunan pedoman perencanaan, 

pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan 

daerah

100.00% 100.00% 100

Pelaksanaan Administrasi Pembangunan 3 3 100 237.503.510 237.073.511 99.82

Jumlah dokumen perencanaan, 

pengendalian dan pelaporan pembangunan

3.00 

dokumen

3.00 

dokumen

100

Fasilitasi Penyusunan Program 

Pembangunan

1 1 100 23.087.050 23.057.500 99.87

Jumlah dokumen hasil fasilitasi 

penyusunan program 

pembangunan daerah

1.00 

dokumen

1.00 

dokumen

100

Pengendalian dan Evaluasi 

Program Pembangunan

12 12 100 110.521.000 110.404.830 99.89

Jumlah laporan hasil 

pengendalian dan evaluasi 

program pembangunan

12.00 

laporan

12.00 

laporan

100

Pengelolaan Evaluasi dan 

Pelaporan Pelaksanaan 

Pembangunan

28 28 100 103.895.460 103.611.181 99.73

Jumlah laporan hasil pengelolaan 

evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan pembangunan

28.00 

laporan

28.00 

laporan

100

Bagian 

Kesejahteraan 

Rakyat Setda

22.920.058.900 22.732.405.580 99.18
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Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Peningkatan 

kualitas kebijakan 

penyelenggaran 

pemerintah daerah 

dan Kesejahteraan 

Rakyat

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 

DAERAH KABUPATEN/KOTA

100 100 100 63.779.000 48.964.545 76.77

Persentase ketercapaian pelayanan umum dan 

kepegawaian perangkat daerah

100.00% 100.00% 100

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 100 100 8.309.000 8.308.600 100

Jumlah kegiatan yang dikelola 100.00% 100.00% 100

Pelaksanaan Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi Keuangan 

SKPD

100 100 100 8.309.000 8.308.600 100

Jumlah Dokumen Penatausahaan 

dan Pengujian/Verifikasi 

Keuangan SKPD

100.00 

Persen

100.00 

Persen

100

Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 100 100 47.070.000 32.256.100 68.53 Waktu yang Terbatas 

sedangkan Kegiatan 

sudah tercukupi

Proses Perencanaan lebih 

efektif dan efisien

Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi SKPD

100.00 

persen

100.00 

persen

100

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 

dan konsultasi SKPD

100 100 100 47.070.000 32.256.100 68.53 Belum Optimalnya 

Perjalanan Dinas Luar 

Daerah

Perencanaan Lebih Efektif 

dan efisien

Jumlah perjalanan dinas luar 

daerah yang terlaksana

100.00 

persen

100.00 

persen

100

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah

100 100 100 4.020.000 4.020.000 100

Jumlah peralatan yang dipelihara 100.00 

persen

100.00 

persen

100

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 

lainnya

100 100 100 4.020.000 4.020.000 100

Jumlah peralatan yang yang 

dikelola

100.00 

persen

100.00 

persen

100

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

100 100 100 4.380.000 4.379.845 100

Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

100.00 

persen

100.00 

persen

100

Penyediaan Jasa Surat Menyurat 100 100 100 4.380.000 4.379.845 100
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Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Jumlah surat yang dikelola 100.00 

persen

100.00 

persen

100

Peningkatan 

kualitas kebijakan 

penyelenggaraan 

pemerintahan dan 

Kesejahteran 

rakyat

PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN 

RAKYAT

100 100 100 22.856.279.900 22.683.441.035 99.24

Cakupan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 100.00 

persen

100.00 

persen

100

Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 100 100 100 22.856.279.900 22.683.441.035 99.24

Jumlah Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 

dibidang Bina Mental Spiritual, 

Kesejahteraan Rakyat dan Kesejahteraan 

Masyarakat

100.00 

persen

100.00 

persen

100

Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental 

Spiritual

100 100 100 22.662.461.200 22.533.370.855 99.43

Jumlah kebijakan kesra dan 

kemasyarakatan bidang agama, 

pendidikan dan budaya

100.00 

persen

100.00 

persen

100

Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, 

dan Capaian Kinerja terkait 

Kesejahteraan Masyarakat

100 100 100 19.990.000 19.673.175 98.42

Jumlah pelaksanaan kebijakan 

kesra dan kemasyarakatan 

bidang perlindungan perempuan 

dan anak

100.00 

persen

100.00 

persen

100

Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, 

dan Capaian Kinerja terkait 

Kesejahteraan Sosial

100 100 100 173.828.700 130.397.005 75.01 Terbatasnya waktu 

kegiatan

Penyusunan rencana 

kegiatan lebih efektif dan 

efisien

Jumlah dokumen kebijakan kesra 

dan kemasyarakat bidang 

kesejahteraan sosial

100.00 

persen

100.00 

persen

100

Bagian 

Perekonomian 

dan SDA Setda

609.200.142 561.289.262 92.74

Peningkatan 

Perumusan 

Kebijakan 

Ekonomi dan 

Pembangunan

PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 46 46 100 475.648.421 437.239.446 91.92
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Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Jumlah Koordinasi Terkait Kebijakan Perekonomian yang 

dijalankan

24.00 

laporan

24.00 

laporan

100

Jumlah Dokumen Kebijakan Sumber Daya Alam 22.00 

dokumen

22.00 

dokumen

100

Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian 24 24 100 160.955.375 148.307.751 92.14

Jumlah Koordinasi terkait Kebijakan 

Perekonomian Yang Dijalankan

24.00 

laporan

24.00 

laporan

100

Perencanaan dan Pengawasan 

Ekonomi Mikro Kecil

4 4 100 36.037.875 35.461.501 98.4

Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi 

Perencanaan dan Pengawasan 

Ekonomi Mikro Kecil

4.00 

dokumen

4.00 

dokumen

100

Koordinasi, Sinkronisasi, 

Monitoring dan Evaluasi Kebijakan 

Pengelolaan BUMD dan BLUD 

18 18 100 66.100.000 64.775.000 98

Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi, 

dan Evaluasi Kebijakan 

Pengelolaan BUMD dan BLUD

18.00 

dokumen

18.00 

dokumen

100

Pengendalian dan Distribusi 

Perekonomian 

2 2 100 58.817.500 48.071.250 81.73

Jumlah Fasilitasi Koordinasi 

Pengendalian dan Distribusi 

Perekonomian

2.00 

laporan

2.00 

laporan

100

Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam 22 22 100 314.693.046 288.931.695 91.81

Jumlah Dokumen Kebijakan Sumber Daya 

Alam

22.00 

dokumen

22.00 

dokumen

100

Koordinasi, Sinkronisasi, dan 

Evaluasi Kebijakan Pertambangan 

dan Lingkungan Hidup

4 4 100 10.284.266 9.630.150 93.64

Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi, 

dam Evaluasi Pertambangan dan 

Lingkungan Hidup

4.00 

dokumen

4.00 

dokumen

100

Koordinasi, Sinkronisasi, dan 

Evaluasi Kebijakan Energi dan Air

6 6 100 12.517.210 12.127.725 96.89

Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi 

dan Evaluasi Kebijakan Energi 

dan Air

6.00 

dokumen

6.00 

dokumen

100
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Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Koordinasi, Sinkronisasi, dan 

Evaluasi Kebijakan Pertanian, 

Kehutanan, Kelautan dan Perikanan 

12 12 100 291.891.570 267.173.820 91.53

Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi, 

dan Evaluasi Kebijakan 

Pertanian, Kehutanan, Kelautan 

dan Perikanan

12.00 

dokumen

12.00 

dokumen

100

Peningkatan 

kualitas urusan 

pemerintahan 

daerah dibidang 

penataan 

organisasi 

keprotokolan dan 

komunikasi 

pimpinan, 

administrasi 

umum 

kesekretariatan 

daerah

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 

DAERAH KABUPATEN/KOTA

1 1 100 133.551.721 124.049.816 95.64

Jumlah Pelayanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah

1.00 

laporan

1.00 

laporan

100

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

12 12 100 3.132.000 3.131.550 99.99

Jumlah Pelayanan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

12.00 

laporan

12.00 

laporan

100

Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 12 100 3.132.000 3.131.550 99.99

Jumlah Surat yang dikelola 12.00 

laporan

12.00 

laporan

100

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6 6 100 5.832.240 5.791.225 99.3

Jumlah Kegiatan Yang di Kelola 6.00 

kegiatan

6.00 

kegiatan

100

Penyediaan Administrasi 

Pelaksanaan Tugas ASN 

12 12 100 5.832.240 5.791.225 99.3

Jumlah Laporan Keuangan yang 

tersusun

12.00 

dokumen

12.00 

dokumen

100

Administrasi Umum Perangkat Daerah 2 2 100 85.892.481 79.427.341 96.76

Jumlah Pelayanan Administrasi Umum yang 

dilaksanakan

2.00 

layanan

2.00 

layanan

100
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Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi SKPD

68 68 100 84.050.281 77.593.141 96.7

Jumlah Rapat Koordinasi yang 

diselenggarakan

68.00 

dokumen

68.00 

dokumen

100

Penatausahaan Arsip Dinamis Pada 

SKPD

300 300 100 1.842.200 1.834.200 99.57

Jumlah Arsip yang dikelola 300.00 

dokumen

300.00 

dokumen

100

Jumlah Arsip yang dikelola 300.00 

dokumen

300.00 

dokumen

100

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintah Daerah 

2 2 100 32.695.000 29.700.000 90.84

Jumlah Paket Pengadaan Barang Milik 

Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

2.00 paket 2.00 paket 100

Pengadaan Peralatan dan Mesin 

Lainnya 

2 2 100 32.695.000 29.700.000 90.84

Jumlah Paket Pengadaan 

Peralatan Gedung Kantor

2.00 unit 2.00 unit 100

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah

14 14 100 6.000.000 5.999.700 100

Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah

14.00 unit 14.00 unit 100

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 

Lainnya 

14 14 100 6.000.000 5.999.700 bagian

Jumlah Peralatan yang dipelihara 14.00 unit 14.00 unit 100

Bagian Umum 

Setda

25.477.562.707 24.635.336.040 96.69

Peningkatan 

kualitas pelayanan 

publik 

Kesekretariatan 

Daerah

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 

DAERAH KABUPATEN/KOTA

300 300 100 25.477.562.707 24.635.336.040 96.69

Presentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja 

OPD, dan keuangan PD

100.00 

persen

100.00 

persen

100

Persentase ketercapaian pelayanan umum dan 

kepegawaian perangkat daerah

100.00 

persen

100.00 

persen

100

Cakupan peningkatan pelayanan kedinasan KDH/WKDH 100.00 

persen

100.00 

persen

100

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 17 17 100 15.123.162.336 14.740.694.560 97.47
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Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Jumlah kegiatan yang dkelola
17.00 

kegiatan

17.00 

kegiatan

100

Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
150 150 100 14.980.423.536 14.621.349.310 97.6

Jumlah orang Penyediaan Gaji 

dan Tunjangan ASN
150.00 

orang

150.00 

orang

100

Pelaksanaan penatausahaan dan 

pengujian/verifikasi keuangan 

SKPD

13 13 100 142.738.800 119.345.250 83.61

Jumlah laporan keuangan yang 

tersusun
13.00 

dokumen

13.00 

dokumen

100

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1 1 100 37.270.000 36.430.675 97.75

Jumlah pegawai di Setda
1.00 

layanan

1.00 

layanan

100

Pendataan dan Pengolahan 

Administrasi Kepegawaian
12 12 100 37.270.000 36.430.675 97.75

Jumlah dokumen Pendataan dan 

Pengolahan Administrasi 

Kepegawaian

12.00 

dokumen

12.00 

dokumen

100

Administrasi Umum Perangkat Daerah 3 3 100 2.344.152.611 2.285.503.264 97.5

Jumlah pelayanan administrasi umum
3.00 

layanan

3.00 

layanan

100

Penyediaan Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor
70 70 100 166.900.000 166.501.000 99.76

Jumlah Paket Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor
70.00 

paket

70.00 

paket

100

Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 12 100 1.500.504.000 1.486.005.135 99.03

Jumlah laporan Fasilitasi 

Kunjungan Tamu
12.00 

bulan

12.00 

bulan

100

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi SKPD
215 215 100 676.748.611 632.997.129 93.54

Jumlah Laporan 

Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi SKPD

215.00 

laporan

215.00 

laporan

100
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Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Pengadaan barang milik daerah penunjang 

urusan pemerintah daerah
2 2 100 253.030.000 252.687.425 99.86

Jumlah paket pengadaan Barang Milik 

Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
2.00 paket 2.00 paket 100

Pengadaan Mebel 1 1 100 56.610.000 56.344.000 99.53

Jumlah paket mebel yang 

disediakan
1.00 paket 1.00 paket 100

Pengadaan Peralatan dan Mesin 

Lainnya
1 1 100 196.420.000 196.343.425 99.96

Jumlah Unit Peralatan dan Mesin 

Lainnya yang Disediakan
1.00 unit 1.00 unit 100

Penyediaan jasa penunjang urusan 

pemerintahan daerah
4 4 100 2.487.420.960 2.402.299.584 96.58

Jumlah pelayanan Jasa Penunjang Urusan 

pemerintah Daerah
4.00 

layanan

4.00 

layanan

100

Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 12 100 46.998.960 46.968.100 99.93

Jumlah Laporan Penyediaan 

Jasa Surat Menyurat
12.00 

laporan

12.00 

laporan

100

Penyediaan Jasa Komunikasi, 

Sumber Daya Air dan Listrik
36 36 100 1.222.120.000 1.170.322.700 95.76

Jumlah laporan Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber daya air dan 

listrik

36.00 

laporan

36.00 

laporan

100

Penyediaan Jasa Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor
4 4 100 291.551.000 291.390.850 99.95

Jumlah laporan penyediaan jasa 

peralatan dan perlengkapan 

kantor yang disediakan

4.00 

laporan

4.00 

laporan

100

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 

Kantor
21 21 100 926.751.000 893.617.934 96.42

Jumlah Laporan Penyediaan 

Jasa Pelayanan Umum Kantor
21.00 

laporan

21.00 

laporan

100

Administrasi keuangan dan operasional Kepala 

Daerah dan Wakil Kepala Daerah
4 4 100 1.587.886.000 1.298.043.169 81.75
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Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Jumlah Administrasi Keuangan dan 

Operasional Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah

4.00 

layanan

4.00 

layanan

100

Penyediaan Gaji dan Tunjangan 

Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah

2 2 100 180.999.000 174.671.878 96.5

Jumlah orang yang menerima gaji 

dan Tunjangan Kepala Daerah 

dan Wakil Kepala Daerah

2.00 orang 2.00 orang 100

Penyediaan Pakaian Dinas dan 

Atribut Kelengkapan Kepala Daerah 

dan Wakil Kepala Daerah

58 58 100 104.720.000 104.179.870 99.48

Jumlah paket Pakaian dinas dan 

atribut kelengkapan Kepala 

daerah dan Wakil Kepala Daerah 

yang disediakan

58.00 

paket

58.00 

paket

100

Pelaksanaan Medical Check Up 

Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah

8 0 0 20.000.000 0 0 KDH dan WKDH tidak 

menggunakan fasilitasi 

medical chek up

Perencanaan akan lebih 

baik

Jumlah orang yang mengikuti 

Medical Chek up Kepala Daerah 

dan Wakil Kepala Daerah

8.00 orang 0.00 orang 0

Penyediaan Dana Penunjang 

Operasional Kepala Daerah dan 

Wakil Kepala Daerah

20 20 100 1.282.167.000 1.019.191.421 79.49

Jumlah orang yang menerima 

dana penunjang operasional 

Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah

20.00 

orang

20.00 

orang

100

Fasilitasi kerumahtanggaan Sekretariat Daerah 2 2 100 352.125.000 352.125.000 100

Jumlah Fasilitasi Kerumahtanggaan 

Sekretariat Daerah
2.00 

layanan

2.00 

layanan

100

Penyediaan Kebutuhan Rumah 

Tangga Kepala Daerah
12 12 100 202.500.000 202.500.000 100

Jumlah paket kebutuhan Rumah 

tangga Kepala Daerah
12.00 

paket

12.00 

paket

100
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Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Pemeliharaan barang milik daerah penunjang 

urusan pemerintahan daerah
100 100 100 3.292.515.800 3.267.552.363 99.24

Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah
100 100 100

Penyediaan jasa Pemeliharaan, 

Biaya Pemeliharaan dan Pajak 

Kendaraan Perorangan Dinas atau 

Kendaraan Dinas Jabatan

4 4 100 203.865.000 192.424.456 94.39

Jumlah penyediaan jasa 

pemeliharaan, biaya 

pemeliharaan dan pajak 

kendaraan perorangan dinas dan 

kendaraan dinas jabatan

4.00 unit 4.00 unit 100

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 

Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 

Perizinan Kendaraan Dinas 

Operasional dan Lapangan

90 90 100 930.369.600 930.139.669 99.98

Jumlah penyediaan jasa 

pemeliharaan, biaya 

pemeliharaan, pajak dan 

perizinan kendaraan dinas 

operasional atau lapangan

90.00 unit 90.00 unit 100

Pemeliharaan Mebel 8 8 100 81.587.000 79.527.534 97.48

Jumlah paket mebel yang 

disediakan
8.00 unit 8.00 unit 100

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 

Lainnya
44 44 100 164.459.000 161.868.000 98.42

Jumlah unit peralatan dan mesin 

lainnya yang disediakan
44.00 unit 44.00 unit 100

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung 

Kantor dan Bangunan Lainnya

9 9 100 1.912.235.200 1.903.592.704 99.55

Jumlah Pemeliharaan/ 

Rehabilitasi Gedung Kantor dan 

Bangunan Lainnya

9.00 unit 9.00 unit 100
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Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Bagian 

Pengadaan 

Barang dan 

Jasa Setda

588.306.300 586.744.400 99.73

Peningkatan 

Perumusan 

Kebijakan 

Ekonomi dan 

Pembangunan

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 

DAERAH KABUPATEN/KOTA

200 200 100 138.891.286 138.053.098 99.4

Presentase Ketercapaian Perencanaan, Evaluasi Kinerja 

OPD, dan Keuangan Perangkat Daerah

100.00% 100.00% 100

Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum Dan 

Kepegawaian Perangkat Daerah

100.00% 100.00% 100

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6 6 100 3.032.000 3.015.900 99.47

Jumlah kegiatan yang dikelola 6.00 

Kegiatan

6.00 

Kegiatan

100

Pelaksanaan Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi Keuangan 

SKPD

12 12 100 3.032.000 3.015.900 99.47

Jumlah Dokumen Penatausahaan 

dan Pengujian/Verifikasi 

Keuangan SKPD

12.00 

Dokumen

12.00 

Dokumen

100

Administrasi Umum Perangkat Daerah 3 3 100 21.981.786 21.786.598 99.11

Jumlah pelayanan administrasi umum yang 

terlaksana

3.00 

Layanan

3.00 

Layanan

100

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi SKPD

17 17 100 21.981.786 21.786.598 99.11

Jumlah Laporan 

Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi SKPD

17.00 

Laporan

17.00 

Laporan

100

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintah Daerah

1 1 100 99.400.000 98.900.000 99.5

Jumlah paket pengadaan Barang Milik 

Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

1.00 Paket 1.00 Paket 100

Pengadaan Peralatan dan Mesin 

Lainnya

8 8 100 99.400.000 98.900.000 99.5

Jumlah Unit Peralatan dan Mesin 

Lainnya yang Disediakan

8.00 Unit 8.00 Unit 100
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Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

1 1 100 4.297.500 4.266.600 99.28

Jumlah pelayanan jasa penunjang urusan 

pemerintah daerah

1.00 

Layanan

1.00 

Layanan

100

Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 12 100 4.297.500 4.266.600 99.28

Jumlah Laporan Penyediaan 

Jasa Surat Menyurat

12.00 

Laporan

12.00 

Laporan

100

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah

18 18 100 10.180.000 10.084.000 99.06

Jumlah barang milik daerah penunjang 

urusan pemerintah daerah

18.00 Unit 18.00 Unit 100

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 

Lainnya

18 18 100 10.180.000 10.084.000 99.06

Jumlah Peralatan dan Mesin 

Lainnya yang Dipelihara

18.00 Unit 18.00 Unit 100

Peningkatan 

Perumusan 

Kebijakan 

Ekonomi dan 

Pembangunan

PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 3 3 100 449.415.014 448.691.302 99.84

Tingkat Kematangan UKPBJ 3.00 (6/9) 

level 

(progress)

3.00 (8/9) 

level 

(progress)

100

Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 48 48 100 449.415.014 448.691.302 99.84

Jumlah SKPD yang difasilitasi pengadaan 

barang dan jasanya

48.00 

SKPD

48.00 

SKPD

100

Pengelolaan Pengadaan Barang 

dan Jasa

58 58 100 188.483.680 188.183.602 99.84

Jumlah Dokumen Hasil 

Pengelolaan Pengadaan Barang 

dan Jasa

58.00 

Dokumen

58.00 

Dokumen

100

Pengelolaan Layanan Pengadaan 

secara Elektronik

1 1 100 69.851.320 69.803.300 99.93

Jumlah Dokumen Hasil Layanan 

Pengadaan Secara Elektronik

1.00 

Dokumen

1.00 

Dokumen

100

Pembinaan dan Advokasi 

Pengadaan Barang dan Jasa

81 81 100 191.080.014 190.704.400 99.8

Jumlah Orang yang Mengikuti 

Pembinaan dan Advokasi 

Pengadaan Barang dan Jasa

81.00 

Orang

81.00 

Orang

100
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Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Bagian 

Hukum Setda

1.212.772.146 1.167.331.930 96.25

Peningkatan 

Kualitas 

Administrasi 

Umum dan 

Kesekretariatan 

Daerah

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 

DAERAH KABUPATEN/KOTA

200 200 100 188.977.135 185.527.150 98.17

Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja 

OPD, dan keuangan perangkat daerah

100.00% 100.00% 100

Persentase ketercapaian pelayanan umum dan 

kepegawaian perangkat daerah

100.00% 100.00% 100

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6 6 100 10.049.545 9.085.795 90.41

Jumlah kegiatan yang dikelola 6.00 

kegiatan

6.00 

kegiatan

100

Pelaksanaan Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi Keuangan 

SKPD

50 50 100 10.049.545 9.085.795 90.41

Jumlah Dokumen Penatausahaan 

dan Pengujian/Verifikasi 

Keuangan SKPD

50.00 

laporan

50.00 

laporan

100

Administrasi Umum Perangkat Daerah 3 3 100 75.000.000 74.833.705 99.78

Jumlah pelayanan administrasi umum yang 

dilaksanakan

3.00 

layanan

3.00 

layanan

100

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi SKPD

12 12 100 75.000.000 74.833.705 99.78

Jumlah Laporan 

Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi SKPD

12.00 

dokumen

12.00 

dokumen

100

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah

7 10 142.86 6.700.000 6.695.000 99.93

Jumlah barang milik daerah penunjang 

urusan pemerintahan daerah

7.00 unit 10.00 unit 142.86

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 

Lainnya

7 10 142.86 6.700.000 6.695.000 99.93

Jumlah Peralatan dan Mesin 

Lainnya yang Dipelihara

7.00 unit 10.00 unit 142.86
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Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintah Daerah

2 2 100 89.608.550 87.373.550 97.51

Jumlah paket pengadaan barang milik 

daerah penunjang urusan pemerintahan

2.00 paket 2.00 paket 100

Pengadaan Peralatan dan Mesin 

Lainnya

2 2 100 89.608.550 87.373.550 97.51

Jumlah Unit Peralatan dan Mesin 

Lainnya yang Disediakan

2.00 unit 2.00 unit 100

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

1 1 100 7.619.040 7.539.100 98.95

Jumlah pelayanan jasa penunjang urusan 

pemerintahan daerah

1.00 

layanan

1.00 

layanan

100

Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 12 100 7.619.040 7.539.100 98.95

Jumlah Laporan Penyediaan 

Jasa Surat Menyurat

12.00 

laporan

12.00 

laporan

100

Peningkatan 

Kualitas 

Penyusunan 

Kebijakan 

Penyelenggaraan 

Pemerintahan dan 

Kesejahteraan 

Rakyat

PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN 

RAKYAT

100 100 100 1.023.795.011 981.804.780 95.9

Cakupan penyusunan produk hukum daerah, penanganan 

permasalahan hukum dan pendokumentasian produk 

hukum daerah

100.00% 100.00% 100

Fasilitasi dan Koordinasi Hukum 3 3 100 1.023.795.011 981.804.780 95.9

Jumlah Dokumen Fasilitasi dan Koordinasi 

Hukum

3.00 

dokumen

3.00 

dokumen

100

Fasilitasi Bantuan Hukum 67 117 174.63 352.543.000 316.449.520 89.76

Jumlah Kasus yang Mendapatkan 

Fasilitasi Bantuan Hukum

67.00 

kasus

117.00 

kasus

174.63

Fasilitasi Penyusunan Produk 

Hukum Daerah

450 602 133.78 251.083.000 249.798.840 99.49

Jumlah Produk Hukum Daerah 

yang Disusun

450.00 

dokumen

602.00 

dokumen

133.78

Pendokumentasian Produk Hukum 

dan Pengelolaan Informasi Hukum

66 66 100 420.169.011 415.556.420 98.9
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Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Jumlah Produk Hukum dan 

Pengelolaan Informasi Hukum 

yang Didokumentasi

66.00 

dokumen

66.00 

dokumen

100

Bagian 

Protokol dan 

Komunikasi 

Pimpinan 

Setda

741.882.300 738.618.526 99.56

Meningkatnya 

kuaitas 

administrasi 

umum 

kesekretariatan 

daerah

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 

DAERAH KABUPATEN / KOTA 

100 100 100 741.882.300 738.618.526 99.56

Cakupan kinerja layanan keprotokolan dan komunikasi 

pimpinan

100.00 

persen

100.00 

persen

100

Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan 100 100 100 636.573.560 633.502.311 99.52

Jumlah Fasilitasi keprotokolan dan 

komunikasi pimpinan

100.00 

persen

100.00 

persen

100

Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 100 100 100 221.593.560 219.062.930 98.86

Jumlah fasilitasi komunikasi 

pimpinan dan kemitraan dengan 

insan media yang terlaksana

100.00 

persen

100.00 

persen

100

Fasilitasi Keprotokolan 100 100 100 132.800.000 132.614.780 99.86

Jumlah Fasilitasi Keprotokolan 

yang terlaksana

100.00 

persen

100.00 

persen

100

Pendokumentasian Tugas 

Pimpinan 

100 100 100 282.180.000 281.824.601 99.87

Jumlah fasilitasi 

pendokumentasian pimpinan 

yang terlaksana

100.00 

persen

100.00 

persen

100

Pemeliharaan Barang MIlik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintah Daerah 

100 100 100 11.055.000 11.055.000 100

Jumlah barang milik daerah penunjang 

urusan pemerintah daerah

100.00 

persen

100.00 

persen

100

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 

Lainnya 

100 100 100 11.055.000 11.055.000 100

Jumlah peralatan yang 

terpelihara

100.00 

persen

100.00 

persen

100
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Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

100 100 100 38.559.990 38.402.880 99.59

Jumlah pelayanan jasa penunjang urusan 

pemerintahan daerah

100.00 

persen

100.00 

persen

100

Penyediaan jasa surat menyurat 100 100 100 38.559.990 38.402.880 99.59

Jumlah surat yang dikelola 100.00 

persen

100.00 

persen

100

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 100 100 7.698.750 7.694.225 99.94

Jumlah kegiatan yang di kelola 100.00 

persen

100.00 

persen

100

Pelaksanaan penatausahaan dan 

Pengujian / Verifikasi Keuangan 

SKPD 

100 100 100 7.698.750 7.694.225 99.94

Jumlah laporan keuangan yang 

tersusun

100.00 

persen

100.00 

persen

100

Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 100 100 47.995.000 47.964.110 99.94

Jumlah pelayanan administrasi umum yang 

dilaksanakan

100.00 

persen

100.00 

persen

100

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi SKPD 

300 300 100 47.995.000 47.964.110 99.94

Jumlah perjalanan dinas luar 

daerah yang terlaksana

100.00 

persen

100.00 

persen

100

JUmlah perjalanan dinas dalam 

daerah yang terlaksana

100.00 

persen

100.00 

persen

100

Jumlah rapat koordinasi yang di 

selenggarakan

100.00 

persen

100.00 

persen

100

Sekretariat 

DPRD

58.193.498.000 52.521.199.087 90.25

Peningkatan 

Fasilitasi Layanan 

Lembaga DPRD

PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN 

FUNGSI DPRD

608.33 608.33 100 20.360.166.750 15.449.446.172 75.88

Persentase pemenuhan fasilitasi Raperda 100.00% 100.00% 100

Persentase pemenuhan fasilitasi kebijakan anggaran 100.00% 100.00% 100

Persentase pemenuhan fasilitasi rekomendasi DPRD 75.00% 75.00% 100

Persentase pemenuhan fasilitasi peningkatan kapasitas 

DPRD

83.33% 83.33% 100
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Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Persentase fasilitasi penyerapan dan penghimpunan 

aspirasi masyarakat

100.00% 100.00% 100

Persentase pemenuhan fasilitasi pelaksanaan pengawasan 

kode etik DPRD

75.00% 75.00% 100

Persentase pemenuhan fasilitasi tugas DPRD 75.00% 75.00% 100

Pembentukan peraturan daerah dan peraturan 

DPRD

100 100 100 1.783.828.000 1.273.758.970 71.41 Belanja Perjalanan Dinas 

tidak terserap maksimal 

karena jumlah peserta 

tidak semua ikut sesuai 

yang telah dianggarkan 

dan biaya penginapan 

sudah dianggarkan untuk 

lumpsum, namun pada 

saat pelaksanaan Payung 

Hukum yang menjadi 

dasar pelaksanaan 

perjalanan Dinas Anggota 

DPRD secara lumpsum 

belum terbit sehingga 

masih at cost 

Persentase Pemenuhan Fasilitasi Raperda 100.00% 100.00% 100

Penyusunan dan pembahasan 

program pembentukan peraturan 

daerah

3 3 100 12.575.000 4.824.980 38.37 Belanja makanan dan 

minuman rapat tidak 

terserap maksimal karena 

terdapat rapat 

Bapemperda yang 

menggunakan anggaran 

dari pihak Penyedia Jasa

Jumlah Dokumen Hasil 

Penyusunan dan Pembahasan 

Program Pembentukan Peraturan 

Daerah

3.00 

dokumen

3.00 

dokumen

100
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Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Pembahasan Rancangan Peraturan 

Daerah

21 21 100 988.345.000 559.653.600 56.63 Belanja Perjalanan Dinas 

tidak terserap maksimal 

karena jumlah peserta 

tidak semua ikut sesuai 

yang telah dianggarkan 

dan biaya penginapan 

sudah dianggarkan untuk 

lumpsum, namun pada 

saat pelaksanaan Payung 

Hukum yang menjadi 

dasar pelaksanaan 

perjalanan Dinas Anggota 

DPRD SECARA 

LUMPSUM BELUM 

TERBIT SEHINGGA 

MASIH ATCOST

Jumlah Hasil Pembahasan 

Rancangan Peraturan Daerah

21.00 

dokumen

21.00 

dokumen

100

Penyelenggaraan Kajian perundang-

undangan

3 3 100 467.178.000 406.866.830 87.09

Jumlah Dokumen Kajian 

Perundang-undangan

3.00 

dokumen/k

egiatan

3.00 

dokumen/k

egiatan

100

Fasilitasi penyusunan penjelasan 

keterangan dan/atau naskah 

akademik

4 4 100 315.730.000 302.413.560 95.78

Jumlah Dokumen Hasil Naskah 

Akademik

4.00 

dokumen

4.00 

dokumen

100

Pembahasan Kebijakan anggaran 100 100 100 1.147.930.125 1.028.669.429 89.61

Persentase Pemenuhan Fasilitasi Kebijakan 

Anggaran

100.00% 100.00% 100

Pembahasan KUA dan PPAS 9 9 100 284.225.000 283.383.480 99.7

Jumlah Dokumen Hasil 

Pembahasan KUA dan PPAS

9.00 

dokumen

9.00 

dokumen

100

Pembahasan Perubahan KUA dan 

Perubahan PPAS

12 12 100 307.581.000 297.021.204 96.57

Jumlah Dokumen Hasil 

Pembahasan Perubahan KUA 

dan Perubahan PPAS

12.00 

dokumen

12.00 

dokumen

100
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Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Pembahasan APBD 5 5 100 192.594.225 95.639.950 49.66 Untuk anggaran 

perubahan 2023 sudah 

memasukan anggaran 

perjalanan Dinas DPRD 

sesuai Perpres No.53 

Tahun 2023, dikarenakan 

proses penyesuaian 

Perbup baru selesai per 

30 Nopember 2023 

sehingga realisasinya 

masih berdasarkan 

Perpres No.33 tahun 2020

Jumlah Dokumen Hasil 

Pembahasan APBD

5.00 

dokumen

5.00 

dokumen

100

Pembahasan APBD Perubahan 11 11 100 109.449.900 100.169.425 91.52

Jumlah Dokumen Hasil 

Pembahasan APBD Perubahan

11.00 

dokumen

11.00 

dokumen

100

Pembahasan Pertanggungjawaban 

APBD

7 7 100 254.080.000 252.455.370 99.36

Jumlah Dokumen Hasil 

Pembahasan 

Pertanggungjawaban APBD

7.00 

dokumen

7.00 

dokumen

100

Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan 75 75 100 515.905.000 494.948.385 95.94

Persentase Pemenuhan Fasilitasi 

Rekomendasi DPRD

75.00% 75.00% 100

Pengawasan urusan pemerintahan 

bidang pemerintahan dan hukum

20 20 100 53.432.000 48.137.325 90.09

Jumlah Laporan hasil 

pengawasan urusan 

pemerintahan bidang 

pemerintahan dan hukum

20.00 

laporan

20.00 

laporan

100

Pengawasan urusan pemerintahan 

bidang infrastruktur

20 20 100 63.779.000 60.301.975 94.55

Jumlah Laporan hasil 

pengawasan urusan 

pemerintahan bidang infrastruktur

20.00 

laporan

20.00 

laporan

100
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Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Pengawasan urusan pemerintahan 

bidang kesejahteraan rakyat

20 20 100 56.412.000 49.814.850 88.31

Jumlah Laporan hasil 

pengawasan urusan 

pemerintahan bidang 

Kesejahteraan Rakyat

20.00 

laporan

20.00 

laporan

100

Pengawasan urusan pemerintahan 

bidang perekonomian

20 20 100 68.303.000 64.534.830 94.48

Jumlah Laporan hasil 

pengawasan urusan 

pemerintahan bidang 

Perekonomian

20.00 

laporan

20.00 

laporan

100

Pengawasan tindak lanjut hasil 

pemeriksaan laporan keuangan 

oleh badan pemeriksa keuangan 

2 2 100 82.945.000 82.726.175 99.74

Jumlah Dokumen Hasil 

Pengawasan Tindak Lanjut Hasil 

Pemeriksaan Laporan Keuangan 

oleh Badan Pemeriksa Keuangan

2.00 

dokumen

2.00 

dokumen

100

Pembahasan laporan keterangan 

pertanggungjawaban kepala daerah

6 6 100 191.034.000 189.433.230 99.16

Jumlah Rekomendasi Hasil 

Pembahasan Laporan 

Keterangan Pertanggungjawaban 

Kepala Daerah

6.00 

dokumen

6.00 

dokumen

100

Peningkatan Kapasitas DPRD 83.33 83.33 100 4.657.751.000 4.224.132.641 90.69

Persentase pemenuhan fasilitasi peningkatan 

kapasitas DPRD

83.33% 83.33% 100

Pendalaman Tugas DPRD 6 6 100 1.972.349.000 1.880.105.756 95.32

Jumlah Dokumen Hasil 

Pendalaman Tugas DPRD

6.00 

dokumen

6.00 

dokumen

100

Publikasi dan dokumentasi Dewan 139 139 100 2.126.948.000 1.962.998.475 92.29
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Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Jumlah Dokumen 

Penyebarluasan Produk Hukum 

Daerah, Publikasi dan 

Dokumentasi Dewan

139.00 

dokumen

139.00 

dokumen

100

Penyediaan kelompok pakar dan 

tim ahli

6 6 100 30.252.000 10.000.000 33.06 sesuai usulan dari 

Pimpinan terkait kajian 

yang dibahas

Jumlah kelompok pakar dan tim 

ahli

6.00 orang 6.00 orang 100

Penyediaan tenaga ahli fraksi 7 7 100 193.452.000 181.760.000 93.96

Jumlah tenaga ahli fraksi 7.00 orang 7.00 orang 100

Penyusunan Program Kerja DPRD 1 1 100 334.750.000 189.268.410 56.54 Anggaran sudah 

direncanakan secara 

lumpsump namun baru 

diberlakukan pada bulan 

Desember 2023

Jumlah Dokumen Rencana Kerja 

DPRD

1.00 

dokumen

1.00 

dokumen

100

Penyerapan dan penghimpunan aspirasi 

masyarakat

100 100 100 544.982.850 512.289.000 94

Persentase fasilitasi penyerapan dan 

penghimpunan aspirasi masyarakat

100.00% 100.00% 100

Kunjungan kerja dalam daerah 3 3 100 4.980.000 4.823.500 96.86

Jumlah laporan hasil kunjungan 

kerja DPRD

3.00 

laporan

3.00 

laporan

100

Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran 

DPRD

2 2 100 3.002.850 3.002.850 100

Jumlah Dokumen Pokok-pokok 

pikiran DPRD

2.00 

dokumen

2.00 

dokumen

100

Pelaksanaan Reses 3 3 100 537.000.000 504.462.650 93.94

Frekuensi reses DPRD 3.00 kali 3.00 kali 100

Pelaksanaan dan pengawasan Kode etik DPRD 75 75 100 32.661.000 31.358.520 96.01

Persentase Pemenuhan fasilitasi 

pelaksanaan pengawasan kode etik

75.00% 75.00% 100

Pengawasan kode etik DPRD 21 21 100 32.661.000 31.358.520 96.01

Jumlah Laporan Hasil 

Pengawasan Kode Etik DPRD

21.00 

laporan

21.00 

laporan

100
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LAMPIRAN 3.1.4. | Pelaksanaan Fungsi Urusan Penunjang   

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Fasilitasi tugas DPRD 75 75 100 11.677.108.775 7.884.289.227 67.52 Untuk anggaran 

perubahan 2023 sudah 

memasukan anggaran 

perjalanan Dinas DPRD 

sesuai Perpres No.53 

Tahun 2023, dikarenakan 

proses penyesuaian 

Perbup baru selesai per 

30 Nopember 2023 

sehingga realisasinya 

masih berdasarkan 

Perpres No.33 tahun 2020

Persentase Pemenuhan Fasilitasi Tugas 

DPRD

75.00% 75.00% 100

Koordinasi dan konsultasi 

pelaksanaan tugas DPRD

13 13 100 9.077.726.775 6.680.370.854 73.59 Untuk anggaran 

perubahan 2023 sudah 

memasukan anggaran 

perjalanan Dinas DPRD 

sesuai Perpres No.53 

Tahun 2023, dikarenakan 

proses penyesuaian 

Perbup baru selesai per 

30 Nopember 2023 

sehingga realisasinya 

masih berdasarkan 

Perpres No.33 tahun 2020

Jumlah Dokumen Hasil 

Koordinasi dan Konsultasi 

Pelaksanaan Tugas DPRD

13.00 

dokumen

13.00 

dokumen

100

Fasilitasi pelaksanaan tugas badan 

musyawarah

13 11 84.62 577.208.000 330.726.840 57.3 Untuk anggaran 

perubahan 2023 sudah 

memasukan anggaran 

perjalanan Dinas DPRD 

sesuai Perpres No.53 

Tahun 2023, dikarenakan 

proses penyesuaian 

Perbup baru selesai per 

30 Nopember 2023 

sehingga realisasinya 

masih berdasarkan 

Perpres No.33 tahun 2020

Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi 

Pelaksanaan Tugas Badan 

Musyawarah

13.00 

dokumen

11.00 

dokumen

84.62
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LAMPIRAN 3.1.4. | Pelaksanaan Fungsi Urusan Penunjang   

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Fasilitasi tugas pimpinan DPRD 64 64 100 2.022.174.000 873.191.533 43.18 Untuk anggaran 

perubahan 2023 sudah 

memasukan anggaran 

perjalanan Dinas DPRD 

sesuai Perpres No.53 

Tahun 2023, dikarenakan 

proses penyesuaian 

Perbup baru selesai per 

30 Nopember 2023 

sehingga realisasinya 

masih berdasarkan 

Perpres No.33 tahun 2020

Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi 

Tugas Pimpinan DPRD

64.00 

dokumen

64.00 

dokumen

100

Peningkatan 

Fasilitasi Layanan 

Lembaga DPRD

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 

DAERAH KABUPATEN/KOTA

200 200 100 37.833.331.250 37.071.752.915 97.99

Persentase ketercapaian pelayanan umum,dan 

kepegawaian perangkat daerah

100.00% 100.00% 100

Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja 

OPD dan keuangan perangkat daerah

100.00% 100.00% 100

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 

Kinerja Perangkat Daerah

31 31 100 11.212.834 10.988.350 98

Jumlah Dokumen Perencanaan, Pelaporan 

dan Evaluasi

31.00 

dokumen

31.00 

dokumen

100

Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Perangkat Daerah

8 8 100 9.984.834 9.826.300 98.41

Jumlah Dokumen Perencanaan 

Perangkat Daerah

8.00 

dokumen

8.00 

dokumen

100

Koordinasi dan Penyusunan 

Laporan Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

23 23 100 1.228.000 1.162.050 94.63

Jumlah Laporan Capaian Kinerja 

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 

SKPD

23.00 

dokumen

23.00 

dokumen

100

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 100 100 3.359.591.000 3.304.655.901 98.36

Persentase ketercapaian perencanaan, 

evaluasi kinerja OPD dan keuangan 

perangkat daerah

100.00% 100.00% 100

Penyediaan Gaji dan Tunjangan 

ASN

34 34 100 3.281.970.000 3.228.230.051 98.36
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LAMPIRAN 3.1.4. | Pelaksanaan Fungsi Urusan Penunjang   

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Jumlah orang yang menerima 

Gaji dan Tunjangan ASN

34.00 

orang

34.00 

orang

100

Pelaksanaan Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi Keuangan 

SKPD

814 814 100 77.621.000 76.425.850 98.46

Jumlah Dokumen Penatausahaan 

dan Pengujian/Verifikasi 

Keuangan SKPD

814.00 

dokumen

814.00 

dokumen

100

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 127 127 100 641.514.000 486.724.455 75.87 Penyesuaian jadwal 

kegiatan dewan dengan 

jadwal asdeksi (bimtek 

pegawai) sehingga tidak 

terealisasi 1 x asdeksi

Jumlah ASN yang terlayani Administrasi 

Kepegawaian

127.00 

orang

127.00 

orang

100

Pengadaan Pakaian Dinas beserta 

Atribut Kelengkapannya

17 17 100 25.500.000 25.160.000 98.67

Jumlah Paket Pakaian Dinas 

beserta Atribut Kelengkapannya

17.00 

paket

17.00 

paket

100

Bimbingan Teknis Implementasi 

Peraturan Perundang-Undangan

15 11 73.33 616.014.000 461.564.455 74.93 Ada perubahan kegiatan 

Dewan yang semula untuk 

Bimtek Dewan dialihkan 

ke Bintek Parpol yang 

tidak didampingi Setwan

Jumlah Orang yang Mengikuti 

Bimbingan Teknis Implementasi 

Peraturan Perundang-Undangan

15.00 

orang

11.00 

orang

73.33

Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 100 100 553.069.000 486.264.066 87.92

Persentase ketercapaian pelayanan umum 

dan kepegawaian perangkat daerah

100.00% 100.00% 100

Penyediaan Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor

1 1 100 61.691.000 61.190.000 99.19

Jumlah Paket Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor yang 

disediakan

1.00 

dokumen

1.00 

dokumen

100

Penyediaan Bahan Bacaan dan 

Peraturan Perundang-undangan

12 12 100 14.580.000 13.060.000 89.57
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LAMPIRAN 3.1.4. | Pelaksanaan Fungsi Urusan Penunjang   

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Jumlah Dokumen Bahan Bacaan 

dan Peraturan Perundang-

Undangan

12.00 

dokumen

12.00 

dokumen

100

Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 12 100 147.900.000 119.171.340 80.58

Jumlah Laporan Fasilitasi 

Kunjungan Tamu

12.00 

dokumen

12.00 

dokumen

100

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi SKPD

16 15 93.75 321.392.000 285.360.926 88.79

Jumlah Laporan 

Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi SKPD

16.00 

laporan

15.00 

laporan

93.75

Penatausahaan Arsip Dinamis pada 

SKPD

1 1 100 7.506.000 7.481.800 99.68

Jumlah Daftar Arsip Dinamis 

pada SKPD

1.00 daftar 1.00 daftar 100

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah

100 100 100 202.324.000 200.840.000 99.27

Persentase ketercapaian pelayanan umum 

dan kepegawaian perangkat daerah

100.00% 100.00% 100

Pengadaan Mebel 4 4 100 14.000.000 13.800.000 98.57

Jumlah Paket Mebel yang 

disediakan

4.00 set 4.00 set 100

Pengadaan Peralatan dan Mesin 

Lainnya

12 12 100 188.324.000 187.040.000 99.32

Jumlah unit Peralatan dan mesin 

lainnya yang disediakan

12.00 unit 12.00 unit 100

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

100 100 100 163.040.000 141.330.498 86.68

Persentase ketercapaian pelayanan umum 

dan kepegawaian perangkat daerah

100.00% 100.00% 100

Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 12 100 14.240.000 13.957.210 98.01

Jumlah Laporan Penyediaan 

Jasa Surat Menyurat

12.00 

laporan

12.00 

laporan

100

Penyediaan Jasa Komunikasi, 

Sumber Daya Air dan Listrik

12 11 91.67 148.800.000 127.373.288 85.6
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LAMPIRAN 3.1.4. | Pelaksanaan Fungsi Urusan Penunjang   

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Jumlah Laporan Penyediaan 

Jasa Komunikasi, Sumber Daya 

Air dan Listrik yang di sediakan

12.00 

laporan

11.00 

laporan

91.67

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah

100 100 100 1.249.105.950 1.019.653.130 81.63

Persentase ketercapaian pelayanan umum 

dan kepegawaian perangkat daerah

100.00% 100.00% 100

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 

Biaya Pemeliharaan, dan Pajak 

Kendaraan Perorangan Dinas atau 

Kendaraan Dinas Jabatan

17 17 100 367.683.000 305.246.120 83.02

Jumlah Kendaraan Perorangan 

Dinas atau Jabatan yang 

Dipelihara dan dibayarkan 

Pajaknya

17.00 unit 17.00 unit 100

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 

Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 

Perizinan Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan

13 13 100 194.908.000 115.618.683 59.32 Pemakaian anggaran 

sesui dengan kebutuhan 

real perbulan

Penganggaran diatas rata 

rata perbulan untuk 

servise apabila terjadi 

kebutuhan service atau 

perbaikan sewaktu waktu 

dibutuhkan ( dan masih 

dibawah indek)

Jumlah Kendaraan Operasional 

atau Lapangan yang Dipelihara 

dan Dibayarkan Pajak dan 

Perizinannya

13.00 

dokumen

13.00 

dokumen

100

Pemeliharaan Mebel 2 2 100 2.000.000 2.000.000 100

Jumlah Mebel yang dipelihara 2.00 

dokumen

2.00 

dokumen

0

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 

Lainnya

106 106 100 60.980.000 41.905.000 68.72 Servis TV Ruang 

Paripurna, service 

Kamera dan service LCD 

Proyektor sudah masuk 

tempat service tapi 

sampai saat ini belum 

selesai

sudah dilakukan 

pemindahan tempat 

service

Jumlah Pemeliharaan Peralatan 

dan Mesin Lainnya yang 

dipelihara

106.00 

dokumen

106.00 

dokumen

100

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung 

Kantor dan Bangunan Lainnya

12 12 100 623.534.950 554.883.327 88.99
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LAMPIRAN 3.1.4. | Pelaksanaan Fungsi Urusan Penunjang   

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Jumlah Gedung Kantor dan 

Bangunan Lainnya yang 

Dipelihara /Direhabilitasi

12.00 

dokumen

12.00 

dokumen

100

Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 100 100 100 29.802.058.000 29.768.275.925 99.89

Persentase ketercapaian perencanaan, 

evaluasi kinerja OPD dan keuangan 

perangkat daerah

100.00% 100.00% 100

Penyelenggaraan Administrasi 

Keuangan DPRD

50 50 100 29.460.250.000 29.432.349.722 99.91

Jumlah anggota DPRD yang 

menerima Hak Keuangan DPRD

50 50 100

Penyediaan Pakaian Dinas dan 

Atribut DPRD

2 2 100 303.000.000 297.163.100 98.07

Jumlah paket pakaian dinas dan 

atribut yang disediakan

2.00 paket 2.00 paket 100

Pelaksanaan Medical Check Up 

DPRD

44 44 100 38.808.000 38.763.103 99.88

Jumlah orang yang mengikuti 

Medical Check Up DPRD

44.00 

orang

44.00 

orang

100

Layanan Administrasi DPRD 100 100 100 1.851.416.466 1.653.020.590 89.28

Persentase ketercapaian pelayanan umum 

dan kepegawaian perangkat daerah

100.00% 100.00% 100

Fasilitasi Fraksi DPRD 8 8 100 31.750.000 21.750.000 68.5 Menyesuaikan dengan 

agenda fraksi

Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi 

Fraksi DPRD yang terlaksana

8.00 

laporan

8.00 

laporan

100

Fasilitasi Rapat Koordinasi dan 

Konsultasi DPRD

12 11 91.67 1.684.666.466 1.496.270.590 88.82

Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi 

Rapat Koordinasi dan Konsultasi 

DPRD

12.00 

laporan

11.00 

laporan

91.67

Penyediaan Kebutuhan Rumah 

Tangga DPRD

12 12 100 135.000.000 135.000.000 100

Jumlah Paket Kebutuhan Rumah 

Tangga DPRD yang disediakan

12.00 

paket

12.00 

paket

100
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LAMPIRAN 3.1.4. | Pelaksanaan Fungsi Urusan Penunjang   

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Kepegawai

an

BKPPD 68.331.775.657 33.031.500.317 48.34

Peningkatan 

kualitas aparatur
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 

DAERAH KABUPATEN/KOTA

200 187.85 93.93 62.926.970.374 27.775.605.087 44.14

Persentase ketercapaian pelayanan umum dan 

kepegawaian perangkat daerah

100.00 

persen

100.00 

persen

100

Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja 

OPD dan keuangan perangkat daerah

100.00 

persen

87.85 

persen

87.85

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 

Kinerja Perangkat Daerah

27 27 100 21.727.000 21.726.825 100

Jumlah Dokumen Perencanaan dan 

Pelaporan Perangkat Daerah yang tersusun

27.00 

dokumen

27.00 

dokumen

100

Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Perangkat Daerah

2 2 100 10.500.000 10.499.925 100

Jumlah Dokumen Perencanaan 

Perangkat Daerah

2.00 

dokumen

2.00 

dokumen

100

Koordinasi dan Penyusunan 

Laporan Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

25 25 100 11.227.000 11.226.900 100

Jumlah Laporan Capaian Kinerja 

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 

SKPD dan Laporan Hasil 

Koordinasi Penyusunan Laporan 

Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD

25.00 

laporan

25.00 

laporan

100

2. UNSUR PENUNJANG

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi
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LAMPIRAN 3.1.4. | Pelaksanaan Fungsi Urusan Penunjang   

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 10 10 100 61.606.479.484 26.462.997.633 42.95 Amanat Surat 

Kementerian Keuangan 

nomor S-204/PK/2021 

tanggal 13 Desember 

2021 perihal Perhitungan 

Anggaran Pegawai 

Pemerintah dengan 

Perjanjian Kerja (PPPK) 

mengamanatkan alokasi 

DAU untuk gaji guru 

PPPK TA 2021 dan TA 

2022. Sisa alokasi gaji 

PPPK Formasi tahun 

2022 dilanjutkan di 

formasi tahun 2023 dan 

2024 sebagai DAU 

aermark. Penggajian 

PPPK formasi 2022 dari 

target 10 bulan terealisasi 

7 bulan dan formasi 2023 

ditargetkan 3 bulan namun 

sampai dengan akhir 

tahun baru dalam tahapan 

proses peng_NIP-an 

sehingga tidak bisa 

Tetap Dianggarkan Sesuai 

Surat Kementrian 

Keuangan

Jumlah Kegiatan yang dikelola 10.00 

kegiatan

10.00 

kegiatan

100
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LAMPIRAN 3.1.4. | Pelaksanaan Fungsi Urusan Penunjang   

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Penyediaan Gaji dan Tunjangan 

ASN

1798 924 51.39 61.553.480.049 26.414.856.133 42.91 Amanat Surat 

Kementerian Keuangan 

nomor S-204/PK/2021 

tanggal 13 Desember 

2021 perihal Perhitungan 

Anggaran Pegawai 

Pemerintah dengan 

Perjanjian Kerja (PPPK) 

mengamanatkan alokasi 

DAU untuk gaji guru 

PPPK TA 2021 dan TA 

2022. Sisa alokasi gaji 

PPPK Formasi tahun 

2022 dilanjutkan di 

formasi tahun 2023 dan 

2024 sebagai DAU 

aermark. Penggajian 

PPPK formasi 2022 dari 

target 10 bulan terealisasi 

7 bulan dan formasi 2023 

ditargetkan 3 bulan namun 

sampai dengan akhir 

tahun baru dalam tahapan 

proses peng_NIP-an 

sehingga tidak bisa 

Tetap dianggarkan sesuai 

Surat Kementrian 

Keuangan

Jumlah Orang yang menerima 

Gaji dan Tunjangan ASN

1798.00 

orang

924.00 

orang

51.39 Amanat Surat 

Kementerian Keuangan 

nomor S-204/PK/2021 

tanggal 13 Desember 

2021 perihal Perhitungan 

Anggaran Pegawai 

Pemerintah dengan 

Perjanjian Kerja (PPPK) 

mengamanatkan alokasi 

DAU untuk gaji guru 

PPPK TA 2021 dan TA 

2022. Sisa alokasi gaji 

PPPK Formasi tahun 

2022 dilanjutkan di 

formasi tahun 2023 dan 

2024 sebagai DAU 

aermark. Penggajian 

PPPK formasi 2022 dari 

target 10 bulan terealisasi 

7 bulan dan formasi 2023 

ditargetkan 3 bulan namun 

sampai dengan akhir 

tahun baru dalam tahapan 

proses peng_NIP-an 

sehingga tidak bisa 

Tetap dianggarkan sesuai 

Surat Kementrian 

Keuangan
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Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Pelaksanaan Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi Keuangan 

SKPD

52 52 100 52.999.435 48.141.500 90.83

Jumlah Dokumen Penatausahaan 

dan Pengujian/Verifikasi 

Keuangan SKPD

52.00 

dokumen

52.00 

dokumen

100

Administrasi Umum Perangkat Daerah 3 3 100 355.061.875 355.031.246 99.99

Jumlah Pelayanan Administrasi Umum 

Perangkat Daeraah Yang dilaksanakan

3.00 

layanan

3.00 

layanan

100

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi SKPD

560 560 100 305.062.000 305.053.831 100

Jumlah Laporan 

Penyelenggaraan rapat 

Koordinasi dan Konsultasi SKPD

560.00 

laporan

560.00 

laporan

100

Penatausahaan Arsip Dinamis 5000 5000 100 49.999.875 49.977.415 99.96

Jumlah Dokumen Penatausahaan 

Arsip Dinamis SKPD

5000.00 

dokumen

5000.00 

dokumen

100

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintah Daerah

2 2 100 418.624.180 418.445.000 99.96

Jumlah Paket Pengadaan Barang Milik 

Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah

2.00 paket 2.00 paket 100

Pengadaan Peralatan dan Mesin 

Lainnya

23 23 100 418.624.180 418.445.000 99.96

Jumlah Unit Peralatan dan Mesin 

Lainnya yang disediakan

23.00 unit 23.00 unit 100

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

3 3 100 58.890.000 54.240.651 92.11

Jumlah Pelayanan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan

3.00 

layanan

3.00 

layanan

100

Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 12 100 56.010.000 51.524.602 91.99

Jumlah laporan Penyediaan Jasa 

Surat Menyurat

12.00 

laporan

12.00 

laporan

100

Penyediaan Jasa Komunikasi, 

Sumber Daya Air dan Listrik

12 12 100 2.880.000 2.716.049 94.31
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Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Jumlah laporan Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber Daya Air 

dan Listrik yang disediakan

12.00 

laporan

12.00 

laporan

100

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah

4 4 100 466.187.835 463.163.732 99.35

Jumlah Paket Pemeliharaan Barang Milik 

Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 

Daerah

4.00 paket 4.00 paket 100

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 

Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan 

Perizinan Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan

17 17 100 159.395.400 159.217.400 99.89

Jumlah Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan yang 

dipelihara dan dibayarkan pajak 

dan perizinannya

17.00 unit 17.00 unit 100

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 

Lainnya

63 63 100 65.035.000 64.755.000 99.57

Jumlah Peralatan dan Mesin 

Lainya yang dipelihara

63.00 unit 63.00 unit 100

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana 

dan Prasarana Pendukung Gedung 

Kantor atau Bangunan Lainnya

1 1 100 241.757.435 239.191.332 98.94

Jumlah Sarana dan Prasarana 

Gedung Kantor atau Bangunan 

Lainya yang 

dipelihara/direhabilitasi

1.00 unit 1.00 unit 100

Peningkatan 

kualitas aparatur
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 282.5 282.5 100 5.404.805.283 5.255.895.230 97.24

Persentase kelengkapan dokumen kepegawaian 85.00% 85.00% 100

Persentase keterisian Jabatan 84.00% 84.00% 100

Persentase pengembangan kompetensi ASN 15.50% 15.50% 100

Persentase penilaian dan evaluasi kinerja ASN 98.00% 98.00% 100

Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi 

Kepegawaian ASN

100 100 100 1.449.582.675 1.406.178.157 97.01

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI MAGELANG TAHUN 2023 | 359



LAMPIRAN 3.1.4. | Pelaksanaan Fungsi Urusan Penunjang   

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Persentase Pengadaan, Pemberhentian dan 

Informasi Kepegawaian ASN Terfasilitasi

100.00% 100.00% 100

Koordinasi dan Fasilitasi 

Pengadaan PNS dan PPPK

1 1 100 695.664.660 684.147.354 98.34

Jumlah Dokumen Hasil 

Penyusunan Rencana 

Kebutuhan, Jenis dan Jumlah 

Jabatan untuk Pelaksanaan 

Pengadaan ASN

1.00 

dokumen

1.00 

dokumen

100

Perumusan Bahan kebijakan 

Pemberhentian ASN

600 600 100 79.810.000 78.040.030 97.78

Jumlah Dokumen Hasil 

Perumusan Bahan Kebijakan 

Pemberhentian ASN

600.00 

dokumen

600.00 

dokumen

100

Koordinasi Pelaksanaan 

Administrasi Pemberhentian

600 600 100 223.883.015 222.005.735 99.16

Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan 

Koordinasi Pelaksanaan 

Administrasi Pemberhentian

600.00 

dokumen

600.00 

dokumen

100

Fasilitasi Lembaga Profesi ASN 1 1 100 150.000.000 128.900.000 85.93

Jumlah Lembaga Profesi ASN 

yang Difasilitasi

1.00 

lembaga 

profesi

1.00 

lembaga 

profesi

100

Pengelolaan Sistem Informasi 

Kepegawaian

2 2 100 89.320.000 88.403.700 98.97

Jumlah Dokumen Hasil 

Pengelolaan Sistem Informasi 

Kepegawaian

2.00 

dokumen

2.00 

dokumen

100

Evaluasi Data, Informasi dan 

Sistem Informasi Kepegawaian

12 12 100 210.905.000 204.681.338 97.05

Jumlah Laporan Hasil Evaluasi 

Data, Informasi dan Sistem 

Informasi Kepegawaian

12.00 

laporan

12.00 

laporan

100

Mutasi dan Promosi ASN 100 100 100 747.569.073 665.978.527 89.09

Persentase Mutasi dan Promosi ASN yang 

Terfasilitasi

100.00% 100.00% 100
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Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Pengelolaan Mutasi ASN 120 112 93.33 50.000.000 47.359.255 94.72

Jumlah Dokumen Hasil 

Pelaksanaan Mutasi Jabatan 

Pimpinan Tinggi, Jumlah 

Administrasi, Jabatan pelaksana 

dan Mutasi ASN antar Daerah

120.00 

dokumen

112.00 

dokumen

93.33

Pengelolaan Kenaikan Pangkat 

ASN

1139 1139 100 149.999.833 145.156.937 96.77

Jumlah Pengelolaan Kenaikan 

Pangkat ASN

1139.00 

dokumen

1139.00 

dokumen

100

Pengelolaan Promosi ASN 450 450 100 547.569.240 473.462.335 86.47

Jumlah Dokumen Hasil 

Pengelolaan Promosi ASN

450.00 

dokumen

450.00 

dokumen

100

Pengembangan Kompetensi ASN 2483 2483 100 2.948.652.735 2.937.731.031 99.63

Jumlah ASN yang terfasilitasi 

pengembangan kompetensinya

2483 2483 100

Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN 285 282 98.95 421.823.000 420.506.847 99.69

Jumlah ASN yang meningkat 

kapasitasnya

285 282 98.95

Pengelolaan Administrasi Diklat 

dan Sertifikasi ASN

10 10 100 328.007.000 323.341.363 98.58

Jumlah Dokumen Hasil 

Pengelolaan Administrasi Diklat 

dan Sertifikasi ASN

10.00 

dokumen

10.00 

dokumen

100

Pengelolaan Pendidikan Lanjutan 

ASN

210 210 100 73.480.000 70.379.965 95.78

Jumlah ASN yang mendapatkan 

pendidikan lanjutan

210.00 

orang

210.00 

orang

100

Koordinasi dan Kerjasama 

Pelaksanaan Diklat

878 878 100 332.978.325 332.655.581 99.9

Jumlah Dokumen Hasil 

Koordinasi dan Kerjasama 

Pelaksanaan Diklat

878.00 

dokumen

878.00 

dokumen

100

Koordinasi dan Kerjasama 

Pelaksanaan Diklat Jabatan 

Fungsional

400 400 100 1.693.896.520 1.693.121.088 99.95
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Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Jumlah Dokumen Hasil 

Koordinasi dan Kerjasama 

Pelaksanaan Diklat Jabatan 

Fungsional

400.00 

dokumen

400.00 

dokumen

100

Pembinaan Jabatan Fungsional 

ASN

700 700 100 98.467.890 97.726.187 99.25

Jumlah ASN Fungsional yang 

Dibina

700.00 

orang

700.00 

orang

100

Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 100 76.88 76.88 259.000.800 246.007.515 94.98

Persentase Penilaian dan Evaluasi Kinerja 

Aparatur yang terfasilitasi

100.00% 76.88% 76.88

Evaluasi Hasil Penilaian dan 

Evaluasi Kinerja Aparatur

4 4 100 76.999.800 72.529.635 94.19

Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi 

Hasil Penilaian dan Evaluasi 

Kinerja Aparatur

4.00 

laporan

4.00 

laporan

100

Pengelolaan Tanda Jasa bagi 

Pegawai

40 0 0 15.001.000 12.421.475 82.8

Jumlah ASN yang Diberikan 

Tanda Jasa

40.00 

orang

0.00 orang 0 Belum ada satya lancana 

karya satya yang terbit 

sehinga anggaran untuk 

peyerahan tidak 

terealisasi dan belum ada 

PNS yang mendapatkan 

tanda jasa tersebut

Berkoordinasi dengan 

pihak terkait

Pembinaan Disiplin ASN 40 24 60 110.000.000 104.973.700 95.43

Jumlah ASN yang Mendapatkan 

Pembinaan Kedisiplinan

40.00 

orang

24.00 

orang

140

Pengelolaan Penyelesaian 

Pelanggaran Disiplin ASN

40 27 67.5 57.000.000 56.082.705 98.39

Jumlah Laporan Hasil 

Pengelolaan Penyelesaian 

Pelanggaran Disiplin ASN

40.00 

laporan

27.00 

laporan

132.5

2 Penelitian 

dan 

Pengemba

ngan

Bappeda dan 

Litbangda

913.437.286 888.432.275 97.26
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Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Peningkatan 

dukungan 

penelitian dan 

pengembangan 

terhadap 

perencanaan 

pembangunan 

daerah, serta 

penerapan 

pengembangan 

teknologi dan 

inovasi daerah

PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 200 200 100 913.437.286 888.432.275 97.26

Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan 100.00% 100.00% 100

Persentase Kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah 100.00% 100.00% 100

Penelitian dan Pengembangan Bidang 

Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian 

Peraturan

2 2 100 158.437.286 148.179.105 93.53

Jumlah kajian penelitian dan pengembangan 

bidang penyelenggaraan pemerintahan dan 

pengkajian peraturan yang tersusun

2.00 kajian 2.00 kajian 100

Fasilitasi, Pelaksanaan dan 

Evaluasi Penelitian dan 

Pengembangan Bidang Aparatur 

dan Reformasi Birokrasi

2 2 100 30.000.000 29.970.750 99.9

Jumlah Laporan Pelaksanaan 

Fasilitasi, Pelaksanaan dan 

Evaluasi Penelitian dan 

Pengembangan Bidang Aparatur 

dan Reformasi Birokrasi

2.00 

laporan

2.00 

laporan

100

Pengelolaan Data Kelitbangan dan 

Peraturan

1 1 100 128.437.286 118.208.355 92.04

Jumlah Data Kelitbangan dan 

Peraturan yang Terkelola dengan 

Baik

1.00 

laporan

1.00 

laporan

100

Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial 

dan Kependudukan

1 1 100 90.000.000 88.327.300 98.14

Jumlah kajian penelitian dan pengembangan 

bidang sosial dan kependudukan yang 

tersusun

1.00 

Kajian/Pen

elitian

1.00 

Kajian/Pen

elitian

100
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Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Penelitian dan Pengembangan 

Bidang Aspek-Aspek Sosial

1 1 100 60.000.000 58.391.550 97.32

Jumlah Dokumen Hasil Penelitian 

dan Pengembangan Bidang 

Aspek-Aspek Sosial

1.00 

dokumen

1.00 

dokumen

0

Penelitian dan Pengembangan 

Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak

2 2 100 30.000.000 29.935.750 99.79

Jumlah Dokumen Hasil Penelitian 

dan Pengembangan 

Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak

2.00 

dokumen

2.00 

dokumen

0

Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi 

dan Pembangunan

6 6 100 290.000.000 288.806.434 99.59

Jumlah kajian penelitian dan pengembangan 

bidang ekonomi dan pembangunan yang 

tersusun

6.00 kajian 6.00 kajian 100

Penelitian dan Pengembangan 

Koperasi, Usaha Kecil dan 

Menengah

2 2 100 30.000.000 29.398.600 98

Jumlah Dokumen Hasil Penelitian 

dan Pengembangan Koperasi, 

Usaha Kecil dan Menengah

2.00 

dokumen

2.00 

dokumen

100

Penelitian dan Pengembangan 

Badan Usaha Milik Daerah

2 2 100 100.000.000 99.817.189 99.82

Jumlah Dokumen Hasil Penelitian 

dan Pengembangan Badan 

Usaha Milik Daerah

2.00 

dokumen

2.00 

dokumen

100

Penelitian dan Pengembangan 

Pertanian, Perkebunan dan Pangan

2 2 100 30.000.000 29.893.250 99.64

Jumlah Dokumen Hasil Penelitian 

dan Pengembangan Pertanian, 

Perkebunan dan Pangan

2.00 

dokumen

2.00 

dokumen

100

Penelitian dan Pengembangan 

Perumahan dan Kawasan 

Permukiman

3 3 100 130.000.000 129.697.395 99.77
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Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Jumlah Dokumen Hasil Penelitian 

dan Pengembangan Perumahan 

dan Kawasan Permukiman

3.00 

dokumen

3.00 

dokumen

100

Pengembangan Inovasi dan Teknologi 3 3 100 375.000.000 363.119.436 96.83

Jumlah program roadmap SIDa yang 

terlaksana

3.00 

program

3.00 

program

100

Penelitian, Pengembangan, dan 

Perekayasaan di Bidang Teknologi 

dan Inovasi

3 3 100 250.000.000 246.002.941 98.4

Jumlah Dokumen Hasil 

Penelitian, Pengembangan, dan 

Perekayasaan di Bidang 

Teknologi dan Inovasi

3.00 

dokumen

3.00 

dokumen

100

Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual 1 1 100 125.000.000 117.116.495 93.69

Jumlah Laporan Pelaksanaan 

Fasilitasi Hak Kekayaan 

Intelektual

1.00 

laporan

1.00 

laporan

100

3 Keuangan BPPKAD 718.807.401.159 695.063.773.322 96.7

Meningkatkan 

penyusunan dan 

pelaksanaan 

kebijakan daerah 

di bidang 

pengelolaan 

Keuangan Daerah

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 

DAERAH KABUPATEN/KOTA

200 200 100 22.729.019.764 21.371.934.020 94.03

Persentase ketercapaian pelayanan umum dan 

kepegawaian perangkat daerah

100.00% 100.00% 100

Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja 

OPD, dan keuangan perangkat daerah

100.00% 100.00% 100

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 

Kinerja Perangkat Daerah

28 28 100 23.269.529 21.903.474 94.13

Jumlah Perencanaan, Penganggaran dan 

Evaluasi Kinerja PD

28.00 

dokumen/l

aporan

28.00 

dokumen/l

aporan

100

Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Perangkat Daerah

2 2 100 5.269.529 5.155.939 97.84

Jumlah Dokumen Perencanaan 

Perangkat Daerah

2.00 

dokumen

2.00 

dokumen

100
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Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Koordinasi dan Penyusunan 

Laporan Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

6 6 100 10.000.000 9.083.730 90.84

Jumlah Laporan Capaian Kinerja 

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 

SKPD dan Laporan Hasil 

Koordinasi Penyusunan Laporan 

Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD

6.00 

laporan

6.00 

laporan

100

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 20 20 100 8.000.000 7.663.805 95.8

Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah

20.00 

laporan

20.00 

laporan

100

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 12 12 100 18.320.421.160 17.496.382.739 95.5

Jumlah Administrasi Keuangan Daerah 12.00 

kegiatan

12.00 

kegiatan

100

Penyediaan Gaji dan Tunjangan 

ASN

89 89 100 18.068.766.650 17.256.429.309 95.5

Jumlah Orang yang Menerima 

Gaji dan Tunjangan ASN

89.00 

orang/bula

n

89.00 

orang/bula

n

100

Pelaksanaan Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi Keuangan 

SKPD

13 13 100 251.654.510 239.953.430 95.35

Jumlah Dokumen Penatausahaan 

dan Pengujian/Verifikasi 

Keuangan SKPD

13.00 

dokumen

13.00 

dokumen

100
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Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Administrasi Umum Perangkat Daerah 202 202 100 687.947.000 486.365.100 70.7 Kegiatan Studi Tiru 

awalnya direncanakan di 

wilayah Daerah Istimewa 

Yogyakarta, namun 

dengan pertimbangan 

tujuan studi tiru terkait 

implementasi UU No. 1 

Tahun 2022 Tentang 

HKPD, PP Nomor 53 

Tahun 2023 Tentang 

KUPDRD, dan Sistem 

Akuntansi Properti 

Investasi, maka pada 

Pergeseran APBDP TA 

2023, tujuan studi tiru 

dialihkan ke wilayah Jawa 

Tengah yaitu Kota 

Salatiga, Kabupaten 

Boyolali, Kota Surakarta, 

Kabupaten Sukoharjo, dan 

1 wiilayah DIY yaitu 

Kabupaten Sleman. 

Kebutuhan anggaran 

perjalanan dinas di 

wilayah Jawa Tengah 

lebih kecil daripada 

perjalanan dinas di 

wilayah DIY. Hal ini 

mengakibatkan terdapat 

sisa anggaran perjalanan 

dinas pada rekening 

kegiatan tersebut.

Apabila akan diadakan 

kegiatan studi tiru, kami 

akan menyusun 

perencanaan lebih akurat 

lagi terkait kab/kota tujuan

Jumlah Pengelolaan Administrasi Umum 202.00 

laporan

202.00 

laporan

100
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Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi SKPD

202 202 100 687.947.000 486.365.100 70.7 Kegiatan Studi Tiru 

awalnya direncanakan di 

wilayah Daerah Istimewa 

Yogyakarta, namun 

dengan pertimbangan 

tujuan studi tiru terkait 

implementasi UU No. 1 

Tahun 2022 Tentang 

HKPD, PP Nomor 53 

Tahun 2023 Tentang 

KUPDRD, dan Sistem 

Akuntansi Properti 

Investasi, maka pada 

Pergeseran APBDP TA 

2023, tujuan studi tiru 

dialihkan ke wilayah Jawa 

Tengah yaitu Kota 

Salatiga, Kabupaten 

Boyolali, Kota Surakarta, 

Kabupaten Sukoharjo, dan 

1 wiilayah DIY yaitu 

Kabupaten Sleman. 

Kebutuhan anggaran 

perjalanan dinas di 

wilayah Jawa Tengah 

lebih kecil daripada 

perjalanan dinas di 

wilayah DIY. Hal ini 

mengakibatkan terdapat 

sisa anggaran perjalanan 

dinas pada rekening 

kegiatan tersebut.

Apabila akan diadakan 

kegiatan studi tiru, kami 

akan menyusun 

perencanaan lebih akurat 

lagi terkait kab/kota tujuan

Jumlah Laporan 

Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi SKPD

202.00 

laporan

202.00 

laporan

100

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintah Daerah

2 2 100 2.061.770.075 1.940.952.032 94.14

Jumlah Pengadaan BMD Penunjang Urusan 

Pemda

2.00 jenis 2.00 jenis 100

Pengadaan Kendaraan Perorangan 

Dinas atau Kendaraan Dinas 

Jabatan

1 1 100 448.846.000 437.920.880 97.57

Jumlah Unit Kendaraan 

Perorangan Dinas atau 

Kendaraan Dinas Jabatan yang 

Disediakan

1.00 unit 1.00 unit 100
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Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Pengadaan Mebel 106 106 100 111.150.000 108.124.925 97.28

Jumlah Paket Mebel yang 

Disediakan

106.00 unit 106.00 unit 100

Pengadaan Peralatan dan Mesin 

Lainnya

32 32 100 1.501.774.075 1.394.906.227 92.88

Jumlah Unit Peralatan dan Mesin 

Lainnya yang Disediakan

32.00 unit 32.00 unit 100

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

2 2 100 95.340.000 89.632.013 94.01

Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemda

2.00 

layanan

2.00 

layanan

100

Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 12 100 42.420.000 42.186.605 99.45

Jumlah Laporan Penyediaan 

Jasa Surat Menyurat

12.00 

laporan

12.00 

laporan

100

Penyediaan Jasa Komunikasi, 

Sumber Daya Air dan Listrik

60 60 100 52.920.000 47.445.408 89.65

Jumlah Laporan Penyediaan 

Jasa Komunikasi, Sumber Daya 

Air dan Listrik yang Disediakan

60.00 

laporan

60.00 

laporan

100

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah

4 4 100 1.540.272.000 1.336.698.662 86.78

Jumlah Pemeliharaan BMD Penunjang 

Urusan Pemda

4.00 jenis 4.00 jenis 100

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 

Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 

Perizinan Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan

60 60 100 498.856.000 426.364.008 85.47

Jumlah Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan yang 

Dipelihara dan dibayarkan Pajak 

dan Perizinannya

60.00 unit 60.00 unit 100

Pemeliharaan Mebel 25 25 100 15.410.000 15.278.875 99.15

Jumlah Mebel yang Dipelihara 25.00 unit 25.00 unit 100

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 

Lainnya

267 267 100 656.446.000 529.147.551 80.61

Jumlah Peralatan dan Mesin 

Lainnya yang Dipelihara

267.00 unit 267.00 unit 100
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Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung 

Kantor dan Bangunan Lainnya

4 4 100 369.560.000 365.908.228 99.01

Jumlah Gedung Kantor dan 

Bangunan Lainnya yang 

Dipelihara/Direhabilitasi

4.00 unit 4.00 unit 100

Meningkatkan 

penyusunan dan 

pelaksanaan 

kebijakan daerah 

di bidang 

pengelolaan 

Keuangan Daerah

PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 400 398.62 99.66 681.794.194.118 660.282.627.629 96.84

Persentase Tahapan Penganggaran yang dilakukan tepat 

waktu

100.00% 100.00% 100

Persentase serapan APBD 100.00% 100.00% 100

Penerapan SAP berbasis akrual yang baik dan benar 100.00% 100.00% 100

Persentase penerimaan pendapatan di RKUD 100.00% 98.62% 98.62

Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran 

Daerah

9 9 100 1.567.642.280 1.259.913.265 80.37

Jumlah Koordinasi dan Penyusunan 

Rencana Anggaran Daerah

9.00 

koordinasi

9.00 

koordinasi

100

Koordinasi dan Penyusunan KUA 

dan PPAS

2 2 100 240.543.851 199.447.912 82.92

Jumlah Dokumen KUA dan PPAS 

yang Disusun

2.00 

dokumen

2.00 

dokumen

100

Koordinasi dan Penyusunan 

Perubahan KUA dan Perubahan 

PPAS

2 2 100 157.328.630 131.080.960 83.32

Jumlah Dokumen Perubahan 

KUA dan Perubahan PPAS yang 

Disusun

2.00 

dokumen

2.00 

dokumen

100

Koordinasi, Penyusunan dan 

Verifikasi RKA-SKPD

48 48 100 47.714.820 41.552.270 87.08

Jumlah RKA-SKPD yang 

Diverifikasi

48.00 

dokumen

48.00 

dokumen

100

Koordinasi, Penyusunan dan 

Verifikasi Perubahan RKA-SKPD

48 48 100 35.628.980 27.584.995 77.42
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Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Jumlah Perubahan RKA-SKPD 

yang Diverifikasi

48.00 

dokumen

48.00 

dokumen

100

Koordinasi, Penyusunan dan 

Verifikasi DPA-SKPD

48 48 100 61.854.350 43.778.490 70.78 Terdapat sisa belanja 

cetak yang tidak tidak 

dapat direalisasikan 

karena menyesuaikan 

dengan output pada SIPD.

Kedepannya kami akan 

lebih cermat lagi dalam 

memprediksi kebutuhan 

belanja cetak.

Jumlah DPA- SKPD yang 

Diverifikasi

48.00 

dokumen

48.00 

dokumen

100

Koordinasi, Penyusunan dan 

Verifikasi Perubahan DPA-SKPD

48 48 100 100.075.229 70.139.640 70.09 Terdapat sisa belanja 

cetak yang tidak dapat 

direalisasikan karena 

menyesuaikan dengan 

output pada SIPD yang 

setiap tahun berbeda 

jumlah lembarnya.

Kedepannya kami akan 

lebih cermat lagi dalam 

memprediksi kebutuhan 

belanja cetak.

Jumlah Perubahan DPA-SKPD 

yang Diverifikasi

48.00 

dokumen

48.00 

dokumen

100

Koordinasi dan Penyusunan 

Peraturan Daerah tentang APBD 

dan Peraturan Kepala Daerah 

tentang Penjabaran APBD

2 2 100 476.775.425 359.295.674 75.36 Belanja makanan dan 

minuman rapat, banyak 

tidak terealisasi karena 

menyesuaikan dengan 

kebutuhan rapat dalam 

penyusunan APBD 2024. 

Sedangkan honorarium 

TAPD sebagian tidak 

terealisasi karena adanya 

beberapa rangkap 

jabatan. Kemudian 

perjalanan dinas yang 

tidak terealisasi 

rencananya akan 

digunakan untuk belajar 

SIPD RI ke Kemendagri, 

namun karena 

keterbatasan waktu tidak 

dapat dilaksanakan.

Kedepan kami akan lebih 

cermat dalam 

memperhitungkan 

kebutuhan masing-masing 

rekening belanja yang 

dibutuhkan.

Jumlah Peraturan Daerah tentang 

APBD dan Peraturan Kepala 

Daerah tentang Penjabaran 

APBD

2.00 

dokumen

2.00 

dokumen

100
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Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Koordinasi dan Penyusunan 

Peraturan Daerah tentang 

Perubahan APBD dan Peraturan 

Kepala Daerah tentang Penjabaran 

Perubahan APBD

2 2 100 202.589.785 152.495.080 75.27 Belanja makanan dan 

minuman rapat banyak 

tidak terealisasi karena 

menyesuaikan dengan 

kebutuhan rapat dalam 

penyusunan P-APBD 

2023. Perjalanan dinas 

yang tidak terealisasi 

semula untuk 

mencadangkan apabila 

ada undangan ataupun 

diperlukan konsultasi 

untuk penyusunan P-

APBD 2023

Kedepan kami akan lebih 

cermat dalam 

memperhitungkan 

kebutuhan masing-masing 

rekening belanja yang 

dibutuhkan.

Jumlah Peraturan Daerah tentang 

Perubahan APBD dan Peraturan 

Kepala Daerah tentang 

Penjabaran Perubahan APBD

2.00 

dokumen

2.00 

dokumen

100

Koordinasi dan Penyusunan 

Regulasi serta Kebijakan Bidang 

Anggaran

1 1 100 245.131.210 234.538.244 95.68

Jumlah Dokumen Regulasi serta 

Kebijakan Bidang Anggaran

1.00 

dokumen

1.00 

dokumen

100

Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan 

Daerah

4236 4236 100 483.663.000 454.044.658 93.88

Jumlah Koordinasi dan Pengelolaan 

Perbendaharaan Daerah

4236.00 

dokumen

4236.00 

dokumen

100

Koordinasi dan Pengelolaan Kas 

Daerah

4140 4140 100 427.846.360 402.647.457 94.11

Jumlah Dokumen Hasil 

Koordinasi dan Pengelolaan Kas 

Daerah

4140.00 

dokumen

4140.00 

dokumen

100

Penyiapan, Pelaksanaan 

Pengendalian dan Penerbitan 

Anggaran Kas dan SPD

96 96 100 55.816.640 51.397.201 92.08

Jumlah Dokumen Hasil 

Pengendalian dan Penerbitan 

Anggaran Kas dan SPD

96.00 

dokumen

96.00 

dokumen

100

Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan 

Pelaporan Keuangan Daerah

47 47 100 568.407.463 539.539.865 94.92

Jumlah Data Laporan Keuangan 47.00 OPD 47.00 OPD 100
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Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, 

Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, 

Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-

LO dan Beban

48 48 100 93.680.000 89.965.881 96.04

Jumlah Dokumen Hasil 

Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, 

Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, 

Belanja, Pembiayaan, 

Pendapatan-LO, dan Beban

48.00 

dokumen

48.00 

dokumen

100

Konsolidasi Laporan Keuangan 

SKPD, BLUD dan Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah

36 36 100 300.226.463 282.798.448 94.2

Jumlah Laporan Keuangan 

SKPD, BLUD dan Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah 

yang Terkonsolidasi

36.00 

laporan

36.00 

laporan

100

Koordinasi dan Penyusunan 

Rancangan Peraturan Daerah 

tentang Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 

dan Rancangan Peraturan Kepala 

Daerah tentang Penjabaran 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

APBD Kabupaten/Kota

2 2 100 92.800.000 91.627.221 98.74

Jumlah Rancangan Peraturan 

Daerah tentang 

Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan APBD 

Kabupaten/Kota dan Rancangan 

Peraturan Kepala Daerah tentang 

Penjabaran Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan APBD 

Kabupaten/Kota

2.00 

dokumen

2.00 

dokumen

100

Pembinaan Akuntansi, Pelaporan 

dan Pertanggungjawaban 

Pemerintah Kabupaten/Kota

48 48 100 81.701.000 75.148.315 91.98
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Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Jumlah Orang yang Mengikuti 

Pembinaan Akuntansi, Pelaporan 

dan Pertanggungjawaban 

Pemerintah Kabupaten/Kota

48.00 

orang

48.00 

orang

100

Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan 

Keuangan Daerah

12 12 100 679.174.481.375 658.029.129.841 96.89

Jumlah Urusan Kewenangan Pengelolaan 

Keuangan Daerah

12.00 

laporan

12.00 

laporan

100

Analisis Perencanaan dan 

Penyaluran Bantuan Keuangan

12 12 100 635.196.333.213 632.998.975.234 99.65

Jumlah Laporan Hasil Analisis 

Perencanaan dan Penyaluran 

Bantuan Keuangan

12.00 

laporan

12.00 

laporan

100

Pengelolaan Dana Darurat dan 

Mendesak

3 3 100 23.828.281.026 5.106.915.740 21.43 Belanja bersifat insidental Belanja bersifat insidental

Jumlah Laporan Hasil 

Pengelolaan Dana Darurat dan 

Mendesak

3.00 

laporan

3.00 

laporan

100

Pengelolaan Dana bagi Hasil 

Kabupaten/Kota

3 3 100 20.149.867.136 19.923.238.867 98.88

Jumlah Laporan Hasil 

Pengelolaan Dana bagi Hasil 

Kabupaten/Kota

3.00 

laporan

3.00 

laporan

100

Meningkatkan 

penyusunan dan 

pelaksanaan 

kebijakan daerah 

di bidang 

Pengelolaan Aset 

Daerah

PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 100 100 100 3.592.388.320 3.446.236.842 95.93

Persentase PD tertib administrasi Pengelolaan BMD 

(Barang Milik Daerah/Aset)

100.00% 100.00% 100

Pengelolaan Barang Milik Daerah 7 7 100 3.592.388.320 3.446.236.842 95.93

Jumlah Pengelolaan Pelaksanaan BMD 7.00 

dokumen/l

aporan

7.00 

dokumen/l

aporan

100

Penyusunan Standar Harga 1 1 100 242.006.675 230.713.145 95.33

Jumlah Standar Harga yang 

Disusun

1.00 

dokumen

1.00 

dokumen

100
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Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Penyusunan Perencanaan 

Kebutuhan Barang Milik Daerah

2 2 100 77.725.000 52.686.220 67.79 Dianggarakan Belanja 

Perjalanan Dinas Biasa 

yang tidak terealisai 

karena adanya prioritas 

kegiatan yaitu tindak lanjut 

MCP KPK sehingga 

Perjalanan biasa untuk 

study komparasi terkait 

penyusunan RKBMD dan 

RKPBMD ke pemerintah 

Kabupaten/kota tidak 

dilaksanakan /ditunda.

Kedepan kami akan lebih 

cermat dalam 

merencanakan kegiatan 

dan memperhitungkan 

kebutuhan masing-masing 

rekening belanja yang 

dibutuhkan.

Jumlah Rencana Kebutuhan 

Barang Milik Daerah

2.00 

dokumen

2.00 

dokumen

100

Penatausahaan Barang Milik Daer 6 6 100 598.556.000 577.061.685 96.41

Jumlah Laporan Penatausahaan 

Barang Milik Daerah

6.00 

laporan

6.00 

laporan

100

Pengamanan Barang Milik Daerah 4 4 100 1.802.495.745 1.738.533.885 96.45

Jumlah Laporan Hasil 

Pengamanan Barang Milik 

Daerah

4.00 

laporan

4.00 

laporan

100

Penilaian Barang Milik Daerah 3 3 100 256.212.900 250.874.770 97.92

Jumlah Laporan Hasil Penilaian 

Barang Milik Daerah dan Hasil 

Koordinasi Penilaian Barang Milik 

Daerah

3.00 

laporan

3.00 

laporan

100

Optimalisasi Penggunaan, 

Pemanfaatan, Pemindahtanganan, 

Pemusnahan, dan Penghapusan 

Barang Milik Daerah

3 3 100 153.522.000 146.472.597 95.41

Jumlah Dokumen Hasil 

Optimalisasi Penggunaan, 

Pemanfaatan, 

Pemindahtanganan, 

Pemusnahan, dan Penghapusan 

Barang Milik Daerah

3.00 

laporan

3.00 

laporan

100

Pembinaan Pengelolaan Barang 

Milik Daerah Pemerintah 

Kabupaten/Kot

300 300 100 461.870.000 449.894.540 97.41
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Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Jumlah Orang yang Mengikuti 

Pembinaan Pengelolaan Barang 

Milik Daerah Pemerintah 

Kabupaten/Kota

300.00 

orang

300.00 

orang

100

Meningkatkan 

kualitas 

penyusunan dan 

pelaksanaan 

kebijakan daerah 

di Bidang 

Pendapatan

PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 119.27 117.48 98.5 10.691.798.957 9.962.974.831 93.18

Persentase kenaikan Pajak 10.17% 12.00% 117.99

Persentase kenaikan retribusi 9.10% 0.48% 5.27

Persentase penyelesaian penagihan atas ketetapan pajak 

daerah

100.00% 105.00% 105

Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah 12 12 100 10.691.798.957 9.962.974.831 93.18

Jumlah Pengelolaan Pendapatan Daerah 12.00 

laporan

12.00 

laporan

100

Perencanaan Pengelolaan Pajak 

Daerah

1 1 100 623.143.325 487.417.030 78.22

Jumlah Dokumen Rencana 

Pengelolaan Pajak Daerah

1.00 

dokumen

1.00 

dokumen

100

Analisa dan Pengembangan Pajak 

Daerah, serta Penyusunan 

Kebijakan Pajak Daerah

1 1 100 481.998.379 456.572.253 94.72

Jumlah Dokumen Hasil Analis 

Pajak Daerah serta 

Pengembangan Pajak Daerah 

dan Kebijakan Pajak Daerah

1.00 

dokumen

1.00 

dokumen

100

Pendataan dan Pendaftaran Objek 

Pajak Daerah

240 240 100 2.760.750.880 2.714.659.955 98.33

Jumlah Laporan Hasil Pendataan 

dan Pendaftaran Objek Pajak 

Daerah, Subjek Pajak dan Wajib 

Pajak Daerah

240.00 

laporan

240.00 

laporan

100

Penetapan Wajib Pajak Daerah 8 8 100 334.455.120 318.573.909 95.25

Jumlah Dokumen Ketetapan 

Pajak Daerah

8.00 

dokumen

8.00 

dokumen

100
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Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Pelayanan dan Konsultasi Pajak 

Daerah

4 4 100 1.797.813.855 1.632.921.555 90.83

Jumlah Layanan dan Konsultasi 

Pajak Daerah

4.00 

layanan

4.00 

layanan

100

Penagihan Pajak Daerah 48 48 100 4.478.583.638 4.153.076.074 92.73

Jumlah Dokumen Hasil 

Pelaksanaan Penagihan Pajak 

Daerah

48.00 

dokumen

48.00 

dokumen

100

Penyelesaian Keberatan Pajak 

Daerah

4 4 100 215.053.760 199.754.055 92.89

Jumlah Dokumen Hasil 

Penyelesaian Keberatan Pajak 

Daerah

4.00 

dokumen

4.00 

dokumen

100

4 Perencana

an

Bappeda dan 

Litbangda

8.888.010.941 8.450.013.145 95.07

Peningkatan 

kualitas dan 

keterpaduan 

perencanaan 

pembangunan 

daerah

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 

DAERAH KABUPATEN/KOTA

200 200 100 5.453.113.260 5.318.176.653 97.53

Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja 

OPD, dan keuangan perangkat daerah

100.00% 100.00% 100

Persentase ketercapaian pelayanan umum dan 

kepegawaian perangkat daerah

100.00% 100.00% 100

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 

Kinerja Perangkat Daerah

30 30 100 43.570.000 43.551.320 99.96

Jumlah dokumen perencanaan evaluasi dan 

pelaporan perangkat daerah

30.00 

Dokumen

30.00 

Dokumen

100

Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Perangkat Daerah

2 2 100 4.920.000 4.918.645 99.97

Jumlah Dokumen Perencanaan 

Perangkat Daerah

2.00 

Dokumen

2.00 

Dokumen

100

Koordinasi dan Penyusunan 

Laporan Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

8 8 100 33.650.000 33.633.940 99.95
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Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Jumlah Laporan Capaian Kinerja 

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 

SKPD dan Laporan Hasil 

Koordinasi Penyusunan Laporan 

Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD

8.00 

laporan

8.00 

laporan

100

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 20 20 100 5.000.000 4.998.735 99.97

Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah

20.00 

laporan

20.00 

laporan

100

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 17 17 100 4.739.171.000 4.632.799.383 97.76

Jumlah kegiatan yang dikelola 17.00 

Kegiatan

17.00 

Kegiatan

100

Penyediaan Gaji dan Tunjangan 

ASN

40 40 100 4.662.193.000 4.560.057.873 97.81

Jumlah Orang yang Menerima 

Gaji dan Tunjangan ASN

40.00 

orang/bula

n

40.00 

orang/bula

n

100

Pelaksanaan Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi Keuangan 

SKPD

40 40 100 76.978.000 72.741.510 94.5

Jumlah Dokumen Penatausahaan 

dan Pengujian/Verifikasi 

Keuangan SKPD

40.00 

dokumen

40.00 

dokumen

100

Administrasi Barang Milik Daerah pada 

Perangkat Daerah

675 675 100 2.500.000 2.499.965 100

Jumlah aset yang dikelola 675.00 unit 675.00 unit 100

Penatausahaan Barang Milik 

Daerah pada SKPD

4 4 100 2.500.000 2.499.965 100

Jumlah Laporan Penatausahaan 

Barang Milik Daerah pada SKPD

4.00 

laporan

4.00 

laporan

100

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 40 40 100 21.324.500 20.188.445 94.67

Jumlah ASN yang terlayani administrasi 

kepegawaiannya

40.00 

orang

40.00 

orang

100

Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian 

Kinerja Pegawai

1 1 100 20.324.500 19.188.495 94.41
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Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Jumlah Dokumen Monitoring, 

Evaluasi, dan Penilaian Kinerja 

Pegawai

1.00 

dokumen

1.00 

dokumen

100

Sosialisasi Peraturan Perundang-

Undangan

40 40 100 1.000.000 999.95 100

Jumlah Orang yang Mengikuti 

Sosialisasi Peraturan Perundang-

Undangan

40.00 

orang

40.00 

orang

100

Administrasi Umum Perangkat Daerah 3 3 100 243.767.300 221.908.430 91.03

Jumlah pelayanan administrasi umum yang 

dilaksanakan

3.00 

layanan

3.00 

layanan

100

Penyediaan Bahan Bacaan dan 

Peraturan Perundang-Undangan

270 270 100 1.000.000 999.045 99.9

Jumlah Dokumen Bahan Bacaan 

dan Peraturan 

PerundangUndangan yang 

Disediakan

270.00 

dokumen

270.00 

dokumen

100

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi SKPD

184 184 100 205.907.500 186.784.405 90.71

Jumlah Laporan 

Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi SKPD

184.00 

laporan

184.00 

laporan

100

Penatausahaan Arsip Dinamis pada 

SKPD

1 1 100 36.859.800 34.124.980 92.58

Jumlah Dokumen Penatausahaan 

Arsip Dinamis pada SKPD

1.00 

dokumen

1.00 

dokumen

0

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintah Daerah

1 1 100 25.000.000 25.000.000 100

Jumlah paket pengadaan barang milik 

daerah penunjang urusan pemerintahan

1.00 paket 1.00 paket 100

Pengadaan Peralatan dan Mesin 

Lainnya

2 2 100 25.000.000 25.000.000 100

Jumlah Unit Peralatan dan Mesin 

Lainnya yang Disediakan

2.00 unit 2.00 unit 100

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

2 2 100 84.570.460 84.505.993 99.92
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Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Jumlah pelayanan jasa penunjang urusan 

pemerintahan daerah

2.00 

Layanan

2.00 

Layanan

100

Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 12 100 16.992.460 16.987.775 99.97

Jumlah Laporan Penyediaan 

Jasa Surat Menyurat

12.00 

laporan

12.00 

laporan

100

Penyediaan Jasa Komunikasi, 

Sumber Daya Air dan Listrik

36 36 100 67.578.000 67.518.218 99.91

Jumlah Laporan Penyediaan 

Jasa Komunikasi, Sumber Daya 

Air dan Listrik yang Disediakan

36.00 

laporan

36.00 

laporan

100

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah

111 111 100 293.210.000 287.723.117 98.13

Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah

111.00 unit 111.00 unit 100

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 

Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan 

Perizinan Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan

27 27 100 241.610.000 240.109.927 99.38

Jumlah Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan yang 

Dipelihara dan dibayarkan Pajak 

dan Perizinannya

27.00 unit 27.00 unit 100

Pemeliharaan Mebel 29 29 100 8.000.000 8.000.000 100

Jumlah Mebel yang Dipelihara 29.00 unit 29.00 unit 100

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 

Lainnya

54 54 100 25.000.000 24.999.500 100

Jumlah Peralatan dan Mesin 

Lainnya yang Dipelihara

54.00 unit 54.00 unit 100

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung 

Kantor dan Bangunan Lainnya

1 1 100 18.600.000 14.613.690 78.57

Jumlah Gedung Kantor dan 

Bangunan Lainnya yang 

Dipelihara/Direhabilitasi

1.00 unit 1.00 unit 100
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Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Peningkatan 

kualitas dan 

keterpaduan 

perencanaan 

pembangunan 

daerah

PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN 

EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

200 200 100 1.744.643.415 1.512.443.534 86.69

Konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD 100.00% 100.00% 100

Cakupan ketersediaan data dan evaluasi perencanaan 

pembangunan daerah

100.00% 100.00% 100

Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 4 4 100 1.380.152.560 1.161.326.979 84.14

Jumlah dokumen perencanaan 

pembangunan daerah tersusun

4.00 

dokumen

4.00 

dokumen

100

Analisis Kondisi Daerah, 

Permasalahan, dan Isu Strategis 

Pembangunan Daerah

2 2 100 972.398.560 793.571.074 81.61

Jumlah Dokumen Rancangan 

Awal RPJMD/RKPD

2.00 

dokumen

2.00 

dokumen

100

Pelaksanaan Konsultasi Publik 2 2 100 21.208.000 19.393.925 91.45

Jumlah Berita Acara Konsultasi 

Publik

2.00 Berita 

Acara

2.00 Berita 

Acara

100

Koordinasi Pelaksanaan Forum 

Perangkat Daerah / Lintas 

Perangkat Daerah

26 26 100 11.705.000 11.701.700 99.97

Jumlah Berita Acara Forum 

Perangkat Daerah/Lintas 

Perangkat Daerah

26.00 

Berita 

Acara

26.00 

Berita 

Acara

100

Pelaksanaan Musrenbang 

Kabupaten/Kota

1 1 100 19.686.500 19.294.500 98.01

Jumlah Berita Acara Musrenbang 

Kabupaten/Kota

1.00 Berita 

Acara

1.00 Berita 

Acara

100

Koordinasi Penyusunan dan 

Penetapan Dokumen Perencanaan 

Pembangunan Daerah 

Kabupaten/Kota

2 2 100 355.154.500 317.365.780 89.36

Jumlah Dokumen Perencanaan 

Pembangunan Daerah 

Kabupaten/Kota yang 

Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKP

D)

2.00 

dokumen

2.00 

dokumen

100

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI MAGELANG TAHUN 2023 | 381



LAMPIRAN 3.1.4. | Pelaksanaan Fungsi Urusan Penunjang   

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Analisis Data dan Informasi Pemerintahan 

Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan 

Daerah

2 2 100 86.490.855 75.925.430 87.78

Jumlah dokumen data pembangunan daerah 

yang tersedia

2.00 

dokumen

2.00 

dokumen

100

Pembinaan dan Pemanfaatan Data 

dan Informasi Perencanaan 

Pembangunan Perangkat Daerah

48 48 100 12.197.500 11.172.450 91.6

Jumlah Orang yang Dibina dalam 

Pemanfaatan Data dan Informasi

48.00 

orang

48.00 

orang

100

Penyusunan Profil Pembangunan 

Daerah Kabupaten/Kota

1 1 100 74.293.355 64.752.980 87.16

Jumlah Buku Profil 

Pembangunan Daerah yang 

Diterbitkan

1.00 Buku 1.00 Buku 100

Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang 

Perencanaan Pembangunan Daerah

4 4 100 278.000.000 275.191.125 98.99

Jumlah dokumen evaluasi perencanaan 

pembangunan daerah yang tersusun

4.00 

dokumen

4.00 

dokumen

100

Koordinasi Pengendalian 

Perencanaan dan Pelaksanaan 

Pembangunan Daerah di 

Kabupaten/Kota

3 3 100 278.000.000 275.191.125 98.99

Jumlah Laporan Hasil 

Pengendalian Perencanaan dan 

Pelaksanaan Pembangunan

3.00 

laporan

3.00 

laporan

100

Peningkatan 

kualitas dan 

keterpaduan 

perencanaan 

pembangunan 

daerah

PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI 

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

229.26 229.26 100 1.690.254.266 1.619.392.958 95.81

Cakupan ketercapaian indikator kinerja program bidang 

pemerintahan dan pembangunan manusia

76.34% 76.34% 100

Cakupan ketercapaian indikator kinerja program bidang 

perekonomian dan sumber daya alam

81.13% 81.13% 100

Cakupan Ketercapaian indikator kinerja program bidang 

infrastruktur dan kewilayahan

71.79% 71.79% 100

Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan 

dan Pembangunan Manusia

142 142 100 921.091.615 880.018.760 95.54
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Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Jumlah indikator kinerja program bidang 

pemerintahan dan pembangunan manusia 

berpredikat sangat tinggi (>91%) dan tinggi 

(76%-90%)

142.00 

indikator

142.00 

indikator

100

Koordinasi Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Pembangunan 

Daerah Bidang Pemerintahan 

(RPJPD, RPJMD dan RKPD)

4 4 100 178.116.615 173.940.080 97.66

Jumlah Dokumen Perencanaan 

Pembangunan Daerah Bidang 

Pemerintahan yang Dikoordinir 

Penyusunannya (RPJPD, RPJMD 

dan RKPD)

4.00 

dokumen

4.00 

dokumen

100

Koordinasi Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Pembangunan 

Daerah Bidang Pembangunan 

Manusia (RPJPD, RPJMD, dan 

RKPD)

2 2 100 363.000.000 336.966.730 92.83

Jumlah Dokumen Perencanaan 

Pembangunan Daerah Bidang 

Pembangunan Manusia yang 

Dikoordinir Penyusunannya 

(RPJPD. RPJMD dan RKPD)

2.00 

dokumen

2.00 

dokumen

100

Asistensi Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Pembangunan 

Perangkat Daerah Bidang 

Pembangunan Manusia

2 2 100 339.975.000 330.810.875 97.3

Jumlah Laporan Hasil Asistensi 

Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Pembangunan 

Perangkat Daerah Bidang 

Pembangunan Manusia

2.00 

laporan

2.00 

laporan

100

Pelaksanaan Monitoring dan 

Evaluasi Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Pembangunan 

Perangkat Daerah Bidang 

Pembangunan Manusia

1 1 100 20.000.000 19.208.475 96.04
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Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Jumlah Laporan Hasil 

Pelaksanaan Monitoring dan 

Evaluasi Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Pembangunan 

Perangkat Daerah Bidang 

Pembangunan Manusia

1.00 

laporan

1.00 

laporan

100

Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas 

dan Harmonisasi Perencanaan 

Pembangunan Daerah Bidang 

Pembangunan Manusia

1 1 100 20.000.000 19.092.600 95.46

Jumlah Laporan Hasil 

Sinkronisasi Renstra/Renja 

dengan RKPD/RPJMD pada 

Bidang Pembangunan Manusia

1.00 

laporan

1.00 

laporan

100

Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian 

dan SDA (Sumber Daya Alam)

43 43 100 334.263.511 320.256.290 95.81

Jumlah indikator kinerja program bidang 

perekonomian dan SDA berpredikat sangat 

tinggi (>91%) dan tinggi (76%-90%)

43.00 

indikator

43.00 

indikator

100

Koordinasi Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Pembangunan 

Daerah Bidang Perekonomian 

(RPJPD, RPJMD dan RKPD)

4 4 100 119.023.511 114.371.770 96.09

Jumlah Dokumen Perencanaan 

Pembangunan Daerah Bidang 

Perekonomian yang Dikoordinir 

Penyusunannya (RPJPD. RPJMD 

dan RKPD)

4.00 

dokumen

4.00 

dokumen

100

Asistensi Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Pembangunan 

Perangkat Daerah Bidang 

Perekonomian

1 1 100 5.000.000 4.995.000 99.9

Jumlah Laporan Hasil Asistensi 

Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Pembangunan 

Perangkat Daerah Bidang 

Perekonomian

1.00 

laporan

1.00 

laporan

100
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Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Pelaksanaan Monitoring dan 

Evaluasi Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Pembangunan 

Perangkat Daerah Bidang 

Perekonomian

2 2 100 5.000.000 4.890.000 97.8

Jumlah Laporan Hasil 

Pelaksanaan Monitoring dan 

Evaluasi Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Pembangunan 

Perangkat Daerah Bidang 

Perekonomian

2.00 

laporan

2.00 

laporan

100

Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas 

dan Harmonisasi Perencanaan 

Pembangunan Daerah Bidang 

Perekonomian

2 2 100 92.240.000 90.416.920 98.02

Jumlah Laporan Hasil 

Sinkronisasi Renstra/Renja 

dengan RKPD/RPJMD pada 

Bidang Perekonomian

2.00 

laporan

2.00 

laporan

100

Koordinasi Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Pembangunan 

Daerah Bidang SDA (RPJPD, 

RPJMD dan RKPD)

2 2 100 30.000.000 28.886.250 96.29

Jumlah Dokumen Perencanaan 

Pembangunan Daerah Bidang 

SDA yang Dikoordinir 

Penyusunannya (RPJPD. RPJMD 

dan RKPD)

2.00 

dokumen

2.00 

dokumen

100

Asistensi Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Pembangunan 

Perangkat Daerah Bidang SDA

2 2 100 5.000.000 4.011.000 80.22

Jumlah Laporan Hasil Asistensi 

Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Pembangunan 

Perangkat Daerah Bidang SDA

2.00 

laporan

2.00 

laporan

100

Pelaksanaan Monitoring dan 

Evaluasi Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Pembangunan 

Perangkat Daerah Bidang SDA

4 4 100 5.000.000 4.060.000 81.2
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Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Jumlah Laporan Hasil 

Pelaksanaan Monitoring dan 

Evaluasi Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Pembangunan 

Perangkat Daerah Bidang SDA

4.00 

laporan

4.00 

laporan

100

Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas 

dan Harmonisasi Perencanaan 

Pembangunan Daerah Bidang SDA

2 2 100 73.000.000 68.625.350 94.01

Jumlah Laporan Hasil 

Sinkronisasi Renstra/Renja 

dengan RKPD/RPJMD pada 

Bidang SDA

2.00 

laporan

2.00 

laporan

100

Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur 

dan Kewilayahan

28 28 100 434.899.140 419.117.908 96.37

Jumlah indikator kinerja program bidang 

Infrastruktur dan Kewilayahan berpredikat 

sangat tinggi (>91%) dan tinggi (76%- 90%)

28.00 

indikator

28.00 

indikator

100

Koordinasi Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Pembangunan 

Daerah Bidang Infrastruktur 

(RPJPD, RPJMD dan RKPD)

2 2 100 51.732.080 49.737.155 96.14

Jumlah Dokumen Perencanaan 

Pembangunan Daerah Bidang 

Infrastruktur yang Dikoordinir 

Penyusunannya (RPJPD. RPJMD 

dan RKPD)

2.00 

dokumen

2.00 

dokumen

100

Asistensi Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Pembangunan 

Perangkat Daerah Bidang 

Infrastruktur

2 2 100 147.432.920 140.280.170 95.15

Jumlah Laporan Hasil Asistensi 

Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Pembangunan 

Perangkat Daerah Bidang 

Infrastruktur

2.00 

laporan

2.00 

laporan

100
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LAMPIRAN 3.1.4. | Pelaksanaan Fungsi Urusan Penunjang   

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Pelaksanaan Monitoring dan 

Evaluasi Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Pembangunan 

Perangkat Daerah Bidang 

Infrastruktur

2 2 100 13.575.000 13.023.515 95.94

Jumlah Laporan Hasil 

Pelaksanaan Monitoring dan 

Evaluasi Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Pembangunan 

Perangkat Daerah Bidang 

Infrastruktur

2.00 

laporan

2.00 

laporan

100

Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas 

dan Harmonisasi Perencanaan 

Pembangunan Daerah Bidang 

Infrastruktur

2 2 100 20.999.950 20.877.180 99.42

Jumlah Laporan Hasil 

Sinkronisasi Renstra/Renja 

dengan RKPD/RPJMD pada 

Bidang Infrastruktur

2.00 

laporan

2.00 

laporan

100

Koordinasi Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Pembangunan 

Daerah Bidang Kewilayahan 

(RPJPD, RPJMD dan RKPD)

5 5 100 74.150.765 72.381.054 97.61

Jumlah Dokumen Perencanaan 

Pembangunan Daerah Bidang 

Kewilayahan yang Dikoordinir 

Penyusunannya (RPJPD. RPJMD 

dan RKPD)

5.00 

dokumen

5.00 

dokumen

100

Asistensi Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Pembangunan 

Perangkat Daerah Bidang 

Kewilayahan

2 2 100 48.464.240 47.354.862 97.71

Jumlah Laporan Hasil Asistensi 

Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Pembangunan 

Perangkat Daerah Bidang 

Kewilayahan

2.00 

laporan

2.00 

laporan

100
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Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Pelaksanaan Monitoring dan 

Evaluasi Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Pembangunan 

Perangkat Daerah Bidang 

Kewilayahan

2 2 100 26.530.175 24.188.072 91.17

Jumlah Laporan Hasil 

Pelaksanaan Monitoring dan 

Evaluasi Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Pembangunan 

Perangkat Daerah Bidang 

Kewilayahan

2.00 

laporan

2.00 

laporan

100

Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas 

dan Harmonisasi Perencanaan 

Pembangunan Daerah Bidang 

Kewilayahan

2 2 100 52.014.010 51.275.900 98.58

Jumlah Laporan Hasil 

Sinkronisasi Renstra/Renja 

dengan RKPD/RPJMD pada 

Bidang Kewilayahan

2.00 

laporan

2.00 

laporan

100

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Pengawasan Inspektorat 12.095.242.745 11.194.380.766 92.55

Peningkatan 

Pembinaan dan 

Pengawasan 

Penyelenggaraan 

Pemerintahan 

Daerah

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 

DAERAH KABUPATEN/KOTA

200 200 100 8.777.995.645 8.428.576.388 96.02

Persentase ketercapaian pelayanan umum dan 

kepegawaian perangkat daerah

100 100 100

Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja 

OPD dan keuangan perangkat daerah

100 100 100

3. UNSUR PENGAWAS

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi
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LAMPIRAN 3.1.4. | Pelaksanaan Fungsi Urusan Penunjang   

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi 

Kinerja Perangkat Daerah

18 18 100 5.000.000 3.948.150 78.96

Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi 

kinerja OPD dan keuangan Perangkat 

Daerah

18.00 

dokumen

18.00 

dokumen

100

Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Perangkat Daerah

3 3 100 3.000.000 2.884.500 96.15

Jumlah Dokumen Perencanaan 

Perangkat Daerah

3 3 100

Koordinasi dan Penyusunan 

Laporan Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

15 15 100 2.000.000 1.063.650 53.18 Makan minum tidak 

dicairkan karena rapat 

yang dilaksanakan tidak 

melibatkan Perangkat 

Daerah lain

Lebih cermat dalam 

perencanaan anggaran 

kegiatan rapat

Jumlah Laporan Capaian Kinerja 

dan Ikhtisar Realisai Kinerja 

SKPD dan Laporan Hasil 

Koordinasi Penyusunan Laporan 

Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD

15 15 100

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 12 12 100 6.053.683.063 6.008.517.830 99.25

Jumlah kegiatan yang dikelola 12.00 

kegiatan

12.00 

kegiatan

100

Penyediaan Gaji dan Tunjangan 

ASN

49 49 100 5.999.015.063 5.957.700.505 99.31

Jumlah orang yang menerima 

Gaji dan Tunjangan ASN

49.00 

orang

49.00 

orang

100

Pelaksanaan Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi Keuangan 

SKPD

13 13 100 54.668.000 50.817.325 92.96

Jumlah Dokumen Penatausahaan 

dan Pengujian/Verifikasi 

Keuangan SKPD

13.00 

dokumen

13.00 

dokumen

100

Administrasi Barang Milik Daerah pada 

Perangkat Daerah

347 347 100 3.000.000 2.959.200 98.64

Jumlah Aset yang Dikelola 347.00 unit 347.00 unit 100

Penatausahaan Barang Milik 

Daerah pada SKPD

12 12 100 3.000.000 2.959.200 98.64
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Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Jumlah Laporan Penatausahaan 

Barang Milik Daerah pada SKPD

12.00 

laporan

12.00 

laporan

100

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 49 49 100 359.780.702 273.942.630 76.14

Jumlah ASN yang terlayani administrasi 

kepegawaian

49.00 

orang

49.00 

orang

100

Pendataan dan Pengolahan 

Administrasi Kepegawaian

49 49 100 2.000.000 1.996.575 99.83

Jumlah Dokumen Pendataan dan 

Pengolahan Administrasi 

Kepegawaian

49.00 

dokumen

49.00 

dokumen

100

Monitoring, Evaluasi dan Penilaian 

Kinerja Pegawai

49 49 100 25.000.000 24.888.255 99.55

Jumlah Dokumen Monitoring, 

Evaluasi dan Penilaian Kinerja 

Pegawai

49.00 

dokumen

49.00 

dokumen

100

Sosialisasi Peraturan Perundang-

Undangan

360 360 100 332.780.702 247.057.800 74.24 Kegiatan 1 kali paket 

meeting dalam kota tidak 

dapat dilaksanakan 

karena tidak ada 

waktu/jadwal tidak sinkron 

untuk Sosialisasi 

Antikorupsi bagi anggota 

DPRD

Kecermatan dalam 

penyusunan perencanaan 

/jadwal Kegiatan 

Sosialisasi Khususnya 

Sosialisasi Antikorupsi 

yang melibatkan berbagai 

unsur

Jumlah Orang yang Mengikuti 

Sosialisasi Peraturan Perundang-

undangan

360.00 

orang

360.00 

orang

100

Administrasi Umum Perangkat Daerah 4 4 100 562.768.320 519.478.038 92.31

Jumlah pelayanan administrasi umum yang 

dilaksanakan

4.00 

layanan

4.00 

layanan

100

Penyediaan Bahan Bacaan dan 

Peraturan Perundang-undangan

50 50 100 10.000.000 9.932.650 99.33

Jumlah Dokumen Bahan Bacaan 

dan Peraturan Perundang-

undangan yang Disediakan

50.00 

dokumen

50.00 

dokumen

100

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi SKPD

170 170 100 537.020.520 494.035.938 92
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LAMPIRAN 3.1.4. | Pelaksanaan Fungsi Urusan Penunjang   

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Jumlah Laporan 

Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi SKPD

170.00 

laporan

170.00 

laporan

100

Penatausahaan Arsip Dinamis pada 

SKPD

8 8 100 15.747.800 15.509.450 98.49

Jumlah Dokumen Penatausahaan 

Arsip Dinamis pada SKPD

8.00 

dokumen

8.00 

dokumen

100

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintah Daerah

2 2 100 1.144.815.080 1.085.583.250 94.83

Jumlah Paket Pengadaan Barang Milik 

Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

2.00 paket 2.00 paket 100

Pengadaan Mebel 2 2 100 276.825.080 270.422.000 97.69

Jumlah Paket Mebel yang 

disediakan

2.00 unit 2.00 unit 100

Pengadaan Peralatan dan Mesin 

Lainnya

3 3 100 867.990.000 815.161.250 93.91

Jumlah Unit Peralatan dan Mesin 

Lainnya yang Disediakan

3.00 unit 3.00 unit 100

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah 

Daerah

4 4 100 71.748.480 66.068.311 92.08

Jumlah Pelayanan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah

4.00 

layanan

4.00 

layanan

100

Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 12 100 20.868.480 20.745.065 99.41

Jumlah Laporan Penyediaan 

Jasa Surat Menyurat

12.00 

laporan

12.00 

laporan

100

Penyediaan Jasa Komunikasi 

Sumber Daya AIr dan Listrik

36 36 100 50.880.000 45.323.246 89.08

Jumlah Laporan Penyediaan 

Jasa Komunikasi, Sumber Daya 

Air dan Listrik yang Disediakan

36.00 

rekening 

bulan

36.00 

rekening 

bulan

100

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah

123 123 100 577.200.000 468.078.979 81.09

Jumlah barang milik daerah penunjang 

urusan pemerintah daerah

123.00 unit 123.00 unit 100
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LAMPIRAN 3.1.4. | Pelaksanaan Fungsi Urusan Penunjang   

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 

Biaya Pemeliharaan, Pajak 

Kendaraan Perorangan Dinas atau 

Kendaraan Dinas Jabatan

27 27 100 324.000.000 216.833.644 66.92 Realisasi anggaran 

berdasarkan kebutuhan 

pemeliharaan masing-

masing kendaraan yang 

berbeda menyesuaikan 

kondisi kendaraan dan 

perbedaan kebutuhan 

BBM menyesuiakan jarak 

tempuh penugasan

Mengoptimalkan 

pemeliharaan kendaraan 

(servis dan penggantian 

suku cadang) agar 

kendaraan dalam kondisi 

baik saat dipergunakan

Jumlah Kendaraan Perorangan 

Dinas atau Kendaraan Dinas 

Jabatan yang Dipelihara dan 

dibayarkan pajaknya

27.00 unit 27.00 unit 100

Pemeliharaan Mebel 50 50 100 16.600.000 16.550.000 99.7

Jumlah Mebel yang Dipelihara 50.00 unit 50.00 unit 100

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 

Lainnya

45 45 100 25.000.000 24.525.600 98.1

Jumlah Peralatan dan Mesin 

Lainnya yang Dipelihara

45.00 unit 45.00 unit 100

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung 

Kantor dan Bangunan Lainnya

1 1 100 211.600.000 210.169.735 99.32

Jumlah paket rehabilitasi 

sedang/berat gedung kantor

1.00 unit 1.00 unit 100

Peningkatan 

Pembinaan dan 

Pengawasan 

Penyelenggaraan 

Pemerintahan 

Daerah

PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 100 100 100 680.985.000 454.976.222 66.81

Persentase penyelenggaraan pengawasan 100 100 100

Penyelenggaraan Pengawasan Internal 262 262 100 618.561.000 421.387.372 68.12

Jumlah pengawasan yang dilaksanakan 262.00 

laporan

262.00 

laporan

100

Pengawasan Kinerja Pemerintah 

Daerah

18 18 100 80.995.000 61.630.065 76.09

Jumlah Laporan Hasil 

Pengawasan Kinerja Pemerintah 

Daerah

18.00 

laporan

18.00 

laporan

100

Reviu Laporan Kinerja 10 10 100 30.000.000 24.271.227 80.9
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Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Jumlah Laporan hasil Reviu 

laporan Kinerja

10.00 

laporan

10.00 

laporan

100

Reviu Laporan Keuangan 8 8 100 58.000.000 50.867.575 87.7

Jumlah Laporan Hasil Reviu 

Laporan Keuangan

8.00 

laporan

8.00 

laporan

100

Pengawasan Desa 102 102 100 373.801.000 217.604.350 58.21 Kegiatan bersamaan 

dengan tugas 

pengawasan lainnya 

(rapat, reviu, diklat) dan 

adanya tugas mandatory 

yang harus segera 

dilaksanakan sehingga 

ketentuan 8 jam tidak 

terpenuhi dan 

pemeriksaan 

dilaksanakan di kantor

Lebih cermat dalam 

menjadwalkan kegiatan 

pengawasan supaya tidak 

tumpang tindih dan 

melaksanakan kegiatan 

pengawasan desa sesuai 

jumlah jadwal yang telah 

ditentukan

Jumlah Laporan Hasil 

Pengawasan Desa

102.00 

laporan

102.00 

laporan

100

Monitoring dan Evaluasi Tindak 

Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI 

dan Tindak Lanjut Hasil 

Pemeriksaan APIP

124 124 100 75.765.000 67.014.155 88.45

Jumlah Dokumen hasil Monitoring 

dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil 

Pemeriksaan BPK RI dan Tindak 

Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

124.00 

dokumen

124.00 

dokumen

100

Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan 

Tertentu

16 16 100 62.424.000 33.588.850 53.81

Jumlah Penanganan Kasus - Khusus 16.00 

laporan

16.00 

laporan

100

Penanganan Penyelesaian 

Kerugian Negara/Daerah

1 1 100 10.000.000 2.361.850 23.62 -Honorarium Pemberian 

Keterangan Ahli tidak 

terealisasi karena tidak 

ada permintaan sebagai 

pemberi keterangan ahli 

dalam persidangan 

perkara kerugian 

negara/daerah. -Rekening 

perjalanan dinas dalam 

daerah hanya terealisasi 1 

kali kegiatan klarifikasi 

atas permintaan klarifkasi 

dari APH.

Berkoordinasi secara 

intensif dengan APH
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Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Jumlah Laporan Penyelesaian 

Kerugian Negara/Daerah yang 

Ditangani

1.00 

laporan

1.00 

laporan

100

Pengawasan dengan Tujuan 

Tertentu

15 15 100 52.424.000 31.227.000 59.57 -Anggaran perjalanan 

dinas dalam daerah 

sebagian besar terealisasi 

untuk kegiatan klarifikasi/ 

konfirmasi (2 hari kerja) 

dan kegiatan koordinasi 

dengan APH 

(Polresta/Kejaksaan) tidak 

menggunakan SPPD -

Anggaran perjalanan 

dinas biasa/luar daerah 

menyesuaikan dengan 

jumlah aduan/kasus yang 

perlu dilakukan 

koordinasi/ klarifikasi ke 

luar daerah. -Anggaran 

makan minum rapat 

realisasinya berdasarkan 

urgensi/kepentingan perlu 

tidaknya dilakukan 

pemanggilan/ klarifikasi.

Berkoordinasi secara 

intensif dengan APH dan 

merencanakan 

pelaksanaan sosialisasi/ 

pendampingan ke desa-

desa antikorupsi

Jumlah Laporan hasil 

Pengawasan Dengan Tujuan 

Tertentu

15.00 

laporan

15.00 

laporan

100

Peningkatan 

Pembinaan dan 

Pengawasan 

Penyelenggaraan 

Pemerintahan 

Daerah

PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN 

DAN ASISTENSI

200 200 100 2.636.262.100 2.310.828.156 87.66

Persentase dokumen kebijakan pengawasan yang 

tersusun

100 100 100

Persentase pendampingan dan asistensi 100 100 100

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang 

Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan

6 6 100 1.724.056.600 1.671.317.345 96.94

Jumlah kebijakan teknis di bidang 

pengawasan dan fasilitasi pengawasan

6.00 

rekomenda

si

6.00 

rekomenda

si

100

Perumusan Kebijakan Teknis di 

Bidang Pengawasan

2 2 100 203.800.000 168.926.750 82.89
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Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Jumlah rekomendasi kebijakan 

teknis di bidang pengawasan 

yang disusun

2.00 

laporan

2.00 

laporan

100

Perumusan Kebijakan Teknis di 

Bidang Fasilitasi Pengawasan 

4 4 100 1.520.256.600 1.502.390.595 98.82

Jumlah Rekomendasi Kebijakan 

Teknis di Bidang Fasilitasi 

Pengawasan yang Disusun

4.00 

rekomenda

si

4.00 

rekomenda

si

100

Pendampingan dan Asistensi 6 6 100 912.205.500 639.510.811 70.11

Jumlah laporan pendampingan dan asistensi 6.00 

laporan

6.00 

laporan

100

Pendampingan dan Asistensi 

Urusan Pemerintah Daerah

52 52 100 501.855.000 457.559.741 91.17

Jumlah Perangkat Daerah yang 

dilakukan Pendampingan dan 

Asistensi Urusan Pemerintah 

Daerah

52.00 

perangkat 

daerah

52.00 

perangkat 

daerah

100

Pendampingan, Asistensi, 

Verifikasi dan Penilaian Reformasi 

Birokrasi

15 15 100 105.000.000 99.418.280 94.68

Jumlah Perangkat Daerah yang 

Dilakukan Pendampingan, 

Asistensi, Verifikasi dan Penilaian 

Reformasi Birokrasi

15.00 

perangkat 

daerah

15.00 

perangkat 

daerah

100

Koordinasi, Monitoring dan 

Evaluasi serta Verifikasi 

Pencegahan dan Pemberantasan 

Korupsi

2 2 100 290.350.500 68.014.240 23.42 Sosialisasi pendidikan 

antikorupsi untuk anak 

sekolah tidak bisa 

dilaksanakan karena 

waktu mendekati test dan 

libur sekolah

Melakukan koordinasi 

intensif dengan Ketua Tim 

Saber Pungli

Jumlah Kegiatan Koordinasi, 

Monitoring dan Evaluasi serta 

Verifikasi Pencegahan dan 

Pemberantasan Korupsi

2.00 

kegiatan

2.00 

kegiatan

100

Pendampingan, Asistensi dan 

Verifikasi Penegakan Integritas

30 30 100 15.000.000 14.518.550 96.79

Jumlah Perangkat Daerah yang 

dilakukan Pendampingan, 

Asistensi dan Verifikasi 

Penegakan Integritas

30.00 

perangkat 

daerah

30.00 

perangkat 

daerah

100
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LAMPIRAN 3.1.4. | Pelaksanaan Fungsi Urusan Penunjang   

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

4. UNSUR KEWILAYAHAN

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Administrasi 

Pemerintahan

Kecamatan 

Bandongan

1.856.259.527 1.557.672.261 83.91

Peningkatan 

Kinerja 

Pelaksanaan 

Teknis 

Kewilayahan dan 

Pelayanan Publik 

Kecamatan

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN 

KETERTIBAN UMUM

100 100 100 20.132.000 20.124.000 99.96

Presentase Koordinasi Penanganan Masalah Ketentraman, 

Ketertiban Umum dan kebencanaan

100.00 

persen

100.00 

persen

100

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan 

Ketenteraman dan Ketertiban Umum

12 12 100 20.132.000 20.124.000 99.96

Jumlah Laporan penyelenggaraan Koordinasi 

Ketentraman, Ketertiban Umum dan 

kebencanaan di tingkat Kecamatan

12.00 

Laporan

12.00 

Laporan

100

Sinergitas dengan Kepolisian 

Negara Republik Indonesia, Tentara 

Nasional Indonesia dan Instansi 

Vertikal di Wilayah Kecamatan

12 12 100 20.132.000 20.124.000 99.96

Jumlah Laporan Hasil Sinergitas 

dengan Kepolisian Negara 

Republik Indonesia, Tentara 

Nasional Indonesia dan Instansi 

Vertikal di Wilayah Kecamatan

12.00 

Laporan

12.00 

Laporan

100

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan
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LAMPIRAN 3.1.4. | Pelaksanaan Fungsi Urusan Penunjang   

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Peningkatan 

Kinerja 

Pelaksanaan 

Teknis 

Kewilayahan dan 

Pelayanan Publik 

Kecamatan

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN 

KELURAHAN

100 100 100 44.954.518 44.810.850 99.68

Persentase desa yang tertib administrasi 100.00 

persen

100.00 

persen

100

Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 7 7 100 27.954.905 27.850.400 99.63

Jumlah Desa Tertip Administrasi 7.00 Desa 7.00 Desa 100

Peningkatan Efektifitas Kegiatan 

Pemberdayaan Masyarakat di 

Wilayah Kecamatan

12 12 100 15.999.905 15.895.400 99.35

Jumlah Laporan Peningkatan 

Efektivitas Kegiatan 

Pemberdayaan Masyarakat di 

Wilayah Kecamatan

12.00 

Laporan

12.00 

Laporan

100

Peningkatan Partisipasi Masyarakat 

dalam Forum Musyawarah 

Perencanaan Pembangunan di 

Desa

4 4 100 11.955.000 11.955.000 100

Jumlah Lembaga 

Kemasyarakatan yang 

Berpartisipasi dalam Forum 

Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan di Desa

4.00 

Lembaga

4.00 

Lembaga

100

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan 

Tingkat Kecamatan

4 4 100 16.999.613 16.960.450 99.77

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa 

yang Dibina

4.00 

Lembaga

4.00 

Lembaga

100

Fasilitasi Pengembangan Usaha 

Ekonomi Masyarakat

12 12 100 1.999.950 1.999.950 100

Jumlah Laporan Fasilitasi 

Pengembangan Usaha Ekonomi 

Masyarakat

12.00 

Laporan

12.00 

Laporan

100

Peningkatan Kapasitas Lembaga 

Kemasyarakatan

4 4 100 14.999.663 14.960.500 99.74
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LAMPIRAN 3.1.4. | Pelaksanaan Fungsi Urusan Penunjang   

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Jumlah Lembaga 

Kemasyarakatan yang 

Ditingkatkan Kapasitasnya

4.00 

Lembaga

4.00 

Lembaga

100

Peningkatan 

Kinerja 

Pelaksanaan 

Teknis 

Kewilayahan dan 

Pelayanan Publik 

Kecamatan

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

PEMERINTAH DESA

100 100 100 73.320.122 71.813.325 97.94

Persentase kegiatan yang dikoordinasikan 100.00 

persen

100.00 

persen

100

Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi 

Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan 

Desa

100 100 100 73.320.122 71.813.325 97.94

Persentase kegiatan yang dikoordinasikan 100.00 

persen

100.00 

persen

100

Fasilitasi Administrasi Tata 

Pemerintahan Desa

12 12 100 3.229.749 3.225.200 99.86

Jumlah Dokumen yang Difasilitasi 

dalam rangka Administrasi Tata 

Pemerintahan Desa

12.00 

Dokumen

12.00 

Dokumen

100

Fasilitasi Penyusunan Peraturan 

Desa dan Peraturan Kepala Desa

14 14 100 3.767.249 3.749.250 99.52

Jumlah Dokumen yang Difasilitasi 

dalam rangka Penyusunan 

Peraturan Desa dan Peraturan 

Kepala Desa

14.00 

Dokumen

14.00 

Dokumen

100

Fasilitasi Pengelolaan Keuangan 

Desa dan Aset Desa

14 14 100 3.115.249 3.094.500 99.33

Jumlah Dokumen yang Difasilitasi 

dalam rangka Pengelolaan 

Keuangan Desa dan 

Pendayagunaan Aset Desa

14.00 

Dokumen

14.00 

Dokumen

100

Fasilitasi Penerapan dan 

Penegakan Peraturan Perundang 

Undangan

14 14 100 999.875 995.375 99.55
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LAMPIRAN 3.1.4. | Pelaksanaan Fungsi Urusan Penunjang   

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Jumlah Laporan Fasilitasi dalam 

rangka Penerapan dan 

Penegakan Peraturan Perundang-

Undangan

14.00 

Laporan

14.00 

Laporan

100

Fasilitasi Penyelenggaraan 

Ketentraman dan Ketertiban Umum

12 12 100 62.208.000 60.749.000 97.65

Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam 

rangka Penyelenggaraan 

Ketenteraman dan Ketertiban 

Umum

12.00 

Dokumen

12.00 

Dokumen

100

Peningkatan 

Kinerja 

Pelaksanaan 

Teknis 

Kewilayahan dan 

Pelayanan Publik 

Kecamatan

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN 

PELAYANAN PUBLIK

100 100 100 28.414.000 27.351.000 96.26

Prosentase Pelayanan Publik sesuai SOP dan SPP 100.00 

persen

100.00 

persen

100

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang 

Dilimpahkan kepada Camat

5000 5000 100 28.414.000 27.351.000 96.26

Jumlah Dokumen yang Terlayani 5000.00 

dokumen

5000.00 

dokumen

100

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan 

yang terkait dengan Pelayanan 

Perizinan Non Usaha

2500 2500 100 27.456.000 26.400.000 96.15

Jumlah Dokumen Non Perizinan 

Usaha yang Dilaksanakan

2500.00 

dokumen

2500.00 

dokumen

100

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan 

yang terkait dengan Nonperizinan

2500 2500 100 958 951 99.27

Jumlah Laporan Pelaksanaan 

Nonperizinan pada Urusan 

Pemerintahan

2500.00 

Laporan

2500.00 

Laporan

100

Peningkatan 

Kinerja 

Pelaksanaan 

Teknis 

Kewilayahan dan 

Pelayanan Publik 

Kecamatan

PROGRAM PENUNJANG URUSAN DAERAH KABUPATEN 

KOTA

200 200 100 1.689.438.887 1.393.573.086 82.49
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LAMPIRAN 3.1.4. | Pelaksanaan Fungsi Urusan Penunjang   

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum dan 

Kepegawaian Perangkat Daerah

100.00 

persen

100.00 

persen

100

Persentase Ketercapaian Perencanaan, Evaluasi Kinerja 

OPD, dan Keuangan Perangkat Daerah

100.00 

persen

100.00 

persen

100

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah

8 8 100 134.695.160 121.763.396 90.4

Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah yang 

dipelihara

8.00 Unit 8.00 Unit 100

Pemeliharaan Mebel 5 5 100 1.000.000 1.000.000 100

Jumlah Mebel yang Dipelihara 5.00 Unit 5.00 Unit 100

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 

Lainnya

10 10 100 7.600.000 7.600.000 100

Jumlah Peralatan dan Mesin 

Lainnya yang Dipelihara

10.00 Unit 10.00 Unit 100

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung 

Kantor dan Bangunan Lainnya

1 1 100 56.720.400 54.520.416 96.12

Jumlah Gedung Kantor dan 

Bangunan Lainnya yang 

Dipelihara/Direhabilitasi

1.00 Paket 1.00 Paket 100

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 

Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan 

Perizinan Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan

8 8 100 69.374.760 58.642.980 84.53

Jumlah Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan yang 

Dipelihara dan dibayarkan Pajak 

dan Perizinannya

8.00 Unit 8.00 Unit 100

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 12 12 100 1.500.090.023 1.218.479.568 81.23

Jumlah Kegiatan yang Dikelola 12.00 

Kegiatan

12.00 

Kegiatan

100

Koordinasi dan Pelaksanaan 

Akuntansi SKPD

1 1 100 1.002.664 1.000.671 99.8

Jumlah Dokumen Koordinasi dan 

Pelaksanaan Akuntansi SKPD

1.00 

Dokumen

1.00 

Dokumen

100
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LAMPIRAN 3.1.4. | Pelaksanaan Fungsi Urusan Penunjang   

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Penyediaan Gaji dan Tunjangan 

ASN

15 15 100 1.470.487.401 1.194.507.897 81.23

Jumlah Orang yang Menerima 

Gaji dan Tunjangan ASN

15.00 

Orang

15.00 

Orang

100

Pelaksanaan Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi Keuangan 

SKPD

1 1 100 28.599.958 22.971.000 80.32

Jumlah Dokumen Penatausahaan 

dan Pengujian/Verifikasi 

Keuangan SKPD

1.00 

Dokumen

1.00 

Dokumen

100

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 15 15 100 1.999.925 1.993.000 99.65

Jumlah ASN yang Terlayani Admisnistrasi 

Kepegawaianya

15.00 

Orang

15.00 

Orang

100

Sosialisasi Peraturan Perundang-

Undangan

15 15 100 1.999.925 1.993.000 99.65

Jumlah Orang yang Mengikuti 

Sosialisasi Peraturan Perundang-

Undangan

15.00 

Orang

15.00 

Orang

100

Administrasi Umum Perangkat Daerah 350 350 100 21.790.009 21.745.931 99.8

Jumlah Pelayanan Administrasi Umum yang 

Dilaksanakan

350.00 

Arsip

350.00 

Arsip

100

Penyediaan Bahan Bacaan dan 

Peraturan Perundang-undangan

760 760 100 293.508 263.232 89.68

Jumlah Dokumen Bahan Bacaan 

dan Peraturan Perundang-

Undangan yang Disediakan

760.00 

Buku

760.00 

Buku

100

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi SKPD

46 46 100 19.999.901 19.986.509 99.93

Jumlah layanan humas dan 

protokol yang dilaksanakan

12.00 

Layanan

12.00 

Layanan

100

Jumlah perjalanan dinas dalam 

daerah yang terlaksana

12.00 Kali 12.00 Kali 100

Jumlah perjalanan dinas luar 

daerah yang terlaksana

10.00 Kali 10.00 Kali 100

Jumlah rapat koordinasi yang 

diselenggarakan

12.00 Kali 12.00 Kali 100
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LAMPIRAN 3.1.4. | Pelaksanaan Fungsi Urusan Penunjang   

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Penatausahaan Arsip Dinamis pada 

SKPD

450 450 100 1.496.600 1.496.190 99.97

Jumlah Dokumen Penatausahaan 

Arsip Dinamis pada SKPD

450.00 

Arsip

450.00 

Arsip

100

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

2 2 100 25.172.500 23.947.386 95.13

Jumlah Pelayanan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahhan Daerah

2.00 

Layanan

2.00 

Layanan

100

Penyediaan Jasa Komunikasi, 

Sumber Daya Air dan Listrik

48 48 100 24.600.000 23.379.386 95.04

Jumlah Laporan Penyediaan 

Jasa Komunikasi, Sumber Daya 

Air dan Listrik yang Disediakan

48.00 

Laporan

48.00 

Laporan

100

Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 12 100 572.5 568 99.21

Jumlah Laporan Penyediaan 

Jasa Surat Menyurat

12.00 

Laporan

12.00 

Laporan

100

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 

Kinerja Perangkat Daerah

3 3 100 5.691.270 5.643.805 99.17

Jumlah Dokumen Perencanaan Evaluasi dan 

Pelaporan Perangkat Daerah

3.00 

Dokumen

3.00 

Dokumen

100

Koordinasi dan Penyusunan 

Laporan Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

12 12 100 4.999.920 4.970.755 99.42

Jumlah Laporan Capaian Kinerja 

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 

SKPD dan Laporan Hasil 

Koordinasi Penyusunan Laporan 

Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD

12.00 

Laporan

12.00 

Laporan

100

Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Perangkat Daerah

3 3 100 691.35 673.05 97.35

Jumlah Dokumen Perencanaan 

Perangkat Daerah

3.00 

Dokumen

3.00 

Dokumen

100

Kecamatan 

Borobudur

1.371.408.016 1.289.635.619 94.04

Peningkatan 

kualitas pelayanan 

publik

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 

DAERAH KABUPATEN / KOTA

200 200 100 1.197.893.716 1.120.180.874 93.51
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Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Persentase ketercapaian pelayanan umum dan 

kepegawaian Perangkat Daerah

100.00% 100.00% 100

Presentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja 

OPD dan keuangan Perangkat Daerah

100.00% 100.00% 100

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 

Kinerja Perangkat Daerah

23 23 100 3.500.000 3.499.150 99.98

Jumlah dokumen perencanaan, 

penganggaran dan evaluasi kinerja 

Perangkat Daerah

23.00 

dokumen

23.00 

dokumen

100

Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Perangkat Daerah

3 3 100 2.000.000 1.999.700 99.99

Jumlah Dokumen Perencanaan 

Perangkat Daerah

3.00 

Dokumen

3.00 

Dokumen

100

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 20 20 100 1.500.000 1.499.450 99.96

Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah

20.00 

Laporan

20.00 

Laporan

100

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 13 13 100 983.876.716 918.453.493 93.35

Jumlah kegiatan yang dikelola 13.00 

kegiatan

13.00 

kegiatan

100

Penyediaan Gaji dan Tunjangan 

ASN

14 11 78.57 951.836.716 886.413.628 93.13

Jumlah Orang yang Menerima 

Gaji dan Tunjangan ASN

14.00 

Orang

11.00 

Orang

78.57

Pelaksanaan Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi Keuangan 

SKPD

13 13 100 32.040.000 32.039.865 100

Jumlah Dokumen Penatausahaan 

dan Pengujian/Verifikasi 

Keuangan SKPD

13.00 

Dokumen

13.00 

Dokumen

100

Administrasi Umum Perangkat Daerah 5 5 100 24.100.000 24.099.490 100

Jumlah pelayanan administrasi umum yang 

dilaksanakan

5.00 

Layanan

5.00 

Layanan

100

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi SKPD

12 12 100 22.500.000 22.499.570 100
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Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Jumlah Laporan 

Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi SKPD

12.00 

Laporan

12.00 

Laporan

100

Penatausahaan Arsip Dinamis pada 

SKPD

10 10 100 1.600.000 1.599.920 100

Jumlah Dokumen Penatausahaan 

Arsip Dinamis pada SKPD

10.00 

Dokumen

10.00 

Dokumen

100

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

4 4 100 52.160.000 49.898.430 95.66

Jumlah pelayanan jasa penunjang urusan 

Pemerintah Daerah

4.00 

Layanan

4.00 

Layanan

100

Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 12 100 10.260.000 10.251.450 99.92

Jumlah Laporan Penyediaan 

Jasa Surat Menyurat

12.00 

Laporan

12.00 

Laporan

100

Penyediaan Jasa Komunikasi, 

Sumber Daya Air dan Listrik

36 36 100 41.900.000 39.646.980 94.62

Jumlah Laporan Penyediaan 

Jasa Komunikasi, Sumber Daya 

Air dan Listrik yang Disediakan

36.00 

Laporan

36.00 

Laporan

100

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah

43 43 100 134.257.000 124.230.311 92.53

Jumlah barang milik daerah penunjang 

urusan pemerintah daerah

43.00 Unit 43.00 Unit 100

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 

Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan 

Perizinan Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan

8 8 100 45.410.000 44.542.500 98.09

Jumlah Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan yang 

Dipelihara dan dibayarkan Pajak 

dan Perizinannya

8.00 Unit 8.00 Unit 100

Pemeliharaan Mebel 15 15 100 2.100.000 2.100.000 100

Jumlah Mebel yang Dipelihara 15.00 Unit 15.00 Unit 100

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 

Lainnya

15 15 100 3.100.000 3.098.000 99.94
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LAMPIRAN 3.1.4. | Pelaksanaan Fungsi Urusan Penunjang   

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Jumlah Peralatan dan Mesin 

Lainnya yang Dipelihara

15.00 Unit 15.00 Unit 100

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung 

Kantor dan Bangunan Lainnya

5 5 100 83.647.000 74.489.811 89.05

Jumlah Gedung Kantor dan 

Bangunan Lainnya yang 

Dipelihara/Direhabilitasi

5.00 Unit 5.00 Unit 100

Peningkatan 

kualitas pelayanan 

publik

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN 

PELAYANAN PUBLIK

100 100 100 29.130.000 28.030.115 96.22

Persentase pelayanan publik sesuai SP dan SOP 100.00% 100.00% 100

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang 

Dilimpahkan kepada Camat

200 200 100 29.130.000 28.030.115 96.22

Jumlah dokumen yang terlayani 200.00 

Dokumen

200.00 

Dokumen

100

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan 

yang terkait dengan Pelayanan 

Perizinan Non Usaha

200 200 100 5.730.000 5.729.615 99.99

Jumlah Dokumen Non Perizinan 

Usaha yang Dilaksanakan

200.00 

Dokumen

200.00 

Dokumen

100

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan 

yang terkait dengan Nonperizinan

12 12 100 23.400.000 22.300.500 95.3

Jumlah Laporan Pelaksanaan 

Nonperizinan pada Urusan 

Pemerintahan

12.00 

Laporan

12.00 

Laporan

100

Peningkatan 

koordinasi 

penyelenggaraan 

pemerintahan di 

kecamatan

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN 

KELURAHAN

85 85 100 53.642.000 53.640.735 100

Persentase desa yang tertib administrasi 85.00% 85.00% 100

Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 12 12 100 10.495.000 10.494.805 100

Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan 12.00 

Kegiatan

12.00 

Kegiatan

100

Peningkatan Partisipasi Masyarakat 

dalam Forum Musyawarah 

Perencanaan Pembangunan di 

Desa

5 5 100 4.200.000 4.199.805 100
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LAMPIRAN 3.1.4. | Pelaksanaan Fungsi Urusan Penunjang   

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Jumlah Lembaga 

Kemasyarakatan yang 

Berpartisipasi dalam Forum 

Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan di Desa

5.00 

Lembaga

5.00 

Lembaga

100

Peningkatan Efektifitas Kegiatan 

Pemberdayaan Masyarakat di 

Wilayah Kecamatan

4 4 100 6.295.000 6.295.000 100

Jumlah Laporan Peningkatan 

Efektivitas Kegiatan 

Pemberdayaan Masyarakat di 

Wilayah Kecamatan

4.00 

Laporan

4.00 

Laporan

100

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan 

Tingkat Kecamatan

12 12 100 43.147.000 43.145.930 100

Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan 12.00 

Kegiatan

12.00 

Kegiatan

100

Peningkatan Kapasitas Lembaga 

Kemasyarakatan

5 5 100 43.147.000 43.145.930 100

Jumlah Lembaga 

Kemasyarakatan yang 

Ditingkatkan Kapasitasnya

5.00 

Lembaga

5.00 

Lembaga

100

Peningkatan 

koordinasi 

penyelenggaraan 

pemerintahan di 

kecamatan

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN 

KETERTIBAN UMUM 

100 100 100 59.221.300 56.587.090 95.55

Persentase koordinasi penanganan masalah ketentraman, 

ketertiban umum, dan kebencanaan

100.00% 100.00% 100

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan 

Ketentraman dan Ketertiban Umum

12 12 100 59.221.300 56.587.090 95.55

Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan 12.00 

Kegiatan

12.00 

Kegiatan

100

Sinergitas dengan Kepolisian 

Negara Republik Indonesia, Tentara 

Nasional Indonesia dan Instansi 

Vertikal di Wilayah Kecamatan

4 4 100 59.221.300 56.587.090 95.55
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LAMPIRAN 3.1.4. | Pelaksanaan Fungsi Urusan Penunjang   

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Jumlah Laporan Hasil Sinergitas 

dengan Kepolisian Negara 

Republik Indonesia, Tentara 

Nasional Indonesia dan Instansi 

Vertikal di Wilayah Kecamatan

4.00 

Laporan

4.00 

Laporan

100

Peningkatan 

koordinasi 

penyelenggaraan 

pemerintahan di 

kecamatan

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

PEMERINTAHAN DESA

90 90 100 31.521.000 31.196.805 98.97

Persentase kegiatan yang dikoordinasikan 90.00% 90.00% 100

Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi 

Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan 

Desa

12 12 100 31.521.000 31.196.805 98.97

Persentase kegiatan yang dikoordinasikan 12.00 

Kegiatan

12.00 

Kegiatan

100

Fasilitasi Administrasi Tata 

Pemerintahan Desa

20 20 100 1.400.000 1.399.225 99.94

Jumlah Dokumen yang Difasilitasi 

dalam rangka Administrasi Tata 

Pemerintahan Desa

20.00 

Dokumen

20.00 

Dokumen

100

Fasilitasi Pengelolaan Keuangan 

Desa dan Pendayagunaan Aset 

Desa

4 4 100 3.635.000 3.634.975 100

Jumlah Dokumen yang Difasilitasi 

dalam rangka Administrasi Tata 

Pemerintahan Desa

4.00 

Dokumen

4.00 

Dokumen

100

Rekomendasi Pengangkatan dan 

Pemberhentian Perangkat Desa

10 10 100 1.400.000 1.399.930 100

Jumlah Dokumen Rekomendasi 

Pengangkatan dan 

Pemberhentian Perangkat Desa

10.00 

Dokumen

10.00 

Dokumen

100

Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan 

Pembangunan Daerah dengan 

Pembangunan Desa

1 1 100 25.086.000 24.762.675 98.71
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LAMPIRAN 3.1.4. | Pelaksanaan Fungsi Urusan Penunjang   

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Jumlah Dokumen Sinkronisasi 

Perencanaan Pembangunan 

Daerah dengan Pembangunan 

Desa

1.00 

Dokumen

1.00 

Dokumen

100

Kecamatan 

Candimulyo

1.837.777.798 1.773.948.598 96.53

Peningkatan 

Kinerja 

Pelaksanaan 

Teknis 

Kewilayahan dan 

Pelayanan Publik 

di Kecamatan

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 

DAERAH KABUPATEN/KOTA

200 200 100 1.638.736.702 1.575.834.833 96.16

Persentase ketercapaian pelayanan umum dan 

kepegawaian perangkat daerah

100.00% 100.00% 100

Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja 

OPD, dan keuangan perangkat daerah

100.00% 100.00% 100

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 

Kinerja Perangkat Daerah

13 13 100 1.550.337 1.468.084 94.69

Jumlah dokumen perencanaan evaluasi dan 

pelaporan perangkat daerah

13.00 

Dokumen

13.00 

Dokumen

100

Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Perangkat Daerah

5 5 100 798.335 790.084 98.97

Jumlah Dokumen Perencanaan 

Perangkat Daerah

5.00 

Dokumen

5.00 

Dokumen

100

Koordinasi dan Penyusunan 

Laporan Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

8 8 100 752.002 678 90.16

Jumlah Laporan Capaian Kinerja 

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 

SKPD dan Laporan Hasil 

Koordinasi Penyusunan Laporan 

Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD

8.00 

Laporan

8.00 

Laporan

100

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 13 13 100 1.467.603.865 1.412.990.397 96.28

Jumlah kegiatan yang dikelola 13.00 

Kegiatan

13.00 

Kegiatan

100

Penyediaan Gaji dan Tunjangan 

ASN

16 15 93.75 1.439.381.197 1.384.767.729 96.21
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LAMPIRAN 3.1.4. | Pelaksanaan Fungsi Urusan Penunjang   

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Jumlah orang yang menerima gaji 

dan tunjangan ASN

16.00 

Orang/bula

n

15.00 

Orang/bula

n

93.75

Pelaksanaan Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi Keuangan 

SKPD

13 13 100 28.222.668 28.222.668 100

Jumlah dokumen penatausahaan 

dan pengujian/Verifikasi 

keuangan SKPD

13.00 

Dokumen

13.00 

Dokumen

100

Administrasi Umum Perangkat Daerah 3 3 100 23.430.000 23.429.990 100

Jumlah pelayanan administrasi umum yang 

dilaksanakan

3.00 

Layanan

3.00 

Layanan

100

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi SKPD

122 122 100 23.430.000 23.429.990 100

Jumlah Laporan 

Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi SKPD

122.00 

Laporan

122.00 

Laporan

100

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

2 2 100 38.538.000 37.060.980 96.17

Jumlah Pelayanan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah

2.00 

Layanan

2.00 

Layanan

100

Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 12 100 3.996.000 3.995.809 100

Jumlah laporan penyediaan jasa 

surat menyurat

12.00 

Laporan

12.00 

Laporan

100

Penyediaan Jasa Komunikasi, 

Sumber Daya Air dan Listrik

48 48 100 34.542.000 33.065.171 95.72

Jumlah laporan penyediaan jasa 

komunikasi, sumber daya air dan 

listrik yang disediakan

48.00 

Laporan

48.00 

Laporan

100

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah

15 15 100 107.614.500 100.885.382 93.75

Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintah Daerah

15.00 Unit 15.00 Unit 100

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 

Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan 

Perizinan Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan

8 8 100 60.614.500 53.887.400 88.9
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LAMPIRAN 3.1.4. | Pelaksanaan Fungsi Urusan Penunjang   

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Jumlah kendaraan dinas 

operasional atau lapangan yang 

dipelihara dan dibayarkan pajak 

dan perizinnanya

8.00 Unit 8.00 Unit 100

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 

Lainnya

3 3 100 3.000.000 2.998.340 99.94

Pemeliharaan Peralatan dan 

Mesin Lainnya yang dipelihara

3.00 Unit 3.00 Unit 100

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung 

Kantor dan Bangunan Lainnya

4 4 100 44.000.000 43.999.642 100

Jumlah gedung kantor dan 

bangunan lainnya yang 

dipelihara/direhabilitasi

4.00 Unit 4.00 Unit 100

Peningkatan 

Kinerja 

Pelaksanaan 

Teknis 

Kewilayahan dan 

Pelayanan Publik 

di Kecamatan

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN 

PELAYANAN PUBLIK

100 100 100 29.026.130 28.119.623 96.88

Persentase Pelayanan Publik sesuai SOP dan SP 100.00% 100.00% 100

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang 

dilimpahkan kepada Camat

6000 6000 100 29.026.130 28.119.623 96.88

Jumlah dokumen yang terlayani 6000.00 

Dokumen

6000.00 

Dokumen

100

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan 

yang terkait dengan Nonperizinan

12 12 100 29.026.130 28.119.623 96.88

Jumlah laporan pelaksanaan 

nonperizinan pada urusan 

pemerintahan

12.00 

Laporan

12.00 

Laporan

100

Peningkatan 

Kinerja 

Pelaksanaan 

Teknis 

Kewilayahan dan 

Pelayanan Publik 

di Kecamatan

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN 

KELURAHAN

94.73 94.73 100 58.209.003 58.207.351 100

Persentase desa yang tertib administrasi 94.73% 94.73% 100

Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 19 19 100 7.395.003 7.394.113 99.99
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LAMPIRAN 3.1.4. | Pelaksanaan Fungsi Urusan Penunjang   

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Jumlah desa tertib administrasi 19.00 

Desa

19.00 

Desa

100

Peningkatan Partisipasi Masyarakat 

dalam Forum Musyawarah 

Perencanaan Pembangunan di 

Desa

5 5 100 2.645.003 2.644.113 99.97

Jumlah lembaga kemasyarakatan 

yang berpartisipasi dalam forum 

musyawarah perencanaan 

pembangunan di desa

5.00 

Lembaga

5.00 

Lembaga

100

Peningkatan Efektifitas Kegiatan 

Pemberdayaan Masyarakat di 

Wilayah Kecamatan

4 4 100 4.750.000 4.750.000 100

Jumlah laporan Peningkatan 

Efektifitas Kegiatan 

Pemberdayaan Masyarakat di 

Wilayah Kecamatan

4.00 

Laporan

4.00 

Laporan

100

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan 

Tingkat Kecamatan

19 19 100 50.814.000 50.813.238 100

Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang 

dibina

19.00 

Desa

19.00 

Desa

100

Peningkatan 

Kinerja 

Pelaksanaan 

Teknis 

Kewilayahan dan 

Pelayanan Publik 

di Kecamatan

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN 

KETERTIBAN UMUM

100 100 100 77.988.800 77.988.800 100

Persentase Koordinasi Penanganan Masalah Ketentraman, 

Ketertiban Umum dan Kebencanaan

100.00% 100.00% 100

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan 

Ketenteraman dan Ketertiban Umum

12 12 100 77.988.800 77.988.800 100

Jumlah Laporan Penyelenggaraan 

Koordinasi Ketentraman, Ketertiban Umum 

dan Kebencanaan Tingkat Kecamatan

12.00 

Laporan

12.00 

Laporan

100

Sinergitas dengan Kepolisian 

Negara Republik Indonesia, Tentara 

Nasional Indonesia dan Instansi 

Vertikal di Wilayah Kecamatan

12 12 100 77.988.800 77.988.800 100
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LAMPIRAN 3.1.4. | Pelaksanaan Fungsi Urusan Penunjang   

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Jumlah laporan Sinergitas 

dengan Kepolisian Negara 

Republik Indonesia, Tentara 

Nasional Indonesia dan Instansi 

Vertikal di Wilayah Kecamatan

12.00 

Laporan

12.00 

Laporan

100

Peningkatan 

Kinerja 

Pelaksanaan 

Teknis 

Kewilayahan dan 

Pelayanan Publik 

di Kecamatan

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

PEMERINTAHAN DESA

100 100 100 33.817.163 33.797.991 99.94

Persentase kegiatan yang dikoordinasikan 100.00% 100.00% 100

Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi 

Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan 

Desa

19 19 100 33.817.163 33.797.991 99.94

Jumlah desa terfasilitasi pembinaan dan 

pengawasan pemerintahan desa

19.00 

Desa

19.00 

Desa

100

Fasilitasi Penyusunan Peraturan 

Desa dan Peraturan Kepala Desa

76 76 100 5.303.337 5.294.557 99.83

Jumlah dokumen yang difasilitasi 

dalam rangka penyusunan 

peraturan desa dan peraturan 

kepala desa

76.00 

Dokumen

76.00 

Dokumen

100

Fasilitasi Administrasi Tata 

Pemerintahan Desa

19 19 100 3.605.820 3.596.928 99.75

Jumlah dokumen yang difasilitasi 

dalam rangka administrasi tata 

pemerintahan desa

19.00 

Dokumen

19.00 

Dokumen

100

Fasilitasi Pengelolaan Keuangan 

Desa dan Pendayagunaan Aset 

Desa 

38 38 100 6.060.002 6.058.502 99.98

Jumlah dokumen yang difasilitasi 

dalam rangka Pengelolaan 

Keuangan Desa dan 

Pendayagunaan Aset Desa

38.00 

Dokumen

38.00 

Dokumen

100

Rekomendasi Pengangkatan dan 

Pemberhentian Perangkat Desa

11 11 100 4.474.669 4.474.669 100

Jumlah Dokumen Rekomendasi 

Pengangkatan dan 

Pemberhentian Perangkat Desa

11.00 

Dokumen

11.00 

Dokumen

100
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LAMPIRAN 3.1.4. | Pelaksanaan Fungsi Urusan Penunjang   

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan 

Pembangunan Daerah dengan 

Pembangunan Desa

1 1 100 14.373.335 14.373.335 100

Jumlah Dokumen Sinkronisasi 

Perencanaan Pembangunan 

Daerah dengan Pembangunan 

Desa

1.00 

Dokumen

1.00 

Dokumen

100

Kecamatan 

Dukun

1.384.687.420 1.209.926.015 87.38

Peningkatan 

Kinerja 

Pelaksanaan 

Teknis 

Kewilayahan dan 

Pelayanan Publik 

di Kecamatan

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 

DAERAH KABUPATEN/KOTA

200 194.09 97.05 1.196.491.000 1.027.877.951 85.91

Persentase Ketercapaian Perencanaan, Evaluasi Kinerja 

OPD, dan Keuangan Perangkat Daerah

100.00% 100.00% 100

Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum dan 

Kepegawaian Perangkat Daerah

100.00% 94.09% 94.09

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 12 12 100 1.060.653.000 900.153.300 84.87

Jumlah Kegiatan Yang Di Kelola 12.00 

Kegiatan

12.00 

Kegiatan

100

Penyediaan Gaji dan Tunjangan 

ASN

13 12 92.31 1.021.894.000 862.864.350 84.44

Jumlah Orang Yang Menerima 

Gaji dan Tunjangan ASN

13.00 

Orang/bula

n

12.00 

Orang/bula

n

92.31

Pelaksanaan Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi Keuangan 

SKPD

13 13 100 38.759.000 37.288.950 96.21

Jumlah Dokumen Penatausahaan 

dan Pengujian/Verifikasi 

Keuangan SKPD

13.00 

Dokumen

13.00 

Dokumen

100

Administrasi Barang Milik Daerah Pada 

Perangkat Daerah

394 394 100 1.500.000 1.492.149 99.48

Jumlah Aset Yang Di Kelola 394.00 

Barang

394.00 

Barang

100

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI MAGELANG TAHUN 2023 | 413



LAMPIRAN 3.1.4. | Pelaksanaan Fungsi Urusan Penunjang   

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Penatausahaan Barang Milik 

Daerah Pada SKPD

8 8 100 1.500.000 1.492.149 99.48

Jumlah Laporan Penatausahaan 

Barang Milik Daerah Pada SKPD

8.00 

Laporan

8.00 

Laporan

100

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 13 12 92.31 3.285.000 2.630.445 80.07

Jumlah ASN Yang Terlayani Administrasi 

Kepegawaiannya

13.00 

Orang

12.00 

Orang

92.31

Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian 

Kinerja Pegawai

13 13 100 1.500.000 845.645 56.38 Pegawai sering kali 

terlupa tidak membawa 

SPPD dalam melakukan 

perjalanan dinas

Setiap pegawai apabila 

melakukan perjalanan 

dinas selalu mengingat 

untuk wajib membawa 

SPPD

Jumlah Dokumen Monitoring, 

Evaluasi, dan Penilaian Kinerja 

Pegawai

13.00 

Dokumen

13.00 

Dokumen

100

Sosialisasi Peraturan Perundang-

undangan

30 30 100 1.785.000 1.784.800 99.99

Jumlah Orang yang Mengikuti 

Sosialisasi Peraturan Perundang-

undangan

30.00 

Orang

30.00 

Orang

100

Administrasi Umum Perangkat Daerah 8 8 100 11.030.000 8.629.218 78.23

Jumlah Pelayanan Umum Yang 

Dilaksanakan

8.00 

Layanan

8.00 

Layanan

100

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi SKPD

37 32 86.49 9.700.000 7.380.218 76.08

Jumlah Laporan 

Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi SKPD

37.00 

Laporan

32.00 

Laporan

86.49

Penatausahaan Arsip Dinamis Pada 

SKPD

1250 1250 100 1.330.000 1.249.000 93.91

Jumlah Dokumen Penatausahaan 

Arsip Dinamis Pada SKPD

1250.00 

Dokumen

1250.00 

Dokumen

100

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

2 2 100 24.794.000 24.326.730 98.12

Jumlah Pelayanan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

2.00 

Layanan

2.00 

Layanan

100
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LAMPIRAN 3.1.4. | Pelaksanaan Fungsi Urusan Penunjang   

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 12 100 4.964.000 4.940.730 99.53

Jumlah Laporan Penyediaan 

Jasa Surat Menyurat

12.00 

Laporan

12.00 

Laporan

100

Penyediaan Jasa Komunikasi, 

Sumber Daya Air dan Listrik

24 24 100 19.830.000 19.386.000 97.76

Jumlah Laporan Penyediaan 

Jasa Komunikasi, Sumber Daya 

Air dan Listrik yang Disediakan

24.00 

Laporan

24.00 

Laporan

100

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah

47 44 93.62 88.719.000 84.276.136 94.99

Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah

47.00 Unit 44.00 Unit 93.62

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 

Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 

Perizinan Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan

8 8 100 45.088.000 44.012.300 97.61

Jumlah Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan yang 

Dipelihara dan Dibayarkan Pajak 

dan Perizinannya

8.00 Unit 8.00 Unit 100

Pemeliharaan Mebel 3 0 0 900 0 0 Tidak terserapnya 

anggaran dalam 

pemeliharaan mebel

Lebih memperhatikan 

DPA dalam peneyerapan 

anggaran pemeliharaan 

mebel

Jumlah Mebel yang Dipelihara 3.00 Unit 0.00 Unit 0 Tidak terserapnya 

anggaran dalam 

pemeliharaan mebel

Lebih memperhatikan 

DPA dalam peneyerapan 

anggaran pemeliharaan 

mebel

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 

Lainnya

3 3 100 1.780.000 1.770.000 99.44

Jumlah Peralatan dan Mesin 

Lainnya yang Dipelihara

3.00 Unit 3.00 Unit 100

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung 

Kantor dan Bangunan Lainnya

10 10 100 40.951.000 38.493.836 94

Jumlah Gedung Kantor dan 

Bangunan Lainnya yang 

Dipelihara/Direhabilitasi

10.00 Unit 10.00 Unit 100

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 

Kinerja Perangkat Daerah

33 33 100 6.510.000 6.369.973 97.85
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LAMPIRAN 3.1.4. | Pelaksanaan Fungsi Urusan Penunjang   

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Jumlah Dokumen Perencanaan Evaluasi dan 

Pelaporan Perangkat Daerah

33.00 

Dokumen

33.00 

Dokumen

100

Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Perangkat Daerah

5 5 100 2.955.000 2.922.800 98.91

Jumlah Dokumen Perencanaan 

Perangkat Daerah

5.00 

Dokumen

5.00 

Dokumen

100

Koordinasi dan Penyusunan 

laporan Capaian kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

8 8 100 2.555.000 2.547.673 99.71

Jumlah Laporan Capaian Kinerja 

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 

SKPD dan Laporan Hasil 

Koordinasi Penyusunan Laporan 

Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD

8.00 

Laporan

8.00 

Laporan

100

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 20 20 100 1.000.000 899.5 89.95

Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah

20.00 

Laporan

20.00 

Laporan

100

Peningkatan 

Kinerja 

Pelaksanaan 

Teknis 

Kewilayahan dan 

Pelayanan Publik 

di Kecamatan

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN 

PELAYANAN PUBLIK

100 95 95 26.143.500 23.795.410 91.02

Persentase Pelayanan Publik Sesuai SOP dan SP 100.00% 95.00% 95

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang 

Dilimpahkan Kepada Camat

12 12 100 26.143.500 23.795.410 91.02

Jumlah Dokumen Yang Terlayani 12.00 

Dokumen

12.00 

Dokumen

100

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan 

yang Terkait Dengan Non Perizinan

12 12 100 26.143.500 23.795.410 91.02

Jumlah Laporan Pelaksanaan 

Non Perizinan pada Urusan 

Pemerintahan

12.00 

Laporan

12.00 

Laporan

100

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI MAGELANG TAHUN 2023 | 416



LAMPIRAN 3.1.4. | Pelaksanaan Fungsi Urusan Penunjang   

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Peningkatan 

Kinerja 

Pelaksanaan 

Teknis 

Kewilayahan dan 

Pelayanan Publik 

di Kecamatan

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN 

KELURAHAN

100 100 100 49.336.000 48.364.917 98.03

Persentase Desa Yang Tertib Administrasi 100.00% 100.00% 100

Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 15 15 100 9.071.000 8.675.289 95.64

Jumlah Desa Tertib Administrasi 15.00 

Desa

15.00 

Desa

100

Peningkatan Partisipasi Masyarakat 

Dalam Forum Musyawarah 

Perencanaan Pembangunan di 

Desa

5 5 100 3.583.000 3.258.439 90.94

Jumlah Lembaga 

Kemasyarakatan yang 

Berpartispasi dalam Forum 

Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan di Desa

5.00 

Lembaga

5.00 

Lembaga

100

Peningkatan Efektivitas Kegiatan 

Pemberdayaan Masyarakat di 

Wilayah Kecamatan

4 4 100 5.488.000 5.416.850 98.7

Jumlah Laporan Peningkatan 

Efektivitas Kegiatan 

Pemberdayaan Masyarakat di 

Wilayah Kecamatan

4.00 

Laporan

4.00 

Laporan

100

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan 

Tingkat Kecamatan

5 5 100 40.265.000 39.689.628 98.57

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa 

Yang Dibina

5.00 

Lembaga

5.00 

Lembaga

100

Peningkatan Kapasitas Lembaga 

Kemasyarakatan 

5 5 100 35.265.000 34.690.113 98.37

Jumlah Lembaga 

Kemasyarakatan yang 

Ditingkatkan Kapasitasnya

5.00 

Lembaga

5.00 

Lembaga

100

Fasilitasi Pengembangan Usaha 

Ekonomi Masyarakat

4 4 100 5.000.000 4.999.515 99.99
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LAMPIRAN 3.1.4. | Pelaksanaan Fungsi Urusan Penunjang   

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Jumlah Laporan Fasilitasi 

Pengembangan Usaha Ekonomi 

Masyarakat

4.00 

Laporan

4.00 

Laporan

100

Peningkatan 

Kinerja 

Pelaksanaan 

Teknis 

Kewilayahan dan 

Pelayanan Publik 

di Kecamatan

PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN 

KETERTIBAN UMUM

100 100 100 71.871.000 71.508.250 99.5

Persentase Koordinasi Penanganan Masalah 

Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Kebencanaan

100.00% 100.00% 100

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan 

Ketenteraman dan Ketertiban Umum

12 12 100 71.871.000 71.508.250 99.5

Jumlah Laporan Penyelenggaraan 

Koordinasi Ketenteraman, Ketertiban Umum 

dan Kebencanaan Di Tingkat Kecamatan

12.00 

Laporan

12.00 

Laporan

100

Sinergitas dengan Kepolisian 

Negara Republik Indonesia, Tentara 

Nasional Indonesia, dan Instansi 

Vertikal di wilayah Kecamatan

4 4 100 71.871.000 71.508.250 99.5

Jumlah Laporan Hasil Sinergitas 

dengan Kepolisian Negara 

Republik Indonesia, Tentara 

Nasional Indonesia, dan Instansi 

Vertikal di wilayah Kecamatan

4.00 

Laporan

4.00 

Laporan

100

Peningkatan 

Kinerja 

Pelaksanaan 

Teknis 

Kewilayahan dan 

Pelayanan Publik 

di Kecamatan

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

PEMERINTAHAN DESA

100 99 99 40.845.920 38.379.487 93.96

Persentase Kegiatan Yang Di Koordinasikan 100.00% 99.00% 99

Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi 

Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah

15 15 100 40.845.920 38.379.487 93.96

Jumlah Desa Terfasilitasi Pembinaan dan 

Pengawasan Pemerintah Daerah

15.00 

Desa

15.00 

Desa

100
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LAMPIRAN 3.1.4. | Pelaksanaan Fungsi Urusan Penunjang   

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Fasilitas Administrasi Tata 

Pemerintahan Desa

15 15 100 3.692.250 3.572.600 96.76

Jumlah Dokumen yang Difasilitasi 

dalam Rangka Administrasi Tata 

Pemerintahan Desa

15.00 

Dokumen

15.00 

Dokumen

100

Fasilitasi Pengelolaan Keuangan 

Desa dan Pendayagunaan Aset 

Desa

30 30 100 10.000.000 9.283.286 92.83

Jumlah Dokumen yang Difasilitasi 

dalam Rangka Pengelolaan 

Keuangan Desa dan 

Pendayagunaan Aset Desa

30.00 

Dokumen

30.00 

Dokumen

100

Fasilitas Penerapan dan Penegakan 

Peraturan Perundang-undangan

1 1 100 3.785.000 2.566.275 67.8 Tidak terserapnya 

anggaran

Lebih memperhatikan 

DPA dalam peneyerapan 

anggaran

Jumlah Laporan Fasilitas dalam 

Rangka Penerapan dan 

Penegakan Peraturan Perundang-

undangan

1.00 

Laporan

1.00 

Laporan

100

Fasilitasi Pelaksanaan Tugas 

Kepala Desa dan Perangkat Desa

2 2 100 2.000.000 1.990.150 99.51

Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam 

Rangka Pelaksanaan Tugas 

Kepala Desa dan Perangkat 

Desa

2.00 

Dokumen

2.00 

Dokumen

100

Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan 

Fungsi Badan Permusyawaratan 

Desa 

1 1 100 3.000.000 2.986.950 99.57

Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam 

Rangka Pelaksanaan Tugas dan 

Fungsi Badan Permusyawaratan 

Desa

1.00 

Satuan

1.00 

Satuan

100

Rekomendasi Pengangkatan dan 

Pemberhentian Perangkat Desa

7 7 100 1.734.000 1.367.600 78.87

Jumlah Dokumen Rekomendasi 

Pengangkatan dan 

Pemberhentian Perangkat Desa

7.00 

Dokumen

7.00 

Dokumen

100

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI MAGELANG TAHUN 2023 | 419



LAMPIRAN 3.1.4. | Pelaksanaan Fungsi Urusan Penunjang   

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan 

Pembangunan Daerah dengan 

Pembangunan Desa

1 1 100 11.634.670 11.615.926 99.84

Jumlah Dokumen Sinkronisasi 

Perencanaan Pembangunan 

Daerah dengan Pembangunan 

Desa

1.00 

Dokumen

1.00 

Dokumen

100

Fasilitasi Penyusunan Peraturan 

Desa dan Peraturan Kepala Desa

2 2 100 5.000.000 4.996.700 99.93

Jumlah Dokumen yang Difasilitasi 

dalam Rangka Penyusunan 

Peraturan Desa dan Peraturan 

Kepala Desa

2.00 

Dokumen

2.00 

Dokumen

100

Kecamatan 

Grabag

2.058.487.800 1.706.326.665 82.89

Peningkatan 

kinerja 

pelaksanaan 

teknis 

kewilayahan dan 

pelayanan publik 

di Kecamatan

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN 

KETERTIBAN UMUM

100 100 100 68.033.300 65.773.300 96.68

Persentase Koordinasi Penanganan Masalah 

Ketenteraman, Ketertban Umum dan kebencanaan

100.00% 100.00% 100

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan 

Ketenteraman dan Ketertiban Umum

12 12 100 68.033.300 65.773.300 96.68

Jumlah laporan penyelenggaraan koordinasi 

Ketenteraman, Ketertban Umum dan 

kebencanaan di tingkat Kecamatan

12.00 

laporan

12.00 

laporan

100

Sinergitas dengan Kepolisian 

Negara Republik Indonesia, Tentara 

Nasional Indonesia dan Instansi 

Vertikal di Wilayah Kecamatan

12 12 100 68.033.300 65.773.300 96.68

Jumlah Laporan Hasil Sinergitas 

dengan Kepolisian Negara 

Republik Indonesia, Tentara 

Nasional Indonesia dan Instansi 

Vertikal di Wilayah Kecamatan

12.00 

laporan

12.00 

laporan

100
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LAMPIRAN 3.1.4. | Pelaksanaan Fungsi Urusan Penunjang   

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Peningkatan 

kinerja 

pelaksanaan 

teknis 

kewilayahan dan 

pelayanan publik 

di Kecamatan

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN 

PELAYANAN PUBLIK

88.68 88.56 99.86 25.300.000 25.121.950 99.3

Persentase Pelayanan Publik sesuai SOP dan SP 88.68% 88.56% 99.86

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang 

Dilimpahkan kepada Camat

13 12 92.31 25.300.000 25.121.950 99.3

Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan 

pada Urusan Pemerintahan

12.00 

laporan

11.00 

laporan

91.67

jumlah tenaga supporting staff yang 

difasilitasi pembayaran gajinya

1.00 orang 1.00 orang 100

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan 

yang terkait dengan Nonperizinan

12 11 91.67 25.300.000 25.121.950 99.3

Jumlah Laporan Pelaksanaan 

Nonperizinan pada Urusan 

Pemerintahan

12.00 

laporan

11.00 

laporan

91.67

Peningkatan 

kinerja 

pelaksanaan 

teknis 

kewilayahan dan 

pelayanan publik 

di Kecamatan

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN 

KELURAHAN

100 100 100 49.477.000 49.468.400 99.98

Persentase desa yang tertib administrasi 100.00% 100.00% 100

Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 28 28 100 15.000.000 15.000.000 100

Jumlah Desa Tertib Administrasi 28.00 desa 28.00 desa 100

Peningkatan Efektifitas Kegiatan 

Pemberdayaan Masyarakat di 

Wilayah Kecamatan

4 4 100 15.000.000 15.000.000 100

Jumlah Laporan Peningkatan 

Efektivitas Kegiatan 

Pemberdayaan Masyarakat di 

Wilayah Kecamatan

4.00 

laporan

4.00 

laporan

100

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan 

Tingkat Kecamatan

28 28 100 34.477.000 34.468.400 99.98
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LAMPIRAN 3.1.4. | Pelaksanaan Fungsi Urusan Penunjang   

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang 

dibina

28.00 

lembaga

28.00 

lembaga

100

Peningkatan Kapasitas Lembaga 

Kemasyarakatan

28 28 100 34.477.000 34.468.400 99.98

Jumlah Lembaga 

Kemasyarakatan yang 

Ditingkatkan Kapasitasnya

28.00 

lembaga

28.00 

lembaga

100

Peningkatan 

kinerja 

pelaksanaan 

teknis 

kewilayahan dan 

pelayanan publik 

di Kecamatan

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

PEMERINTAHAN DESA

100 100 100 42.257.500 41.949.100 99.27

Persentase kegiatan yang dikoordinasikan 100.00% 100.00% 100

Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi 

Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan 

Desa

28 28 100 42.257.500 41.949.100 99.27

Jumlah Pemerintah Desa yang Dibina 28.00 desa 28.00 desa 100

Fasilitasi Administrasi Tata 

Pemerintahan Desa

28 28 100 15.000.000 14.969.700 99.8

Jumlah Dokumen yang Difasilitasi 

dalam rangka Administrasi Tata 

Pemerintahan Desa

28.00 

dokumen

28.00 

dokumen

100

Fasilitasi Pengelolaan Keuangan 

Desa dan Pendayagunaan Aset 

Desa

28 28 100 9.400.000 9.245.500 98.36

Jumlah Dokumen yang Difasilitasi 

dalam rangka Pengelolaan 

Keuangan Desa dan 

Pendayagunaan Aset Desa

28.00 

dokumen

28.00 

dokumen

100

Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan 

Pembangunan Daerah dengan 

Pembangunan Desa

28 28 100 17.857.500 17.733.900 99.31

Jumlah Dokumen Sinkronisasi 

Perencanaan Pembangunan 

Daerah dengan Pembangunan 

Desa

28.00 

dokumen

28.00 

dokumen

100
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Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Peningkatan 

kinerja 

pelaksanaan 

teknis 

kewilayahan dan 

pelayanan publik 

di Kecamatan

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 

DAERAH KABUPATEN/KOTA

200 200 100 1.873.420.000 1.524.013.915 81.35

Prosentase Ketercapaian Perencanaan, Evaluasi Kinerja 

OPD, dan Keuangan Perangkat Daerah

100.00% 100.00% 100

Prosentase Ketercapaian Pelayanan Umum dan 

Kepegawaian Perangkat Daerah

100.00% 100.00% 100

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 

Kinerja Perangkat Daerah

6 6 100 3.000.000 2.903.225 96.77

Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi 

yang tersusun

6.00 

dokumen

6.00 

dokumen

100

Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Perangkat Daerah

3 3 100 1.500.000 1.451.725 96.78

Jumlah Dokumen Perencanaan 

Perangkat Daerah

3.00 

dokumen

3.00 

dokumen

100

Koordinasi dan Penyusunan 

Laporan Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

3 3 100 1.500.000 1.451.500 96.77

Jumlah Laporan Capaian Kinerja 

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 

SKPD dan Laporan Hasil 

Koordinasi Penyusunan Laporan 

Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD

3.00 

laporan

3.00 

laporan

100

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 25 25 100 1.581.870.000 1.241.505.788 78.48

Jumlah kegiatan yang dikelola 11.00 

kegiatan

11.00 

kegiatan

100

Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan 

ASN

14.00 

orang/bula

n

14.00 

orang/bula

n

100

Penyediaan Gaji dan Tunjangan 

ASN 

16 12 75 1.554.370.000 1.215.618.288 78.21

Jumlah Orang yang Menerima 

Gaji dan Tunjangan ASN

16.00 

orang

12.00 

orang

75

Pelaksanaan Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi Keuangan 

SKPD

13 13 100 27.500.000 25.887.500 94.14
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Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Jumlah Dokumen Penatausahaan 

dan Pengujian/Verifikasi 

Keuangan SKPD

13.00 

dokumen

13.00 

dokumen

100

Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 12 100 20.600.000 20.553.500 99.77

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi SKPD

12.00 

laporan

12.00 

laporan

100

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi SKPD

12 12 100 20.600.000 20.553.500 99.77

Jumlah Laporan 

Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi SKPD

12.00 

laporan

12.00 

laporan

100

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah

20 20 100 229.070.000 225.132.963 98.28

Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung 

kantor yang dipelihara

10.00 unit 10.00 unit 100

Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara 8.00 unit 8.00 unit 100

jumlah gedung kantor yang dipelihara 2.00 unit 2.00 unit 100

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 

Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan 

Perizinan Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan

8 8 100 60.000.000 56.211.863 93.69

Jumlah Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan yang 

Dipelihara dan dibayarkan Pajak 

dan Perizinannya

8.00 unit 8.00 unit 100

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 

Lainnya

10 10 100 5.830.000 5.829.000 99.98

Jumlah Peralatan dan Mesin 

Lainnya yang Dipelihara

10.00 unit 10.00 unit 100

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung 

Kantor dan Bangunan Lainnya

2 2 100 163.240.000 163.092.100 99.91

Jumlah Gedung Kantor dan 

Bangunan Lainnya yang 

Dipelihara/Direhabilitasi

2.00 unit 2.00 unit 100
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Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

2 2 100 38.880.000 33.918.439 87.24

Jumlah Pelayanan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

2.00 

layanan

2.00 

layanan

100

Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 12 100 7.500.000 7.433.900 99.12

Jumlah Laporan Penyediaan 

Jasa Surat Menyurat

12.00 

laporan

12.00 

laporan

100

Penyediaan Jasa Komunikasi, 

Sumber Daya Air dan Listrik

48 48 100 31.380.000 26.484.539 84.4

Jumlah Laporan Penyediaan 

Jasa Komunikasi, Sumber Daya 

Air dan Listrik yang Disediakan

48.00 

laporan

48.00 

laporan

100

Kecamatan 

Kajoran

1.823.973.300 1.565.943.484 85.85

Peningkatan 

Kinerja 

Pelaksanaan 

Teknis 

Kewilayahan dan 

Pelayanan Publik 

di Kecamatan

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 

DAERAH KABUPATEN / KOTA

200 200 100 1.602.471.000 1.347.356.028 84.08

Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum dan 

Kepegawaian Perangkat Daerah

100.00% 100.00% 100

Persentase Ketercapaian Perencanaan, Evaluasi Kinerja 

OPD, dan Keuangan Perangkat Daerah

100.00% 100.00% 100

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 11 11 100 1.445.731.000 1.193.281.463 82.54

Jumlah Kegiatan Yang Dikelola 11.00 

kegiatan

11.00 

kegiatan

100

Penyediaan Gaji dan Tunjangan 

ASN

14 14 100 1.427.568.000 1.175.793.650 82.36

Jumlah Bulan Penyediaan Gaji 

dan Tunjangan ASN

14.00 

orang

14.00 

orang

100

Pelaksanaan Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi Keuangan 

SKPD

13 13 100 18.163.000 17.487.813 96.28

Jumlah Dokumen Penatausahaan 

dan Pengujian/Verifikasi 

Keuangan SKPD

13 13 100
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Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Administrasi Barang Milik Daerah pada 

Perangkat Daerah

817 817 100 1.000.000 999.83 99.98

Jumlah aset yang dikelola 817.00 unit 817.00 unit 100

Penatausahaan Barang Milik 

Daerah pada SKPD

8 8 100 1.000.000 999.83 99.98

Jumlah Laporan Penatausahaan 

Barang Milik Daerah pada SKPD

8.00 

laporan

8.00 

laporan

100

Administrasi Umum Perangkat Daerah 3 3 100 19.500.000 19.499.355 100

Jumlah Pelayanan Administrasi Umum yang 

dilaksanakan

3.00 

layanan

3.00 

layanan

100

Penyediaan Bahan Bacaan dan 

Peraturan Perundang-undangan

1 1 100 1.000.000 999.91 99.99

Jumlah Dokumen Bahan Bacaan 

dan Peraturan Perundang-

Undangan yang Disediakan

1.00 

dokumen

1.00 

dokumen

100

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi SKPD

122 122 100 17.000.000 16.999.830 100

Jumlah Laporan 

Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi SKPD

122.00 

laporan

122.00 

laporan

100

Penatausahaan Arsip Dinamis pada 

SKPD

2 2 100 1.500.000 1.499.615 99.97

Jumlah Dokumen Penatausahaan 

Arsip Dinamis pada SKPD

2.00 

dokumen

2.00 

dokumen

100

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 

Kinerja Perangkat Daerah

24 24 100 5.108.000 5.104.785 99.94

Jumlah Dokumen Perencanaan Evaluasi dan 

Pelaporan Perangkat Daerah

24.00 

dokumen

24.00 

dokumen

100

Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Perangkat Daerah

5 5 100 2.145.000 2.145.000 100

Jumlah dokumen perencanaan 

Perangkat Daerah yang tersusun

5.00 

dokumen

5.00 

dokumen

100

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI MAGELANG TAHUN 2023 | 426



LAMPIRAN 3.1.4. | Pelaksanaan Fungsi Urusan Penunjang   

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Koordinasi dan Penyusunan 

Laporan Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

8 8 100 1.463.000 1.462.855 99.99

Jumlah Laporan Capaian Kinerja 

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 

SKPD dan Laporan Hasil 

Koordinasi Penyusunan Laporan 

Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD

8.00 

dokumen

8.00 

dokumen

100

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 20 20 100 1.500.000 1.496.930 99.8

Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah

20.00 

laporan

20.00 

laporan

100

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

2 2 100 15.546.000 15.541.685 99.97

Jumlah Pelayanan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

2.00 

layanan

2.00 

layanan

100

Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 12 100 4.746.000 4.741.685 99.91

Jumlah Laporan Penyediaan 

Jasa Surat Menyurat

12.00 

laporan

12.00 

laporan

100

Penyediaan Jasa Komunikasi, 

Sumber Daya Air dan Listrik

24 24 100 10.800.000 10.800.000 100

Jumlah Laporan Penyediaan 

Jasa Komunikasi, Sumber Daya 

Air dan Listrik yang Disediakan

24.00 

laporan

24.00 

laporan

100

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah

114 114 100 115.586.000 112.928.910 97.7

Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah

114.00 unit 114.00 unit 100

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 

Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan 

Perizinan Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan

8 8 100 54.506.000 53.998.000 99.07

Jumlah Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan yang 

Dipelihara dan dibayarkan Pajak 

dan Perizinannya

8.00 unit 8.00 unit 100

Pemeliharaan Mebel 96 96 100 1.870.000 1.870.000 100
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Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Jumlah Mebel yang Dipelihara 96.00 unit 96.00 unit 100

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 

Lainnya

7 7 100 7.360.000 7.359.870 100

Jumlah Peralatan dan Mesin 

Lainnya yang Dipelihara

7.00 unit 7.00 unit 100

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung 

Kantor dan Bangunan Lainnya

4 4 100 51.850.000 49.701.040 95.86

Jumlah Gedung Kantor dan 

Bangunan Lainnya yang 

Dipelihara/Direhabilitasi

4.00 unit 4.00 unit 100

Peningkatan 

Kinerja 

Pelaksanaan 

Teknis 

Kewilayahan dan 

Pelayanan Publik 

di Kecamatan

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN 

PELAYANAN PUBLIK

100 100 100 29.594.000 28.598.876 96.64

Persentase Pelayanan Publik Sesuai SOP dan SP 100.00% 100.00% 100

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang 

Dilimpahkan kepada Camat

20 20 100 29.594.000 28.598.876 96.64

Jumlah Dokumen Yang Terlayani 20.00 

dokumen

20.00 

dokumen

100

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan 

yang terkait dengan Pelayanan 

Perizinan Non Usaha

3 3 100 1.000.000 1.000.000 100

Jumlah Dokumen Layanan 

Perizinan Non Usaha

3.00 unit 0.00 unit 0

Jumlah Dokumen Non Perizinan 

Usaha yang Dilaksanakan

3.00 

dokumen

3.00 

dokumen

100

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan 

yang terkait dengan Nonperizinan

12 12 100 28.594.000 27.598.876 96.52

Jumlah Laporan Pelaksanaan 

Nonperizinan pada Urusan 

Pemerintahan

12.00 

laporan

12.00 

laporan

100
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Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Peningkatan 

Kinerja 

Pelaksanaan 

Teknis 

Kewilayahan dan 

Pelayanan Publik 

di Kecamatan

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN 

KELURAHAN

100 100 100 72.206.000 71.455.800 98.96

Persentase Desa Yang Tertib Administrasi 100.00% 100.00% 100

Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 29 29 100 19.869.000 19.868.993 100

Jumlah Desa Tertib Administrasi 29.00 desa 29.00 desa 100

Peningkatan Partisipasi Masyarakat 

dalam Forum Musyawarah 

Perencanaan Pembangunan di 

Desa

5 5 100 4.816.000 4.816.000 100

Jumlah Lembaga 

Kemasyarakatan yang 

Berpartisipasi dalam Forum 

Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan di Desa

5.00 

lembaga

5.00 

lembaga

100

Peningkatan Efektifitas Kegiatan 

Pemberdayaan Masyarakat di 

Wilayah Kecamatan

4 4 100 15.053.000 15.052.993 100

Jumlah Laporan Peningkatan 

Efektivitas Kegiatan 

Pemberdayaan Masyarakat di 

Wilayah Kecamatan

4.00 

laporan

4.00 

laporan

100

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan 

Tingkat Kecamatan

5 5 100 52.337.000 51.586.807 98.57

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa 

yang DIbina

5.00 

lembaga

5.00 

lembaga

100

Peningkatan Kapasitas Lembaga 

Kemasyarakatan

1 1 100 52.337.000 51.586.807 98.57

Jumlah Lembaga 

Kemasyarakatan yang 

Ditingkatkan Kapasitasnya

1.00 

lembaga

1.00 

lembaga

100
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Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Peningkatan 

Kinerja 

Pelaksanaan 

Teknis 

Kewilayahan dan 

Pelayanan Publik 

di Kecamatan

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN 

KETERTIBAN UMUM

100 100 100 77.914.300 77.654.150 99.67

Jumlah laporan penyelenggaraan koordinasi 

Ketenteraman, Ketertban Umum dan kebencanaan di 

tingkat Kecamatan

100.00% 100.00% 100

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan 

Ketenteraman dan Ketertiban Umum

100 100 100 77.914.300 77.654.150 99.67

Jumlah Laporan Penyelenggaraan 

Koordinasi Ketentraman, Ketertiban Umum 

dan Kebencanaan di Tingkat Kecamatan

100.00% 100.00% 100

Sinergitas dengan Kepolisian 

Negara Republik Indonesia, Tentara 

Nasional Indonesia dan Instansi 

Vertikal di Wilayah Kecamatan

4 4 100 77.914.300 77.654.150 99.67

Jumlah Laporan Hasil Sinergitas 

dengan Kepolisian Negara 

Republik Indonesia, Tentara 

Nasional Indonesia dan Instansi 

Vertikal di Wilayah Kecamatan

4.00 

laporan

4.00 

laporan

100

Peningkatan 

Kinerja 

Pelaksanaan 

Teknis 

Kewilayahan dan 

Pelayanan Publik 

di Kecamatan

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

PEMERINTAHAN DESA

100 100 100 41.788.000 40.878.630 97.82

Persentase Kegiatan Yang Dikoordinasikan 100.00% 100.00% 100

Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi 

Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan 

Desa

29 29 100 41.788.000 40.878.630 97.82

Jumlah Desa Terfasilitasi Pembinaan dan 

Pengawasan Pemerintahan Desa

29.00 desa 29.00 desa 100

Fasilitasi Administrasi Tata 

Pemerintahan Desa

29 29 100 5.504.000 5.494.780 99.83
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Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Jumlah Dokumen yang Difasilitasi 

dalam rangka Administrasi Tata 

Pemerintahan Desa

29.00 desa 29.00 desa 100

Fasilitasi Pengelolaan Keuangan 

Desa dan Pendayagunaan Aset 

Desa

29 29 100 9.383.000 9.383.000 100

Jumlah Dokumen yang Difasilitasi 

dalam rangka Pengelolaan 

Keuangan Desa dan 

Pendayagunaan Aset Desa

29.00 

dokumen

29.00 

dokumen

100

Rekomendasi Pengangkatan dan 

pemberhentian Perangkat Desa

10 10 100 4.840.000 4.839.850 100

Jumlah Dokumen Rekomendasi 

Pengangkatan dan 

Pemberhentian Perangkat Desa

10.00 

dokumen

10.00 

dokumen

100

Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan 

Pembangunan Daerah dengan 

Pembangunan Desa

1 1 100 22.061.000 21.161.000 95.92

Jumlah Dokumen Sinkronisasi 

Perencanaan Pembangunan 

Daerah dengan Pembangunan 

Desa

1.00 

dokumen

1.00 

dokumen

100

Kecamatan 

Kaliangkrik

1.997.079.980 1.899.067.988 95.09

Peningkatan 

Kinerja 

Pelaksanaan 

Teknis 

Kewilayahan dan 

Pelayanan Publik 

di Kecamatan

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN 

KETERTIBAN UMUM 

100 100 100 68.371.300 68.349.800 99.97

Persentase Koordinasi Penanganan Masalah 

Ketenteraman, Ketertiban Umum dan kebencanaan

100.00% 100.00% 100

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan 

Ketenteraman dan Ketertiban Umum

12 12 100 68.371.300 68.349.800 99.97

Jumlah laporan penyelenggaraan koordinasi 

Ketenteraman, Ketertiban Umum dan 

kebencanaan di tingkat Kecamatan

12.00 

Dokumen

12.00 

Dokumen

100
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Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Sinergitas dengan Kepolisian 

Negara Republik Indonesia, Tentara 

Nasional Indonesia dan Instansi 

Vertikal di Wilayah Kecamatan

4 4 100 68.371.300 68.349.800 99.97

Jumlah Laporan Hasil Sinergitas 

dengan Kepolisian Negara 

Republik Indonesia, Tentara 

Nasional Indonesia dan Instansi 

Vertikal di Wilayah Kecamatan

4.00 

laporan

4.00 

laporan

100

Peningkatan 

Kinerja 

Pelaksanaan 

Teknis 

Kewilayahan dan 

Pelayanan Publik 

di Kecamatan

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 

DAERAH KABUPATEN/ KOTA

100 100 100 1.805.370.380 1.713.475.518 94.91

Persentase Ketercapaian Perencanaan, Evaluasi Kinerja 

OPD, dan Keuangan Perangkat Daerah

100.00% 100.00% 100

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 

Kinerja Perangkat Daerah

34 34 100 2.000.000 2.000.000 100

Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan 

pelaporan perangkat daerah

34.00 

dokumen

34.00 

dokumen

100

Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Perangkat Daerah

5 5 100 1.000.000 1.000.000 100

Jumlah Dokumen Perencanaan 

Perangkat Daerah

5.00 

dokumen

5.00 

dokumen

100

Koordinasi dan Penyusunan 

Laporan Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

9 9 100 500 500 100

Jumlah Laporan Capaian Kinerja 

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 

SKPD dan Laporan Hasil 

Koordinasi Penyusunan Laporan 

Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD

9.00 

laporan

9.00 

laporan

100

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 20 20 100 500 500 100

Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah

20.00 

laporan

20.00 

laporan

100

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 12 12 100 1.605.431.100 1.519.746.930 94.66
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Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Jumlah kegiatan yang dikelola 12.00 

kegiatan

12.00 

kegiatan

100

Penyediaan Gaji dan Tunjangan 

ASN

15 15 100 1.582.191.100 1.496.506.930 94.58

Jumlah Orang yang Menerima 

Gaji dan Tunjangan ASN

15.00 

orang/bula

n

15.00 

orang/bula

n

100

Pelaksanaan Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi Keuangan 

SKPD

12 12 100 23.240.000 23.240.000 100

Jumlah Dokumen Penatausahaan 

dan Pengujian/Verifikasi 

Keuangan SKPD

12.00 

dokumen

12.00 

dokumen

100

Administrasi Barang Milik Daerah pada 

Perangkat Daerah

266 266 100 500 500 100

Jumlah aset yang dikelola 266.00 unit 266.00 unit 100

Penatausahaan Barang Milik 

Daerah pada SKPD 

8 8 100 500 500 100

Jumlah Laporan Penatausahaan 

Barang Milik Daerah pada SKPD

8.00 

laporan

8.00 

laporan

100

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 15 15 100 1.000.000 1.000.000 100

Jumlah ASN yang terlayani administrasi 

kepegawaiannya

15.00 

orang

15.00 

orang

100

Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian 

Kinerja Pegawai

15 15 100 500 500 100

Jumlah Dokumen Monitoring, 

Evaluasi, dan Penilaian Kinerja 

Pegawai

15.00 

dokumen

15.00 

dokumen

100

Sosialisasi Peraturan Perundang-

Undangan

15 15 100 500 500 100

Jumlah Orang yang Mengikuti 

Sosialisasi Peraturan Perundang-

Undangan

15.00 

orang

15.00 

orang

100

Administrasi Umum Perangkat Daerah 5 5 100 27.000.000 26.914.750 99.68

Jumlah Pelayanan Administrasi Umum yang 

dilaksanakan

5.00 

layanan

5.00 

layanan

100
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Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Penyediaan Bahan Bacaan dan 

Peraturan Perundang-undangan

100 100 100 500 500 100

Jumlah Dokumen Bahan Bacaan 

dan Peraturan Perundang-

Undangan yang Disediakan

100.00 

dokumen

100.00 

dokumen

100

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi SKPD

92 92 100 25.500.000 25.414.750 99.67

Jumlah Laporan 

Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi SKPD

92.00 

laporan

92.00 

laporan

100

Penatausahaan Arsip Dinamis pada 

SKPD

1200 1200 100 1.000.000 1.000.000 100

Jumlah Dokumen Penatausahaan 

Arsip Dinamis pada SKPD

1200.00 

dokumen

1200.00 

dokumen

100

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

4 4 100 33.860.000 28.822.767 85.12

Jumlah Pelayanan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

4.00 

layanan

4.00 

layanan

100

Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 12 100 1.460.000 1.448.450 99.21

Jumlah laporan penyediaan jasa 

surat menyurat

12.00 

laporan

12.00 

laporan

100

Penyediaan Jasa Komunikasi, 

Sumber Daya Air dan Listrik

24 24 100 32.400.000 27.374.317 84.49

Jumlah laporan penyediaan jasa 

komunikasi, sumber daya air dan 

listrik yang disediakan

24.00 

laporan

24.00 

laporan

100

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah

24 24 100 135.579.280 134.491.071 99.2

Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah

24.00 unit 24.00 unit 100

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 

Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan 

Perizinan Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan

9 9 100 58.785.000 58.034.500 98.72
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Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Jumlah Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan yang 

Dipelihara dan dibayarkan Pajak 

dan Perizinannya

9.00 unit 9.00 unit 100

Pemeliharaan Mebel 2 2 100 500 500 100

Jumlah Mebel yang Dipelihara 2.00 unit 2.00 unit 100

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 

Lainnya

5 5 100 5.000.000 5.000.000 100

Jumlah Peralatan dan Mesin 

Lainnya yang Dipelihara

5.00 unit 5.00 unit 100

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung 

Kantor dan Bangunan Lainnya

8 8 100 71.294.280 70.956.571 99.53

Jumlah Gedung Kantor dan 

Bangunan Lainnya yang 

Dipelihara/Direhabilitasi

8.00 unit 8.00 unit 100

Peningkatan 

Kinerja 

Pelaksanaan 

Teknis 

Kewilayahan dan 

Pelayanan Publik 

di Kecamatan

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN 

KELURAHAN

85 85 100 58.885.000 57.599.825 97.82

Persentase Desa Yang Tertib Administrasi 85.00% 85.00% 100

Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 17 17 100 21.500.000 21.499.825 100

Jumlah Desa yang Tertib Administrasi 17.00 desa 17.00 desa 100

Peningkatan Partisipasi Masyarakat 

dalam Forum Musyawarah 

Perencanaan Pembangunan di 

Desa

5 5 100 3.500.000 3.499.825 100

Jumlah lembaga kemasyarakatan 

yang berpartisipasi dalam forum 

musyawarah perencanaan 

pembangunan di desa

5.00 

lembaga

5.00 

lembaga

100

Peningkatan Efektifitas Kegiatan 

Pemberdayaan Masyarakat di 

Wilayah Kecamatan

4 4 100 18.000.000 18.000.000 100
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Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Jumlah laporan peningkatan 

efektivitas kegiatan 

pemberdayaan masyarakat di 

wilayah kecamatan

4.00 

laporan

4.00 

laporan

100

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan 

Tingkat Kecamatan

60 60 100 37.385.000 36.100.000 96.56

Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang 

dibina

60.00 

lembaga

60.00 

lembaga

100

Peningkatan Kapasitas Lembaga 

Kemasyarakatan

3 3 100 34.885.000 33.670.000 96.52

Jumlah lembaga kemasyarakatan 

desa yang dibina

3.00 

lembaga

3.00 

lembaga

100

Fasilitasi Pengembangan Usaha 

Ekonomi Masyarakat

1 1 100 2.500.000 2.430.000 97.2

Jumlah laporan fasilitasi 

pengembangan usaha ekonomi 

masyarakat

1.00 

laporan

1.00 

laporan

100

Peningkatan 

Kinerja 

Pelaksanaan 

Teknis 

Kewilayahan dan 

Pelayanan Publik 

di Kecamatan

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

PEMERINTAHAN DESA

100 100 100 33.953.800 33.943.365 99.97

Persentase kegiatan yang dikoordinasikan 100.00% 100.00% 100

Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi 

Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan 

Desa

20 20 100 33.953.800 33.943.365 99.97

Jumlah Desa Terfasilitasi Pembinaan dan 

Pengawasan Pemerintahan Desa

20.00 desa 20.00 desa 100

Fasilitasi Penyusunan Peraturan 

Desa dan Peraturan Kepala Desa

80 80 100 3.000.000 3.000.000 100

Jumlah Dokumen yang Difasilitasi 

dalam rangka Penyusunan 

Peraturan Desa dan Peraturan 

Kepala Desa

80.00 

dokumen

80.00 

dokumen

100

Fasilitasi Administrasi Tata 

Pemerintahan Desa

20 20 100 2.953.800 2.943.565 99.65
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Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Jumlah Dokumen yang Difasilitasi 

dalam rangka Administrasi Tata 

Pemerintahan Desa

20.00 desa 20.00 desa 100

Fasilitasi Pengelolaan Keuangan 

Desa dan Pendayagunaan Aset 

Desa

86 86 100 3.000.000 3.000.000 100

Jumlah Dokumen yang Difasilitasi 

dalam rangka Pengelolaan 

Keuangan Desa dan 

Pendayagunaan Aset Desa

86.00 

Dokumen

86.00 

Dokumen

100

Fasilitasi Penerapan dan 

Penegakan Peraturan Perundang-

Undangan

4 4 100 2.500.000 2.499.950 100

Jumlah Laporan Fasilitasi dalam 

rangka Penerapan dan 

Penegakan Peraturan Perundang- 

Undangan

4.00 

Laporan

4.00 

Laporan

100

Fasilitasi Pelaksanaan Tugas 

Kepala Desa dan Perangkat Desa

4 4 100 5.000.000 4.999.975 100

Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam 

rangka Pelaksanaan Tugas 

Kepala Desa dan Perangkat 

Desa

4.00 

Dokumen

4.00 

Dokumen

100

Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan 

Fungsi Badan Permusyawaratan 

desa

4 4 100 3.000.000 2.999.950 100

Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam 

rangka Pelaksanaan Tugas dan 

Fungsi Badan Permusyawaratan 

desa

4.00 

Dokumen

4.00 

Dokumen

100

Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan 

Pembangunan Daerah dengan 

Pembangunan Desa

1 1 100 12.000.000 12.000.000 100

Jumlah Dokumen Sinkronisasi 

Perencanaan Pembangunan 

Daerah dengan Pembangunan 

Desa

1.00 

dokumen

1.00 

dokumen

100
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Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Rekomendasi Pengangkatan dan 

Pemberhentian Perangkat Desa

10 10 100 2.500.000 2.499.925 100

Jumlah Dokumen Rekomendasi 

Pengangkatan dan 

Pemberhentian Perangkat Desa

10.00 

dokumen

10.00 

dokumen

100

Peningkatan 

Kinerja 

Pelaksanaan 

Teknis 

Kewilayahan dan 

Pelayanan Publik 

di Kecamatan

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN 

PELAYANAN PUBLIK

100 100 100 30.499.500 25.699.480 84.26

Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP 100 100 100

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang 

dilimpahan kepada Camat

6 6 100 30.499.500 25.699.480 84.26

Jumlah dokumen yang terlayani 6.00 

dokumen

6.00 

dokumen

100

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan 

yang terkait dengan Pelayanan 

Perizinan Non Usaha

5 5 100 750 750 100

Jumlah dokumen layanan 

perizinan non usaha

5.00 

dokumen

5.00 

dokumen

100

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan 

yang terkait dengan Nonperizinan

12 12 100 29.749.500 24.949.480 83.87

Jumlah laporan pelaksanaan 

Nonperizinan pada urusan 

pemerintahan

12.00 

laporan

12.00 

laporan

100

Kecamatan 

Mertoyudan

4.120.120.464 3.523.446.606 85.52

Peningkatan 

Kinerja 

Pelaksanaan 

Teknis 

Kewilayahan dan 

Pelayanan Publik 

di Kecamatan

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 

DAERAH KABUPATEN/KOTA

100 100 100 2.805.498.434 2.230.758.091 79.51

Presentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja 

OPD, dan Keuangan perangkat daerah

100.00% 100.00% 100

Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi 

kinerja Perangkat Daerah

4 4 100 10.495.620 10.388.797 98.98
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Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan 

pelaporan

4.00 

dokumen

4.00 

dokumen

100

Koordinasi dan Penyusunan 

Laporan Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD (Kel. 

Sumberejo)

4 4 100 3.000.000 2.999.800 99.99

Jumlah laporan yang tersusun 4.00 

laporan

4.00 

laporan

100

Koordinasi dan Penyusunan 

Laporan Capaian Kinerja SKPD dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

8 8 100 2.500.000 2.500.000 100

Jumlah laporan yang tersusun 4.00 

laporan

4.00 

laporan

100

Jumlah laporan yang tersusun 4.00 

laporan

4.00 

laporan

100

Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Perangkat Daerah

8 8 100 4.995.620 4.888.997 97.87

jumlah dokumen perencanaan 

yang tersusun

4.00 

dokumen

4.00 

dokumen

100

jumlah dokumen perencanaan 

yang tersusun

4.00 

dokumen

4.00 

dokumen

100

Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 100 100 2.450.052.000 1.888.200.151 77.07

Tersedianya gaji dan tunjangan ASN 100.00% 100.00% 100

Penyediaan Gaji dan Tunjangan 

ASN

25 25 100 2.399.044.000 1.843.625.276 76.85

jumlah bulan penyediaan gaji dan 

tunjangan ASN

25.00 

orang / 

bulan

25.00 

orang / 

bulan

100

Pelaksanaan Penatausahaan dan 

Pengujian / Verifikasi keuangan 

SKPD

13 13 100 47.508.000 41.825.000 88.04

jumlah laporan keuangan yang 

tersusun

13.00 

dokumen

13.00 

dokumen

100

Pelaksanaan Penatausahaan dan 

Pengujian / Verifikasi Keuangan 

SKPD (Kel. Sumberejo)

13 13 100 3.500.000 2.749.875 78.57

Jumlah Kegiatan yang dikelola 13.00 

kegiatan

13.00 

kegiatan

100
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Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah 100 100 100 7.500.000 7.500.000 100

Jumlah ASN Kecamatan 100.00% 100.00% 100

Peningkatan Sarana dan Prasarana 

Disiplin Pegawai

25 25 100 7.500.000 7.500.000 100

Jumlah ASN yang terfasilitasi 

penilaian kinerjanya

25.00 

orang

25.00 

orang

100

Administrasi Umum Perangkat daerah 20 20 100 61.239.650 58.192.984 95.03

Jumlah rapat koordinasi yang 

diselenggarakan

20.00 

laporan

20.00 

laporan

100

Penyelenggaraan rapat koordinasi 

dan Konsultasi SKPD

20 20 100 43.276.150 43.258.484 99.96

jumlah rapat dan perjalanan dinas 

yang dilaksanakan

20.00 

laporan

20.00 

laporan

100

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi SKPD (Kel. 

Sumberejo)

20 20 100 13.963.500 10.934.500 78.31

jumlah rapat dan perjalanan dinas 20.00 

laporan

20.00 

laporan

100

Penatausahaan arsip dinamis 1500 1500 100 4.000.000 4.000.000 100

Jumlah dokumen penatausahaan 

arsip dinamis pada SKPD

1500.00 

dokumen

1500.00 

dokumen

100

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintah Daerah

1 0 0 8.550.000 8.550.000 100

Jumlah paket pengadaan barang milik 

daerah penunjang urusan pemerintahan

1.00 paket 0.00 paket 0

Pengadaan Peralatan dan mesin 

lainnya

1 1 100 8.550.000 8.550.000 100

Jumlah pengadaan peralatan 1.00 paket 1.00 paket 100

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

12 12 100 67.173.040 64.479.603 95.99

Jumlah surat yang dikelola 12.00 

laporan

12.00 

laporan

100

Penyediaan Jasa surat menyurat 12 12 100 2.966.790 2.944.545 99.25

jumlah surat yang dikelola 12.00 

laporan

12.00 

laporan

100
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Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Penyediaan Jasa Surat Menyurat 

(Kelurahan Sumberejo)

60 60 100 3.066.000 3.065.950 100

jumlah surat yang dikelola 12.00 

laporan

12.00 

laporan

100

jumlah surat yang dikelola 48.00 

laporan

48.00 

laporan

100

Penyediaan jasa komunikasi, 

sumber daya air dan listrik

48 48 100 29.080.000 27.855.678 95.79

jumlah rekening yang dibayar 48.00 

laporan

48.00 

laporan

100

Penyediaan jasa Komunikasi, 

Sumber Daya Air, dan Listrik (kel. 

Sumberejo)

12 12 100 32.060.250 30.613.430 95.49

Jumlah rekening yang dibayarkan 12.00 

laporan

12.00 

laporan

100

Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang 

urusan Pemerintahan Daerah

100 100 100 200.488.124 193.446.556 96.49

jumlah sarana dan prasarana yang direhab 100.00% 100.00% 100

Penyediaan jasa pemeliharaan, 

biaya pemeliharaan, pajak, dan 

perizinan kendaraan dinas 

operasional atau lapangan

8 8 100 62.613.000 61.061.950 97.52

jumlah kendaraan dinas yang 

dipelihara

8.00 unit 8.00 unit 100

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 

Biaya Pemeliharaan dan Pajak 

Kendaraan Perorangan Dinas atau 

Kendaraan Dinas Jabatan (Kel. 

Sumberejo)

5 5 100 20.510.000 19.653.000 95.82

Jumlah kendaraan Dinas yang 

dipeliharan

5.00 unit 5.00 unit 100

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 

Lainnya (Kel. Sumberejo)

6 6 100 4.000.000 3.640.000 91

Jumlah Peralatan yang 

diperlihara

6.00 unit 6.00 unit 100

Pemeliharaan peralatan dan mesin 

lainnya

13 13 100 10.000.000 9.999.875 100

jumlah peralatan yang dipelihara 13.00 unit 13.00 unit 100
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Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung 

Kantor dan Bangunan Lainnya (Kel. 

Sumberejo)

2 2 100 13.000.000 12.916.600 99.36

Luas gedung kantor yang 

dipelihara

2.00 unit 2.00 unit 100

Pemeliharaan/rehabilitasi gedung 

kantor dan bangunan lainnya

2 2 100 65.000.000 60.810.007 93.55

luas gedung kantor yang 

dipelihara

2.00 unit 2.00 unit 100

Pemeliharaan/rehabilitasi sarana 

dan prasarana gedung kantor atau 

bangunan lainnya

1 1 100 25.365.124 25.365.124 100

paket rehabilitasi gedung 1.00 unit 1.00 unit 100

Peningkatan 

Kinerja 

Pelaksanaan 

Teknis 

Kewilayahan dan 

Pelayanan Publik 

di Kecamatan

PROGRAM PENYELENGGARAN PEMERINTAH DAN 

PELAYANAN PUBLIK

100 100 100 26.876.140 23.729.218 88.29

Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP 100.00% 100.00% 100

Pelaksanaan urusan pemerintahan yang 

dilimpahkan kepada Camat

500 500 100 26.876.140 23.729.218 88.29

jumlah pelayanan masyarakat 500.00 

dokumen

500.00 

dokumen

100

Pelaksanaan urusan Pemerintahan 

yang terkait dengan Non periizinan

200 200 100 26.876.140 23.729.218 88.29

jumlah dokumen layanan non 

perizinan

200.00 

dokumen

200.00 

dokumen

100

Peningkatan 

Kinerja 

Pelaksanaan 

Teknis 

Kewilayahan dan 

Pelayanan Publik 

di Kecamatan

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN 

KELURAHAN

83 83 100 1.073.815.000 1.055.320.112 98.28

Persentase desa yang tertib administrasi 83.00% 83.00% 100

Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 5 5 100 57.345.000 52.375.000 91.33
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Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang 

terbina

5.00 

lembaga

5.00 

lembaga

100

Peningkatan Partisipasi Masyarakat 

dalam Forum Musyawarah 

Perencanaan Pembangunandi Desa

83 83 100 5.695.000 5.695.000 100

Presentase Desa yang Tertib 

administrasi

83.00% 83.00% 100

Peningkatan Efektifitas Kegiatan 

Pemberdayaan Masyarakat di 

Wilayah Kecamatan

1 1 100 51.650.000 46.680.000 90.38

Jumlah laporan peningkatan 

efektivitas kegiatan 

pemberdayaan masyarakat di 

wilayah kecamatan

1.00 

laporan

1.00 

laporan

100

Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 12 12 100 949.327.000 935.882.512 98.58

jumlah sarana dan prasarana 12.00 

paket

12.00 

paket

100

Pembangunan sarana dan 

prasarana kelurahan

12 12 100 949.327.000 935.882.512 98.58

jumlah sarana prasarana yang 

dibangun

12.00 

paket

12.00 

paket

100

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan 

Tingkat Kecamatan

4 4 100 67.143.000 67.062.600 99.88

Jumlah lembaga kemasyarakatan yang 

dibina

4.00 

lembaga

4.00 

lembaga

100

Peningkatan Kapasitas Lembaga 

Kemasyarakatan

4 4 100 39.293.000 39.293.000 100

jumlah lembaga kemasyarakatan 

yang dibina

4.00 

lembaga

4.00 

lembaga

100

Peningkatan Kapasitas Lembaga 

Kemasyarakatan (Kel. Sumberejo)

4 4 100 19.000.000 18.920.200 99.58

Jumlah Lembaga 

Kemasyarakatan yang dibina

4.00 

lembaga

4.00 

lembaga

100

Fasilitasi Pengembangan Usaha 

Ekonomi Masyarakat

1 1 100 8.850.000 8.849.400 99.99

jumlah laporan Fasilitasi 

Pengembangan Usaha Ekonomi 

Masyarakat

1.00 

laporan

1.00 

laporan

100
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Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Peningkatan 

Kinerja 

Pelaksanaan 

Teknis 

Kewilayahan dan 

Pelayanan Publik 

di Kecamatan

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN 

KETERTIBAN UMUM

100 100 100 116.870.890 116.609.125 99.78

Persentase Koordinasi penanganan masalah ketentraman, 

ketertiban umum dan kebencanaan

100.00% 100.00% 100

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan 

Ketenteraman dan Ketertiban Umum

100 100 100 116.870.890 116.609.125 99.78

koordinasi penanganan masalah 

ketentaraman, ketertiban dan 

penanggulangan bencana

100.00% 100.00% 100

Sinergitas dengan Kepolisian 

Negara Republik Indonesia, Tentara 

Nasional Indonesia dan Instansi 

Vertikal di Wilayah Kecamatan

24 24 100 107.646.800 107.386.750 99.76

Jumlah koordinasi ketentraman, 

ketertiban dan penanggulangan 

bencana

12.00 

laporan

12.00 

laporan

100

Jumlah koordinasi ketentraman, 

ketertiban dan penanggulangan 

bencana

12.00 

laporan

12.00 

laporan

100

Sinergitas dengan Kepolisian 

Negara Republik Indonesia, Tentara 

Nasional Indonesia dan Instansi 

Vertikal di Wilayah Kecamatan

24 24 100 9.224.090 9.222.375 99.98

Jumlah koordinasi ketentraman, 

ketertiban dan penanggulangan 

bencana

12.00 

laporan

12.00 

laporan

100

Jumlah koordinasi ketentraman, 

ketertiban dan penanggulangan 

bencana

12.00 

laporan

12.00 

laporan

100

Peningkatan 

Kinerja 

Pelaksanaan 

Teknis 

Kewilayahan dan 

Pelayanan Publik 

di Kecamatan

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

PEMERINTAHAN DESA

100 100 100 97.060.000 97.030.060 99.97
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Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Persentase kegiatan yang dikoordinasikan 100.00% 100.00% 100

Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi 

Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan 

Desa

83 83 100 97.060.000 97.030.060 99.97

jumlah Desa yang terbina administrasinya 83.00% 83.00% 100

Fasilitasi Administrasi Tata 

Pemerintahan Desa

10 10 100 15.448.000 15.418.585 99.81

jumlah Desa yang terbina 

administrasinya

10.00 desa 10.00 desa 100

Fasilitasi Pengelolaan Keuangan 

Desa dan pendayagunaan aset 

Desa

12 12 100 11.000.000 11.000.000 100

jumlah Desa yang terfasilitasi 

pengelolaan keuangan Desa

12.00 desa 12.00 desa 100

Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan 

Pembangunan Daerah dengan 

Pembangunan Desa

100 100 100 20.612.000 20.612.000 100

jumlah peserta musrenbang 

kecamatan

100.00% 100.00% 100

Fasilitasi Penyelenggaraan 

Ketenteraman dan Ketertiban 

Umum (Kel. Sumberejo)

100 100 100 50.000.000 49.999.475 100

Anggota Linmas RT / RW dan 

Tokoh Masayarkat

100.00% 100.00% 100

Kecamatan 

Mungkid

5.428.575.261 5.015.449.653 92.39

Peningkatan 

Kinerja 

Pelaksanaan 

Teknis 

Kewilayahan dan 

Pelayanan Publik 

di Kecamatan

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 

DAERAH KABUPATEN/KOTA

192.5 192.37 99.93 3.270.961.539 2.878.390.202 88

Persentase Ketercapaian Perencanaan, Evaluasi Kinerja 

OPD, dan Keuangan Perangkat Daerah

92.50% 92.37% 99.86

Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum dan 

Kepegawaian Perangkat Daerah

100.00% 100.00% 100

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 

Kinerja Perangkat Daerah

2 2 100 4.261.000 4.245.950 99.65

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI MAGELANG TAHUN 2023 | 445
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Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Jumlah dokumen perencanaan evaluasi dan 

pelaporan perangkat daerah

2.00 

dokumen

2.00 

dokumen

100

Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Perangkat Daerah

5 5 100 955 954.975 100

Jumlah dokumen perencanaan 

perangkat daerah

5.00 

dokumen

5.00 

dokumen

100

Koordinasi dan Penyusunan 

Laporan Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

3 3 100 442 440.65 99.69

Jumlah laporan capaian kinerja 

dan ikhtisar realisasi kinerja 

SKPD dan laporan hasil 

koordinasi penyusunan laporan 

capaian kinerja dan ikhtisar 

realisasi kinerja SKPD

3.00 

laporan

3.00 

laporan

100

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 16 16 100 2.864.000 2.850.325 99.52

Jumlah laporan evaluasi kinerja 

perangkat daerah

16.00 

laporan

16.00 

laporan

100

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2 2 100 2.885.914.000 2.516.397.368 87.2

Jumlah kegiatan yang dikelola 2.00 

kegiatan

2.00 

kegiatan

100

Penyediaan Gaji dan Tunjangan 

ASN Kecamatan Mungkid

25 25 100 2.809.869.000 2.444.808.268 87.01

jumlah orang yang menerima gaji 

dan tunjangan ASN

25.00 

orang/bula

n

25.00 

orang/bula

n

100

Pelaksanaan Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi Keuangan 

SKPD Kecamatan Mungkid

12 12 100 76.045.000 71.589.100 94.14

Jumlah dokumen penatausahaan 

dan pengujian/verifikasi 

keuangan SKPD

12.00 

dokumen

12.00 

dokumen

100

Administrasi Barang Milik Daerah pada 

Perangkat Daerah

500 500 100 2.362.000 2.361.750 99.99

Jumlah aset yang dikelola 500.00 unit 500.00 unit 100

Penatausahaan Barang Milik 

Daerah pada SKPD

4 4 100 2.362.000 2.361.750 99.99
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Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Jumlah laporan penatausahaan 

barang milik daerah pada SKPD

4.00 

laporan

4.00 

laporan

100

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 34 25 73.53 6.838.000 6.817.600 99.7

Jumlah ASN yang terlayani administrasi 

kepegawaiannya

34.00 

orang

25.00 

orang

73.53

Monitoring, Evaluasi dan Penilaian 

Kinerja Pegawai

25 25 100 3.958.000 3.953.600 99.89

Jumlah dokumen monitoring, 

evaluasi, dan penilaian kinerja 

pegawai

25.00 

dokumen

25.00 

dokumen

100

Sosialisasi Peraturan Perundang - 

Undangan

25 25 100 2.880.000 2.864.000 99.44

jumlah orang yang mengikuti 

sosialisasi peraturan perundang-

undangan

25.00 

orang

25.00 

orang

100

Administrasi Umum Perangkat Daerah 15 15 100 11.044.500 11.016.675 99.75

Jumlah pelayanan administrasi umum yang 

dilaksanakan

15.00 

layanan

15.00 

layanan

100

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi SKPD Kecamatan 

Mungkid

57 57 100 6.082.500 6.056.475 99.57

Jumlah laporan penyelenggaraan 

rapat koordinasi dan konsultasi 

SKPD

57.00 

laporan

57.00 

laporan

100

Penatausahaan Arsip Dinamis pada 

SKPD

3 3 100 4.962.000 4.960.200 99.96

Jumlah dokumen penatausahaan 

arsip dinamis pada SKPD

3.00 

dokumen

3.00 

dokumen

100

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

4 4 100 34.320.000 29.341.146 85.49

jumlah pelayanan jasa penunjang urusan 

pemerintahan daerah

4.00 

layanan

4.00 

layanan

100

Penyediaan Jasa Surat Menyurat 

Kecamatan Mungkid

2 2 100 4.470.000 4.470.000 100

Jumlah laporan penyediaan jasa 

surat menyurat

2.00 

laporan

2.00 

laporan

100
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LAMPIRAN 3.1.4. | Pelaksanaan Fungsi Urusan Penunjang   

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Penyediaan Jasa Komunikasi, 

Sumber Daya Air dan Listrik 

Kecamatan Mungkid

48 48 100 29.850.000 24.871.146 83.32

Jumlah laporan penyediaan jasa 

komunikasai sumber daya air dan 

listrik yang disediakan

48.00 

laporan

48.00 

laporan

100

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah

114 114 100 113.499.000 104.759.172 92.3

Jumlah barang milik daerah penunjang 

urusan pemerintahan daerah

114.00 unit 114.00 unit 100

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 

Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan 

Perizinan Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan 

Kecamatan Mungkid

8 8 100 64.953.000 58.763.000 90.47

Jumlah kendaraan dinas 

operasional atau lapangan yang 

dipelihara dan dibayarkan pajak 

dan perizinannya

8.00 unit 8.00 unit 100

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 

Lainnya Kecamatan Mungkid

8 8 100 2.680.000 2.260.000 84.33

Jumlah peralatan dan mesin 

lainnya yang dipelihara

8.00 unit 8.00 unit 100

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung 

Kantor dan Bangunan Lainnya 

Kecamatan Mungkid

3 3 100 45.866.000 43.736.172 95.36

Jumlah gedung kantor dan 

bangunan lainnya yang dipelihara 

atau direhabilitasi

3.00 unit 3.00 unit 100

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintah Daerah

1 1 100 34.850.000 34.800.000 99.86

Jumlah Paket Pengadaan Barang Milik 

Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

1.00 paket 1.00 paket 100

Pengadaan Peralatan dan Mesin 

Lainnya

1 1 100 34.850.000 34.800.000 99.86

Jumlah paket pengadaan 

peralatan gedung kantor

1.00 paket 1.00 paket 100

Administrasi Umum Perangkat Daerah 

Kelurahan Mendut

4 4 100 21.791.265 21.790.965 100
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Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Jumlah pelayanan administrasi umum yang 

dilakukan

4.00 

Layanan

4.00 

Layanan

100

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi SKPD Kelurahan 

Mendut

12 12 100 21.791.265 21.790.965 100

Jumlah laporan penyelenggaraan 

rapat koordinasi dan konsultasi 

SKPD

12.00 

Laporan

12.00 

Laporan

100

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah Kelurahan Mendut

5 5 100 5.469.000 3.677.355 67.24 Sub Keg. Surat Menyurat 

kegiatan sudah terlaksana 

semua

Sub Keg Surat Menyurat 

untuk realisasi keuangan 

belum ter SPJ kan.

Jumlah pelayanan jasa penunjang urusan 

pemerintah daerah

5.00 

Layanan

5.00 

Layanan

100

Penyediaan Jasa Surat Menyurat 

Kelurahan Mendut

2 2 100 2.109.000 1.200.000 56.9 Sub Keg. Surat Menyurat 

kegiatan sudah terlaksana 

semua.

Sub Keg. Surat Menyurat 

realisasi keuangan masih 

ada yang belum ter SPJ 

kan

Jumlah laporan penyediaan jasa 

surat menyurat

2.00 

Laporan

2.00 

Laporan

100

Penyediaan Jasa Komunikasi, 

Sumber Daya Air dan Listrik 

Kelurahan Mendut

48 48 100 3.360.000 2.477.355 73.73 Sub Keg. Penyediaaan 

Jasa Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik sudah 

terlaksana semua.

Sub Keg. Penyediaaan 

Listrik sudah sesuai 

realisasi

Jumlah laporan penyediaan jasa 

komunikasai sumber daya air dan 

listrik yang disediakan

48.00 

Laporan

48.00 

Laporan

100

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah Kelurahan Mendut

19 19 100 64.809.574 64.559.847 99.61

Jumlah barang milik daerah penunjang 

urusan pemerintah daerah

19.00 Unit 19.00 Unit 100

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 

Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan 

Perizinan Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan 

Kelurahan Mendut

5 5 100 19.682.700 19.441.700 98.78

Jumlah kendaraan dinas 

operasional atau lapangan yang 

dipelihara dan dibayarkan pajak 

dan perizinannya

5.00 Unit 5.00 Unit 100
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Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung 

Kantor dan Bangunan Lainnya 

Kelurahan Mendut

1 1 100 45.126.874 45.118.147 99.98

Jumlah gedung kantor dan 

bangunan lainnya yang dipelihara 

atau direhabilitasi

1.00 Unit 1.00 Unit 100

Administrasi Umum Perangkat Daerah 

Kelurahan Sawitan

4 4 100 4.342.700 4.342.525 100

Jumlah pelayanan administrasi umum yang 

dilaksanakan

4.00 

Layanan

4.00 

Layanan

100

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi SKPD Kelurahan 

Sawitan

2 2 100 4.342.700 4.342.525 100

Jumlah laporan penyelenggaraan 

rapat koordinasi dan konsultasi 

SKPD

2.00 

Laporan

2.00 

Laporan

100

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah Kelurahan Sawitan

5 5 100 10.810.000 7.046.767 65.19 Sub Keg. Penyediaan 

Jasa Komunikasi, Sumber 

Daya air dan Listrik 

kegiatan sudah terlaksana 

semua

Sub Keg. Penyediaan 

Sumber Daya Air realisasi 

rendah dikarenakan ada 

kebocoran pipa pada 

Triwulan I setelah ada 

perbaikan tagihan menjadi 

berkurang.

Jumlah pelayanan jasa penunjang urusan 

pemerintah daerah

5.00 

Layanan

5.00 

Layanan

100

Penyediaan Jasa Surat Menyurat 

Kelurahan Sawitan

2 2 100 3.250.000 3.227.445 99.31

Jumlah laporan penyediaan jasa 

surat menyurat

2.00 

Laporan

2.00 

Laporan

100

Penyediaan Jasa Komunikasi, 

Sumber Daya Air dan Listrik 

Kelurahan Sawitan

36 36 100 7.560.000 3.819.322 50.52 Sub Keg. Penyediaan 

Jasa Komunikasi, Sumber 

Daya air dan Listrik 

kegiatan sudah terlaksana 

semua

Sub Keg. Penyediaan 

Sumber Daya Air realisasi 

rendah dikarenakan ada 

kebocoran pipa pada 

Triwulan I setelah ada 

perbaikan tagihan menjadi 

berkurang.

Jumlah laporan penyediaan jasa 

komunikasai sumber daya air dan 

listrik yang disediakan

36.00 

Laporan

36.00 

Laporan

100
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Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah Kelurahan Sawitan

20 20 100 70.650.500 67.233.082 95.16

Jumlah barang milik daerah penunjang 

urusan pemerintahan daerah

20.00 unit 20.00 unit 100

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 

Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan 

Perizinan Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan 

Kelurahan Sawitan

5 5 100 20.750.000 19.450.000 93.73

Jumlah kendaraan dinas 

operasional atau lapangan yang 

dipelihara dan dibayarkan pajak 

dan perizinannya

5.00 Unit 5.00 Unit 100

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 

Lainnya Kelurahan Sawitan

15 15 100 2.100.000 2.095.000 99.76

Jumlah peralatan dan mesin 

lainnya yang dipelihara

15.00 Unit 15.00 Unit 100

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung 

Kantor dan Bangunan Lainnya 

Kelurahan Sawitan

4 4 100 47.800.500 45.688.082 95.58

Jumlah gedung kantor dan 

bangunan lainnya yang dipelihara 

atau direhabilitasi

4.00 Unit 4.00 Unit 100

Peningkatan 

Kinerja 

Pelaksanaan 

Teknis 

Kewilayahan dan 

Pelayanan Publik 

di Kecamatan

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN 

PELAYANAN PUBLIK

92.5 92.5 100 29.639.350 25.941.826 87.52

Persentase Pelayanan Publik Sesuai SOP dan SPP 92.50% 92.50% 100

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang 

Dilimpahkan kepada Camat

1 1 100 29.639.350 25.941.826 87.52

Jumlah Dokumen yang Terlayani 1.00 

dokumen

1.00 

dokumen

100

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan 

yang terkait dengan Nonperizinan

300 300 100 29.639.350 25.941.826 87.52
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Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Jumlah laporan pelaksanaan non 

Perizinan pada urusan 

pemerintahan

300.00 

laporan

300.00 

laporan

100

Peningkatan 

Kinerja 

Pelaksanaan 

Teknis 

Kewilayahan dan 

Pelayanan Publik 

di Kecamatan

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN 

KELURAHAN

92.5 92.5 100 1.941.865.972 1.931.082.500 99.44

Persentase Desa yang Tertib Administrasi 92.50% 92.50% 100

Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 14 14 100 28.617.000 28.165.750 98.42

Jumlah desa yang tertib administrasinya 14.00 desa 14.00 desa 100

Peningkatan Partisipasi Masyarakat 

dalam Forum Musyawarah 

Perencanaan Pembangunan di 

Desa

5 5 100 20.098.000 19.647.000 97.76

Jumlah lembaga kemasayarakan 

yang berpartisipasi dalam forum 

musyawarah perencanaan 

pembangunan di desa

5.00 

lembaga

5.00 

lembaga

100

Peningkatan Efektifitas Kegiatan 

Pemberdayaan Masyarakat di 

Wilayah Kecamatan

6 6 100 8.519.000 8.518.750 100

Jumlah laporan peningkatan 

efektivitas kegiatan 

pemberdayaan masyarakat di 

wilayah kecamatan

6.00 

laporan

6.00 

laporan

100

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan 

Tingkat Kecamatan

16 16 100 50.242.000 50.236.825 99.99

Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang 

dibina

16.00 

lembaga

16.00 

lembaga

100

Peningkatan Kapasitas Lembaga 

Kemasyarakatan

5 5 100 43.885.000 43.884.325 100

Jumlah lembaga kemasyarakan 

yang ditingkatkan kapasitasnya

5.00 

lembaga

5.00 

lembaga

100

Fasilitasi Pengembangan Usaha 

Ekonomi Masyarakat

1 1 100 6.357.000 6.352.500 99.93
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Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Jumlah laporan faisilitasi 

pengembangan usaha ekonomi 

masyarakat

1.00 

laporan

1.00 

laporan

100

Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Mendut 1 1 100 917.557.472 917.507.080 99.99

Jumlah kelurahan yang tertib administrasi 1.00 

Kelurahan

1.00 

Kelurahan

100

Peningkatan Partisipasi Masyarakat 

dalam Forum Musyawarah 

Perencanaan Pembangunan di 

Kelurahan Mendut

7 7 100 12.000.000 11.999.645 100

Jumlah lembaga kemasayarakan 

yang berpartisipasi dalam forum 

musyawarah perencanaan 

pembangunan di Kelurahan

7.00 

Lembaga

7.00 

Lembaga

100

Pembangunan Sarana dan 

Prasarana Kelurahan Mendut

7 7 100 746.416.372 746.366.725 99.99

Jumlah sarana dan prasarana 

kelurahahn yang terbangun

7.00 Unit 7.00 Unit 100

Pemberdayaan Masyarakat di 

Kelurahan Mendut

11 11 100 149.141.100 149.140.710 100

Jumlah pokmas dan ormas yang 

melaksanakan pemberdayaan 

masyakat di kelurahan

11.00 

Pokmas/Or

mas

11.00 

Pokmas/Or

mas

100

Evaluasi Kelurahan Mendut 3 3 100 10.000.000 10.000.000 100

Jumalah laporan hasil evaluasi 

kelurahan

3.00 

Laporan

3.00 

Laporan

100

Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sawitan 1 1 100 945.449.500 935.172.845 98.91

Jumlah kelurahan tertib administrasi 1.00 

Kelurahan

1.00 

Kelurahan

100

Peningkatan Partisipasi Masyarakat 

dalam Forum Musyawarah 

Perencanaan Pembangunan di 

Kelurahan Sawitan

4 4 100 7.617.500 7.457.400 97.9
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Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Jumlah lembaga kemasyarakatan 

yang berpartisipasi dalam forum 

musyawarah perencanaan 

pembangunan di kelurahan

4.00 

Lembaga

4.00 

Lembaga

100

Pembangunan Sarana dan 

Prasarana Kelurahan Sawitan

7 7 100 726.550.000 718.919.595 98.95

Jumlah sarana dan prasarana 

kelurahahn yang terbangun

7.00 unit 7.00 unit 100

Pemberdayaan Masyarakat di 

Kelurahan Sawitan

10 10 100 207.670.800 205.184.650 98.8

Jumlah pokmas dan ormas yang 

melaksanakan pemberdayaan 

masyakat di kelurahan

10.00 

Pokja/Orm

as

10.00 

Pokja/Orm

as

100

Evaluasi Kelurahan Sawitan 2 2 100 3.611.200 3.611.200 100

Jumlah laporan hasil evaluasi 

kelurahan

2.00 

Laporan

2.00 

Laporan

100

Peningkatan 

Kinerja 

Pelaksanaan 

Teknis 

Kewilayahan dan 

Pelayanan Publik 

di Kecamatan

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN 

KETERTIBAN UMUM

100 100 100 124.886.800 121.161.350 97.02

Persentase Koordinasi Penanganan Masalah Ketentraman, 

Ketertiban Umum dan Kebencanaan

100.00% 100.00% 100

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan 

Ketentraman dan Ketertiban Umum

2 2 100 74.319.300 73.394.600 98.76

Jumlah Laporan Penyelenggaraan 

Koordinasi Ketentraman, Ketertiban Umum 

dan Kebencanaan di Tingkat Kecamatan

2.00 

laporan

2.00 

laporan

100

Sinergritas dengan Kepolisian 

Negara Republik Indonesia, Tentara 

Nasional Indonesia dan Instansi 

Vertikal di Wilayah Kecamatan 

Mungkid

4 4 100 74.319.300 73.394.600 98.76
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Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Jumlah laporan hasil sinergitas 

dengan kepolisian negara 

Republik Indonesia, Tentara 

Nasional Indonesia dan instansi 

Vertikal di wilayah kecamatan

4.00 

laporan

4.00 

laporan

100

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan 

Ketentraman dan Ketertiban Umum Kelurahan 

Mendut

100 100 100 34.020.000 34.019.250 100

Jumlah Laporan Penyelenggaraan 

Koordinasi Ketentraman, Ketertiban Umum 

dan Kebencanaan di Tingkat Kecamatan

100.00 

Persen

100.00 

Persen

100

Sinergitas dengan Kepolisian 

Negara Republik Indonesia, Tentara 

Nasional Indonesia dan Instansi 

Vertikal di Wilayah Kecamatan 

Kelurahan Mendut

4 4 100 34.020.000 34.019.250 100

Jumlah laporan hasil sinergitas 

dengan kepolisian negara 

Republik Indonesia, Tentara 

Nasional Indonesia dan instansi 

Vertikal di wilayah kecamatan

4.00 

Laporan

4.00 

Laporan

100

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan 

Ketentraman dan Ketertiban Umum Kelurahan 

Sawitan

2 2 100 16.547.500 13.747.500 83.08

Jumlah Laporan Penyelenggaraan 

Koordinasi Ketentraman, Ketertiban Umum 

dan Kebencanaan di Tingkat Kecamatan

2.00 

Laporan

2.00 

Laporan

100

Sinergitas dengan Kepolisian 

Negara Republik Indonesia, Tentara 

Nasional Indonesia dan Instansi 

Vertikal di Wilayah Kecamatan 

Kelurahan Sawitan

4 4 100 16.547.500 13.747.500 83.08

Jumlah laporan hasil sinergitas 

dengan kepolisian negara 

Republik Indonesia, Tentara 

Nasional Indonesia dan instansi 

Vertikal di wilayah kecamatan

4.00 

Laporan

4.00 

Laporan

100
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Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Peningkatan 

Kinerja 

Pelaksanaan 

Teknis 

Kewilayahan dan 

Pelayanan Publik 

di Kecamatan

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

PEMERINTAHAN DESA

92.5 92 99.46 61.221.600 58.873.775 96.17

Persentase Kegiatan yang Dikoordinasikan 92.50% 92.00% 99.46

Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi 

Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan 

Desa

14 14 100 61.221.600 58.873.775 96.17

Jumlah Desa Terfasilitasi Pembinaan dan 

Pengawasan Pemerintahan Desa

14.00 desa 14.00 desa 100

Fasiliitasi Penyusunan Peraturan 

Desa dan Peraturan Kepala Desa

56 56 100 5.000.000 4.999.750 100

Jumlah dokumen yang difasilitasi 

dalam rangka penyusunan 

Peraturan desa dan Peraturan 

kepala Desa

56.00 

dokumen

56.00 

dokumen

100

Fasilitasi Administrasi Tata 

Pemerintahan Desa

14 14 100 4.841.600 4.812.175 99.39

Jumlah dokumen yang difasilitasi 

dalam rangka administrasi Tata 

Pemerintahan Desa

14.00 

dokumen

14.00 

dokumen

100

Fasilitasi Pengelolaan Keuangan 

Desa dan Pendayagunaan Aset 

Desa

28 28 100 10.372.000 10.336.500 99.66

Jumlah dokumen yang difaslitasi 

dal;am rangka pengelolaan 

keuangan desa dan 

pendayagunaan aset desa

28.00 

dokumen

28.00 

dokumen

100

Fasilitasi Penerapan dan 

Penegakan Peraturan Perundang - 

Undangan

1 1 100 7.462.000 7.461.000 99.99

Jumlah laporan fasilitasi dalam 

rangka penerapan dan 

penegakan peraturan perundang - 

undangan

1.00 

laporan

1.00 

laporan

100

Fasilitasi Pelaksanaan Tugas 

Kepala Desa dan Perangkat Desa

1 1 100 10.869.000 10.788.300 99.26
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Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Jumlah dokumen fasilitasi dalam 

rangka pelaksanaan tugas kepala 

desa dan perangkat desa

1.00 

dokumen

1.00 

dokumen

100

Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan 

Fungsi Badan Permusyawarahan 

Desa

1 1 100 3.969.000 3.969.000 100

Jumlah dokumen fasilitasi dalam 

rangka pelaksanaan tugas dan 

fungsi badan Permusyawatan 

Desa

1.00 

dokumen

1.00 

dokumen

100

Fasilitasi Pengangkatan dan 

Pemberhentian Perangkat Desa

1 1 100 9.551.000 8.972.350 93.94

jumlah dokumen rekomendasi 

pengangkatan dan 

pemberhentian perangkat desa

1.00 

dokumen

1.00 

dokumen

100

Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan 

Pembangunan Daerah dengan 

Pembangunan Desa

1 1 100 9.157.000 7.534.700 82.28

Jumlah dokumen sinkronisasi 

pernecanaan pembangunan 

daerah dengan pembangunan 

desa

1.00 

dokumen

1.00 

dokumen

100

Kecamatan 

Muntilan

3.511.883.685 3.459.312.665 98.5

Peningkatan 

Kinerja 

Pelaksanaan 

Teknis 

Kewilayahan dan 

Pelayanan Publik 

di Kecamatan

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 

DAERAH KABUPATEN/KOTA

200 200 100 2.164.909.300 2.113.123.531 97.61

Presentase Ketercapaian Pelayanan Umum dan 

Kepegawaian Perangkat

100.00% 100.00% 100

Presentase Ketercapaian Perencanaan, Evaluasi, Kinerja 

OPD, dan Keuangan Perangkat Daerah

100.00% 100.00% 100

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 20 20 100 4.050.000 4.025.000 99.38

ASN Yang Terlayani Administrasi 

Kepegawaiannya

20.00 ASN 20.00 ASN 100

Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian 

Kinerja Pegawai

18 18 100 2.025.000 2.012.500 99.38
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Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Jumlah Dokumen Monitoring, 

Evaluasi, dan Penilaian Kinerja 

Pegawai

18.00 

Dokumen

18.00 

Dokumen

100

Sosialisasi Peraturan Perundang-

Undangan

28 28 100 2.025.000 2.012.500 99.38

Jumlah Orang yang Mengikuti 

Sosialisasi Peraturan Perundang-

Undangan

28.00 

Orang

28.00 

Orang

100

Administrasi Umum Perangkat Daerah 4 4 100 56.205.200 56.203.695 100

Jumlah pelayanan administrasi umum yang 

dilaksanakan

4.00 

Layanan

4.00 

Layanan

100

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi SKPD Kecamatan 

Muntilan

162 162 100 41.662.200 41.661.645 100

Jumlah Laporan 

Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi SKPD

162.00 

Laporan

162.00 

Laporan

100

Penatausahaan Arsip Dinamis 1500 1521 101.4 2.500.000 2.499.675 99.99

Jumlah Dokumen Penatausahaan 

Arsip Dinamis pada SKPD

1500.00 

Dokumen

1521.00 

Dokumen

101.4

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi SKPD (Kelurahan)

36 36 100 12.043.000 12.042.375 99.99

Jumlah Laporan 

Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi SKPD

36.00 

Laporan

36.00 

Laporan

100

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

4 4 100 41.823.000 29.977.442 71.68 Efisiensi, memyesuaikan 

dengan kebutuhan

Perencanaan tahun 

berikutnya disesuaikan 

dengan kebutuhan

Jumlah pelayanan jasa penunjang urusan 

pemerintahan daerah

4.00 

Layanan

4.00 

Layanan

100

Penyediaan Jasa Surat Menyurat 

Kecamatan Muntilan

12 12 100 4.124.000 4.121.870 99.95

Jumlah Laporan Penyediaan 

Jasa Surat Menyurat

12.00 

Laporan

12.00 

Laporan

100
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Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Penyediaan Jasa Komunikasi, 

Sumber Daya Air dan Listrik 

Kecamatan Muntilan

12 12 100 24.360.000 15.653.198 64.26 Efisiensi dan 

menyesuaikan dengan 

kebutuhan

perencanaan disesuaikan 

dengan kebutuhan

Jumlah Laporan Penyediaan 

Jasa Komunikasi, Sumber Daya 

Air dan Listrik yang Disediakan

12.00 

Laporan

12.00 

Laporan

100

Penyediaan Jasa Surat Menyurat 

Kelurahan Muntilan

36 36 100 2.137.000 2.136.150 99.96

Jumlah Laporan penyediaan Jasa 

Surat menyurat

36.00 

Laporan

36.00 

Laporan

100

Penyediaan Jasa Komunikasi, 

Sumber Daya Air dan Listrik 

Kelurahan Muntilan

12 12 100 11.202.000 8.066.224 72.01 Efisiensi dan 

menyesuaikan dengan 

kebutuhan

perencanaan disesuaikan 

dengan kebutuhan

Rekening terbayar 12.00 

laporan 

rekening

12.00 

laporan 

rekening

100

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah

49 49 100 250.794.600 250.153.538 99.74

Jumlah Barang Milik Pemerintah Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

yang dipelihara

49.00 Unit 49.00 Unit 100

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 

Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan 

Perizinan Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan 

Kecamatan Muntilan

9 9 100 85.086.800 84.756.800 99.61

Jumlah kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan yang 

dipelihara dan dibayarkan pajak 

dan perijinnannya

9.00 Unit 9.00 Unit 100

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 

Lainnya Kecamatan Muntilan

44 44 100 12.860.000 12.860.000 100

Jumlah Peralatan dan Mesin 

lainnya yang dipelihara

44.00 Unit 44.00 Unit 100

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung 

Kantor dan Bangunan Lainnya 

Kecamatan Muntilan

2 2 100 79.447.800 79.260.618 99.76
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Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Jumlah Gedung Kantor dan 

Bangunan Lainnya yang 

dipelihara/direhabilitasi

2.00 Unit 2.00 Unit 100

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 

Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan 

Perizinan Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan 

Kelurahan Muntilan

5 5 100 20.250.000 20.247.500 99.99

Kendaraan dinas roda 2 

terpelihara

5.00 Unit 5.00 Unit 100

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 

Lainnya Kelurahan Muntilan

44 44 100 4.000.000 4.000.000 100

Jumlah peralatan yang dipelihara 44.00 Unit 44.00 Unit 100

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung 

Kantor dan Bangunan Lainnya 

Kelurahan Muntilan

2 2 100 49.150.000 49.028.620 99.75

Jumlah gedung terpelihara 2.00 Unit 2.00 Unit 100

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 18 18 100 1.804.536.500 1.765.264.571 97.82

Jumlah kegiatan yang dikelola 18.00 

kegiatan

18.00 

kegiatan

100

Penyediaan Gaji dan Tunjangan 

ASN

18 18 100 1.732.659.000 1.693.389.576 97.73

Jumlah Orang yang Menerima 

Gaji dan Tunjangan ASN

18.00 

Orang/bula

n

18.00 

Orang/bula

n

100

Pelaksanaan Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi Keuangan 

SKPD Kecamatan Muntilan

13 13 100 66.067.500 66.067.500 100

Jumlah Dokumen Penatausahaan 

dan Pengujian/Verifikasi 

Keuangan SKPD

13.00 

dokumen

13.00 

dokumen

100

Pelaksanaan Penatausahaan dan 

pengujian/ Verifikasi Keuangan 

SKPD (Kelurahan)

12 12 100 5.810.000 5.807.495 99.96
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LAMPIRAN 3.1.4. | Pelaksanaan Fungsi Urusan Penunjang   

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Jumlah Dokumen Penatausahaan 

dan Pengujian/Verifikasi 

Keuangan SKPD

12.00 

dokumen

12.00 

dokumen

100

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 

Kinerja Perangkat Daerah

31 31 100 7.500.000 7.499.285 99.99

Jumlah dokumen perencanaan evaluasi dan 

pelaporan perangkat daerah

31.00 

laporan

31.00 

laporan

100

Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Perangkat Daerah

3 3 100 3.000.000 2.999.860 100

Jumlah dokumen Rencana Kerja 

Perangkat Daerah yang tersusun

3.00 

Dokumen

3.00 

Dokumen

100

Koordinasi dan Penyusunan 

Laporan Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

8 8 100 3.000.000 2.999.425 99.98

Jumlah Laporan Capaian Kinerja 

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 

SKPD dan Laporan Hasil 

Koordinasi Penyusunan Laporan 

Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD

8.00 

Laporan

8.00 

Laporan

100

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 20 20 100 1.500.000 1.500.000 100

Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah

20.00 

Laporan

20.00 

Laporan

100

Peningkatan 

Kinerja 

Pelaksanaan 

Teknis 

Kewilayahan dan 

Pelayanan Publik 

di Kecamatan

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN 

PELAYANAN PUBLIK

100 100 100 65.444.260 65.364.679 99.88

Presentase Pelayanan Publik Sesuai SOP dan SPP 100.00% 100.00% 100

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang 

Dilimpahkan kepada Camat

5000 5000 100 65.444.260 65.364.679 99.88

Jumlah dokumen yang terlayani 5000.00 

Dokumen

5000.00 

Dokumen

100

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan 

yang terkait dengan Pelayanan 

Perizinan Non Usaha

2 2 100 2.000.000 1.999.930 100
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LAMPIRAN 3.1.4. | Pelaksanaan Fungsi Urusan Penunjang   

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Jumlah Dokumen Non Perizinan 

Usaha yang Dilaksanakan

2.00 

Dokumen

2.00 

Dokumen

100

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan 

yang terkait dengan Non Perizinan

12 12 100 63.444.260 63.364.749 99.87

Jumlah Laporan Pelaksanaan 

Nonperizinan pada Urusan 

Pemerintahan

12.00 

Laporan

12.00 

Laporan

100

Peningkatan 

Kinerja 

Pelaksanaan 

Teknis 

Kewilayahan dan 

Pelayanan Publik 

di Kecamatan

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN 

KELURAHAN

92 92 100 1.110.192.000 1.109.662.720 99.95

Presentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi 92.00% 92.00% 100

Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 89 89 100 1.043.793.000 1.043.784.950 100

Frekuensi Rakor Pembinaan dan Penyuluhan 

Pemerintahan dan Pembangunan

6.00 Kali 6.00 Kali 100

Jumlah Lembaga Kelurahan Terbina 7.00 

Lembaga

7.00 

Lembaga

100

Jumlah Paket Sarana dan Prasarana 

Kelurahan yang Dibangun

6.00 Unit 6.00 Unit 100

Jumlah Peserta Musrenbang Kelurahan 70.00 

Orang

70.00 

Orang

100

Peningkatan Partisipasi masyarakat 

dalam Forum Musyawarah 

Perencanaan Pembangunan di 

Kelurahan

8 8 100 5.493.000 5.493.000 100

Jumlah Lembaga 

Kemasyarakatan yang 

Berpartisipasi dalam Forum 

Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan di Kelurahan

8.00 

Lembaga

8.00 

Lembaga

100

Pembangunan Sarana dan 

Prasarana Kelurahan

6 6 100 750.727.107 750.726.696 100

Jumlah Sarana dan Prasarana 

Kelurahan yang Terbangun

6.00 Unit 6.00 Unit 100
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LAMPIRAN 3.1.4. | Pelaksanaan Fungsi Urusan Penunjang   

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Pemberdayaan Masyarakat di 

Kelurahan

22 22 100 276.572.893 276.565.254 100

Jumlah Pokmas dan Ormas yang 

Melaksanakan Pemberdayaan 

Masyarakat di Kelurahan

22.00 

Pokmas 

atau 

Ormas

22.00 

Pokmas 

atau 

Ormas

100

Evaluasi Kelurahan 6 6 100 11.000.000 11.000.000 100

Jumlah Laporan Hasil Evaluasi 

Kelurahan

6.00 

Laporan

6.00 

Laporan

100

Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 26 26 100 26.782.000 26.750.720 99.88

Jumlah desa tertib administrasi 13.00 

Desa

13.00 

Desa

100

Jumlah desa tertib administrasi 13.00 

Desa

13.00 

Desa

100

Peningkatan Partisipasi Masyarakat 

dalam Forum Musyawarah 

Perencanaan Pembangunan di 

Desa

13 13 100 11.782.000 11.781.945 100

Jumlah dokumen perencanaan 

desa yang tersusun

13.00 

Dokumen

13.00 

Dokumen

100

Peningkatan Efektifitas Kegiatan 

Pemberdayaan Masyarakat di 

Wilayah Kecamatan

6 6 100 15.000.000 14.968.775 99.79

Jumlah Laporan Peningkatan 

Efektivitas Kegiatan 

Pemberdayaan Masyarakat di 

Wilayah Kecamatan

6.00 

Laporan

6.00 

Laporan

100

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan 

Tingkat Kecamatan

1 1 100 39.617.000 39.127.050 98.76

jumlah lembaga yang ada di Kecamatan 1.00 

Lembaga

1.00 

Lembaga

100

Peningkatan 

Kinerja 

Pelaksanaan 

Teknis 

Kewilayahan dan 

Pelayanan Publik 

di Kecamatan

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN 

KETERTIBAN UMUM

100 100 100 136.408.000 136.321.340 99.94

Presentase Koordinasi Penanganan Masalah Ketentraman, 

Ketertiban Umum dan Kebencanaan

100.00% 100.00% 100
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LAMPIRAN 3.1.4. | Pelaksanaan Fungsi Urusan Penunjang   

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan 

Ketenteraman dan Ketertiban Umum

12 12 100 136.408.000 136.321.340 99.94

Jumlah laporan penyelenggaraan koordinasi 

Ketenteraman, Ketertiban Umum dan 

Kebencanaan di tingkat Kecamatan

12.00 

laporan

12.00 

laporan

100

Sinergitas dengan Kepolisian 

Negara Republik Indonesia, Tentara 

Nasional Indonesia dan Instansi 

Vertikal di Wilayah Kecamatan, 

Kecamatan Muntilan

12 12 100 102.388.000 102.301.340 99.92

Sinergitas dengan Kepolisian 

Negara Republik Indonesia, 

Tentara Nasional Indonesia dan 

Instansi Vertikal di Wilayah 

Kecamatan

12.00 

Laporan

12.00 

Laporan

100

Sinergitas dengan Kepolisian 

Negara Republik Indonesia, Tentara 

Nasional Indonesia dan Instansi 

Vertikal di Wilayah Kecamatan, 

Kelurahan Muntilan

12 12 100 34.020.000 34.020.000 100

Sinergitas dengan Kepolisian 

Negara Republik Indonesia, 

Tentara Nasional Indonesia dan 

Instansi Vertikal di Wilayah 

Kecamatan

12.00 

Laporan

12.00 

Laporan

100

Peningkatan 

Kinerja 

Pelaksanaan 

Teknis 

Kewilayahan dan 

Pelayanan Publik 

di Kecamatan

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

PEMERINTAHAN DESA

100 100 100 34.930.125 34.840.395 99.74

Presentase Kegiatan yang Dikoordinasikan 100.00% 100.00% 100

Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi 

Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan 

Desa

13 13 100 34.930.125 34.840.395 99.74

Jumlah Desa Terfasilitasi Pembinaan dan 

Pengawasan Pemerintahan Desa

13.00 

Desa

13.00 

Desa

100

Fasislitasi Administrasi Tata 

Pemerintahan Desa

13 13 100 6.396.800 6.361.690 99.45
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LAMPIRAN 3.1.4. | Pelaksanaan Fungsi Urusan Penunjang   

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Jumlah desa yang terbina 

administrasinya

13.00 desa 13.00 desa 100

Fasilitasi Pengelolaan Keuangan 

Desa dan Pendayagunaan Aset 

Desa

13 13 100 20.000.000 19.964.625 99.82

Jumlah desa yang terfasilitasi 

bantuan keuangan kepada desa

13.00 desa 13.00 desa 100

Fasilitasi Penerapan dan 

Penegakan Peraturan Perundang-

Undangan

2 2 100 4.000.000 3.999.955 100

jumlah laporan fasilitasi dalam 

rangka penerapan dan 

penegakan peraturan perundang - 

undangan

2.00 

laporan

2.00 

laporan

100

Fasilitasi Penerapan dan 

Penegakan Peraturan Perundang-

Undangan

2 2 100 4.533.325 4.514.125 99.58

jumlah laporan fasilitasi dalam 

rangka penerapan dan 

penegakan peraturan perundang - 

undangan

2.00 

laporan

2.00 

laporan

100

Kecamatan 

Ngablak

1.596.851.874 1.474.868.785 92.36

Peningkatan 

Kualitas 

Pelayanan 

Kecamatan

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 

DAERAH KABUPATEN/KOTA

200 199 99.5 1.419.848.855 1.297.865.842 91.41

Persentase Ketercapaian Perencanaan, Evaluasi Kinerja 

OPD dan Keuangan Perangkat Daerah

100.00% 99.00% 99

Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum dan 

Kepegawaian Perangkat Daerah

100.00% 100.00% 100

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 

Kinerja Perangkat Daerah

38 38 100 2.759.698 2.759.698 100

Jumlah dokumen perencanaan evaluasi dan 

pelaporan Perangkat Daerah

38.00 

dokumen

38.00 

dokumen

100

Penyusunan Dokumen Perencaaan 

Perangkat Daerah

8 8 100 759.839 759.839 100

Jumlah Dokumen Perencanaan 

Perangkat Daerah

8.00 

dokumen

8.00 

dokumen

100
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LAMPIRAN 3.1.4. | Pelaksanaan Fungsi Urusan Penunjang   

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Koordinasi dan Penyusunan 

Laporan Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

10 10 100 999.864 999.864 100

Jumlah Laporan Capaian Kinerja 

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 

SKPD dan Laporan Hasil 

Koordinasi Penyusunan Laporan 

Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD

10.00 

laporan

10.00 

laporan

100

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 20 20 100 999.995 999.995 100

Jumlah laporan Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah

20.00 

laporan

20.00 

laporan

100

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 25 25 100 1.248.869.895 1.127.449.765 90.28

Jumlah kegiatan yang dikelola 25.00 

kegiatan

25.00 

kegiatan

100

Penyediaan Gaji dan Tunjangan 

ASN

13 13 100 1.222.100.000 1.100.679.870 90.06

Jumlah orang yang menerima gaji 

dan tunjangan ASN

13.00 

orang/ 

bulan

13.00 

orang/ 

bulan

100

Pelaksanaan Penatausahaan dan 

Pengujian/verifikasi Keuangan 

SKPD

12 12 100 26.769.895 26.769.895 100

Jumlah dokumen penatausahaan 

dan pengujian / verifikasi 

keuangan SKPD

12.00 

dokumen

12.00 

dokumen

100

Administrasi Barang Milik Daerah pada 

Perangkat Daerah

296 296 100 1.000.000 1.000.000 100

Jumlah Asset yang dikelola 296.00 unit 296.00 unit 100

Penatausahaan Barang Milik 

Daerah pada SKPD

10 10 100 1.000.000 1.000.000 100

Jumlah laporan penatausahaan 

barang milik daerah pada SKPD

10.00 

laporan

10.00 

laporan

100

Administrasi Umum Perangkat Daerah 2 2 100 14.519.992 14.519.992 100

Jumlah Pelayanan administrasi umum yang 

dilaksanakan

2.00 

layanan

2.00 

layanan

100
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LAMPIRAN 3.1.4. | Pelaksanaan Fungsi Urusan Penunjang   

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi SKPD

124 124 100 12.527.992 12.527.992 100

Jumlah laporan Penyelenggaraan 

rapat koordinasi dan konsultasi 

SKPD

124.00 

laporan

124.00 

laporan

100

Penatausahaan Arsip Dinamis pada 

SKPD

1500 1500 100 1.992.000 1.992.000 100

Jumlah dokumen penatausahaan 

arsip dinamis pada SKPD

1500.00 

dokumen

1500.00 

dokumen

100

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

2 2 100 23.711.100 23.207.277 97.88

Jumlah Pelayanan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

2.00 

layanan

2.00 

layanan

100

Penyediaan jasa surat menyurat 12 12 100 2.000.100 2.000.100 100

Jumlah laporan penyediaa jasa 

surat menyurat

12.00 

laporan

12.00 

laporan

100

Penyediaan Jasa Komunikasi, 

Sumber Daya Air dan Listrik

24 24 100 21.711.000 21.207.177 97.68

Jumlah laporan Penyediaan jasa 

komunikasi, sumber daya air dan 

listrik yang disediakan

24.00 

laporan / 

bulan

24.00 

laporan / 

bulan

100

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah

16 16 100 128.988.170 128.929.110 99.95

Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah

16.00 unit 16.00 unit 100

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 

Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 

Perizinan Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan

8 8 100 56.066.760 56.007.700 99.89

Jumlah kendaraan dinas 

operasional atau lapangan yang 

dipelihara dan dibayarkan pajak 

dan perizinannya

8.00 unit 8.00 unit 100

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 

Lainnya

6 6 100 5.200.000 5.200.000 100

Jumlah peralatan dan mesin 

lainnya yang dipelihara

6.00 unit 6.00 unit 100

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI MAGELANG TAHUN 2023 | 467



LAMPIRAN 3.1.4. | Pelaksanaan Fungsi Urusan Penunjang   

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung 

Kantor dan Bangunan Lainnya

2 2 100 67.721.410 67.721.410 100

Jumlah gedung kantor dan 

bangunan lainnya yang 

dipelihara/ direhabilitasi

2.00 unit 2.00 unit 100

Peningkatan 

Kualitas 

Pelayanan 

Kecamatan

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN 

PELAYANAN PUBLIK

100 100 100 29.349.238 29.349.238 100

Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP 100.00% 100.00% 100

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang 

Dilimpahkan kepada Camat

300 300 100 29.349.238 29.349.238 100

Jumlah dokumen yang terlayani 300.00 

dokumen

300.00 

dokumen

100

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan 

yang terkait dengan Pelayanan 

Perizinan Non Usaha

250 250 100 2.252.638 2.252.638 100

Jumlah dokumen non perizinan 

usaha yang dilaksanakan

250.00 

dokumen

250.00 

dokumen

100

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan 

yang terkait dengan Non Perizinan

12 12 100 27.096.600 27.096.600 100

Jumlah laporan pelaksanaan non 

perizinan pada urusan 

pemerintahan

12.00 

laporan

12.00 

laporan

100

Peningkatan 

Koordinasi 

Penyelenggaraan 

Pemerintah di 

Kecamatan

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN 

KELURAHAN

85 75 88.24 44.810.479 44.810.404 100

Persentase desa yang tertib administrasi 85.00% 75.00% 88.24

Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 16 12 75 7.550.000 7.550.000 100

Jumlah Desa Tertib Administrasi 16.00 desa 12.00 desa 75 masih terdapat 4 desa 

dengan pengelolaan 

administrasi yang dinilai 

kurang dari standar 

penilaian baik

mengupayakan perbaikan 

dan pemantauan 

pengelolaan administrasi 

desa di awal tahun 2024
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LAMPIRAN 3.1.4. | Pelaksanaan Fungsi Urusan Penunjang   

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Peningkatan Partisipasi Masyarakat 

dalam Forum Musyawarah 

Perencanaan Pembangunan di 

Desa

48 48 100 2.400.000 2.400.000 100

Jumlah lembaga kemasyarakatan 

yang berpartisipasi dalam forum 

musyawarah perencanaan 

pembangunan di desa

48.00 

lembaga

48.00 

lembaga

100

Peningkatan Efektifitas Kegiatan 

Pemberdayaan Masyarakat di 

Wilayah Kecamatan

4 4 100 5.150.000 5.150.000 100

Jumlah laporan peningkatan 

efektivitas kegiatan 

Pemberdayaan Masyarakat di 

wilayah Kecamatan

4.00 

laporan

4.00 

laporan

100

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan 

Tingkat Kecamatan

64 64 100 37.260.479 37.260.404 100

Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang 

dibina

64.00 

lembaga

64.00 

lembaga

100

Peningkatan Kapasitas Lembaga 

Kemasyarakatan

64 64 100 37.260.479 37.260.404 100

Jumlah lembaga kemasyarakatan 

yagn ditingkatkan kapasitasnya

64.00 

lembaga

64.00 

lembaga

100

Peningkatan 

Koordinasi 

Penyelenggaraan 

Pemerintah di 

Kecamatan

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN 

KETERTIBAN UMUM

100 100 100 80.865.300 80.865.300 100

Persentase Koordinasi Penanganan Masalah Ketentraman, 

Ketertiban Umum dan Kebencanaan

100.00% 100.00% 100

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan 

Ketentraman dan Ketertiban Umum

4 4 100 80.865.300 80.865.300 100

Jumlah Laporan Penyelenggaraan 

Koordinasi Ketentraman, Ketertiban umum 

dan Kebencanaan di Tingkat Kecamatan

4.00 

laporan

4.00 

laporan

100
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LAMPIRAN 3.1.4. | Pelaksanaan Fungsi Urusan Penunjang   

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Sinergitas dengan Kepolisian 

Negara Republik Indonesia, Tentara 

Nasional Indonesia dan Instansi 

Vertikal di Wilayah Kecamatan

4 4 100 80.865.300 80.865.300 100

Jumlah laporan hasil sinergitas 

dengan Kepolisian Negara 

Republik Indonesia, Tentara 

Nasional Indonesia dan Instansi 

Wilayah Kecamatan

4.00 

laporan

4.00 

laporan

100

Peningkatan 

Koordinasi 

Penyelenggaraan 

Pemerintah di 

Kecamatan

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

PEMERINTAHAN DESA

100 100 100 21.978.002 21.978.001 100

Persentase kegiatan yang dikoordinasikan 100.00% 100.00% 100

Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi 

Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan 

Desa

16 16 100 21.978.002 21.978.001 100

Jumlah Desa Terfasilitasi Pembinaan dan 

Pengawasan Pemerintahan Desa

16.00 desa 16.00 desa 100

Fasilitasi Penyusunan Peraturan 

desa dan Peraturan Kepala Desa

32 32 100 2.000.000 1.999.999 100

Jumlah dokumen yang difasilitasi 

dalam rangka Penyusunan 

Peraturan Desa dan Peraturan 

Kepala Desa

32.00 

dokumen

32.00 

dokumen

100

Fasilitasi Administrasi Tata 

Pemerintahan Desa

16 16 100 4.000.000 4.000.000 100

Jumlah dokumen yang difasilitasi 

dalam rangka Administrasi Tata 

Pemerintahan Desa

16.00 

dokumen

16.00 

dokumen

100

Fasilitasi Pengelolaan Keuangan 

Desa dan Pendayagunaan Aset 

Desa

2 2 100 2.000.000 2.000.000 100

Jumlah dokumen yang difasilitasi 

dalam rangka pengelolaan 

keuangan desa dan 

pendayagunaan aset desa

2.00 

dokumen

2.00 

dokumen

100
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Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Fasilitasi Pelaksanaan Tugas 

Kepala Desa dan Perangkat Desa

16 16 100 3.510.000 3.510.000 100

jumlah dokumen fasilitasi dalam 

rangka pelaksanaan tugas 

Kepala Desa dan Perangkat 

Desa

16.00 

dokumen

16.00 

dokumen

100

Rekomendasi Pengangkatan dan 

Pemberhentian Perangkat Desa

2 2 100 3.220.000 3.220.000 100

Jumlah dokumen rekomendasi 

pengangkatan dan 

pemberhentian perangkat desa

2.00 

dokumen

2.00 

dokumen

100

Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan 

Pembangunan Daerah dengan 

Pembangunan Desa

1 1 100 7.248.002 7.248.002 100

Jumlah dokumen sinkronisasi 

perencanaan pembangunan 

daerah dengan pembangunan 

desa

1.00 

dokumen

1.00 

dokumen

100

Kecamatan 

Ngluwar

1.806.794.180 1.605.104.082 88.84

Meningkatnya 

kinerja 

pelaksanaan 

teknis 

kewilayahan dan 

pelayanan publik 

di Kecamatan

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 

DAERAH KABUPATEN/KOTA

200 200 100 1.638.520.680 1.440.672.468 87.93

Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja 

OPD, dan keuangan perangkat daerah

100.00% 100.00% 100

Persentase ketercapaian pelayanan umum dan 

kepegawaian perangkat daerah

100.00% 100.00% 100

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 

Kinerja Perangkat Daerah

5 5 100 1.431.800 1.431.800 100

Jumlah Dokumen Perencanaan Evaluasi dan 

Pelaporan Perangkat Daerah

5.00 

dokumen

5.00 

dokumen

100

Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Perangkat Daerah

5 5 100 562.8 562.8 100

Jumlah Dokumen Perencanaan 

Perangkat Daerah

5.00 

dokumen

5.00 

dokumen

100
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Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Koordinasi dan Penyusunan 

Laporan Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

6 6 100 869 869 100

Jumlah Laporan Capaian Kinerja 

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 

SKPD dan Laporan Hasil 

Koordinasi Penyusunan Laporan 

Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD

6.00 

laporan

6.00 

laporan

100

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 13 13 100 1.438.303.000 1.249.384.899 86.87

Jumlah Kegiatan yang dikelola 13.00 

Kegiatan

13.00 

Kegiatan

100

Penyediaan Gaji dan Tunjangan 

ASN

14 14 100 1.402.022.000 1.216.967.899 86.8

Jumlah Orang yang Menerima 

Gaji dan Tunjangan ASN

14.00 

Orang/bula

n

14.00 

Orang/bula

n

100

Pelaksanaan Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi Keuangan 

SKPD

13 13 100 36.281.000 32.417.000 89.35

Jumlah Dokumen Penatausahaan 

dan Pengujian/Verifikasi 

Keuangan SKPD

13.00 

dokumen

13.00 

dokumen

100

Administrasi Umum Perangkat Daerah 4 4 100 19.918.000 19.918.000 100

Jumlah Pelayanan Administrasi Umum yang 

dilaksanakan

4.00 

Layanan

4.00 

Layanan

100

Penyediaan Bahan Bacaan dan 

Peraturan Perundang-undangan

1 1 100 212 212 100

Jumlah Dokumen Bahan Bacaan 

dan peraturan perundang-

Undangan yang disediakan

1.00 

dokumen

1.00 

dokumen

100

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi SKPD

24 24 100 19.237.000 19.237.000 100

Jumlah Laporan 

penyelenggaraan Rapat 

Kordinasi dan Konsultasi SKPD

24.00 

laporan

24.00 

laporan

100
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Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Penatausahaan Arsip Dinamis pada 

SKPD

2 2 100 469 469 100

Jumlah Dokumen Penatausahaan 

Arsip Dinamis pada SKPD

2.00 

dokumen

2.00 

dokumen

100

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan pemerintah Daerah

8 8 100 29.582.880 28.535.221 96.46

Jumlah paket pengadaan barang milik 

daerah penunjang urusan pemerintah

8.00 Paket 8.00 Paket 100

Pengadaan Peralatan Dan Mesin 

Lainnya

2 2 100 29.582.880 28.535.221 96.46

Jumlah Unit Peralatan dan Mesin 

Lainnya yang disediakan

2.00 unit 2.00 unit 100

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

2 2 100 12.564.000 11.462.344 91.23

Jumlah Pelayanan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

2.00 

Layanan

2.00 

Layanan

100

Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 12 100 3.444.000 3.443.050 99.97

Jumlah Laporan Penyediaan 

Jasa Surat menyurat

12.00 

laporan

12.00 

laporan

100

Penyediaan Jasa Komunikasi, 

Sumber Daya Air dan Listrik

36 36 100 9.120.000 8.019.294 87.93

Jumlah Laporan Penyediaan 

Jasa Komunikasi, Sumber Daya 

Air dan Listrik yang disediakan

36.00 

laporan

36.00 

laporan

100

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah

31 31 100 136.721.000 129.940.204 95.04

Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintah Daerah

31.00 Unit 31.00 Unit 100

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 

Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan 

Perizinan Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan

8 8 100 57.344.000 50.692.376 88.4

Jumlah kendaraan dians 

operasional atau lapangan yang 

dipelihara dan dibayarkan pajak 

dan perizinannya

8.00 unit 8.00 unit 100

Pemeliharaan Mebel 12 12 100 1.400.000 1.399.795 99.99
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Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Jumlah mebel yang dipelihara 12.00 unit 12.00 unit 100

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 

Lainnya

8 8 100 7.117.000 7.117.000 100

Jumlah Peralatan dan mesin 

lainnya yang dipelihara

8.00 unit 8.00 unit 100

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung 

Kantor dan Bangunan Lainnya

3 3 100 70.860.000 70.731.033 99.82

Jumlah gedung kantor dan 

bangunan lainnya yang 

dipelihara/direhabilitasi

3.00 unit 3.00 unit 100

Meningkatnya 

kinerja 

pelaksanaan 

teknis 

kewilayahan dan 

pelayanan publik 

di Kecamatan

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN 

PELAYANAN PUBLIK

100 100 100 32.966.000 30.194.114 91.59

Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP 100.00% 100.00% 100

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang 

dilimpahan kepada Camat

400 400 100 32.966.000 30.194.114 91.59

Jumlah dokumen yang terlayani 400.00 

dokumen

400.00 

dokumen

100

Pelaksanaan urusan Pemerintahan 

yang terkait dengan Pelayanan 

Perizinan Non Usaha

400 400 100 3.424.000 3.423.900 100

Jumlah dokumen non perizinan 

usaha yang dilaksanakan

400.00 

dokumen

400.00 

dokumen

100

Pelaksanaan urusan Pemerintahan 

yang terkait dengan Non Perizinan 

12 12 100 29.542.000 26.770.214 90.62

Jumlah laporan pelaksanaan non 

perizinan pada urusan 

pemerintahan

12.00 

laporan

12.00 

laporan

100

Meningkatnya 

kinerja 

pelaksanaan 

teknis 

kewilayahan dan 

pelayanan publik 

di Kecamatan

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN 

KELURAHAN

90 90 100 41.923.000 41.923.000 100
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Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Persentase Desa Yang Tertib Administrasi 90.00% 90.00% 100

Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 8 8 100 13.991.000 13.991.000 100

Jumlah desa terbina pemberdayaan 

masyarakatnya

8.00 desa 8.00 desa 100

Peningkatan Partisipasi masyarakat 

dalam forum musyawarah 

perencanaan pembangunan di desa

6 6 100 2.947.000 2.947.000 100

Jumlah lembaga kemasyarakatan 

yang berpartisipasi dalam forum 

musyawarah perencanaan 

pembangunan di desa

6.00 

lembaga

6.00 

lembaga

100

Peningkatan Efektifitas Kegiatan 

Pemberdayaan Masyarakat di 

Wilayah Kecamatan

5 5 100 11.044.000 11.044.000 100

Jumlah laporan peningkatan 

efektifitas kegiatan 

pemberdayaan masyarakat di 

wilayah kecamatan

5.00 

laporan

5.00 

laporan

100

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan 

Tingkat Kecamatan

5 5 100 27.932.000 27.932.000 100

Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang 

dibina

5.00 

lembaga 

kemasyara

katan

5.00 

lembaga 

kemasyara

katan

100

Peningkatan Kapasitas Lembaga 

Kemasyarakatan 

8 8 100 27.932.000 27.932.000 100

Jumlah TP PKK Desa yang 

dibina

8.00 

lembaga

8.00 

lembaga

100

Meningkatnya 

kinerja 

pelaksanaan 

teknis 

kewilayahan dan 

pelayanan publik 

di Kecamatan

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN 

KETERTIBAN UMUM

100 100 100 72.897.300 71.827.300 98.53

Persentase Koordinasi Penanganan Masalah 

Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Kebencanaan

100.00% 100.00% 100
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Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan 

Ketenteraman dan Ketertiban Umum

12 12 100 72.897.300 71.827.300 98.53

Jumlah laporan penyelenggaraan koordinasi 

Ketenteraman, Ketertiban Umum dan 

kebencanaan di tingkat Kecamatan

12.00 

laporan

12.00 

laporan

100

Sinergitas dengan Kepolisian 

Negara Republik Indonesia, Tentara 

Nasional Indonesia dan Instansi 

Vertikal di Wilayah Kecamatan

12 12 100 72.897.300 71.827.300 98.53

Jumlah Laporan Hasil Sinergitas 

dengan Kepolisian Negara 

Republik Indonesia, Tentara 

Nasional Indonesia dan Instansi 

Vertikal di Wilayah Kecamatan

12.00 

laporan

12.00 

laporan

100

Meningkatnya 

kinerja 

pelaksanaan 

teknis 

kewilayahan dan 

pelayanan publik 

di Kecamatan

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

PEMERINTAHAN DESA

100 100 100 20.487.200 20.487.200 100

Persentase Kegiatan Yang Dikoordinasikan 100.00% 100.00% 100

Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi 

Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan 

Desa

8 8 100 20.487.200 20.487.200 100

Jumlah Desa Terfasilitasi Pembinaan dan 

Pengawasan Pemerintahan Desa

8.00 desa 8.00 desa 100

Fasilitasi Administrasi Tata 

Pemerintahan desa

8 8 100 3.394.000 3.394.000 100

Jumlah dokumen yang difasilitasi 

dalam rangka administrasi tata 

pemerintahan desa

8.00 

dokumen

8.00 

dokumen

100

Fasilitasi Pengelolaan Keuangan 

Desa dan pendayagunaan Aset 

desa

16 16 100 5.200.400 5.200.400 100

Jumlah dokumen yang difasilitasi 

dalam rangka pengelolaan 

keuangan desa dan 

pendayagunaan aset desa

16.00 

dokumen

16.00 

dokumen

100
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Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan 

Pembangunan Daerah dengan 

Pembangunan Desa

1 1 100 11.892.800 11.892.800 100

Jumlah dokumen sinkronisasi 

perencanaan pembangunan 

daerah dengan pembangunan 

desa

1.00 

dokumen

1.00 

dokumen

100

Kecamatan 

Pakis

1.669.975.560 1.560.406.778 93.44

Peningkatan 

kinerja 

pelaksanaan 

teknis 

kewilayahan dan 

pelayanan publik 

di Kecamatan

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 

DAERAH KABUPATEN/KOTA

185.25 185.25 100 1.462.095.710 1.357.016.601 92.81

Persentase Ketercapaian Perencanaan, Evaluasi Kinerja 

OPD dan Keuangan Perangkat Daerah

85.25 85.25 100

Persentase ketercapaian Pelayanan Umum dan 

Kepegawaian Perangkat Daerah.

100 100 100

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 

Kinerja Perangkat Daerah.

33 33 100 3.791.000 3.790.640 99.99

Jumlah Dokumen Perencanaan Evaluasi dan 

Pelaporan Perangkat Daerah.

33.00 

dokumen

33.00 

dokumen

100

Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Perangkat Daerah

3 3 100 1.425.000 1.424.820 99.99

Jumlah Rencana Kerja Perangkat 

Daerah yang tersusun.

3.00 

dokumen

3.00 

dokumen

100

Koordinasi dan Penyusunan 

Laporan Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

8 8 100 866 865.92 99.99

Jumlah Laporan Capaian Kinerja 

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 

SKPD dan Laporan Hasil 

Koordinasi Penyusunan Laporan 

Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD

8.00 

laporan

8.00 

laporan

100

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 20 22 110 1.500.000 1.499.900 99.99
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Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah

20.00 

laporan

22.00 

laporan

110

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. 25 23 92 1.274.398.630 1.174.721.656 92.18

Jumlah Kegiatan yang dikelola 25.00 

kegiatan

23.00 

kegiatan

92

Penyediaan Gaji dan Tunjangan 

ASN

12 13 108.33 1.252.542.630 1.152.866.171 92.04

Jumlah Orang yang Menerima 

Gaji dan Tunjangan ASN

12.00 

orang/ 

bulan

13.00 

orang/ 

bulan

108.33

Pelaksanaan Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi keuangan 

SKPD

13 13 100 21.856.000 21.855.485 100

Jumlah Dokumen Penatausahaan 

dan Pengujian/Verifikasi 

Keuangan SKPD

13.00 

dokumen

13.00 

dokumen

100

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 12 13 108.33 2.000.000 1.999.795 99.99

Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan 

Penilaian Kinerja Pegawai

12.00 

dokumen

13.00 

dokumen

108.33

Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian 

Kinerja Pegawai

12 13 108.33 2.000.000 1.999.795 99.99

Jumlah Dokumen Monitoring, 

Evaluasi, dan Penilaian Kinerja 

Pegawai

12.00 

dokumen

13.00 

dokumen

108.33

Administrasi Umum Perangkat Daerah 2 2 100 23.045.000 23.040.170 99.98

Jumlah Pelayanan Administrasi Umum yang 

dilaksanakan.

2.00 

laporan

2.00 

laporan

100

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi SKPD

20 20 100 13.285.000 13.283.000 99.98

Jumlah Laporan 

Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi SKPD

20.00 

laporan

20.00 

laporan

100

Penatausahaan Arsip dinamis pada 

SKPD

1600 1600 100 9.760.000 9.757.170 99.97
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LAMPIRAN 3.1.4. | Pelaksanaan Fungsi Urusan Penunjang   

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Jumlah Dokumen Penatausahaan 

Arsip Dinamis pada SKPD

1600.00 

dokumen

1600.00 

dokumen

100

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintah Daerah

1 1 100 18.000.000 18.000.000 100

Jumlah paket pengadaan perlengkapan / 

peralatan gedung kantor

1.00 paket 1.00 paket 100

Pengadaan Peralatan dan Mesin 

Lainnya

5 2 40 18.000.000 18.000.000 100

Jumlah Unit Peralatan dan Mesin 

Lainnya yang Disediakan

5.00 unit 2.00 unit 40

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

2 2 100 26.180.960 23.675.180 90.43

Jumlah Pelayanan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah.

2.00 

laporan

2.00 

laporan

100

Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 12 100 8.260.000 8.254.475 99.93

Jumlah Laporan Penyediaan 

Jasa Surat Menyurat

12.00 

laporan

12.00 

laporan

100

Penyediaan Jasa Komunikasi, 

Sumber Daya Air dan Listrik

48 48 100 17.920.960 15.420.705 86.05

Jumlah Laporan Penyediaan 

Jasa Komunikasi, Sumber Daya 

Air dan Listrik yang Disediakan

48.00 

laporan

48.00 

laporan

100

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintah Daerah

32 32 100 114.680.120 111.789.160 97.48

Jumlah Barang milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintahan daerah yang 

dipelihara.

32.00 unit 32.00 unit 100

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 

Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 

Perizinan, Kendaraan Dinas 

Operasional atau lapangan.

7 7 100 46.952.000 46.320.809 98.66

Jumlah Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan yang 

Dipelihara dan dibayarkan Pajak 

dan Perizinannya

7.00 unit 7.00 unit 100

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 

lainnya.

20 20 100 4.640.000 4.627.500 99.73
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LAMPIRAN 3.1.4. | Pelaksanaan Fungsi Urusan Penunjang   

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Jumlah Peralatan dan Mesin 

Lainnya yang Dipelihara

20.00 unit 20.00 unit 100

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung 

kantor dan Bangunan lainnya.

5 5 100 63.088.120 60.840.851 96.44

Jumlah Gedung Kantor dan 

Bangunan Lainnya yang 

Dipelihara/Direhabilitasi

5.00 unit 5.00 unit 100

Peningkatan 

kinerja 

pelaksanaan 

teknis 

kewilayahan dan 

pelayanan publik 

di Kecamatan

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN 

PELAYANAN PUBLIK

100 100 100 40.000.000 38.856.087 97.14

Persentase Pelayanan Publik sesuai SOP dan SP 100.00% 100.00% 100

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang 

dilimpahkan kepada Camat

12 12 100 40.000.000 38.856.087 97.14

Jumlah Dokumen yang terlayani. 12.00 

dokumen

12.00 

dokumen

100

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan 

yang terkait dengan non perijinan.

12 12 100 40.000.000 38.856.087 97.14

Jumlah Laporan Pelaksanaan 

Non Perizinan pada Urusan 

Pemerintahan

12.00 

laporan

12.00 

laporan

100

Peningkatan 

kinerja 

pelaksanaan 

teknis 

kewilayahan dan 

pelayanan publik 

di Kecamatan

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN 

KELURAHAN

100 100 100 62.214.000 61.564.670 98.96

Persentase desa yang tertib administrasi 100.00% 100.00% 100

Koordinasi kegiatan pemberdayaan Desa 20 20 100 15.329.000 15.327.670 99.99

Jumlah Desa tertib administrasi 20.00 desa 20.00 desa 100

Peningkatan Partisipasi Masyarakat 

dalam Forum Musyawarah 

Perencanaan Pembangunan di 

Desa

5 5 100 732 731.315 99.91
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LAMPIRAN 3.1.4. | Pelaksanaan Fungsi Urusan Penunjang   

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Jumlah Lembaga 

Kemasyarakatan yang 

Berpartisipasi dalam Forum 

Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan di Desa

5.00 

lembaga

5.00 

lembaga

100

Peningkatan efektifitas kegiatan 

pemberdayaan masyarakat di 

wilayah kecamatan

6 6 100 14.597.000 14.596.355 100

Jumlah Laporan Peningkatan 

Efektivitas Kegiatan 

Pemberdayaan Masyarakat di 

Wilayah Kecamatan

6.00 

laporan

6.00 

laporan

100

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan 

Tingkat Kecamatan

5 5 100 46.885.000 46.237.000 98.62

Jumlah Lembaga kemasyarakatan desa yang 

dibina

5.00 

lembaga

5.00 

lembaga

100

Peningkatan Kapasitas Lembaga 

Kemasyarakatan.

5 5 100 46.885.000 46.237.000 98.62

Jumlah Lembaga 

Kemasyarakatan yang 

Ditingkatkan Kapasitasnya

5.00 

lembaga

5.00 

lembaga

100

Peningkatan 

kinerja 

pelaksanaan 

teknis 

kewilayahan dan 

pelayanan publik 

di Kecamatan

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN 

KETERTIBAN UMUM

100 100 100 73.665.850 72.090.325 97.86

Persentase Koordinasi Penanganan Masalah Ketentraman, 

Ketertiban Umum dan Kebencanaan.

100.00% 100.00% 100

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan 

Ketentraman dan Ketertiban Umum

4 4 100 73.665.850 72.090.325 97.86

Jumlah Laporan penyelenggaraan koordinasi 

Ketentraman, ketertiban Umum dan 

Kebencanaan di Tingkat Kecamatan

4.00 

laporan

4.00 

laporan

100

Sinergritas dengan Kepolisian 

Negara Republik Indonesia, Tentara 

Nasional Republik Indonesia dan 

Instansi Vertikal di Wilayah 

Kecamatan

4 4 100 73.665.850 72.090.325 97.86
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LAMPIRAN 3.1.4. | Pelaksanaan Fungsi Urusan Penunjang   

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Jumlah Laporan Hasil Sinergitas 

dengan Kepolisian Negara 

Republik Indonesia, Tentara 

Nasional Indonesia dan Instansi 

Vertikal di Wilayah Kecamatan

4.00 

laporan

4.00 

laporan

100

Peningkatan 

kinerja 

pelaksanaan 

teknis 

kewilayahan dan 

pelayanan publik 

di Kecamatan

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

PEMERINTAHAN DESA

100 100 100 32.000.000 30.879.095 96.5

Persentase kegiatan yang dikoordinasikan. 100.00% 100.00% 100

Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi 

Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan 

Desa.

20 20 100 32.000.000 30.879.095 96.5

Jumlah Desa Terfasilitasi pembinaan dan 

Pengawasan Pemerintahan Desa.

20.00 desa 20.00 desa 100

Fasilitasi Penyusunan Peraturan 

Desa dan Peraturan Kepala Desa.

40 40 100 5.000.000 4.610.000 92.2

Jumlah Dokumen yang Difasilitasi 

dalam rangka Penyusunan 

Peraturan Desa dan Peraturan 

Kepala Desa

40.00 

dokumen

40.00 

dokumen

100

Fasilitasi Pengelolaan Keuangan 

Desa dan pendayagunaan Aset 

desa.

20 20 100 10.000.000 9.269.095 92.69

Jumlah Dokumen yang Difasilitasi 

dalam rangka Pengelolaan 

Keuangan Desa dan 

Pendayagunaan Aset Desa

20.00 

dokumen

20.00 

dokumen

100

Rekomendasi Pengangkatan dan 

Pemberhentian Perangkat Desa.

1 1 100 2.000.000 2.000.000 100

Jumlah Dokumen Rekomendasi 

Pengangkatan dan 

Pemberhentian Perangkat Desa

1.00 

dokumen

1.00 

dokumen

100

Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan 

Pembangunan Daerah dengan 

Pembangunan Desa

1 1 100 15.000.000 15.000.000 100
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Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Jumlah Dokumen Sinkronisasi 

Perencanaan Pembangunan 

Daerah dengan Pembangunan 

Desa

1.00 

dokumen

1.00 

dokumen

100

Kecamatan 

Salam

2.007.230.318 1.722.963.372 85.84

Peningkatan 

Kinerja 

Pelaksanaan 

Teknis 

Kewilayahan dan 

Pelayanan Publik 

di Kecamatan

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 

DAERAH KABUPATEN/KOTA

200 200 100 1.807.486.338 1.523.749.378 84.3

Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum dan 

Kepegawaian Perangkat Daerah

100.00 

persen

100.00 

persen

100

Persentase Ketercapaian Perencanaan, Evaluasi Kinerja 

OPD, dan Keuangan Perangkat Daerah

100.00 

persen

100.00 

persen

100

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 

Kinerja Perangkat Daerah

33 33 100 2.417.000 2.412.807 99.83

Jumlah Dokumen Perencanaan Evaluasi dan 

Pelaporan Perangkat Daerah

33.00 

dokumen

33.00 

dokumen

100

Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Perangkat Daerah

33 33 100 675 674.98 100

Jumlah Dokumen Perencanaan 

Perangat Daerah

33.00 

dokumen

33.00 

dokumen

100

Koordinasi dan Penyusunan 

Laporan Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

8 8 100 1.000.000 999.02 99.9

Jumlah Laporan Capaian Kinerja 

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 

SKPD dan Laporan Hasil 

Koordinasi Penyusunan Laporan 

Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD

8.00 

dokumen

8.00 

dokumen

100

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 20 20 100 742 738.807 99.57

Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah

20.00 

laporan

20.00 

laporan

100

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 12 12 100 1.651.675.096 1.370.787.828 82.99

Jumlah Kegiatan Yang Dikelola 12.00 

kegiatan

12.00 

kegiatan

100
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LAMPIRAN 3.1.4. | Pelaksanaan Fungsi Urusan Penunjang   

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Penyediaan Gaji dan Tunjangan 

ASN

16 16 100 1.633.888.846 1.357.976.578 83.11

Jumlah Bulan Penyediaan Gaji 

dan Tunjangan ASN

16.00 

orang/bula

n

16.00 

orang/bula

n

100

Pelaksanaan Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi Keuangan 

SKPD

13 13 100 17.786.250 12.811.250 72.03 honor pengelola BMD 

tidak terserap secara 

optimal

meminimalisasi 

pergantian pengelola BMD 

sehingga penyerapan 

anggaran dapat optimal

Jumlah Laporan Keuangan Yang 

Tersusun

13.00 

dokumen

13.00 

dokumen

100

Administrasi Barang Milik Daerah pada 

Perangkat Daerah

168 168 100 500 500 100

Jumlah Aset yang dikelola 168.00 unit 168.00 unit 100

Penatausahaan Barang Milik 

Daerah pada SKPD

9 9 100 500 500 100

Jumlah laporan penatausahaan 

Barang Milik Daerah pada SKPD

9.00 

laporan

9.00 

laporan

100

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 16 16 100 1.200.000 1.199.910 99.99

Jumlah ASN yang terlayani administrasi 

kepegawaiannya

16.00 orag 16.00 orag 100

Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian 

Kinerja

16 16 100 1.200.000 1.199.910 99.99

Jumlah Dokumen Monitoring, 

Evaluasi, dan Penilaian Kinerja

16.00 

dokumen

16.00 

dokumen

100

Administrasi Umum Perangkat Daerah 5 5 100 15.814.252 15.814.187 100

Jumlah Pelayanan Administrasi Umum yang 

dilaksanakan

5.00 

layanan

5.00 

layanan

100

Penyediaan Bahan Bacaan dan 

Peraturan Perundang-undangan

250 250 100 600 600 100

Jumlah Bahan Pustaka yang 

Dikelola

250.00 

dokumen

250.00 

dokumen

100

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi SKPD

162 162 100 13.214.252 13.214.252 100

Jumlah laporan penyelenggaraan 

rapat koordinasi dan konsultasi 

SKPD

162.00 

laporan

162.00 

laporan

100
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Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Penatausahaan Arsip Dinamis pada 

SKPD

1500 1500 100 2.000.000 1.999.935 100

Jumlah Arsip Yang DIkelola 1500.00 

dokumen

1500.00 

dokumen

100

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

4 4 100 22.453.800 20.422.965 90.96

Jumlah Pelayanan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah

4.00 

layanan

4.00 

layanan

100

Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 12 100 2.397.600 2.385.960 99.51

Jumlah Laporan Penyediaan 

Jasa Surat Menyurat

12.00 

laporan

12.00 

laporan

100

Penyediaan Jasa Komunikasi, 

Sumber Daya Air dan Listrik

36 36 100 20.056.200 18.037.005 89.93

Jumlah Laporan Penyediaan 

Jasa Komunikasi, Sumber Daya 

Air dan Listrik yang Disediakan

36.00 

laporan

36.00 

laporan

100

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah

39 39 100 113.426.190 112.611.681 99.28

Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah Yang 

Dipelihara

39.00 unit 39.00 unit 100

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 

Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan 

Perizinan Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan

8 8 100 46.990.939 46.269.788 98.47

Jumlah Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan yang 

Dipelihara dan dibayarkan Pajak 

dan Perizinannya

8.00 unit 8.00 unit 100

Pemeliharaan Mebel 15 15 100 1.496.800 1.496.800 100

Jumlah mebel yang dipelihara 15.00 unit 15.00 unit 100

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 

Lainnya

12 12 100 8.630.000 8.630.000 100

Jumlah Peralatan dan Mesin 

Lainnya yang Dipelihara

12.00 unit 12.00 unit 100

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung 

Kantor dan Bangunan Lainnya

4 4 100 56.308.451 56.215.093 99.83
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LAMPIRAN 3.1.4. | Pelaksanaan Fungsi Urusan Penunjang   

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Jumlah Gedung Kantor dan 

Bangunan Lainnya yang 

Dipelihara/Direhabilitasi

4.00 unit 4.00 unit 100

Peningkatan 

Kinerja 

Pelaksanaan 

Teknis 

Kewilayahan dan 

Pelayanan Publik 

di Kecamatan

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN 

PELAYANAN PUBLIK

100 100 100 31.300.000 31.084.524 99.31

Persentase Pelayanan Publik Sesuai SOP dan SP 100.00 

persen

100.00 

persen

100

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang 

Dilimpahkan kepada Camat

500 500 100 31.300.000 31.084.524 99.31

Jumlah Dokumen Yang Terlayani 500.00 

dokumen

500.00 

dokumen

100

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan 

yang terkait dengan Pelayanan 

Perizinan Non Usaha

200 200 100 500 500 100

Jumlah Dokumen Layanan 

Perizinan Non Usaha

200.00 

dokumen

200.00 

dokumen

100

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan 

yang terkait dengan Nonperizinan 

12 12 100 30.800.000 30.584.524 99.3

Jumlah Laporan Pelaksanaan 

Nonperizinan pada Urusan 

Pemerintahan

12.00 

laporan

12.00 

laporan

100

Peningkatan 

Kinerja 

Pelaksanaan 

Teknis 

Kewilayahan dan 

Pelayanan Publik 

di Kecamatan

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN 

KELURAHAN

83.33 83.33 100 61.883.050 61.882.860 100

Persentase Desa Yang Tertib Administrasi 83.33 

persen

83.33 

persen

100

Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 10 10 100 24.193.050 24.192.985 100

Jumlah Desa Tertib Administrasi 10.00 desa 10.00 desa 100

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI MAGELANG TAHUN 2023 | 486
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Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Peningkatan Partisipasi Masyarakat 

dalam Forum Musyawarah 

Perencanaan Pembangunan di 

Desa

5 5 100 2.500.000 2.500.000 100

Jumlah Lembaga 

Kemasyarakatan yang 

Berpartisipasi dalam Forum 

Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan di Desa

5.00 

lembaga 

kemasyara

katan

5.00 

lembaga 

kemasyara

katan

100

Peningkatan Efektifitas Kegiatan 

Pemberdayaan Masyarakat di 

Wilayah Kecamatan

4 4 100 21.693.050 21.692.985 100

Jumlah Laporan Peningkatan 

Efektivitas Kegiatan 

Pemberdayaan Masyarakat di 

Wilayah Kecamatan

4.00 

laporan

4.00 

laporan

100

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan 

Tingkat Kecamatan

5 5 100 37.690.000 37.689.875 100

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa 

yang DIbina

5.00 

lembaga 

kemasyara

katan

5.00 

lembaga 

kemasyara

katan

100

Peningkatan Kapasitas Lembaga 

Kemasyarakatan

5 5 100 36.190.000 36.190.000 100

Jumlah Lembaga 

Kemasyarakatan yang 

Ditingkatkan Kapasitasnya

5.00 

lembaga 

kemasyara

katan

5.00 

lembaga 

kemasyara

katan

100

Fasilitasi Pengembangan Usaha 

Ekonomi Masyarakat

1 1 100 1.500.000 1.499.875 99.99

Jumlah Laporan Fasilitasi 

Pengembangan Usaha Ekonomi 

Masyarakat

1.00 

laporan

1.00 

laporan

100

Peningkatan 

Kinerja 

Pelaksanaan 

Teknis 

Kewilayahan dan 

Pelayanan Publik 

di Kecamatan

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN 

KETERTIBAN UMUM

100 100 100 70.959.300 70.659.100 99.58

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI MAGELANG TAHUN 2023 | 487



LAMPIRAN 3.1.4. | Pelaksanaan Fungsi Urusan Penunjang   

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Persentase Koordinasi Penanganan Masalah 

Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Kebencanaan

100.00 

persen

100.00 

persen

100

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan 

Ketenteraman dan Ketertiban Umum

12 12 100 70.959.300 70.659.100 99.58

Jumlah Laporan Penyelenggaraan 

Koordinasi Ketentraman, Ketertiban Umum 

dan Kebencanaan di Tingkat Kecamatan

12.00 

laporan

12.00 

laporan

100

Sinergitas dengan Kepolisian 

Negara Republik Indonesia, Tentara 

Nasional Indonesia dan Instansi 

Vertikal di Wilayah Kecamatan

4 4 100 70.959.300 70.659.100 99.58

Jumlah Laporan Hasil Sinergitas 

dengan Kepolisian Negara 

Republik Indonesia, Tentara 

Nasional Indonesia dan Instansi 

Vertikal di Wilayah Kecamatan

4.00 

laporan

4.00 

laporan

100

Peningkatan 

Kinerja 

Pelaksanaan 

Teknis 

Kewilayahan dan 

Pelayanan Publik 

di Kecamatan

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

PEMERINTAHAN DESA

100 100 100 35.601.630 35.587.510 99.96

Persentase Kegiatan Yang Dikoordinasikan 100.00 

persen

100.00 

persen

100

Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi 

Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan 

Desa

12 12 100 35.601.630 35.587.510 99.96

Jumlah Desa Terfasilitasi Pembinaan dan 

Pengawasan Pemerintahan Desa

12.00 desa 12.00 desa 100

Fasilitasi Penyusunan Peraturan 

Desa dan Peraturan Kepala Desa

24 24 100 2.500.000 2.499.750 99.99

Jumlah Dokumen yang Difasilitasi 

dalam rangka Penyusunan 

Peraturan Desa dan Peraturan 

Kepala Desa

24.00 

dokumen

24.00 

dokumen

100

Fasilitasi Administrasi Tata 

Pemerintahan Desa

36 36 100 3.477.130 3.464.050 99.62
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Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Jumlah Dokumen yang Difasilitasi 

dalam rangka Administrasi Tata 

Pemerintahan Desa

36.00 

dokumen

36.00 

dokumen

100

Fasilitasi Pengelolaan Keuangan 

Desa dan Pendayagunaan Aset 

Desa

242 242 100 6.000.000 5.999.875 100

Jumlah Dokumen yang Difasilitasi 

dalam rangka Pengelolaan 

Keuangan Desa dan 

Pendayagunaan Aset Desa

242.00 

dokumen

242.00 

dokumen

100

Fasilitasi Penerapan dan 

Penegakan Peraturan Perundang-

Undangan

1 1 100 1.955.000 1.954.775 99.99

Jumlah Laporan Fasilitasi dalam 

rangka Penerapan dan 

Penegakan Peraturan Perundang- 

Undangan

1.00 

laporan

1.00 

laporan

100

Fasilitasi Pelaksanaan Tugas 

Kepala Desa dan Perangkat Desa

24 24 100 2.683.000 2.683.000 100

Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam 

rangka Pelaksanaan Tugas 

Kepala Desa dan Perangkat 

Desa

24.00 

dokumen

24.00 

dokumen

100

Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan 

Fungsi Badan Permusyawaratan 

Desa

1 1 100 1.820.000 1.819.825 99.99

Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam 

rangka Pelaksanaan Tugas dan 

Fungsi Badan Permusyawaratan 

Desa

1.00 

dokumen

1.00 

dokumen

100

Rekomendasi Pengangkatan dan 

Pemberhentian Perangkat Desa

2 2 100 500 499.735 99.95

Jumlah Dokumen Rekomendasi 

Pengangkatan dan 

Pemberhentian Perangkat Desa

2.00 

dokumen

2.00 

dokumen

100

Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan 

Pembangunan Daerah dengan 

Pembangunan Desa

1 1 100 16.666.500 16.666.500 100
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Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Jumlah Dokumen Sinkronisasi 

Perencanaan Pembangunan 

Daerah dengan Pembangunan 

Desa

1.00 

dokumen

1.00 

dokumen

100

Kecamatan 

Salaman

2.088.612.520 1.846.195.436 88.39

Peningkatan 

Kinerja 

Pelaksanaan 

Teknis 

Kewilayahan dan 

Pelayanan Publik 

Kecamatan

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 

DAERAH KABUPATEN / KOTA 

200 200 100 1.923.367.120 1.680.950.036 87.4

Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum dan 

Kepegawaian Perangkat Daerah

100.00 

persen

100.00 

persen

100

Persentase Ketercapaian Perencanaan, Evaluasi Kinerja 

OPD, dan Keuangan Perangkat Daerah

100.00 

persen

100.00 

persen

100

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 

Kinerja Perangkat Daerah 

100 100 100 2.500.000 2.500.000 100

Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan 100.00 

persen

100.00 

persen

100

Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Perangkat Daerah 

2 2 100 1.000.000 1.000.000 100

Jumlah Dokumen Perencanaan 

Perangkat Daerah

2.00 

dokumen

2.00 

dokumen

100

Koordinasi dan Penyusunan 

Laporan Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

6 6 100 1.500.000 1.500.000 100

Jumlah Laporan Capaian Kinerja 

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 

SKPD dan Laporan Hasil 

Koordinasi Penyusunan Laporan 

Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD

6.00 

dokumen

6.00 

dokumen

100

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 13 13 100 1.713.150.000 1.471.918.493 85.92

Jumlah Kegiatan yang dikelola 13.00 

Kegiatan

13.00 

Kegiatan

100

Penyediaan Gaji dan Tunjangan 

ASN 

17 16 94.12 1.690.000.000 1.448.768.493 85.73

Jumlah Orang yang Menerima 

Gaji dan Tunjangan ASN

17.00 

orang

16.00 

orang

94.12
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Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Pelaksanaan Penatausahaan dan 

Pengujian / Verifikasi Keuangan 

SKPD 

12 12 100 23.150.000 23.150.000 100

Jumlah Dokumen Penatausahaan 

dan Pengujian / Verifikasi 

Keuangan SKPD

12.00 

dokumen

12.00 

dokumen

100

Administrasi Umum Perangkat Daerah 5 5 100 30.885.000 30.885.000 100

Jumlah Pelayanan Administrasi Umum yang 

Dilaksanakan

5.00 

Layanan

5.00 

Layanan

100

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi SKPD 

12 12 100 25.885.000 25.885.000 100

Jumlah Laporan 

Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi SKPD

12.00 

laporan

12.00 

laporan

100

Penatausahaan Arsip Dinamis pada 

SKPD 

500 542 108.4 5.000.000 5.000.000 100

Jumlah Dokumen Penatausahaan 

Arsip Dinamis pada SKPD

500.00 

Dokumen

542.00 

Dokumen

108.4

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

4 4 100 25.946.120 25.176.345 97.03

Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

4.00 

Layanan

4.00 

Layanan

100

Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 2 100 5.996.120 5.996.120 100

Jumlah Laporan Penyediaan 

Jasa Surat Menyurat

2.00 

laporan

2.00 

laporan

100

Penyediaan Jasa Komunikasi, 

Sumber Daya Air dan Listrik 

36 36 100 19.950.000 19.180.225 96.14

Jumlah Laporan Penyediaan 

Jasa Komunikasi, Sumber Daya 

Air dan Listrik yang Disediakan

36.00 

laporan

36.00 

laporan

100

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah 

95 98 103.16 150.886.000 150.470.198 99.72

Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan 95.00 

persen

98.00 

persen

103.16
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Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 

Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 

Perizinan Kendaraan Dinas 

Opersional atau Lapangan 

8 8 100 50.886.000 50.470.200 99.18

Jumlah Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan yang 

Dipelihara dan Dibayarkan Pajak 

dan Perizinannya

8.00 unit 8.00 unit 100

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 

Lainnya 

50 50 100 10.000.000 10.000.000 100

Jumlah Peralatan dan Mesin 

Lainnya yang Dipelihara

50.00 unit 50.00 unit 100

Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung 

Kantor dan Bangunan Lainnya

2 2 100 90.000.000 89.999.998 100

Jumlah Gedung Kantor dan 

Bangunan Lainnya yang 

Dipelihara/Direhabilitasi

2.00 unit 2.00 unit 100

Peningkatan 

Kinerja 

Pelaksanaan 

Teknis 

Kewilayahan dan 

Pelayanan Publik 

Kecamatan

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN 

PELAYANAN PUBLIK 

100 100 100 26.000.000 26.000.000 100

Persentase Pelayanan publik sesuai SOP dan SP 100.00 

persen

100.00 

persen

100

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang 

Dilimpahkan kepada Camat 

100 100 100 26.000.000 26.000.000 100

Persentase Pelayanan publik sesuai SOP 

dan SP

100.00 

persen

100.00 

persen

100

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan 

yang Terkait dengan Nonperizinan 

1000 2017 201.7 26.000.000 26.000.000 100

Jumlah Laporan Pelaksanaan 

Nonperizinan pada Urusan 

Pemerintahan

1000.00 

laporan

2017.00 

laporan

201.7
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Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Peningkatan 

Kinerja 

Pelaksanaan 

Teknis 

Kewilayahan dan 

Pelayanan Publik 

Kecamatan

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN 

KELURAHAN 

100 100 100 56.285.000 56.285.000 100

Persentase Desa yang Tertib Administrasi 100.00 

persen

100.00 

persen

100

Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 100 100 15.000.000 15.000.000 100

Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan 100.00 

persen

100.00 

persen

100

Peningkatan Partisipasi Masyarakat 

dalam Forum Musyawarah 

Perencanaan Pembangunan di 

Desa 

27 27 100 3.000.000 3.000.000 100

Jumlah Lembaga 

Kemasyarakatan yang 

Berpartisipasi dalam Forum 

Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan di Desa

27.00 

lembaga

27.00 

lembaga

100

Peningkatan Efektifitas Kegiatan 

Pemberdayaaan Masyarakat di 

Wilayah Kecamatan 

5 5 100 12.000.000 12.000.000 100

Jumlah Laporan Peningkatan 

Efektivitas Kegiatan 

Pemberdayaan Masyarakat di 

Wilayah Kecamatan

5.00 

laporan

5.00 

laporan

100

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan 

Tingkat Kecamatan 

1 1 100 41.285.000 41.285.000 100

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa 

yang Dibina

1.00 

Lembaga

1.00 

Lembaga

100

Peningkatan Kapasitas Lembaga 

Kemasyarakatan 

5 5 100 41.285.000 41.285.000 100

Jumlah Lembaga 

Kemasyarakatan yang 

Ditingkatkan Kapasitasnya

5.00 

lembaga

5.00 

lembaga

100
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Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Peningkatan 

Kinerja 

Pelaksanaan 

Teknis 

Kewilayahan dan 

Pelayanan Publik 

Kecamatan

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN 

KETERTIBAN UMUM 

100 100 100 57.065.000 57.065.000 100

Persentase Koordinasi Penanganan Masalah 

Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Kebencanaan

100.00 

persen

100.00 

persen

100

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan 

Ketenteraman dan Ketertiban Umum 

12 12 100 57.065.000 57.065.000 100

Jumlah Laporan Penyelenggaraan 

Koordinasi Ketentraman, Ketertiban Umum 

dan Kebencanaan di Tinigkat Kecamatan

12.00 

laporan

12.00 

laporan

100

Sinergisitas dengan Kepolisian 

Negara Republik Indonesia, Tentara 

Nasional Indonesia dan Instansi 

Vertikal di Wilayah Kecamatan 

4 4 100 57.065.000 57.065.000 100

Jumlah Laporan Hasil 

Sinergisitas dengan Kepolisian 

Negara Republik Indonesia, 

Tentara Nasional Indonesia dan 

Instansi Vertikal di Wilayah 

Kecamatan

4.00 

laporan

4.00 

laporan

100

Peningkatan 

Kinerja 

Pelaksanaan 

Teknis 

Kewilayahan dan 

Pelayanan Publik 

Kecamatan

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

PEMERINTAHAN DESA 

100 100 100 25.895.400 25.895.400 100

Persentase Kegiatan yang Dikoordinasikan 100.00 

persen

100.00 

persen

100

Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi 

Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan 

Desa

20 20 100 25.895.400 25.895.400 100

Jumlah Desa Terfasilitasi Pembinaan dan 

Pengawasan Pemerintahan Desa

20.00 

Desa

20.00 

Desa

100

Fasilitasi Administrasi Tata 

Pemerintahan Desa 

20 20 100 5.895.400 5.895.400 100
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Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Jumlah Dokumen yang Difasilitasi 

dalam rangka Administrasi Tata 

Pemerintahan Desa

20.00 

dokumen

20.00 

dokumen

100

Fasilitasi Pengelolaan Keuangan 

Desa dan Pendayagunaan Aset 

Desa 

20 20 100 7.000.000 7.000.000 100

Jumlah Dokumen yang Difasilitasi 

dalam Rangka Pengelolaan 

Keuangan Desa dan 

Pendayagunaan Aset Desa

20.00 

dokumen

20.00 

dokumen

100

Fasilitasi Pelaksanaan Tugas 

Kepala Desa dan Perangkat Desa 

1 1 100 3.000.000 3.000.000 100

Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam 

rangka Pelaksanaan Tugas 

Kepala Desa dan Perangkat 

Desa

1.00 

dokumen

1.00 

dokumen

100

Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan 

Pembangunan Daerah dengan 

Pembangunan Desa 

107 107 100 10.000.000 10.000.000 100

Jumlah Dokumen Sinkronisasi 

Perencanaan Pembangunan 

Daerah dengan Pembangunan 

Desa

2.00 

dokumen

2.00 

dokumen

100

Jumlah peserta Musrenbang 

Kecamatan

105.00 

peserta

105.00 

peserta

100

Kecamatan 

Sawangan

2.081.078.618 2.021.187.919 97.12

Meningkatnya 

Kinerja 

Pelaksanaan 

Teknis 

Kewilayahan dan 

pelayanan Publik 

di Kecamatan

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 

DAERAH KABUPATEN / KOTA

200 200 100 1.816.147.748 1.766.471.934 97.26

Persentase Ketercapaian pelayanan Umum dan 

Kepegawaian Perangkat Daerah

100.00% 100.00% 100

Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja 

OPD, dan keuangan perangkat daerah

100.00% 100.00% 100
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Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Perencanaan ,Penganggaran, dan Evaluasi 

Kinerja Perangkat Daerah

4 4 100 8.995.530 8.877.860 98.69

Jumlah Dokumen Perencanaan Evaluasi dan 

pelaporan perangkat daerah

4.00 

dokumen

4.00 

dokumen

100

Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Perangkat Daerah

5 5 100 3.619.840 3.516.036 97.13

Jumlah Dokumen Perencanaan 

Perangkat Daerah

5.00 

dokumen

5.00 

dokumen

100

Koordinasi dan Penyusunan 

Laporan Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

12 12 100 5.375.690 5.361.824 99.74

Jumlah Laporan Capaian Kinerja 

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 

SKPD dan Laporan Hasil 

Koordinasi Penyusunan Laporan 

Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD

12.00 

Laporan

12.00 

Laporan

100

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 10 10 100 1.661.483.903 1.616.974.350 97.32

Jumlah Kegiatan yang dikelola 10.00 

Kegiatan

10.00 

Kegiatan

100

Penyediaan Gaji dan Tunjangan 

ASN

14 14 100 1.622.176.571 1.581.285.612 97.48

Jumlah bulan penyediaan gaji 

dan tunjangan ASN

14.00 

bulan

14.00 

bulan

100

Pelaksanan Penatausahaan dan 

Pengujian /Verivikasi Keuangan 

SKPD

16 16 100 39.307.332 35.688.738 90.79

Jumlah Dokumen Keuangan yang 

tersusun

16.00 

dokumen

16.00 

dokumen

100

Administrasi Umum Perangkat Daerah 3 3 100 35.687.334 35.519.471 99.53

Jumlah Pelayanan Administrasi Umum yang 

dilaksanakan

3.00 

Layanan

3.00 

Layanan

100

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi SKPD

12 12 100 35.687.334 35.519.471 99.53

Jumlah Laporan 

Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi SKPD

12.00 

Laporan

12.00 

Laporan

100
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Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah 

Daerah

2 2 100 14.799.130 14.353.678 96.99

Jumlah Pelayanan jasa penunjang urusan 

pemerintah daerah

2.00 

layanan

2.00 

layanan

100

Penyediaan Jasa Komunikasi 

,Sumber Daya Air dan Listrik

24 24 100 6.900.000 6.480.228 93.92

Jumlah Laporan Penyediaan 

Jasa Komunikasi, Sumber Daya 

Air dan Listrik yang Disediakan

24.00 

laporan

24.00 

laporan

100

Penyediaan jasa surat menyurat 1500 1500 100 7.899.130 7.873.450 99.67

Jumlah Laporan Penyediaan 

Jasa Surat Menyurat

1500.00 

laporan

1500.00 

laporan

100

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintah Daerah

138 138 100 95.181.851 90.746.575 95.34

Jumlah Barang milik daerah penunjang 

urusan pemerintah daerah

138.00 unit 138.00 unit 100

Pemeliharaan /rehabilitasi Gedung 

Kantor dan Bangunan Lainya

1 1 100 26.025.103 25.405.688 97.62

Jumlah Gedung Kantor dan 

Bangunan Lainnya yang 

Dipelihara/Direhabilitasi

1.00 unit 1.00 unit 100

Penyediaan Jasa Pemeliharaan 

,Biaya Pemeliharaan dan Pajak 

Kendaraan Perorangan Dinas atau 

Kendaraan Perorangan Dinas atau 

Kendaraan Dinas Jabatan

8 8 100 64.186.748 60.373.887 94.06

Jumlah Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan yang 

Dipelihara dan dibayarkan Pajak 

dan Perizinannya

8.00 Unit 8.00 Unit 100

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 

lainya

10 10 100 4.970.000 4.967.000 99.94

Jumlah Peralatan mesin lainya 

yang dipelihara

10.00 Unit 10.00 Unit 100
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LAMPIRAN 3.1.4. | Pelaksanaan Fungsi Urusan Penunjang   

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Meningkatnya 

Kinerja 

Pelaksanaan 

Teknis 

Kewilayahan dan 

pelayanan Publik 

di Kecamatan

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN 

PELAYANAN PUBLIK

100 100 100 29.795.070 29.687.110 99.64

Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP 100.00% 100.00% 100

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang 

Dilimpahkan kepada Camat

670 670 100 29.795.070 29.687.110 99.64

Jumlah Dokumen yang terlayani 670.00 

dokumen

670.00 

dokumen

100

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan 

yang Terkait dengan Pelayanan 

Perizinan Non Usaha

450 450 100 29.795.070 29.687.110 99.64

Jumlah Dokumen Non Perizinan 

Usaha yang Dilaksanakan

450.00 

dokumen

450.00 

dokumen

100

Meningkatnya 

Kinerja 

Pelaksanaan 

Teknis 

Kewilayahan dan 

pelayanan Publik 

di Kecamatan

PROGRAM PEMBERDAYAN MASYARAKAT DESA DAN 

KELURAHAN

85 85.7 100.82 113.685.982 111.707.550 98.26

Persentase Desa Yang Tetib Administrasi 85.00% 85.70% 100.82

Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 15 15 100 113.685.982 111.707.550 98.26

Jumlah Desa Tertib administrasi 15.00 

Desa

15.00 

Desa

100

Peningkatan Partisipasi Masyarakat 

dalam Forum Musyawarah 

Perencanaan Pembangunan di 

Desa

15 15 100 36.371.258 35.852.950 98.57

Jumlah Lembaga 

Kemasyarakatan yang 

Berpartisipasi dalam Forum 

Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan di Desa

15.00 

lembaga 

kemasyara

katan

15.00 

lembaga 

kemasyara

katan

100

Peningkatan Efektifitas Kegiatan 

Pemberdayaan Masyarakat di 

Wilayah Kecamatan

15 15 100 77.314.724 75.854.600 98.11
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LAMPIRAN 3.1.4. | Pelaksanaan Fungsi Urusan Penunjang   

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Jumlah Laporan Peningkatan 

Efektivitas Kegiatan 

Pemberdayaan Masyarakat di 

Wilayah Kecamatan

15.00 

Laporan

15.00 

Laporan

100

Meningkatnya 

Kinerja 

Pelaksanaan 

Teknis 

Kewilayahan dan 

pelayanan Publik 

di Kecamatan

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN 

KETERTIBAN UMUM

100 100 100 85.274.560 82.490.250 96.73

Persentase Koordinasi Penanganan Masalah 

Ketentraman,ketertiban Umum dan Kebencanaan

100.00% 100.00% 100

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan 

Ketentraman dan Ketertiban Umum

4 4 100 85.274.560 82.490.250 96.73

Jumlah Laporan Penyelenggaraan 

koordinasi, ketentraman,ketertiban umum 

dan kebencanaan di tingkat Kecamatan

4.00 

laporan

4.00 

laporan

100

Sinergitas dengan Kepolisian 

Negara Republik Indonesia, Tentara 

Nasional Indonesia dan Instansi 

Vertikal di Wilayah Kecamatan

12 12 100 85.274.560 82.490.250 96.73

Jumlah Laporan Hasil Sinergitas 

dengan Kepolisian Negara 

Republik Indonesia, Tentara 

Nasional Indonesia dan Instansi 

Vertikal di Wilayah Kecamatan

12.00 

laporan

12.00 

laporan

100

Meningkatnya 

Kinerja 

Pelaksanaan 

Teknis 

Kewilayahan dan 

pelayanan Publik 

di Kecamatan

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

PEMERINTAHAN DESA

100 95 95 36.175.258 30.831.075 85.23

Persentase desa yang tertib administrasi 100.00% 95.00% 95

Fasilitasi ,Rekomendasi dan Koordinasi 

Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa

15 15 100 36.175.258 30.831.075 85.23

Jumlah Desa Terfasilitasi Pembinaan dan 

Pengawasan Pemerintah Desa

15.00 

Desa

15.00 

Desa

100

Fasilitasi Penyusunan Peraturan 

Desa dan Peraturan Kepala Desa

15 15 100 36.175.258 30.831.075 85.23
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LAMPIRAN 3.1.4. | Pelaksanaan Fungsi Urusan Penunjang   

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Jumlah Dokumen yang Difasilitasi 

dalam rangka Penyusunan 

Peraturan Desa dan Peraturan 

Kepala Desa

15.00 

dokumen

15.00 

dokumen

100

Kecamatan 

Secang

3.732.478.425 3.440.008.723 92.16

Peningkatan 

Kinerja 

Pelaksanaan 

Teknis 

Kewilayahan dan 

Pelayanan Publik 

di Kecamatan

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 

DAERAH KABUPATEN/KOTA

200 199 99.5 2.251.832.185 1.978.869.354 87.88

Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja 

OPD, dan keuangan perangkat daerah

100.00 

persen

100.00 

persen

100

Persentase ketercapaian pelayanan umum dan 

kepegawaian perangkat daerah

100.00 

persen

99.00 

persen

99

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 

Kinerja Perangkat Daerah 

34 34 100 6.000.000 5.639.584 93.99

Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan 

pelaporan perangkat daerah

34.00 

dokumen

34.00 

dokumen

100

Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Perangkat Daerah 

5 5 100 2.000.000 1.943.247 97.16

Jumlah Dokumen Perencanaan 

Perangkat Daerah

5.00 

dokumen

5.00 

dokumen

100

Koordinasi dan Penyusunan 

Laporan Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 

6 6 100 2.000.000 1.704.837 85.24

Jumlah Laporan Capaian Kinerja 

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 

SKPD dan Laporan Hasil 

Penyusunan Laporan Capaian 

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD

6.00 

laporan

6.00 

laporan

100

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

Kecamatan 

4 4 100 2.000.000 1.991.500 99.58

Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah

4.00 

laporan

4.00 

laporan

100

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 

Kinerja Perangkat Daerah Kelurahan Secang

17 17 100 3.500.000 3.433.722 98.11
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LAMPIRAN 3.1.4. | Pelaksanaan Fungsi Urusan Penunjang   

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Jumlah Dokumen perencanaan, evaluasi dan 

pelaporan perangkat daerah

17.00 

dokumen

17.00 

dokumen

100

Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Perangkat Daerah 

Kelurahan Secang

2 2 100 1.500.000 1.441.200 96.08

Jumlah Dokumen Perencanaan 

Perangkat Daerah

2.00 

dokumen

2.00 

dokumen

100

Koordinasi dan Penyusunan 

Laporan Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 

Kelurahan Secang

2 2 100 2.000.000 1.992.522 99.63

Jumlah laporan capaian kinerja 

dan ikhtisar realisasi kinerja 

SKPD dan laporan hasil 

koordinasi penyusunan laporan 

capaian kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD

2.00 

laporan

2.00 

laporan

100

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 12 12 100 1.882.498.367 1.627.566.384 86.46

Jumlah kegiatan yang dikelola 12.00 

kegiatan

12.00 

kegiatan

100

Penyediaan Gaji dan Tunjangan 

ASN

18 18 100 1.854.048.367 1.601.996.540 86.41

Jumlah orang yang menerima gaji 

dan tunjangan ASN

18.00 

orang/bula

n

18.00 

orang/bula

n

100

Pelaksanaan Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi Keuangan 

SKPD 

12 12 100 28.450.000 25.569.844 89.88

Jumlah dokumen penatausahaan 

dan pengujian/verifikasi 

keuangan SKPD

12.00 

dokumen

12.00 

dokumen

100

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 

Kelurahan Secang

8 8 100 22.389.328 22.340.229 99.78

Jumlah kegiatan yang dikelola 8.00 

kegiatan

8.00 

kegiatan

100

Pelaksanaan Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi Keuangan 

SKPD Kelurahan Secang

12 12 100 22.389.328 22.340.229 99.78
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LAMPIRAN 3.1.4. | Pelaksanaan Fungsi Urusan Penunjang   

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Jumlah dokumen penatausahaan 

dan pengujian/verifikasi 

keuangan SKPD

12.00 

dokumen

12.00 

dokumen

100

Administrasi Barang Milik Daerah pada 

Perangkat Daerah

948 948 100 1.000.000 999.498 99.95

Jumlah aset yang dikelola 948.00 unit 948.00 unit 100

Penatausahaan Barang Milik 

Daerah pada SKPD

4 4 100 1.000.000 999.498 99.95

Jumlah Laporan Penatausahaan 

Barang Milik Daerah pada SKPD

4.00 

laporan

4.00 

laporan

100

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 18 17 94.44 2.000.000 1.974.800 98.74

Jumlah ASN yang terlayani administrasi 

kepegawaiannya

18.00 

orang

17.00 

orang

94.44

Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian 

Kinerja Pegawai

18 18 100 1.000.000 977.5 97.75

Jumlah Dokumen Monitoring, 

Evaluasi, dan Penilian Kinerja 

Pegawai

18.00 

dokumen

18.00 

dokumen

100

Sosialisasi Peraturan Perundang-

Undangan

18 18 100 1.000.000 997.3 99.73

Jumlah Orang yang Mengikuti 

Sosialisasi Peraturan Perundang-

Undangan

18.00 

orang

18.00 

orang

100

Administrasi Umum Perangkat Daerah 3 3 100 35.000.000 34.679.161 99.08

Jumlah pelayanan administrasi umum yang 

dilaksanakan

3.00 

layanan

3.00 

layanan

100

Penyediaan Bahan Bacaan dan 

Peraturan Perundang-undangan

150 150 100 1.000.000 730.467 73.05 Efisiensi Anggaran 

Perjalanan Dinas Dalam 

Kota

Perbaikan perencanaan 

anggaran

Jumlah Dokumen Bahan Bacaan 

dan Peraturan Perundang-

Undangan yang Disediakan

150.00 

dokumen

150.00 

dokumen

100

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi SKPD 

66 66 100 30.000.000 29.972.694 99.91
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LAMPIRAN 3.1.4. | Pelaksanaan Fungsi Urusan Penunjang   

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Jumlah Laporan 

Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi SKPD

66.00 

laporan

66.00 

laporan

100

Penatausahaan Arsip Dinamis pada 

SKPD

1500 1500 100 4.000.000 3.976.000 99.4

Jumlah Dokumen Penatausahaan 

Arsip Dinamsi pada SKPD

1500.00 

dokumen

1500.00 

dokumen

100

Administrasi Umum Perangkat Daerah 

Kelurahan Secang

3 3 100 23.534.500 23.373.494 99.32

Jumlah pelayanan administrasi umum yang 

dilaksanakan

3.00 

layanan

3.00 

layanan

100

Penyediaan Bahan Bacaan dan 

Peraturan Perundang-undangan 

Kelurahan Secang

162 162 100 1.500.000 1.495.760 99.72

Jumlah Dokumen Bahan Bacaan 

dan Peraturan Perundang-

Undangan yang Disediakan

162.00 

dokumen

162.00 

dokumen

100

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi SKPD Kelurahan 

Secang

44 44 100 19.534.500 19.387.834 99.25

Jumlah Laporan 

Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi SKPD

44.00 

laporan

44.00 

laporan

100

Penatausahaan Arsip Dinamis pada 

SKPD Kelurahan Secang

1000 1000 100 2.500.000 2.489.900 99.6

Jumlah Dokumen Penatausahaan 

Arsip Dinamsi pada SKPD

1000.00 

dokumen

1000.00 

dokumen

100

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

2 2 100 26.661.000 21.493.441 80.62

Jumlah pelayanan jasa penunjang urusan 

pemerintahan daerah

2.00 

layanan

2.00 

layanan

100

Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 12 100 5.661.000 5.632.800 99.5

Jumlah Laporan Penyediaan 

Jasa Surat Menyurat

12.00 

laporan

12.00 

laporan

100
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LAMPIRAN 3.1.4. | Pelaksanaan Fungsi Urusan Penunjang   

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Penyediaan Jasa Komunikasi, 

Sumber Daya Air dan Listrik 

48 48 100 21.000.000 15.860.641 75.53 Pagu anggaran listrik tidak 

terserap maksimal

Melakukan perencanaan 

lebih baik

Jumlah Laporan Penyediaan 

Jasa Komunikasi, Sumber Daya 

Air dan Listrik yang Disediakan

48.00 

laporan

48.00 

laporan

100

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah 

Daerah Kelurahan Secang

2 2 100 18.249.000 13.840.945 75.84

Jumlah rekening yang dikelola 2.00 

layanan

2.00 

layanan

100

Penyediaan Jasa Surat Menyurat 

Kelurahan Secang

12 12 100 4.329.000 4.311.900 99.6

Jumlah Laporan Penyediaan 

Jasa Surat Menyurat

12.00 

laporan

12.00 

laporan

100

Penyediaan Jasa Komunikasi, 

Sumber Daya Air dan Listrik 

Kelurahan Secang

48 48 100 13.920.000 9.529.045 68.46 Pagu anggaran listrik, 

Telepon dan Air tidak 

terserap maksimal

Melakukan perencanaan 

lebih baik di tahun 

mendatang

Jumlah Laporan Penyediaan 

Jasa Komunikasi, Sumber Daya 

Air dan Listrik yang Disediakan

48.00 

laporan

48.00 

laporan

100

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah

39 39 100 160.000.000 156.724.920 97.95

Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah yang 

dipelihara

39.00 unit 39.00 unit 100

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 

Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan 

Perizinan Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan 

8 8 100 60.000.000 57.288.300 95.48

Jumlah Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan yang 

dipelihara dan dibayarkan Pajak 

dan Perizinannya

8.00 unit 8.00 unit 100

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 

Lainnya 

7 7 100 5.000.000 4.969.000 99.38

Jumlah Peralatan dan Mesin 

Lainnya yang Dipelihara

7.00 unit 7.00 unit 100

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung 

Kantor dan Bangunan Lainnya 

5 5 100 95.000.000 94.467.620 99.44
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LAMPIRAN 3.1.4. | Pelaksanaan Fungsi Urusan Penunjang   

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Jumlah Gedung Kantor dan 

Bangunan Lainnya yang 

Dipelihara/Direhabilitasi

5.00 unit 5.00 unit 100

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintah Daerah Kelurahan Secang

18 18 100 70.999.990 66.803.176 94.09

Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintah Daerah

18.00 unit 18.00 unit 100

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 

Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 

Perizinan Kendaraan Dinas 

Operasioanal atau Lapangan 

Kelurahan Secang

5 5 100 24.000.000 19.901.750 82.92

Jumlah Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan yang 

dipelihara dan dibayarkan Pajak 

dan Perizinannya

5.00 unit 5.00 unit 100

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 

Lainnya Kelurahan Secang

12 12 100 3.000.000 2.920.000 97.33

Jumlah Peralatan dan Mesin 

Lainnya yang Dipelihara

12.00 unit 12.00 unit 100

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung 

Kantor dan Bangunan Lainnya 

Kelurahan Secang

3 3 100 43.999.990 43.981.426 99.96

Jumlah Gedung Kantor dan 

Bangunan Lainnya yang 

Dipelihara/Direhabilitasi

3.00 unit 3.00 unit 100

Peningkatan 

Kinerja 

Pelaksanaan 

Teknis 

Kewilayahan dan 

Pelayanan Publik 

di Kecamatan

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN 

PELAYANAN PUBLIK 

100 90.91 90.91 29.638.060 29.617.359 99.93

Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP 100 90.91 90.91

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang 

dilimpahkan kepada Camat

1100 1283 116.64 29.638.060 29.617.359 99.93

Jumlah dokumen yang terlayani 1100.00 

dokumen

1283.00 

dokumen

116.64

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan 

yang terkait dengan Pelayanan 

Perizinan Non Usaha 

100 100 100 1.000.000 983.1 98.31
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LAMPIRAN 3.1.4. | Pelaksanaan Fungsi Urusan Penunjang   

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Jumlah Dokumen Non Perizinan 

Usaha yang dilaksanakan

100.00 

dokumen

100.00 

dokumen

100

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan 

yang terkait dengan Nonperizinan 

12 12 100 28.638.060 28.634.259 99.99

Jumlah Laporan Pelaksanaan 

Nonperizinan pada urusan 

Pemerintahan

12.00 

laporan

12.00 

laporan

100

Peningkatan 

Kinerja 

Pelaksanaan 

Teknis 

Kewilayahan dan 

Pelayanan Publik 

di Kecamatan

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN 

KELURAHAN

85 85 100 1.290.560.400 1.272.781.720 98.62

Persentase desa/kelurahan yang tertib administrasi 85.00 

persen

85.00 

persen

100

Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 5 5 100 30.000.000 29.912.322 99.71

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan desa 

yang dibina

5.00 

lembaga

5.00 

lembaga

100

Peningkatan Partisipasi Masyarakat 

dalam Forum Musyawarah 

Perencanaan Pembangunan di 

Desa 

5 5 100 5.000.000 4.982.650 99.65

Jumlah Lembaga 

Kemasyarakatan yang 

Berpartisipasi dalam Forum 

Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan di Desa

5.00 

lembaga

5.00 

lembaga

100

Peningkatan Efektifitas Kegiatan 

Pemberdayaan Masyarakat di 

Wilayah Kecamatan

4 4 100 25.000.000 24.929.672 99.72

Jumlah Laporan Peningkatan 

Efektivitas Kegiatan 

Pemberdayaan Masyarakat di 

Wilayah Kecamatan

4.00 

laporan

4.00 

laporan

100

Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1 1 100 1.208.999.400 1.191.471.598 98.55

Jumlah kelurahan tertib administrasi 1.00 

kelurahan

1.00 

kelurahan

100
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LAMPIRAN 3.1.4. | Pelaksanaan Fungsi Urusan Penunjang   

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Peningkatan Partisipasi Masyarakat 

dalam Forum Musyawarah 

Perencanaan Pembangunan di 

Kelurahan

6 6 100 73.030.000 73.029.468 100

Jumlah Lembaga 

Kemasyarakatan yang 

Berpartisipasi dalam Forum 

Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan di Kelurahan

6.00 

lembaga

6.00 

lembaga

100

Pembangunan Sarana dan 

Prasaran Kelurahan

8 8 100 1.095.552.400 1.078.028.880 98.4

Jumlah Sarana dan Prasarana 

Kelurahan yang Terbangun

8.00 unit 8.00 unit 100

Pemberdayaan Masyarakat di 

Kelurahan

6 6 100 32.184.000 32.181.500 99.99

Jumlah Pokmas dan Ormas yang 

melaksanakan pemberdayaan 

masyarakat di Kelurahan

6.00 

pokmas/or

mas

6.00 

pokmas/or

mas

100

Evaluasi Kelurahan 4 4 100 8.233.000 8.231.750 99.98

Jumlah Laporan Hasil Evaluasi 

Kelurahan

4.00 

laporan

4.00 

laporan

100

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan 

Tingkat Kecamatan

5 5 100 51.561.000 51.397.800 99.68

Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang 

dibina

5.00 

lembaga

5.00 

lembaga

100

Peningkatan Kapasitas Lembaga 

Kemasyarakatan 

5 5 100 41.561.000 41.450.550 99.73

Jumlah lembaga kemasyarakatan 

yang ditingkatkan kapasitasnya

5.00 

lembaga

5.00 

lembaga

100

Fasilitasi Pengembangan Usaha 

Ekonomi Masyarakat

4 4 100 10.000.000 9.947.250 99.47

Jumlah laporan fasilitasi 

pengembangan usaha ekonomi 

masyarakat

4.00 

laporan

4.00 

laporan

100
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LAMPIRAN 3.1.4. | Pelaksanaan Fungsi Urusan Penunjang   

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Peningkatan 

Kinerja 

Pelaksanaan 

Teknis 

Kewilayahan dan 

Pelayanan Publik 

di Kecamatan

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN 

KETERTIBAN UMUM

100 100 100 113.251.300 112.914.524 99.7

Persentase Koordinasi Penanganan Masalah Ketentraman, 

Ketertiban Umum dan Kebencanaan

100.00 

persen

100.00 

persen

100

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan 

Ketentraman dan Ketertiban Umum 

12 12 100 88.251.300 87.930.254 99.64

Jumlah laporan penyelenggaraan koordinasi 

ketentraman, ketertiban umum dan 

kebencanaan di tingkat kecamatan

12.00 

laporan

12.00 

laporan

100

Sinergitas dengan Kepolisian 

Negara Republik Indonesia, Tentara 

Nasional Indonesia dan Instansi 

Vertikal di Wilayah Kecamatan 

Kelurahan Secang

4 4 100 88.251.300 87.930.254 99.64

Jumlah Laporan Hasil Sinergitas 

dengan Kepolisian Negara 

Republik Indonesia, Tentara 

Nasional Indonesia dan Instansi 

Vertikal di Wilayah Kecamatan

4.00 lapo 4.00 lapo 100

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan 

Ketentraman dan Ketertiban Umum Kelurahan 

Secang

12 12 100 25.000.000 24.984.270 99.94

Jumlah laporan penyelenggaraan koordinasi 

ketenteraman, ketertiban umum dan 

kebencanaan di tingkat kecamatan

12.00 

laporan

12.00 

laporan

100

Sinergitas Dengan Kepolisian 

Negara Republik Indonesia, Tentara 

Indonesia dan Instansi Vertikal di 

Wilayah Kecamatan Kelurahan 

Secang

4 4 100 25.000.000 24.984.270 99.94

Jumlah Laporan Hasil Sinergitas 

dengan Kepolisian Negara 

Republik Indonesia, Tentara 

Nasional Indonesia dan Instansi 

Vertikal di Wilayah Kecamatan

4.00 

laporan

4.00 

laporan

100
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LAMPIRAN 3.1.4. | Pelaksanaan Fungsi Urusan Penunjang   

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Peningkatan 

Kinerja 

Pelaksanaan 

Teknis 

Kewilayahan dan 

Pelayanan Publik 

di Kecamatan

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

PEMERINTAH DESA

100 100 100 47.196.480 45.825.766 97.1

Persentase kegiatan yang dikoordinasikan 100.00 

persen

100.00 

persen

100

Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi 

Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan 

Desa

19 19 100 47.196.480 45.825.766 97.1

Jumlah desa terfasilitasi pembinaan dan 

pengawasan pemerintahan desa

19.00 desa 19.00 desa 100

Fasilitasi Administrasi Tata 

Pemerintahan Desa 

19 19 100 2.696.480 2.640.030 97.91

Jumlah Dokumen yang Difasilitasi 

dalam rangka Administrasi Tata 

Pemerintahan Desa

19.00 

dokumen

19.00 

dokumen

100

Fasilitasi Pengelolaan Keuangan 

Desa dan Pendayagunaan Aset 

Desa

19 19 100 10.000.000 9.936.841 99.37

Jumlah Dokumen yang Difasilitasi 

dalam rangka Pengelolaan 

Keuangan dan Pendayagunaan 

Aset Desa

19.00 

dokumen

19.00 

dokumen

100

Fasilitasi Pelaksanaan Tugas 

Kepala Desa dan Perangkat Desa

1 1 100 7.000.000 6.768.695 96.7

Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam 

rangka Pelaksanaan Tugas 

Kepala Desa dan Perangkat 

Desa

1.00 

dokumen

1.00 

dokumen

100

Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan 

Fungsi Badan Permusyawaratan 

Desa

1 1 100 5.000.000 4.986.100 99.72

Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam 

rangka Pelaksanaan Tugas dan 

Fungsi Badan Permusyawaratan 

Desa

1.00 

dokumen

1.00 

dokumen

100
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LAMPIRAN 3.1.4. | Pelaksanaan Fungsi Urusan Penunjang   

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Rekomendasi Pengangkatan dan 

Pemberhentian Perangkat Desa

1 1 100 2.500.000 2.498.900 99.96

Jumlah Dokumen Rekomendasi 

Pengangkatan dan 

Pemberhentian Perangkat Desa

1.00 

dokumen

1.00 

dokumen

100

Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan 

Pembangunan Daerah dengan 

Pembangunan Desa

1 1 100 20.000.000 18.995.200 94.98

Jumlah Dokumen Sinkronisasi 

Perencanaan Pembangunan 

Daerah dengan Pembangunan 

Desa

1.00 

dokumen

1.00 

dokumen

100

Kecamatan 

Srumbung

1.693.651.456 1.596.379.017 94.26

Peningkatan 

kinerja 

pelaksanaan 

teknis 

kewilayahan dan 

pelayanan publik 

di kecamatan

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 

DAERAH KABUPATEN/KOTA

180 180 100 1.545.621.071 1.454.094.692 94.08

Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum dan 

Kepegawaian Perangkat Daerah

100.00% 100.00% 100

Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum dan 

Kepegawaian Perangkat Daerah

80.00% 80.00% 100

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 

Kinerja Perangkat Daerah

4 4 100 1.986.000 1.984.775 99.94

Jumlah dokumen perencanaan evaluasi dan 

pelaporan perangkat daerah

4.00 

dokumen

4.00 

dokumen

100

Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Perangkat Daerah

3 3 100 1.373.000 1.372.000 99.93

Jumlah Dokumen Perencanaan 

Perangkat Daerah

3.00 

dokumen

3.00 

dokumen

100.00%

Koordinasi dan Penyusunan 

Laporan Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

8 8 100 613 612.775 99.96

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI MAGELANG TAHUN 2023 | 510



LAMPIRAN 3.1.4. | Pelaksanaan Fungsi Urusan Penunjang   

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Jumlah Laporan Capaian Kinerja 

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 

SKPD dan Laporan Hasil 

Koordinasi Penyusunan Laporan 

Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD

8.00 

dokumen

8.00 

dokumen

100

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9 9 100 1.307.769.176 1.232.431.779 94.24

Jumlah Kegiatan yang dikelola 9.00 

kegiatan

9.00 

kegiatan

100

Penyediaan Gaji dan Tunjangan 

ASN

14 14 100 1.276.857.451 1.201.520.279 94.1

Jumlah Orang yang Menerima 

Gaji dan Tunjangan ASN

14.00 

orang

14.00 

orang

100

Pelaksanaan Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi Keuangan 

SKPD

13 13 100 30.911.725 30.911.500 100

Jumlah Dokumen Penatausahaan 

dan Pengujian/Verifikasi 

Keuangan SKPD

13.00 

dokumen

13.00 

dokumen

100

Administrasi Umum Perangkat Daerah 3 3 100 8.582.110 8.521.585 99.29

Jumlah Pelayanan Administrasi Umum yang 

dilaksanakan

3.00 jenis 3.00 jenis 100

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi SKPD

87 87 100 8.582.110 8.521.585 99.29

Jumlah Laporan 

Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi SKPD

87.00 

laporan

87.00 

laporan

100

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintah Daerah

2 2 100 26.200.000 25.600.000 97.71

Jumlah Paket pengadaan barang milik 

daerah penunjang urusan pemerintah

2.00 unit 2.00 unit 100

Pengadaan Peralatan dan Mesin 

Lainnya

1 1 100 26.200.000 25.600.000 97.71

Jumlah Unit Peralatan dan Mesin 

Lainnya yang Disediakan

1.00 unit 1.00 unit 100

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

2 2 100 21.332.000 17.636.123 82.67
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LAMPIRAN 3.1.4. | Pelaksanaan Fungsi Urusan Penunjang   

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Jumlah Pelayanan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

2.00 jenis 2.00 jenis 100

Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 12 100 7.112.000 6.038.495 84.91

Jumlah Laporan Penyediaan 

Jasa Surat Menyurat

12.00 

laporan

12.00 

laporan

100

Penyediaan Jasa Komunikasi, 

Sumber Daya Air dan Listrik

24 24 100 14.220.000 11.597.628 81.56

Jumlah Laporan Penyediaan 

Jasa Komunikasi, Sumber Daya 

Air dan Listrik yang Disediakan

24.00 

laporan

24.00 

laporan

100

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah

8 8 100 179.751.785 167.920.430 93.42

Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah

8.00 unit 8.00 unit 100

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 

Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan 

Perizinan Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan

8 8 100 64.920.000 56.709.740 87.35

Jumlah Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan yang 

Dipelihara dan dibayarkan Pajak 

dan Perizinannya

8.00 unit 8.00 unit 100

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 

Lainnya

10 10 100 9.425.840 8.406.890 89.19

Jumlah Peralatan dan Mesin 

Lainnya yang Dipelihara

10.00 unit 10.00 unit 100

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung 

Kantor dan Bangunan Lainnya

1 1 100 105.405.945 102.803.800 97.53

Jumlah Gedung Kantor dan 

Bangunan Lainnya yang 

Dipelihara/Direhabilitasi

1.00 unit 1.00 unit 100

Peningkatan 

kinerja 

pelaksanaan 

teknis 

kewilayahan dan 

pelayanan publik 

di kecamatan

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN 

PELAYANAN PUBLIK

100 100 100 26.202.075 24.646.700 94.06

Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP 100.00% 100.00% 100
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LAMPIRAN 3.1.4. | Pelaksanaan Fungsi Urusan Penunjang   

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang 

Dilimpahkan kepada Camat

1200 1200 100 26.202.075 24.646.700 94.06

Jumlah dokumen yang terlayani 1200.00 

dokumen

1200.00 

dokumen

100

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan 

yang terkait dengan NonPerizinan

200 200 100 26.202.075 24.646.700 94.06

Jumlah Dokumen Non Perizinan 

Usaha yang Dilaksanakan

200.00 

dokumen

200.00 

dokumen

100

Peningkatan 

kinerja 

pelaksanaan 

teknis 

kewilayahan dan 

pelayanan publik 

di kecamatan

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN 

KELURAHAN

90 90 100 36.740.500 35.688.000 97.14

Persentase desa yang tertib administrasi 90.00% 90.00% 100

Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 11 11 100 9.129.500 8.116.700 88.91

Jumlah Desa Tertib Administrasi 11.00 desa 11.00 desa 100

Peningkatan Partisipasi Masyarakat 

dalam Forum Musyawarah 

Perencanaan Pembangunan di 

Desa

5 5 100 4.690.500 4.082.925 87.05

Jumlah Lembaga 

Kemasyarakatan yang 

Berpartisipasi dalam Forum 

Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan di Desa

5.00 

lembaga

5.00 

lembaga

100

Peningkatan Efektifitas Kegiatan 

Pemberdayaan Masyarakat di 

Wilayah Kecamatan

6 6 100 4.439.000 4.033.775 90.87

Jumlah Laporan Peningkatan 

Efektivitas Kegiatan 

Pemberdayaan Masyarakat di 

Wilayah Kecamatan

6.00 

laporan

6.00 

laporan

100

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan 

Tingkat Kecamatan

2 2 100 27.611.000 27.571.300 99.86

Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang 

dibina

2.00 

Lembaga

2.00 

Lembaga

100
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LAMPIRAN 3.1.4. | Pelaksanaan Fungsi Urusan Penunjang   

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Peningkatan Kapasitas Lembaga 

Kemasyarakatan

5 5 100 27.611.000 27.571.300 99.86

Jumlah Lembaga 

Kemasyarakatan yang 

Ditingkatkan Kapasitasnya

5.00 

lembaga

5.00 

lembaga

100

Peningkatan 

kinerja 

pelaksanaan 

teknis 

kewilayahan dan 

pelayanan publik 

di kecamatan

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN 

KETERTIBAN UMUM

100 100 100 59.240.000 56.317.000 95.07

Persentase Koordinasi Penanganan Masalah 

Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Kebencanaan

100.00% 100.00% 100

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan 

Ketenteraman dan Ketertiban Umum

12 12 100 59.240.000 56.317.000 95.07

Jumlah laporan penyelenggaraan koordinasi 

ketenteraman, ketertiban umum dan 

kebencanaan di tingkat Kecamatan

12.00 kali 12.00 kali 100

Sinergitas dengan Kepolisian 

Negara Republik Indonesia, Tentara 

Nasional Indonesia dan Instansi 

Vertikal di Wilayah Kecamatan

4 4 100 59.240.000 56.317.000 95.07

Jumlah Laporan Hasil Sinergitas 

dengan Kepolisian Negara 

Republik Indonesia, Tentara 

Nasional Indonesia dan Instansi 

Vertikal di Wilayah Kecamatan

4.00 

laporan

4.00 

laporan

100

Peningkatan 

kinerja 

pelaksanaan 

teknis 

kewilayahan dan 

pelayanan publik 

di kecamatan

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

PEMERINTAHAN DESA

87 87 100 25.847.810 25.632.625 99.17

Persentase kegiatan yang dikoordinasikan 87.00% 87.00% 100

Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi 

Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan 

Desa

17 17 100 25.847.810 25.632.625 99.17

Jumlah Desa Terfasilitasi Pembinaan dan 

Pengawasan Pemerintahan Desa

17.00 desa 17.00 desa 100

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI MAGELANG TAHUN 2023 | 514



LAMPIRAN 3.1.4. | Pelaksanaan Fungsi Urusan Penunjang   

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Fasilitasi Pengelolaan Keuangan 

Desa dan Pendayagunaan Aset 

Desa

24 24 100 5.358.730 5.198.325 97.01

Jumlah Dokumen yang Difasilitasi 

dalam rangka Pengelolaan 

Keuangan Desa dan 

Pendayagunaan Aset Desa

24.00 

dokumen

24.00 

dokumen

100

Rekomendasi Pengangkatan dan 

Pemberhentian Perangkat Desa

1 1 100 2.705.975 2.651.825 98

Jumlah Dokumen Rekomendasi 

Pengangkatan dan 

Pemberhentian Perangkat Desa

1.00 

dokumen

1.00 

dokumen

100

Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan 

Pembangunan Daerah dengan 

Pembangunan Desa

1 1 100 17.783.105 17.782.475 100

Jumlah Dokumen Sinkronisasi 

Perencanaan Pembangunan 

Daerah dengan Pembangunan 

Desa

1.00 

dokumen

1.00 

dokumen

100

Kecamatan 

Tegalrejo

1.707.045.412 1.517.447.171 88.89

Peningkatan 

kinerja 

pelaksanaan 

teknis 

kewilayahan dan 

pelayanan publik 

di Kecamatan

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 

DAERAH KABUPATEN/KOTA

200 200 100 1.540.046.332 1.350.939.836 87.72

Persentase Ketercapaian Perencanaan, Evaluasi Kinerja 

OPD, dan Keuangan Perangkat Daerah

100.00% 100.00% 100

Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum dan 

Kepegawaian Perangkat Daerah

100.00% 100.00% 100

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 

Kinerja Perangkat Daerah

14 14 100 2.250.000 2.247.500 99.89

Jumlah dokumen perencanaan evaluasi dan 

pelaporan perangkat daerah

14.00 

Dokumen

14.00 

Dokumen

100

Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Perangkat Daerah

5 5 100 1.000.000 998.5 99.85

Jumlah Dokumen Perencanaan 

Perangkat Daerah

5.00 

Dokumen

5.00 

Dokumen

100
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LAMPIRAN 3.1.4. | Pelaksanaan Fungsi Urusan Penunjang   

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Koordinasi dan Penyusunan 

Laporan Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

9 9 100 1.250.000 1.249.000 99.92

Jumlah Laporan Capaian Kinerja 

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 

SKPD dan Laporan Hasil 

Koordinasi Penyusunan Laporan 

Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD

9.00 

Laporan

9.00 

Laporan

100

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 10 10 100 1.245.423.105 1.057.512.582 84.91

Jumlah kegiatan yang dikelola 10.00 

Kegiatan

10.00 

Kegiatan

100

Penyediaan Gaji dan Tunjangan 

ASN

13 13 100 1.211.382.680 1.023.480.007 84.49

Jumlah Orang yang Menerima 

Gaji dan Tunjangan ASN

13.00 

Orang/bula

n

13.00 

Orang/bula

n

100

Pelaksanaan Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi Keuangan 

SKPD

13 13 100 34.040.425 34.032.575 99.98

Jumlah Dokumen Penatausahaan 

dan Pengujian/Verifikasi 

Keuangan SKPD

13.00 

Dokumen

13.00 

Dokumen

100

Administrasi Umum Perangkat Daerah 1 1 100 42.596.307 42.447.600 99.65

Jumlah Pelayanan Administrasi Umum yang 

dilaksanakan

1.00 

Layanan

1.00 

Layanan

100

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi SKPD

48 48 100 37.832.037 37.686.800 99.62

Jumlah Laporan 

Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi SKPD

48.00 

Laporan

48.00 

Laporan

100

Penatausahaan Arsip Dinamis pada 

SKPD

1300 1300 100 4.764.270 4.760.800 99.93

Jumlah Dokumen Penatausahaan 

Arsip Dinamis pada SKPD

1300.00 

Dokumen

1300.00 

Dokumen

100
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Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintah Daerah

6 6 100 44.000.000 43.500.000 98.86

Jumlah Barang Milik Daerah yang dibeli 6.00 Unit 6.00 Unit 100

Pengadaan Peralatan dan Mesin 

Lainnya

6 6 100 44.000.000 43.500.000 98.86

Jumlah Unit Peralatan dan Mesin 

Lainnya yang Disediakan

6.00 Unit 6.00 Unit 100

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

2 2 100 23.608.000 23.340.460 98.87

Jumlah Pelayanan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

2.00 

Layanan

2.00 

Layanan

100

Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 12 100 4.000.000 3.994.800 99.87

Jumlah Laporan Penyediaan 

Jasa Surat Menyurat

12.00 

Laporan

12.00 

Laporan

100

Penyediaan Jasa Komunikasi, 

Sumber Daya Air dan Listrik

60 60 100 19.608.000 19.345.660 98.66

Jumlah Laporan Penyediaan 

Jasa Komunikasi, Sumber Daya 

Air dan Listrik yang DIsediakan

60.00 

Laporan

60.00 

Laporan

100

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah

35 35 100 182.168.920 181.891.694 99.85

Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah

35.00 Unit 35.00 Unit 100

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 

Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan 

Perizinan Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan

8 8 100 54.200.000 53.972.100 99.58

Jumlah Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan yang 

Dipelihara dan dibayarkan Pajak 

dan Perizinannya

8.00 Unit 8.00 Unit 100

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 

Lainnya

26 26 100 9.297.600 9.290.000 99.92

Jumlah Peralatan dan Mesin 

Lainnya yang Dipelihara

26.00 Unit 26.00 Unit 100

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung 

Kantor dan Bangunan Lainnya

3 3 100 118.671.320 118.629.594 99.96
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Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Jumlah Gedung Kantor dan 

Bangunan Lainnya yang 

Dipelihara/Direhabilitasi

3.00 Unit 3.00 Unit 100

Peningkatan 

kinerja 

pelaksanaan 

teknis 

kewilayahan dan 

pelayanan publik 

di Kecamatan

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN 

PELAYANAN PUBLIK

100 100 100 29.184.250 29.164.035 99.93

Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP 100.00% 100.00% 100

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang 

Dilimpahkan kepada Camat

1000 1000 100 29.184.250 29.164.035 99.93

Jumlah Dokumen yang Terlayani 1000.00 

Dokumen

1000.00 

Dokumen

100

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan 

yang terkait dengan Pelayanan 

Perizinan Non Usaha

1000 1000 100 1.300.000 1.282.175 98.63

Jumlah Dokumen Non Perizinan 

Usaha yang Dilaksanakan

1000.00 

Dokumen

1000.00 

Dokumen

100

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan 

yang terkait dengan Nonperizinan

12 12 100 27.884.250 27.881.860 99.99

Jumlah Laporan Pelaksanaan 

Nonperizinan pada Urusan 

Pemerintahan

12.00 

Laporan

12.00 

Laporan

100

Peningkatan 

kinerja 

pelaksanaan 

teknis 

kewilayahan dan 

pelayanan publik 

di Kecamatan

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN 

KELURAHAN

100 100 100 44.284.000 44.097.825 99.58

Persentase desa yang tertib administrasi 100.00% 100.00% 100

Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 21 21 100 11.000.000 10.999.700 100

Jumlah Desa Tertib Administrasi 21.00 

Desa

21.00 

Desa

100

Peningkatan Partisipasi Masyarakat 

dalam Forum Musyawarah 

Perencanaan Pembangunan di 

Desa

5 5 100 1.000.000 999.825 99.98
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Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Jumlah Lembaga 

Kemasyarakatan yang 

Berpartisipasi dalam Forum 

Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan di Desa

5.00 

Lembaga

5.00 

Lembaga

100

Peningkatan Efektifitas Kegiatan 

Pemberdayaan Masyarakat di 

Wilayah Kecamatan

6 6 100 10.000.000 9.999.875 100

Jumlah Laporan Peningkatan 

Efektifitas Kegiatan 

Pemberdayaan Masyarakat di 

Wilayah Kecamatan

6.00 

Laporan

6.00 

Laporan

100

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan 

Tingkat Kecamatan

21 21 100 33.284.000 33.098.125 99.44

Jumlah Desa Tertib Administrasi 21.00 

Desa

21.00 

Desa

100

Peningkatan Kapasitas Lembaga 

Kemasyarakatan

21 21 100 33.284.000 33.098.125 99.44

Jumlah Lembaga 

Kemasyarakatan yang 

Ditingkatkan Kapasitasnya

21.00 

Lembaga

21.00 

Lembaga

100

Peningkatan 

kinerja 

pelaksanaan 

teknis 

kewilayahan dan 

pelayanan publik 

di Kecamatan

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN 

KETERTIBAN UMUM

100 100 100 63.974.950 63.714.375 99.59

Persentase Koordinasi Penanganan Masalah 

Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Kebencanaan

100.00% 100.00% 100

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan 

Ketenteraman dan Ketertiban Umum

4 4 100 63.974.950 63.714.375 99.59

Jumlah laporan penyelenggaraan koordinasi 

ketenteraman, ketertiban umum dan 

kebencanaan di tingkat Kecamatan

4.00 

Laporan

4.00 

Laporan

100

Sinergitas dengan Kepolisian 

Negara Republik Indonesia, Tentara 

Nasional Indonesia dan Instansi 

Vertikal di Wilayah Kecamatan

4 4 100 63.974.950 63.714.375 99.59
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Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Jumlah Laporan Hasil Sinergitas 

dengan Kepolisian Negara 

Republik Indonesia, Tentara 

Nasional Indonesia dan Instansi 

Vertikal di Wilayah Kecamatan

4.00 

Laporan

4.00 

Laporan

100

Peningkatan 

kinerja 

pelaksanaan 

teknis 

kewilayahan dan 

pelayanan publik 

di Kecamatan

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

PEMERINTAHAN DESA

100 100 100 29.555.880 29.531.100 99.92

Persentase kegiatan yang dikoordinasikan 100.00% 100.00% 100

Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi 

Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan 

Desa

21 21 100 29.555.880 29.531.100 99.92

Jumlah Desa Terfasilitasi Pembinaan dan 

Pengawasan Pemerintah

21.00 

Desa

21.00 

Desa

100

Fasilitasi Administrasi Tata 

Pemerintahan Desa

21 21 100 2.500.000 2.478.375 99.13

Jumlah Dokumen yang Difasilitasi 

dalam rangka Administrasi Tata 

Pemerintahan Desa

21.00 

Dokumen

21.00 

Dokumen

100

Fasilitasi Pengelolaan Keuangan 

Desa dan Pendayagunaan Aset 

Desa

21 21 100 14.390.880 14.387.725 99.98

Jumlah Dokumen yang Difasilitasi 

dalam rangka Pengelolaan 

Keuangan Desa dan 

Pendayagunaan Aset Desa

21.00 

Dokumen

21.00 

Dokumen

100

Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan 

Pembangunan Daerah dengan 

Pembangunan Desa

1 1 100 12.665.000 12.665.000 100

Jumlah Dokumen Sinkronisasi 

Perencanaan Pembangunan 

Daerah dengan Pembangunan 

Desa

1.00 

Dokumen

1.00 

Dokumen

100

Kecamatan 

Tempuran

1.697.269.870 1.374.408.507 80.98
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Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Peningkatan 

kinerja 

pelaksanaan 

teknis 

kewilayahan dan 

pelayanan publik 

di Kecamatan

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 

DAERAH KABUPATEN/KOTA

200 200 100 1.512.096.720 1.189.235.582 78.65

Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja 

OPD dan keuangan perangkat daerah

100.00% 100.00% 100

Presentase ketercapaian pelayanan umum dan 

kepegawaian perangkat daerah

100.00% 100.00% 100

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 

Kinerja Perangkat Daerah

5 5 100 5.648.000 5.647.910 100

Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan 

pelaporan Perangkat daerah yang disusun

5.00 

dokumen

5.00 

dokumen

100

Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Perangkat Daerah

3 3 100 2.276.000 2.276.000 100

Jumlah dokumen perencanaan 

perangkat daerah yang tersusun

3.00 

dokumen

3.00 

dokumen

100

Koordinasi dan Penyusunan 

Laporan Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

8 8 100 2.372.000 2.371.910 100

Jumlah laporan capaian kinerja 

dan ikhtisar realisasi kinerja 

SKPD dan Laporan hasil 

koordinasi penyusunan laporan 

capaian kinerja dan ikhtisar 

realisasi kinerja SKPD

8.00 

laporan

8.00 

laporan

100

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 20 20 100 1.000.000 1.000.000 100

jumlah laporan evaluasi kinerja 

perangkat daerah

20.00 

laporan

20.00 

laporan

100

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 27 27 100 1.344.602.000 1.023.670.599 76.13

Jumlah kegiatan yang dikelola 27.00 

kegiatan

27.00 

kegiatan

100
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Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Penyediaan Gaji dan Tunjangan 

ASN

15 11 73.33 1.319.345.000 998.413.689 75.67 Realisasi anggaran 75,67 

%, dikarenakan Jumlah 

Pegawai yang terbatas 

(11 Pegawai), 

Kekosongan 2 Jabatan 

(Kasubag Program 

Keuangan dan Kasubag 

Adum).

koordinasi dengan Badan 

Kepegawaian Pendidikan 

dan Pelatihan Daerah 

(BKPPD) Kabupaten 

Magelang dan Badan 

Pendapatan, Pengelolaan 

Keuangan Dan Aset 

Daerah (BPPKAD) 

Kabupaten Magelang

Jumlah Orang yang menerima 

Gaji dan Tunjangan ASN

15.00 

orang

11.00 

orang

73.33 Realisasi anggaran 73,33 

%, dikarenakan Jumlah 

Pegawai yang terbatas 

(11 Pegawai), 

Kekosongan 2 Jabatan ( 

Kasubag Program 

Keuangan dan Kasubag 

Adum).

koordinasi dengan Badan 

Kepegawaian Pendidikan 

dan Pelatihan Daerah 

(BKPPD) Kabupaten 

Magelang dan Badan 

Pendapatan, Pengelolaan 

Keuangan Dan Aset 

Daerah (BPPKAD) 

Kabupaten Magelang

Pelaksanaan Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi Keuangan 

SKPD

13 13 100 25.257.000 25.256.910 100

Jumlah dokumen penatusahaan 

dan Pengujian/Verifikasi 

Keuangan

13.00 

dokumen

13.00 

dokumen

100

Administrasi Umum Perangkat Daerah 2 2 100 33.200.000 33.199.955 100

Jumlah pelayanan administrasi umum yang 

dilaksanakan

2.00 jenis 2.00 jenis 100

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi SKPD

74 74 100 33.200.000 33.199.955 100

Jumlah laporan Penyelenggaraan 

Rapat Koordinasi dan Konsultasi 

SKPD

74.00 

laporan

74.00 

laporan

100

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

2 2 100 25.995.000 25.160.624 96.79

Jumlah pelayanan jasa penunjang urusan 

pemerintah daerah

2.00 

pelayanan

2.00 

pelayanan

100

Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 12 100 4.995.000 4.995.000 100

Jumlah Laporan Penyediaan 

Jasa Surat Menyurat

12.00 

laporan

12.00 

laporan

100

Penyediaan Jasa Komunikasi, 

Sumber Daya Air dan Listrik

36 36 100 21.000.000 20.165.624 96.03
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Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Jumlah laporan penyediaan jasa 

komunikasi, sumber daya air dan 

listrik yang disediakan

36.00 

laporan

36.00 

laporan

100

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah

1 1 100 102.651.720 101.556.494 98.93

Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah yang 

dipelihara

1.00 paket 1.00 paket 100

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 

Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan 

Perizinan Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan

8 8 100 54.007.920 53.055.014 98.24

Jumlah kendaraan dinas 

operasional atau lapangan yang 

dipelihara dan dibayarkan pajak 

dan perizinanya

8.00 unit 8.00 unit 100

Pemeliharaan peralatan dan mesin 

lainya

30 30 100 5.870.000 5.870.000 100

Jumlah peralatan dan mesin 

lainnya yang dipelihara

30.00 unit 30.00 unit 100

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung 

Kantor dan Bangunan Lainnya

3 3 100 42.773.800 42.631.480 99.67

Jumlah gedung kantor dan 

bangunan lainya yang di pelihara/ 

direhabilitasi

3.00 unit 3.00 unit 100

Peningkatan 

kinerja 

pelaksanaan 

teknis 

kewilayahan dan 

pelayanan publik 

di Kecamatan

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN 

PELAYANAN PUBLIK

96 96 100 25.000.000 25.000.000 100

Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP 96.00% 96.00% 100

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang 

Dilimpahkan kepada Camat

10000 7970 79.7 25.000.000 25.000.000 100

Jumlah dokumen yang terlayani 10000.00 

dokumen

7970.00 

dokumen

79.7

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan 

yang terkait dengan Pelayanan 

Perizinan Non Usaha

750 750 100 25.000.000 25.000.000 100
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Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Jumlah dokumen non perizinan 

usaha yang dilaksanakan

750.00 

dokumen

750.00 

dokumen

100

Peningkatan 

kinerja 

pelaksanaan 

teknis 

kewilayahan dan 

pelayanan publik 

di Kecamatan

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN 

KELURAHAN

15 15 100 56.190.000 56.190.000 100

Presentase desa tertib administrasi 15.00 desa 15.00 desa 100

Koordinasi kegiatan pemberdayan desa 15 15 100 3.465.000 3.465.000 100

Jumlah desa tertib administrasi 15.00 desa 15.00 desa 100

Peningkatan partisipasi masyarakat 

dalam forum musyawarah 

perencanaan pembangunan di desa

5 5 100 3.465.000 3.465.000 100

Jumlah lembaga kemasyarakatan 

yang berpartisipasi dalam forum 

musyawarah perencanaan 

pembangunan di Desa

5.00 

lembaga

5.00 

lembaga

100

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan 

tingkat Kecamatan

6 6 100 52.725.000 52.725.000 100

Jumlah lembaga kemasyarakatan yang 

dibina

6.00 

lembaga

6.00 

lembaga

100

Peningkatan Kapasitas Lembaga 

Kemasyarakatan.

5 5 100 52.725.000 52.725.000 100

Jumlah Lembaga 

kemasyarakatan yang 

ditingkatkan kapasitasnya

5.00 

lembaga

5.00 

lembaga

100

Peningkatan 

kinerja 

pelaksanaan 

teknis 

kewilayahan dan 

pelayanan publik 

di Kecamatan

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN 

KETERTIBAN UMUM

100 100 100 74.109.000 74.109.000 100

Persentase koordinasi penanganan masalah ketrentaman, 

ketertiban umum dan kebencanaan

100.00% 100.00% 100
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Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan 

Ketenteraman dan Ketertiban Umum

12 12 100 74.109.000 74.109.000 100

Jumlah laporan penyelenggaraan koordinasi 

ketrentaman, ketertiban umum dan 

kebencanaan di kecamatan

12.00 

laporan

12.00 

laporan

100

Sinergitas dengan Kepolisian 

Negara Republik Indonesia, Tentara 

Nasional Indonesia dan Instansi 

Vertikal di Wilayah Kecamatan

4 4 100 74.109.000 74.109.000 100

Jumlah laporan hasil sinergitas 

dengan kepolisian Negara 

Republik Indonesia, Tentara 

Nasional Indonesia dan instansi 

vertikal di wilayah Kecamatan

4.00 

laporan

4.00 

laporan

100

Peningkatan 

kinerja 

pelaksanaan 

teknis 

kewilayahan dan 

pelayanan publik 

di Kecamatan

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

PEMERINTAHAN DESA

100 100 100 29.874.150 29.873.925 100

Presentase kegiatan yang dikoordinasikan 100.00% 100.00% 100

Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi 

Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan 

Desa

15 15 100 29.874.150 29.873.925 100

Jumlah desa yang terlayani 15.00 desa 15.00 desa 100

Fasilitasi Penyusunan Peraturan 

Desa dan Peraturan Kepala Desa

30 30 100 5.000.000 4.999.865 100

Jumlah dokumen yang difasilitasi 

dalam rangka penyusunan 

peraturan Desa dan peraturan 

Kepala Desa

30.00 

dokumen

30.00 

dokumen

100

Fasilitasi Administrasi Tata 

Pemerintahan Desa

15 15 100 4.780.650 4.780.650 100

Jumlah dokumen yang difasilitasi 

dalam rangka administrasi tata 

pemerintahan Desa

15.00 

dokumen

15.00 

dokumen

100
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Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Fasilitasi Pengelolaan Keuangan 

Desa dan Pendayagunaan Aset 

Desa

30 30 100 6.646.000 6.645.910 100

Jumlah dokumen yang difasilitasi 

dalam rangka pengelolaan 

keuangan dan pendayagunaan 

aset Desa

30.00 

dokumen

30.00 

dokumen

100

Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan 

Pembangunan Daerah dengan 

Pembangunan Desa

1 1 100 13.447.500 13.447.500 100

Jumlah dokumen sinkronisasi 

perencanaan pembangunan 

daerah dengan pembangunan 

Desa

1.00 

dokumen

1.00 

dokumen

100

Kecamatan 

Windusari

2.046.546.000 1.805.979.454 88.25

Peningkatan 

pelayanan publik 

kecamatan

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 

DAERAH KABUPATEN/KOTA

200 200 100 1.860.240.000 1.627.492.690 87.49

Prosentase ketercapaian Perencanaan Evaluasi Kinerja 

OPD dan Keuangan Perangkat Daerah

100.00% 100.00% 100

Presentase Ketercapaian Pelayanan Umum dan 

Kepegawaian Perangkat Daerah

100.00% 100.00% 100

Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi 

Kinerja Perangkat Daerah

6 6 100 3.151.000 2.959.536 93.92

Jumlah Dokumen Perencanaan, Evaluasi 

dan Pelaporan Perangkat Daerah

6.00 

dokumen

6.00 

dokumen

100

Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Perangkat Daerah

3 3 100 789 788.018 99.88

Jumlah Dokumen Perencanaan 

Perangkat Daerah

3.00 

dokumen

3.00 

dokumen

100

Koordinasi dan Penyusunan 

Laporan Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

3 3 100 1.059.000 1.056.999 99.81

Jumlah Laporan Capaian Kinerja 

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 

SKPD

3.00 

laporan

3.00 

laporan

100

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12 12 100 1.303.000 1.114.519 85.53
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Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah

12.00 

laporan

12.00 

laporan

100

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 13 13 100 1.696.058.000 1.486.661.098 87.65

Jumlah Kegiatan yang dikelola 13.00 

kegiatan

13.00 

kegiatan

100

Penyediaan Gaji dan Tunjangan 

ASN

18 16 88.89 1.678.268.000 1.469.516.543 87.56

Jumlah orang yang menerima 

Gaji dan Tunjangan ASN

18.00 

orang

16.00 

orang

88.89

Pelaksanaan Penatausahaan dan 

pengujian/verifikasi Keuangan 

SKPD

12 12 100 17.790.000 17.144.555 96.37

Jumlah Dokumen Penatausahaan 

dan Pengujian/Verifikasi 

Keuangan SKPD

12.00 

dokumen

12.00 

dokumen

100

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 18 16 88.89 2.158.000 2.058.854 95.41

Jumlah ASN yang terlayani administrasi 

kepegawaiannya

18.00 ASN 16.00 ASN 88.89

Monitoring, Evaluasi dan penilaian 

Kinerja Pegawai

17 17 100 2.158.000 2.058.854 95.41

Jumlah Dokumen Monitoring, 

Evaluasi dan Penilaian Kinerja 

Pegawai

17.00 

dokumen

17.00 

dokumen

100

Administrasi Umum Perangkat Daerah 2 2 100 21.477.000 20.035.765 93.29

Jumlah Pelayanan Administrasi Umum yang 

dilaksanakan

2.00 

layanan

2.00 

layanan

100

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi SKPD

20 20 100 18.606.000 17.604.910 94.62

Jumlah Laporan 

Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi

20.00 

laporan

20.00 

laporan

100

Penatausahaan Arsip Dinamis pada 

SKPD

3 3 100 2.871.000 2.430.855 84.67

Jumlah Dokumen Penatausahaan 

Arsip Dinamis pada SKPD

3.00 

dokumen

3.00 

dokumen

100
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Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintah Daerah

1 1 100 15.200.000 14.150.000 93.09

Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya 

yang disediakan

1.00 unit 1.00 unit 100

Pengadaan Peralatan dan Mesin 

lainnya

1 1 100 15.200.000 14.150.000 93.09

Jumlah Unit Peralatan dan Mesin 

lainnya yang disediakan

1.00 unit 1.00 unit 100

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

2 2 100 24.628.000 17.939.906 72.84

Jumlah Pelayanan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

2.00 

layanan

2.00 

layanan

100

Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 12 100 7.228.000 4.778.550 66.11 Rekening Alat Tulis 

Kantor di perubahan, 

sehingga serapan 

anggaran tidak maksimal 

Perencanaan lebih cermat

Jumlah Laporan Penyediaan 

Jasa Surat Menyurat

12.00 

laporan

12.00 

laporan

100

Penyediaan Jasa Komunikasi, 

Sumber Daya Air dan Listrik

36 36 100 17.400.000 13.161.356 75.64 Rekening Telepon 

menggunakan HP 

personal masing-masing , 

pakai WIFI Kecamatan 

dan efiensi

Perencanaan lebih cermat

Jumlah Laporan Penyediaan 

Jasa Komunikasi, Sumber Daya 

Air dan Listrik yang disediakan

36.00 

laporan

36.00 

laporan

100

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah

8 8 100 97.568.000 83.687.531 85.77

Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang 

urusan Pemerintahan Daerah

8.00 unit 8.00 unit 100

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 

Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 

Perizinan Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan

8 8 100 59.056.000 48.841.750 82.7

Jumlah Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan yang 

dipelihara dan dibayarkan Pajak 

dan Perizinannya

8.00 unit 8.00 unit 100
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Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 

Lainnya

8 8 100 3.200.000 400 12.5 Peralatan yang ada masih 

bisa dipakai, akan tetapi 

Kec. Windusari masih 

banyak kekurangan 

peralatan kantor seperti 

Komputer, Laptop dan 

personal ASN membawa 

laptop pribadi

Tahun anggaran yang 

akan datang untuk 

pengadaan untuk 

dapatnya disetujui

Jumlah Peralatan dan Mesin 

lainnya yang dipelihara

8.00 unit 8.00 unit 100

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung 

Kantor dan Bangunan Lainnya

3 3 100 35.312.000 34.445.781 97.55

Jumlah Gedung Kantor dan 

bangunan lainnya yang 

dipelihara/direhabilitasi

3.00 

gedung

3.00 

gedung

100

Peningkatan 

kinerja 

pelaksanaan 

teknis 

kewilayahan dan 

pelayanan publik 

kecamatan

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN 

PELAYANAN PUBLIK

100 100 100 32.444.000 30.455.756 93.87

Presentase Pelayanan Publik sesuai SOP dan SP 100.00% 100.00% 100

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang 

dilimpahkan kepada Camat

100 100 100 32.444.000 30.455.756 93.87

Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang terkait 

dengan Non Perizinan

100.00% 100.00% 100

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan 

yang terkait dengan non perizinan

12 12 100 32.444.000 30.455.756 93.87

Jumlah Laporan Pelaksanaan 

Non Perizinan pada urusan 

Pemerintahan

12.00 

Laporan

12.00 

Laporan

100

Peningkatan 

kinerja 

pelaksanaan 

teknis 

kewilayahan dan 

pelayanan publik 

kecamatan

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN 

KELURAHAN

100 100 100 52.518.000 49.929.665 95.07

Persentase Desa yang tertib administrasi 100.00% 100.00% 100

Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 100 100 20.109.000 17.879.450 88.91
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Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Persentase Desa yang tertib administrasi 100.00% 100.00% 100

Peningkatan Partisipasi Masyarakat 

dalam Forum Musyawarah 

Perencanaan Pembangunan di 

Desa

5 5 100 2.109.000 2.100.000 99.57

Jumlah Lembaga 

Kemasyarakatan yang 

berpartisipasi dalam Forum 

Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan di Desa

5.00 

lembaga

5.00 

lembaga

100

Peningkatan Efektifitas Kegiatan 

Pemberdayaan Masyarakat di 

Wilayah Kecamatan

7 7 100 18.000.000 15.779.450 87.66

Jumlah Laporan Peningkatan 

Efektivitas Kegiatan 

Pemberdayaan Masyarakat di 

Wilayah Kecamatan

7.00 

laporan

7.00 

laporan

100

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan 

Tingkat Kecamatan

20 20 100 32.409.000 32.050.215 98.89

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa 

yang dibina

20.00 

lembaga

20.00 

lembaga

100

Peningkatan Kapasitas Lembaga 

Kemasyarakatan

20 20 100 32.409.000 32.050.215 98.89

Jumlah Lembaga 

Kemasyarakatan yang 

ditingkatkan kapasitasnya

20.00 

lembaga

20.00 

lembaga

100

Peningkatan 

kinerja 

pelaksanaan 

teknis 

kewilayahan dan 

pelayanan publik 

kecamatan

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN 

KETERTIBAN UMUM

100 100 100 69.310.000 67.043.750 96.73

Persentase Koordinasi Penanganan Masalah Ketentraman, 

Ketertiban Umum dan Kebencanaan

100.00% 100.00% 100

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan 

Ketentraman dan Ketertiban Umum

12 12 100 69.310.000 67.043.750 96.73

Jumlah Laporan Penyelenggaraan 

Koordinasi Ketentraman, Ketertiban umum 

dan Kebencanaan di Tingkat Kecamatan

12.00 

laporan

12.00 

laporan

100
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Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Sinergitas dengan Kepolisian 

Negara Republik Indonesia, Tentara 

Nasional Indonesia dan Instansi 

Vertikal di Wilayah Kecamatan

12 12 100

Jumlah Laporan Hasil Sinergitas 

dengan Kepolisian Negara 

Republik Indonesia, Tentara 

Negara Indonesia dan Instansi 

Vertikal di Wilayah Kecamatan

12.00 

laporan

12.00 

laporan

100

Peningkatan 

kinerja 

pelaksanaan 

teknis 

kewilayahan dan 

pelayanan publik 

kecamatan

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

PEMERINTAHAN DESA

100 100 100 32.034.000 31.057.593 96.95

Persentase Desa yang tertib administrasi 100.00% 100.00% 100

Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi 

Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahann 

Desa

100 100 100 32.034.000 31.057.593 96.95

Persentase kegiatan yang dikoordinasikan 100.00% 100.00% 100

Fasilitasi Penyusunan Peraturan 

Desa dan Peraturan Kepala Desa

40 40 100 4.000.000 3.499.500 87.49

Jumlah Dokumen yang difasilitasi 

dalam rangka penyusunan 

Peraturan Desa dan Peraturan 

Kepala Desa

40.00 

dokumen

40.00 

dokumen

100

Fasilitasi Administrasi Tata 

Pemerintahan Desa

20 20 100 2.586.000 2.296.100 88.79

Jumlah Dokumen yang difasilitasi 

dalam rangka Administrasi Tata 

Pemerintahan Desa

20.00 

dokumen

20.00 

dokumen

100

Fasilitasi Pengelolaan Keuangan 

Desa dan Pendayagunaan Aset 

Desa

20 20 100 3.513.000 3.391.992 96.56
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Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Jumlah Dokumen yang difasilitasi 

dalam rangka pengelolaan 

keuangan Desa dan 

pendayagunaan aset Desa

20.00 

dokumen

20.00 

dokumen

100

Fasilitasi Pelaksanaan Tugas 

Kepala Desa dan Perangkat Desa

20 20 100 4.000.000 3.957.750 98.94

Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam 

rangka Pelaksanaan Tugas 

Kepala Desa dan Perangkat 

Desa

20.00 

dokumen

20.00 

dokumen

100

Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan 

Fungsi Badan Permusyawaratan 

Desa

20 20 100 4.000.000 3.989.000 99.72

Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam 

rangka pelaksanaan Tugas dan 

Fungsi Badan Permusyaratan 

Desa

20.00 

dokumen

20.00 

dokumen

100

Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan 

Pembangunan Daerah dengan 

Pembangunan Desa

1 1 100 13.935.000 13.923.251 99.92

Jumlah Dokumen Sinkronisasi 

Perencanaan Pembangunan 

Daerah dengan Pembangunan 

Desa

1.00 

dokumen

1.00 

dokumen

100

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Pemerintahan 

Umum

Badan 

Kesatuan 

Bangsa dan 

Politik

39.357.543.130 38.449.105.231 97.69

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya Mengatasi

5. UNSUR PEMERINTAHAN UMUM

No. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan
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Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Peningkatan Daya 

Saing Ekonomi 

Daerah

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 

DAERAH KABUPATEN/KOTA

200 200 100 1.973.335.000 1.876.159.395 95.08

Persentase ketercapaian pelayanan umum dan 

kepegawaian perangkat daerah

100.00 

persen

100.00 

persen

100

Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja 

OPD, dan keuangan perangkat daerah

100.00 

persen

100.00 

persen

100

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 

Kinerja Perangkat Daerah

100 100 100 7.432.000 7.424.820 99.9

Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan 

Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat 

Daerah

100.00 

persen

100.00 

persen

100

Koordinasi dan Penyusunan 

Laporan Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

8 8 100 4.000.000 3.996.945 99.92

Jumlah Laporan Capaian Kinerja 

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 

SKPD dan Laporan Hasil 

Koordinasi Penyusunan Laporan 

Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD

8.00 

laporan

8.00 

laporan

100

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 20 20 100 3.432.000 3.427.875 99.88

Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah

20.00 

laporan

20.00 

laporan

100

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 100 100 1.641.615.000 1.583.360.051 96.45

Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan 

Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat 

Daerah

100.00 

persen

100.00 

persen

100

Penyediaan Gaji dan Tunjangan 

ASN

18 18 100 1.596.290.000 1.538.049.451 96.35

Jumlah orang yang menerima gaji 

dan Tunjangan ASN

18.00 

orang/bula

n

18.00 

orang/bula

n

100

Pelaksanaan Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi Keuangan 

SKPD

13 13 100 45.325.000 45.310.600 99.97
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LAMPIRAN 3.1.4. | Pelaksanaan Fungsi Urusan Penunjang   

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Jumlah Dokumen Penatausahaan 

dan Pengujian/Verifikasi 

Keuangan SKPD

13.00 

dokumen

13.00 

dokumen

100

Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 100 100 65.000.000 55.580.131 85.51

Persentase ketercapaian pelayanan umum 

dan kepegawaian perangkat daerah

100 100 100

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi SKPD

32 32 100 65.000.000 55.580.131 85.51

Jumlah Laporan 

Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi SKPD

32.00 

laporan

32.00 

laporan

100

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintah Daerah

100 100 100 72.400.000 71.025.000 98.1

Terlaksananya Manajemen Administrasi 

Pelayanan Umum dan Kepegawaian 

Perangkat Daerah

100.00 

persen

100.00 

persen

100

Pengadaan Peralatan dan Mesin 

Lainnya

6 6 100 72.400.000 71.025.000 98.1

Jumlah Unit Peralatan dan Mesin 

Lainnya yang Disediakan

6.00 unit 6.00 unit 100

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah 

Daerah

100 100 100 27.344.000 22.378.053 81.84

Terlaksananya Kegiatan Penunjang Urusan 

Pemerintah

100.00 

persen

100.00 

persen

100

Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 12 100 7.400.000 6.206.565 83.87

Jumlah Laporan Penyediaan 

Jasa Surat Menyurat

12.00 

laporan

12.00 

laporan

100

Penyediaan Jasa Komunikasi, 

Sumber Daya Air dan Listrik

48 48 100 19.944.000 16.171.488 81.08

Jumlah Laporan Penyediaan 

Jasa Komunikasi, Sumber Daya 

Air dan Listrik yang Disediakan

48.00 

laporan

48.00 

laporan

100

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintah Daerah

100 100 100 159.544.000 136.391.340 85.49

Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan 

Barang Milik Daerah

100.00 

persen

100.00 

persen

100
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LAMPIRAN 3.1.4. | Pelaksanaan Fungsi Urusan Penunjang   

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 

Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan 

Perizinan Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan

9 9 100 118.156.000 96.466.780 81.64

Jumlah Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan yang 

Dipelihara dan dibayarkan Pajak 

dan Perizinannya

9.00 unit 9.00 unit 100

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 

Lainnya

3 3 100 6.068.000 6.020.000 99.21

Jumlah Peralatan dan Mesin 

Lainnya yang Dipelihara

3 3 100

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung 

Kantor dan Bangunan Lainnya

1000 1000 100 35.320.000 33.904.560 95.99

Jumlah Gedung Kantor dan 

Bangunan Lainnya yang 

Dipelihara/Direhabilitasi

1000.00 

m2

1000.00 

m2

100

Peningkatan Daya 

Saing Ekonomi 

Daerah

PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN 

KARAKTER KEBANGSAAN

99 99 100 1.426.731.000 1.299.533.575 91.08

Persentase Peningkatan Masyarakat yang Aktif dalam 

Kegiatan Wawasan Kebangsaan

99.00 

persen

99.00 

persen

100

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan 

Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan 

Karakter Kebangsaan

300 300 100 1.426.731.000 1.299.533.575 91.08

Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi dan 

Pembinaan Wawasan Kebangsaan

300.00 

orang

300.00 

orang

100

Pelaksanaan Kebijakan di Bidang 

Ideologi Wawasan Kebangsaan, 

Bela Negara, Karakter Bangsa, 

Pembauran Kebangsaan, Bineka 

Tunggal Ika dan Sejarah 

Kebangsaan

300 300 100 1.426.731.000 1.299.533.575 91.08
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LAMPIRAN 3.1.4. | Pelaksanaan Fungsi Urusan Penunjang   

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Jumlah Orang yang Mengikuti 

Pelaksanaan Kebijakan di Bidang 

Ideologi Wawasan Kebangsaan, 

Bela Negara, Karakter Bangsa, 

Pembauran Kebangsaan, Bineka 

Tunggal Ika dan Sejarah 

KebangsaanJumlah peserta yang 

mengikuti kegiatan pelatihan 

wawasan kebangsaan

300.00 

orang

300.00 

orang

100

Peningkatan Daya 

Saing Ekonomi 

Daerah

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN 

ORGANISASI KEMASYARAKATAN

99 99 100 400.000.000 376.736.935 94.18

Persentase Ormas Yang Aktif 99.00 

persen

99.00 

persen

100

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan 

Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan 

Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

144 144 100 400.000.000 376.736.935 94.18

Terlaksananya Kegiatan Pembinaan 

Organisasi Masyarakat

144.00 

Ormas

144.00 

Ormas

100

Pelaksanaan Kebijakan dibidang 

Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan 

Ormas, Evaluasi dan Mediasi 

Sengketa Ormas, Pengawasan 

Ormas dan Ormas Asing di Daerah

150 150 100 400.000.000 376.736.935 94.18

Jumlah Orang yang Mengikuti 

Pelaksanaan Kebijakan di Bidang 

Pendaftaran Ormas, 

Pemberdayaan Ormas, Evaluasi 

dan Mediasi Sengketa Ormas, 

Pengawasan Ormas dan Ormas 

Asing di DaerahJumlah ormas 

yang aktif mengikuti kegiatan

150.00 

orang

150.00 

orang

100

Peningkatan Daya 

Saing Ekonomi 

Daerah

PROGAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN 

KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA

99 99 100 85.900.000 80.588.786 93.82

Persentase Masyarakat yang aktif dalam kegiatan 

ketahanan kebangsaan

99.00 

persen

99.00 

persen

100
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LAMPIRAN 3.1.4. | Pelaksanaan Fungsi Urusan Penunjang   

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan 

Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial 

dan Budaya

231 231 100 85.900.000 80.588.786 93.82

Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi dan 

Fasilitasi Ketahanan Ekonomi Sosial dan 

Budaya

231.00 

orang

231.00 

orang

100

Pelaksanaan Kebijakan di Bidang 

Ketahanan Ekonomi, Sosial, 

Budaya dan Fasilitasi Pencegahan 

Penyalahgunaan Narkotika, 

Fasilitasi Kerukunan Umat 

Beragama dan Penghayat 

Kepercayaan di Daerah

231 231 100 85.900.000 80.588.786 93.82

Jumlah Orang yang Mengikuti 

Pelaksanaan Kebijakan di Bidang 

Ketahanan Ekonomi, Sosial, 

Budaya dan Fasilitasi 

Pencegahan Penyalagunaan 

Narkotika, Fasilitasi Kerukunan 

Umat Beragama dan Penghayat 

Kepercayaan di DaerahJumlah 

peserta yang mengikuti kegiatan 

ketahanan ekonomi sosial dan 

budaya

231.00 

orang

231.00 

orang

100

Peningkatan Daya 

Saing Ekonomi 

Daerah

PROGAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN 

PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN 

KONFLIK SOSIAL

90.5 90.5 100 1.586.900.000 1.195.279.345 75.32

Persentase Pemantauan Situasi Daerah yang 

Dilaksanakan

90.50 

persen

90.50 

persen

100
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LAMPIRAN 3.1.4. | Pelaksanaan Fungsi Urusan Penunjang   

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan 

Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan 

Penanganan Konflik Sosial

90.5 90.5 100 1.586.900.000 1.195.279.345 75.32 1) Waktu yang terbatas di 

anggaran perubahan 

dengan anggaran belum 

terserap sebesar 77% di 

anggaran perubahan. 2) 

Sulitnya mensinkronkan 

waktu diantara para 

Forkopimda (Bupati, 

Kapolres, Dandim, Kajari, 

Ketua DPRD dan Ketua 

PN) karena kesibukan 

masing-masing; 3) 

Adanya situasi dan 

kondisi politik serta 

kondusifitas wilayah di 

Kabupaten Magelang 

menjelang Pemilu 

sehingga Forkopimda 

tidak memungkinkan 

untuk meninggalkan lokasi 

tugas karena juga 

bersamaan dengan masa 

Kampanye. (Anggaran 

yang belum terserap 

SPPD Luar Daerah untuk 

Study Komparasi dalam 

rangka Peningkatan 

Sinergitas Forkopimda 

Bersama OPD Kabupaten 

Magelang terkait 

%u201CPenguatan Sektor 

Pariwisata Dalam 

Mendukung Pengendalian 

Inflasi Daerah%u201D di 

Bali)

1) Strategi optimalisasi 

kinerja realisasi belanja 

dapat dilakukan dengan 

cara memperbaiki 

perencanaan dan 

eksekusi kegiatan secara 

relevan dan terjadwal; 2) 

Mengidentifikasi dan 

melakukan percepatan 

kegiatan yang dapat 

segera dilakukan, serta 3) 

Mengoptimalkan 

penyerapan anggaran 

secara proporsional setiap 

bulan berdasarkan target, 

rencana kegiatan, dan 

rencana penarikan dana 

yang telah disusun 

sehingga tidak menumpuk 

di akhir tahun anggaran.

Persentase Pemantauan Situasi Daerah 

yang Dilaksanakan

90.50 

persen

90.50 

persen

100
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LAMPIRAN 3.1.4. | Pelaksanaan Fungsi Urusan Penunjang   

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Pelaksanaan Kebijakan di Bidang 

Kewaspadaan Dini, Kerjasama 

Intelejen, Pemantauan Orang 

Asing, Tenaga Kerja Asing dan 

Lembaga Asing, Kewaspadaan 

Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi 

Kelembagaan Bidang 

Kewaspadaan, serta Penanganan 

Konflik di Daerah

180 180 100 1.586.900.000 1.195.279.345 75.32 1) Waktu yang terbatas di 

anggaran perubahan 

dengan anggaran belum 

terserap sebesar 77% di 

anggaran perubahan. 2) 

Sulitnya mensinkronkan 

waktu diantara para 

Forkopimda (Bupati, 

Kapolres, Dandim, Kajari, 

Ketua DPRD dan Ketua 

PN) karena kesibukan 

masing-masing; 3) 

Adanya situasi dan 

kondisi politik serta 

kondusifitas wilayah di 

Kabupaten Magelang 

menjelang Pemilu 

sehingga Forkopimda 

tidak memungkinkan 

untuk meninggalkan lokasi 

tugas karena juga 

bersamaan dengan masa 

Kampanye. (Anggaran 

yang belum terserap 

SPPD Luar Daerah untuk 

Study Komparasi dalam 

rangka Peningkatan 

Sinergitas Forkopimda 

Bersama OPD Kabupaten 

Magelang terkait 

%u201CPenguatan Sektor 

Pariwisata Dalam 

Mendukung Pengendalian 

Inflasi Daerah%u201D di 

Bali)

1) Strategi optimalisasi 

kinerja realisasi belanja 

dapat dilakukan dengan 

cara memperbaiki 

perencanaan dan 

eksekusi kegiatan secara 

relevan dan terjadwal; 2) 

Mengidentifikasi dan 

melakukan percepatan 

kegiatan yang dapat 

segera dilakukan, serta 3) 

Mengoptimalkan 

penyerapan anggaran 

secara proporsional setiap 

bulan berdasarkan target, 

rencana kegiatan, dan 

rencana penarikan dana 

yang telah disusun 

sehingga tidak menumpuk 

di akhir tahun anggaran.
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LAMPIRAN 3.1.4. | Pelaksanaan Fungsi Urusan Penunjang   

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Jumlah Orang yang Mengikuti 

pelaksanaan Kebijakan di Bidang 

Kewaspadaan Dini, Kerja Sama 

Intelijen, Pemantauan Orang 

Asing, Tenaga Kerja Asing dan 

Lembaga Asing, Kewaspadaan 

Perbatasan antar Negara, 

Fasilitasi Kelembagaan Bidang 

Kewaspadaan, serta Penanganan 

Konflik di DaerahJumlah 

pemantauan situasi daerah yang 

dilaksanakan

180.00 

orang

180.00 

orang

100

Peningkatan Daya 

Saing Ekonomi 

Daerah

PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN 

LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK 

DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK

100 100 100 33.884.677.130 33.620.807.195 99.22

Persentase Pembinaan Partai Politik dan Koordinasi 

Lembaga Pemerintah

100.00 

persen

100.00 

persen

100

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan 

Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika 

Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, 

Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, 

Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan 

Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta 

Pemantauan

100 100 100 33.884.677.130 33.620.807.195 99.22

Persentase Pembinaan Partai Politik dan 

Koordinasi Lembaga Pemerintah

100.00 

persen

100.00 

persen

100

Penyusunan Bahan Perumusan 

Kebijakan di Bidang Pendidikan 

Politik, Etika Budaya Politik, 

Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi 

Kelembagaan Pemerintahan, 

Perwakilan dan Partai Politik, 

Pemilihan Umum/Pemilihan Umum 

Kepala Daerah, serta Pemantauan 

Situasi Politik di Daerah

9 9 100 2.737.926.130 2.622.800.500 95.8
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LAMPIRAN 3.1.4. | Pelaksanaan Fungsi Urusan Penunjang   

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

Target Realisasi

Tingkat 

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kinerja Keuangan

Permasalahan Upaya MengatasiNo. Urusan
SKPD/Unit 

Kerja
Kebijakan Uraian Program/Kegiatan

Jumlah Kebijakan di Bidang 

Pendidikan Politik, Etika Budaya 

Politik, Peningkatan Demokrasi, 

Fasilitasi Kelembagaan 

Pemerintahan, Perwakilan dan 

Partai Politik, Pemilihan 

Umum/Pemilihan Umum Kepala 

Daerah, serta Pemantauan 

Situasi Politik di Daerah yang 

DisusunJumlah pembinaan partai 

politik yang dilaksanakan

9.00 

dokumen

9.00 

dokumen

100

Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang 

Pendidikan Politik, Etika Budaya 

Politik, Peningkatan Demokrasi, 

Fasilitasi Kelembagaan 

Pemerintahan, Perwakilan dan 

Partai Politik, Pemilihan 

Umum/Pemilihan Umum Kepala 

Daerah, serta Pemantauan Situasi 

Politik di Daerah

30 30 100 31.146.751.000 30.998.006.695 99.52

Jumlah Orang yang Mengikuti 

Koordinasi di Bidang Pendidikan 

Politik, Etika Budaya Politik, 

Peningkatan Demokrasi, 

Fasilitasi Kelembagaan 

Pemerintahan, Perwakilan dan 

Partai Politik, Pemilihan 

Umum/Pemilihan Umum Kepala 

Daerah, serta Pemantauan 

Situasi Politik di DaerahJumlah 

kegiatan koordinasi kelembagaan 

pemerintah yang dilaksanakan

30.00 

orang

30.00 

orang

100
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LAMPIRAN 3.1.5. | Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan dengan Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja 

No. Uraian Program
Jumlah Indikator 

Kinerja Program

Rata-rata Tingkat 

Ketercapaian 

Indikator (%)

Jumlah Indikator 

Kinerja Kegiatan

Rata-rata Tingkat 

Ketercapaian 

Indikator Kegiatan 

(%)

Tingkat Kesesuaian 

Kinerja Program dan 

Kegiatan

Predikat Tingkat Kesesuaian 

Kinerja Program dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6 7 8

1

PROGRAM PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1 100.00% 8 101.67% 101.67% Sangat Tinggi

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 2 101.94% 4 109.38% 107.30% Sangat Tinggi

PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA 

KEPENDIDIKAN
1 95.66% 1 100% 104.54% Sangat Tinggi

2

PROGRAM PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2 100.00% 6 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN 

PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN 

MASYARAKAT

1 100.00% 4 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER 

DAYA MANUSIA KESEHATAN
1 100.00% 3 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT 

KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
2 100.00% 4 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

BIDANG KESEHATAN
1 100.00% 3 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 
1 100.00% 1 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN 

PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN 

MASYARAKAT

1 100.00% 2 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 
2 100.00% 1 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN 

PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN 

MASYARAKAT

1 100.00% 1 100% 100% Sangat Tinggi

TINGKAT KESESUAIAN INDIKATOR KEGIATAN TERHADAP INDIKATOR PROGRAM

LAMPIRAN 3.1.5. ANALISIS KESESUAIAN ANTARA KEGIATAN DENGAN TARGET KINERJA DALAM PERJANJIAN KINERJA 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dinkes

PUSKESMAS SALAMAN I

PUSKESMAS SALAMAN II

1. Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 
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LAMPIRAN 3.1.5. | Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan dengan Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja 

No. Uraian Program
Jumlah Indikator 

Kinerja Program

Rata-rata Tingkat 

Ketercapaian 

Indikator (%)

Jumlah Indikator 

Kinerja Kegiatan

Rata-rata Tingkat 

Ketercapaian 

Indikator Kegiatan 

(%)

Tingkat Kesesuaian 

Kinerja Program dan 

Kegiatan

Predikat Tingkat Kesesuaian 

Kinerja Program dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6 7 8

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

BIDANG KESEHATAN
1 100.00% 1 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 
2 100.00% 1 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN 

PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN 

MASYARAKAT 

1 100.00% 2 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

BIDANG KESEHATAN
1 100.00% 1 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 
2 100.00% 1 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN 

PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN 

MASYARAKAT 

1 100.00% 2 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

BIDANG KESEHATAN 
1 100.00% 1 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 
2 100.00% 1 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN 

PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN 

MASYARAKAT

1 100.00% 2 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

BIDANG KESEHATAN 
1 100.00% 1 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 
2 100.00% 1 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN 

PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN 

MASYARAKAT 

1 100.00% 2 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

BIDANG KESEHATAN 
1 100.00% 1 100% 100% Sangat Tinggi

PUSKESMAS BOROBUDUR

PUSKESMAS NGLUWAR

PUSKESMAS SALAM

PUSKESMAS SRUMBUNG

PUSKESMAS DUKUN

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI MAGELANG TAHUN 2023 | 543



LAMPIRAN 3.1.5. | Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan dengan Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja 

No. Uraian Program
Jumlah Indikator 

Kinerja Program

Rata-rata Tingkat 

Ketercapaian 

Indikator (%)

Jumlah Indikator 

Kinerja Kegiatan

Rata-rata Tingkat 

Ketercapaian 

Indikator Kegiatan 

(%)

Tingkat Kesesuaian 

Kinerja Program dan 

Kegiatan

Predikat Tingkat Kesesuaian 

Kinerja Program dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6 7 8

PROGRAM PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2 100.00% 1 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN 

PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN 

MASYARAKAT

1 100.00% 1 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

BIDANG KESEHATAN 
1 100.00% 1 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2 100.00% 1 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN 

PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN 

MASYARAKAT

1 100.00% 2 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

BIDANG KESEHATAN 
1 100.00% 1 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2 100.00% 1 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN 

PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN 

MASYARAKAT 

1 100.00% 2 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

BIDANG KESEHATAN
1 100.00% 1 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2 100.00% 1 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN 

PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN 

MASYARAKAT

1 100.00% 2 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

BIDANG KESEHATAN 
1 100.00% 1 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2 100.00% 1 100% 100% Sangat Tinggi

PUSKESMAS SAWANGAN I

PUSKESMAS SAWANGAN II

PUSKESMAS MUNTILAN I

PUSKESMAS MUNTILAN II
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LAMPIRAN 3.1.5. | Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan dengan Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja 

No. Uraian Program
Jumlah Indikator 

Kinerja Program

Rata-rata Tingkat 

Ketercapaian 

Indikator (%)

Jumlah Indikator 

Kinerja Kegiatan

Rata-rata Tingkat 

Ketercapaian 

Indikator Kegiatan 

(%)

Tingkat Kesesuaian 

Kinerja Program dan 

Kegiatan

Predikat Tingkat Kesesuaian 

Kinerja Program dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6 7 8

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN 

PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN 

MASYARAKAT

1 100.00% 2 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

BIDANG KESEHATAN
1 100.00% 1 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2 100.00% 1 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN 

PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN 

MASYARAKAT

1 100.00% 2 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

BIDANG KESEHATAN 
1 100.00% 1 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2 100.00% 1 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN 

PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN 

MASYARAKAT

1 100.00% 2 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

BIDANG KESEHATAN 
1 100.00% 1 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2 100.00% 1 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN 

PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN 

MASYARAKAT

1 100.00% 2 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

BIDANG KESEHATAN 
1 100.00% 1 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2 100.00% 1 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN 

PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN 

MASYARAKAT

1 100.00% 2 100% 100% Sangat Tinggi

PUSKESMAS MERTOYUDAN I

PUSKESMAS MERTOYUDAN II

PUSKESMAS TEMPURAN

PUSKESMAS MUNGKID
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LAMPIRAN 3.1.5. | Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan dengan Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja 

No. Uraian Program
Jumlah Indikator 

Kinerja Program

Rata-rata Tingkat 

Ketercapaian 

Indikator (%)

Jumlah Indikator 

Kinerja Kegiatan

Rata-rata Tingkat 

Ketercapaian 

Indikator Kegiatan 

(%)

Tingkat Kesesuaian 

Kinerja Program dan 

Kegiatan

Predikat Tingkat Kesesuaian 

Kinerja Program dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6 7 8

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

BIDANG KESEHATAN 
1 100.00% 1 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2 100.00% 1 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN 

PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN 

MASYARAKAT

1 100.00% 2 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2 100.00% 1 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN 

PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN 

MASYARAKAT

1 100.00% 2 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

BIDANG KESEHATAN 
1 100.00% 1 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2 100.00% 1 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN 

PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN 

MASYARAKAT

1 100.00% 2 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

BIDANG KESEHATAN 
1 100.00% 1 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2 100.00% 1 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN 

PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN 

MASYARAKAT

1 100.00% 2 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

BIDANG KESEHATAN 
1 100.00% 1 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2 100.00% 1 100% 100% Sangat Tinggi

PUSKESMAS KALIANGKRIK

PUSKESMAS BANDONGAN

PUSKESMAS CANDIMULYO

PUSKESMAS KAJORAN I

PUSKESMAS KAJORAN II
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LAMPIRAN 3.1.5. | Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan dengan Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja 

No. Uraian Program
Jumlah Indikator 

Kinerja Program

Rata-rata Tingkat 

Ketercapaian 

Indikator (%)

Jumlah Indikator 

Kinerja Kegiatan

Rata-rata Tingkat 

Ketercapaian 

Indikator Kegiatan 

(%)

Tingkat Kesesuaian 

Kinerja Program dan 

Kegiatan

Predikat Tingkat Kesesuaian 

Kinerja Program dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6 7 8

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN 

PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN 

MASYARAKAT

1 100.00% 2 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

BIDANG KESEHATAN 
1 100.00% 1 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2 100.00% 1 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN 

PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN 

MASYARAKAT

1 100.00% 2 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

BIDANG KESEHATAN 
1 100.00% 1 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2 100.00% 1 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN 

PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN 

MASYARAKAT

1 100.00% 2 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

BIDANG KESEHATAN 
1 100.00% 1 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2 100.00% 1 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN 

PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN 

MASYARAKAT

1 100.00% 2 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

BIDANG KESEHATAN 
1 100.00% 1 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2 100.00% 1 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN 

PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN 

MASYARAKAT

1 100.00% 2 100% 100% Sangat Tinggi

PUSKESMAS GRABAG I

PUSKESMAS GRABAG II

PUSKESMAS PAKIS

PUSKESMAS NGABLAK
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LAMPIRAN 3.1.5. | Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan dengan Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja 

No. Uraian Program
Jumlah Indikator 

Kinerja Program

Rata-rata Tingkat 

Ketercapaian 

Indikator (%)

Jumlah Indikator 

Kinerja Kegiatan

Rata-rata Tingkat 

Ketercapaian 

Indikator Kegiatan 

(%)

Tingkat Kesesuaian 

Kinerja Program dan 

Kegiatan

Predikat Tingkat Kesesuaian 

Kinerja Program dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6 7 8

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

BIDANG KESEHATAN 
1 100.00% 1 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2 100.00% 1 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN 

PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN 

MASYARAKAT

1 100.00% 2 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

BIDANG KESEHATAN 
1 100.00% 1 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2 100.00% 1 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN 

PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN 

MASYARAKAT

1 100.00% 2 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

BIDANG KESEHATAN 
1 100.00% 1 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2 100.00% 1 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN 

PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN 

MASYARAKAT

1 100.00% 2 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

BIDANG KESEHATAN 
1 100.00% 1 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2 100.00% 1 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN 

PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN 

MASYARAKAT

1 100.00% 2 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

BIDANG KESEHATAN 
1 100.00% 1 100% 100% Sangat Tinggi

PUSKESMAS WINDUSARI

PUSKESMAS KOTAMUNGKID

PUSKESMAS TEGALREJO

PUSKESMAS SECANG I

PUSKESMAS SECANG II
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LAMPIRAN 3.1.5. | Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan dengan Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja 

No. Uraian Program
Jumlah Indikator 

Kinerja Program

Rata-rata Tingkat 

Ketercapaian 

Indikator (%)

Jumlah Indikator 

Kinerja Kegiatan

Rata-rata Tingkat 

Ketercapaian 

Indikator Kegiatan 

(%)

Tingkat Kesesuaian 

Kinerja Program dan 

Kegiatan

Predikat Tingkat Kesesuaian 

Kinerja Program dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6 7 8

PROGRAM PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2 100.00% 1 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN 

PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN 

MASYARAKAT

1 100.00% 2 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

BIDANG KESEHATAN
1 100.00% 1 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER 

DAYA MANUSIA KESEHATAN
1 100.00% 1 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1 103.16% 2 100% 96.94% Sangat Tinggi

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN 

PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN 

MASYARAKAT

1 100.00% 1 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER 

DAYA MANUSIA KESEHATAN
1 100.00% 1 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1 100.00% 2 100% 100% Sangat Tinggi

3

PROGRAM PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2 100.00% 6 97.94% 97.94% Sangat Tinggi

PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR 

(SDA)
1 109.21% 2 125.68% 115.08% Sangat Tinggi

PROGRAM PENGELOLAAN DAN 

PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR 

MINUM

1 100.37% 1 100% 99.63% Sangat Tinggi

PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN 

PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL
1 100.00% 1 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PENGELOLAAN DAN 

PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
1 100.80% 1 100% 99.21% Sangat Tinggi

PROGRAM PENGELOLAAN DAN 

PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
1 13.76% 1 27.50% 199.85% Sangat Tinggi

PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN 1 100.00% 1 100% 100% Sangat Tinggi

RSUD MUNTILAN

RSUD MERAH PUTIH

DPUPR
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LAMPIRAN 3.1.5. | Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan dengan Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja 

No. Uraian Program
Jumlah Indikator 

Kinerja Program

Rata-rata Tingkat 

Ketercapaian 

Indikator (%)

Jumlah Indikator 

Kinerja Kegiatan

Rata-rata Tingkat 

Ketercapaian 

Indikator Kegiatan 

(%)

Tingkat Kesesuaian 

Kinerja Program dan 

Kegiatan

Predikat Tingkat Kesesuaian 

Kinerja Program dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6 7 8

PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 1 100.03% 1 100% 99.97% Sangat Tinggi

PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN 

LINGKUNGANNYA
1 100.00% 1 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 1 100.26% 1 92.62% 92.38% Sangat Tinggi

PROGRAM PENGEMBANGAN JASA 

KONSTRUKSI 
1 100.18% 2 100% 99.82% Sangat Tinggi

PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN 

RUANG
1 105.00% 3 100% 95.24% Sangat Tinggi

4

PROGRAM PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2 100.00% 6 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 1 100.00% 4 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 1 100.00% 1 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN 

PERMUKIMAN KUMUH
1 97.44% 1 100% 102.63% Sangat Tinggi

PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, 

SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
1 100.00% 1 100% 100% Sangat Tinggi

PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, 

KUALIFIKASI, KLASIFIKASI DAN REGISTRASI 

BIDANG PPERUMAHAN DAN KAWASAN 

PERMUKIMAN

1 100.00% 1 100% 100% Sangat Tinggi

5

PROGRAM PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2 100.00% 6 140.11% 140.11% Sangat Tinggi

PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN 

KETERTIBAN UMUM
1 100.00% 3 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, 

PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN 

PENYELAMATAN NON KEBAKARAN

1 100.00% 1 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 1 100.00% 4 100% 100% Sangat Tinggi

DPRKP

Satpol PP dan PK

BPBD

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI MAGELANG TAHUN 2023 | 550



LAMPIRAN 3.1.5. | Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan dengan Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja 

No. Uraian Program
Jumlah Indikator 

Kinerja Program

Rata-rata Tingkat 

Ketercapaian 

Indikator (%)

Jumlah Indikator 

Kinerja Kegiatan

Rata-rata Tingkat 

Ketercapaian 

Indikator Kegiatan 

(%)

Tingkat Kesesuaian 

Kinerja Program dan 

Kegiatan

Predikat Tingkat Kesesuaian 

Kinerja Program dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6 7 8

PROGRAM PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA
2 100.00% 8 100% 100% Sangat Tinggi

6

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH 

DAERAH KABUPATEN/KOTA
1 100.00% 7 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 1 88.71% 1 122.09% 137.63% Sangat Tinggi

PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 1 94.10% 2 69.64% 74% Sedang

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN 

SOSIAL
1 98.44% 2 177.50% 180.31% Sangat Tinggi

PROGRAM PENANGANAN BENCANA 1 100.00% 2 180.72% 180.72% Sangat Tinggi

No. Uraian Program
Jumlah Indikator 

Kinerja Program

Rata-rata Tingkat 

Ketercapaian 

Indikator (%)

Jumlah Indikator 

Kinerja Kegiatan

Rata-rata Tingkat 

Ketercapaian 

Indikator Kegiatan 

(%)

Tingkat Kesesuaian 

Kinerja Program dan 

Kegiatan

Predikat Tingkat Kesesuaian 

Kinerja Program dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6 7 8

1

PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 1 100.00% 1 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN 

TRADISIONAL
1 100.00% 1 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN 

CAGAR BUDAYA
1 100.00% 1 100% 100% Sangat Tinggi

2

PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN 

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
1 100.00% 3 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 1 100.00% 1 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 1 100.00% 1 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 1 100.00% 1 100% 100% Sangat Tinggi

3

PROGRAM PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2 100.00% 7 101.65% 101.65% Sangat Tinggi

Dinsos PPKB PPPA

2. Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dinsos PPKB PPPA

Disperinnaker
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LAMPIRAN 3.1.5. | Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan dengan Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja 

No. Uraian Program
Jumlah Indikator 

Kinerja Program

Rata-rata Tingkat 

Ketercapaian 

Indikator (%)

Jumlah Indikator 

Kinerja Kegiatan

Rata-rata Tingkat 

Ketercapaian 

Indikator Kegiatan 

(%)

Tingkat Kesesuaian 

Kinerja Program dan 

Kegiatan

Predikat Tingkat Kesesuaian 

Kinerja Program dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6 7 8

PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN 

PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
1 88.61% 5 100% 112.85% Sangat Tinggi

PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 1 100.00% 3 139.47% 139.47% Sangat Tinggi

PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 1 100.00% 2 100% 100% Sangat Tinggi

4

PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 1 104.13% 1 1381.30% 1326.51% Sangat Tinggi

PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA 

BERENCANA (KB)
3 125.92% 4 99.76% 79.22% Tinggi

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN 

PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
1 120.53% 1 100% 82.97% Tinggi

5

PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN 

KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
4 120.95% 3 106.67% 88.19% Tinggi

PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN 

PANGAN
1 66.85% 2 100% 149.59% Sangat Tinggi

PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 1 111.11% 1 100% 90% Tinggi

6

PROGRAM PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA
2 100.00% 7 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP 1 100.00% 2 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN 

DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
1 100.00% 3 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN 

HAYATI (KEHATI)
1 100.00% 1 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA 

DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN 

BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)

1 100.00% 2 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN 

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN 

LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)

1 100.00% 1 100% 100% Sangat Tinggi

Dinsos PPKB PPPA

Distan Pangan

DLH
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LAMPIRAN 3.1.5. | Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan dengan Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja 

No. Uraian Program
Jumlah Indikator 

Kinerja Program

Rata-rata Tingkat 

Ketercapaian 

Indikator (%)

Jumlah Indikator 

Kinerja Kegiatan

Rata-rata Tingkat 

Ketercapaian 

Indikator Kegiatan 

(%)

Tingkat Kesesuaian 

Kinerja Program dan 

Kegiatan

Predikat Tingkat Kesesuaian 

Kinerja Program dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6 7 8

PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN 

MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN 

LOKAL DAN HAK MAH YANG TERKAIT DENGAN 

PPLH

1 100.00% 2 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, 

PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN 

HIDUP UNTUK MASYARAKAT

1 100.00% 1 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP 

UNTUK MASYARAKAT
1 100.00% 1 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN 

LINGKUNGAN HIDUP
1 100.00% 1 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 1 95.72% 1 94.52% 98.75% Sangat Tinggi

7

PROGRAM PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2 100.00% 7 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 3 98.82% 1 100% 101.19% Sangat Tinggi

PROGRAM PENCATATAN SIPIL 3 101.00% 1 100% 99.01% Sangat Tinggi

PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI 

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
1 100.00% 3 100% 100% Sangat Tinggi

8

PROGRAM PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2 100.00% 6 99.50% 99.50% Sangat Tinggi

PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN 

KOMUNIKASI PUBLIK
1 100.00% 1 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI 

INFORMATIKA
1 100.00% 2 100% 100% Sangat Tinggi

9

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH 

DAERAH KABUPATEN/KOTA
2 100.00% 5 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS 

DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
3 100.00% 7 100% 100% Sangat Tinggi

10

PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK 

SEKTORAL
1 100.00% 1 100% 100% Sangat Tinggi

Disdukcapil

Diskominfo

Dishub

Diskominfo
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LAMPIRAN 3.1.5. | Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan dengan Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja 

No. Uraian Program
Jumlah Indikator 

Kinerja Program

Rata-rata Tingkat 

Ketercapaian 

Indikator (%)

Jumlah Indikator 

Kinerja Kegiatan

Rata-rata Tingkat 

Ketercapaian 

Indikator Kegiatan 

(%)

Tingkat Kesesuaian 

Kinerja Program dan 

Kegiatan

Predikat Tingkat Kesesuaian 

Kinerja Program dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6 7 8

11

PROGRAM PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2 100.00% 6 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PENATAAN DESA 1 100.00% 1 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN 

DESA
1 100.00% 1 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA 

KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN 

MASYARAKAT HUKUM ADAT 

1 100.00% 1 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA 1 100.00% 1 100% 100% Sangat Tinggi

12

PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN 

UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
1 100.00% 1 100% 100% Sangat Tinggi

13

PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA 

MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO 

(UMKM)

1 100.00% 1 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN 

PERLINDUNGAN KOPERASI
1 100.00% 1 85.71% 85.71% Tinggi

PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN 

KOPERASI
1 100.00% 1 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN 

PERKOPERASIAN
1 100.00% 1 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2 100.00% 7 100% 100% Sangat Tinggi

14

PROGRAM PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2 100.00% 6 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN 

MODAL
1 100.00% 1 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 1 100.00% 1 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 1 100.00% 1 104% 104% Sangat Tinggi

Dispermades

Diskominfo

Disdagkop & UKM

DPMPTSP
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LAMPIRAN 3.1.5. | Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan dengan Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja 

No. Uraian Program
Jumlah Indikator 

Kinerja Program

Rata-rata Tingkat 

Ketercapaian 

Indikator (%)

Jumlah Indikator 

Kinerja Kegiatan

Rata-rata Tingkat 

Ketercapaian 

Indikator Kegiatan 

(%)

Tingkat Kesesuaian 

Kinerja Program dan 

Kegiatan

Predikat Tingkat Kesesuaian 

Kinerja Program dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6 7 8

PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN 

PENANAMAN MODAL
1 100.00% 1 94.67% 94.67% Sangat Tinggi

PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM 

INFORMASI PENANAMAN MODAL
1 100.00% 1 100% 100% Sangat Tinggi

15

PROGRAM PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2 100.00% 5 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 3 100.00% 2 100% 100% Sangat Tinggi

16

PROGRAM PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1 100.00% 6 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA 

SAING KEPEMUDAAN
1 100.00% 2 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA 

SAING KEOLAHRAGAAN
1 100.00% 4 95.83% 95.83% Sangat Tinggi

PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS 

KEPRAMUKAAN
1 100.00% 1 100% 100% Sangat Tinggi

17 Dispuspa

PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 1 100.00% 2 100.83% 100.83% Sangat Tinggi

18 DPUPR

PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN 

DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
1 80.00% 1 90% 112.50% Sangat Tinggi

3. Pelaksanaan Urusan Pilihan 

No. Uraian Program
Jumlah Indikator 

Kinerja Program

Rata-rata Tingkat 

Ketercapaian 

Indikator (%)

Jumlah Indikator 

Kinerja Kegiatan

Rata-rata Tingkat 

Ketercapaian 

Indikator Kegiatan 

(%)

Tingkat Kesesuaian 

Kinerja Program dan 

Kegiatan

Predikat Tingkat Kesesuaian 

Kinerja Program dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6 7 8

1

PROGRAM PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1 100.00% 7 100% 100% Sangat Tinggi

Distan Pangan

Dispuspa

Disparpora
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LAMPIRAN 3.1.5. | Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan dengan Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja 

No. Uraian Program
Jumlah Indikator 

Kinerja Program

Rata-rata Tingkat 

Ketercapaian 

Indikator (%)

Jumlah Indikator 

Kinerja Kegiatan

Rata-rata Tingkat 

Ketercapaian 

Indikator Kegiatan 

(%)

Tingkat Kesesuaian 

Kinerja Program dan 

Kegiatan

Predikat Tingkat Kesesuaian 

Kinerja Program dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6 7 8

PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN 

SARANA PERTANIAN
1 100.00% 2 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN 

PRASARANA PERTANIAN
1 100.00% 2 88.46% 88.46% Tinggi

PROGRAM PENGENDALIAN DAN 

PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
1 86.92% 1 100% 115.05% Sangat Tinggi

PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN 1 100.00% 1 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 1 100.00% 1 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN 

SARANA PERTANIAN
1 100.00% 2 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN 

PRASARANA PERTANIAN
1 100.00% 1 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN 

HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT 

VETERINER

1 100.00% 4 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN 1 100.00% 1 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 1 100.00% 1 100% 100% Sangat Tinggi

2

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI 

PERDAGANGAN
1 100.00% 2 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG 

KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
1 100.00% 2 99.48% 99.48% Sangat Tinggi

PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR 1 -516.00% 1 100% -19.38% Sangat Rendah

PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN 

PERUSAHAAN
1 100.00% 1 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM STANDARDISASI DAN 

PERLINDUNGAN KONSUMEN
1 88.00% 1 100% 113.64% Sangat Tinggi

3

PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK 

DESTINASI PARIWISATA
1 100.00% 3 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 1 100.00% 1 100% 100% Sangat Tinggi

Dispeterikan

Disdagkop & UKM

Disparpora
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LAMPIRAN 3.1.5. | Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan dengan Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja 

No. Uraian Program
Jumlah Indikator 

Kinerja Program

Rata-rata Tingkat 

Ketercapaian 

Indikator (%)

Jumlah Indikator 

Kinerja Kegiatan

Rata-rata Tingkat 

Ketercapaian 

Indikator Kegiatan 

(%)

Tingkat Kesesuaian 

Kinerja Program dan 

Kegiatan

Predikat Tingkat Kesesuaian 

Kinerja Program dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6 7 8

PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI 

KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN 

PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

1 100.00% 1 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA 

PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
1 100.00% 1 100% 100% Sangat Tinggi

4

PROGRAM PERENCANAAN DAN 

PEMBANGUNAN INDUSTRI
1 100.00% 1 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI 

INDUSTRI NASIONAL
1 100.00% 1 100% 100% Sangat Tinggi

5

PROGRAM PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2 100.00% 5 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN 

BUDIDAYA
1 100.00% 2 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA 

KELAUTAN DAN PERIKANAN
1 100.00% 1 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN 

HASIL PERIKANAN
2 100.00% 3 100% 100% Sangat Tinggi

6

PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN 

TRANSMIGRASI
1 75.00% 1 33.33% 44.44% Sangat Rendah

4. Pelaksanaan Fungsi Urusan Penunjang 

a. UNSUR PENDUKUNG

No. Uraian Program
Jumlah Indikator 

Kinerja Program

Rata-rata Tingkat 

Ketercapaian 

Indikator (%)

Jumlah Indikator 

Kinerja Kegiatan

Rata-rata Tingkat 

Ketercapaian 

Indikator Kegiatan 

(%)

Tingkat Kesesuaian 

Kinerja Program dan 

Kegiatan

Predikat Tingkat Kesesuaian 

Kinerja Program dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Dispeterikan

Disperinnaker

Sekretariat Daerah

Bag Pemerintahan

Disperinnaker
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LAMPIRAN 3.1.5. | Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan dengan Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja 

No. Uraian Program
Jumlah Indikator 

Kinerja Program

Rata-rata Tingkat 

Ketercapaian 

Indikator (%)

Jumlah Indikator 

Kinerja Kegiatan

Rata-rata Tingkat 

Ketercapaian 

Indikator Kegiatan 

(%)

Tingkat Kesesuaian 

Kinerja Program dan 

Kegiatan

Predikat Tingkat Kesesuaian 

Kinerja Program dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6 7 8

PROGRAM PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2 100.00% 5 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PEMERINTAHAN DAN 

KESEJAHTERAAN RAKYAT
1 100.00% 2 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA
3 100.00% 5 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2 100.00% 5 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PEREKONOMIAN DAN 

PEMBANGUNAN
1 100.00% 1 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1 100.00% 4 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PEMERINTAHAN DAN 

KESEJAHTERAAN RAKYAT
1 100.00% 1 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PEREKONOMIAN DAN 

PEMBANGUNAN
2 100.00% 2 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1 100.00% 5 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
3 100.00% 8 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2 100.00% 5 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PEREKONOMIAN DAN 

PEMBANGUNAN
1 100.00% 1 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2 100.00% 5 108.57% 108.57% Sangat Tinggi

Bagian Hukum Setda

Bagian Administrasi Pembangunan Setda

Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda

Bagian Perekonomian dan SDA Setda

Bagian Umum Setda

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda

Bagian Organisasi Setda
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LAMPIRAN 3.1.5. | Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan dengan Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja 

No. Uraian Program
Jumlah Indikator 

Kinerja Program

Rata-rata Tingkat 

Ketercapaian 

Indikator (%)

Jumlah Indikator 

Kinerja Kegiatan

Rata-rata Tingkat 

Ketercapaian 

Indikator Kegiatan 

(%)

Tingkat Kesesuaian 

Kinerja Program dan 

Kegiatan

Predikat Tingkat Kesesuaian 

Kinerja Program dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6 7 8

PROGRAM PEMERINTAHAN DAN 

KESEJAHTERAAN RAKYAT
1 100.00% 1 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA 
1 100.00% 5 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS 

DAN FUNGSI DPRD
7 100.00% 7 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2 100.00% 9 100% 100% Sangat Tinggi

b. UNSUR PENUNJANG

No. Uraian Program
Jumlah Indikator 

Kinerja Program

Rata-rata Tingkat 

Ketercapaian 

Indikator (%)

Jumlah Indikator 

Kinerja Kegiatan

Rata-rata Tingkat 

Ketercapaian 

Indikator Kegiatan 

(%)

Tingkat Kesesuaian 

Kinerja Program dan 

Kegiatan

Predikat Tingkat Kesesuaian 

Kinerja Program dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6 7 8

1

PROGRAM PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2 93.93% 6 100% 106.46% Sangat Tinggi

PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 4 100.00% 4 94.22% 94.22% Sangat Tinggi

2

PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

DAERAH
2 100.00% 4 100% 100% Sangat Tinggi

3

PROGRAM PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2 100.00% 6 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 4 99.66% 4 100% 100.34% Sangat Tinggi

PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK 

DAERAH
1 100.00% 1 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN 

DAERAH
3 98.50% 1 100% 101.52% Sangat Tinggi

BPPKAD

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda

Sekretariat DPRD

BKPPD

Bappeda dan Litbangda
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LAMPIRAN 3.1.5. | Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan dengan Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja 

No. Uraian Program
Jumlah Indikator 

Kinerja Program

Rata-rata Tingkat 

Ketercapaian 

Indikator (%)

Jumlah Indikator 

Kinerja Kegiatan

Rata-rata Tingkat 

Ketercapaian 

Indikator Kegiatan 

(%)

Tingkat Kesesuaian 

Kinerja Program dan 

Kegiatan

Predikat Tingkat Kesesuaian 

Kinerja Program dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6 7 8

4

PROGRAM PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2 100.00% 8 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN 

DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
2 100.00% 3 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI 

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
3 100.00% 3 100% 100% Sangat Tinggi

c. UNSUR PENGAWAS

No. Uraian Program
Jumlah Indikator 

Kinerja Program

Rata-rata Tingkat 

Ketercapaian 

Indikator (%)

Jumlah Indikator 

Kinerja Kegiatan

Rata-rata Tingkat 

Ketercapaian 

Indikator Kegiatan 

(%)

Tingkat Kesesuaian 

Kinerja Program dan 

Kegiatan

Predikat Tingkat Kesesuaian 

Kinerja Program dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Inspektorat

PROGRAM PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2 100.00% 8 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 1 100.00% 2 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, 

PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
2 100.00% 2 100% 100% Sangat Tinggi

d. UNSUR KEWILAYAHAN

No. Uraian Program
Jumlah Indikator 

Kinerja Program

Rata-rata Tingkat 

Ketercapaian 

Indikator (%)

Jumlah Indikator 

Kinerja Kegiatan

Rata-rata Tingkat 

Ketercapaian 

Indikator Kegiatan 

(%)

Tingkat Kesesuaian 

Kinerja Program dan 

Kegiatan

Predikat Tingkat Kesesuaian 

Kinerja Program dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6 7 8

1

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN 

KETERTIBAN UMUM
1 100.00% 1 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

DESA DAN KELURAHAN
1 100.00% 2 100% 100% Sangat Tinggi

Bappeda dan Litbangda

Kecamatan Bandongan
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LAMPIRAN 3.1.5. | Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan dengan Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja 

No. Uraian Program
Jumlah Indikator 

Kinerja Program

Rata-rata Tingkat 

Ketercapaian 

Indikator (%)

Jumlah Indikator 

Kinerja Kegiatan

Rata-rata Tingkat 

Ketercapaian 

Indikator Kegiatan 

(%)

Tingkat Kesesuaian 

Kinerja Program dan 

Kegiatan

Predikat Tingkat Kesesuaian 

Kinerja Program dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6 7 8

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

PEMERINTAH DESA
1 100.00% 1 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PENYELENGGARAAN 

PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
1 100.00% 1 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PENUNJANG URUSAN DAERAH 

KABUPATEN KOTA
2 100.00% 6 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA
2 100.00% 5 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PENYELENGGARAAN 

PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
1 100.00% 1 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

DESA DAN KELURAHAN
1 100.00% 2 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN 

KETERTIBAN UMUM 
1 100.00% 1 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

PEMERINTAHAN DESA
1 100.00% 1 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2 100.00% 5 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PENYELENGGARAAN 

PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
1 100.00% 1 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

DESA DAN KELURAHAN
1 100.00% 2 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN 

KETERTIBAN UMUM
1 100.00% 1 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

PEMERINTAHAN DESA
1 100.00% 1 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2 97.05% 7 97.99% 100.97% Sangat Tinggi

PROGRAM PENYELENGGARAAN 

PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
1 95.00% 1 100% 105.26% Sangat Tinggi

Kecamatan Dukun

Kecamatan Borobudur

Kecamatan Candimulyo
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LAMPIRAN 3.1.5. | Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan dengan Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja 

No. Uraian Program
Jumlah Indikator 

Kinerja Program

Rata-rata Tingkat 

Ketercapaian 

Indikator (%)

Jumlah Indikator 

Kinerja Kegiatan

Rata-rata Tingkat 

Ketercapaian 

Indikator Kegiatan 

(%)

Tingkat Kesesuaian 

Kinerja Program dan 

Kegiatan

Predikat Tingkat Kesesuaian 

Kinerja Program dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6 7 8

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

DESA DAN KELURAHAN
1 100.00% 2 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN 

KETERTIBAN UMUM
1 100.00% 1 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

PEMERINTAHAN DESA
1 99.00% 1 100% 101.01% Sangat Tinggi

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN 

KETERTIBAN UMUM
1 100.00% 1 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PENYELENGGARAAN 

PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
1 99.86% 1 92.31% 92.44% Sangat Tinggi

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

DESA DAN KELURAHAN
1 100.00% 2 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

PEMERINTAHAN DESA
1 100.00% 1 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2 100.00% 5 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA
2 100.00% 6 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PENYELENGGARAAN 

PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
1 100.00% 1 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

DESA DAN KELURAHAN
1 100.00% 2 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN 

KETERTIBAN UMUM
1 100.00% 1 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

PEMERINTAHAN DESA
1 100.00% 1 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN 

KETERTIBAN UMUM 
1 100.00% 1 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA
1 100.00% 7 100% 100% Sangat Tinggi

Kecamatan Grabag

Kecamatan Kajoran

Kecamatan Kaliangkrik
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LAMPIRAN 3.1.5. | Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan dengan Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja 

No. Uraian Program
Jumlah Indikator 

Kinerja Program

Rata-rata Tingkat 

Ketercapaian 

Indikator (%)

Jumlah Indikator 

Kinerja Kegiatan

Rata-rata Tingkat 

Ketercapaian 

Indikator Kegiatan 

(%)

Tingkat Kesesuaian 

Kinerja Program dan 

Kegiatan

Predikat Tingkat Kesesuaian 

Kinerja Program dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6 7 8

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

DESA DAN KELURAHAN
1 100.00% 2 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

PEMERINTAHAN DESA
1 100.00% 1 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PENYELENGGARAAN 

PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
1 100.00% 1 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1 100.00% 6 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PENYELENGGARAN PEMERINTAH 

DAN PELAYANAN PUBLIK
1 100.00% 1 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

DESA DAN KELURAHAN
1 100.00% 3 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN 

KETERTIBAN UMUM
1 100.00% 1 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

PEMERINTAHAN DESA
1 100.00% 1 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2 99.93% 14 98.11% 98.18% Sangat Tinggi

PROGRAM PENYELENGGARAAN 

PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
1 100.00% 1 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

DESA DAN KELURAHAN
1 100.00% 4 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN 

KETERTIBAN UMUM
1 100.00% 3 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

PEMERINTAHAN DESA
1 99.46% 1 100% 100.54% Sangat Tinggi

PROGRAM PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2 100.00% 6 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PENYELENGGARAAN 

PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
1 100.00% 1 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

DESA DAN KELURAHAN
1 100.00% 3 100% 100% Sangat Tinggi

Kecamatan Mungkid

Kecamatan Muntilan

Kecamatan Mertoyudan
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LAMPIRAN 3.1.5. | Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan dengan Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja 

No. Uraian Program
Jumlah Indikator 

Kinerja Program

Rata-rata Tingkat 

Ketercapaian 

Indikator (%)

Jumlah Indikator 

Kinerja Kegiatan

Rata-rata Tingkat 

Ketercapaian 

Indikator Kegiatan 

(%)

Tingkat Kesesuaian 

Kinerja Program dan 

Kegiatan

Predikat Tingkat Kesesuaian 

Kinerja Program dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6 7 8

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN 

KETERTIBAN UMUM
1 100.00% 1 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

PEMERINTAHAN DESA
1 100.00% 1 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2 99.50% 6 100% 100.50% Sangat Tinggi

PROGRAM PENYELENGGARAAN 

PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
1 100.00% 1 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

DESA DAN KELURAHAN
1 88.24% 2 87.50% 99.16% Sangat Tinggi

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN 

KETERTIBAN UMUM
1 100.00% 1 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

PEMERINTAHAN DESA
1 100.00% 1 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2 100.00% 6 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PENYELENGGARAAN 

PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
1 100.00% 1 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

DESA DAN KELURAHAN
1 100.00% 2 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN 

KETERTIBAN UMUM
1 100.00% 1 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

PEMERINTAHAN DESA
1 100.00% 1 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2 100.00% 7 100.05% 100.05% Sangat Tinggi

PROGRAM PENYELENGGARAAN 

PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
1 100.00% 1 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

DESA DAN KELURAHAN
1 100.00% 2 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN 

KETERTIBAN UMUM
1 100.00% 1 100% 100% Sangat Tinggi

Kecamatan Ngablak

Kecamatan Ngluwar

Kecamatan Pakis
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LAMPIRAN 3.1.5. | Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan dengan Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja 

No. Uraian Program
Jumlah Indikator 

Kinerja Program

Rata-rata Tingkat 

Ketercapaian 

Indikator (%)

Jumlah Indikator 

Kinerja Kegiatan

Rata-rata Tingkat 

Ketercapaian 

Indikator Kegiatan 

(%)

Tingkat Kesesuaian 

Kinerja Program dan 

Kegiatan

Predikat Tingkat Kesesuaian 

Kinerja Program dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6 7 8

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

PEMERINTAHAN DESA
1 100.00% 1 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2 100.00% 7 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PENYELENGGARAAN 

PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
1 100.00% 1 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

DESA DAN KELURAHAN
1 100.00% 2 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN 

KETERTIBAN UMUM
1 100.00% 1 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

PEMERINTAHAN DESA
1 100.00% 1 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA 
2 100.00% 5 100.63% 100.63% Sangat Tinggi

PROGRAM PENYELENGGARAAN 

PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 
1 100.00% 1 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

DESA DAN KELURAHAN 
1 100.00% 2 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN 

KETERTIBAN UMUM 
1 100.00% 1 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

PEMERINTAHAN DESA 
1 100.00% 1 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA
2 100.00% 5 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PENYELENGGARAAN 

PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
1 100.00% 1 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PEMBERDAYAN MASYARAKAT DESA 

DAN KELURAHAN
1 100.82% 1 100% 99.19% Sangat Tinggi

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN 

KETERTIBAN UMUM
1 100.00% 1 100% 100% Sangat Tinggi

Kecamatan Salam

Kecamatan Salaman

Kecamatan Sawangan
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LAMPIRAN 3.1.5. | Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan dengan Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja 

No. Uraian Program
Jumlah Indikator 

Kinerja Program

Rata-rata Tingkat 

Ketercapaian 

Indikator (%)

Jumlah Indikator 

Kinerja Kegiatan

Rata-rata Tingkat 

Ketercapaian 

Indikator Kegiatan 

(%)

Tingkat Kesesuaian 

Kinerja Program dan 

Kegiatan

Predikat Tingkat Kesesuaian 

Kinerja Program dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6 7 8

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

PEMERINTAHAN DESA
1 95.00% 1 100% 105.26% Sangat Tinggi

PROGRAM PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2 99.50% 12 99.54% 100.04% Sangat Tinggi

PROGRAM PENYELENGGARAAN 

PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 
1 90.91% 1 116.64% 128.30% Sangat Tinggi

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

DESA DAN KELURAHAN
1 100.00% 3 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN 

KETERTIBAN UMUM
1 100.00% 2 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

PEMERINTAH DESA
1 100.00% 1 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2 100.00% 6 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PENYELENGGARAAN 

PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
1 100.00% 1 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

DESA DAN KELURAHAN
1 100.00% 2 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN 

KETERTIBAN UMUM
1 100.00% 1 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

PEMERINTAHAN DESA
1 100.00% 1 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2 100.00% 6 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PENYELENGGARAAN 

PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
1 100.00% 1 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

DESA DAN KELURAHAN
1 100.00% 2 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN 

KETERTIBAN UMUM
1 100.00% 1 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

PEMERINTAHAN DESA
1 100.00% 1 100% 100% Sangat Tinggi

Kecamatan Tegalrejo

Kecamatan Secang

Kecamatan Srumbung
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LAMPIRAN 3.1.5. | Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan dengan Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja 

No. Uraian Program
Jumlah Indikator 

Kinerja Program

Rata-rata Tingkat 

Ketercapaian 

Indikator (%)

Jumlah Indikator 

Kinerja Kegiatan

Rata-rata Tingkat 

Ketercapaian 

Indikator Kegiatan 

(%)

Tingkat Kesesuaian 

Kinerja Program dan 

Kegiatan

Predikat Tingkat Kesesuaian 

Kinerja Program dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6 7 8

PROGRAM PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2 100.00% 5 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PENYELENGGARAAN 

PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
1 100.00% 1 79.70% 79.70% Tinggi

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

DESA DAN KELURAHAN
1 100.00% 2 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN 

KETERTIBAN UMUM
1 100.00% 1 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

PEMERINTAHAN DESA
1 100.00% 1 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2 100.00% 7 98.41% 98.41% Sangat Tinggi

PROGRAM PENYELENGGARAAN 

PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
1 100.00% 1 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

DESA DAN KELURAHAN
1 100.00% 2 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN 

KETERTIBAN UMUM
1 100.00% 1 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

PEMERINTAHAN DESA
1 100.00% 1 100% 100% Sangat Tinggi

E. UNSUR PEMERINTAHAN UMUM

No. Uraian Program
Jumlah Indikator 

Kinerja Program

Rata-rata Tingkat 

Ketercapaian 

Indikator (%)

Jumlah Indikator 

Kinerja Kegiatan

Rata-rata Tingkat 

Ketercapaian 

Indikator Kegiatan 

(%)

Tingkat Kesesuaian 

Kinerja Program dan 

Kegiatan

Predikat Tingkat Kesesuaian 

Kinerja Program dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6 7 8

1

PROGRAM PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2 100.00% 6 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA 

DAN KARAKTER KEBANGSAAN
1 100.00% 1 100% 100% Sangat Tinggi

Kecamatan Tempuran

Kecamatan Windusari

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI MAGELANG TAHUN 2023 | 567



LAMPIRAN 3.1.5. | Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan dengan Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja 

No. Uraian Program
Jumlah Indikator 

Kinerja Program

Rata-rata Tingkat 

Ketercapaian 

Indikator (%)

Jumlah Indikator 

Kinerja Kegiatan

Rata-rata Tingkat 

Ketercapaian 

Indikator Kegiatan 

(%)

Tingkat Kesesuaian 

Kinerja Program dan 

Kegiatan

Predikat Tingkat Kesesuaian 

Kinerja Program dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6 7 8

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN 

PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
1 100.00% 1 100% 100% Sangat Tinggi

PROGAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN 

KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
1 100.00% 1 100% 100% Sangat Tinggi

PROGAM PENINGKATAN KEWASPADAAN 

NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN 

FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

1 100.00% 1 100% 100% Sangat Tinggi

PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI 

POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI 

PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN 

ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK

1 100.00% 1 100% 100% Sangat Tinggi
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Kabupaten Magelang 
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P e m e r i n t a h  K a b u p a t e n  M a g e l a n g
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P E N G H A R G A A N
B P B D

2  M A R E T  2 0 2 3
2 0  M A R E T  2 0 2 3

Penghargaan kepada
provinsi dan

kabupaten/kota yang
telah menjadi tuan

rumah dan mendukung
kegiatan BNPB selama
tahun 2022 dari BNPB

Anugerah Digital
Government Award
Kategori Penguatan
Kebijakan SPBE dari

KemenPAN RB

Predikat opini Wajar
Tanpa Pengecualian
(WTP) yang ke tujuh

kalinya dari Badan
Pemeriksa Keuangan
(BPK) Provinsi Jawa

Tengah

D I G I T A L
G O V E R N M E N T

A W A R D

P E N G H A R G A A N
K A B U P A T E N
M A G E L A N G

T A H U N  2 0 2 3

O P I N I  W T P

1 9  M E I  2 0 2 3

https://solo.suaramerdeka.com/tag/BNPB


P e m e r i n t a h  K a b u p a t e n  M a g e l a n g
w w w . m a g e l a n g k a b . g o . i d

P E N G H A R G A A N
J D I H

2 7  J U N I  2 0 2 3

Penghargaan sebagai
Pengelola Jaringan
Dokumentasi dan

Informasi Hukum (JDIH)
Terbaik Ke-2 Kategori

Pemerintah
Kabupaten/Kota se-Jawa

Tengah

Penghargaan
Kabupaten Layak Anak
(KLA) kategori Nindya

Tahun 2023 dari
Kementerian

Pemberdayaan
Perempuan dan

Perlindungan Anak
(PPPA) RI

Juara I Pemilihan
Arsiparis Teladan
Kategori Keahlian

Tingkat Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2023
atas nama Agustina

Dwi Krismayanti, S.AP

K L A

P E N G H A R G A A N
K A B U P A T E N
M A G E L A N G

T A H U N  2 0 2 3
J U A R A  I

K E A R S I P A N

1 9  A G U S T U S  2 0 2 3
2 2  J U L I  2 0 2 3



P e m e r i n t a h  K a b u p a t e n  M a g e l a n g
w w w . m a g e l a n g k a b . g o . i d

J U A R A  I I
K E A R S I P A N

2 9  A G U S T U S  2 0 2 3

Juara kedua dalam
kegiatan pameran virtual
kearsipan se Jawa Tengah
dari Pemerintah Provinsi

Jawa Tengah

Inovasi, advokasi dan
kemitraan Perpustakaan

Inovasi Layanan
Perpustakaan, 

1.

PIC Of The Year2.
Inovasi dan kreasi
perpustakaan Desa
Kadiluwih kecamatan
Salam

3.

Penghargaan Anggota
JDIHN tahun 2023,
terbaik 5 Kategori

Kabupaten dari
Kementerian Hukum

dan HAM

P E E R  L E A R N I N G
M E E T I N G  N A S I O N A L

T P B I S  2 0 2 3  D A R I
P E R P U S N A S

P E N G H A R G A A N
K A B U P A T E N
M A G E L A N G

T A H U N  2 0 2 3
P E N G H A R G A A N

J D I H
N A S I O N A L

1 2  O K T O B E R  2 0 2 3
2 1  S E P T E M B E R  2 0 2 3



P e m e r i n t a h  K a b u p a t e n  M a g e l a n g
w w w . m a g e l a n g k a b . g o . i d

P E N G H A R G A A N
P R O K L I M

2 4  O K T O B E R  2 0 2 3

Penghargaan Program
Kampung Iklim

(Proklim) keenam
kalinya berturut-turut

dari Kementerian
Lingkungan Hidup dan

Kehutanan (KLHK) 

Penghargaan
Bhumandala tahun

2023, Terbaik 1
Kategori Penamaan

Rupabumi
Kabupaten/Kota dari

Badan Informasi
Geospasial

Anugerah
Penghargaan Bunda

PAUD Tingkat
Nasional 2023 kategori
Wiyata Dharma Madya

dari Kemendikbud
Ristek

P E N G H A R G A A N   
B H U M A N D A L A

P E N G H A R G A A N
K A B U P A T E N
M A G E L A N G

T A H U N  2 0 2 3
P E N G H A R G A A N

B U N D A  P A U D

8  N O V E M B E R  2 0 2 36  N O V E M B E R  2 0 2 3



P e m e r i n t a h  K a b u p a t e n  M a g e l a n g
w w w . m a g e l a n g k a b . g o . i d

K P I D  J A T E N G
A W A R D S  2 0 2 3

1 7  N O V E M B E R  2 0 2 3

Juara 1 kategori Iklan
Layanan Masyarakat
Terbaik

1.

Juara 3 kategori
Features

2.

Juara 3 kategori
Lembaga Penyiaran
Publik Lokal se-Jawa
Tengah

3.

Penghargaan Pelayanan
Publik Sebagai Unit

Penyelenggara Pelayanan
Publik dengan kategori

“Sangat Baik” Tahun 2023
dari Kementerian

Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi

Birokrasi (PANRB)

RSUD Merah Putih
Kabupaten Magelang

berhasil meraih IT
Governance and Cyber
Security in Innovation

of Business pada
penghargaan Top Digital

Award 2023

P E N G H A R G A A N
P E L A Y A N A N  P U B L I K

P E N G H A R G A A N
K A B U P A T E N
M A G E L A N G

T A H U N  2 0 2 3
P E N G H A R G A A N

T O P  D I G I T A L
A W A R D  2 0 2 3

4  D E S E M B E R  2 0 2 32 1  N O V E M B E R  2 0 2 3



P e m e r i n t a h  K a b u p a t e n  M a g e l a n g
w w w . m a g e l a n g k a b . g o . i d

P E N G H A R G A A N
A P E

1 9  D E S E M B E R  2 0 2 3

Penghargaan Anugerah
Parahita Ekapraya (APE)

Tahun 2023 kategori
Utama dari Kementerian

PPPA

Penghargaan
Keterbukaan Informasi

Publik /KIP Award
dalam kategori Badan

Publik “Informatif”  
Tahun 2023 dari

Komisi Informasi
Provinsi Jawa Tengah

Penghargaan Daya
Saing Daerah

Kategori Tinggi dari
Pemerintah Provinsi

Jawa Tengah

P E N G H A R G A A N
K I P  A W A R D

P E N G H A R G A A N
K A B U P A T E N
M A G E L A N G

T A H U N  2 0 2 3
P E N G H A R G A A N

D A Y A  S A I N G
D A E R A H
( P D S D )

2 1  D E S E M B E R  2 0 2 32 1  D E S E M B E R  2 0 2 3




